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Pengantar 
Agenda perubahan Statistisi 

Jawa Barat ber-Opini merupakan 

upaya mendorong gerakan cinta 

data dari seluruh statistisi di BPS se-

Provinsi Jawa Barat. Statistisi tidak 

hanya berperan sebagai pengumpul 

dan penyedia data statistik. Namun 

statistisi memiliki peran lebih, yaitu 

menyajikan data yang dihasilkan 

agar mudah dipahami oleh 

masyarakat luas. 

Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu 

Sosial 2019 merupakan publikasi kompilasi opini dari 

statistisi BPS se-Provinsi Jawa Barat edisi  ke-3. Pada 

publikasi ini tersaji berbagai buah pemikiran statistisi 

terkait isu sosial masyarakat.  

Semoga adanya publikasi ini semakin 

meningkatkan semangat statistisi untuk menulis.  

Harapannya, seluruh statistisi di BPS se-Provinsi Jawa 

Barat mampu mengomunikasikan data statistik dengan 

mudah dan kreatif. 

Bandung, Desember 2021 
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, 

Dyah Anugrah Kuswardani 
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Fenomena Korupsi 
Perdy Irmawan Prayitno 

Statistisi BPS Kota Depok 

Tertangkapnya Bupati Cianjur, Irvan Rivano 
Muchtar (12/12/18) menambah daftar panjang kepala 
daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) oleh KPK. Sebelumnya sudah 20 kepala daerah yang 
terjaring OTT sepanjang tahun 2018. Diawali dengan 
tertangkapnya Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan 
Selatan pada tanggal 4 Januari silam. Dari 21 kepala 
daerah, 19 diantaranya berstatus sebagai pemimpin 
kabupaten (IDN, 13/12/18).  

Menurut aspek struktur pemerintahan, kabupaten 
yang dipimpin oleh seorang Bupati masih memiliki 
wilayah perdesaan. Wilayah yang cukup luas membuat 
pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten 
memerlukan anggaran yang cukup besar. Keberadaan 
desa tertinggal menyisakan pilu yang mendalam. Dari 
segala aspek kehidupan, kualitas masyarakat perdesaan 
tertinggal jauh dari masyarakat di wilayah perkotaan. 

Salah satu tolak ukur keberhasilan kualitas 
kehidupan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). Dalam UNDP, pembangunan manusia adalah suatu 
proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia 
(Aprocess of enlarging people’s choices). Konsep atau 
definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya 
mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. 
Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan 
seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut 
manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan 
ekonominya.  
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IPM diterjemahkan dalam tiga dimensi dasar, 
yakni umur panjang dan hidup sehat, mempunyai 
pengetahuan (pendidikan), dan memiliki standar hidup 
yang layak. Pendidikan merupakan salah satu aspek 
kehidupan yang sangat penting. Kualitas manusia dalam 
terlihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Menurut 
data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase 
angka melek huruf penduduk di wilayah perdesaan 
(93,03) masih tertinggal dibanding penduduk di wilayah 
perkotaan (97,53) (BPS, 2016).  

Faktor lain yang juga memperlihatkan kesenjangan 
tersebut adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS). Angka 
RLS penduduk di perdesaan (7,18) masih relatif rendah 
dibandingkan penduduk di perkotaan (9,56) (BPS, 2016). 
Artinya rata-rata penduduk di perdesaan mengemban 
pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
kelas 1, sedangkan penduduk di perkotaan bersekolah 
hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 1.  

Tingkat pendidikan seyogyanya berbanding lurus 
dengan tingkat pengetahuan. Artinya semakin tinggi 
tingkat pendidikan, maka akan semakin banyak 
pengetahuan yang dimiliki. Tingginya pengetahuan 
seharusnya membuat masyarakat dapat membedakan 
tindakan yang benar atau salah, tindakan yang merugikan 
negara atau tidak. Data Survei Perilaku Anti Korupsi 
(SPAK) menunjukkan masyarakat perdesaan memiliki 
pengetahuan terkait tindak korupsi (3,74) lebih rendah 
dibanding masyarakat perkotaan (3,97) (BPS, 2018).  

Rendahnya pengetahuan masyarakat perdesaan 
membuat rendahnya pengawasan terhadap tindak 
korupsi. Bahkan dengan pengetahuan yang minim, 
masyarakat telah terbawa ke dalam pusaran korupsi. 
Masyarakat tidak sadar apa yang dilakukan merupakan 
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tindak korupsi, karena telah terbiasa dan beranggapan hal 
yang wajar saja untuk dilakukan. Kesempatan inilah yang 
menjadi peluang emas bagi segelintiran oknum untuk 
memanfaatkannya.  

Seakan tidak mau kalah dengan para ”koruptor 
kecil”, para pemangku kekuasaan ”raja kecil” di daerah 
berlomba-lomba untuk memperkaya diri dengan jalan 
merampok uang negara. Dari ratusan juta hingga milyaran 
rupiah. Rasanya hampir setiap hari masyarakat 
disuguhkan dengan penangkapan koruptor oleh KPK.  

 

Strategi Berantas Korupsi  

Tantangan berat menanti pemerintah khususnya 
KPK selaku komisi pemberantasan korupsi di Indonesia. 
Berdasarkan Perpres No. 55 tahun 2012, disusunlah 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka 
menengah 2012-2014. Stranas PPK menjadi bukti 
keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan 
bebas korupsi.  

Stranas PPK memiliki enam poin penting dalam 
mewujudkan visi jangka panjang “Terwujudnya 
kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan 
didukung nilai budaya yang berintegritas”. Dalam Stranas 
PPK yang kelima mengusung tema pendidikan dan 
budaya anti korupsi. Tujuan dari poin ini untuk 
memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan 
yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan 
budaya zero tolerance terhadap korupsi. Pemerintah 
berharap masyarakat menjadi pelaku aktif dalam 
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah 
melalui KPK berupaya memberikan edukasi kepada 
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masyarakat guna mewujudkan amanat Stranas PPK poin 
kelima.  

Dengan demikian, melihat fenomena belakangan 
ini, KPK seharusnya memfokuskan edukasi kepada 
masyarakat di perdesaan tanpa mengenyampingkan 
masyarakat di perkotaan. Alangkah baiknya, jika KPK 
dapat memberikan edukasi hingga ke jenjang sekolah 
terendah, yakni Sekolah Dasar (SD). Hal ini mengingat 
angka rata-rata lama sekolah masyarakat di perdesaan 
masih terbilang rendah. Dengan peningkatan pemahaman 
dan pengetahuan terhadap tindak korupsi diharapkan 
masyarakat dapat mempersempit ruang gerak calon 
koruptor. Selain itu, pengamalan terhadap pengetahuan 
yang telah dimiliki menjadi modal penting untuk menutup 
peluang oknum untuk melakukan tindak korupsi.  

Kita semua berharap bangsa Indonesia yang lebih 
baik dan bersih dari korupsi menjadi kenyataan. Strategi 
Nasional pemerintah melalui KPK dapat berjalan sesuai 
harapan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat rindu 
kepada pemerintahan yang bersih dari korupsi untuk 
dapat merajut asa menuju kehidupan berbangsa yang 
lebih maju.   
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Cerdas Beraspirasi dalam Pemilu 2019 
Sapto Prayogo 

Statitisi BPS Kabupaten Cianjur 
 

Tanggal 17 April 2019 negeri kita akan 
mengadakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi atau 
Pemilu ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh 
tanah air. Pada Pemilu 2019 nanti kita pertama kalinya 
dalam sejarah memilih presiden dan wakilnya sekaligus 
memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

terdapat dua pasangan calon, yaitu pasangan 01 Joko 

Widodo–Ma’ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo 

Subianto–Sandiago Uno. Pada DPR RI terdapat 575 kursi. 

Pada DPD RI terdapat 136 kursi. Pada DPRD Provinsi 

terdapat 2207 kursi. Dan pada DPRD Kabupaten/Kota 

terdapat 17.610 kursi. 

Adapun fungsi seorang presiden ada dua, yaitu 

sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. 

Fungsi DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota  ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun, sebenarnya 

ada sedikit perbedaan antara DPR dengan DPD. Letak 

perbedaannya adalah DPD merupakan representasi 

sebagai wakil daerah, sedangkan DPR merupakan 

representasi sebagai wakil dari salah satu partai politik. 

Menurut Badan Pengawas Pemilu terdapat 38 

Calon Legislatif yang merupakan mantan terpidana 

korupsi. Ke-38 Caleg tersebut tersebar di  12 Caleg DPRD 
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Provinsi dan 26 Caleg DPRD Kabupaten/Kota. Sementara 

itu, Caleg DPR RI dan DPD RI tidak ada yang merupakan 

mantan terpidana korupsi. Dengan keberadaan Caleg 

mantan terpidana korupsi ini maka masyarakat 

diharapkan di dalam Pemilu nanti harus lebih berhati-hati. 

Masyarakat harus melihat rekam jejak semua Caleg. Caleg 

yang memiliki rekam jejak jelek jangan dipilih. 

Berkaitan dengan perilaku korupsi di negeri kita 

ini, sebenarnya Badan Pusat Statistik telah melakukan 

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) sejak tahun 2012 

sampai dengan tahun 2018, kecuali tahun 2016. Hal ini 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menugaskan BPS 

untuk melaksanakan SPAK. 

Pada tahun 2018, SPAK dilakukan di 34 provinsi 

yang ada di Indonesia. Adapun total sampelnya sebanyak 

9.919 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku 

antikorupsi dalam survei ini hanya untuk 

menggambarkan level nasional. 

SPAK dilakukan untuk mengukur tingkat 

permisifitas (sikap membolehkan) masyarakat Indonesia 

terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks 

Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK ini dihasilkan dari 

dua dimensi yaitu nilai indeks persepsi dan nilai indeks 

pengalaman. 

Indeks Persepsi diperoleh dari pendapat atau 

penilaian terhadap kebiasaan perilaku koruptif yang 

sering terjadi di masyarakat. Sedangkan Indeks 

Pengalaman diperoleh dari pengalaman langsung pada 10 
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jenis pelayanan publik yang menyangkut penyuapan, 

pemerasan, dan nepotisme. Adapun 10 jenis pelayanan 

publik yang dimaksud, yakni pengurusan surat 

administrasi pada level RT RW, kantor kelurahan/desa 

serta kecamatan, kantor kepolisian, kantor perusahaan 

listrik negara, rumah sakit, sekolah negeri, lembaga 

peradilan, Kantor Urusan Agama (KUA), dinas 

kependudukan dan catatan sipil, dan Badan Pertanahan 

Nasional. 

IPAK menggunakan skala 0–5. Nilai IPAK 

mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia 

berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya, nilai IPAK 

yang mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia berperilaku semakin permisif (membolehkan) 

terhadap tindakan korupsi. 

Secara detail skala IPAK tersebut oleh BPS dibagi 

menjadi empat golongan, yaitu pertama golongan sangat 

permisif terhadap korupsi/sangat tidak peduli terjadi 

korupsi (skala 0,00 – 1,25), kedua golongan permisif 

terhadap korupsi (skala 1,26–2,50), ketiga golongan 

antikorupsi (skala 2,51–3,75), dan keempat golongan 

sangat anti korupsi/ sangat menolak terjadi korupsi (skala 

3,76–5,00). 

Nilai IPAK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015 menunjukkan trend menurun, yaitu dari 3,63 turun 

hingga 3,39. Hal tersebut menggambarkan masyarakat 

Indonesia antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 

cenderung menuju permisif (membolehkan) terhadap 

perilaku korupsi. Namun, pada tahun 2017 menghasilkan 

nilai IPAK sebesar 3,71. Data tersebut menggambarkan 
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bahwa masyarakat Indonesia antara tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2017 berperilaku semakin antikorupsi. 

Kemudian anehnya pada tahun 2018 nilai IPAK kembali 

turun sebesar 3,66. Alhasil data-data tersebut 

menggambarkan masyarakat Indonesia antara tahun 2017 

sampai dengan tahun 2018 cenderung menuju permisif 

(membolehkan) terhadap perilaku korupsi.   

Sementara itu, apabila dilihat dari Indeks Persepsi 

menunjukkan perkembangan yang terus menaik dari 

tahun 2012 ke tahun 2018. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 

masyarakat Indonesia semakin memiliki pemahaman dan 

penilaian terhadap perilaku korupsi semakin baik dan 

bagus. Artinya masyarakat Indonesia semakin menolak 

korupsi terjadi di Indonesia. 

Adapun Indeks Pengalaman memang 

menggambarkan pola perkembangan yang semakin 

menurun dari tahun 2012  menuju ke tahun 2015. Tetapi 

anehnya Indeks Pengalaman di tahun 2017 naik yaitu 

sebesar 3,60 dan di tahun 2018 turun lagi yaitu sebesar 3,57. 

Indeks Pengalaman tahun 2012 sampai tahun 2018 

memberikan arti bahwa pertama, pengalaman perilaku 

koruptif masyarakat Indonesia menurun antara tahun 

2012 sampai dengan tahun 2015. Kedua, antara tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 pengalaman perilaku koruptif 

masyarakat Indonesia naik. Ketiga, antara tahun 2017 

sampai dengan tahun 2018 pengalaman perilaku koruptif 

masyarakat Indonesia turun kembali. Dan keempat, secara 

umum dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 
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masyarakat Indonesia semakin tidak mau melakukan 

tindakan penyuapan, pemerasan dan nepotisme. 

Ada yang menarik dari hasil SPAK tahun 2018 

yaitu IPAK masyarakat kota sebesar 3,81 dan IPAK 

masyarakat desa sebesar 3,41. IPAK masyarakat 

berpendidikan SMP ke bawah sebesar 3,53, IPAK 

masyarakat berpendidikan SLTA sebesar 3,94, dan IPAK 

masyarakat berpendidikan SLTA ke atas sebesar 4,02. 

IPAK masyarakat berumur 40 tahun ke bawah sebesar 

3,65, IPAK masyarakat berumur 40 – 59 tahun sebesar 3,70, 

dan IPAK masyarakat berumur 60 tahun ke atas sebesar 

3,56. 

Kesimpulan dari data-data tersebut adalah 

pertama, masyarakat kota sangat antikorupsi daripada 

masyarakat desa. Oleh karena itu, pihak-pihak yang 

terkait jangan berhenti menyosialisasikan budaya anti 

korupsi sampai ujung pedesaan atau pinggiran pedesaan. 

Kedua, masyarakat yang berpendidikan tinggi (SLTA ke 

atas) sangat antikorupsi daripada masyarakat yang 

berpendidikan rendah. Maka dari itu, para guru dan 

beberapa pihak terkait harus lebih gencar memberikan 

penerangan tentang bentuk-bentuk korupsi kepada siswa-

siswa SD dan SMP. Contoh bentuk-bentuk korupsi di 

sekolah adalah mencotek ketika ujian, memberikan hadiah 

kepada guru/wali kelas/kepala sekolah dengan tujuan 

agar nilai rapor bagus, dan lain sebagainya. Selain itu, 

pemerintah harus mewajibkan program 12 tahun wajib 

belajar atau minimal bersekolah SLTA. Ketiga, masyarakat 

yang berumur 60 tahun ke atas ternyata lebih permisif 

terhadap korupsi daripada masyarakat yang berumur 60 

tahun ke bawah. 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
10 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

sudah resmi menerbitkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Peraturan tersebut mengatur syarat bagi warga Negara 

Indonesia yang ingin menjadi calon anggota DPR atau 

DPRD di Pemilu 2019. Salah satu peraturan yang 

menimbulkan pro dan kontra adalah dilarangnya mantan 

terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap 

anak, atau korupsi menjadi Caleg. Mestinya para Caleg 

yang berasal dari mantan terpidana korupsi jangan 

mendaftarkan diri ke KPU. Selain itu, semua pihak harus 

mendukung peraturan KPU tersebut. Bentuk dukungan 

para pemilih terhadap peraturan KPU adalah jangan 

mencoblos/memilih para mantan koruptor. Karena 

tindakan korupsi adalah menghancurkan bangsa dan 

negara serta memiskinkan rakyat. Buatlah mereka jera. 

Semoga Indonesia bebas dari korupsi. 
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Pembangunan Inklusif Terhadap 
Kemiskinan  

A. Saebani 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

  

        Arah pembangunan ekonomi yang inklusif di 2018, 
ditandai dengan memfokuskan pada pembangunan 
untuk mengentaskan kemiskinan memberikan hasil 
yang positif. Tonggak sejarah pun ditorehkan pada 
Maret 2018, dimana tingkat kemiskinan Indonesia 
sebesar 9,82 persen. Pencapaian angka kemiskinan satu 
digit dimana tahun-tahun sebelumnya selalu berada di 
angka dua digit (di atas 10 persen). 

        Begitu pun di Kabupaten Cianjur, mengalami hal 
yang tidak jauh berbeda dengan fenomena nasional. 
Tercermin dari jumlah penduduk miskin dari 257,41 
ribu orang (11,41 persen) di 2017 menjadi 221,58 ribu 
orang (9,81 persen) di  2018 (BPS, Maret 2018) 

        Merujuk pada perkembangan tingkat kemiskinan 
Kabupaten Cianjur yang mengalami pasang surut, namun 
arah perubahan tingkat kemiskinan cenderung turun 
sesuai perkembangan makro ekonomi yang semakin baik.  
Berdasarkan data BPS dari tahun 2012, dimana jumlah 
penduduk miskin  sebesar 292.2 ribu orang (13,17%). 
Selanjutnya dua tahun kemudian, terjadi penurunan 
jumlah penduduk miskin menjadi 256,6 ribu orang 
(11,47%) di tahun 2014.  

       Namun, di tahun 2015 jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Cianjur justru naik lagi menjadi 273.9 ribu 
orang (12,21%). Kondisi ini diduga pengaruh psikologis 
karena adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga 
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BBM yang berdampak pada kenaikkan harga bahan 
makanan pokok masyarakat. Sehingga, terjadi inflasi yang 
mengakibatkan Garis Kemiskinan (GK) naik, di lain pihak, 
pendapatan masyarakat tetap atau bahkan turun. 

        Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan tidak 
menaikkan harga BBM bersubsidi khususnya bahan bakar 
premium dalam kurun waktu 2016 - 2018. Dan berbagai 
kebijakan pengendalian inflasi kebutuhan pokok pada 
angka yang rendah (di bawah 5 persen) berdampak pada 
penurunan tingkat kemiskinan.  

        Pada tahun 2016 sebanyak 261,39 (11,62%) penduduk 
miskin, dan pada 2017 turun menjadi 257,41 orang atau 
11,41 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cianjur. 
Akhirnya, pada Maret 2018 total penduduk miskin sebesar  
221,58 ribu orang (9,81 persen) atau turun sebanyak 35,83 
ribu orang. 

        Fenomena penurunan kemiskinan merupakan 
akumulasi berbagai program pemerintah dalam 
pengentasan kemiskinan. Kebijakan menurunkan angka 
kemiskinan yang dilakukan secara masif dan lintas 
sektoral. Ini merupakan perwujudan dari pembangunan 
yang berorentasi inklusif. Strategi pembangunan bukan 
hanya mengejar pertumbuhan semata, tetapi 
pembangunan ekonomi berkualitas. 

       Misalnya, Dana Desa yang telah dikucurkan 
pemerintah dari tahun 2015 Rp 20,7 triliun, 2016 Rp 46,98 
triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun (Kemenkeu, 
2018). Kementerian Desa untuk Dana Desa (DD) pada 
Tahun Anggaran (TA) 2018 memberikan fokus lebih 
besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. 
Dana Desa (DD) TA 2018 dilakukan penyesuaian bobot 
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variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah 
desa.  

        Selain itu, Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten 
Cianjur pun dengan berbagai kebijakan seperti Cianjur 
Ngawangun Lembur (CNL), Gotong royong lobaan 
(Gorol) dan berbagai program pemberdayaan 
masyarakat miskin perlu dipertahankan bahkan 
ditingkatkan lagi. Meningkatkan perekonomian 
masyarakat dengan program car free day (CFD) di 
berbagai daerah mempunyai andil dalam mendorong 
perkembangan perekonomian, ksususnya usaha mikro 
kecil menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten 
Cianjur.  

       Dari berbagai program tersebut di atas, 
pembangunan baik infrastruktur dasar maupun 
ekonomi di desa yang dibangun, mulai dapat dirasakan 
oleh semua lapisan masyarakat. Konektivitas daerah 
perkotaan dengan daerah perdesaan terhubung dengan 
baik. Geliat ekonomi masyarakat dapat dirasakan bukan 
hanya di perkotaan, ekonomi perdesaan pun meningkat.  

       Walaupun tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur 
masih di atas rata-rata Provinsi di Jawa Barat (7,45 
persen) pada Maret 2018. Namun, pencapaian tersebut 
masih lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan di 
beberapa Kabupaten/Kota yang masih berada di atas 10 
persen.  

       Namun, permasalahan kemiskinan bukan sekedar 
berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Ukuran 
lain yang dapat menjelaskan kualitas kemiskinan adalah 
kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Di 
Kabupaten Cianjur pada Maret 2018, indeks kedalaman 
kemiskinan (P1) mengalami penurunan menjadi sebesar 
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1,34 yang tahun sebelumnya di September 2017 sebesar 
1,50 atau turun sebesar 0,16 poin.  

      Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan juga 
mengalami penurunan yang asalnya sebesar 0,32 pada 
September 2017 menjadi sebesar 0,27 pada Maret 2018 
atau turun 0,05 poin. Penurunan nilai indeks ini 
menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk 
miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan 
kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga 
semakin menyempit. 

     Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif 
memerlukan keterlibatan berbagai pemangku 
kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia 
usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-
pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap 
penanggulangan kemiskinan.  

     Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan 
kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, 
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat 
miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi 
masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan 
daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat 
Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 

   Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika 
tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya 
(Stakeholder). Untuk menunjang penanggulangan 
kemiskinan yang komprehensif perlu peningkatan yang 
lebih efektif diantaranya: 1). Meningkatkan efektivitas 
program Dana Desa untuk pemberdayaan penduduk 
miskin; 2). Meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial; 
3). Peningkatan akses penduduk miskin terhadap 
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pelayanan dasar; 4). Peningkatan daya saing Sumber Daya 
Manusia (SDM) dengan pendidikan dan teknologi tepat 
guna. 
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Masjid Makmur, Jabar Juara Lahir Batin 
Muhamad Rikiansyah 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Pernahkah anda mendengar satu rilis terkait 

masjid yang disinyalir menyebarkan paham radikal?. Di 

era keterbukaan informasi, masyarakat tentu tidak begitu 

saja mempercayai rilis tersebut. Seiring berkembangnya 

dakwah di masyarakat bukanlah sebuah hal yang 

mengherankan ketika masjid semakin ramai. Di setiap 

masjid mulai dari kantor pemerintahan sampai masjid di 

desa berlomba membuat kegiatan pengajian. 

Masjid secara terminologis diartikan sebagai 

tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam 

menegakkan shalat. Pada waktu hijrah dari Makkah ke 

Madinah ditemani shahabat beliau, Abu Bakar, Rasulullah 

SAW melewati daerah Quba di sana beliau mendirikan 

Masjid pertama sejak masa kenabiannya, yaitu Masjid 

Quba (QS 9:108, At Taubah). Setelah di Madinah Rasulullah 

juga mendirikan Masjid, tempat umat Islam melaksanakan 

shalat berjama’ah dan melaksanakan aktivitas sosial 

lainnya. Pada perkembangannya disebut dengan Masjid 

Nabawi. 

Fungsi Masjid paling utama adalah sebagai tempat 

melaksanakan ibadah shalat berjama’ah. Kalau kita 

perhatikan, shalat berjama’ah merupakan salah satu ajaran 

Islam yang pokok. Ajaran Rasulullah Sholallohu’alaihi 

Wassalam tentang shalat berjama’ah merupakan perintah 

yang benar-benar ditekankan kepada kaum muslimin. 

Bahkan di jaman Rasululloh Sholallohu’alaihi Wassalam 
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masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga tempat 

musyawarah, merawat orang sakit dan segala hal terkait 

pemberdayaan umat. 

Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk 

beragama Islam terbanyak di Indonesia. Menurut data dari 

Badan Pusat Statistik hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah 

penduduk Jawa Barat adalah 43 Juta Jiwa, dan sebanyak 41 

juta jiwa beragama Islam. Artinya populasi penduduk 

beragama Islam di Jawa Barat sebanyak 97 persen.  

 Menurut hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) 

2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah 

desa/kelurahan yang ada masjid nya di Jawa Barat 

sebanyak 5.950 desa. Sementara data dari Kanwil 

Kemenag Jawa Barat tahun 2014, jumlah masjid/mushola 

sebanyak 97.316. Artinya rata-rata ada sekitar 6 

masjid/mushola di setiap desa di Jawa Barat. Melihat 

angka ini tentu saja ini menjadi sebuah potensi bagi 

pemerintah untuk membangun masyarakat khususnya 

pedesaan dengan berbasis masjid. 

 Ketika masjid dikembalikan fungsinya seperti 

jaman Rasululloh Sholallohu’alaihi Wassalam, maka akan 

lebih mudah membangun peradaban masyarakat yang 

berbasis agamis. Isu-isu terkait kemiskinan, 

pemberdayaan ekonomi umat, radikalisme dan lainnya 

bisa diselesaikan melalui pengembangan masjid. Tentu 

saja bagi umat non muslim tidak perlu khawatir jika 

pemerintah memprioritraskan pembangunan masyarakat 

agamis berbasis masjid. Karena dengan fitrah nya Islam 

sebagai agama rahmatan lil’alamin, ketika masyarakat 
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muslim nya beradab dan relijus maka akan tercipta situasi 

yang kondusif penuh kasih sayang. 

 Pemerintah perlu membuat sebuah kajian terkait 

bagaimana langkah-langkah membangun masyarakat 

berbasis masjid. Pemkot Bandung melalui PD BPR Kota 

Bandung meluncurkan sebuah program Kredit masjid 

Sejahtera (Mesra) yang diberikan pada jamaah masjid 

tanpa bunga dan denda. Program ini kemudian diadopsi 

oleh Pemprov Jabar untuk cakupan yang lebih luas lagi. 

Bahkan gerakan-gerakan positif di masyarakat sudah 

mengarah kepada komunitas di masjid. Beberapa tahun 

belakangan ini marak komunitas hijrah yang muncul dari 

masjid. Komunitas ini tidak hanya menjadikan masjid 

sebagai tempat beribadah seperti sholat tapi dengan 

kegiatan lain seperti belajar bahkan aktifitas ekonomi 

umat. Di Kota Bandung muncul komunitas Pemuda Hijrah 

yang digawangi beberapa pemuda yang perhatian akan 

terhadap generasi muda. Komunitas ini telah berhasil 

menjadikan masjid yang ramah anak muda. Image masjid 

yang dulu hanya didatangi orang tua yang sepuh sekarang 

sudah berbuah 180 derajat. Mereka berhasil menjadikan 

masjid menjadi sebuah tujuan wisata reliji bagi semua 

kalangan. Dari sinilah muncul peradaban baru dengan 

berbasis masjid yang bermanfaat bagi pembangunan di 

sebuah wilayah. 

 Isu masjid yang dijadikan tempat radikalisme, aksi 

merongrong pemerintah dan gerakan politis sangat santer. 

Tentu saja hal ini tidaklah benar adanya. Pemerintah harus 

turun langsung melihat bagaimana masyarakat membuat 

sebuah pergerakan dimulai dari masjid. Dakwah islam 

yang mengajarkan kasih sayang tentu saja bukan hanya 
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untuk umat Islam sendiri. Islam juga tidak mengajarkan 

pemberontakan akan tetapi tidak mengharamkan 

berpolitik selama itu untuk kemaslahatan bangsa dan 

negara.  

 Keberadaan masjid di setiap desa/kelurahan 

sebagaimana disajikan pada PODES 2018 tentu saja harus 

dimanfaatkan pemerintah dengan tepat. Bagaimana 

pemerintah menerapkan sebuah kebijakan pembinaaan 

dan pendampingan terhadap aktifitas di masjid. Jangan 

melakukan intervensi, pemberangusan dan pengawasan 

berlebihan karena hal ini justru kontraproduktif dengan 

apa yang menjadi tujuan pembangunan pemerintah 

sendiri. Jika memang pemerintah mempunyai prioritas 

pembangunan di desa maka hal yang tepat membangun 

dari masjid-masjid yang ada di desa. 

 Karakter masyarakat yang beragama Islam 

cenderung tunduk dan patuh akan petuah atau fatwa dari 

para alim ulama. Untuk itu pemerintah sudah seyogyanya 

memberikan program pelatihan baik itu terkait ilmu 

agama ataupun manajerial masjid. Pemberian beasiswa 

untuk belajar di dalam dan luar negeri kepada pendakwah 

muda sangat diperlukan agar kemampuan mereka 

meningkat. Semakin banyak nya masjid-masjid yang 

menyelenggarakan kajian-kajian dakwah, tentu saja 

diperlukan pendakwah yang memahami betul ilmu agama 

sesuai dengan sunnah dari Rasululloh. Akan tetapi jangan 

juga membuat sebuah sertifikasi yang tidak jelas dasar 

hukumnya. Karena hal ini akan menimbulkan pro kontra 

dikalangan umat. Apalagi sertifikasi seolah hanya 

diberikan kepada pendakwah yang pro pemerintah. 

Pendakwah harus berklasifikasi sesuai standar seperti 
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paham Quran dan hadits, sehingga ilmu yang diajarkan 

nya betul-betul sesuai ajaran dari Rasululloh. 

Pemerintah hanya tinggal membuat himbauan 
kepada masyarakat luas sesuai dengan kapasitasnya. 
Misalkan adanya himbauan untuk menghentikan aktifitas 
ketika waktu sholat fardhu sudah tiba. Juga mengadakan 
program seperti magrib mengaji yang sudah digagas di 
beberapa kota. Atau sholat subuh berjamaah keliling yang 
dihadiri oleh pejabat-pejabat di masing-masing kota. 
Dengan banyaknya kegiatan di masjid yang melibatkan 
masyarakat, akan membuat masjid semakin makmur. 
Ketika masjid makmur dengan kegiatan peribadahan, 
maka akan mempunyai efek domino terhadap berbagai 
sektor kehidupan baik itu sosial maupun ekonomi. 
Semoga dengan bangkitnya peradaban dan makmur nya 
masjid-masjid di seluruh desa/kelurahan, membuat Jawa 
Barat juara lahir batin..Insyaalloh. 
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Desa Wisata, Membangun Indonesia 
Bahagia 
A. Saebani 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 
  

       Pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan 
Jokowi-JK dilakukan secara masif menjangkau seluruh 
pelosok negeri. Pemerataan pembangunan menjadi 
pondasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan (sustainable). Salah satu strategi dalam 
pengembangan perekonomian masyarakat adalah 
membangun destinasi wisata perdesaan. 

      Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan 
(10/12/2018), hasil podes 2018 memperlihatkan jumlah 
desa/kelurahan wisata meningkat dari 1.302 di tahun 2014 
menjadi 1.734 pada tahun 2018. Potensi desa wisata 
tersebut akan menjadi urat nadi kemajuan perekonomian 
masyarakat desa setempat.  

       Tak dipungkiri bahwa alam Indonesia menyimpan 
sejuta keindahan yang mempesona bagi para pelancong. 
Destinasi wisata dengan ribuan pulau serta pantai nan 
indah. Berbagai budaya tradisional, gunung menjulang, 
wilayah pedalaman penuh keanekaragaman. Hal ini 
merupakan daya tarik wisatawan baik lokal maupun turis 
asing masuk ke Indonesia khususnya ke wilayah 
perdesaan. 

       Sektor pariwisata perlu dikelola dengan baik supaya 
menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi baik regional 
maupun nasional. Pariwisata menjadi penyumbang devisa 
terbesar kedua setelah minyak sawit yang mencapai USD 
16,8 miliar pada 2017 dan ditargetkan sekitar USD 20 
miliar di tahun 2018 (detikFinance, 1/02/2018). Ini capaian 
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yang perlu diapresiasi untuk perekonomian Indonesia 
yang lebih baik. Seperti dalam memperbaiki defisit neraca 
perdagangan Indonesia. 

       Keberadaan pariwisata pun menciptakan lapangan 
kerja baru, di tengah angka pengangguran masih tinggi. 
Pada Agustus 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
nasional sebesar 5,34 persen. Dimana TPT perdesaan 
sebesar 4,04 persen lebih rendah jika dibandingkan TPT 
perkotaan sebesar 6,45 persen (BPS, 2018). Namun, tingkat 
kemiskinan perdesaan lebih besar dibandingkan 
kemiskinan di perkotaan. 

       Keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat 
kemiskinan ke angka satu digit, yakni sebesar 9,82 persen 
pada Maret 2018. Tetapi, tingkat kemiskinan desa masih 
tinggi, yakni sebesar 13,20 persen, sedangkan kemiskinan 
perkotaan sebesar 7,02 persen (BPS, 2018).  

       Selain tingkat kemiskinannya yang lebih tinggi, 
kondisi kemiskinan di perdesaan juga jauh lebih 
memprihatinkan, tercermin dari indeks kedalaman dan 
indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang dua kali 
lipat dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2018, indeks 
kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar  2,37 dan 
indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,63. Sedangkan di 
perkotaan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,17, dan 
indeks keparahan kemiskinannya  sebesar 0,29 (BPS, 2018) 

       Maka, sektor pariwisata berbasis desa dapat menjadi 
jawaban, karena akan menghindari laju migrasi penduduk 
untuk menyambung hidup ke daerah perkotaan. 
Penduduk berlatar belakang pendidikan tinggi tidak perlu 
pergi ke kota untuk mencari kerja. Destinasi pariwisata 
desa menjadi peluang dalam mengembangkan usaha dan 
bekerja di perdesaan.  
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       Perkembangan destinasi pariwisata desa selain akan 
menambah pendapatan dari retribusi desa. Juga akan 
menggairahkan perekonomian setempat. Peran Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan tumbuh seiring 
banyak pengunjung untuk membelanjakan uangnya. 
Selain itu, produk unggulan pun akan laris manis sebagai 
cendera mata sehingga akan meningkatkan pendapatan 
penduduk.  

 

Desa wisata dengan digital 

       Kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
penguasaan teknologi internet di era modern harus 
menjadi perhatian penting bagi penduduk desa. 
Pengembangan desa wisata umumnya terkendala 
lemahnya dalam promosi serta pengemasan wisata. 
Sehingga potensi wisata desa tidak termanfaatkan karena 
kurangnya promosi yang mengakibatkan sepi 
pengunjung. 

       Promosi paling efektif dan efisien tentang desa wisata 
yaitu secara daring baik melalui media sosial, website 
maupun aplikasi online. Terlebih pemerintah tengah 
mempercepat koneksi internet di daerah pelosok, terutama 
wilayah 3T (Terpencil, Terdepan, dan Terluar) di seluruh 
wilayah Indonesia. Menurut data Komimfo, sudah sekitar 
73% desa/kelurahan yang sudah memiliki koneksi 
internet berbasis teknologi 3G. 

       Sementara untuk jaringan 4G, baru mencakup 55% 
saja. Pada tahun 2019 mendatang, pemerintah berharap 
dapat mengkoneksikan lebih dari 83.000 Desa/Kelurahan 
yang ada dengan internet berbasis 3G. Target lain di tahun 
depan, total 514 Kabupaten/Kota terjangkau oleh jaringan 
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4G LTE. Dari jumlah tersebut, saat ini baru 64%-nya saja 
yang telah terpenuhi dengan akses 4G. 

      Berdasarkan podes 2018, diketahui masih ada desa 
yang tidak menangkap signal telepon seluler sebanyak 
6.759 desa serta signal lemah sebanyak 21.597 desa. 
Sedangkan desa yang dapat menangkap signal internet 
sebanyak 26.700 (4G/LTE), 33.800 (3G/H/H+), 9.711 
(2G/E/GPRS), dan yang tidak ada signal internet 
sebanyak 6.961 desa. Hal ini merupakan tantangan 
pemerintah bagaimana dapat memanfaatkan potensi desa 
wisata. 

 

Mendayagunakan penduduk lokal  

       Penduduk lokal perlu meningkatkan kemampuan, 
kreativitas, dan kompetensi dalam mengelola wisata. 
Kegiatan wisata desa berbasis masyarakat lokal bisa 
berlangsung jika dengan dukungan orang-orang yang 
kompenten dan profesional. Salah satu pengembangan 
pariwisata ditentukan oleh keseimbangan potensi sumber 
daya dan jasa (supply) dan permintaan terhadap objek 
wisata (demand).  

       Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan dan kreativitas penduduk lokal adalah 
dengan cara mengadakan pelatihan. Pelatihan tersebut 
diantaranya,  bagaimana menjadi pemandu wisata (guide), 
penunjuk jalan, pengelola pondok wisata, serta pelatihan 
penduduk untuk memproduksi kerajinan tangan yang 
kemudian dapat dijadikan oleh-oleh khas desa wisata 

      Destinasi desa pariwisata perlu menjadi sebuah 
kebijakan perioritas pemerintah di tengah tingginya angka 
kemiskinan perdesaan. Dengan berbagai upaya 
pemerintah, masyarakat, swasta maupun pihak terkait 
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untuk meletakkan sektor pariwisata sebagai ekonomi 
unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Tak kalah pentingnya, menjadikan sektor wisata desa 
menjadi bagian ketahanan ekonomi nasional.        
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Pengangguran dan Kota Perdagangan 
Ikah Islamiyah 

Statistisi BPS Kota Sukabumi 
 

Setelah tiga belas tahun berjalan, sudahkah mimpi 
Kota Sukabumi untuk menjadi kota perdagangan yang 
tangguh mendekati kenyataan? Visi pembangunan Kota 
Sukabumi yang tertera dalam RPJPD Kota Sukabumi 
tahun 2005-2025 adalah terwujudnya Kota Sukabumi 
sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, 
kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan 
iman dan takwa. Selanjutnya dalam misinya ditegaskan 
kembali bahwa pemerintah Kota Sukabumi ingin 
mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor 
lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi.  

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 
yang baru dilantik pada tanggal 20 September 2018 lalu 
nampaknya meneruskan misi dari kepemimpinan 
sebelumnya. Sektor perdagangan tetap diagendakan 
sebagai tumpuan perekonomian daerah ditambah dengan 
sektor ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip 
kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan 
daerah sekitar. Dalam rangka mengembangkan misinya 
itu, pemerintah Kota Sukabumi mencanangkan program-
program unggulan seperti pembangunan pasar induk, 
penataan kawasan perdagangan dan akselerasi pusat 
perdagangan baru.  

Seberapa jauh sektor perdagangan telah berperan 
dalam pembangunan ekonomi di Kota Sukabumi bisa 
dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan data PODES 
2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 
10 dari total 33 kelurahan yang sumber penghasilan utama 
sebagian besar penduduknya berasal dari sektor 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
30 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

perdagangan. Angka ini memposisikan sektor 
perdagangan sebagai sektor ekonomi kedua yang paling 
banyak diminati penduduk Kota Sukabumi setelah sektor 
jasa. Disamping itu jika dibandingkan dengan sektor 
usaha lainnya, sektor perdagangan memiliki kontribusi 
paling tinggi terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2017 
yakni sebesar 39,09 persen.  

Semangat untuk memajukan perdagangan di Kota 
Sukabumi seyogyanya sejalan dengan tingkat penyerapan 
tenaga kerja yang lebih baik lagi. Namun hasil dari Survei 
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di 
Kota Sukabumi mengalami kenaikan dari semula 8,00 
persen menjadi 8,48 persen. Tingkat pengangguran 
terbuka sendiri menyatakan persentase jumlah 
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk 
usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi 
barang dan jasa).  

Pengangguran tidak selalu disebabkan oleh 
minimnya lapangan kerja yang tersedia. Naiknya angka 
pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya jumlah 
angkatan kerja yang berharap dapat diserap oleh pasar 
tenaga kerja. Data kependudukan dari hasil proyeksi 
sensus penduduk 2010 menunjukkan fenomena yang 
cukup menarik. Pertambahan jumlah penduduk Kota 
Sukabumi dibarengi dengan kondisi bonus demografi 
dimana angka rasio ketergantuangannya semakin 
mengecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 angka rasio 
ketergantungan di Kota Sukabumi sebesar 49,75 persen 
dan pada tahun 2020 angka ini diprediksikan menjadi 
46,72 persen.  

Pertambahan jumlah penduduk yang lebih 
dominan terjadi di usia produktif ini menuntut adanya 
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penambahan pasar tenaga kerja yang sebanding. Di sisi 
lain, kota sebagai pusat pertumbuhan memungkinkan 
masyarakat di sekitarnya tertarik untuk mencari 
penghidupan yang lebih baik di pusat kota sehingga 
menambah semakin ketatnya persaingan di pasar tenaga 
kerja.  

Selain faktor kelebihan tenaga kerja, tingkat 
pengangguran bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 
kemajuan teknologi dan informasi serta gaya hidup 
masyarakat. Tingkat kemajuan yang sudah dicapai melalui 
berbagai macam program pembangunan akan 
menumbuhkan kecenderungan pada angkatan kerja untuk 
memilih pekerjaan yang sesuai bakat dan minatnya serta 
dapat memberikan penghasilan yang lebih memuaskan. 
Kecenderungan masyarakat yang seperti ini jika 
diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang 
mereka inginkan tentu saja akan memberikan dampak 
positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan.  

Menghadapi berbagai fenomena diatas, beberapa 
upaya bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama 
adalah menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan 
penduduk Kota Sukabumi. Dengan berwirausaha, 
seseorang tidak hanya bisa menghidupi diri sendiri tetapi 
juga bisa memberi kehidupan kepada orang lain dengan 
membuka kesempatan kerja yang secara langsung akan 
berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran.  

Yang kedua adalah memberi kemudahan kepada 
masyarakat untuk mengakses modal guna memulai usaha. 
Pemberian kredit usaha dengan persyaratan yang lebih 
mudah dan suku bunga yang rendah akan menarik minat 
masyarakat untuk memulai berusaha. 
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 Yang ketiga adalah mempermudah akses 
masyarakat untuk memasarkan produknya. 
Pengembangan infrastruktur terutama aspek transportasi 
menjadi hal yang penting. Saat ini akses transportasi yang 
menghubungkan antara Kota Sukabumi dengan kota-kota 
besar disekitarnya masih terkendala oleh kemacetan.  

Yang keempat adalah meningkatkan daya saing 
pelaku usaha domestik. Di tengah isu semakin mudahnya 
investasi asing masuk ke Indonesia hingga ke sektor 
UMKM tentunya bisa menimbulkan efek negatif jika 
masyarakat tidak siap bersaing. Investasi asing punya 
kecenderungan menggunakan mesin sebagai pengganti 
tenaga kerja manusia. Akibatnya penyerapan pasar tenaga 
kerja akan melambat. Disamping itu UMKM yang tidak 
mampu bersaing akan mengalami banyak hambatan 
bahkan bisa sampai gulung tikar.  

Upaya meningkatkan daya saing usaha domestik 
bisa dilakukan dengan menyelenggaraan berbagai macam 
pelatihan baik di bidang produksi, pemasaran, maupun 
manajemen. Kemampuan dalam melakukan diversifikasi 
produk dan pengemasan produk yang lebih kreatif 
seyognyanya diperhatikan. Keahlian dalam pemanfaatan 
teknologi informasi untuk memasarkan produk juga 
menjadi hal yang sangat penting mengingat 
kecenderungan masyarakat saat ini yang semakin 
menyukai berbelanja secara online.  

Selain upaya pemerintah, keberhasilan juga 
ditentukan oleh peran serta masyarakat. Kesigapan 
masyarakat dalam memanfaatkan setiap peluang yang 
diciptakan pemerintah akan mempangaruhi capaian 
pembangunan di suatu wilayah. Semangat cinta produk 
dalam negeri turut membantu pelestarian usaha domestik. 
Jika semua unsur bersinergi, sangat mungkin citacita Kota 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
33 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Sukabumi untuk menjadi kota perdagangan berdaya saing 
tinggi di Jawa Barat pada tahun 2025 akan terwujud. 
Apalagi dengan dirintisnya tol Bocimi, akses antara Kota 
Sukabumi dengan kota-kota besar di sekitarnya akan 
semakin mudah sehingga efisiensi logistik bisa tercapai. 
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“…Gebyar Demokrasi Politik Indonesia 
2019…” 

Dindin Maeludin 
Statistisi BPS Kabupaten Ciamis 

 
Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April 

2019 seluruh rakyat Indonesia akan mengadakan pesta 
demokrasi terbesar yaitu Pemilu Presiden dan wakil 
presiden serta Pemilu Legislatif yang dilakukan secara 
serentak dan bersamaan. Hal ini merupakan sejarah 
demokrasi di Indonesia sejak pemilu 1955 

Sebagai salah satu negara yang menganut asas 
demokrasi tentunya dengan melalui pemilihan umum 
warga negara dituntut untuk ikut berpartisipasi di 
dalamnya sebagai penentu arah kebijakan negara. 

Pemilihan umum pada tahun 2019 merupakan kali 
ke sebelas dilaksanakan pemilu, yang di mulai pada tahun 
1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 
dan terakhir tahun 2014 lalu. Kemudian dilihat dari jumlah 
perserta pemilu 2014, jumlah peserta pemilu pada tahun 
2019 mengalami peningkatan jumlah peserta yaitu 
sebanyak enam belas partai politik nasional dan empat 
partai politik lokal. 

Menurut data yang dihasilkan BPS melalui 
buku/publikasi Statistik Politik 2018, kualitas demokrasi 
di Indonesia yang diukur melalui Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI). Secara nasional nilai IDI tahun 2017 
sebesar 72,11, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 
sebelumnya yang bernilai 70,09. Nilai tersebut 
menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia termasuk 
dalam kategori sedang. 
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Dibalik euforia pemilu 2019 terdapat target sasaran 
pemilih yang dirasa sangat potensial untuk mendulang 
suara, tak lain dan tak bukan adalah generasi muda atau 
yang lebih dikenal dengan pemilih milenial. Dikutip dari 
daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU terdapat sekitar 
40 persen dari total 185.994.249 pemilih dan 
keberadaannya kerap disebut bakal menentukan arah 
kebijakan politik bangsa Indonesia kedepan.  

Seluruh rakyat Indonesia akan menggunakan hak 
pilihnya termasuk generasi muda. Generasi muda atau 
yang lebih dikenal dengan generasi milenial tentu tak 
boleh ketinggalan menyemarakkan euforia pemilu karena 
merupakan salah satu faktor determinan di ajang pemilu 
2019, sekaligus sebagai pembelajaran dalam berpolitik. 
Menurut pengamat politik menilai bahwa generasi 
milenial memiliki sifat kreatif, percaya diri, tidak loyal dan 
tidak ingin menjadi objek politik. 

Terakhir, semoga pada pemilihan presiden dan 
wakil presiden serta pemilihan calon anggota legislatif 
pada gelaran pemilu serentak 2019 bisa berjalan dengan 
aman damai dan lancar serta kondusif disemua wilayah 
negara kesatuan republik Indonesia..Jaya selalu Indonesia 
ku… 

..semoga*) 
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Optimisme Pengentasan Kemiskinan 
Tahun 2019 Di Depok 

Ahmad M. Saleh 
Kepala BPS Kota Depok 

 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 
rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis 
kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS 
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan 
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, 
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi 
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran 
sehingga kemiskinan yang dihitung BPS adalah 
kemiskinan mutlak (absolute poverty) bukan kemiskinan 
relatif (relative poverty), kemiskinan kultural (culture 
poverty) atau pun kemiskinan struktural (structure poverty). 

Kemiskinan sudah menjadi  isu dunia. Pantaslah 
Millennium Development Goals (MDGs) disambung 
Sustainable Development Goals (SDGs) memasukkan 
indikator kemiskinan di dalamnya untuk dikurangi serta 
diupayakan tidak ada lagi kemiskinan di setiap negara 
atau daerah. Di Indonesia upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi atau bahkan menghapus kemiskinan telah 
dilakukan dengan menerapkan secara menyeluruh sistem 
dan upaya perlindungan sosial, terlebih kepada penduduk 
miskin. Jaminan kesehatan, jaminan sosial bidang 
ketenagakerjaan, bantuan tunai bersyarat ataupun 
program keluarga harapan merupakan beberapa upaya 
yang dilakukan untuk menghapus kemiskinan.  

Kemiskinan di Depok menunjukan kecenderungan 
membaik dalam lima tahun terakhir. Tahun 2014 angka 
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kemiskinan Depok sebesar 2,32 persen, angka ini 
bertambah menjadi 2,40 persen di 2015. Tahun 2016 
menurun sebesar 0,06 persen menjadi 2,34 persen. Tahun 
2017 tetap sebesar 2,34 persen dan 2018 turun lagi menjadi 
2,14 persen.  

Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Depok 
pun tergolong tidak parah pada tahun 2018. Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (Poverty Index Gap) Depok dekat 
dengan angka nol (0), yaitu sebesar 0,31. Begitu pula 
dengan Indeks Keparahan Kemiskinannya (Poverty 
Severity Index) hanya sebesar 0,06. Semakin mendekati nol 
(0) semakin baik. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk 
miskin dekat dengan garis kemiskinan serta penduduk 
miskin sebagian besar mengelompok pada rata-rata 
pengeluaran tertentu yang dekat dengan garis kemiskinan. 
Pekerjaan mengentaskan kemiskinan pun semakin lebih 
fokus dan terarah. 

Membaiknya angka kemiskinan di Depok 
bukanlah suatu anugrah, tapi upaya kerja yang dilakukan 
secara sistematik, berkesinambungan, serta melibatkan 
banyak pihak. Masalah pengentasan kemiskinan tidak 
hanya wewenang satu instansi tertentu. Masalah 
kemiskinan adalah masalah multidimensial, baik menjadi 
urusan instansi internal pemerintahan kota Depok 
maupun instansi/lembaga di luar pemerintah kota Depok, 
bersama-sama mengentaskan kemiskinan dari Depok.  

Sinergitas antar instansi internal adalah suatu 
kewajiban. Kerjasama dan keterlibatan instansi/lembaga 
di luar lingkungan pemerintahan merupakan kebutuhan. 
Ada Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK), 
lembaga ad hoc yang menangani kemiskinan. Ada Bappeda 
dan Dinas Sosial yang menjadi leading sector dalam 
program pengentasan kemiskinan. Ada Dinas Pendidikan, 
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Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi 
Usaha Mikro dan dinas lainnya menjadi instansi 
pendukung. Para instansi internal tersebut bersinergi 
mengentaskan kemiskinan dengan perannya masing-
masing. 

Instansi/lembaga di luar pun bergerak dengan 
peran masing-masing, yang ada kalanya harus bersinergi 
dengan pemerintah kota. Badan Amil Zakat Nasional Kota 
Depok berperan mengumpulkan amil dan zakat kemudian 
didistribusikan kepada penduduk miskin, sedangkan 
pemerintah kota menyediakan data  penduduk miskin 
yang akurat. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
memastikan peserta penerima manfaat, terutama 
penduduk miskin tidak terlewatkan. Bahkan keduanya 
bisa mensinergikan kegiatannya, karena bisa jadi 
pesertanya sama walaupun programnya berbeda. Untuk 
itu, saling tukar informasi peserta kedua lembaga tersebut 
sangat dibutuhkan. Pihak perbankan berperan 
memudahkan pencairan dana peserta penerima manfaat. 
Pemerintah kota pun perlu menyiapkan regulasi yang 
mendukung agar peran instansi/lembaga di luar 
pemerintahan dapat bekerja optimal. 

Fokus bantuan jaminan sosial tidak hanya kepada 
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 
(penduduk miskin) tetapi juga kepada penduduk yang 
rata-rata pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan. 
Jika mereka sakit atau mengalami musibah, maka mereka 
tidak tergelincir ke bawah garis kemiskinan karena 
pengeluarannya tidak terganggu dengan adanya bantuan 
jaminan sosial yang diterima. Selain itu, data yang terkait 
dengan pengentasan kemiskinan harus yang terkini. 
Kegiatan pemutakhiran data harus dilakukan berkala. 
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Jika semua kondisi ini tercipta, wajarlah optimisme 
dan harapan pemerintah kota untuk mengurangi angka 
kemiskinan di tahun 2019 dengan dana sebesar 83,3 milyar 
dapat terwujud.  
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Wajib Belajar di Kabupaten Sumedang 
Eni Gustini 

Statistisi BPS Kabupaten Sumedang 

 

Program wajib belajar merupakan bentuk 
kebijakan pemerintah untuk menciptakan Sumber Daya 
Manusia (SDM) berkualitas. Program Wajib belajar 
diartikan sebagai salah satu kewajiban bagi setiap warga 
negara untuk menyekolahkan anaknya pada rentang usia 
tertentu dijenjang persekolahan tertentu. Program Wajib 
belajar ini diharapkan akan membuat kesempatan 
masyarakat untuk memperoleh pendidikan  sama, 
kesenjangan capaian pendidikan antar kelompok 
masyarakat dengan status ekonomi yang berbeda semakin 
berkurang, dan akan menciptakan  kualitas dan daya saing 
yang semakin baik.  

Program Wajib Belajar di Indonesia digulirkan 
secara bertahap. Tahun 1984 pemerintah menggalakan 
Program Wajib Belajar 6 Tahun, Program Wajib Belajar 9 
Tahun tahun 1994. Dan program belajar 12 tahun pada 
tahun 2015. Pengguliran kebijakan  ini seyogyanya terus 
dievaluasi apakah sudah berjalan dengan baik dan merata 
di setiap daerah dan apakah ketersediaan sarana 
pendidikan di setiap daerah sudah mendukung untuk 
kebijakan tersebut.  

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan 
pemerintah ini akan menggambarkan kesuksesan 
perjalanan kebijakan tersebut. Hasil Susenas maret 2108 
(BPS) di Kabupaten Sumedang menghasilkan  Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun ) 
adalah 99, 17 persen,  APS SLTP ( 13 – 15 tahun)  adalah 
97,34 persen dan APS SLTA (16 – 18 tahun)  adalah 71,25 
persen.  
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APS ini  memberi informasi bahwa lebih dari 99,17 
persen penduduk usia 7 – 12 tahun telah dapat mengakses 
pendidikan tingkat SD, 97,34 persen penduduk usia 13 - 15 
tahun telah dapat mengakses pendidikan SLTP dan hanya 
71,25 persen penduduk usia 16 - 18  dapat mengakses 
pendidikan menengah atas. Angka ini  juga memberi 
informasi bahwa masih ada sekitar 0,83 persen penduduk 
usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah, 2,66 persen 
penduduk usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah dan 
sebanyak 28,75 persen penduduk usia 16 – 18 tahun yang 
tidak bersekolah.  

Partisipasi masyarakat terhadap program 
pemerintah ini tak lepas dari infrastruktur pendidikan 
yang tersedia. Berdasarkan data PODES 2018 (BPS), 
Jumlah Desa/Kelurahan  di Kabupaten  Sumedang  adalah 
sebanyak 277 desa/kelurahan. Sebanyak 99,64 persen desa 
sudah mempunyai sekolah SD/MI, 51,45 persen desa 
mempunyai sekolah SMP/ MTs, dan hanya 16,60 persen 
desa mempunyai sekolah SMU/MA,  serta hanya 20,22 
persen desa mempunyai sekolah SMK.   

Namun demikian, masih adanya penduduk usia 
sekolah yang tidak bersekolah memberikan sinyal bahwa 
masih perlu pengawalan yang ketat dari instansi terkait 
terhadap program wajib belajar ini.  Fenomena  yang 
sering terjadi di masyarakat biasanya berhubungan 
dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, 
kemampuan ekonomi keluarga, faktor fisik dan psikis 
calon peserta didik, faktor tempat yang bersangkutan 
bersosialisasi, serta keterjangkauan lokasi pendidikan. 
Latar belakang mengapa fenomena tersebut muncul 
seyogyanya dijadikan bahan evaluasi  dan ditindaklanjuti 
oleh instansi terkait agar perjalanan kebijakan program 
wajib belajar sesuai dengan target yang diharapkan.  
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Program-program  sosialisasi pentingnya 
pendidikan bagi masyarakat khususnya anak usia sekolah 
sejatinya terus berlanjut, program – program bantuan 
pendidikan baik itu berupa beasiswa dan apresiasi 
terhadap anak dari keluarga kurang mampu ataupun yang 
berprestasi hendaknya masih digulirkan, fasilitas sekolah 
yang setara untuk anak didik dengan keterbatasan fisik 
dan fsikis hendaknya tersedia, dan diupayakan akses yang 
mudah menuju fasilitas pendidikan. Sehingga fenomena 
tersebut dapat diminimalisir yang akhirnya dapat 
mendongkrak partisipasi masyarakat untuk bersekolah. 

Ukuran partisipasi masyarakat terhadap 
pendidikan seperti disebutkan di atas, dapat 
menggambarkan bahwa program wajib belajar 6 dan 9 
tahun  di kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan 
berhasil namun untuk program wajib belajar 12 tahun 
masih diperlukan effort kerja dari instansi  terkait. 

Program pendidikan wajib belajar 12 tahun 
merupakan salah satu program nawacita. Melalui program 
wajib belajar 12 tahun pemerintah berkomitmen untuk 
menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 7-18 tahun 
sampai jenjang menengah. Sedikitnya jumlah desa di 
Kabupaten Sumedang yang tersedia sekolah SMU/MA 
dan SMK, merupakan salah satu faktor yang ikut  
memperlambat pencapaian program wajib belajar 12 
tahun. Ketika sarana pendidikan sulit diakses oleh 
penduduk maka partisipasi pendudukpun akan 
cenderung berkurang. Peran pemerintah dalam 
menyediakan sarana pendidikan yang mudah diakses oleh 
penduduk adalah prasyarat utama. Ini akan menjadi 
pekerjaan rumah bagi dinas terkait bagaimana melakukan 
pemerataan infrasuktur ini.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terhadap 
beberapa kabupaten/kota, di Indonesia, ternyata program 
wajib belajar 12 tahun ini masih belum dapat berjalan 
dengan baik di lapangan, perlu regulasi yang dibuat secara 
detail serta kebijakan anggaran wajib belajar 12 tahun yang 
langsung dicerminkan dengan program-programnya.  

Oleh karena itu, dinas terkait yang berhubungan 
dengan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumedang 
pun setidaknya sudah  merencanakan atau mempunyai 
regulasi dan kebijakan anggaran terkait program wajib 
belajar 12 tahun ini. Kebijakan ini setidaknya dapat 
mengendalikan permasalahan tersebut di atas sehingga 
program wajib belajar 12 tahun dapat berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. 
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Gempuran Sampah Plastik Ancam 
Kesehatan Manusia 

Fenti Anggraeni 
Statistisi BPS Kota Tasikmalaya 

 
Permasalahan sampah di tanah air sepertinya 

belum juga usai. Akhir 2018 seekor paus sperma 
ditemukan mati di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 
Setelah diidentifikasi lebih lanjut, 
ditemukan sampah plastik yang beratnya mencapai 5,9 
kilogram di dalam perut paus tersebut yang diduga 
sebagai penyebab kematiannya. 

Banyaknya sampah plastik yang terbuang di 
lautan menyebabkan paus tersebut sudah tidak mampu 
membedakan mana makanan dan bukan makanan. Tak 
hanya paus, biota laut lainnya juga diindikasi 
memakan sampah plastik yang terbuang ke lautan. 

Indonesia sendiri tercatat sebagai negara 
penghasil sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia 
setelah Cina. Dilansir dari kompas.com, Menteri Kelautan 
dan Perikanan, Susi Pudjiatuti menyebutkan bahwa 
berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri 
Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat 
Statistik, sampah plastik yang dihasilkan Indonesia 
mencapai 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3,2 juta 
ton sampah plastik tersebut terbuang ke laut. 

Tidak hanya di laut, sampah plastik juga 
mencemari daratan. Partikel sampah plastik dapat 
mencemari tanah, mengancam binatang pengurai seperti 
cacing, serta dapat mengganggu kesuburan tanah. 

Tanah yang tercemar sampah plastik mengandung 
zat kimia berbahaya, sehingga jika digunakan untuk lahan 
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pertanian, tanaman yang tumbuh di atasnya dapat 
tercemar oleh zat kimia dari sampah plastik tersebut. Bisa 
dibayangkan dampaknya terhadap kesehatan jika 
tanaman tersebut dikonsumsi oleh manusia. 

Baru-baru ini isu sampah plastik kembali 
menghangat dengan adanya berita 
penyelundupan sampah plastik ke Indonesia akhir Juni 
2019 lalu. Sampah plastik tersebut diselundupkan ke 
Indonesia bersama sampah kertas yang diimpor sebagai 
bahan baku pembuatan kertas. Hal ini memicu kecaman 
dari sejumlah pihak, mengingat sampah plastik 
merupakan sampah yang sulit terurai dan berbahaya jika 
tidak terkelola dengan baik. 

 

Bahaya Sampah Plastik 

Ketergantungan masyarakat akan produk plastik 
memang sangat besar. Mulai dari produk rumah tangga, 
alat tulis, alat kesehatan, bahan bangunan, dan sebagainya 
banyak yang berbahan dasar plastik. Tidak bisa dipungkiri 
memang banyak peralatan berbahan dasar plastik yang 
dijual dengan harga relatif murah sehingga terjangkau 
masyarakat. 

Permintaan yang tinggi akan produk plastik 
membuat produksinya juga meningkat dari tahun ke 
tahun. Dilansir dari situs ourworldindata.org, pada 1950 
dunia memproduksi plastik hanya 2 juta ton per tahun. 

Namun pada 2010 produksinya jauh meningkat 
tajam menjadi 270 juta ton per tahun kemudian pada 2015 
mencapai 381 juta ton per tahun. Sayangnya, dari jutaan 
ton plastik yang diproduksi tersebut tidak semuanya 
didaur ulang dan diestimasi sekitar 55 persen berujung 
menjadi sampah plastik. 
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Sampah plastik sendiri merupakan sampah yang 
sangat sulit terurai dan mampu bertahan sangat lama di 
bumi bahkan ada sampah plastik yang membutuhkan 
waktu sampai ratusan tahun untuk bisa terurai. 
Sebenarnya sampah plastik tidak dapat sepenuhnya 
terurai tetapi hanya hancur menjadi partikel-partikel kecil 
yang disebut mikroplastik. 

Mikroplastik inilah yang kini banyak tersebar dan 
mencemari lingkungan, baik di daratan maupun perairan. 
Sejumlah penelitian menemukan kandungan mikroplastik 
yang cukup tinggi pada beberapa merek air mineral, 
garam, dan madu. Kandungan mikroplastik yang sangat 
tinggi juga ditemukan di lautan. Hal ini menyebabkan 
makanan laut berisiko tinggi tercemar mikroplastik. 

Lalu apa akibatnya jika mikroplastik masuk ke 
dalam tubuh manusia? Dilansir dari kompas.com, menurut 
ahli toksikologi kimia dari Universitas Indonesia, Dr. Rer. 
nat Budiawan, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh 
akan tertahan di dalam tubuh dan sulit sulit disekresikan 
(dikeluarkan). Akibatnya, organ tubuh bisa terganggu. 
Misalnya saja jika masuk kedalam organ hati dan ginjal, 
maka kinerja organ hati dan ginjal akan terganggu. 

Selanjutnya, menurut ahli gizi dari Persatuan Ahli 
Gizi Indonesia (Persagi), Dr Rita Ramayulis, DCN, MKes, 
meskipun belum banyak penelitian tentang dampak 
mikroplastik pada manusia tetapi penelitian pada satwa 
liar ditemukan bahwa mikroplastik dapat melepaskan 
senyawa kimia yang berupa logam berat. Selain itu 
dikhawatirkan pula terdapat mikroorganisme patogen 
yang menempel pada mikroplastik tersebut. 

Jika pada mikroplastik tersebut menempel mikroba 
yang bersifat patogen dan masuk di saat kondisi tubuh 
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sedang lemah maka dapat menginfeksi tubuh. 
Mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh dapat 
berakibat keracunan, kerusakan jaringan bahkan 
kematian. 

Dampak yang sangat serius akibat sampah plastik 
yang tidak dikelola dengan baik tentunya menimbulkan 
kekhawatiran di masyarakat. 

 

Upaya pemerintah 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 
menangani permasalahan sampah, di antaranya yaitu 
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang pengelolaan sampah. 

Undang-Undang tersebut mengubah paradigma 
lama tentang sampah. Dahulu sampah dianggap sebagai 
sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Namun 
kini berubah yaitu bagaimana sampah dapat dikelola dan 
bisa dimanfaatkan. 

Selain itu, melalui Perpres No. 97 tahun 2017 
pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30 
persen dan penanganannya mencapai 70 persen pada 
tahun 2025. 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan program 
bank sampah dalam rangka mengurangi jumlah sampah. 
KLHK menyatakan terdapat 5244 bank sampah pada 
tahun 2017 yang tersebar di 34 provinsi atau 219 
kabupaten/kota. Program bank sampah mengajak 
masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah yang 
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selanjutnya dapat ditukarkan dengan uang pada bank-
bank sampah. 

Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah 
sebelum dibuang masih relatif rendah.  Hasil Survei Sosial 
Ekonomi Nasiona (SUSENAS) tahun 2014 baru 18,84 
persen rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah. 

Dengan adanya program bank sampah diharapkan 
masyarakat terpicu semangatnya untuk melakukan 
pemilahan sampah. Selain turut menjaga kelestarian 
lingkungan, secara ekonomi juga untung karena tidak 
perlu memberi barang baru yang bisa didapat dari hasil 
daur ulang. Selain itu hasil pemilahan sampah juga bisa 
disetor ke bank sampah yang hasilnya menambah uang 
belanja rumah tangga. 

Selain ditukar dengan uang, ada pula 
bank sampah yang menukar sampah dengan sembako, 
pembayaran listrik, pembayaran biaya kesehatan dan 
emas. Dengan peluncuran program bank sampah selain 
dapat mengurangi jumlah sampah secara nasional juga 
dapat membantu perekonomian di masyarakat. 

Upaya lain dari pemerintah untuk 
mengurangi sampah yaitu dengan menyusun rancangan 
peraturan menteri KLHK tentang peta jalan 
pengurangan sampah oleh produsen. Peraturan ini 
ditujukan untuk para produsen agar ikut bertanggung 
jawab dalam mengurangi limbah yang berasal dari produk 
dan atau kemasan mereka. 

Sasaran utama dari peraturan ini mengarah pada 
tiga pelaku usaha yaitu pemilik merek, pengecer dan 
sektor jasa makanan dan minuman misalnya hotel, kafe 
dan restoran. 
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Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah 
diharapkan mampu mengurangi produksi sampah secara 
umum dan secara tidak langsung juga turut mengurangi 
jumlah produksi sampah plastik. 
 

Kontribusi kita 

Pemasalahan sampah sebenarnya bukan semata 
tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai masyarakat 
harus turut serta berkontribusi dalam mengatasi 
permasalahan sampah, terutama sampah plastik. 

Akar permasalahan dari sampah plastik yang 
mencemari lingkungan adalah dari kebiasaan 
membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang 
tidak pada tempatnya sebagian akan hanyut ke saluran air, 
kemudian ke sungai dan akhirnya bermuara ke lautan. 
Itulah sebabnya lautan kita penuh dengan sampah. 

Menumpuknya sampah plastik di lautan juga tidak 
terlepas dari kebiasaan buruk masyarakat yang 
membuang sampah ke sungai. Menurut hasil pendataan 
Potensi Desa (PODES) 2018 yang dilakukan oleh BPS, dari 
83.931 desa di Indonesia, sebanyak 9.673 desa (11 persen) 
sebagian besar warganya membuang sampah ke sungai/ 
saluran irigasi/ danau/ laut. 

Selain mencemari air, kebiasaan masyarakat 
membuang sampah ke sungai akan mengganggu 
ekosistem di perairan. Populasi binatang air berkurang 
akibat polusi sampah yang dibuang di sungai. Sampah 
yang tidak dapat terurai dan hanyut terbawa aliran sungai 
akhirnya mengalir ke laut dan dampaknya lautan di 
Indonesia menjadi tercemar. 

Penanaman kebiasaan membuang sampah pada 
tempatnya harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan 
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keluarga. Anak-anak sedari kecil diajarkan untuk terbiasa 
membuang sampah pada tempatnya. Jika sedang berada 
di luar dan sulit menemukan tempat sampah maka 
sampah tersebut dimasukan dahulu ke saku baju, di tas, 
atau dipegang hingga menemukan tempat sampah 
terdekat.  

Hal mudah lainnya yang bisa dilakukan adalah 
membawa tas belanja sendiri. Tentunya tas belanja yang 
dapat dipakai berluang-ulang. Misalnya tas belanja yang 
terbuat dari kain. Tas plastik yang digunakan untuk 
membungkus barang belanja dapat dikurangi jika kita 
membawa tas belanja sendiri. 

Sayangnya meskipun mudah dilakukan, kesadaran 
masyarakat untuk mengurangi sampah dengan membawa 
tas benjaan sendiri masih sangat rendah. Hasil Survei 
Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial 2017 
menunjukkan hanya 8,7 persen rumah tangga yang selalu 
membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah. 

Rajin membersihkan lingkungan juga bisa menjadi 
salah satu solusi. Masyarakat gotong royong 
membersihkan jalan dan saluran air yang tersumbat 
oleh sampah sehingga sampah tersebut tidak sampai 
hanyut ke sungai. 

Cara lainnya adalah dengan mengurangi 
penggunaan sedotan plastik. Kita bisa memilih untuk 
tidak menggunakan sedotan saat membeli minuman. Atau 
bisa dengan membawa sedotan sendiri yang terbuat dari 
bahan stainless steel. 

Meski ukurannya kecil ternyata sampah sedotan 
plastik menduduki peringkat ke-5 
penyumbang  sampah plastik di dunia.  
Karena sampah sedotan plastik jarang sekali diminati oleh 
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para pelaku daur ulang sehingga nilai ekonominya pun 
rendah. Akhirnya hanya sekali pakai dan dibuang. 

Apabila setiap individu menyadari bahaya besar 
yang mengancam jika terus boros menggunakan plastik, 
harapannya gempuran sampah plastik dapat ditekan 
secara nyata. Tingkat pencemaran juga semakin 
berkurang. 

Dengan lingkungan yang bersih maka kita dapat 
tinggal di bumi ini dengan nyaman. Kita juga akan 
mewariskan lingkungan yang bersih dan sehat untuk anak 
cucu kita. 
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Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal 
Harni Dwi Prikasih 

Statistisi BPS Kabupaten Karawang 

 

Migrasi penduduk yang sangat tinggi merupakan 
salah satu masalah serius yang dihadapi Kabupaten 
Karawang saat ini. Hal ini disebabkan karena selain 
letaknya yang berdekatan dengan ibukota negara, 
Karawang juga memiliki banyak kawasan industri yang 
cukup menarik minat tenaga kerja baik dari dalam 
maupun luar negeri. 

Dalam tiga tahun terakhir, arus urbanisasi di 
Karawang cukup tinggi dan tidak terkendali. Apalagi saat 
ini Karawang menjadi daerah dengan Upah Minimum 
Kabupaten (UMK) tertinggi di Indonesia.  

Tahun 2018 total penduduk Kabupaten Karawang 
mencapai 2.336.009 jiwa.  1.196.692 orang atau sekitar 51,23 
persen merupakan penduduk laki-laki dan 48,77 persen 
atau 1.139.317 orang adalah penduduk perempuan.  Dari 
jumlah tersebut tercatat sekitar 30.000 pendatang baru di 
tahun 2016 dan bertambah 1.000 orang lagi di tahun 2017. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil) Karawang Yudi Yudiawan mengatakan, 
populasi pendatang mencapai 60 persen dari keseluruhan 
jumlah penduduk Karawang. Sementara 40 persen sisanya 
merupakan penduduk asli. Yudi menyebut, lonjakan arus 
urbanisasi secara signifikan terjadi sejak tiga tahun lalu.  

Yudi menambahkan, bahwa sejak Januari hingga 
awal Juni 2018, terhitung ada 11.600 orang yang datang ke 
Karawang, mayoritas dari mereka adalah calon pencari 
kerja. Para pendatang tersebut kebanyakan berasal dari 
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Jawa Tengah, berbagai daerah di Jawa Barat, DKI, sebagian 
Sumatera, dan  Kalimantan dan mereka tinggal di tempat 
kos dan rumah kontrakan di wilayah sekitar kawasan 
industri, seperti di Kecamatan Klari, Cikampek, Karawang 
Barat, Karawang Timur, dan Telukjambe.  

Yudi mengaku tidak berwenang melarang kaum 
urban berbondong-bondong datang ke Karawang. 
Menurutnya, siapapun pendatang kalau membawa surat 
pindah resmi tidak bisa dilarang karena ada aturannya. 

 

Indikator Ketenagakerjaan 

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat 
memberikan gambaran tentang seberapa besar 
keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi produktif 
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK 
merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas 
yang tergolong angkatan kerja. Tahun 2018, TPAK 
Kabupaten Karawang mencapai 64,77 persen. Angka 
tersebut menjelaskan bahwa Angkatan Kerja di Kabupaten 
Karawang (baik yang bekerja mau pun yang menganggur) 
adalah sebesar 64,77 persen, sementara 35,23 persen 
lainnya mempunyai kegiatan selain bekerja dan mencari 
kerja yaitu sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. 

Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase 

angkatan kerja yang menganggur. Tahun 2018, TPT 

Kabupaten Karawang sebesar 9,05 persen, nilai ini 

menurun dari tahun 2017 yang berada pada angka 9,55. 

Namun demikian. penurunan TPT ini tidak serta merta 

menunjukkan pengangguran penduduk lokal berkurang. 

Perlu diketahui, indikator ketenagakerjaan yang dihitung 
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oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini tidak melihat asal 

tenaga kerja, apakah penduduk asli Karawang maupun 

bukan. Bisa jadi penurunan TPT ini disebabkan semakin 

banyaknya pencari kerja di luar Kabupaten Karawang 

yang terserap pasar kerja, bukan pencari kerja lokal. 

Pengumuman Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
tentang besaran Upah Minimum Kota dan Kabupaten 
(UMK) yang menempatkan Kabupaten Karawang 
menduduki urutan tertinggi se-Indonesia sebesar 4,2 juta 
rupiah perbulan, semakin menjadikan Karawang menjadi 
primadona bagi para pencari kerja.  

Namun demikian, diharapkan jangan sampai 
Kabupaten Karawang yang memiliki begitu banyak 
industri, diisi oleh karyawan atau buruh yang sebagian 
besar berasal dari daerah lain, apalagi dari negara lain, 
sehingga masyarakat Karawang hanya sebagai penonton, 
seperti fenomena yang terjadi sekarang ini. 

Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tentang 
Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang 
yang ditandatangani oleh Bupati Karawang Cellica 
Nurrachadiana, pada April 2016 lalu, mewajibkan 
perusahaan melakukan rekrutmen satu pintu melalui 
Disnakertrans Karawang. Peraturan ini sebagai turunan 
dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur skema 
komposisi 60 persen warga Karawang dan 40 persen dari 
luar Karawang, dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk dan Kartu Keluarga. Namun demikian, aturan 
tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 5 Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang menjamin tenaga kerja 
memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 
untuk memperoleh pekerjaan.  
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Keluarnya Perbup Nomor 8 tahun 2016 tersebut 

dapat memberi kesempatan untuk warga asli Karawang 

memperoleh kesempatan memperoleh pekerjaan di sektor 

industri. Apalagi beberapa kali Disnakertran 

menyelenggarakan ‘job fairs’ sehingga informasi mengenai 

lowongan kerja dapat diketahui oleh lebih banyak 

masyarakat Karawang. Denda pada perusahaan yang 

tidak membuka lowongan kerja melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat sebesar 

Rp 100 juta, bisa membuat perusahaan tidak lagi mencari 

sendiri calon tenaga kerjanya diluar Karawang. 

 Kepala Disnakertrans Karawang, Ahmad Suroto 
juga menekankan jika manajemen perusahaan wajib 
memastikan bahwa angkutan karyawan, catering dan jasa 
keamanan yang bekerjasama dengan perusahaan memiliki 
izin operasional, membayar pajak dan melaporkannya. 
Perusahaan juga harus melaporkan jumlah karyawan, baik 
yang menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
tertentu (PKWTT). Hal ini bertujuan untuk memonitoring 
perusahaan dalam menaati Peraturan Bupati terkait 
pemberdayaan tenaga kerja lokal. Dengan dipatuhinya  
Peraturan Bupati dan  administrasi ketenagakerjaan 
diharapkan dapat memberi kesempatan yang luas bagi 
penduduk asli Karawang sekaligus dapat menurunkan 
angka pengangguran. 
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Saatnya Zero Waste Lifestyle atau Bumi 
Makin Tidak Layak Huni 

Siti Anisah 
Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 

 
Bulan April 2018 kita dikejutkan dengan berita 

matinya ikan paus yang menelan 30 kg sampah plastik di 
Pantai Selatan Spanyol. Setelah ditelusuri lebih jauh, 
ternyata penyu dan biota laut lain pun banyak yang 
mengalami nasib serupa. Tentu jika kondisi ini dibiarkan 
terus-menerus, terutama permasalahan sampah plastik, 
tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga 
keberlangsungan hidup hewan dan biota laut lainnya. 

Kenapa sampah plastik mengancam lingkungan 
serta keberlangsungan makhluk hidup? Salah satunya 
disebabkan oleh sulit terurainya sampah plastik 
dibandingkan jenis sampah organik dan kertas. 

Untuk sampah organik, semisal sisa buah-buahan 
dan sayur-sayuran dapat terurai dalam jangka waktu 1-2 
bulan. Sedangkan untuk sampah kertas masa terurainya 
antara 2-5 bulan. Sampah plastik sendiri masa terurainya 
bertahun-tahun walaupun cukup variatif. Hal ini 
tergantung dari komparasi material yang menyusunnya. 

Sebagai contoh, untuk kantong plastik saja 
membutuhkan waktu 10-20 tahun, sampah 

sedotan plastik 200 tahun, sampah sikat gigi 400 tahun, 
sampah popok sekali pakai 450 tahun bahkan untuk 
sampah styrofoam dan tisu basah tidak dapat terurai. 

Sampah plastik jika terus dibiarkan akan 
menyebabkan pencemaran tanah. 
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Menurut data Statistik Potensi Desa (PODES) 
Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statsitik, 
masih ada 2.200 desa/kelurahan di Indonesia yang terkena 
pencemaran tanah. Walaupun termasuk jumlah yang 
sedikit dibanding pencemaran air dan udara, tetapi kita 
tidak bisa mengabaikan begitu saja. 

Masalah persampahan tidak lepas dari 
pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pola 
konsumsi masyarakat. 

Pertumbuhan pesat di sektor industri juga 
merupakan imbas dari meningkatnya pendapatan rumah 
tangga dan makin beragamnya pola serta jenis konsumsi 
masyarakat. 

Kondisi tersebut menyebabkan bertambahanya 
volume, beragamnya jenis dan karakteristik sampah dan 
limbah, termasuk sampah plastik. Dan faktor 
melimpahnya sampah plastik ditengarai akibat kemajuan 
teknologi yang menawarkan kepraktisan dalam hal 
kemasan plastik. 

 

Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 

Bencana akibat melubernya sampah bisa ditekan 
jika ada kesadaran masyarakat untuk berperilaku peduli 
terhadap lingkungan. Salah satunya dengan memilah 
sampah yang organik maupun anorganik. 

Sebenarnya kepedulian sampah bisa dilihat dari 
cara pengelolaan sampah yang dilakukan rumah tangga, 
tapi data menunjukkan belum sepenuhnya masyarakat 
Indonesia sadar akan lingkungannya. 

Data BPS tahun 2014 mencatat bahwa di Indonesia 
sebanyak 8,75 persen rumah tangga memilah sampah dan 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
59 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

kemudian sebagiannya dimanfaatkan, sebanyak 10,09 
persen rumah tangga memilah sampah kemudian 
dibuang, sedangkan persentase sisanya menunjukkan 
bahwa sebagian besar rumah tangga tidak memilah 
sampah. 

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
BPS menunjukkan hanya 1,2 persen rumah tangga yang 
melakukan daur ulang. Yang perlu mendapatkan cukup 
perhatian adalah rumah tangga yang membakar sampah 
mencapai 66,8 persen. Padahal kita ketahui bersama 
bahwa pembakaran sampah merupakan sumber 
pencemaran udara dan berbahaya untuk pernapasan. 

Sejalan dengan data di atas, kepedulian masyarakat 
tentang sampah plastik masih rendah dan dapat dilihat 
dalam aktivitas berbelanja. Hal ini dapat dilihat dari data 
hasil Survey Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan 
Hidup (IPKLH) BPS tahun 2017 yang menyatakan bahwa 
hanya ada 18,6 persen rumah tangga peduli sampah 
plastik ketika berbelanja. 

Kepedulian terhadap sampah plastik ini 
ditunjukkan dengan cara menolak plastik kemasan dan 
atau membawa tas belanja sendiri. 

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
Modul Ketahanan Sosial (Hansos) BPS di tahun yang 
sama, menunjukkan bahwa terdapat 54,8 persen rumah 
tangga yang tidak pernah membawa tas belanja sendiri. 
Hanya 8,7 persen yang selalu membawa tas belanja sendiri 
ketika berbelanja, selebihnya 26,5 persen menyatakan 
kadang-kadang, dan 9,9 persen menyatakan sering 
membawa tas belanja ketika berbelanja. Kedua fakta ini 
menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat 
Indonesia terhadap kepedulian lingkungan. 
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Zero Waste Lifestyle, sebuah solusi 

Dewasa ini perilaku peduli lingkungan hidup tidak 
cukup hanya dengan membuang sampah pada tempatnya. 
Karena di tempat kita bersih, tetapi menjadi masalah di 
tempat lain, salah satunya tempat pembuangan akhir, 
sampah hanya berpindah tempat saja. Belum lagi dengan 
kenyataan sampah plastik yang sulit dan bahkan ada yang 
tidak bisa terurai. Dengan begitu, perlu diadakan program 
gaya hidup minim sampah (Zero Waste Lifestyle). 

Zero Waste Lifestyle adalah gaya hidup positif yang 
meminimalkan penggunaan bahan yang mencemari 
lingkungan dan menolak pemakaian bahan sekali pakai 
dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah 
tanpa sampah sama sekali. 

Dalam pengertian yang lain, Zero Waste 
Lifestyle berisi prinsip yang dijadikan gaya hidup untuk 
memperpanjang siklus hidup sumber daya sehingga 
menjadi produk yang dapat dipakai kembali 
(www.zerowaste.id). 

Selain itu, Zero Waste Lifestyle juga 
menjauhi single use plastic atau plastik yang hanya sekali 
pakai. Tujuannya agar sampah yang sulit terurai tidak 
dikirim ke TPA. 

Konsep Zero Waste Lifestyle bukanlah suatu hal 
yang baru. Banyak negara sudah memulainya sejak lama. 
Beberapa negara seperti Amerika, Australia, Swedia, 
Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa lainnya sudah 
menerapkan konsep tersebut untuk menjadi solusi konkret 
pengelolaan sampah. Bagaimana dengan Indonesia? 
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Di Indonesia kebijakan Zero Waste Lifestyle belum 
dicanangkan secara nasional, namun beberapa kota sudah 
memulainya dalam bentuk program Zero Waste Cities. 
Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat ada 3 kota yang 
ditargetkan menjadi kota percontohan penerapan 
konsep Zero Waste Cities, yaitu Kota Cimahi, Kota 
Bandung, dan Kabupaten Bandung. Yang terakhir 
viral adalah kebijakan Provinsi Bali yang menyatakan 
bahwa mulai tahun 2019 Bali melarang penggunaan 
kantong plastik sekali pakai. 

Walaupun demikian, kita bisa memulainya dari 
diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita. Dimulai dengan 
menerapkan prinsip-prinsip Zero Waste Lifestyle melalui 
gerakan 5R yang dipopulerkan oleh Bea Johnson, 
yaitu Refuse, Reduce, Reuse, Recycle dan Rot atau dalam 
Bahasa Indonesia berarti Menolak, Mengurangi, 
Menggunakan Kembali, Mendaur Ulang, dan 
Membusukkan. 

1. Refuse (Menolak), kita bisa menolak kantuk 
plastik  nonbiodegradable saat berbelanja. Tentu kita pun 
harus mempersiapkan kantung belanja sendiri dari 
rumah. 

2. Reduce (Mengurangi), kita dapat menghindari 
pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan 
sampah dalam jumlah besar. Selain itu, kita bisa 
menggunakan produk yang dapat diisi ulang. 

3. Reuse (Menggunakan kembali), kita dapat 
menggunakan kembali wadah/kemasan dengan fungsi 
yang sama secara berulang-ulang. Contohnya 
menggunakan baterai recharge, menggunakan plastik 
bekas minyak goreng sebagai pengganti polybag. 
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4. Recycle (Mendaur ulang), kita dapat menggunakan 
produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan 
mudah terurai. Selain itu, kita juga dapat melakukan 
penanganan sampah organik menjadi pupuk kompos. 
Serta melakukan penanganan sampah anorganik 
menjadi barang yang bermanfaat. 

5. Rot (Membusukkan), kita dapat membusukkan sampah 
organik menjadi pupuk kompos. Salah satunya dapat 
dilakukan dengan cara membuat lubang biopori. Hal 
ini tentu saja dapat mengurangi beban TPA secara 
signifikan. 

Ke depan, untuk mendukung gerakan 5R dan 
menumbuhkan Zero Waste Lifesyle ini perlu adanya 
kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan 
terutama masyarakat sebagai penyumbang dan penerima 
ekses negatif pencemaran. Namun, tanpa harus menunggu 
kita bisa menyadari arti penting menjaga lingkungan 
dengan memulai Zero Waste Lifestyle dari diri kita dan 
lingkungan terkecil kita 

Akhirnya, kita berharap Zero Waste Lifestyle ini 
akan turut serta menjaga dan menyelamatkan lingkungan 
kita dari pencemaran tanah jangka panjang. Semoga! 
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Bencana Masih Mengintai Jawa Barat 
Fitri Dwiyanti 

Statistisi BPS Kota Banjar 

 
Masih ingatkah dengan peristiwa tsunami yang 

terjadi di Selat Sunda akhir tahun lalu? Peristiwa tersebut 
mencuri perhatian karena terjadi saat masa liburan, 
menelan banyak korban, dan menimbulkan kerusakan 
yang cukup parah. 

Peristiwa yang melanda Banten dan Lampung 
khususnya di Anyer, Serang, Kabupaten Pandeglang, dan 
Lampung Selatan meninggalkan luka mendalam bagi 
korban selamat. 

Bencana alam bukan suatu hal yang dapat 
diprediksi kejadiannya. Waktu dan lokasi kejadian adalah 
dua hal yang dirahasiakan alam. Satu hal yang menjadi 
kepastian adalah kerugian yang ditimbukan olehnya. 

Bukan hanya materi, rekaman memori dari 
peristiwa itu akan menimbulkan trauma berkepanjangan. 
Pemulihan setelah bencana akan menjadi pekerjaan 
rumah bagi pemerintah daerah ataupun pusat. 

Setiap wilayah memiliki potensi mengalami 
bencana alam. Pembangunan yang tidak memperhatikan 
keseimbangan alam disertai jumlah penduduk yang 
semakin bertambah bisa menjadi penyulut amarah alam. 

Pengerukan gunung, penanaman beton, dan 
pembangunan rumah di lahan persawahan serta berbagai 
ulah manusia dapat menjadi penyebab berbagai bencana. 
Walaupun ada beberapa bencana yang memang terjadi 
karena murni pengaruh kondisi alam. 
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Jawa Barat termasuk provinsi dengan tingkat 
pembangunan yang pesat tetapi juga memiliki potensi 

tinggi terjadi bencana alam. Dapat dibayangkan jika 
terjadi bencana alam besar di wilayah ini. Banyaknya 
gedung tinggi, pusat perekonomian dan penduduk yang 
banyak akan menimbulkan kerusakan infrastruktur yang 
cukup besar, kelumpuhan ekonomi dan korban yang 
banyak pula. 

Berdasarkan pendataan Potensi Desa yang 
dilakukan Badan Pusat Statisik pada Mei 2018 tercatat 

bahwa bencana tanah lonsor di Jawa Barat terjadi di 1.824 
desa dalam tiga tahun terakhir. Perlu menjadi perhatian 
bahwa angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dari 
hasil Podes 2014. 

Selain tanah longsor yang merupakan kejadian 
terbanyak, terdapat pula dua bencana lain yaitu banjir dan 
gempa bumi yang dialami lebih dari 1000 desa. Banjir 
terjadi di 1.185 desa sedangkan gempa bumi dialami 1.427 
desa dalam tiga tahun terakhir. 

Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga masuk dalam 10 
lokasi prioritas nasional 2015-2019 dalam Rencana 
Penanggulangan Bencana Nasional 2015-2019 Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana untuk beberapa jenis 
bencana. Penetapan lokasi prioritas nasional ini adalah 
hasil kesepakatan dari seluruh K/L terkait pada 
pertemuan nasional tahun 2013. 

Jenis bencana yang di dalamnya mengakomodasi 
wilayah ini sebagai lokasi prioritas nasional di antaranya 
bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah 
longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, 
epidemik dan wabah penyakit, serta gagal teknologi. 
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Menurut BNPB, penetapan tersebut bukan tanpa 
alasan, melainkan berdasarkan jumlah jiwa dan 
infrastruktur terpapar, probabilitas kejadian untuk lima 
tahun ke depan, dan kejadian yang berdampak pada lebih 
dari dua provinsi. 

Potensi kejadian yang begitu besar dan 
pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya 
di Jawa Barat, sebagai penyangga Ibu Kota sepatutnya 
menjadi perhatian pemerintah. Sampai manakah upaya 
pemerintah terkait hal ini? 

Istilah lebih baik mencegah daripada mengobati 
sebaiknya diterapkan. Karena anggapan lengah terhadap 
bencana sering terpatri setelah terjadinya bencana yang 
dasyat. 

Tidak adanya alarm dari alam akan terjadinya 
bencana, maka sikap siaga dan berbagai antisipasi harus 
dilakukan terutama di daerah yang rawan terjadi bencana. 

Upaya pencegahan yang dilakukan di antaranya 
mitigasi yang merupakan serangkaian upaya mengurangi 
risiko kejadian baik secara fisik ataupun meningkatkan 
pengetahuan untuk menghadapi bencana.  

Upaya tersebut sesuai dengan undang-undang  No 
24 tahun 2007 bahwa ‘setiap daerah harus melakukan 
penanggulangan bencana yang meliputi persiapan 
sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian.’ 

Dari 5.957 desa/kelurahan di Jawa Barat terdapat 
sekitar 13 persen yang memiliki sistem peringatan dini 
bencana alam dan hanya sekitar 7 persen desa yang 
memiliki rambu-rambu dan jalur evakuasi. Selain itu, 
pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal dan 
tanggul hanya dilakukan oleh sekitar 30 persen desa. Ini 
menggambarkan belum adanya kesiapan yang terpadu 
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dan terkoordinir di tingkat desa sebagai sikap siaga 
terhadap terjadinya bencana. 

Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam hal ini 
sudah jelas yaitu dengan dibuatnya Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana untuk pemerintah tingkat pusat 
dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 
pemerintah tingkat daerah. 

BNPB dengan programnya yaitu Desa Tangguh 
Bencana (Destana) telah dilakukan sejak tahun 2012. 
Hingga tahun 2017 terdapat 374 desa/kelurahan di 
seluruh Indonesia yang menerapkan program ini. 

Sementara itu, hingga tahun 2018 masih dilakukan 
sosialisasi oleh BPBD di berbagai daerah. BNPB 
menargetkan  adanya 5.000 desa tangguh bencana di 2019. 
Walaupun dalam perjalannya target tidak selalu sesuai 
dengan capaian, tetapi perlu diapresiasi dan didukung. 

Program ini sendiri mengarahkan desa untuk 
memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi 
dan menghadapi potensi ancaman bencana. 

Ketegasan dan langkah konkret lain yang langsung 
menjamah tingkat pemerintahan paling bawah pun perlu 
dilakukan. Dimasukkannya mitigasi bencana dalam RPJM 
Desa adalah salahsatu pilihan. Jika hal tersebut sudah ada, 
jangan lantas hanya menjadi tulisan di atas kertas yang 
tidak tampak realisasinya. Rencana dan program tanpa 
dukungan lembaga terkait layaknya setitik buih di lautan. 
Jadi diperlukan pemahaman dari pemangku kepentingan 
desa dan pihak terkait untuk mengatasi hal ini. Sudah 
cukup berbagai kesedihan akibat bencana, jadi mari kita 
mulai ikut berpartisipasi dalam segala bentuk 
pencegahannya. 
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Merajut Asa Desa Digital 
Adih Kusnadi 

Statistisi BPS Kabupaten Ciamis 
 

HARAPAN masyarakat Jawa Barat di tahun baru 
2019 kian melambung. Hal ini terkait program Desa Digital 
yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
(10/12/2018). Sebagai langkah awal, Desa Puntang 
Kabupaten Indramayu dijadikan sebagai kawasan 
percontohan. Rencananya program tersebut akan 
dikembangkan ke 5.300 desa di Jawa Barat. Sudah siapkah 
desa-desa lain melaksanakannya?  

Desa digital merupakan program pemberdayaan 
masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan 
internet. Tujuannya adalah mengembangkan potensi desa, 
pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan 
informasi. Ke depan seluruh pelayanan publik di desa 
akan digitalisasi. Memiliki pusat komando (command 
center), akun media sosial untuk promosi dan berita, 
sistem e-commerce serta memiliki aplikasi yang sesuai 
karakter dan potensi ekonomi di tiap desa.  

Kondisi yang diharapkan, pelayanan publik yang 
dianggap berbelit dan lama menjadi ringkas dan cepat. 
Data vital penduduk terkoneksi melalui jaringan. 
Masyarakat mudah mengurus Kartu Keluarga, KTP 
maupun pelayanan lainnya.  

Begitu pula suasana desa menjadi begitu dinamis. 
Lalu lintas informasi yang selama ini terisolasi akan mulai 
terbuka. Komunikasi yang selama ini hanya lingkup 
masyarakat setempat akan menembus jauh ke luar batas 
wilayah. Beberapa aktivitas ekonomi pun menggunakan 
teknologi digital sehingga lebih efektif dan efisien. 
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Terkait kesiapan sarana, sebagian besar 
desa/kelurahan di Jawa Barat telah terjangkau sinyal 
telepon seluler. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui 
Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 mencatat 
sebanyak 1.084 desa/kelurahan sinyal telepon selulernya 
sangat kuat dan 3.850 kuat. Namun demikian, masih 
terdapat sebanyak 1.006 desa/kelurahan sinyalnya lemah 
bahkan 17 desa tidak ada sinyal sama sekali.  

Ditinjau dari akses internet, juga masih variatif. 
Sekitar 40,89 persen desa/kelurahan tercakup dalam 
jaringan 4G/LTE, 44,51 persen 3G/H/H+, 4,53 persen 
2G/E/GPRS dan sisanya belum terjangkau akses internet. 
Beragam kualitas sinyal internet tersebut menjadi 
tantangan terhadap kelancaran aktivitas Desa Digital 
nantinya.  

Akses terhadap internet bukanlah kebiasaan baru 
bagi sebagian masyarakat Jawa Barat. Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017 menunjukkan 
bahwa sekitar 37,02 persen penduduk usia 5 tahun ke atas 
mengakses internet. Terkait Desa Digital maka 62,98 
persen yang tidak mengakses internet menjadi tantangan 
tersendiri. Apalagi penduduk yang memanfaatkan 
internet untuk pembelian/penjualan barang/jasa hanya 
sekitar 6,92 persen.  

Kesiapan aparatur desa pun disinyalir mulai 
menunjang sejak bergulirnya Dana Desa. Kini aparatur 
desa wajib melek teknologi informasi. Mereka dibiasakan 
mengelola Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan 
Desa melalui internet. Namun demikian, jumlah dan 
kemampuannya masih perlu ditingkatkan.  

Selain itu, anggaran seringkali menjadi masalah 
krusial dalam penyediaan fasilitas dan operasional 
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program. Regulasi tentang pemanfaatan dana desa kadang 
membelenggu kebutuhan desa. Sebagai contoh Surat 
Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menteri 
PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam 
Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi pada 18 Desember 2017 
menyatakan bahwa Dana Desa tahun 2018 digunakan 
untuk Padat Karya Tunai di Desa. Bolehkah dana desa 
digunakan oleh Pemerintahan Desa untuk membiayai 
program lain ?  

Pembiayaan program Desa Digital diharapkan 
selaras dan didukung oleh kebijakan pemerintah pusat. 
Dana desa dapat leluasa dimanfaatkan untuk pengadaan 
sarana teknologi informasi. Lebih dari itu, anggaran desa 
dimungkinkan untuk membiayai kursus keterampilan 
komputer bagi aparatur desa. 

Demikian pula, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
seyogyanya menggandeng swasta untuk mengatasi 
berbagai kendala saat ini. Dalam pemerataan layanan 
internet, pemerintah dapat bekerjasama dengan penyedia 
jasa komunikasi dan layanan internet. Mereka didorong, 
diarahkan dan dimudahkan untuk membangun stasiun 
penerima dan pemancar sinyal nirkabel/ BTS di desa. BPS 
mencatat masih terdapat sebanyak 1.994 desa/kelurahan 
di Jawa Barat tidak memiliki BTS. 

Di lain sisi, pemberdayaan aparatur dan 
masyarakat di desa pun sebaiknya dilakukan secara masif. 
Layanan publik butuh lebih dari seorang operator. 
Masyarakat khususnya pengelola Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) perlu melek teknologi informasi dan literasi 
digital. Berbagai pelatihan, bimbingan teknis ataupun 
kursus dapat diberikan sebelum program ini dilimpahkan.  
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Peran BUMDES terus ditingkatkan sehingga 
menjadi pendongkrak perekonomian desa. Penyertaan 
modal dari Dana Desa dikelola untuk penyediaan sarana 
digital. Jaringan bisnis dikembangkan hingga ke luar desa. 
Semakin besar jaringan bisnis yang dikelola BUMDES 
diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat desa pun 
meningkat.  

Aktivitas e-commerce yang dikelola BUMDES dapat 
membentuk pasar digital. Berbagai produk dari para 
petani, peternak dan UMKM dipromosikan, 
diperdagangkan secara luas melalui internet. Pembeli dari 
luar daerah pun menjadi lebih mudah memperoleh barang 
yang dibutuhkan. Harga barang diharapkan lebih terbuka 
dan stabil.  

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sebaiknya 
menggandeng pengembang aplikasi digital. Beragam 
potensi desa disinyalir membutuhkan aplikasi digital yang 
berbeda. Jaminan keamanan data dan transaksi elektronik 
menjadi pertimbangan utama. Sistem digital juga 
diharapkan tidak menggeser peran tenaga kerja 
konvensional. 

Sinergi dengan program pemerintah pusat sangat 
mungkin dilakukan. Kementerian Komunikasi dan 
Informatika telah menggagas Program Desa Broadband 
Terpadu sejak tahun 2015. Program ini berupa penyediaan 
akses internet secara komunal. Selain itu, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian 
Keuangan dan lima lembaga telah meluncurkan 
Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).  

Dengan berbagai tantangan dan permasalhan yang 
menghadang, upaya Desa Digital di Jawa Barat perlu 
dipersiapkan sedini mungkin, baik sarana maupun 
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sumber daya manusianya. Dukungan berbagai pihak, baik 
swasta maupun masyarakat sangat dibutuhkan. Berat 
sama dipikul, ringan sama dijingjing. Semoga program ini 
terlaksana dengan baik dan memberi manfaat besar bagi 
masyarakat Jawa Barat.*** 
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Indonesia Bangga Tanpa Plastik 
Yuni Suci Kurniawati 

Statistisi BPS Kota Bogor 
 
Apresiasi dan penghargaan terus bergulir kepada 

Walikota Bogor Bima Arya atas inovasi yang dilakukan 
dengan menerapkan Perwali No 61/2018 tentang 
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di toko 
modern dan pusat perbelanjaan yang berlaku sejak 1 
Desember 2018 lalu. Penghargaan dari Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya 
dengan kategori Kinerja Pengurangan Sampah telah 
diterima Bima Arya pada Senin (14/1/2019). Kota Bogor 
menjadi kota ke-4 yang melakukan pelarangan 
penggunaan kantong plastik setelah Banjarmasin, 
Balikpapan dan Bandung. Sebagai warga Kota Bogor tentu 
merasa bangga dengan capaian yang telah dilakukan 
Walikota Bogor tersebut.  

Masalah sampah termasuk plastik di dalamnya 
sudah menjadi permasalahan lingkungan hidup sejak 
bertahun-tahun lalu karena hal ini sangat terkait dengan 
pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat. Dua hal tersebut sangat berpengaruh 
terhadap volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 
semakin beragam. Dengan jumlah penduduk Kota Bogor 
sebesar 1.081.009 jiwa dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat khususnya di daerah perkotaan seperti Kota 
Bogor yang saat ini memiliki kebiasaan membeli makanan 
siap saji turut memberikan sumbangan terhadap volume 
sampah Kota Bogor. Volume sampah Kota Bogor saat ini 
mencapai 650 ton per hari, 5 persennya atau 32,5 ton 
merupakan plastik.  

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot Bogor 
dalam mengatasi persoalan sampah tersebut, selain 
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menerbitkan Perwali, Pemkot Bogor juga terus menambah 
jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dan Bank 
Sampah. Saat ini Kota Bogor memiliki Bank Sampah 
sebanyak 223 unit (2017), jauh lebih banyak dibanding 
tahun sebelumnya yang hanya 72 unit. Sementara TPS 3R 
saat ini ada 26 unit, target selanjutnya adalah terwujudnya 
TPS 3R dan Bank Sampah ada di setiap RW.  

Usaha pemerintah dalam pengelolaan sampah jika 
tidak diimbangi dengan perubahan kebiasaaan 
masyarakat yang lebih melek lingkungan tentu tidak akan 
menyelesaikan masalah karena seperti kata pepatah “It 
Takes Two To Tango”, pemerintah dan masyarakat perlu 
bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan terkait 
lingkungan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial 2017 dapat 
dilihat dua perilaku rumah tangga yang berkontribusi 
terhadap persoalan sampah antara lain perilaku membawa 
tas belanja sendiri dan perilaku membakar sampah.  

Dengan diterapkannya Perwali No 61/2018 maka 
masyarakat di Kota Bogor “dipaksa” untuk tidak 
menggunakan plastik ketika berbelanja di toko modern 
dan pusat perbelanjaan. Hal ini menjadi penting karena 
rumah tangga yang selalu membawa tas belanja sendiri 
hanya sebesar 8,7 persen (Susenas, 2017). Laporan Indeks 
Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia 
2018 yang dirilis oleh BPS juga menguatkan hal tersebut 
karena tercatat sebanyak 81,4 persen rumah tangga di 
Indonesia yang tidak peduli dengan sampah plastik 
sehingga jarang sekali membawa tas belanja sendiri ketika 
berbelanja. Selain itu, perilaku masyarakat dalam 
menangani sampah juga masih jauh dari ramah 
lingkungan. Mayoritas rumah tangga di Indonesia (66,8 
persen) masih menangani sampah dengan cara dibakar 
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dan hanya 1,2 persen rumah tangga yang sudah 
melakukan daur ulang sampah/ recycle.  

Program yang dilakukan oleh Pemkot Bogor 
maupun kota-kota lain yang sudah mencanangkan 
program ramah lingkungan diharapkan dapat menjadi 
program nasional sehingga dampak yang dirasakan akan 
meluas ke seantero negeri. Masyarakat juga perlu merubah 
kebiasaan dalam kesehariannya, kebiasaan-kebiasaan kecil 
yang berdampak kepada lingkungan sangat penting untuk 
diviralkan. Berbagai aktivitas untuk mengurangi masalah 
sampah khususnya plastik telah banyak diterapkan di 
Indonesia seperti Gerakan Membawa Bekal, Gerakan 
Tanpa Sedotan, dan yang saat ini santer didengar adalah 
Zero Waste Lifestyle atau program gaya hidup minim 
sampah. Dengan gerakan-gerakan seperti itu diharapkan 
masyarakat dapat merubah kebiasaannya menjadi lebih 
ramah lingkungan sehingga lingkungan dapat terjaga 
dengan baik untuk generasi mendatang. Jika masyarakat 
sudah terbiasa dengan kebiasaan minim sampah plastik 
maka kampanye #BanggaTanpaPlastik tidak hanya 
digaungkan oleh Kota Bogor saja melainkan Indonesia pun 
layak untuk menggaungkan kampanye tersebut. 
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Asa 2019 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Tahun 2018 telah berakhir, 2019 sudah didepan 
mata. Banyak catatan yang menghiasi. Catatan yang 
sempat viral adalah angka kemiskinan menyentuh satu 
digit (9,82%) untuk pertama kalinya. Banyak pihak yang 
menuding bahwa angka tersebut ”pesanan” dari pihak 
penguasa. Namun tidak sedikit yang memberikan 
apresiasi atas kinerja pemerintah. Terlepas dari pro dan 
kontra yang terjadi, kesejahteraan rakyat seyogyanya 
menjadi prioritas pemerintah.  

Selain kemiskinan, banyak faktor yang dapat 
menggambarkan tingkat kesejahteraan. Salah satunya 
ialah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT 
merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap 
jumlah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih). 
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 
angka TPT Indonesia tahun 2018 (5,34%) berkurang 
sebanyak 0,16 persen dibandingkan tahun 2017 (5,50%) 
(BPS, 2018).  

Penurunan angka TPT sejatinya memberikan rasa 
optimis terhadap perkembangan bangsa. Optimisme yang 
dirasakan bukan hanya ”isapan jempol” belaka. Hal ini 
dilandasi oleh jumlah lapangan kerja Indonesia pada 
tahun 2018 telah melampaui target Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni 
meningkat 2,99 juta dibandingkan tahun 2017 atau berhasil 
menciptakan 9,38 juta lapangan kerja dalam rentang 2015-
2018 (Okezone, 8/11/18).  
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Pencapaian target penurunan TPT pada RPJMN 
2015-2019 berpeluang besar dapat terwujud. Mengingat 
target TPT mencapai 4 – 5 persen pada tahun 2019, serta 
penciptaan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 
tahun. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan ke delapan dari 
Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs/TPB), yakni penyerapan tenaga 
kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi 
semua.  

TPT Indonesia masih terbilang cukup tinggi. 
Berdasarkan trading economics, TPT Indonesia tahun 2018 
berada di peringkat ke-2 tertinggi di antara negara-negara 
Asia Tenggara. Peringkat ini hanya lebih baik dari Brunei 
Darussalam (7,10%). Hal yang berbeda terjadi pada negara 
Kamboja yang berhasil menjadi negara di Asia Tenggara 
dengan TPT terendah (0,30%).  

Satu lagi yang tidak bisa dipisahkan dari lingkaran 
kesejahteraan ialah inflasi. Kecenderungan naiknya harga 
barang dan jasa pada umumnya secara terus menerus serta 
berdampak pada turunnya nilai uang membuat inflasi 
cukup lekat pada kesejahteraan. Tahun 2018, BPS mencatat 
inflasi nasional sebesar 3,13 persen atau lebih baik dari 
tahun sebelumnya (3,61%). Ini menandakan semakin 
stabilnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.  

Kita patut berbangga untuk tercapainya inflasi 
yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun 3,13 
persen bukanlah angka terendah dalam satu dekade 
terakhir (2,78% tahun 2009). Sektor transportasi, 
komunikasi, dan jasa keuangan memberikan kontribusi 
yang baik untuk angka inflasi (-3,67%) (BPS). Kondisi ini 
menandakan harga tidak selamanya meningkat.  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
79 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Perlu peran pemerintah dan pihak swasta untuk 
selalu menjaga tingkat inflasi. Menjaga ketersediaan bahan 
kebutuhan pokok sejatinya menjadi tugas wajib 
pemerintah. Pengawasan pasar dirasa sangat penting 
dilakukan guna mencegah monopoli yang dilakukan oleh 
pihak swasta. Disamping itu, masyarakat seharusnya 
dapat menumbuhkan rasa cinta akan produk lokal. 
Kondisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif 
terhadap inflasi yang akan berimbas pada tingkat 
kesejahteraan.  

 

Optimisme Depok Tahun 2019  

Kota Depok memiliki rasa optimis yang sama 
dengan nasional. Jika secara nasional, angka kemiskinan 
sedang viral dengan angka satu digitnya, beda halnya 
dengan Kota Depok yang berhasil masuk ke dalam tiga 
besar kabupaten/kota dengan angka kemiskinan terendah 
(2,14%). Secara absolut, penduduk miskin berkurang 
sebanyak 2,95 ribu (BPS, 2018). Ini menjadi prestasi 
tersendiri bagi Kota Depok, mengingat dalam tiga tahun 
terakhir hanya dapat menduduki peringkat kelima.  

Optimisme juga dirasakan pada masalah 
pengangguran yang semakin berkurang. BPS mencatat 
tingkat pengangguran terbuka Kota Depok tahun 2018 
(6,64%) turun 0,36 persen dibandingkan tahun 2017 
(7,00%). Angka ini termasuk cukup tinggi jika 
dibandingkan TPT secara nasional (5,34%). Namun 
dengan kerja keras yang konsisten dan berkomitmen 
dalam mengurangi angka pengangguran serta melihat 
tren positif yang telah dicapai, bukan suatu yang mustahil 
jika TPT Kota Depok akan lebih baik dibandingkan 
nasional.  
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Peran pemerintah sangat penting dalam 
mengurangi pengangguran. Penyediaan lapangan kerja 
serta pembekalan kompetensi dan keahlian kepada 
masyarakat menjadi hal yang seyogyanya dilakukan oleh 
pemerintah setempat. Kompetensi dan keahlian mumpuni 
akan menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di 
dalam maupun di luar Kota Depok. Penanganan inflasi di 
Kota Depok cukup baik. Ini terbukti dengan menurunnya 
tingkat inflasi pada tahun 2018 (2,86%) dibanding tahun 
sebelumnya (3,93%). Bahkan angka ini jauh lebih baik 
dibanding nasional. Hal ini juga mengembalikan tingkat 
inflasi Kota Depok pada tren positif yang selalu berada 
dibawah nasional dalam 4 tahun terakhir (BPS, 2018).  

Kesejahteraan rakyat sepatutnya menjadi prioritas 
utama dalam agenda kinerja pemerintah. Rakyat 
merupakan aset berharga suatu negara. Rakyat sejahtera, 
maka akan berdampak baik bagi suatu bangsa. Selain 
pemerintah yang berperan dalam menyejahterakan 
rakyatnya, diperlukan juga peran aktif dari semua lapisan 
masyarakat untuk mewujudkannya. 
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Peningkatan Pendapatan Saja Tidak Cukup 

Rr. Vincie Apriany 
Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana 
kenaikan gaji PNS serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 
persen pada 2019. Informasi ini disampaikan oleh Presiden 
dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Kamis, 16 Agustus 
2018. Demikian juga Upah Minimum Kota/Kabupaten di 
Jawa Barat yang ditetapkan, oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat pada Rabu (21/11/2018) dengan besaran UMK 
di 27 Kota Kabupaten Jawa Barat nilainya rata-rata naik, 
termasuk Kota Bogor mengalami kenaikan sebesar 8,71 
persen. 

Peningkatan pendapatan saja tidak cukup untuk 
mensejahterakan masyarakat, meskipun sejatinya dengan 
meningkatnya pendapatan masyarakat dapat 
memperbaiki pendidikan dan kesehatannya. Namun pada 
kenyataanya tidak dapat dipastikan seseorang yang 
pendapatannya meningkat akan berinvestasi pada 
pendidikan dan kesehatannya maupun anggota 
keluarganya. 

Human investment dapat diartikan manusia 
sebagai investasi , atau manusia dianggap sebagai obyek 
sumber daya. Investasi pada manusia tidak dapat dilihat 
secara fisik, tidak seperti membangun infrastruktur, 
namun tidak berarti harus luput dari perhatian. 
Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai 
kehidupan yang memuaskan dan berharga, sedangkan 
kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, keduanya 
merupakan hal yang fundamental untuk membentuk 
kapabilitas manusia yang lebih luas. 
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Pada saat yang sama, pendidikan memainkan 
peran kunci dalam membentuk kemampuan suatu daerah 
berkembang untuk menyerapkan teknologi modern dan 
untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta 
pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. 
Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat bagi 
peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan juga 
bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, 
pendidikan dan kesehatan juga dapat dilihat sebagai 
komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital.  
Peran gandanya sebagai input maupun output 
menyebabkan pendidikan dan kesehatan sangat penting 
dalam pembangunan. 

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bogor di tahun 
2016 untuk anak usia 16 -18 tahun sebesar 77,41 persen, 
artinya dari 100 anak usia 16 sampai 18 tahun hanya 77 
orang yang masih bersekolah, untuk daerah perkotaan dan 
dekat dengan ibukota negara, angka ini cukup 
memprihatinkan meskipun wajib belajar hanya sampai 
tingkat SMP namun seyogyanya anak anak usia sekolah 
dapat menuntut ilmu lebih dari jenjang tersebut untuk 
dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dimasa yang 
akan datang. 

Semakin tinggi jenjang pendidikannya Angka 
Partisipasi Sekolah Murni (APM) juga semakin rendah, 
memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan 
semakin berguguran anak anak yang bersekolah. Dilihat 
dari keberadaan fasilitas Pendidikan dari 68 kelurahan 
yang ada di Kota Bogor sekolah setingkat SMA hanya ada 
di 44 kelurahan saja, masih terdapat 24 kelurahan tidak 
memiliki fasilitas pendidikan setara SMA. Hal ini juga 
dapat menjadi salah satu penyebab turunnya Angka 
Partisipasi Sekolah Murni dijenjang yang lebih tinggi, 
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dengan kemacetan yang sulit dihindari di Kota Bogor jika 
harus bersekolah di kelurahan lain dapat menjadi 
pertimbangan yang memberatkan sebagian masyarakat. 

Tidak hanya pendidikan, investasi pada sumber 
daya manusia juga dapat berupa kesehatan, semakin sehat 
seseorang diharapkan semakin tinggi  produktivitasnya 
dan semakin terbuka kesempatannya untuk 
meningkatkan pendidikan dan pendapatannya. 
Sayangnya pada kehidupan nyata peningkatan 
pendapatan belum tentu di investasikan pada kesehatan, 
terkadang justru gaya hidup berubah menjadi tidak sehat. 

Rata-rata lama sakit penduduk Kota Bogor 5 
sampai 6 hari, dari 100 orang di Kota Bogor 14 – 15 orang 
mengalami keluhan sakit. Selain itu hasil Susenas 
menyebutkan  rata-rata perokok di Kota Bogor menghisap 
72 batang rokok dalam seminggu atau kurang lebih setara 
dengan enam bungkus rokok setiap minggunya, untuk 
meningkatkan kesehatan hal ini tentu bertolak belakang, 
jika gaya hidup dan kebiasaan seperti ini tidak berkurang 
semakin tinggi pendapatannya konsumsi rokok per 
harinya juga akan bertambah. Investasi kesehatan juga 
dapat berupa tindakan menjaga kesehatan dengan 
melakukan olahraga dan mengkonsumsi makanan yang 
sehat, hal ini bisa dilakukan tanpa perlu mengeluarkan 
biaya yang cukup banyak, beberapa olah raga sederhana 
dapat dilakukan, demikian juga makanan yang sehat tidak 
berarti harus mahal. 

Peran pemerintah daerah untuk menyediakan 
fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya juga dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
meningkatkan kesehatan, terdapat 17 kelurahan yang 
sudah dilengkapi fasilitas rumah sakit sedangkan 49 
kelurahan lainnya jika mau mendatangi rumah sakit harus 
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ke kelurahan terdekat, sementara puskesmas dapat 
ditemui di 27 kelurahan dari 68 kelurahan  di Kota Bogor, 
untuk memudahkan masyarakat akan akses fasilitas 
kesehatan perlu penambahan jumlah fasilitas kesehatan 
agar lebih memudahkan masyarakat. 

Jika kita lihat dari rata-rata pengeluaran per kapita 
sebulan untuk masyarakat Kota Bogor, hanya sekitar 20 
persen dari rata rata pengeluaran per kapita sebulan untuk 
sub golongan non makanan yang diperuntukkan 
pembelian aneka barang dan jasa, dimana pendidikan dan 
kesehatan termasuk didalamnya, hal ini memperlihatkan 
prioritas sebagian masyarakat masih belum ber investasi 
pada sumber daya manusia dalam hal ini peningkatan 
pendidikan dan kesehatan. Sementara pengeluaran untuk 
perumahan lebih dari 33 persen, hal ini terjadi karena 
harga tanah yang cukup tinggi di Kota Bogor, sehingga 
rumah tangga lebih banyak mengeluarkan pendapatannya 
untuk investasi fisik, yang dimaksud adalah tanah dan 
bangunan dibandingkan investasi non fisik dalam hal ini 
pendidikan dan kesehatan.  

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak 
semata mata dengan meningkatkan pendapatan saja, 
namun juga perlu pengawalan agar masyarakat 
memanfaatkan pendapatannya juga untuk berinvestasi 
pada sumber daya manusia, agar kedepannya generasi 
yang akan datang dapat mandiri dan memiliki  
kemampuan bersaing  dengan negara lain. Pemerintah 
juga berperan penting dalam hal penyediaan fasilitas 
pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat 
mencakup seluruh wilayah tanpa terkecuali, kemudahan 
akses tidak dapat dipungkiri juga meningkatkan 
kepedulian akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. 
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Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat 
diharapkan mampu berinvestasi lebih banyak untuk 
pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan 
kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan 
yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai. Karena 
adanya hubungan ini, maka kebijakan pembangunan 
harus difokuskan pada upaya untuk meningkatkan 
pendapatan, pendidikan dan kesehatan secara bersama-
sama. 
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Fenomena  IPM   Kabupaten Sukabumi 
Eka Hendra Binekas 

Statistisi BPS Kabupaten Sukabumi 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
diperkenalkan oleh United Nations Development Programme 
(UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara 
berkala dalam laporan tahunan Humans Development 
Report (HDR). IPM bermanfaat  sebagai indikator penting 
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia di suatu wilayah.  

IPM juga dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah atau Negara. IPM 
merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 
kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 
alokator penentuan Dana  Alokasi Umum (DAU). IPM 
terbentuk oleh 3 komponen dasar yaitu Lamanya hidup, 
Pendidikan dan Standar Hidup Layak Manusia. 
Komponen Lamanya Hidup Manusia diukur dengan 
angka Umur Harapan Hidup manusia. Sedangkan 
komponen Pendidikan diukur dengan Angka Harapan 
Lama Sekolah. Untuk komponen Standar Hidup Layak 
Manusia diukur dari  pengeluaran perkapita. Indikator 
Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu 
output yang diperoleh dari data SUSENAS yang 
dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun. 

IPM yang  di publikasikan oleh BPS RI,  tahun 2017  
IPM  Kabupaten Sukabumi mencapai  65,49 persen, 
mengalami peningkatan sebesar 0.55 persen dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 65,13 
persen.  angka ini menempatkan Kabupaten Sukabumi 
dalam  kategori  pembangunan manusia  berada di urutan 
ke 23 dari 27 kabupaten/kota  se Jawa Barat.  IPM 
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Kabupaten Sukabumi masih di bawah angka IPM Jawa 
Barat yang berada di angka 70.69. Berdasarkan data 
tersebut, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan 
nilai IPM kabupaten, agar dapat bersaing dengan 
Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat.  

Angka Umur harapan Hidup di Kabupaten 
Sukabumi pada tahun 2017 mencapai 70.26 tahun  
mengalami peningkatan sebesar 0.17 persen dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 70,14, 
namun masih lebih rendah di bandingkan Umur Harapan 
Hidup Jawa Barat sebesar 72,47 tahun. Peningkatan 
pertumbuhan ini, didukung oleh ketersediaan fasilitas dan 
sarana kesehatan yang menjangkau lingkungan 
masyarakat, selain itu kemudahan akses kesehatan ikut 
mempengaruhi juga peningkatan Umur harapan Hidup di 
suatu wilayah. 

Konstitusi  telah menjamin  hak setiap warga 
Negara untuk mendapatkan Pendidikan yang layak 
sebagai  mana amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 
28 C “ Setiap orang berhak mengembangkan diri  melalui 
pemenuhan kebutuhan  dasarnya, berhak mendapatkan 
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni  dan budaya  demi 
meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan 
umat manusia. Meskipun telah banyak upaya yang 
dilakukan pemerintah daerah,tampaknya perjuangan 
mewujudkan amanah konstitusi di bidang pendidikan 
masih cukup panjang  dan di butuhkan upaya ekstra  
untuk  memastikan setiap warga negara meraih  hak  yang  
sama  di sektor  tersebut. Walaupun anggaran pendidikan 
sudah di alokasikan sebesar 20 persen  dari anggaran  
APBN, akan tetapi  beragam  persoalan  yang 
menghampiri  dunia pendidikan tidak terkecuali  di  
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Kabupaten Sukabumi  seakan  menjadi  pekerjan rumah 
kita bersama. 

Berdasarkan data Badan Pusat  Statistik ( BPS ) 
Kabupaten Sukabumi , pada  tahun  2016  tingkat 
pendidikan penduduk mencapai  50,22 persen tamat SD, 
16,86  persen  tamat  SMP, kemudian  14,16 persen  tamat  
SMA  dan 4,85 persen  tamatan Akademi/Perguruan 
Tinggi. Rata-rata Lama Sekolah  (RLS) kabupaten 
Sukabumi  tahun 2016 tercatat 6,74 tahun. Ini artinya rata-
rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Sukabumi 
baru sampai kelas 7 SMP, hal ini perlu menjadi perhatian 
bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya 
untuk meningkatkannya. Untuk memperbaiki kualitas 
pendidikan tersebut di butuhkan solusi lebih dari berbagai 
elemen, semakin  banyak yang bersinergi  akan semakin 
besar pula dampak bagi masa depan dunia pendidikan 
Indonesia pada umumnya  dan Kabupaten Sukabumi 
pada Khususnya. 

Komponen terakhir dari penghitungan IPM adalah 
pengeluaran perkapita  yang di tentukan dari nilai 
pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.  Data yang 
di kumpulkan secara rutin setiap tahun dari  data Survei 
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Ada  dua  jenis 
kegiatan SUSENAS  yaitu  semesteran  dan tahunan yang 
bertujuan untuk mengetahui Indikator  Pendidikan, 
Kesehatan, Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga. 
Hasil dari Susenas tahun 2017, nilai pengeluaran perkapita 
Kabupaten Sukabumi tahun 2017 adalah 8,263 juta rupiah 
artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten 
Sukabumi selama setahun sebesar 8,263 juta rupiah, dalam 
sebulan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten 
Sukabumi  688,58 ribu rupiah. Nilai ini mengalami 
kenaikan dibandingkan dengan nilai di tahun 2016 sebesar 
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8,077 juta rupiah, hal ini menunjukkan daya beli 
masyarakat Kabupaten Sukabumi mengalami 
peningkatan.  Pada awal tahun ini Badan Pusat Statistik 
akan melakukan kegiatan Susenas di bulan Maret  2019 
dengan sampel rumah tangga sebanyak 1000 responden 
rumah tangga . 

Berdasarkan ketiga komponen IPM tersebut, masih 
perlu dilakukan berbagai  inovasi dalam pembangunan di  
bidang  pendidikan , kesehatan dan ekonomi masyarakat  
di Kabupaten Sukabumi. Misalnya  selain Pendidikan 
formal diperlukan juga kegiatan diluar pendidikan 
formalnya  seperti kursus dan lain-lain yang akan 
menunjang keterampilan masyarakat , kemudian di sek tor 
kesehatan harus ada pemenuhan gizi yang baik di setiap 
keluarga, akses fasilitas kesehatan yang lebih mudah dan 
terjangkau oleh masyarakat,kemudian untuk bidang  
ekonomi   perlu ada kursus kewirausahaan untuk 
menciptakan lapangan usaha yang baru.  
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Edukasi Dan Penyelamatan Anak Dari 
Stunting  
A. Saebani  

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur  

           

Masalah anak mengalami stunting perlu menjadi 
perhatian serius pemerintah untuk segera diatasi. Data 
hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) 
menunjukkan angka kejadian anak mengalami stunting di 
Indonesia mencapai 30,8 persen, masih jauh dari angka 
ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen.  
Tingginya angka prevalensi anak mengalami stunting 
menjadi tantangan pemerintah dalam membangun 
sumber daya manusia (SDM) berdaya saing bahkan akan 
menjadi kerugian baik sosial mapun ekonomi. 

Berbagai program pemerintah untuk menurunkan 
prevalensi terhadap masalah stunting mengalami 
kemajuan, walaupun perlu usaha dan kerja keras, cerdas 
serta tuntas dalam memperbaiki gizi penduduk Indonesia. 
Permasalahan stunting bermuara dari tidak cukupnya 
asupan gizi yang baik pada anak sebelum berusia dua 
tahun. Terkait profil stunting di Indonesia, berdasarkan 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) sebanyak 37,2%, 
atau sekitar 4 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. 
Pada 2018, prevalensi stunting turun menjadi 30,8% 
(Riskesdas 2018). 

Patut diapresiasi, komitmen Presiden Joko Widodo 
menginginkan pengembangan dan pembangunan Sumber 
Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas dalam RAPBN 
tahun Anggaran 2019. “Kembali lagi saya ingin 
menegaskan bahwa prioritas pengembangan sumber daya 
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manusia menjadi tekanan dan perhatian dari setiap 
kementerian yang ada” kata Presiden Jokowi dalam 
pembukaan sidang Kabinet Paripurna dengan topik Nota 
Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2019 di Istana 
Negara (ANTARA News, 7/8/2018). 

Anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi 
unggul ditengah persaingan dengan bangsa lain. Prioritas 
pembangunan di tahun 2019 perlu ditingkatkan dalam 
perbaikkan gizi, khususnya penurunan prevalensi anak 
yang mengalami stunting. Fenomena stunting merupakan 
masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan 
tinggi badan lebih pendek dibandingkan dengan anak 
seusianya. Stunting juga identik dengan perawakan 
pendek karena kekurangan gizi jangka panjang atau 
malnutrisi kronik. Hal ini juga bisa terjadi karena asupan 
nutrisi yang tidak optimal, atau bahkan kejadian stunting 
akibat dari terjangkitnya penyakit. 

Prevalensi anak menderita stunting cukup tinggi 
akan menjadi beban negara, hal ini karena bukan 
persoalan anak dengan perawakan pendek, tetapi 
ganguan kognitif sehingga menurunkan IQ, dan terjadi 
penurunan kekebalan tubuh. Menurut studi Bappenas, 
stunting dalam jangka panjang menimbulkan kerugian 
sebesar 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 
tahun. Dengan PDB pada 2017 sebesar Rp. 13.000 triliun, 
kerugian akibat stunting mencapai sekitar Rp. 260-390 
triliun. Jumlah kerugian tersebut mencakup biaya 
mengatasi dan perbaikkan gizi, serta potensi kehilangan 
pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak tumbuh 
dengan kondisi stunting. 

 

 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
93 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Akselerasi SDGS  

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari tahun 2016 
dan akan berakhir pada 2030. SDGs sendiri merupakan 
penyempurnaan dari program Millennium Development 
Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015. Konsep SDGs ini 
diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang 
mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-
2015. 

Masalah stunting merupakan salah satu target 
Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada 
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2, yaitu 
menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi 
pada 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang 
ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 
40% pada 2025. 

Untuk mengakselerasi dari tujuan SDGs tersebut, 
upaya mencegah dan mengurangi stunting di Indonesia 
perlu dilakukan lintas sektoral dan terintegrasi. Mengingat 
masalah stunting tidak hanya faktor kesehatan juga non 
kesehatan. Stunting juga dipengaruhi oleh dua hal yaitu 
faktor keturunan dan keadaan lingkungan. Faktor yang 
mempunyai pengaruh besar terjadinya stunting adalah 
faktor lingkungan sebesar 90%, sedangkan faktor genetik 
sekitar 10% (Prof. Haman Hadi, 2013).  

 

Pembangunan Sanitasi 

Program aksi nyata perbaikkan pola makan dengan 
asupan gizi cukup, pola asuh (pemberian ASI eksklusif) 
juga perbaikan infrastruktur sanitasi. Untuk sanitasi, 
menurut data BPS di 2018 baru 73,68% rumah tangga di 
Indonesia memiliki akses terhadap sumber air minum 
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layak. Terdapat 19 provinsi masih di bawah persentase 
nasional, seperti halnya Bengkulu (49,37%), Lampung 
(56,78%) yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk 
memperbaiki sanitasi air bersih dan layak minum.  

 

Bantuan Keuangan  

Intervensi bantuan keuangan tunai dan nontunai 
seperti Program Keluarga Harapan (PKH) perlu 
ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya. Khusus 
keluarga yang mempunyai ibu hamil, terdapat balita, ibu 
menyusui pada keluarga miskin dan rentan miskin. 
Menurut Kantor Staf Presiden (KSP), stunting terjadi pada 
balita di keluarga kategori 20% masyarakat termiskin 
(48,4%). Kebijakan pemberian PKH sangat bermanfaat 
dalam mendorong keluarga membeli makanan bergizi. 

Komitmen pemerintah mengatasi stunting untuk 
keluarga miskin, dengan menaikkan anggaran PKH tahun 
2019 sebesar 32,65 triliun atau naik hampir 100% 
dibandingkan 2018. Namun, perlu menjadi perhatian 
pemerintah, jumlah penerima program PKH dilakukan 
secara berkelanjutan (sustainable), bukan menjelang 
Pemilu/Pilpres saja.  Program PKH dapat membantu 
keluarga untuk membeli makanan bergizi dalam upaya 
mencegah stunting juga dapat mengurangi penduduk dari 
kemiskinan. 

Dana Desa (DD) juga selain untuk membangun 
infrastruktur, perlu adanya peningkatan pemberdayaan 
ekonomi kalangan perempuan. Kaum perempuan yang 
umumnya mengurus rumah tangga perlu dibekali 
keterampilan supaya produktif sesuai potensi daerah. 
Akhirnya, pendapatan ibu-ibu akan bertambah, 
pengeluaran terhadap makanan bergizi pun meningkat 
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pula. Ataupun, intervensi dana desa untuk keluarga yang 
benar-benar tidak berproduktif, bantuan khusus keuangan 
bagi keluarga yang mempunyai balita dan ibu hamil dari 
kalangan keluarga miskin atau rentan miskin. 

 

Intervensi Kesehatan 

Perhatian orang tua terhadap perkembangan anak, 
khususnya stunting perlu ditingkatkan. Hal ini karena 
stunting manisfestasi dari kegagalan pertumbuhan yang 
dimulai dari sejak dalam kandungan hingga anak berusia 
dua tahun. Salah satu upaya adalah mempersiapkan 
seorang ibu, memberikan pelayanan kepada ibu hamil 
secara maksimal dan optimal, dan persalinan dilakukan di 
pelayanan fasilitas kesehatan. Perhatian yang perlu 
ditingkatkan pada 1.000 hari pertama kehidupan, 
kebutuhan asupan gizi yang baik sangat dibutuhkan 
untuk perkembangan otak maupun pertumbuhan anak. 

Hasil penelitian menunjukkan pemberian ASI 
eksklusif sangat berkaitan dengan kejadian stunting pada 
anak. Hal ini disebabkan karena pada saat ASI tidak 
diberikan, maka anak tidak mendapatkan kekebalan yang 
terkandung dalam ASI. Sedangkan pemberian makanan 
pendamping ASI (MPASI) dini sebelum anak usia 6 bulan 
yang diberikan tidak bersih atau anak belum siap 
mengkonsumsi makanan maka akan kecenderungan cepat 
terinfeksi penyakit. Imunisasi juga dapat menstimulasi 
sistem imun untuk membentuk antibodi yang dapat 
melawan agen infeksi, Status anak sudah mendapatkan 
imunisasi mempunyai hubungan dengan kejadian 
stunting yang rendah. 

Upaya mengurangi stunting perlu keterlibatan 
berbagai kalangan, baik pemerintah, LSM, maupun 
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masyarakat akan arti bahaya stunting bagi anak penerus 
bangsa. Akselerasi target stunting RPJMN 2019 sebesar 
28% dan tujuan SDGs, salah satunya untuk mengurangi 
stunting sampai 40% di 2025 perlu dukungan kita semua. 
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Kemiskinan dan Kebahagiaan Anak 
Isti Larasati Widiastuty 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Berbagai  persoalan masih dihadapi anak-anak 
Indonesia.  Stunting, gizi buruk, kekerasan, bahkan 
kemiskinan anak.  

Anak adalah kelompok paling  rentan terimbas 
kemiskinan. Laporan Analisis Kemiskinan dan Deprivasi 
Hak-hak Anak di Indonesia (BPS dan UNICEF, 2017) 
menunjukkan tingkat kemiskinan anak lebih tinggi 
dibandingkan kelompok umur lainnya. Tercatat sebanyak 
13, 31 persen anak di tahun 2016 berada di bawah garis 
kemiskinan. 

Persentase yang cukup besar. Walaupun berbagai 
penelitian menunjukkan tingkat kemiskinan anak 
menunjukkan tren menurun. Hal ini kiranya sejalan 
dengan tren penurunan jumlah dan persentase penduduk 
miskin di Indonesia. 

Masih hangat diperbincangkan hal turunnya 
kemiskinan Indonesia hingga level satu digit. Banyak 
argumentasi bermunculan. Indonesia telah berhasil 
mengurangi jumlah penduduk miskin di September 2018 
menjadi 25,67 juta orang. Tingkat kemiskinan mencapai 
9,66 persen setelah pada periode September 2017 berada di 
level 10,12 persen. 

Terlepas dari segala perdebatan terkait metode 
pengukuran penduduk miskin, pengentasan kemiskinan 
dalam segala bentuk dan dimensi masih perlu 
diupayakan. Mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi 
semua orang dimanapun mereka berada, merupakan 
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tantangan global terbesar saat ini. Tertuang dalam tujuan 
pertama SDGs. 

Dalam mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals 2030, 
diperlukan modal manusia yang sehat, cerdas, produktif 
dan berdaya saing sehingga dapat menikmati 
kesejahteraan (well-being) di setiap tahap kehidupannya. 
Berbagai penelitian menunjukkan  kunci utamanya adalah 
kesempatan kerja dan pembangunan manusia berkualitas. 

Menyiapkan kedua hal dalam kurun kurang dari 20 
tahun. Tinggal 18 tahun waktu mencapai target SDGs. 
Siapkah Indonesia kurang dari 20 tahun keluar dari 
kemiskinan? Mampukah anak-anak keluar dari rantai 
kemiskinan? BPS memproyeksikan penduduk Indonesia 
di tahun 2035 mencapai 305,65 juta orang. Sebanyak 26 
persennya (79,60 juta orang) adalah anak-anak (usia 0-17 
tahun). Peluang dan tantangan besar bagi Indonesia. 

 

Kemiskinan Anak 

Pengukuran kemiskinan biasanya menggunakan 
pendekatan moneter, yaitu kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar. Namun menurut UNICEF (2005) dalam 
melihat kemiskinan anak  tidak cukup hanya melihat sisi 
moneter saja. Setidaknya ada tujuh aspek yang 
mempengaruhi khususnya di negara berkembang, yaitu 
makanan yang cukup, air minum bersih, fasilitas sanitasi 
yang layak, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan 
informasi.  

Tingkat kemiskinan anak secara moneter adalah 
persentase  anak usia 0 – 17 tahun yang tinggal di rumah 
tangga miskin. Rumah tangga miskin sendiri adalah  
rumah tangga yang rata-rata pengeluaran perkapita  per 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
99 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

bulan berada di bawah garis kemiskinan. Setiap anak yang 
tinggal di rumah tangga miskin, biasanya rentan 
mengalami tekanan multidimensi yang dapat 
mempengaruhi masa depannya. 

Hasil pengukuran kemiskinan anak (BPS-UNICEF, 
2017) menunjukkan demografi dan karakteristik rumah 
tangga sangat berpengaruh terhadap kemiskinan anak di 
Indonesia. Anak yang tinggal pada rumah tangga dengan 
jumlah anggota rumah tangga (ART) 5 orang atau lebih, 
berisiko lebih tinggi untuk menjadi miskin 
dibandingkakan sebaliknya.  

Data  pun menunjukkan satu dari empat anak yang 
tinggal pada rumah tangga dengan jumlah ART lebih dari 
7 orang, hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisinya 
akan semakin buruk, jika dalam rumah tangga “besar” ini, 
hanya sedikit orang dewasa yang memiliki pekerjaan. 

Hal lain yang erat kaitannya dengan kemiskinan 
anak adalah pendidikan. Anak pada kelompok usia 7-17 
tahun yang tidak bersekolah tercatat sebesar 23,09 persen 
diantaranya berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok 
ini berisiko untuk menjadi miskin hampir 2 kali lipat 
dibanding anak usia 7-17 tahun yang bersekolah.  

Pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT) juga 
berpengaruh terhadap kemiskinan anak. Sebagian besar 
anak miskin berasal dari KRT dengan tingkat pendidikan 
yang rendah. Lebih dari 70 persen anak miskin tinggal 
bersama  KRT dengan tingkat pendidikan tamat SD ke 
bawah. 

Melihat kondisi ini, menjadi kemestian 
meningkatkan akses pendidikan bagi anak agar keluar 
dari rantai kemiskinan. Sebagaimana disampaikan 
Ritonga (Kompas, 2018) pentingnya untuk menurunkan 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
100 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

kemiskinan kapabilitas, yaitu pendidikan dan kesehatan. 
Tidak hanya upaya menurunkan angka kemiskinan 
pendapatan, dari dua digit menjadi satu digit. Lebih urgen 
adalah, bagaimana kapabilitas masyarakat dalam hal 
kesehatan dan pendidikan meningkat. Pun demikian pada 
anak-anak. 

Mempersiapkan anak yang tangguh, produktif dan 
berdaya saing di masa mendatang harus disiapkan dari 
sekarang. Waktu 18 tahun tidak lama.  

 

Upaya 

Berbagai program telah banyak dilakukan. Tidak 
hanya pemerintah. Swasta dan masyarakat (komunitas) 
pun turut serta. Membuka akses pendidikan dan 
kesehatan seluas-luasnya bagi anak. Jika tahun lalu 
pembangunan infrastruktur menjadi primadona, kiranya 
sekarang lebih fokus bagaimana membangun SDM.  

SDM yang tangguh, produktif dan berdaya saing 
terwujud jika hidup sehat dan berpendidikan. Saatnya 
giatkan penurunan miskin kapabilitas. Mengurangi 
kemiskinan anak, tingkatkan kesehatan dan 
pendidikannya. 

Perlu upaya keras. Berbagai lini harus bergerak. 
Sistem perlu terus dipantau. Jangan sampai terulang 
kembali, penyalahgunaan SKTM seperti beberapa tahun 
ini. Penggunaan SKTM sejatinya adalah untuk orang yang 
tidak mampu alias miskin. Semua perlu mengawasi. 
Akankah terulang setiap tahun? Pembukaan kuota 20 
persen bagi si miskin, sebagai bentuk afirmasi agar anak 
miskin punya akses pendidikan.  
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Menurunkan kemiskinan anak, meningkatkan 
pembangunan anak. Satu hal yang penting, dalam 
mengukur berbagai indikator keberhasilan pembangunan 
anak, perlu dinilai berdasarkan persepsi anak. Bagaimana 
anak menilai dirinya. Bagaimana anak menilai kondisi 
pendidikannya. Bagaimana anak menilai kondisi 
ekonominya. Bagaimana anak menilai kebahagiaannya. 
Program pengentasan kemiskinan anak, dalam upaya 
mencapai kebahagiaan anak, perlu dilihat berdasarkan 
kacamata dan persepsi anak-anak.***  
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Membangun Jawa Barat Bebas Korupsi 
Singgah Satrio Prayogo 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 
 

 Korupsi merupakan kata yang tidak asing di telinga 
setiap lapisan masyarakat  Indonesia. Sepertinya sudah 
melekat kedalam system.Menjadi bagian dari kegiatan 
sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak 
melanggar apa pun. Tindakan korupsi seolah-olah 
bukanlah lagi sebuah tindakan yang diharamkan oleh 
agama manapun, sebab kecenderungan korupsi telah 
merasuki hati sebagian bangsa ini. 

Korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud 
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat 
merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang 
berkepanjangan di Indonesia. Bahkan negara Indonesia 
memiliki rating yang tinggi di antara negara-negara lain 
dalam hal tindakan korupsi. 

Fenomena korupsi juga telah menghilangkan nilai-
nilai kerja keras, kebersamaan, tenggang rasa, dan rasa 
senasib sepenanggungan di antara sesama warga bangsa 
Indonesia. Korupsi menciptakan manusia Indonesia yang 
apatis terhadap nasib dan  penderitaan sesama khususnya 
rakyat kecil. 

Benarkah sinyalemen bahwa korupsi itu telah 
menjadi budaya di Negara Indonesia? Mungkin sebagian 
orang menjawab “iya”. Jika korupsi telah menjadi suatu 
budaya maka alat untuk menyerangnya berupa tatanan 
hukum yang keras menjadi kurang berarti. Hukum 
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akhirnya hanya memiliki kekuatan di atas kertas yang 
tidak memiliki daya apapun untuk mencegah dan 
menghukum perbuatan korupsi. Hal ini karena sepertinya 
bagi sebagian warga Indonesia terlanjur merasa enak 
dengan korupsi. 

Hukum tidak mencerminkan niat dan kehendak 
bangsa ini, namun korupsi telah mendarah 
daging.Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang 
bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari 
internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal 
dari situasi lingkungan yang kondusif mendukung 
seseorang untuk melakukan korupsi. 

Berdasarkan data BPS melalui Berita Resmi 
Statistik tanggal 17 September 2018, Indeks Perilaku Anti 
Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 sebesar 3,66. Angka 
tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 
sebesar 3,71. Artinya apabila Indeks Perilaku Anti Korupsi 
(IPAK) ini mendekati angka 5 menunjukkan masyarakat 
berperilaku anti korupsi,  sebaliknya apabila IPAK 
tersebut mendekati angka 0 menunjukkan bahwa 
masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap 
korupsi. 

IPAK sendiri disusun berdasarkan dua dimensi, 
yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Dimensi persepsi 
berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku 
anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, dimensi 
pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi 
di masyarakat. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam 
memberantas korupsi diantaranya membentuk lembaga 
anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Pada awal mula pembentukan KPK, Tim Persiapan 
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Pembentukan KPK padai awal tahun 2000-an mempelajari 
apa syarat berhasilnya upaya pemberantasan korupsi. 

Saat itu (sampai sekarang) dunia meyakini bahwa 
upaya korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan upaya 
represif saja, namun harus melalui pendekatan tiga arah : 
(1) penyelidikan dan penanganan tindak kejahatan 
korupsi; (2) perbaikan sistem untuk mencegah korupsi di 
masa depan; serta(3) program pendidikan publik dan 
pemberdayaan masyarakat.Undang-Undang 30/2002 
tentang KPK merumuskan bahwa pemberantasan tindak 
pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk 
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi 
melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

Kepala Daerah Dalam Jerat Korupsi 

Selama tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mencatat telah menjerat 29 kepala daerah dalam 
sejumlah kasus dugaan korupsi, dari jumlah itu sebanyak 
5 Kepala Daerah berasal dari Jawa Barat. 

Dengan data tersebut, provinsi Jawa Barat 
menempati peringkat ke-2 Provinsi terkorup se-Indonesia 
setelah provinsi Jawa Timur yang mencapai 8 Kepala 
Daerah. Di masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Jawa 
Barat yang baru hal tersebut sangat mengecewakan, 
apalagi penangkapan terakhir Kepala Daerah tersangka 
kasus korupsi terjadi dipenghujung tahun 2018. 

Salah satu misi pemerintahan Gubernur Ridwan 
Kamil adalah menerapkan tata kelola pemerintahan yang 
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baik.Gubernur menyatakan akan menggagas sebuah 
sistem birokrasi yang serba digital untuk mempersempit 
ruang gerak praktik korupsi bagi Aparatur Sipil Negara. 
Penerapan ragam aplikasi itu pernah di lakukannya 
semasa menjadi Walikota Bandung. 

Jika kita cermati, berbagai survei yang berupaya 
mengukur tingkat korupsi, perlu dimanfaatkan untuk 
menggambarkan tingkat efektivitas tata kelola. Dengan 
kata lain jika tingkat efektivitas tata kelola tinggi maka 
tingkat korupsi relatif rendah. 

Dari sisi strategi pemberantasan korupsi, secara 
logis dapat dikatakan bahwa tata kelola yang baik dapat 
mencegah terjadinya korupsi. Tata Kelola 
menggambarkan upaya perbaikan sistem yang 
merupakan salah satu langkah wajib dalam 
pemberantasan korupsi di semua sektor, publik maupun 
swasta. 

Sebagai upaya pencegahan, tata kelola 
pemerintahan harus tumbuh dinamis dan luwes 
mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini seirama dengan 
pemahaman bahwa upaya pemberantasan korupsi harus 
dimaknai sebagai tantangan jangka panjang.Harus 
disikapi dengan cerdas, penuh semangat dan 
berkelanjutan. Tata Kelola sebagai langkah mencegah, 
menghambat dan mempersulit seseorang melakukan 
tindakan korupsi memerlukan kreativitas. Kita gembira 
menyaksikan telah banyak jajaran pemerintah daerah 
yang melakukan berbagai inovasi dalam upaya perbaikan 
sistem di sektor publik terutama terkait pelayanan publik, 
perijinan, dan pengurusan kepentingan umum lainnya. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 
memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat 
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kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya 
penegakan hukum yang harus bersikap imparsial (tidak 
memihak), jujur dan adil. 

Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh 
hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat 
buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, 
mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan 
serta ketrampilan aparat penegak hukum harus 
ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka 
tidak mau atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk 
memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai 
perkara korupsi, tentunya akan menjadi malapetaka bagi 
bangsa ini. 

Salah satu pencegahan korupsi yang perlu 
diperhatikan pemerintah sejak dini yaitudengan 
memasukkan pendidikan anti korupsi di 
sekolah/perguruan tinggi. Melalui pendidikan karakter 
antikorupsi inilah yang pertama, para siswa sejak usia dini 
sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi 
sekaligus konsekuensi yang akan diterima oleh para 
pelaku. 

Hal kedua, juga memberikan proses pembelajaran 
tentang kepakaan terhadap praktek-praktek korupsi yang 
ada disekitar kita. Ketiga, mendidik para siswa dari usia 
dini tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-
ajaran sosial keagamaan. Keempat, menciptakan generasi 
penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan, dan 
Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam 
menciptakan clean and good-goverment demi masa depan 
yang lebih baik dan beradab. 
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Wajah Gizi Indonesia 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Sudah 59 kali Hari Gizi Nasional (HGN) 
diperingati. Namun peringatan lebih dari setengah abad 
ini belum mampu melepaskan Indonesia dari belenggu 
gizi buruk. Peringatan HGN seharusnya bukan hanya 
sekedar ceremony atau rutinitas tahunan. Lebih dari itu, 
peringatan HGN seharusnya menjadi momentum 
perbaikan gizi pada masyarakat, terutama balita yang 
sangat rentan dalam masalah gizi.  

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) menaruh perhatian khusus terhadap masalah 
gizi. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi bukti 
keseriusan tersebut. Sejauh ini, Kemenkes telah melakukan 
Riskesdas sebanyak 4 kali (2007, 2010, 2013, dan 2018).  

Hasil Riskesdas 2018 memberikan harapan bagi 
perkembangan kesehatan di Indonesia. Hampir semua 
indikator yang diuji mengalami perbaikan yang cukup 
memuaskan. Salah satunya adalah penurunan proporsi 
status gizi buruk dan gizi kurang pada balita. Proporsi 
status gizi buruk pada balita tahun 2013 (5,7%) turun 
sebesar 1,8% pada 2018 (3,9%). Begitu pula dengan status 
gizi kurang pada balita tahun 2013 (13,9%) turun sebesar 
0,1% pada 2018 (13,8%) (Kemenkes, 2018).  

Penurunan status gizi buruk dan gizi kurang pada 
balita mendekati target Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 
menargetkan prevalensi status kekurangan gizi 
(underweight) pada anak balita sebesar 17 persen pada 
2019. Status kekurangan gizi ini merupakan penjumlahan 
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dari proporsi status gizi buruk dan gizi kurang. Dengan 
kata lain, status kekurangan gizi pada balita tahun 2018 
sebesar 17,7 persen.  

Status gizi buruk tersebar lebih dari 10 persen 
wilayah desa/kelurahan di Indonesia. Berdasarkan hasil 
pendataan Potensi Desa (PODES) 2018, terdapat 11.556 
desa/kelurahan (14,06%) masih mengalami status gizi 
buruk (BPS, 2018). Angka ini jauh lebih baik dibandingkan 
hasil pendataan PODES 2014 (16.285 desa/kelurahan). 
Walaupun demikian, hal ini seharusnya menjadi perhatian 
serius bagi 11 ribu lebih kepala desa/kelurahan di 
Indonesia.  

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi 
dengan status gizi buruk dan gizi kurang tertinggi di 
Indonesia. Proporsi status gizi buruk dan gizi kurang di 
provinsi ini sebesar 29,5 persen pada 2018 atau turun 
sebesar 3,5 persen dibandingkan 5 tahun lalu (33%) 
(Kemenkes, 2018). Angka tersebut tersebar di lebih dari 
seribu desa/kelurahan di Provinsi NTT (BPS, 2018).  

Berbeda 180 derajat dengan NTT, Provinsi 
Kepulauan Riau (Kepri) memiliki proporsi status gizi 
buruk dan gizi kurang terendah (13%) di Indonesia pada 
2018. Angka tersebut telah mengalami penurunan sebesar 
2,6 persen sejak 2013 (15,6%) (Kemenkes, 2018). Status gizi 
buruk tersebut tersebar di 49 desa/kelurahan (BPS, 2018).  

Kedua provinsi tersebut menunjukkan proses 
penurunan proporsi status gizi buruk dan gizi kurang 
yang cukup baik. Hal ini pula yang terjadi di hampir 
semua provinsi di Indonesia. Hanya Nusa Tenggara Barat, 
DKI Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung yang 
mengalami peningkatan. Masih perlu kerja keras dari 
semua pihak guna mewujudkan cita-cita tujuan kedua 
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Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs/TPB) untuk mengakhiri segala 
macam bentuk malnutrisi pada 2030.  

Cita-cita SDGs terasa berat untuk diwujudkan. 
Penurunan proporsi gizi buruk dan gizi kurang hanya 
sebesar 1,9 persen dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu 19,6 
persen pada 2013 turun menjadi 17,7 persen pada 2018 
(Kemenkes, 2018). Walaupun sulit untuk dilakukan, 
sepatutnya fakta ini menjadi spirit untuk memperbaiki 
status gizi di bumi pertiwi. Perlu peran serta dari semua 
elemen masyarakat, terutama orang tua dan masyarakat di 
sekitar balita.  

Orang tua sudah sepatutnya dapat memenuhi 
asupan gizi untuk balita. Asupan yang bukan sekedar 
”mahal”, namun sesuai dengan Pedoman Gizi Seimbang 
(PGS). Empat prinsip dari PGS adalah konsumsi 
anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, 
dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka 
mempertahankan berat badan normal.  

Sementera itu, masyarakat di sekitar balita juga 
memiliki andil besar dalam peningkatan gizi. Peran serta 
masyarakat dapat diwujudkan, dari mengingatkan orang 
tua untuk selalu memberikan gizi seimbang pada balita 
hingga secara langsung menyediakan makanan (asupan) 
sesuai dengan amanat Pedoman Gizi Seimbang bagi 
keluarga yang tidak mampu. Kepedulian masyarakat 
setidaknya akan berdampak kepada perkembangan status 
gizi pada anak balita.  

Pemerintah sudah sepatutnya hadir dan 
mendukung peran serta orang tua dan masyarakat. 
Kucuran dana desa kurang lebih 1 milyar per desa serta 
ditambah lagi adanya alokasi dana tambahan untuk setiap 
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kelurahan sebesar 350-380 juta yang bersumber dari APBN 
pada 2019, memberikan peluang untuk menyelesaikan 
masalah ini.  

Pemerintah sebaiknya membentuk satuan tugas 
(satgas) tanggap gizi di setiap desa/kelurahan, terutama 
desa/kelurahan yang terdeteksi status gizi buruk. Tugas 
satgas tersebut dapat membantu pemerintah dalam 
mewujudkan cita-cita SDGs.  

Peringatan Hari Gizi Nasional sejatinya sebagai 
pengingat betapa pentingnya gizi untuk tubuh. 
Momentum ini seharusnya menjadi spirit untuk 
memperbaiki gizi, terutama pada balita. Perlu peran serta 
dari semua pihak untuk mewujudkannya. Dengan 
pemberian gizi yang baik (seimbang) akan berdampak 
pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai 
dengan slogan peringatan Hari Gizi Nasional ke-59 tahun 
2019 ”Gizi Seimbang, Prestasi Gemilang”. 
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Setelah Angka Kemiskinan Turun (Lagi) 
A. Saebani 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 
  

       RILIS terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai 
penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 
sebesar 9,66 persen (25,67 juta orang), berkurang sebesar 
0,16 persen poin (0,28 juta orang) dibandingkan posisi 
Maret 2018 sebesar 9,82 persen (25,95 juta orang). Dalam 
satu tahun penduduk miskin turun mencapai 0,46 
persen poin (0,91 juta orang) terhadap September 2017 
yang masih 10,12 persen (26,58 juta orang). 

Lantas, adanya konsistensi penurunan 
penduduk miskin juga diikuti dengan peningkatan 
kualitas hidup, seperti halnya perbaikkan gizi, 
kesehatan maupun pendidikan dilihat dari pengeluaran 
terhadap garis kemiskinan? 

 

Faktor Penurunan Kemiskinan 

Terjaganya stabilitas ekonomi diduga sebagai 
faktor terjadinya penurunan tingkat kemiskinan pada 
September 2018. Disamping bahan bakar minyak 
bersubsidi (Premium) tidak dinaikkan pada periode 
tersebut, juga faktor lainnya seperti laju ekonomi yang 
cukup tinggi (tumbuh di atas 5 persen) dan selama 
periode Maret-September 2018 kondisi inflasi umum 
cukup rendah yakni sebesar 0,94 persen.  

Juga adanya penurunan harga eceran secara 
nasional, seperti beras turun 3,28 persen, daging sapi 
turun 0,74 persen, minyak goreng turun 0,92 persen, dan 
gula pasir turun sebesar 1,48 persen. Disamping itu 
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naiknya rata-rata upah buruh tani pada September 2018 
sebesar 2,07 persen dibanding Maret 2018, nilai tukar 
petani (NTP) pada September juga mengalami 
kenaikkan sebesar 1,21 persen dibandingkan Maret 2018 
dari 101,94 menjadi 103,17. 

 

Beras dan Rokok Tarhadap Garis Kemiskinan 

Harapan mengentaskan kemiskinan pada angka 
titik terendah mendekati harapan dengan melihat 
konsistensi angka dari tahun ke tahun. Namun 
demikian, penurunan jumlah maupun persentase 
tingkat kemiskinan perlu diimbangi dengan 
peningkatan kualitas hidup penduduk miskin. 
Nyatanya, kualitas hidup penduduk miskin masih perlu 
diperbaiki dalam membangun SDM berdaya saing 
untuk sejajar dengan penduduk yang sudah keluar dari 
garis kemiskinan.  

Kondisi tersebut tercermin dari besarnya 
sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan 
mencapai 73,54 persen berbanding terbalik dari non 
makanan yang hanya 26,46 persen. Disamping beras 
penyumbang utama terhadap garis kemiskinan (19,54 
persen di perkotaan dan 25,51 persen di perdesaan). 
Konsumsi rokok kretek filter memberikan sumbangan 
terbesar kedua baik di perkotaan maupun di perdesaan. 
Ironi, tingginya penduduk miskin mengkonsumsi rokok 
kretek filter mengalahkan konsumsi telor ayam ras, 
daging ayam ras, pengeluaran pendidikan maupun 
perumahan.  

Hasil Susenas September 2018, memperlihatkan 
konsumsi rokok kretek filter memberikan sumbangan 
terhadap garis kemiskinan sebesar 10,39 persen di 
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perkotaan dan 10,06 persen di perdesaan. Kondisi jauh 
berbeda dengan konsumsi makanan berprotein, telur 
ayam ras berkontribusi sebesar 3,89 persen di perkotaan 
dan 3,36 persen di perdesaan, daging ayam ras (3,80 
persen di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan). 
Sedangkan kontribusi terhadap garis kemiskinan dari 
non makanan seperti pengeluaran untuk perumahan 
sebesar (8,42 persen di perkotaan dan 7,26 persen di 
perdesaan), sedangkan pendidikan sebesar (1,93 persen 
di perkotaan dan 1,19 persen di perdesaan). 

Menurut WHO, Indonesia merupakan negara ke-
3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah 
China dan India. Hasil Riskesdas 2018, meyebutkan 
konsumsi rokok pada penduduk 15 tahun ke atas 
mengalami peningkatan dari 32,8 persen di tahun 2016 
menjadi 33,8 persen di tahun 2018. Peningkatan 
konsumsi rokok pada keluarga miskin juga selain 
memperlambat program pengentasan kemiskinan juga 
menjadi beban negara untuk mengobati penyakit akibat 
dari kerugian merokok terhadap kesehatan. 

Akibat perilaku tidak sehat, seperti perokok, 
tidak seimbangnya pola makan, rendahnya makanan 
berprotein dan vitamin dapat meningkatkan penyakit 
tidak menular. Penyakit akibat merokok seperti halnya 
kanker, TBC, jantung, komplikasi dan lain sebagain 
ya. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
bidang kesehatan tahun 2016, pembiayaan kesehatan 
untuk penyakit jantung mencapai 7,4 triliun rupiah, 
lebih dari 10 persen dibandingkan total iuran BPJS di 
tahun yang sama sebesar 67,4 triliun rupiah. 

 

Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup 
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Wujud penduduk yang sejahtera lahir batin lebih 
utama dari sekedar penurunan tingkat kemiskinan itu 
sendiri. Tingkat kemiskinan sebagai gambaran makro 
dalam menentukan jumlah maupun persentase 
penduduk miskin. Permasalahan yang perlu menjadi 
perhatian, selain mengurangi jumlah dan persentase 
penduduk miskin, yaitu meningkatkan kualitas hidup 
sehingga tidak menjadi kemiskinan yang kronis. Bahkan 
kemiskinan menjadi budaya dengan berharap bantuan 
pemerintah untuk menyambung hidup keluarganya. 

Mewujudkan penduduk miskin keluar dari 
lingkaran kemiskinan perlu diimbangi dengan 
kebijakan perbaikkan perilaku sehat, mengkonsumsi 
makanan bergizi serta kemudahan terhadap pelayanan 
dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Berbagai 
penelitian memperlihatkan bahwa perilaku sehat, 
meningkatkan pendidikan, serta kemudahan akses 
kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup 
penduduk. Peningkatan kualitas hidup dapat 
meningkatkan produktivitas kerja sehingga taraf hidup 
akan lebih baik dan kemiskinan pun akan menurun 
dengan sendirinya. 

Kebijakan pemerintah memberikan bantuan 
sosial berupa transfer tunai (cash transfer) dan program 
padat karya perlu diimbangi pemanfaatan dari program 
tersebut. Edukasi dan pedampingan perlu ditingkatkan 
supaya penduduk miskin penerima bantuan sosial 
dibelanjakan untuk pembelian makanan bernutrisi juga 
bergizi. Pengeluaran penduduk miskin yang tidak 
bermanfaat, seperti konsumsi rokok perlu dikurangi 
atau bahkan dihilangkan dan dibelanjakan untuk 
keperluan yang lebih bermanfaat demi meningkatkan 
kualitas hidup. 
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Edukasi Perilaku Anti Korupsi Masyarakat 
Pedesaan 

Harri Ramdhani 
Statistisi BPS Kabupaten Cirebon 

 
Isu korupsi menjadi salah satu tema dalam debat 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahap 1 yang 
ditayangkan di televisi pada tanggal 17 Januari 2019.  Pada 
intinya kedua Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden 
memiliki pandangan yang sama bahwa korupsi itu 
merupakan suatu hal yang harus dicegah dan diberantas 
sampai ke akar-akarnya.  Pencegahan dan pemberantasan 
korupsi merupakan sesuatu yang harus terus dilakukan 
dengan serius. 

Masih ada anggapan yang salah dikalangan 
masyarakat terkait masalah korupsi terutama terhadap 
korupsi skala kecil (petty coruption).  Bagi sebagian 
masyarakat di Indonesia terutama masyarakat di 
pedesaan, memberikan sesuatu imbalan sebagai rasa 
terimakasih atas jasa pegawai pelayanan publik yang telah 
membantu mengurus kepentingannya  dianggap sebagai 
hal yang lumrah, padahal itu termasuk gratifikasi.  
Gratifikasi itu sendiri sudah secara tegas dilarang oleh UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  
Gratifikasi yang berupa pemberian hadiah diatur oleh 
pasal 11 UU Tipikor, sedangkan pasal 12B mengatur 
gratifikasi yang berujung ke penyuapan. 

Ironis memang, disatu sisi pemerintah melalui 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-
gencarnya melakukan pencegahan dan pemberantasan 
korupsi namun disisi lain masyarakat masih mempunyai 
kebiasaan memberikan gratifikasi.  Saat mengurus 
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administrasi di kantor pelayanan publik warga seolah-
olah merasa bersalah atau malu jika  tidak memberikan tip. 

Berdasarkan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi 
(SPAK) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 
diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui adanya 
biaya resmi pada pelayanan publik kurang dari 69 persen; 
masih adanya masyarakat yang membayar melebihi 
ketentuan ketika mengakses pelayanan publik; sebagian 
besar pembayaran yang melebihi ketentuan terjadi 
sesudah pelayanan selesai; dan sebagian besar 
pembayaran yang melebihi ketentuan terjadi dalam 
bentuk uang. 

SPAK dilaksanakan BPS berdasarkan Perpres No. 
55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).  Adapun tujuan 
SPAK yaitu untuk mengukur permisifitas masyarakat 
terhadap perilaku-perilaku koruptif.  SPAK juga 
digunakan untuk mendapatkan gambaran kepuasan, 
persepsi masyarakat terhadap pemberantasan dan 
penegakkan hukum perkara tindak pidana korupsi.  SPAK 
dilaksanakan setiap tahun sejak 2102.   

Selanjutnya, dari hasil SPAK 2018 disusun Indeks 
Perilaku Anti Korupsi (IPAK).  Nilai IPAK berkisar pada  
skala 0 sampai 5.  IPAK semakin mendekati 5 semakin 
baik, ini berarti masyarakat berperilaku semakin anti 
korupsi.  Sebaliknya nilai IPAK semakin mendekati 0 
menunjukkan bahwa masyarakat semakin permisif 
(toleran) terhadap korupsi.  IPAK disusun berdasarkan 
dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi 
pengalaman.  Dimensi persepsi berupa penilaian 
masyarakat terhadap beberapa perilaku anti korupsi di 
masyarakat.  Dimensi pengalaman merupakan 
pengalaman anti korupsi yang dialami masyarakat.   
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Dari hasil SPAK 2018 diketahui  IPAK Indonesia 
tahun 2018 sebesar 3,66.  Angka ini lebih rendah 
dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 3,71.  Jika dilihat 
dari dimensi pembentukannya, nilai indeks persepsi 
sebesar 3,86 sementara indeks pengalaman sebesar 3,57.  
Hal ini menunjukkan belum optimalnya budaya zero 
tolerance terintarnalisasi dalam dalam setiap individu. 

SPAK hanya mengukur perilaku masyarakat 
dalam tindakan korupsi skala kecil (petty coruption) dan 
tidak mencakup korupsi skala besar (grand coruption).  
Namun demikian, kita semestinya tidak menganggap 
sepele apalagi toleran terhadap korupsi meski dalam skala 
kecil sekalipun.  Bukankah sesuatu yang besar itu biasanya 
dimulai dari hal-hal kecil?  

Tidak ada satu negara pun yang benar-benar bebas 
korupsi, namun seyogyanya IPAK Indonesia terus 
meningkat dan bisa mendekati nilai 5 (zero tolerance). 

Di era pemerintahan Joko Widodo  sudah banyak 
kebijakan dibuat terkait pencegahan dan pemberantasan 
korupsi.  Diantaranya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 
Korupsi.  Perpres tersebut fokus pada tiga hal yakni 
perizinan tataniaga, keuangan negara dan penegakakan 
hukum, serta reformasi birokrasi.  Sebelumnya, yakni di 
tahun 2016 juga telah ditandatangani Instruksi Presiden 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi.   

Implementasi dari kebijakan tersebut diantaranya 
adalah upaya penguatan KPK dan lembaga/institusi 
penegak hukum lainnya.  Program pendidikan anti 
korupsi sejak dini pun telah diterapkan di sekolah-sekolah.  
Dan masih banyak lagi upaya-upaya lainnya untuk 
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mencegah dan memberantas korupsi yang telah dilakukan 
pemerintah.  Namun upaya-upaya tersebut rupanya 
belum serta merta membuat perilaku anti korupsi 
masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat 
pedesaan.   

Menurut Haller dan Shore, korupsi dapat dimulai 
dari pemahaman konsep, cara memandang apakah 
tindakan tertentu termasuk korupsi atau tidak.  Cara 
pandang masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak 
boleh, benar atau salah, baik atau buruk, korupsi atau 
tidak, menjadi landasan dalam bersikap dan berperilaku 
(Ari Putra, GEOTIMES, 24/9/2018). 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada cara 
pandang seseorang terhadap lingkungannya.  Rata-rata 
tingkat pendidikan masyarakat pedesaan yang lebih 
rendah dibandingkan masyarakat perkotaan diduga 
menjadi salah satu penyebab kenapa masyarakat pedesaan 
lebih permisif terhadap korupsi.  Rata-rata lama sekolah  
penduduk perdesaan hanya 7,18 tahun, sementara di 
perkotaan 9,56 tahun (BPS, 2017). 

Dari hasil SPAK 2018 juga tercatat bahwa status 
wilayah tempat tinggal (perdesaan atau perkotaan) dan 
tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap  
IPAK.  IPAK masyarakat perkotaan (3,81) lebih tinggi 
dibanding IPAK masyarakat pedesaan (3,47).  Dari segi 
pendidikan, ada kecenderungan semakin tinggi 
pendidkan masyarakat cenderung semakin anti korupsi.  
IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 
3,53; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,02.   
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Percepatan Budaya Anti Korupsi 

Meningkatkan tingkat pendidikan tentu sangat 
penting dilakukan untuk bisa meningkatkan pola pikir 
masyarakat pedesaan agar lebih mudah memahami dan 
menerapkan perilaku anti korupsi.  Tapi butuh waktu 
yang tidak singkat untuk meningkatkan tingkat 
pendidikan tersebut.  Ini bisa dilihat dari rata-rata lama 
sekolah penduduk pedesaan yang sampai tahun 2017 saja 
baru mencapai  7,18 tahun (tidak sampai lulus SLTP).  
Perlu ada pendekatan lain untuk mengedukasi masyarakat 
pedesaan. 

Kesadaran akan sikap anti korupsi lebih mudah 
tumbuh apabila pola budaya masyarakatnya juga anti 
terhadap korupsi.  Melibatkan tokoh agama, tokoh 
budaya, dan tokoh masyarakat setempat mungkin bisa 
menjadi salah satu alternatif untuk mengedukasi 
masyarakat pedesaan guna mempercepat tumbuhnya 
budaya anti korupsi di pedesaan.  Kajian-kajian dari sudut 
pandang agama, sosial, dan budaya tentang korupsi dan 
perilaku anti korupsi bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh 
tersebut.  Kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan 
budaya yang ada di lingkungan masyarakat pedesaan bisa 
dijadikan  momennya. 

Disamping itu, kiranya perlu juga adanya kader-
kader anti korupsi dari kalangan masyarakat pedesaan itu 
sendiri.  Kader-kader tersebut bisa berasal dari kelompok 
pemberdayaan masyarakat, kelompok  usaha atau dari 
kelompok lainnya yang ada di desa.   

Kader-kader ini secara emosional lebih dekat 
dengan masyarakat karena berasal dari kalangan dan 
lingkungan mereka sendiri.  Sehingga kader-kader 
tersebut diharapkan bisa lebih efektif dalam mengedukasi 
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masyarakat di lingkungannya.  Dalam hal ini, pemerintah 
dan KPK bisa berperan dalam memberikan pembekalan 
dan pembinaan terhadap kader-kader tersebut. 

Pemahaman mengenai perilaku anti korupsi, apa 
itu korupsi, Undang-Undang Tipikor, serta upaya 
pencegahan, pengidentifikasian, dan pelaporan pihak-
pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi 
merupakan hal-hal yang nantinya diharapkan dapat 
diedukasikan oleh kader-kader tersebut.   

Kemudian, masyarakat yang telah diedukasi 
kiranya bisa menularkan pengetahuannya kepada 
keluarganya dan kepada masyarakat lainnya, sehingga 
terjadi efek bola salju.  Dengan demikian, masyarakat 
pedesaan dapat lebih cepat dan merata dalam 
memahaminya, sekaligus mendorong mereka untuk lebih 
berperilaku anti terhadap korupsi.   

Disisi lain, aparat pemerintah desa juga harus 
berandil dalam dalam membudayakan perilaku anti 
korupsi, untuk itu advokasi dan pengawasan terhadap 
aparatur pemerintahan desa dari pemerintahan level 
diatasnya perlu terus dioptimalkan.   

Pada akhirnya, masyarakat pedesaan diharapkan 
tidak lagi permisif terhadap korupsi, dan perilaku anti 
korupsi bisa membudaya.  Masyarakat pedesaan juga 
diharapkan bisa melakukan kontrol sosial terhadap 
potensi-potensi tindak pidana korupsi di lingkungannya 
masing-masing.  Dengan demikian bisa terjalin sinergitas 
antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat 
pedesaan dalam mencegah dan memberantas segala 
bentuk korupsi. 
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Gizi Seimbang Solusi Sehat 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Konferensi pangan sedunia yang diselenggarakan 
oleh organisasi pangan dunia (FAO) di Roma dan Genewa 
pada 1992 merupakan pertemuan yang sangat penting 
dalam membicarakan masalah gizi. Poin penting yang 
dihasilkan adalah menetapkan agar semua negara 
berkembang yang semula menerapkan pedoman sejenis 
basic four seperti empat sehat lima sempurna diperbaiki 
menjadi nutrition guide for balance diet.  

Tiga tahun berselang, Indonesia merealisasikan 
implementasi rekomendasi konferensi tersebut. Di 
Indonesia, prinsip tersebut dikenal dengan nama 
Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Menurut Permenkes RI 
No.41 tahun 2014, Pedoman Gizi Seimbang bertujuan 
untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-
hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi 
anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, 
dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka 
mempertahankan berat badan normal. PGS diyakini akan 
mampu mengatasi beban ganda masalah gizi, baik 
kekurangan maupun kelebihan gizi.  

Permasalahan gizi di Indonesia belum sepenuhnya 
terselesaikan. Namun kerja keras dari pemerintah patut 
diapresiasi. Salah satu fokus pemerintah dalam 
implementasi PGS adalah status kekurangan gizi pada 
balita. Selama lima tahun terakhir, upaya perbaikan status 
gizi pada balita di Indonesia berbuah hasil. Proporsi status 
gizi buruk dan gizi kurang tahun 2013 (19,6%) turun pada 
2018 (17,7%) (Kemenkes, 2018).  
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Penurunan proporsi status gizi buruk dan gizi 
kurang telah mendekati target Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 
menargetkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) 
pada anak balita turun hingga mencapai 17 persen pada 
2019. Hal ini sejalan dengan tujuan kedua Sustainable 
Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs/TPB), yakni mengakhiri segala macam bentuk 
malnutrisi pada 2030.  

Momentum keberhasilan tersebut dan peringatan 
Hari Gizi Nasional (25 Januari) ke59 seharusnya menjadi 
spirit untuk selalu meningkatkan kualitas gizi pada balita 
maupun masyarakat pada umumnya. Perlu peran aktif 
dari masyarakat untuk mewujudkannya. Terutama orang 
tua dan masyarakat sekitar balita agar lebih tanggap dalam 
memberikan dan memantau asupan gizi yang diberikan. 
Balita sehat, ibu senang, keluarga bahagia.  

Fokus terhadap status gizi balita, permasalahan 
obesitas (kelebihan gizi) pada orang dewasa di Indonesia 
seakan terlupakan. Proporsi obesitas orang dewasa selalu 
meningkat dari 2007 (10,5%) hingga 2018 (21,8%). Masalah 
obesitas yang dialami Titi Wati, perempuan dari 
Kalimantan Tengah dengan bobot 350 kilogram menjadi 
salah satu bukti nyata. Ini menjadi pekerjaan rumah yang 
cukup berat mengingat RPJMN menargetkan prevalensi 
obesitas pada penduduk usia 18+ tahun sebesar 15,4 
persen pada 2019.  

Permasalahan ini menjadi tanggung jawab 
bersama. Masyarakat dan lingkungan sekitar seyogyanya 
bersinergi guna membantu terlaksananya program PGS. 
Penerapan gizi seimbang akan berhasil jika diiringi oleh 
perilaku hidup bersih dan aktifitas fisik yang cukup.  
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Keberhasilan Kota Denpasar menempati urutan ke-
9 sebagai kota tersehat di dunia (antaranews, 10/01/19) 
seharusnya menjadi renungan bagi semua pihak. 
Renungan kebanggaan sekaligus mencontoh apa yang 
telah dilakukan Kota Denpasar. Keberadaan sarana 
kebugaran, aktifitas fisik serta menghadirkan toko jajanan 
dan restauran berlabel ”sehat” menjadi langkah nyata Kota 
Denpasar dalam mendukung program PGS.  

Sarana kesehatan dan makanan sehat yang cukup 
banyak di Kota Denpasar menjadi ”teladan” bagi kota lain 
di Indonesia. Kemudahan akses memperoleh makanan 
sehat dan aktifitas fisik akan berdampak positif bagi 
perbaikan gizi di Indonesia. Dengan melihat keadaan 
seperti itu, perhatian terhadap gizi seimbang sudah 
selayaknya dilaksanakan secara menyeluruh, agar 
komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah gizi 
bisa terwujud.  

Fakta yang terungkap dari dua kasus tersebut 
(kekurangan dan kelebihan gizi) mengindikasikan bahwa 
penerapan gizi seimbang yang dicanangkan 23 tahun 
silam belum terlaksana dengan baik. Secara umum, masih 
minimnya pengenalan PGS kepada masyarakat serta 
sedikitnya keberadaan tempat makanan ”sehat”, membuat 
masyarakat masih menggunakan pedoman lama (empat 
sehat lima sempurna). Perlu proses dan waktu untuk 
merubah pola makan masyarakat untuk beradaptasi 
dengan pedoman baru (PGS).  

Sementara itu, pemerintah sebaiknya dapat 
memastikan ketersediaan kebutuhan bahan makanan 
untuk menunjang program PGS. Selain itu, memastikan 
juga harga-harga kebutuhan tersebut dalam harga yang 
terjangkau dan tidak berubah. Produktivitas pangan lokal 
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juga seharusnya dapat ditingkatkan guna memenuhi 
permintaan.  

Namun, disadari bahwa untuk memperbaiki gizi 
masyarakat, khususnya balita, barangkali cukup sulit 
apabila hanya pemerintah yang berperan aktif. Jadi 
sebaiknya dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Setiap 
pelaku usaha diwajibkan untuk mendukung program 
PGS, dengan memberikan informasi dan edukasi.  

Disadari atau tidak, pemberian gizi seimbang 
memiliki korelasi terhadap angka harapan hidup. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jurnal kesehatan 
The Lancet pada 2016, Singapura memiliki rata-rata 
harapan hidup selama 85,4 tahun. Sementara itu, 
Indonesia hanya antara 75-77,5 tahun. Kondisi ini sejalan 
dengan Studi Diet Total (SDT) 2014 yang dilakukan 
Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI.  

Sayuran dan buah adalah dua bahan makanan 
yang menjadi bagian dari SDT. Ratarata konsumsi sayuran 
dan olahannya, penduduk Indonesia (57,1 
gram/orang/hari) jauh tertinggal dengan Singapura 
(228,2 gram/orang/hari). Sedangkan untuk konsumsi 
buah, penduduk Indonesia hanya 33,5 gram/orang/hari 
atau semakin jauh tertinggal dibanding Singapura (290,2 
gram/orang/hari) (Kemenkes, 2014). Fakta ini seharusnya 
menjadi landasan untuk meningkatkan konsumsi sayur 
dan buah. Di dalam dua bahan makanan ini banyak 
terkandung nilai gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.  

Sementara itu, sebagai negara muslim terbesar di 
dunia, alangkah bijaknya jika memiliki konten ”halal” 
dalam setiap makanan yang dikonsumsi. Kementerian 
Agama maupun lembaga keagamaan lainnya dapat 
mengambil peran dalam ranah tersebut. Ini sesuai dengan 
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ajaran Islam yang mewajibkan manusia untuk 
mengonsumsi makanan halal dan baik (bergizi).  

Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, sudah 
sepatutnya kita semua menyadari pentingnya asupan 
(gizi) untuk tubuh, khususnya balita. Langkah yang paling 
bijaksana adalah menyadari pentingnya gizi seimbang 
serta diiringi dengan aktivitas fisik yang cukup, sehingga 
menghadirkan hidup sehat. Hal ini sesuai dengan sub 
tema peringatan Hari Gizi Nasional ke-59 tahun 2019 
”Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”. 
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Menyoal  Pembangunan Desa 
Isti Larasati Widiastuty 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 
 

No-one left behind. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. 
Salah satu prinsip yang ditetapkan dalam  Sustainable 
Development Goals (SDGs). Lebih dari tiga tahun lalu 
disepakati oleh 193 negara di dunia. 

 SDGs merupakan tujuan pembangunan global yang 
perlu dicapai mulai dari level individu, komunitas, 
wilayah perdesaan, perkotaan hingga negara pada 2030 
mendatang. Dengan 17 tujuan dan 169 target kegiatan, 
SDGs yang dilaksanakan perlu melibatkan semua 
pemangku kepentingan. Berbagai sasaran dan lingkup 
agenda pembangunan global serta multidimensi 
tergambar dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.  

Goals yang ingin dicapai selaras dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Daerah), 
maupun Rencana Kerja Pemerintah (Daerah). Seperti 
halnya tema RKP 2019 “pemerataan pembangunan untuk 
pertumbuhan berkualitas”.  Rencana ini telah 
mengimplementasikan tujuan SDGs di dalamnya. Pun 
demikian dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Rancangan 
RPJMD Jawa Barat 2018-2023 juga “berwajah SDGs”.  

One Village One Company-Desa Juara. Diantara 
berbagai program unggulan pemerintahan Ridwan Kamil 
yang belum genap 150 hari memimpin Jawa Barat. Pada 
peluncuran program pada 20 Desember 2018 lalu, 
Gubernur Jawa Barat menyatakan adanya program ini 
nantinya bisa mengurangi ketimpangan ekonomi desa dan 
kota yang selama ini menjadi masalah di Jawa Barat. 
Ketimpangan antardividu maupun ketimpangan 
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antarwilayah masih menjadi masalah krusial di Jawa 
Barat. Walaupun sebagai wilayah penyangga ibukota 
negara, pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 
nasional, menopang lebih dari 13 persen ekonomi negara, 
ketimpangan antarindividu di Jawa Barat adalah suatu 
keniscayaan.   

 

Ketimpangan di Jawa Barat 

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat 
belum lama ini menunjukkan masih adanya ketimpangan 
antarindividu maupun antarwilayah di Jawa Barat. 
Ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Barat masih 
berada pada level sedang. Ditunjukkan dengan indeks 
Gini Rasio Jawa Barat 0,405 pada September 2018. Sedikit 
menurun jika dibandingkan Maret 2018 (0,407) dan 
meningkat jika dibandingkan September 2017 (0,393). 
Ketimpangan pendapatan masyarakat kondisi September 
2018 di perkotaan (0,413) lebih tinggi dibandingkan di 
perdesaan (0,315).  

Ketimpangan antarwilayah diantaranya 
ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Desa 
(IPD). Hasil pendataan Potensi Desa Jawa Barat 2018 
menunjukkan masih adanya desa tertinggal di provinsi ini. 
Pengukuran terhadap lima dimensi pembangunan 
(pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, 
pelayanan umum, dan Pemerintah Desa) membagi desa 
menjadi tiga klasifikasi. Sebanyak 4.097 desa atau 77,09 
persen desa di Jawa Barat adalah desa berkembang. 1.194 
desa tercatat sebagai desa mandiri, dan masih ada 23 desa 
(0,43 persen) terklasifikasi sebagai desa tertinggal. Perlu 
perhatian lebih dari berbagai pihak terhadap 0,43 persen 
desa ini.  
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Walaupun demikinan, jika dibandingkan tahun 2014 
(Podes 2014) secara umum terjadi perbaikan status 
pembangunan desa di Jawa Barat. Jika pada tahun 2014 
IPD Jawa Barat mencapai 66,45, pada tahun 2018 
meningkat menjadi 69,78. Dari lima dimensi 
pembangunan, capaian terendah adalah dimensi kondisi 
infratruktur (55,23).  Adapun capaian tertinggi pada 
dimensi transportasi sebesar 86,58 dengan peningkatan 
5,69 poin dibandingkan 2014. Peningkatan tertinggi terjadi 
pada dimensi Pemerintah Desa, yaitu sebesar 5,83 menjadi 
79,75 di tahun 2018. 

Bagaimana lima dimensi pembangunan desa dapat 
meningkat di masa mendatang. Tentunya dimensi yang 
masih rendah capaian perlu mendapat perhatian lebih. 
Terkait dimensi kondisi infrastruktur, terdapat 4 variabel 
penyusun dan 13 indikator dalam pengukurannya. 
Infrastruktur ekonomi, infrastruktur energi, infrastruktur 
sanitasi dan air bersih, serta infrastruktur komunikasi dan 
informasi, merupakan empat variabel dimensi kondisi 
infrastruktur.  

Program One Village One Company kiranya 
merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan 
infrastruktur ekonomi desa. Disamping program PruDes 
(Pembangunan Produk Unggulan Desa) dan peningkatan 
peran BUMDes bagi ekonomi desa. Gubernur Jawa Barat 
menargetkan terciptanya BUMDes bintang lima, dengan 
omset puluhan miliar rupiah setahun di masa mendatang. 
Aspek lainnya, pembangunan infrastruktur komunikasi 
dan informasi pun semakin digiatkan. Di era industri 4.0 
ini masyarakat desa harus mulai mampu menyesuaikan 
diri dengan kemajuan teknologi.  Adanya program-
program di desa, akan mampu menyerap tenaga kerja di 
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desa. Tingkat urbanisasi ke kota dapat ditekan. Ekonomi 
di desa bisa tumbuh.  

Harapannya berbagai aspek pembangunan dapat 
dinikmati dan merata di seluruh wilayah desa. Pada 
akhirnya kesenjangan akan berkurang. Berkurangnya 
kesenjangan, sebagai tujuan kesepuluh SDGs yang perlu 
diupayakan.  

Bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
untuk mengupayakannya. Dalam pencapaian SDGs, peran 
serta seluruh komponen masyarakat adalah suatu urgensi. 
Tidak mudah mencapainya.   Namun menjadikan desa 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bukan suatu 
kemustahilan untuk diwujudkan.  

Penting untuk dilakukan adalah pemetaan potensi 
desa ketika program akan digulirkan. Bagaimana 
kemampuan SDM, ketersediaan potensi sumber daya, 
serta kemitraan dalam proses bisnis.  Sekali lagi, yang 
terpenting adalah bagaimana masyarakat berkontribusi 
langsung dalam setiap program. Masyarakat desa 
berpartisipasi aktif dalam program, bukan sebagai objek, 
tapi sebagai subjek pelaksana program. 

 Sebagai salah satu basis data pembangunan desa 
yang mencakup potensi dan tantangan desa/kelurahan di 
Jawa Barat, kiranya hasil Pendataan Potensi Desa 2018 
dapat menjadi salah satu acuan untuk memulainya. 
Membangun dengan data. Mencapai target SDGs di Jawa 
Barat, dimulai dari membangun desa.*** 
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Bijak Menyikapi Naiknya Tingkat 
Pengangguran 

Sarah Nurlaily 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 

Pengangguran merupakan salah satu isu yang 
selalu hangat untuk diperbincangkan. Pengangguran 
merupakan masalah tersendiri bagi sejumlah daerah. 
Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, membuat tingkat 
pengangguran digadang-gadang sebagai sumber 
permasalahan dalam bidang sosial, keamanan, dan 
ekonomi. Oleh karena itu, berbagai macam cara ditempuh 
untuk mengurangi pengangguran, tidak terkecuali bagi 
Kabupaten Bogor.  

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten 
Bogor sebanyak 5,84 juta jiwa yang terdiri dari 2,98 juta 
laki-laki dan 2,86 juta perempuan. Hal ini membuat 
Kabupaten Bogor menempati ranking pertama dengan 
jumlah penduduk terbanyak  di Jawa Barat (bahkan di 
Indonesia), dengan kontribusi sebesar 12 persen dari total 
penduduk Jawa Barat (48,68 juta jiwa). Dengan jumlah 
penduduk yang sangat besar tersebut, terlebih lagi dengan 
wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas, dapat menjadi 
potensi sekaligus tantangan bagi Kabupaten Bogor. 
Sebagai potensi, penduduk merupakan salah satu faktor 
produksi kegiatan perekonomian dalam bentuk tenaga 
kerja. Sedangkan sebagai tantangan, apakah lapangan 
usaha yang tersedia dapat menampung potensi jumlah 
tenaga kerja yang ada.   

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kabupaten Bogor, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
tahun 2018 sebesar 9,75 persen, naik 0,2 poin dari tahun 
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2017 dengan TPT sebesar 9,55 persen. Angka ini terbilang 
tinggi bila dibandingkan dengan Povinsi Jawa Barat 
sebesar 8,17 persen,  daerah tetangga, seperti Kota Bogor 
9,65 persen dan Kota Depok yang hanya sebesar 6,64 
persen. Lantas, apa yang menyebabkan tingkat 
pengangguran di Kabupaten Bogor tahun 2018 naik?. 

TPT merupakan hasil penghitungan matematis 
antara jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah 
angkatan kerja lalu dikalikan dengan 100. Menurut 
International Labor Organization (ILO) dan juga konsep 
yang diterapkan oleh BPS, pengangguran terbuka 
merupakan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan, 
baik yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang 
mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, dan 
yang mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 
Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk usia 
kerja berusia 15 tahun atau lebih, yang bekerja atau 
mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 
pengangguran.  

Jumlah penduduk bekerja tahun 2018 sebanyak 
2.356.875 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 
2.611.465 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, 
jumlah penduduk bekerja sebanyak 2.351.753 orang dan 
jumlah angkatan kerja sebanyak 2.600.121 orang. Dapat 
dilihat bahwa jumlah penduduk bekerja sebenarnya 
meningkat 0,22 persen. Namun peningkatan ini tidak 
sebesar dengan peningkatan jumlah angkatan kerja tahun 
2018 terhadap tahun 2017 yaitu 0,44 persen. Hal ini 
mengindikasikan bahwa lapangan usaha yang tersedia 
tidak dapat menampung angkatan kerja yang ada, baik 
dari sisi jumlah maupun skill dan pendidikan yang 
dibutuhkan oleh lapangan usaha yang tersedia. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, lapangan usaha 
perdagangan, baik besar maupun eceran, reparasi mobil, 
dan sepeda motor masih menjadi leading sector bagi 
penyerapan tenaga kerja. Lapangan usaha ini mampu 
menyerap tenaga kerja sebesar 25,1 persen. Industri 
pengolahan mampu menyerap 18,98 persen, disusul oleh 
jasa penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 
9,56 persen. Sedangkan lapangan usaha pertanian, 
kehutanan, dan perikanan hanya mampu menyerap 
tenaga kerja sebesar 8,63 persen. Lapangan usaha dengan 
penyerapan tenaga kerja paling sedikit adalah pengadaan 
air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 0,19 
persen. 

Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan 
keberlangsungan perusahaan. Suatu perusahaan perlu 
memperhatikan besarnya biaya produksi yang harus 
dikeluarkan, salah satunya adalah balas jasa tenaga kerja. 
Dari tahun ke tahun, Upah Minimum Kabupaten Bogor 
(UMK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, 
UMK Kabupaten Bogor menembus angka 3,4 juta rupiah 
atau meningkat 8,71 persen dibanding tahun 2017. 
Besarnya kenaikan UMK harus dibarengi dengan 
kemampuan perusahaan dalam berproduksi dan 
menghasilkan keuntungan. Jangan sampai dengan 
kenaikan ini, membuat perusahaan hengkang dari 
Kabupaten Bogor, pindah ke Kabupaten/Kota lain dengan 
UMK yang lebih kecil atau malah membuat perusahaan 
tutup sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK. 

Keterlibatan pemerintah sebagai penengah antara 
pengusaha dan tenaga kerja dalam memberikan regulasi 
yang tepat sehingga dapat mendatangkan keuntungan 
bagi kedua belah pihak. Selain keterlibatan pemerintah 
dalam mengatasi pengangguran, setiap individu lulusan 
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pendidikan juga perlu merubah pola pikir agar 
menjauhkan diri dari keputusasaan bila belum 
mendapatkan pekerjaan. Dimulai dengan pemikiran 
untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, memanfaatkan 
kemampuan yang dimiliki, semangat pantang menyerah, 
siap bersaing dengan sehat didunia kerja, dan mengikuti 
perkembangan teknologi. Semua dapat dipasarkan 
dengan online. Berbagai macam situs belanja, 
memungkinkan membuka usaha dengan modal yang 
minim tetapi jaringan pemasaran yang luas. 

Dengan adanya pekerjaan dapat mencapai 
kehidupan yang lebih layak, berfikir kreatif, mengurangi 
tingkat kemiskinan, meningkatkan status sosial, 
mengurangi tingkat kejahatan, dan membuat hidup lebih 
bahagia.  
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Memangkas Desa Tertinggal Dengan  
Dana Desa  

Siti Maulidiyah 
 Statistisi  BPS  Kabupaten Kuningan 

 

Dalam empat tahun semenjak digelontorkannya 
dana desa, telah mampu menurunkan jumlah desa 
tertinggal secara signifikan Tekad pemerintah untuk 
membangun Indonesia dari pinggiran yaitu dimulai dari 
desa, seperti tertuang dalam Nawacita. Garis depan 
pertumbuhan dan perkembangan kualitas negara ini 
berada pada tingkat desa, dari desalah semuanya dimulai. 
Desa menjadi asset utama yang dapat menjadi penggerak 
kemajuan masyarakat Indonesia. Begitu banyak program 
pemerintah yang langsung menjadikan desa sebagai 
sasaran, mulai dari program infrastruktur, pendidikan, 
kesehatan, pengembangan ekonomi dan lain-lain. Semua 
itu tidak lain demi kemajuan desa yang merupakan ujung 
tombak perekonomian Indonesia.  

Indonesia memiliki 83.931 wilayah administrasi 
pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 
8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT. Ini merupakan jumlah 
yang luar biasa dan asset yang harus dikelola dengan baik. 
Untuk itu, Pemerintah berusaha keras untuk menciptakan 
kemandirian desa melalui program dana desa. Dana desa 
diarahkan untuk membawa perubahan positif dalam 
paradigma pembangunan beserta pola pikir pelaku 
pembangunan. Denga pola pembangunan bottom up 
dimana pembangunan dimulai dari desa diharapkan 
pembangunan bisa merata sampai ke tingkat desa. Tujuan 
akhir dari program dana desa diharapkan mampu untuk 
mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, 
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memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan 
pekerjaan.  

Dari data Potensi desa (Podes) 2018, Indeks 
Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan tingkat 
perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang 
dan mandiri. Hasil Pengkategorian IPD menghasilkan 
desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 persen), desa 
berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 persen), dan desa 
mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 pesen). Indeks 
Pembangunan Desa telah menunjukkan perbaikan yang 
sangat signifikan. Dari data Podes ini terlihat bahwa Desa 
tertinggal dapat di pangkas sebesar 6.518 desa 
dibandingkan tahun 2014. Sementara itu desa mandiri 
bertambah sebesar 2.665 desa dari tahun 2014. Ini 
menunjukkan bahwa target RPJM Pemerintah tahun 2015-
2019 yakni mengurangi 5000 desa tertinggal dan 
menaikkan 2000 desa berkembang menjadi desa mandiri 
telah tercapai bahkan melampaui target. Hal ini tidak 
dapat kita pungkiri bahwa program dana desa telah 
berperan besar dalam perubahan status desa tertinggal 
sampai dengan saat ini.  

Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun dari lima 
dimensi, yang terdiri dari 12 variabel dan 42 indikator. 
Kelima dimensi yang yang dijadikan penilaian dalam 
menghitung IPD antara lain pelayanan dasar, kondisi 
infrastruktur, transportasi, pelayanan umum dan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Semua dimensi 
mengalami perubahan dengan kenaikan tertinggi terdapat 
pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebesar 9,81 poin menjadi 71,40 tahun 2018 dari 61,59 pada 
tahun 2014. Perubahan positif terbesar kedua yaitu 
terdapat pada dimensi kondisi infrastruktur sebesar 5,24 
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poin menjadi 44,63 pada tahun 2018 dari 39,21 pada tahun 
2014.  

Dari persebaran desa, desa dengan status tertinggal 
adalah provinsi papua 87,12 persen, disusul Papua Barat 
82,03 persen, Kalimantan Utara 61,07 persen dan Maluku 
46,42 persen. Hal ini perlu difikirkan karena persoalan 
terbesar adalah letak geografis yang sangat sulit 
dijangkau. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus 
diselesaikan agar status pertumbuhan desa tertinggal 
berubah kearah berkembang dan mandiri terus meningkat 
diwaktu yang akan datang.  

Hadirnya program dana desa sangat berpengaruh 
dalam proses percepatan pengentasan desa tertinggal. 
Dana desa yang telah digelontorkan pemerintah semenjak 
tahun 2015 sampai dengan saat ini keberadaannya telah 
mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat 
sampai ke tingkat desa, tersedianya sarana prasarana 
dasar bagi masyarakat, jalan-jalan desa telah diperbaiki 
kualitas dan kuantitasnya sehingga masyarakat 
merasakan langsung bahkan ikut andil dalam 
pembangunan didaerahnya. Peningkatan jumlah alokasi 
dana desa disetiap tahunnya merupakan indikasi besarnya 
harapan pemerintah pusat akan perbaikan kualitas desa 
agar bisa berlangsung secara kontinyu, pada tahun 2015 
pagu anggarannya sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 
sebesar Rp 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, 
tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan pada tahun 2019 Rp 
70 triliun.  

Terjadinya polemik penyimpangan penggunaan 
dana desa yang terjadi saat ini mengisyaratkan perlunya 
mekanisme pengawasan yang dirancang sedemikian 
mungkin sehingga mempersempit peluang terjadinya 
penyalahgunaan penggunaan dana desa, dan sebisa 
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mungkin diciptakan pula mekanisme hukuman dengan 
“efek jera” bagi pelaku penyalahgunaannya. Pengawasan 
dilakukan secara vertikal dan horizontal, pengawasan 
secara vertikal yaitu pengawasan dari pihak berwenang 
mulai dari perangkat desa, pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat. Pengawasan horizontal yaitu 
pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini cukup 
efektif dengan melibatkan masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi sehingga bisa ikut mengawasi dan 
mengontrol, sehingga penyalahgunaanya bisa ditekan 
menjadi sekecil mungkin.  

Disamping itu banyaknya penyelewengan dana 
desa disebabkan karena inventarisasi serta sistem 
pembukuan keuangan yang buruk. Untuk itu dibutuhkan 
pengarahan, penyuluhan dan pendampingan agar dalam 
pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan 
dan mekanisme yang ada. Demikian pula dalam 
perekrutan aparat desa hendaknya melalui seleksi agar 
memdapatkan personil yang disiplin dan amanah, serta 
diharapkan aparat desa merupakan sumber daya manusia 
yang berasal dari desa itu sendiri sehingga diharapkan 
mampu untuk memajukan desanya. Pendidikan dan 
pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat desa juga 
diperlukan untuk memberikan pemahaman mereka 
bagaimana mengelola keuangan desa dengan baik dan 
benar, karena desa memiliki wewenang penuh untuk 
mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia 
yang dimilikinya.  

Tantangan yang harus dihadapi desa kedepan 
yang bisa menjadi penghambat dalam pembangunannya 
adalah banyaknya bencana yang mengancam keberadaaan 
desa. Kondisi geografis yang menjadikan daerah kita 
memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, 
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diantaranya tanah longsor, banjir, gempa bumi bahkan 
tsunami. Pemerintah hendaknya melakukan upaya 
pencegahan terhadap bencana sedini mungkin, karena 
dampaknya menimbulkan kerugian yang begitu besar 
seperti kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum bahkan 
korban manusia. Demikian pula pencemaran dan 
gangguan keamanan yang dapat menjadi kerikil dalam 
proses pembangunan desa kedepan.  

Kita tentu berharap kedepannya pembangunan 
desa lebih bisa menggerakkan masyarakatnya untuk 
menciptakan sumber-sumber dana, sehingga tidak 
bergantung kepada dana desa yang diberikan pemerintah. 
Menciptakan produk unggulan dengan memanfaatkan 
hasil perkebunan dan pertanian yang menjadi komoditas 
utama desa, sehingga sektor pertanian bisa meningkat dan 
menumbuhkan sector industri dan perdagangan di desa 
tersebut. Disamping itu membangun tempat-tempat 
wisata yang bisa dikembangkan oleh desa tersebut apalagi 
desa yang memiliki potensi alam yang bisa dikembangkan 
untuk objek wisata, sehingga mampu menarik wisatawan 
lokal maupun wisatawan luar.  

Besarnya upaya untuk meningkatkan kualitas 
hidup di desa karena desa dianggap sebagai basis utama 
dalam proses kemajuan dan pemberdayaan masyarakat, 
diharapkan kedepannya mampu mengurangi 
pengangguran, menggerakkan perekonomian desa dan 
mewujudkan infrastruktur yang memadai agar 
masyarakat hidup sejahtera. Hal ini mustahil diwujudkan 
tanpa partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan 
transparansi. Untuk itu dengan memacu masyarakatnya 
untuk menciptakan inovasi dan penguatan media internet 
guna mempermudah mendapatkan segala informasi dari 
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luar, sehingga desa mampu menggali potensi lokal menuju 
kemandirian. 
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Meningkatkan IPM Cianjur 
A. Saebani 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 
 

Selain pemerintah membangun sektor ekonomi 
yang menitikberatkan pada fisik seperti infrastruktur, 
pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
perlu mendapat prioritas utama. Salah satu indikator 
untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan 
kualitas hidup manusia adalah dengan Indek 
Pembangunan Manusia (IPM). Tak terkecuali, Kabupaten 
Cianjur perlu bekerja keras dalam meningkatkan kualitas 
penduduk dengan cara menaikkan angka IPM agar tidak 
kalah dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa 
Barat. 

Kenapa meningkatkan kualitas manusia begitu 
penting sebagai prioritas utama pembangunan. Mengutip 
isi Human Development Report (HDR) yang pertama kali 
dipopulerkan pada tahun 1990, pembangunan manusia 
adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan 
yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan 
tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur 
panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk 
mempunyai akses terhadap sumber daya yang 
dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. 

 

Indeks Pembangunan Manusia 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan 
salah satu indikator untuk mengukur capaian 
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 
dasar kualitas hidup manusia atau penduduk suatu 
wilayah/negara. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM 
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dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi 
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, 
dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut 
memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak 
faktor.  

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan 
angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk 
mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan 
indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak 
digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat 
terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari 
rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai 
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 
pembangunan untuk hidup layak.  

 

Manfaat IPM Untuk Pembangunan 

 Manfaat IPM dalam pembangunan suatu 
wilayah/negara yang merupakan indikator penting untuk 
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM 
juga dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM 
merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 
kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 
alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam 
pembagian anggaran di APBN. 

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah 
pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 
empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk 
mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-
kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. 
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Jika kelompok “sangat tinggi” IPM ≥ 80; kelompok 
“tinggi” angkanya 70 ≤ IPM < 80; kelompok “sedang” 60 ≤ 
IPM < 70; kelompok rendah jika angkanya IPM < 60. 

 

IPM Kabupaten Cianjur 

Merujuk data BPS, pada tahun 2017 angka IPM 
Kabupaten Cianjur sebesar 63,70 atau naik sebesar 0,78 
poin dari sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 62,92. 
Untuk tingkat Jawa Barat, Kabupaten Cianjur peringkat 
ke-27 masih dibawah dibandingkan dengan Kabupaten 
Tasikmalaya (IPM sebesar 64,14), Garut (IPM sebesar 
64,52), atau masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi 
Jawa Barat sebesar 70,69. Dengan melihat kriteria di atas, 
Kabupaten Cianjur berada pada kelompok IPM dengan 
kategori “sedang”. 

Tetapi secara umum IPM Kabupaten Cianjur 
mengalami kenaikkan dari ke tiga indikator dan naiknya 
cukup signifikan. Kenapa IPM Kabupaten Cianjur belum 
melampui angka kabupaten/kota tetangga di Jawa Barat, 
ini menjadi “PR” Pemda Cianjur perlu lompatan besar 
dalam memperbaiki dimensi yang membangun IPM 
secara terarah dan berkelanjutan.  

 

 

Menaikkan Dimensi IPM Cianjur 

 Salah satu dimensi pengukuran IPM yaitu 
kesehatan, dapat diukur dari panjangnya usia harapan 
hidup waktu lahir di bersangkutan. Untuk indikator 
kesehatan, BPS mencatat tahun 2017 di Kabupaten Cianjur 
diukur berdasarkan angka umur harapan hidup saat lahir 
(UHH) sebesar 69,49 naik dari sebelumnya pada 2016 
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sebesar 69,39. Untuk dimensi ini, Kabupaten Cianjur 
mempunyai angka UHH diatas Kabupaten Tasikmalaya 
(68,71) tetapi dibawah Garut (70,84). Untuk meningkatkan 
dimensi angka harapan hidup saat lahir, maka 
pertolongan ibu hamil dalam persalinan perlu dilakukan 
oleh tenaga kesehatan. Penyebaran tenaga kesehatan 
seperti bidan, dokter perlu dilakukan secara terarah dan 
merata untuk seluruh pelosok desa. 

 Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah 
(HLS) sebesar 11,89 ini berarti penduduk di Kabupaten 
Cianjur yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan rata-rata 
lama sekolah mencapai 11,89 tahun atau setingkat 
SMA/sederajat kelas dua bahkan hampir kelas 3. Akan 
tetapi untuk rata-rata lama sekolah (RLS) hanya sebesar 
6,92, ini menunjukkan penduduk Kabupaten Cianjur 
tahun 2017 yang berusia 25 tahun ke atas  bersekolah 
sampai SMP kelas I (satu). Kondisi ini masih kalah dengan 
Kabupaten Tasikmalaya (RLS sebesar 7,12) dan Garut (RLS 
sebesar 7,28). Ini sangat memperhatinkan sebagian besar 
penduduk produktif berpendidikan rendah dan bertolak 
belakang dengan program wajib belajar 9 tahun 

 Untuk dimensi hidup layak yang diukur 
berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan 
(PPP) di Kabupaten Cianjur tahun 2017 sebesar 7,3 juta per 
kapita. Angka tersebut jauh di bawah angka Provinsi Jawa 
Barat sebesar 10.285 juta. Meningkatkan daya beli dengan 
pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor untuk 
meningkatkan IPM di suatu daerah.  

Dalam meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur 
perlu lompotan besar untuk bersaing dengan pesaing 
terdekat seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Garut . 
Supaya peringkat IPM Cianjur tidak menjadi “juara 

kunci” perlu peningkatan dimensi IPM yang masih 
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dibawah pesaing terdekat seperti rata-rata lama sekolah 
(RLS).  

Dengan membangun sentra ekonomi per desa 
mempunyai produk unggulan yang dapat menyerap 
tenaga kerja millennial. Maka para lulusan menengah 
seperti SMA, SMK maupun perguruan tinggi dapat 
bekerja di desa masing-masing. Selain akan berpengaruh 
pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan 
masyarakat setempat. Juga ketika ada survei, seperti 
Susenas akan terjaring anggota rumah tangga yang 
mempunyai tingkat rata-rata lama sekolah (RLS) yang 
tinggi. Juga adanya penyebaran perusahaan industri 
manufaktur ke daerah bagian selatan, karena keberadaan 
industri selain dapat mengurangi pengangguran, juga 
akan meningkatkan dimensi IPM. 
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BPS Akan Lakukan Sensus Penduduk 2020 
dan Kisah-Kisah di Baliknya 

Sapto Prayogo 
Statitisi BPS Kabupaten Cianjur 

   
Adakah yang mengenal Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan kisah-kisah di baliknya? Saya pikir, sebagian besar 
masyarakat kita tidak mengenalnya. Padahal, BPS adalah 
instansi pelat merah yang paling sering blusukan. 

Blusukannya dari pintu ke pintu, ke rumah-rumah 
penduduk, pasar-pasar, pabrik-pabrik, kawasan-kawasan 
industri dan bisnis, atau di tempat-tempat usaha lainnya. 

Blusukannya tidak di perkotaan saja, tetapi 
perdesaan pun ditempuhnya. Wilayah pesisir pantai 
dijangkaunya, dan wilayah ujung gunung pun 
ditaklukkannya. Semua wilayah didatanginya. 

Namun, ironis betul ketika sebagian besar 
masyarakat kita tidak mengenalnya. 

Mengapa ironis? Hal ini karena BPS di setiap 
kegiatannya sebagian besar langsung terjun ke masyarakat 
atau lokasi-lokasi usaha/perusahaan untuk mendata dan 
meneliti, namun masyarakat kita tidak mengenalnya. 

Selain itu, BPS benar-benar bekerja secara ilmiah 
serta netral atau independen untuk kepentingan bangsa 
dan negara, tetapi sebagian besar masyarakat kita justru 
curiga terhadap kegiatan-kegiatannya. 

Bahkan, kadang kedatangannya ditolak mentah-
mentah. Mereka tidak mengetahui arti pentingnya 
keberadaaanya. Padahal keberadaannya yang dibentuk 
oleh pemerintah sangatlah vital. Data yang dihasilkan BPS 
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akan dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan 
nasional dan menentukan kebijakan yang akan diambil 
oleh pemerintah. 

BPS memiliki spesialisasi melakukan kegiatan 
statistik, khususnya kegiatan statistik dasar. Contoh dari 
kegiatan statistik dasar adalah Sensus Penduduk, Sensus 
Pertanian, Sensus Ekonomi, Survei Sosial Ekonomi 
Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Survei 
Konstruksi, Survei Harga Perdesaan, Survei Harga 
Produsen, Survei Industri Besar dan Sedang, Survei 
Industri Mikro dan Kecil, Survei Kerangka Sampel Area, 
Survei Ubinan Tanaman Pangan dan Palawija, dan masih 
banyak lagi. 

Hampir semua bidang kehidupan pun didata BPS. 
Mulai dari bidang perumahan, bidang pendidikan, bidang 
kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang industri, 
bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang budaya, 
bidang keamanan, bidang transportasi, dan masih banyak 
lagi. 

Kegiatan statistik yang dilakukan BPS meliputi 
pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, 
penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengumpulan data dilakukan melalui sensus atau survei 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 
responden. 

Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan 
oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), pegawai BPS, 
atau mitra BPS. 

Sebelum terjun ke lapangan, mereka dilatih terlebih 
dahulu. Dengan begitu, data hasil sensus atau survei akan 
berkualitas dan menghasilkan kesimpulan yang tepat. 
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Kesimpulan yang tepat akan menghasilkan kebijakan 
pemerintah yang tepat pula. 

Proses pengumpulan data merupakan proses yang 
paling berat. Petugas pengumpul data harus pandai-
pandai merayu responden sehingga responden bisa 
memberikan jawaban yang benar. 

Jawaban yang benar dari responden merupakan 
target utama para pengumpul data di lapangan karena 
akan menentukan arah perencanaan pembangunan 
nasional ke depannya. 

Oleh karena itu, mari kita dukung semua kegiatan 
BPS. Tahun depan direncanakan akan diadakan Sensus 
Penduduk 2020 (SP2020). 

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, SP2020 
merupakan sensus penduduk yang ketujuh. Sensus 
penduduk pertama kali dilakukan tahun 1961, kedua 
tahun 1971, ketiga tahun 1980, keempat tahun 1990, kelima 
tahun 2000, dan keenam tahun 2010. 

Berikan jawaban yang benar demi suksesnya 
pembangunan nasional. Anda tercatat, data akurat. 
Semoga. 
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Rajut Erat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
di Tahun Politik 

Sapto Prayogo 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

   
Indonesia adalah negeri yang subur. Hampir 

semua tanaman bisa tumbuh di negeri ini. Indonesia kaya 
rempah-rempah sehingga banyak negara lain yang ingin 
memiliki negeri ini. Indonesia orangnya ramah-ramah. 
Oleh karenanya, banyak wisatawan asing yang betah 
tinggal di sini. Kekayaan alam Indonesia melimpah ruah. 
Karenanya banyak negara lain yang ingin mengeruk 
kekayaan alam negeri ini. 

Namun, Indonesia yang penuh dengan kelebihan 
tersebut tiba-tiba menjadi negeri yang terancam persatuan 
dan kesatuannya. Banyak kejadian di masyarakat yang 
dapat menimbulkan bentrokan massa. Banyak peristiwa 
dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan 
perpecahan bangsa. Banyak tindakan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang dapat memicu diskriminasi 
suku, agama, ras, maupun golongan. 

Apalagi tahun 2019 merupakan tahun politik. 
Tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan Pemilu serentak. 
Pemilu pertama kali di negeri ini yang akan memilih calon 
presiden dan wakilnya sekaligus memilih calon DPR, 
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. 
Menghadapi hajatan besar tersebut, tampak tercium 
benih-benih perpecahan anak bangsa. 

Salah satu solusi membangun persatuan dan 
kesatuan bangsa ini adalah dengan menyadarkan ke setiap 
warga negara bahwa betapa sangat besarnya negeri ini. 
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Selain itu, sangat beranekaragamnya suku bangsa, bahasa 
daerah, adat istiadat, budaya, dan agama. Dengan 
demikian, setiap warga negara Indonesia akan merasa 
bangga menjadi bangsa ini dan akan tumbuh rasa cinta 
tanah air dan bangsa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, luas 
wilayah Indonesia sebesar 1.916.862,20 kilometer persegi. 

Di tahun 2018, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 
16.056 pulau. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah 
penduduk Indonesia di tahun 2019 diproyeksikan sebesar 
268.074.000 jiwa. Jumlah penduduk sebesar itu tersebar di 
34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.232 kecamatan, 
75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 Unit Permukiman 
Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi 
(SPT). Bahkan dari hasil Sensus Penduduk 2010, diketahui 
bahwa terdapat sekitar 2.500 bahasa daerah dan 1.340 
suku. 

Sungguh besar dan beranekaragam bangsa ini. 
Mari bergandengan tangan membangun bangsa ini. 
Wujudkan cita-cita bangsa. Singkirkan perpecahan. 
Jauhkan pertikaian. Semoga Indonesia semakin aman, adil, 
makmur, dan sejahtera. 
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Ketimpangan di Jawa Barat, Lebarkah? 

Bisma Putra Adipujatama 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan 
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. 
Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien 
Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan 
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki 
pendapatan yang sama.  

Ketimpangan merupakan satu indikator makro 
dalam pembangunan ekonomi selain dari kemiskinan, 
pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. 
Keempat indikator tersebut menjadi bahan evaluasi setiap 
tahunnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan.  

Dalam hal menghitung angka Gini Ratio, BPS 
menggunakan data Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 
Pengumpulan datanya dilakukan pada bulan Maret dan 
September sejak 2015. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 
Tingkat Ketimpangan atau Gini Ratio di Jawa Barat 
membesar dari 0,393 pada September 2017 menjadi 0,405 
pada September 2018. 

 Berdasarkan daerah tempat tinggal, angka Gini 
Ratio bisa dirinci menjadi dua, yakni Gini Ratio di daerah 
perkotaan dan perdesaan.  

Di daerah perkotaan tingkat ketimpangan 
pengeluaran penduduk Jawa Barat yang diukur oleh Gini 
Ratio pada September 2018 sebesar 0,413. Angka ini lebih 
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tinggi 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio 
pada September 2017, yaitu sebesar 0,399.  

Namun sebaliknya untuk daerah perdesaan, 
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Barat 
yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2018 sebesar 
0,315. Angka ini bisa dibilang stagnan. Angka tersebut 
mengalami penurunan yang sangat kecil, yakni hanya 
0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio di daerah 
perdesaan per September 2017, yaitu sebesar 0,326. 
Artinya ketimpangan terlihat di daerah kota dibandingkan 
dengan di desa, persoalannya karena “gap” antara 
masyarakat bawah dan atas di kota terlalu lebar. Hal ini 
juga tercermin dari Gini Ratio perkotaan lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan perdesaan.  

 

Faktor penyebab 

Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi 
ketimpangan adalah terbatasnya akses terhadap 
pelayanan dasar di kelompok masyarakat terbawah. 
Beberapa masyarakat masih terbatas aksesnya untuk 
menikmati pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, 
hingga listrik. Ini adalah tantangan berat bagi pemerintah 
pusat dan daerah untuk menurunkan ketimpangan 
pendapatan antara warga miskin dan kaya.  

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Disisi lain, Data yang dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi triwulan I tahun 2018 menunjukkan kinerja yang 
positif, yakni tumbuh 6,02 persen lebih tinggi dibanding 
capaian triwulan IV tahun 2017 sebesar 5,32 persen. Akan 
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tetapi ketimpangan pendapatan semakin melebar. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya disertai 
pemerataan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh 
seluruh masyarakat dan ketimpanganpun akan bisa di 
tekan. 

 

Kemiskinan  

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki 
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis 
kemiskinan. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 
Barat 15 Januari 2019 tentang tingkat kemiskinan Jawa 
Barat September 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa 
Barat sebesar 7,25 persen (3.539,40 ribu jiwa). Hal ini 
membuat pemerintah terus melakukan program kebijakan 
yang mampu menekan angka tersebut. Salah satunya yang 
sudah berjalan adalah Program Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam 
penyaluran bantuan sosial. BPNT adalah kebijakan 
pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban 
pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih 
seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
secara tepat sasaran dan tepat waktu. 

Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah 
terkait upaya menekan indeks gini akan dapat terwujud 
jikalau, kemiskinan berhasil ditekan dan ketimpangan 
pendapatan berkurang. 
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Mencermati Kecukupan Gizi Masyarakat 
Kabupaten Bandung 

Adisty Septiyani 
Statistisi BPS Kabupaten Bandung 

 
Memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan 

produktivitas kerja yang tinggi merupakan salah satu ciri 
bangsa yang maju. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 
keadaan gizi. Gizi yang tidak optimal merupakan salah 
satu penyebab penyakit tidak menular (PTM), seperti 
penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh 
darah, hipertensi, dan strok), diabetes, serta kanker yang 
merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Lebih 
separuh dari semua kematian di Indonesia merupakan 
akibat PTM. (Dinkes, 2008). 

Sebegitu pentingnya gizi bagi masyarakat hingga 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 pasal 141 dan 
142 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahkan tanggal 25 
Januari telah dijadikan sebagai Hari Gizi Nasional. 
Perbaikan gizi juga menjadi salah satu prioritas 
pembangunan kesehatan dalam rencana pembangunan 
jangka menengah nasional tahun 2015-2019, khususnya 
stunting (pendek/kerdil), karena hal ini merupakan 
prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia.  

Akan tetapi, pemerintah tampaknya masih harus 
berjuang dalam melakukan perbaikan gizi. Data Global 
Nutrition Report (2014) menyebutkan bahwa Indonesia 
termasuk negara yang memiliki masalah gizi yang 
kompleks. Di satu sisi kita menghadapi masalah gizi 
kurang, stunting, dan wasting (kurus), di sisi lain kita juga 
dihadapkan pada masalah gizi lebih (obesitas).  
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Namun, menurut data Riset Kesehatan Dasar 2018 
terlihat bahwa hampir semua provinsi di Indonesia 
mengalami perbaikan gizi. Perbaikan gizi terlihat dari 
proporsi status gizi buruk dan gizi kurang balita yang kian 
menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013. Begitu 
pula untuk proporsi status gizi sangat pendek dan pendek 
pada balita, proporsi status gizi kurus dan sangat kurus 
pada balita, proporsi status gizi gemuk pada balita, semua 
mengalami penurunan. Jawa barat termasuk provinsi yang 
mengalami penurunan dalam proporsi tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil 
melakukan perbaikan gizi pada masyarakat.  

Pola makan merupakan perilaku paling penting 
yang dapat memengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan 
karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman 
yang dikonsumsi akan memengaruhi tingkat gizi dan 
kesehatan. Pola konsumsi masyarakat bisa terlihat dari 
pengeluaran masyarakat.  

Untuk wilayah Kabupaten Bandung, menurut hasil 
Susenas Maret 2018, pengeluaran rata-rata penduduk per 
kapita sebulan secara keseluruhan, baik untuk makanan 
dan bukan makanan, adalah Rp1.126.162, dengan 
persentase pengeluaran untuk makanan 47,64% dan 
pengeluaran untuk bukan makanan 52,36%. Maka terlihat 
bahwa pengeluaran penduduk Kabupaten Bandung lebih 
banyak untuk memenuhi kebutuhan non-makanan 
dibandingkan dengan kebutuhan makanan. Namun, 
apakah porporsi pengeluaran ini memengaruhi tingkat 
kecukupan gizi masyarakat?  

Perlu diketahui bahwa tingkat kecukupan gizi 
mencakup konsumsi kalori dan protein. Jumlah konsumsi 
kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil 
kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi 
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dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam 
setiap makanan tersebut. Menurut Widya Karya Nasional 
Pangan dan Gizi XI (WKNPG XI) tahun 2018, rata-rata 
kecukupan energi dan protein per hari bagi penduduk 
Indonesia adalah masing-masing sebesar 2.100 kkal dan 57 
gram.  

Berdasarkan data Susenas Maret 2018, rata-rata 
konsumsi kalori dan protein penduduk Kabupaten 
Bandung per kapita pada tahun 2018 adalah masing-
masing sebesar 2.190,57 kkal dan 61,92 gram. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori dan 
protein per kapita penduduk Kabupaten Bandung sudah 
memenuhi syarat kecukupan gizi yang telah ditetapkan 
oleh WKNPG IX tahun 2018.  

Untuk jenis makanan, padi-padian/beras masih 
menjadi konsumsi utama di Kabupaten Bandung. Rata-
rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk komoditas 
padi-padian/beras adalah sebanyak 38%, kemudian 
disusul oleh makanan dan minuman jadi (26,94%). 
Sedangkan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari 
untuk komoditas buah-buahan hanya 2,02% dan sayuran 
sebanyak 1,28%. Konsumsi makanan yang mengandung 
protein juga tidak terlalu banyak, rata-rata konsumsi kalori 
per kapita sehari daging hanya 3,8%, telur dan susu 
sebanyak 3,19%, kemudian ikan hanya 1,53%.  

Meskipun berdasarkan hasil Riskesdas 2018 
terlihat bahwa pemerintah telah berhasil melakukan 
perbaikan gizi pada masyarakat, namun pemerintah 
belum bisa bernapas lega. Menurut data Susenas Maret 
2018, meskipun rata-rata konsumsi kalori dan protein 
penduduk per kapita sudah memenuhi syarat kecukupan 
gizi, tetapi terlihat bahwa konsumsi buah, sayuran, dan 
protein masyarakat masih sangat kurang. Padahal hal ini 
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bisa berpengaruh pada tingkat kecukupan gizi 
masyarakat.  

Sayur dan buah merupakan jenis makanan yang 
harus ada setiap hari. Karena aneka buah dan sayuran 
segar mengandung sumber serat, berbagai vitamin, 
antioksidan serta mineral yang sangat dibutuhkan tubuh. 
Bahkan menurut The National Health and Medical 
Research Council (NHMRC) di Australia, setiap hari 
setidaknya kita harus mengonsumsi 5 jenis sayuran dan 2 
jenis buah-buahan. Mengonsumsi buah dan sayur setiap 
hari dapat mengurangi risiko terserang penyakit jantung, 
tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, melancarkan 
sistem pencernaan, membantu meningkatkan fungsi 
penglihatan dan memori, meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh, dan menguatkan tulang dan gigi.  

Perlu diketahui bahwa permasalahan gizi tidak 
hanya berhubungan dengan kesehatan saja. Namun, 
dipengaruhi juga oleh berbagai hal, seperti ekonomi, 
sosial, budaya, pendidikan juga pemahaman masyarakat 
mengenai gizi.  

Banyaknya pemahaman masyarakat yang kurang 
tepat menjadi salah satu alasan terjadinya masalah gizi. 
Misalnya pemahaman bahwa tidak makan nasi berarti 
tidak makan. Padahal bukan hanya nasi yang merupakan 
sumber karbohidrat, masih ada sumber lain seperti 
kentang, ubi atau singkong. Kemudian meskipun ikan 
merupakan sumber protein, namun ketika harga ikan naik, 
bukan berarti kita berhenti mengonsumsi protein, karena 
protein dari ikan bisa diganti dengan telur atau bahkan 
tahu dan tempe yang harganya lebih murah.  

Hal ini jelas menjadi tantangan besar, baik untuk 
pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah masih 
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sangat perlu mengedukasi masyarakat mengenai 
pemahaman gizi dan pola konsumsi yang baik, demi 
mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup 
manusia Indonesia (Nawacita 5) dan meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing bangsa (Nawacita 6).  
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Menilik Potensi Desa  
di Kabupaten Bandung 

Adisty Septiyani 
Statistisi BPS Kabupaten Bandung 

 
Berhasil tidaknya program pemerintah dalam 

pembangunan desa dapat tercermin dari hasil pendataan 
Potensi Desa (Podes). Pendataan Podes sendiri dilakukan 
setiap tiga kali dalam sepuluh tahun, mendahului kegiatan 
Sensus Penduduk. Pendataan terakhir yang dilakukan 
adalah tahun 2011, 2014, dan 2018.  

Tujuan pendataan Podes 2018, selain 
mengumpulkan informasi dasar untuk Sensus Penduduk 
2020, juga menghasilkan data potensi desa berupa data 
sosial, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, 
klasifikasi/tipologi desa dan melengkapi data guna 
membentuk indeks pembangunan desa (IPD).  

IPD adalah indeks komposit yang menggambarkan 
tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dengan skala 
0–100. IPD diukur dengan menggunakan lima dimensi, 
yaitu ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan 
penyelenggaraan pemerintah. IPD membagi desa menjadi 
tiga kategori, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan 
desa tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin 
mandiri desa tersebut.  

Di Jawa Barat, pendataan Podes 2018 mencakup 
5.312 desa dan 645 kelurahan. Podes juga mencatat 
sebanyak 627 kecamatan dan 27 kabupaten/kota. 
Dibandingkan dengan keadaan 2014, terjadi kemajuan 
yang cukup baik di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari 
kenaikan nilai seluruh dimensi penyusun IPD Jawa Barat.  
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Dimensi yang paling tinggi kenaikannya adalah 
Dimensi Pemerintahan Desa, sebesar 5,83 poin, yaitu dari 
73,92 (2014) menjadi 79,75 (2018). Sedangkan dimensi yang 
paling rendah kenaikannya adalah Dimensi Pelayanan 
Dasar, sebesar 0,96 poin, dari 68,4 (2014) menjadi 69,36 
(2018).  

Dari hasil Podes 2018 terlihat bahwa dimensi 
infrastruktur di Jawa Barat masih membutuhkan 
perhatian. Nilai dimensi infrastruktur merupakan nilai 
terkecil dibandingkan dengan dimensi lainnya. 
Peningkatan infrastruktur dapat dimulai dari pengadaan 
infrastruktur ekonomi, infrastruktur energi, infrastruktur 
air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur komunikasi dan 
informasi.  

Pada 2018, jumlah desa tertinggal berkurang 
sebanyak 74 desa (76,29 persen) bila dibandingkan tahun 
2014. Sementara itu, Desa Mandiri bertambah sebanyak 
596 desa (99,67 persen). Walaupun terjadi peningkatan 
jumlah desa mandiri serta penurunan jumlah desa 
tertinggal, pemerintah Jawa Barat belum boleh merasa 
puas, karena kemajuan yang terjadi masih dibawah rata-
rata nasional. Jumlah desa mandiri di Indonesia meningkat 
hingga 200 persen, yang artinya provinsi lain melakukan 
kemajuan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan Jawa 
Barat dalam usaha pembangunan desa mandiri.  

Untuk Kabupaten Bandung yang memiliki 
desa/kelurahan terbanyak ke-11 di Jawa Barat dengan 
jumlah desa terbanyak ke-10 dan kelurahan terbanyak ke-
14, bagaimana potensi desanya?  

Pada bidang pendidikan, diketahui bahwa di 
seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bandung telah 
terdapat SD/MI, sebanyak 248 desa/kelurahan telah 
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terdapat SMP/MTs, 142 desa/kelurahan telah terdapat 
SMA/MA dan 98 desa/kelurahan telah terdapat SMK. 

Untuk infrastruktur kesehatan, sebanyak 8 
desa/kelurahan memiliki rumah sakit, 9 desa/kelurahan 
memiliki rumah sakit bersalin, serta 62 desa/kelurahan 
memiliki puskesmas. Terkait ketersediaan tenaga 
kesehatan yang tinggal di desa, pada 93 desa/kelurahan 
terdapat dokter pria, 73 desa/kelurahan terdapat dokter 
wanita, 37 desa/kelurahan terdapat dokter gigi dan 261 
desa/kelurahan terdapat bidan.  

Untuk infrastrukur ekonomi, sebanyak 93 
desa/kelurahan memiliki kelompok pertokoan, 39 
desa/kelurahan memiliki pasar dengan bangunan, baik 
bangunan permanen maupun semi permanen, serta 960 
desa/kelurahan memiliki pasar tanpa bangunan. 
Kemudian diketahui bahwa pada 143 desa/kelurahan 
terdapat mini market, 109 desa/kelurahan terdapat 
restoran/rumah makan, serta 279 desa/kelurahan 
terdapat warung/kedai makanan minuman.  

Untuk keberadaan industri kecil dan mikro, 
diketahui bahwa sebanyak 221 desa/kelurahan memiliki 
industri dari kain/tenun. Jumlah ini lebih tinggi 
dibandingkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki 
industri makanan dan minuman, yakni sebanyak 194 
desa/kelurahan. Untuk keberadaan koperasi, sebanyak 21 
desa/kelurahan memiliki Koperasi Unit Desa, 33 desa 
memiliki Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, 
113 desa memiliki Koperasi Simpan Pinjam dan 51 desa 
memiliki Koperasi Lainnya. Terkait dengan infrastruktur 
energi, diketahui bahwa di seluruh desa/kelurahan di 
Kabupaten Bandung telah terdapat keluarga pengguna 
listrik PLN. Kemudian sebagian besar sumber penerangan 
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jalan utama menggunakan listrik pemerintah, yaitu pada 
205 desa/kelurahan.  

Untuk keberadaan Base Transceiver Station (BTS), 
sebanyak 226 desa/kelurahan sudah memiliki BTS dan 
hanya 54 desa/kelurahan yang tidak memiliki BTS. 
Kemudian untuk sinyal telepon seluler, diketahui terdapat 
37 desa/kelurahan dengan sinyal sangat kuat, 197 
desa/kelurahan dengan sinyal kuat, 45 desa/kelurahan 
dengan sinyal lemah dan 1 desa/kelurahan tidak ada 
sinyal. Sedangkan untuk keberadaan dan jenis kekuatan 
jaringan data, sebanyak 212 desa/kelurahan memiliki 
sinyal internet 4G/LTE, 55 desa/kelurahan memiliki 
sinyal internet 3G/H/H+, 6 desa/kelurahan memiliki 
sinyal 2G/E/GPRS dan 6 desa/kelurahan tidak memiliki 
sinyal internet. Untuk infrastruktur transportasi, diketahui 
bahwa seluruh desa/kelurahan menggunakan sarana 
transportasi darat, yang mana pada 180 desa/kelurahan 
sudah tersedia angkutan umum dengan trayek tetap dan 
sisanya tanpa trayek tetap. Sedangkan jenis permukaan 
jalan darat yang terluas merupakan aspal/beton, yaitu 
pada 274 desa/kelurahan dan sisanya diperkeras (kerikil, 
batu, dll) yaitu pada 6 desa/kelurahan.  

Di bidang perumahan dan lingkungan hidup, 
diketahui bahwa sebagian besar keluarga di seluruh 
desa/kelurahan di Kabupaten Bandung menggunakan 
LPG 3 kg sebagai bahan bakar untuk memasak, dengan 225 
desa/kelurahan memiliki agen LPG. Sedangkan untuk 
sumber air minum, mayoritas desa/kelurahan di 
Kabupaten Bandung, yaitu sebanyak 120 desa/kelurahan, 
menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum. 
Pada bidang sanitasi, sudah tidak ada desa/kelurahan 
yang fasilitas tempat buang air besar sebagian keluarganya 
bukan jamban, dengan mayoritas telah menggunakan 
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jamban sendiri sebagai fasilitas tempat buang air besarnya, 
yaitu sebanyak 267 desa/kelurahan.  

Dari hasil pendataan Podes 2018, terlihat bahwa 
dalam empat tahun terakhir, dengan adanya 
pembangunan dan aliran dana desa yang cukup besar, 
telah terjadi kemajuan pada hampir semua dimensi desa. 
Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa 
sebagai salah satu prioritas Pemerintah saat ini, 
sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu 
“membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
kerja negara kesatuan", yang dikawal oleh Kemendesa 
telah memberikan kemajuan yang signifikan. 
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Indonesia (Harus) Bebas Stunting  
dan Gizi Buruk 

Adong Hotma Megawati H 
Statistisi BPS Kota Bandung 

 
Gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan 

kesehatan di Indonesia. Menurut kementerian kesehatan 
Republik Indonesia, stunting adalah masalah kurang gizi 
kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam 
waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan 
gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan 
anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar 
usianya. 

Kasus stunting  dan gizi buruk ini tidak hanya 

terjadi di kota-kota terpencil saja tetapi kota besar pun 

masih menghadapi persoalan yang sama dan sudah terjadi 

dari dulu hingga sekarang. Dari ayobandung.com tanggal 

16 Oktober 2018 kita dikagetkan dengan berita 20-an balita 

pada tahun 2012 di Kecamatan Gedebage Kota Bandung 

yang menderita sakit akibat gizi buruk. Kota Tangerang 

Selatan (Tangsel) pun menyatakan sepanjang tahun 2018 

ada 59 balita yang mengidap gizi buruk, baik karena 

penyakit maupun akibat gangguan pola asuh orang tua. 

Seperti yang disiarkan oleh MNC TV, program Inews 

siang pada Kamis, 7 Januari 2019 menyatakan bahwa ada 

dua bocah kakak beradik di Lotu, Nias Utara, Sumatera 

Utara (Sumut) tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak 

lain akibat gizi buruk sejak lahir. Keterbatasan ekonomi 

memaksa mereka hidup tidak layak.Tangan dan kaki dua 

bocah malang tersebut mengering dan keriput. Selain itu, 

kaki dan tangan membengkok sehingga sulit berjalan. 
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Kedua bocah tersebut masing-masing berbobot 4 kg dan 7 

kg. Karena belum bisa bicara, kedua bocah itu hingga kini 

belum sekolah. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo 

Subianto dalam pidato kebangsaannya yang berlangsung 

di JCC, Senayan, Jakarta (14/1/2019) menyoroti beberapa 

hal. Salah satunya adalah masalah stunting karena kurang 

protein atau kurang gizi. 

Hal ini membuktikan belum optimalnya usaha 

pemerintah pusat, daerah dan warga Indonesia dalam 

mengentaskan gizi buruk dan stunting tersebut. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2018 menunjukkan adanya adanya perbaikan status 

gizi pada balita di Indonesia. Proporsi status gizi sangat 

pendek dan pendek turun dari 37,2 persen (Riskesdas 

2013) menjadi 30,8 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari 

angka minimum stunting yang ditetapkan World Health 

Organization (WHO), yakni 20 persen. Demikian juga 

proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6 

persen (Riskesdas 2013) menjadi 17,7 persen. Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat acara 

Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 

(Rakerkesnas) tahun 2019 di ICE, Bumi Serpong Damai, 

Tangerang Selatan, Selasa (12/2/2019) meminta 

pemangku kepentingan termasuk kepala dinas kesehatan 

di semua tingkatan untuk menyelesaikan masalah 

kesehatan pertumbuhan yang menyebabkan stunting, 

agar kasus stunting dimusnahkan dari bumi Indonesia. 

Sebenarnya sudah ada banyak usaha dan program 

yang sudah dilaksanakan pemerintah untuk 

menyelesaikan masalah stunting dan gizi buruk ini. Salah 

satunya adalah program intervensi stunting gizi spesifik 
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yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30 persen 

penurunan stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi 

spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan, 

misalnya program memberikan makanan tambahan 

(PMT) pada ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mengatasi 

kekurangan protein kronis, kekurangan zat besi dan asam 

folat, kekurangan iodium dan menanggulangi cacingan 

pada ibu hamil serta melindungi dari malaria.  

Pemerintah juga membuat program intervensi 

stunting gizi sensitif. Program ini idealnya dilakukan 

melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor 

kesehatan dan berkontribusi pada 70 persen penurunan 

stunting. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah 

masyarakat secara umum. Pada program intervensi gizi 

sensitif, ada 12 kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Mulai dari menyediakan dan memastikan akses terhadap 

air bersih, menyediakan dan memastikan akses terhadap 

sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, 

menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan 

Keluarga Berencana (KB), menyediakan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), hingga menyediakan Jaminan 

Persalinan Universal (Jampersal). Selain itu juga 

memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, 

memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, 

memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, 

serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan 

sosial bagi keluarga miskin, dan meningkatkan ketahanan 

pangan dan gizi. 
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Kedua program intervensi tersebut termuat dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005–2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2015-2019, dengan target penurunan prevalensi stunting 

menjadi 28 persen pada tahun ini. Dalam rangka tersebut, 

pemerintah bersama DPR juga telah menyusun Undang-

Undang (UU) No. 36/2009 tentang kesehatan. pemerintah 

juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No.33/2012 tentang air susu ibu eksklusif dan Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional 

Percepatan Perbaikan Gizi. Program dan berbagai 

kebijakan itu kemudian memiliki konsekuensi terhadap 

anggaran. Menurut Menteri Perekonomian (Menko) 

Maritim Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah telah 

mengalokasikan 46 triliun rupiah yang tersebar di lintas 

kementerian. Anggaran tersebut juga akan menyasar 100 

kabupaten/kota dalam rangka prioritas penanganan 

stunting. 

Selain pemerintah, warga Indonesia juga banyak 
menunjukkan usaha dan inovasi dalam mengatasi 
masalah stunting dan gizi buruk tersebut. Di Kota Bandung 
ada kelompok Ojek Makanan Bayi (OMABA), yang 
dididirikan oleh Vita Fathimah pada tahun 2013. OMABA 
merupakan kelompok binaan PT. Pertamina TBBM 
Bandung Group bersama ICDC Indonesia sebagai 
pendamping kelompok dan juga UPT Puskesmas Riung 
Bandung. Dimana kelompok binaan ini fokus dalam 
kegiatan kesehatan dan lingkungan. Berdasarkan hasil 
wawancara via telepon dengan Ibu Vita Fathimah, 
kelompok OMABA  lahir dari adanya permasalahan 
kesehatan yaitu kasus balita gizi buruk di Kelurahan 
Cisaranten Kidul. Adapun kegiatan-kegiatan dari 
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kelompok OMABA yaitu terdiri dari Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT)-Pemulihan pada balita gizi buruk oleh 
Ojek Makanan Balita (OMABA), pegolahan makanan sehat 
sebagai menu PMT-Pemulihan untuk balita gizi buruk 
oleh Dapur OMABA serta kegiatan produksi makanan dan 
jasa tata boga. Pada kegiatan lingkungan yaitu kegiatan 
berkebun oleh Kelompok Berkebun Sehati RW 11, dimana 
lahan berkebun memanfaatkan lahan bekas TPS yang 
berada tidak jauh dengan Dapur OMABA.  Ibu Vita 
Fathimah mengharapkan OMABA dapat direplikasi di 
seluruh Indonesia demi mengentaskan stunting dan gizi 
buruk ditanah air tercinta kita ini. Agar Indonesia terbebas 
dari  kasus gizi buruk dan stunting butuh usaha nyata 
bersama dari semua pihak baik pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan seluruh warga Indonesia. Usaha 
nyata bersama berbagai pemangku kepentingan perlu 
terus dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing-
masing dengan mengutamakan komitmen, kampanye, 
konvergensi program, akses pangan bergizi dan 
monitoring program. 
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SDM Jabar Dalam Revolusi Industri 4.0  
A. Saebani 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

         

Indonesia umumnya dan Jawa Barat khususnya 
perlu lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era 
revolusi industri 4.0 sebagai dampak dari kemajuan 
teknologi digital, artificial intelligence (AI) atau kecerdesan 
buatan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Revolusi 
industri 4.0 sudah menyasar ke berbagai aktivitas 
kehidupan manusia. Inovasi dan kesiapan SDM menjadi 
modal utama untuk memanfaatkan peluang dari 
kemajuan teknologi tersebut. 

Istilah revolusi industri dipopulerkan oleh 
Friedrick Engels dan Louis-Auguste Blanqui di 
pertengahan abad ke-19. Revolusi industri 1.0 terjadi di 
Inggris pada tahun 1784 ditandai dengan penemuan mesin 
uap yang menitikberatkan dimulainya mekanisasi yang 
menggantikan tenaga manusia. Revolusi industri 2.0 
terjadi pada akhir abad ke-19 yang ditandai dengan 
adanya mesin-mesin produksi dengan bertenaga listrik 
yang digunakan untuk produksi massal dan menerapkan 
proses quality control. 

Selanjutnya revolusi 3.0 dimuali dari tahun 1970 
yang ditandai dengan penggunaan teknologi komputer 
untuk otomasi manufaktur. Perkembangan ke arah 
“Revolusi Industri 4.0” ditandai dengan teknologi sensor, 
interkoneksi, analisis data yang memunculkan gagasan 
untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke 
dalam bidang industri. 
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Revolusi Industri 4.0 merupakan tahapan revolusi 
teknologi dengan mengubah cara beraktivitas manusia 
dalam skala, ruang lingkup, kerumitan pelayanan, 
maupun proses produksi supaya lebih sederhana, lebih 
cepat dan produktivitas lebih tinggi dari biasanya. 
Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah 
lain dari revolusi industri 4.0, yang memperlihatkan 
semua aktivitas terotomatisasi dan terkonektivitas di 
semua bidang kehidupan. Penggunaan teknologi, 
pendekatan serta inovasi terbaru yang menggabungkan 
dunia fisik, digital, dan manusia secara fundamental akan 
mengubah pola hidup dan interaksi manusia. 

Revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah pola 
perilaku manusia dalam berinteraksi, tetapi secara 
signifikan merubah proses serta fundamental bisnis di 
zaman now. Melihat dari tiga fase revolusi industri 
sebelumnya, kemajuan teknologi telah terbukti membawa 
efisiensi, meningkatkan produktivitas, lebih mudah 
terhadap proses produksi maupun distribusi barang dan 
jasa. Tetapi, ketika sumber daya manusia (SDM) tidak siap 
untuk menghadapi serta menyesuaikan diri dengan 
teknologi akan terjadi sebaliknya. Berbagai pekerjaan yang 
dikerjakan tenaga manusia perlahan akan digantikan oleh 
robot yang dianggap lebih efisien dan mudah untuk diatur 
dibandingkan manusia.  

Tak terkecuali, Jawa Barat sebagai Provinsi yang 
mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia harus siap 
dengan perkembangan teknologi 4.0. Menurut data BPS, 
pada tahun 2018 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 
48,68 juta jiwa dengan sex ratio 102,59. Untuk angkatan 
kerja pada Agustus 2018 sebanyak 22,63 juta orang, 
mengalami kenaikkan sebesar 237,12 ribu orang 
dibandingkan Agustus 2017. Yang menjadi permasalahan 
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adalah peningkatan jumlah angkatan kerja, tidak diikuti 
dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK). Perkembangan TPAK pada Agustus 2018 sebesar 
62,92 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,42 
persen poin dibandingkan dengan tahun yang lalu.  

Penurunan TPAK tersebut sebagai indikasi adanya 
perlambatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) 
tenaga kerja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi 
pemerintah daerah Jawa Barat untuk memprioritaskan 
pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul 
dan berdaya saing. Salah satu tantangan di era zaman now 
adalah kompetisi di segala bidang kehidupan, maka 
literasi digital perlu ditingkatkan khususnya untuk 
generasi milennial. 

Peningkatan kemampuan literasi digital bagi 
generasi milenial harus menjadi perhatian pemerintah. 
Kemajuan teknologi digital akan menjadi tantangan 
bahkan ancaman jika penduduk tidak mampu 
mempersiapkan diri dari teknologi tersebut. Kemajuan 
teknologi seperti halnya revolusi teknologi 4.0 akan 
memberikan tingkat pengangguran jika pemangku 
kebijakan tidak respon terhadap peluang serta dampak 
yang akan diperoleh. 

Kondisi ini dapat dilihat dari rilis BPS, dimana 
tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat yang 
terbilang cukup tinggi. Data memperlihatkan, pada bulan 
Agustus 2018 TPT sebesar 8,17 persen lebih tinggi dari TPT 
nasional sebesar 5,34 persen. Perlu menjadi perhatian 
serius Pemda Jawa Barat adalah TPT untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) yang mendominasi diantara 
tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 16,97 persen, dan 
SMA (9,78 persen). 
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Keberadaan pemerintah untuk lebih berperan 
dalam mendorong sumber daya manusia (SDM) 
khususnya para lulusan vokasi seperti SMK untuk lebih 
meningkatkan keahlian dalam literasi digital. Juga perlu 
adanya pemantapan sesuai kompetensi untuk retraining 
sehingga kemampuan dan keahlian para lulusan SMK 
sesuai dengan harapan pemberi kerja atau keperluan 
industri. 

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Yahya dalam 
menyongsong revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan 
vokasi adalah perlu adanya gerakan literasi baru. 
Penguatan literasi baru tersebut sebagai penguat bahkan 
menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru 
dimaksudkan terfokus pada tiga litersi utama yaitu, 1) 
literasi digital, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi manusia. 
Tiga keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan 
yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 
4.0. 

Selain mempersiapkan SDM unggul yang 
mempunyai kemampuan literasi digital, literasi industri 
dan literasi manusia. Pemerintah daerah juga perlu 
mengembangkan pelatihan program lifeskill untuk 
mempersiapkan para generasi melenial khususnya para 
lulusan SMK dan SMA untuk mengembangkan diri 
dengan kemampuan inovasi dan kreatif sehingga mampu 
mempunyai kemampuan dalam beriwirausaha.     
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Cegah Stunting Menyongsong  
Bonus Demografi 

Magdalena Sinaga 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 
 

Bonus demografi hanya akan menjadi peluang jika 
disokong oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 
Indonesia sedang mengalami “bonus demografi”,  namun 
pertanyaannya, mampukah kita memanfaatkannya? 
Seiring berjalannya waktu, bonus demografi seakan 
menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi sebagai mesin 
pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara di sisi lain 
dapat menciptakan masalah sosial ekonomi seperti 
pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas. 

 

Bonus Demografi 

Menurut perhitungan, Indonesia akan mengalami 
puncak “bonus demografi” pada tahun 2020- 2030. Kondisi 
ini memberikan keuntungan ekonomi berupa ledakan 
jumlah penduduk usia kerja, terutama angkatan kerja 
muda. Struktur penduduk didominasi kelompok usia 
produkif (usia 15-64 tahun). Akibatnya, angka beban 
tanggungan penduduk usia produktif ( dependency ratio ) 
menurun. Contohnya, angka Dependency Ratio sebesar 
30, artinya setiap 100 penduduk usia produktif hanya 
menanggung 30 orang tidak produktif. Bonus demografi 
yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari 
keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan 
penduduk selama empat dekade terakhir (transisi 
demografi). Tingkat kelahiran total (Total Fertility 
Rate/TFR) terus menurun secara konsisten. Pada 
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Tahun1970an dari sekitar 5,6 (setiap wanita usia 15-49 
tahun/subur rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga 
akhir masa reproduksinya) menjadi 2,49 pada tahun 2010. 
Penurunan tersebut memberi konfirmasi mengenai 
keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang 
mulai dijalankan pada 1970an. 

Hasil proyeksi penduduk 2010-2030 yang dirilis 
Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 menunjukkan 
bahwa bonus demografi diperkirakan bakal berlangsung 
hingga dua dekade mendatang. Angka beban tanggungan 
akan terus menurun hingga puncak bonus demografi 
terjadi pada tahun 2025 hingga 2030. Periode ini 
merupakan jendela peluang (window of opportunity) yang 
harus dimanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi 
pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi hanya akan 
menjadi kesempatan jika dibarengi dengan pertumbuhan 
ekonomi (pendapatan nasional) yang stabil. Karenanya, 
linieritas pertumbuhan ekonomi harus dijaga, bahkan 
harus ditingkatkan. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bogor dari tahun 2012 (LPE 6,01) terus 
meningkat sampai saat ini tahun 2018 ( LPE 6,21) 
menunjukan pertumbuhan ekonomi yang linier.  

Di sis lain, bonus demografi berpotensi mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 
Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia 
produktif berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. 
Hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan yang 
dialokasikan untuk membiaya pengeluaran (konsumsi) 
penduduk usia muda (0-14 tahun). Jika diinvestasikan 
pada sektor produktif, tabungan tersebut akan memacu 
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Untuk memetik manfaat bonus demografi, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia 
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harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Faktanya, 
sampai sekarang, kualitas penduduk usia kerja di Jawa 
barat secara umum masih rendah. Data Survei Angkatan 
Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 menunjukan 
bahwa penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh 
penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 
8,08 juta orang (38,89 persen), SMP sebanyak 3,84 juta 
orang (18,46 persen), SMA sebanyak 3,54 juta orang (17,04 
persen), dan SMK sebanyak 2,82 juta orang (13,57 persen). 
Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas) 
ada sebanyak 2,50 juta orang (12,04 persen) mencakup 
642,05 ribu orang berpendidikan Diploma dan 1,86 juta 
orang berpendidikan Universitas.  

 

Penyebab Stunting 

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan balita 
lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya. 
Stunting terjadi disebabkan oleh tidak tercukupinya 
asupan gizi anak bahkan sejak dalam kandungan. WHO 
menyatakan bahwa 20 persen kejadian stunting sudah 
terjadi ketika bayi masih berada di dalam kandungan. 
Kondisi ini diakibatkan oleh asupan ibu selama kehamilan 
kurang berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin 
sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan 
mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. 
Selain itu, stunting juga bias terjadi akibat asupan gizi saat 
anak masih di bawah usia 2 tahun tiddak mencukupi. 
Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan 
makanan yang mengandung zink, zat besi, serta protein 
ketika anak masih berusia balita adalah salah satu factor 
utama yang menyebabkan stunting. 
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Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang 
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia tahun 2017 ( 
anak 0-59 bulan) meningkat 2,1 persen dari tahun 2016 
(27,5 persen). Angka ini melebihi ambang batas yang 
ditetapkan Badan Kesehatan Dunia ( WHO ) yakni 20 
persen. Pada tahun 2017, Propinsi Bali (19,1 persen) 
memiliki prevalansi stunting yang paling kecil dan yang 
paling tinggi terdapat di Propinsi NTT (40,3 persen). 
Sedangkan untuk Jawa Barat memiliki prevalansi stunting 
sebesar 29,2 persen yang artinya masih berada di atas 
ambang yang ditetapkan WHO. 

Stunting dapat dipicu dari faktor ekonomi, 
pendidikan dan social budaya. Dari sisi ekonomi stunting 
cukup erat kaitannya dengan kemiskinan. Daerah dengan 
kemiskinan yang tinggi seringkali ditemukan kasus 
stunting. Kondisi ini diakibatkan karena ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Data 
Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan persentase 
penduduk miskin Indonesia Maret 2018 sebesar 9,82 
persen. Dari 21 provinsi yang prevalansi stuntingnya 
berada di atas nasional, 10 provinsi (Papua, Papua Barat, 
NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulawesi 
Tengah, Lampung) merupakan provinsi dengan 
persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. 

Prevalensi stunting yang masih tinggi di Jawa Barat 
juga dipengaruhi oleh pendidikan, fasilitas kesehatan serta 
tenaga kesehatan yang masih rendah sehingga 
menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi anak dan ibu 
hamil, serta pentingnya investasi gizi pada seribu hari 
pertama kehiduan bayi. Data  hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) 2017 yang dilakukan oleh Badan 
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Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa hampir separuh 
penduduk Jawa Barat yang berusia 15 tahun ke atas (46,03 
persen) pendidikan tertingginya hanya sampai di tingkat 
SD ke bawah. 

Perubahan Sosial Budaya juga mempengaruhi 
peningkatan stunting, banyaknya jumlah ibu yang bekerja 
di luar rumah sehingga mempengaruhi pengawasan 
pemenuhan gizi anak dan berdampak juga dalam 
keterbatasan ibu dalam pemberian ASI (Air Susu Ibu). 
Untuk Kondisi Jawa Barat, BPS mencatat cakupan 
pemberian ASI bagi bayi usia 0-5 bulan pada tahun 2017 
mencapai 93,16 persen. Hal ini merupakan pencapaian 
yang sangat diapresiasi oleh instansi Kesehatan mengingat 
pentingnya ASI bagi pertumbuhan bayi dalam rangka 
tercapainya generasi penerus yang produktif dan sehat. 

 

Cegah Stunting 

Karena itu, investasi modal manusia (pendidikan dan 
kesehatan) untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian 
penduduk usia kerja harus menjadi prioritas. Meski butuh 
waktu yang lama untuk merasakan hasilnya, hal ini sangat 
penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian 
Indonesia dalam menyongsong bonus demografi yang 
akan kita alami di decade mendatang. Investasi di bidang 
kesehatan juga sangat krusial untuk membentuk generasi 
penerus untuk menjadi pekerja yang sehat dan produktif. 
Karena itu, aspek kecukupan pangan, asupan gizi dan 
nutrisi, serta akses penduduk terhadap pelayanan 
kesehatan harus menjadi fokus perhatian pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. 
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Merindukan Upah, Tingkatkan 
Produktivitas 

Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Hari Pekerja Indonesia seakan asing di telingga 
masyarakat. Padahal hampir tiga dekade penetapan Hari 
Pekerja Indonesia telah diundangkan. Keputusan Presiden 
Nomor 9 tahun 1991 menetapkan tanggal 20 Februari 
sebagai Hari Pekerja Indonesia.  

Tidak banyak yang mengetahui hal tersebut, 
seakan kalah ”pamor” dengan Hari Buruh Internasional 
(May Day) yang diperingati pada 1 Mei setiap tahunnya. 
Hari Pekerja Indonesia seharusnya tidak dilupakan, 
mengingat perjuangan Persatuan Buruh Indonesia dalam 
menyatukan para pekerja Indonesia.  

Penetapan Hari Pekerja Indonesia memiliki tujuan 
mulia. Tujuan untuk menumbuhkan jati diri dan 
meningkatkan kebanggaan para pekerja dalam rangka 
memotivasi pengabdiannya kepada pembangunan 
nasional yang dilandasi sistem hubungan industrial 
Pancasila.  

Hubungan industrial Pancasila merupakan sistem 
hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 
proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan 
pemerintah) yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Satu dari sekian banyak 
tujuan hubungan industrial Pancasila, yakni 
meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas 
merupakan hasil bagi nilai Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun 
keatas yang bekerja.  
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Produktivitas Kerja  

Produktivitas tenaga kerja terus meningkat dari 
tahun ke tahun. Pada 2017, produktivitas tenaga kerja 
tumbuh sebesar 2,89 persen atau lebih cepat dibandingkan 
tahun sebelumnya (1,85%). Peningkatan ini 
mengindikasikan efisiensi penggunaan jam kerja yang 
semakin membaik (Antaranews, 20/12/18).  

Dikutip dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) 
tentang keadaan pekerja di Indonesia 2018, rata-rata 
pekerja Indonesia menghabiskan 45 jam dalam seminggu 
untuk bekerja. Sektor pendidikan menjadi lapangan 
pekerjaan utama yang memiliki rata-rata jam kerja paling 
rendah (34 jam dalam seminggu). Berbeda dengan sektor 
pendidikan, pekerja di sektor pertambangan dan 
penggalian serta sektor penyediaan akomodasi dan makan 
minum bekerja paling lama (49 jam dalam seminggu) 
dibandingkan sektor lainnya (BPS, 2018).  

Secara perhitungan jam kerja perhari (8 jam), angka 
45 jam atau lebih dari 8 jam kerja perhari dirasa cukup baik 
dan telah sesuai dengan standar International Labour 
Organization (ILO). Namun secara akumulasi jam kerja 
dalam seminggu masih dibawah standar ILO (48 jam). Hal 
ini dikarena standar ILO (6 hari kerja) yang belum 
diterapkan di Indonesia (5 hari kerja).  

Belum sesuainya standar jam kerja dalam 
seminggu jangan sampai mengecilkan semangat pekerja. 
Jam kerja yang ada sebaiknya dapat dioptimalkan dengan 
baik guna meningkatkan produktivitas pekerja yang 
menjadi target utama dalam pembangunan Nasional.  
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Upah Pekerja  

Peningkatan produktivitas alangkah baiknya jika 
diiringi dengan penyesuaian upah yang layak. 
Produktivitas dan upah pekerja selayaknya sebuah 
lingkaran yang tak berujung. Penyesuaian upah yang 
layak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan 
pekerja, sehingga akan menghadirkan produktivitas yang 
semakin baik. Harapan ini sesuai dengan salah satu tujuan 
hubungan industrial Pancasila, yakni meningkatkan 
kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan 
martabat manusia.  

Pergerakan buruh (pekerja) dalam menuntut 
perbaikan upah dapat dimaklumi. Isu upah yang layak 
sering kali mengundang aksi protes dari pekerja. Di sisi 
lain, penuntutan upah yang layak dilakukan untuk 
mengimbangi biaya hidup yang semakin membengkak 
dari tahun ke tahun.  

Menilik konten Sustainable Development Goals 
(SDGs) poin kedelapan, yakni meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, 
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta 
pekerjaan yang layak untuk semua. Target yang ingin 
dicapai pada 2030 mendatang yakni mencapai pekerjaan 
tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua 
perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan 
penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya.  

Masih pada kutipan publikasi yang sama, rata-rata 
upah pekerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Rata-rata upah pekerja pada tahun 2018 (2,83 
juta/bulan) naik dibandingkan tahun sebelumnya (2,74 
juta/bulan). Pertambangan dan penggalian menjadi 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
190 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

lapangan pekerjaan utama dengan rata-rata upah tertinggi 
(4,64 juta/bulan). Lain halnya dengan rata-rata upah 
terendah yang dirasakan oleh pekerja pada sektor jasa 
lainnya (1,63 juta/bulan) (BPS, 2018).  

Era revolusi industri 4.0 serta tahap pengembangan 
society 5.0 di Jepang, pelatihan kerja berbasis teknologi 
internet menjadi solusi dalam menyiapkan tenaga kerja 
yang kompeten. Diharapkan peningkatan kompetensi 
mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja.  

Selain itu, peran pendidikan sangat dibutuhkan. 
Pemerintah seharusnya dapat menyikapi permasalahan 
ini dengan bijak. Salah satu langkah yang mungkin dapat 
dilakukan yakni menyesuaikan kurikulum pendidikan di 
sekolah dengan perkembangan zaman.  

Peran swasta dan masyarakat juga dibutuhkan 
guna mewujudkan sinergitas antar semua komponen 
dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ilmu 
pengetahuan. Sektor pendidikan menjadi salah satu 
tumpuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang andal 
dan berdaya saing tinggi. Kabar baik datang dari laporan 
World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa indeks 
daya saing Indonesia pada 2018 naik dua peringkat dari 
tahun sebelumnya (47) (Antaranews, 20/12/18). Ini 
menjadi penyemangat pekerja Indonesia agar tidak 
tersusul dengan bangsa lain.  

Sementara itu, masyarakat terutama orang tua 
seharusnya dapat menggali lebih dalam bakat anak dan 
memberikan tanggung jawab kepada anak untuk memilih 
sekolah sesuai dengan minat (bakat). Kesesuaian bakat 
anak dengan sekolah yang dijalani akan berdampak pada 
produktivitas. Produktivitas dari jenjang sekolah 
diharapkan akan berlanjut pada produktivitas di dunia 
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kerja. Dalam semangat peringatan Hari Pekerja Indonesia 
mari kita tingkatkan produktivitas kerja. Hal tersebut 
sebagai bukti spirit pengabdian pekerja kepada 
pembangunan nasional. 
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Mengukur Rasa Optimisme Konsumsi 
Masyarakat Jawa Barat 

Endah Mahanani 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan 
indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi pada 
triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan 
mendatang. ITK ini dihasilkan oleh BPS melalui Survei 
Tendensi Konsumen (STK) yang diselenggarakan setiap 3 
bulan sekali. Angka ITK dianggap optimis jika berada 
diatas poin 100, sebaliknya dianggap pesimis apabila 
dibawah 100 poin. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
triwulan IV tahun 2018 mencatat bahwa ITK di  Jawa Barat 
sebesar 108,54. Angka ini meningkat sekitar 8,03 poin, jika 
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q to q 2018). 
Tentu saja hal ini menggembirakan karena peningkatan 
tersebut berarti tingkat optimisme atau tingkat 
kepercayaan masyarakat  lebih baik dari triwulan 
sebelumnya. Peningkatan indeks ini dapat juga diartikan 
dengan perekonomian masyarakat membaik. Ada 
beberapa faktor yang mendasari peningkatan angka ITK 
ini, antara lain: pendapatan waktu berjalan, adanya 
pengaruh inflasi dan jumlah konsumsi masyarakat 
(volume konsumsi).  

Apabila kita amati, peningkatan ITK di triwulan IV 
2018 lalu lebih dikarenakan adanya peningkatan volume 
konsumsi (indeksnya senilai 111,66). Pada saat itu terdapat 
beberapa event bersamaan yaitu perayaan hari natal dan 
tahun baru, liburan anak sekolah dan liburan akhir tahun. 
Dan umumnya kebiasaan di masyarakat kita, ketika 
terdapat aktivitas perayaan hari raya, masyarakat 
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melakukan konsumsi besar-besaran seperti: belanja 
kebutuhan makanan, pakaian, pulsa, transportasi dan lain-
lain. Ini tergambarkan dengan nilai indeks konsumsi 
untuk  komoditi makanan sebesar 125,91 poin, sementara 
komoditi bukan makanan sebesar 107,59 poin. Untuk 
konsumsi komoditi makanan jadi sebesar 123,26. 
Peningkatan itu pun terjadi ketika masyarakat melakukan 
aktivitas liburan anak sekolah dan akhir tahun seperti: 
rekreasi, mengunjungi keluarga dan lainnya, pasti akan 
membelanjakan pendapatannya seperti di atas. Untuk 
komoditi konsumsi barang/jasa seperti transportasi, 
pendidikan, rekreasi, pembelian pulsa HP, pakaian rata-
rata nilai indeksnya di atas 100 atau pada triwulan IV 2018 
memiliki optimisme yang masih tinggi. Akan tetapi untuk 
perawatan kesehatan/kecantikan indeksnya kurang dari 
100 yaitu 99,01. Sepertinya di triwulan akhir tahun 2018 
dibanding triwulan sebelumnya, masyarakat yang 
membelanjakan pendapatannya pada komoditi tersebut 
lebih sedikit/berkurang. Komoditi lain yang indeksnya 
juga kurang dari 100 yaitu akomodasi (96,88). Dari data-
data di atas menunjuukkan peningkatan volume konsumsi 
ini memang menjadi faktor terbesar dibanding faktor-
faktor lainnya. Perilaku konsumsi tersebut di dukung juga 
dengan adanya peningkatan pendapatan. Umumnya di 
akhir tahun, beberapa perusahaan swasta memberikan 
bonus akhir tahun bagi karyawannya. Faktor pendapatan 
inilah yang memberikan andil meningkatnya nilai ITK 
setelah faktor volume konsumsi dengan nilai sebesar 
107,83. Sedangkan faktor inflasi (106,31), hanya sedikit 
pengaruhnya terhadap ITK. Rata-rata inflasi triwulan IV 
2018 sebesar 1,12 % lebih tinggi dari triwulan III 2018 
sebesar 0,18 %. Angka inflasi triwulan IV 2018 ini dapat 
dibilang masih cukup terkendali sehingga tidak 
berpengaruh pada volume konsumsi.  
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Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila 
kondisi ekonomi konsumen juga meningkat. Dari 34 
provinsi, ada beberapa provinsi yang nilai ITK nya 
melebihi angka nasional (110,54). Tercatat Provinsi NTT 
memiliki ITK tertinggi yaitu sebesar 132,50, sebaliknya 
Provinsi Jawa Barat memiliki ITK terendah (108,24). Pada 
awal tahun ini di prediksi kondisi ekonomi konsumsi lebih 
baik dari triwulan yang lalu. Hal ini tergambarkan dengan 
adanya kenaikan upah/gaji pada triwulan I-2019 yang 
mana sebagian kenaikan upah buruh dilaksanakan awal 
tahun. Pemerintah Pusat melalui Kementerian 
Ketenagakerjaan resmi menetapkan kenaikan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar 8,03 persen. 
Untuk Jawa Barat sendiri kenaikan UMP 2019 menjadi 
sebesar Rp. 1.668.372,- dari sebelumnya sebesar Rp. 
1.544.361,-. BPS dalam menghitung ITK, selain 
mengumpulkan informasi seperti pendapatan rumah 
tangga, pengaruh inflasi dan volume konsumsi, BPS juga 
mengumpulkan informasi mengenai rencana membeli 
barang-barang tahan lama (rumah/tanah, mobil, TV, 
komputer, dan lain-lain). BPS memperkirakan bahwa ITK 
Triwulan I 2019 ini akan turun dari 108,24 menjadi 101,76. 
Hal ini menunjukkan bahwa secara perkiraan konsumen 
masih merasakan peningkatan kondisi ekonomi akan 
tetapi dengan optimisme yang lebih rendah dibanding 
triwulan IV 2018. Penurunan ini kemungkinan adanya 
rencana masyarakat untuk membeli barang tahan lama, 
melakukan rekreasi, hajatan sudah mulai berkurang. Tren 
rencana rekreasi pada triwulan I 2019 menurun jika 
dibandingkan dengan triwulan IV 2018, di mana musim 
liburan sekolah dan akhir tahun sudah berakhir. Selain itu 
masih ada faktor inflasi yang apabila tidak terkendali 
mengakibatkan kenaikan harga yang akhirnya dapat 
melemahkan daya beli masyarakat. Masih pentingnya 
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peran pemerintah dalam memberikan program-program 
yang secara nyata dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat, sehingga konsumsi pun juga akan tumbuh.  
Selain itu penciptaan kondisi politik dan keamanan yang 
selalu terjaga dengan baik juga dapat menghasilkan 
optimisme yang cukup bagus sehingga dapat 
menghasilkan iklim investasi yang baik juga. Amin. 
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Darurat Satgas Sampah 
Sarah Nurlaily 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
  

Masalah sampah tidak bisa lagi dipandang sebelah 
mata. Dalam rangka memperingati hari peduli sampah 
nasional yang akan jatuh pada tanggal 21 Februari, 
sampah harus menjadi perhatian segenap lapisan 
masyarakat. Setiap harinya jumlah sampah terus 
bertambah. Sampah dapat merusak estetika dan 
mencemari lingkungan pada tanah, air, maupun udara. 
Bagi manusia, sampah dapat mengganggu kesehatan 
seperti diare, gatal-gatal, muntaber, radang tenggorokan, 
batuk, dan lain-lain.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 
manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Sampah 
dapat diartikan pula sesuatu yang dibuang dari sisa hasil 
proses yang dilakukan oleh rumahtangga atau kegiatan 
ekonomi. Menurut jenisnya, sampah dapat dibedakan 
menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik 
merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup 
dan/atau dapat terurai, seperti daun-daunan, buah-
buahan, sisa makanan, kotoran hewan, dan lain-lain. 
Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang 
tidak dapat terurai, seperti plastik, kaca, besi, barang dari 
karet, barang elektronik, dan lain-lain. 

 Sampah dapat berasal dari limbah rumah tangga 
maupun limbah pabrik dan limbah lainnya. Jumlah 
penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi berbanding 
lurus dengan peningkatan sampah. Kabupaten Bogor 
dengan jumlah penduduk yang sangat besar mencapai 5,8 
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juta jiwa turut menyumbang sampah yang berasal dari 
limbah rumahtangga. Terlebih lagi, Kabupaten Bogor 
merupakan daerah industri, dimana sektor industri 
sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian (dari 
total Produk Domestik Regional Bruto) sebesar 54,07 
persen. Sisa hasil proses produksi yang dilakukan oleh 
sektor industri dapat menyisakan limbah pabrik.  

Kabupaten Bogor terbentang seluas 2.663,82 km2 
(sumber: BPS Kabupaten Bogor), yang terdiri dari 40 
kecamatan, 435 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil 
pendataan Podes (Potensi Desa) Tahun 2018 yang 
dilakukan oleh BPS Kabupaten Bogor, dari total desa di 
Kabupaten Bogor, jumlah desa dengan ketersediaan 
tempat sampah dan kemudian diangkut hanya 28,97 
persen, dibuang di sungai/saluran irigasi/danau sebesar 
10,34 persen. Sedangkan dibuang dalam lubang/dibakar 
adalah yang terbanyak sebesar 57,47 persen. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana pembuangan 
sampah belum memadai di setiap desa. 93,56 desa dilalui 
oleh sungai, sehingga sungai pun menjadi alternatif 
pembuangan sampah. Dampak dari sampah yang dibuang 
di sungai adalah air sungai dapat tercemar dan rusaknya 
ekosistem di sungai. Saat musim hujan tiba, sampah yang 
menumpuk akan menghambat aliran sungai dan akhirnya 
menyebabkan banjir. Sedangkan sampah yang dibakar 
dapat menimbulkan emisi karbon di udara dan memicu 
perubahan iklim. 

 Berbagai langkah yang dapat dilakukan guna 
menanggulangi masalah sampah, diantaranya: 
Pembentukan Asosiasi Bank Sampah di setiap desa, dimana 
sampah yang dibuang ke bank sampah, dipilah terlebih 
dahulu antara sampah organik dan anorganik. Sampah 
organik dapat diolah menjadi pupuk dan sampah 
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anorganik yang terkumpul, dapat didaur ulang menjadi 
barang-barang yang bernilai ekonomis dan berdaya jual. 
Armada sarana pengangkut sampah yang menjangkau 
perkampungan-perkampungan juga perlu ditambah. 
Regulasi pembuangan limbah pabrik yang jelas, 
penambahan tong sampah di tempat-tempat umum, 
pembentukan aturan yang mewajibkan di setiap rumah 
untuk menyediakan dua tempat sampah (organik dan 
anorganik) kemudian harus dipilah, sehingga dapat 
diangkut oleh truk pengangkut sampah. Pembentukan 
Satgas/Polisi Sampah untuk menegakan aturan juga dirasa 
perlu dilakukan.  

Kabupaten Bogor perlu berkaca dari Kota Bogor. 
Sadar akan bahayanya sampah plastik, Kota Bogor telah 
mengeluarkan peraturan Walikota (Perwali) Nomor 61 
Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong 
plastik yang berlaku di pusat perbelanjaan modern, seperti 
pasar swalayan, mal, dan minimarket yang diberlakukan 
mulai tanggal 1 Desember 2018. 

 Kunci dari penanganan masalah sampah adalah 
dilakukan secara continue atau berkelanjutan, mempunyai 
payung hukum yang kuat, dan sanksi yang tegas. Kita 
dapat belajar dari negara lain seperti Singapura, Jepang, 
Belanda, Jerman, dan Swedia. Setiap individu di setiap 
tempat, mempunyai sikap disiplin, taat terhadap 
peraturan dengan tidak membuang sampah sembarangan, 
sehingga jalan-jalan dan tempat umum terlihat rapi, 
bersih, sehat, dan enak dipandang. Bahkan di negara 
tetangga, Singapura, teknologi canggih diterapkan untuk 
menangani sampah dan semua sampah bisa diubah 
menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti sumber energi 
listrik dan panas. 
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 Sesuatu yang dapat kita lakukan mulai dari hal 
yang sederhana. Setiap individu mempunyai kesadaran 
untuk menjaga lingkungan, dengan membuang sampah 
pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, 
mengurangi pemakaian kantong atau kemasan plastik 
dengan memakai tempat makan sendiri, membawa 
kantong belanja sendiri, menggunakan kardus bekas, 
mengurangi pemakaian tisu, dan lain-lain. Mari kita 
peduli sampah, dimulai dari diri sendiri dan dari 
sekarang.   
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KSK Garda Terdepan Dalam Kualitas Data 
Endang Sudrajat 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Salah satu tugas BPS adalah 
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik 
sesuai peraturan perundang-undangan. Istilah statistik 
sangat erat dengan persoalan data yang dikumpulkan dari 
lapangan di seluruh pelosok di Wilayah Negara Republik 
Indonesia. BPS dalam mengumpulkan data selalu 
mengedepan data yang berkualitas, sehingga data tersebut 
akurat, tepat waktu serta relevansi dari data yang 
dihasilkan. 

Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, 
yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 
tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang 
Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan 
UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan 
UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan 
perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat 
Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.  

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU 
Nomor 16 Tahun 1997, antara lain: Jenis statistik 
berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik 
dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, 
statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi 
Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, 
serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, 
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organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat 
lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.  

Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS 
diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara 
teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah 
mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 
Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 
Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah 
untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang 
bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada 
BPS. 

Berdasarkan undang-undang yang telah 
disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh 
BPS adalah sebagai berikut: Menyediakan kebutuhan data 
bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari 
sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari 
departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai 
data sekunder  

Membantu kegiatan statistik di kementrian, 
lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam 
membangun sistem perstatistikan nasional. 
Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik 
dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan 
pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. 
Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan 
negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik 
Indonesia.  

Namun demikian, sesuai tuntutan jaman data yang 
dihasilkan selain akurat dan berkualitas juga diperlukan 
kecepatan dalam menyajikan data statistik yang 
dihasilkan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian 
pemerintah dalam sumber daya manusia (SDM) yang 
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termasuk di dalamnya Koordinator Statistik Kecamatan 
(KSK). Peranan KSK sangat penting dalam pengumpulan 
data, karena KSK sebagai garda terdepan dalam 
pengumpulan data dan sebagai salah satu indikator bahwa 
data yang dikumpulkan tersebut berkualitas. 

 

Koordinator Statistik Kecamatan 

Sebagai garda terdepan BPS, KSK dibekali 
pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti 
penggunaan laptop. Dengan modal pengetahuan ini, para 
KSK diharapkan menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan 
jalannya Reformasi Birokrasi (RB). Seorang KSK harus 
bekerja keras, bekerja cerdas, gigih, bersemangat, serta 
bersikap luwes dalam berinteraksi dengan masyarakat. 
Responden memiliki beragam karakter, ada yang tegas 
menolak kehadiran petugas (dengan bermacam alasan), 
ada yang malas berhubungan dengan aparat, atau ada 
yang selalu menuntut dengan pertanyaan, “Pak, saya akan 
dapat bantuan ya?”. Memang satu hal yang paling 
menjengkelkan dan menyakiti hati jika kita berhadapan 
dengan masyarakat yang apatis. 

Dalam menghadapi masyarakat yang lebih kritis 
dan haus akan informasi, para KSK harus 
mengimbanginya dengan bekal pengetahuan yang lebih 
dalam. Idealnya, seorang KSK dapat menjelaskan dengan 
baik beberapa hal strategis, misalnya Indeks 
Pembangunan Manusia atau Laju Pertumbuhan Ekonomi, 
karena hal tersebut sering ditanyakan oleh kepala wilayah 
kecamatan atau desa/kelurahan, serta aparat 
pemerintahan lainnya di wilayah kerjanya. Setidaknya 
KSK harus memahami hasil sensus atau survei yang 
dilaksanakan selama ini. Dengan status KSK yang 
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berkantor di BPS kabupaten/kota, perlu kiranya KSK 
mendapatkan pengetahuan tentang indikator yang 
dihasilkan BPS dari masing-masing kepala seksi atau 
kepala kantor. 

KSK merupakan cerminan BPS yang dapat dilihat 
langsung oleh masyarakat. Baik tidaknya BPS di mata 
masyarakat bisa dilihat dari kinerja KSK. Kenyataannya, 
pada saat ada kegiatan sensus atau survei, masih ditemui 
petugas yang jarang menjelaskan maksud dan tujuan dari 
sensus atau survei, dan yang dilakukan hanya 
memperkenalkan diri lalu memperlihatkan dokumen 
yang harus diisi. Untuk itulah, seorang KSK harus 
memahami 3T. Maaf ya, bukan Telur-Tahu-Tempe, 
melainkan 3 hal berikut ini: (1) Tahu apa yang dikerjakan; 
(2) Tahu apa yang dihasilkan; dan (3) Tahu untuk apa hasil 
itu. 

Saat ini, dengan semakin berkibarnya kiprah BPS 
mengakibatkan pekerjaan selalu datang silih berganti. 
Kebanjiran pekerjaan patut kita syukuri, tetapi juga harus 
diwaspadai. Tumpang tindihnya pekerjaan, sering kali 
menjadi penghambat kita di lapangan. Terkadang KSK 
mendapat keluhan dari subject matter karena 
keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, terlebih 
saat pekerjaan menumpuk dan ‘tabrakan’ antara satu 
survei dengan survei lainnya. 

Dalam kondisi seperti itu, KSK 
dihadapkan  dengan dua pilihan, kerja tepat waktu atau 
hasil yang berkualitas. Idealnya, kerja tepat waktu dan 
hasil berkualitas! Tumpang tindih pekerjaan bukan 
menjadi alasan  untuk mengesampingkan kualitas data. 
Untuk itu, perlu terobosan dan strategi dalam bekerja. 
Tidak berlebihan jika menyebut salah satu faktor penentu 
kualitas BPS berasal dari KSK. Karena dari tangan KSK 
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inilah produk utama BPS dihasilkan. Dalam pelaksanaan 
sensus dan survei, KSK harus memastikan bahwa 
kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pencacahan, 
haruslah berisikan data, bukan sekadar kuesioner terisi. 

Tantangan BPS semakin berat, karena kegiatan 
pemerintah harus memakai data BPS. Kita seperti 
dihadapkan kepada dua sisi sebilah pisau: di satu sisi BPS 
disanjung, tetapi di sisi lain dihujat atau dikritik. Untuk itu 
pembekalan pengetahuan sangat diperlukan KSK, karena 
di samping melakukan pendataan, KSK juga berfungsi 
sebagai humas atau agen sosialisasi kegiatan BPS. KSK 
berperan sebagai humas, merupakan salah satu cara 
sosialisasi yang efektif dalam mengedukasi masyarakat 
akan pentingnya data. KSK sebagai ujung tombak BPS, 
semoga semakin runcing, sehingga KSK makin berkualitas 
dan hasil akhirnya adalah data berkualitas. 
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Urgensi Pembangunan Manusia di 
Kabupaten Bogor 

Magdalena Sinaga 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 
Adanya penggantian nama Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan bahwa 
pemerintahan masa ini menyadari pentingnya untuk 
menyelesaikan salah satu persoalan krusial di negeri ini 
yaitu penigkatan kualitas pembangunan manusia, karena 
hanya dengan memiliki manusia Indonesia yang 
berkualitas, maka visi Indonesia Hebat dapat tercapai. 

Pembangunan manusia didefenisikan sebagai 
proses perluasan pilihan bagi penduduk 
(enlarging people choice). Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 
manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan 
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM 
diperkenalkan oleh United Natons Development Programme 
(UNDP) pada tahun 1990. Di Indonesia nilai IPM dihitung 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengadopsi 
perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada 
tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. 

 

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur 
panjang dan hidup sehat (a long and 
healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup 
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layak (decent standard of living). 
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka 
Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang 
diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk 
hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian 
menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia 
bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata 
Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk 
usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. 
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefnisikan sebagai 
lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan 
dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa 
mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh 
pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan 
dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli 
(purchasing power parity). 

Selama ini pelaksanaan pembangunan manusia 
terlihat masih berorientasi pada peningkatan kualitas 
penduduk sebagai obyek pembangunan. Akibatnya, 
pelaksanaan pembangunan manusia secara umum baru 
menyentuh satu dimensi, yakni peningkatan daya beli, 
dan belum menyentuh dimensi peningkatan kapabilitas 
(pendidikan dan kesehatan) (Razali Ritonga, 2014). 

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, 
terdapat dua aspek 
yang perlu diperhatkan, yaitu kecepatan dan status 
pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di 
Jawa Barat terus mengalami kemajuan selama periode 
2010 hingga 2017. IPM  Jawa Barat meningkat dari 66,15 
pada tahun 2010 menjadi 70,69 pada tahun 2017. Artinya, 
dari skala 0 s.d 100, tingkat pembangunan manusia 
penduduk Jawa Barat berada di posisi 70,69. Selama 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
209 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

periode tersebut IPM Jawa Barat rata-rata tumbuh sebesar 
0,95 persen per tahun. Pada periode 2016-2017, IPM 
Provinsi Jawa Barat tumbuh 0,91 persen. Selama periode 
itu juga, IPM Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang 
besar, status pembangunan manusianya mengalami 
peningkatan dari status “sedang” menjadi “tinggi” di 
tahun 2017. 

Sejalan dengan kondisi IPM Jawa Barat, IPM 
Kabupaten Bogor juga menunjukkan pertumbuhan yang 
baik, yaitu meningkat dari 66,74 tahun 2010 menjadi 68,71 
di tahun 2018,  dengan  rata-rata pertumbuhan sebesar 0,91 
persen per tahun. Namun nilai IPM Kabupaten Bogor 
masih di bawah nilai IPM Jawa Barat dan berada di status 
sedang. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di 
Jawa Barat, IPM Kabupaten Bogor menempati posisi ke 15 
se-Propinsi Jawa Barat. 

Oleh karena itu, titik pembangunan manusia di 
Kabupaten Bogor yang harus menjadi fokus perhatian 
Pemerintah Daerah adalah peningkatan kapabilitas 
penduduk. Dengan demikian, akses penduduk, terutama 
kelompok miskin terhadap pendidikan dan kesehatan 
harus ditingkatkan.  

Faktanya, kapabilitas penduduk Kabupaten Bogor 
masih belum tinggi. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama 
sekolah di Kabupaten Bogor hanya 7,8 tahun, dengan 
harapan lama sekolah 12,22 tahun. Yang artinya, 
penduduk usia 25 tahun ke atas  menjalani pendidikan 
formal rata-rata sebanyak 7,8 tahun atau dengan kata lain 
baru sampai kelas dua SMP. Pencapaian rata-rata lama 
sekolah ini terbilang rendah dibanding beberapa 
kabupaten/kota yang lain di Jawa Barat, seperti 
Kabupaten Bandung sebesar 8,51, Kabupaten Bekasi 8,82, 
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Kota Bogor 10,29 tahun, Kabupaten Sumedang 7,98, Kota 
Depok 10,76 tahun. 

Kapabilitas penduduk juga tecermin dari 
pencapaian derajat kesehatan yang tertinggal dari 
beberapa kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari angka 
harapan hidup yang 70,65 tahun. Yang artinya jumlah usia 
yang tertingi yang dapat dicapai dari seorang bayi yang 
baru lahir adalah selama 70,65 tahun. Jika dibandingkan 
dengan Kabupaten Bekasi 73,24 tahun, Kabupaten 
Karawang 71,60 tahun, Kota Bogor 72,95 tahun, Kota 
sukabumi 71,90 tahun, Kota Bandung 73,84 tahun, Kota 
Bekasi 74,55 tahun, Kota Depok 74,01 tahun. 

Karena itu, tekad kuat Pemerintah Daerah harus 
diwujudkan dalam bentuk akselerasi peningkatan kualitas 
pembangunan manusia di Kabupaten Bogor, khususnya 
dimensi pendidikan dan kesehatan, di masa mendatang. 
Dan terkait dengan hal tersebut, kinerja Pemerintah 
Daerah dalam mengkoordinasi perencanaan, penyusunan, 
dan pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang 
pembangunan manusia sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian manusia di Kabupaten Bogor. 
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Rokok dari sisi Agama, Kesehatan, dan 
Kemiskinan 

Defsi Danial 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

 
Merokok sudah menjadi hal yang biasa bagi 

banyak orang, baik pria maupun wanita, bahkan remaja 
pun sudah banyak yang mulai merokok. Bagi perokok, 
kegiatan merokok adalah kebutuhan. Ketika sedang 
berkumpul dengan teman-teman sambil merokok, ketika 
sedang bekerja sambil merokok. Bahkan ada beberapa 
perokok, untuk mendapatkan ide-ide baru didapatkan 
saat merokok, merokok akan menimbulkan inspirasi baru. 
Bahkan menurut perokok, rokok juga dapat membantu 
menenangkan pikiran disaat stress. 

Namun bagi bukan perokok, rorok adalah hal yang 
tidak baik. Rokok juga sangat mengganggu karena asap, 
debu bekas rokok dan bau yang ditimbulkannya. Bahkan 
ada beberapa orang yang timbul alergi jika terkena asap 
rokok. Namun bagi bukan perokok tidak dapat melakukan 
apa-apa, selain menghindarinya. Karena secara hukum 
agama terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. 
Secara hukum negara juga belum semua daerah 
menerapkan aturan kawasan bebas asap rokok. Bahkan 
jika sudah diterapkan kawasan bebas asap rokok, masih 
ada yang melanggarnya dan hukuman yang diberikan 
masih ringan, sehingga belum dapat menyebabkan efek 
jera terhadap pelanggarnya. 

Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) se-Indonesia III Tahun 2009 di Padang 
Panjang yang menyatakan bahwa merokok hukumnya 
"dilarang" antara haram dan makruh. Ada beberapa 
pendapat para ulama tentang rokok. Seluruh peserta 
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sidang sepakat bahwa rokok hukumnya tidak wajib, 
sunnah maupun mubah. Selain itu, seluruh peserta 
sepakat bahwa rokok hukumnya dilarang. Sebagian ada 
yang menyatakan dilarang karena makruh, dan sebagian 
lagi menyatakan dilarang karena haram. Karenanya, 
putusan hukum khilaf diberikan pada rokok. Rokok 
ditetapkan haram bagi anak-anak, ibu hamil dan di tempat 
umum.  

Fatwa tentang hukum merokok di 
Muhammadiyah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan 
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui 
keputusan No. 6/SM/MTT/III/2010. Muhammadiyah 
dengan tegas memberikan status haram terhadap hukum 
merokok. 

Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU memberi 
tiga status hukum merokok, tergantung situasi dan 
kondisi: mubah, makruh, dan haram. Mubah jika merokok 
dianggap tidak menimbulkan dampak buruk atau 
mudarat, makruh jika merokok dianggap menimbulkan 
mudarat tetapi relatif kecil, dan haram jika merokok 
dianggap menimbulkan mudarat yang besar bagi diri 
sendiri. 

Dengan adanya perbedaan pendapat ulama, 
hukum rokok masih menjadi perdebatan dikalangan 
awam. Untuk perokok bahkan ada celetukan “merokok 
mati, tidak merokok ya mati, lebih baik merokok sampai 
mati”. 

Dibalik kenikmatan “menghisap asap” tersebut 
terdapat kandungan lebih dari 4000 jenis bahan kimia 
berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin hingga zat 
lainnya yang dapat menyebabkan kanker dan zat beracun 
bagi tubuh lainnya. kebiasaan merokok dapat 
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menyebabkan kanker paru-paru, mulut, bibir, 
tenggorokan, laring, esofagus (kerongkongan), kandung 
kemih, ginjal, hati, dan pankreas. Merokok dapat 
mempengaruhi kesehatan paru-paru, memperburuk atau 
memperpanjang gejala kondisi pernapasan seperti asma, 
atau infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa. Pada 
pria, merokok dapat menyebabkan impotensi karena 
menghambat pasokan dan aliran darah ke alat vital. Juga 
dapat mengurangi kesuburan pria dan wanita. Bahaya 
merokok tidak hanya berdampak pada perokok saja. 
Tetapi bagi orang sekitar yang tidak merokok juga dapat 
terdampak karena ikut menghirup asap rokok atau biasa 
disebut perokok pasif. Bahkan, perokok pasif juga 
dapat meningkatkan risiko mendapatkan kondisi 
kesehatan yang sama dengan perokok aktif. Bayi dan 
anak-anak sangat rentan terhadap efek asap rokok dari 
orang lain. Seorang anak yang terpapar asap rokok 
berisiko lebih tinggi mengalami meningitis dan batuk 
terus-menerus. Jika anak-anak memiliki asma, gejalanya 
akan bertambah parah karena paparan asap rokok. 

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) 2013, sebanyak 144 negara di dunia telah melarang 
total iklan rokok di media penyiaran. Khusus di Asia 
Tenggara, hampir semua negara ASEAN juga melarang 
iklan rokok di media penyiaran, kecuali Indonesia. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 
pasal 29, Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media 
penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 
sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Jadi hanya 
dilarang pada jam tertentu dan boleh ditayangkan diluar 
jam tersebut. Pemerintah tidak henti-hentinya 
menyerukan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan 
melalui dinas kesehatan, tetapi masih banyak orang yang 
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menghisap rokok. Padahal, peringatan bahaya akibat 
merokok saat ini semakin jelas dengan memberikan 
gambar dalam kemasan rokok. Gambar-gambar yang 
mengerikan tertempel di kemasan rokok, mulai dari 
gambar leher yang berlubang, mulut yang rusak, dan lain-
lain. Tujuan gambar tersebut untuk memberikan 
peringatan yang lebih keras agar mengena di masyarakat 
terutama kalangan perokok.  

Beberapa daerah telah mengeluarkan perda 
maupun perbup kawasan dilarang merokok. Kawasan 
dilarang merokok adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan 
merokok yaitu  di tempat umum, tempat pelayanan 
kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat 
bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum. 

Menurut data BPS, selain beras, rokok menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 

Indonesia. Karena bukan merupakan bahan pokok namun 

banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Hal ini dilihat 

dari pola konsumsi penduduk miskin,  andil masing-

masing komoditi baik makanan maupun non makanan 

terhadap garis kemiskinan. Ternyata rokok memiliki andil 

terbesar kedua setelah beras baik di pedesaan maupun 

perkotaan. Ketika seseorang yang dikatakan miskin ini 

mengkonsumsi rokok, ada kemungkinan menjadi tidak 

miskin apabila mengalihkan pengeluaran untuk rokok 

menjadi pengeluaran untuk komoditi makanan berkalori. 

Berdasarkan rilis kemiskinan yang dilansir oleh BPS 

september 2018, daftar komoditi yang memberi 

sumbangan besar terhadap garis kemiskinan beserta 

kontribusinya (%), rokok memberikan sumbangan sebesar 

10,39% (perkotaan) dan 10,06% (pedesaan), jadi dapat 
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dikatakan bahwa orang yang dikategorikan miskin 

ternyata banyak yang mengkonsumsi rokok. Bukan berarti 

orang yang tidak miskin tidak merokok, tetapi bagi 

mereka andil pengeluaran rokok ini sangatlah kecil 

dibandingkan pengeluaran untuk barang-barang lainnya. 
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Sampah (Bukan) Sebuah Ancaman 
Hendra 

Statistisi BPS Kabupaten Bandung 

 

Tepat tanggal 14 januari 2019, Pemerintahan 
Kabupaten Bandung meraih penghargaan Adipura 
periode 2017-2018 sekaligus memperoleh penghargaan 
Green Leadership bertajuk Anugerah Nirwasita Tantra 
periode 2018 kepada Bupati Bandung dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. 
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil 
Presiden Jusuf Kalla kepada Bupati Bandung Dadang M 
Naser di Auditorium dr Sudjarwo Gedung Manggala 
Wanabakti, Senayan, Jakarta.  

Bagi masyarakat Kabupaten Bandung 
menyandang gelar sebagai kota bersih dan nyaman 
menjadi sebuah kebanggaan. Ini menunjukan selama 
pemerintahannya, dengan semangat sabilulungan Bupati 
Bandung berhasil menerapkan kebijakan dan program 
kerja, sesuai prinsip metodologi pembangunan 
berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan 
hidup. Dengan harapan di Tahun 2020, Kabupaten 
Bandung bebas sampah.  

Namun keberhasilan ini bertolak-belakang dengan 
kondisi dilapangan. Kenyataannya masih ada tumpukan 
sampah berserakan menghiasi pinggir jalan raya dan 
bantaran sungai. Seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk, volume sampah tiap hari kian meningkat 
disebabkan adanya perubahan pola konsumsi dan 
perilaku masyarakat sekarang yang sangat beresiko 
terhadap lingkungan. 
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Pertanyaannya mampukah Pemkab Bandung 
memenuhi harapan menjadikan Kabupaten Bandung 
bebas dari sampah? Melihat masih ada masyarakat yang 
kurang paham bagaimana cara mengelola dan 
memanfaatkan limbah sampah menjadi sesuatu yang 
bernilai secara ekonomi.  

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti 
sampah adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya 
karena tidak terpakai lagi atau tidak dinginkan lagi, 
misalnya kotoran, kaleng minuman, daun-daunan, kertas, 
dan lain-lain. Sampah juga bisa diartikan material sisa 
yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu 
dari industri maupun rumah tangga atau diartikan sebagai 
sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses 
penggunaannya berakhir.  

Merujuk pada definisi diatas, sampah merupakan 
persoalan yang serius dan bisa menjadi ancaman jika 
dibiarkan terus menumpuk tanpa adanya pengeloaan 
yang baik. Kurangnya tempat pembuangan sampah dan 
minimnya kesadaran masyarakat, membuat orang 
membuang sampah disembarang tempat. Ada yang 
dibakar dan dibuang ke jalan atau ke sungai. Itu semua 
mengakibatnya terjadinya pencemaran pada tanah, udara 
dan air. Yang akhirnya akan berdampak buruk bagi 
kesehatan masyarakat dan lingkungan.  

Badan pusat Statistik merilis, hasil pendataan 
potensi desa (PODES) 2018 tercatat di Kabupaten Bandung 
ada 170 desa terkena dampak pencemaran air, 16 desa 
terkena dampak pencemaran tanah dan 75 desa terkena 
dampak pencemaran udara. Ini memperlihatkan sebagian 
besar desa di Kabupaten Bandung terkena dampak buruk 
limbah sampah. Dan sumber utama pencemaran 
lingkungan hidup berasal dari rumah tangga dan pabrik.  
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Pembenahan pengelolaan sampah tidak serta 
merta menjadi tanggungjawab pemerintah sepihak tapi 
dukungan dan kesadaran warga masyarakat sebagai 
‘pembuat sampah’ harus ikut andil dalam menangani 
persoalan ini. Dengan teknik dan mekanisme 
pengeloalaan sampah yang berwawasan lingkungan 
secara terpadu dari hulu ke hilir akan memberikan 
dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.  

Kabupaten Bandung sendiri untuk permasalahan 
sampah masih menjadi pekerjaan rumah. Perlu 
mempersiapkan manajemen, termasuk penyediaan tempat 
pembuangan akhir (TPA), ujar Dadang M Naser 
(okezone,14/01/2019). BPS mencatat ada 109 desa yang 
dibuang ke tempat sampah kemudian diangkut, 148 desa 
yang membuang sampah kedalam lubang atau dibakar 
dan 23 desa yang membuang sampah ke sungai. 
Sedangkan ketersediaan tempat penampungan sementara 
(TPS) ada di 148 desa.  

Secara umum, sampah dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu pertama sampah organik atau basah yaitu 
sampah yang dapat diuraikan kembali dan mengalami 
pembusukan secara alami. Sampah jenis ini bisa 
digunakan menjadi pupuk kompos untuk penyubur 
tanaman, contohnya sisa makanan dari buah atau sayuran, 
sisa bumbu dapur dan lain-lain.  

Kedua sampah anorganik atau kering yaitu 
sampah yang tidak dapat diuraikan kembali dan sulit 
mengalami pembusukan secara alami. Sampah jenis ini 
bisa di daur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat, 
contohnya kantong plastik bekas, kaleng bekas, botol 
bekas, besi, logam dan lain-lain.  
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Pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber 
awal produk yang akan berpotensi menjadi sampah, perlu 
dikelola sejak dini diawali dengan mengurangi sampah 
lalu memilah mana sampah yang bisa dipakai kembali dan 
mana sampah yang bisa di daur ulang, yang selanjutnya 
bisa diubah menjadi instrumen ramah lingkungan. Ini 
merupakan salah satu cara mengurangi sampah dari segi 
kuantitas. Sedangkan kegiatan penanganan sampah perlu 
dibuatkan tempat pengolahan dan pemprosesan akhir 
sampah (TPPAS) sebagai tempat pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 
pemprosesan akhir sampah.  

Salah satu cara mengurangi sampah menggunakan 
metode 3R yang perkembangannya menjadi 4R yaitu 
reduce, reuse, recycle dan replace. Yang pada prinsipnya 
metode ini bisa di aplikasikan di kegiatan sehari-hari. 
Pertama Reduce (mengurangi) yaitu berusaha untuk 
meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan. 
Semakin banyak menggunakan material, semakin banyak 
sampah yang dihasilkan.  

Kedua Reuse (memakai kembali) yaitu berusaha 
memilih barang-barang yang bisa digunakan kembali. 
Jauhi penggunaan barang-barang yang disposable (sekali 
pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu 
pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Ketiga 
Recycle (mendaur ulang) yaitu berusaha barang-barang 
yang sudah tidak dipergunakan lagi, bisa didaur ulang. 
Keempat Replace (mengganti) yaitu berusaha mengganti 
barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan 
barang yang lebih tahan lama.  

Pola pikir masyarakat yang menganggap sampah 
merupakan sesuatu yang tidak berguna dan kotor perlu 
ditinggalkan, diganti dengan pola pikir yang memandang 
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sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat serta dapat 
menghasilkan pendapatan secara ekonomi. Dibutuhkan 
kreativitas warga masyarakat dan pembinaan dari 
pemerintah dalam mengelola sampah menjadi sesuatu 
yang bernilai.  

Harapan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
terbebas dari sampah bisa terwujud, tergantung dari 
manusia itu sendiri. Apakah mau berperan aktif atau 
tidak. Menjadikan sampah bukan sebagai ancaman.  
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Menelisik Data Pembangunan Desa 
Ibnu Mubarok 

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 
 

Sekarang ini pemerintah telah menjadikan desa 
sebagai salah satu poros utama pembangunan. Puluhan 
triliun anggaran telah di gelontorkan pemerintah untuk 
memajukan desa. Target pemerintah mencetak 2.000 desa 
mandiri serta mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi 
desa berkembang. Data pembangunan desa menjadi 
sangat penting untuk mengukur bagaimana arah 
perubahan yang terjadi di desa.  

Semenjak digulirkannya Undang-undang no. 6 
tahun 2014 tentang desa, pemerintah berusaha mendorong 
agar masyarakat yang tinggal di desa bisa menjadi subjek 
pembangunan, seperti slogan pemerintah saat ini, yaitu 
“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah 
dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Dukungan 
materil pemerintah berupa dana desa meningkatkan 
gerakan pembangunan desa yang lebih masif.  

Dana desa yang disalurkan mengalami kenaikan 
setiap tahunnya, hingga pada tahun 2019 ini pemerintah 
mengalokasikan sampai dengan Rp. 73 triliun. Dana ini 
bisa masyarakat gunakan untuk pembangunan 
infrastruktur, seperti perbaikan jalan desa, pembuatan 
sarana air bersih, pengairan sawah, pembangunan sarana 
pendidikan, dan sebagainya yang bermanfaat untuk 
masyarakat luas. Pemerintah berharap dengan 
dikucurkannya dana desa dapat berdampak pada 
kemajuan pembangunan desa yang lebih pesat.  

Data Potensi Desa  
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Berdasarkan data potensi desa (Podes) 2018, jumlah 
desa tertinggal berkurang 6.518 desa menjadi 13.232 desa 
di bandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 19.750 
desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dihasilkan 
dari pendataan podes merupakan indeks komposit yang 
menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan 
desa dengan skala 0- 100, adapun skala kurang dari sama 
dengan 50 menggambarkan desa tertinggal, skala 50-75 
merupakan desa berkembang, dan lebih dari 75 termasuk 
kategori desa mandiri.  

Jumlah desa tertinggal berkurang 6.518 desa, ini 
mengartikan berbagai upaya, seperti dana desa dan 
upaya-upaya lainnya mampu mengurangi jumlah desa 
tertinggal, sementara itu jumlah desa mandiri mengalami 
peningkatan sebesar 2.665 desa menjadi 5.559 desa pada 
2018 dibandingkan dengan 2.894 desa pada 2014. Indeks 
pembangunan desa disusun dari lima dimensi, yang 
terdiri atas 12 variabel dan 42 indikator. Podes 2018 
menunjukan bahwa semua dimensi penyusunan IPD 
mengalami kenaikan. Dimensi dengan kenaikan tertinggi 
adalah penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sebesar 
9,81 poin menjadi 71,40 pada 2018 dari 61,59 pada 2014. 
Peningkatan besar kedua, yaitu dimensi kondisi 
infrastruktur sebesar 5,42 poin menjadi 44,63 dari 39,21 
pada 2014. Selanjutnya, pada dimensi kondisi 
infrastruktur, indikator yang mengalami kenaikan paling 
tinggi adalah bahan bakar untuk memasak, dengan 
meningkatnya jumlah desa yang ada 
pangkalan/agen/penjual LPG sebesar 14 persen menjadi 
54.839 desa.  

Sementara itu, dimensi dengan kenaikan terkecil 
adalah pelayanan dasar, yaitu sebesar 0,92 poin. Pelayanan 
dasar ini meliputi ketersediaan akses kesehatan dan 
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pendidikan. Perubahan nilai indikator penyusun IPD 
cukup bervariasi. Salah satu indikator yang mengalami 
kenaikan tinggi pada dimensi pelayanan dasar adalah 
ketersediaan dan akses ke SMU sederajat, dengan 
meningkatnya jumlah desa yang ada SMU sederajat 
sebesar 19%. Sementara itu, Pendataan Potensi Desa 
(Podes) 2018 terhadap 83.931 desa/kelurahan mencatat 
desa tertinggal masih sebanyak 14.461 desa atau 19,17 
persen, desa berkembang sebanyak 55.369 desa atau 73,40 
persen, dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa atau 7,43 
persen.  

Usaha yang masif dari pemerintah dan banyak 
pihak untuk mengangkat desa dari ketertinggalan 
membuahkan hasil yang tercermin dari hasil tersebut. 
Namun demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih 
banyak, masih ada sekitar 14.461 desa dengan status 
tertinggal atau sekitar 19,17 persen. Pemerintah harus 
bekerja lebih keras lagi guna meningkatkan pembangunan 
pedesaan. Waktu yang tersisa dari pemerintahan sekarang 
kini hanya tinggal 1 tahun, butuh tekad keras dan 
dorongan tenaga dari semua pihak, karena tugas 
membangun desa adalah tugas bersama.  

 

Data Tantangan Desa  

Selain potensi yang dapat dikembangkan, desa 
juga memiliki beragam permasalahan yang dapat menjadi 
kendala sekaligus tantangan. Hasil Podes menunjukan 
beberapa tantangan pembangunan desa yang mesti 
dihadapi, diantaranya bencana alam berupa banjir, tanah 
longsor, gempa bumi, kekeringan lahan, angin 
puyuh/puting beliung/topan, kebakaran hutan dan 
lahan, banjir bandang, gelombang pasang laut, dan 
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gunung meletus. Desa yang terkena bencana alam dapat 
menimbulkan kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum, 
bahkan menimbulkan korban manusia. Kesiapsiagaan 
antisipasi bencana alam di wilayah desa perlu dilakukan 
untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan.  

Selain itu, pencemaran lingkungan masih menjadi 
tantangan yang harus dihadapi bersama. Hasil pendataan 
podes 2018 menunjukkan pencemaran yang paling banyak 
terjadi adalah pencemaran air, kemudian diikuti dengan 
pencemaran udara dan tanah.  

Tantangan selanjutnya adalah keamanan. Faktor 
utama kenyamanan suatu wilayah bisa kita dapat dari 
keamanan lingkungan, lingkungan dapat menjadi tidak 
nyaman karena adanya tindak kejahatan. Dua tindakan 
atau gangguan kemanan yang paling banyak selama 
setahun terakhir adalah penyalahgunaan narkoba dan 
perkelahian massal. 
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Mengukur Kualitas Pembangunan  
di Jawa Barat 
Sarah Nurlaily 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 

Menurut Todaro, pembangunan merupakan suatu 
proses multidimensional yang melibatkan berbagai 
perubahan besar di dalam struktur sosial, sikap 
masyarakat, dan institusi nasional, serta akselerasi 
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan 
pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. 

Secara umum, tujuan pembangunan nasional 
terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
yaitu: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan 
umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Pembangunan terbagi menjadi dua, yakni: 
pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, dimana 
keduanya saling berkaitan. Pembangunan ekonomi 
merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi 
pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan 
ekonomi regional. 

Pembangunan ekonomi lebih mengedepankan 
kepada aspek fisik, berupa laju pertumbuhan output 
ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan sarana 
penunjang ekonomi. Dengan kata lain, tujuan 
pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar 
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pendapatan per kapita penduduk meningkat. Sedangkan 
pembangunan sosial, menurut Edi Suharto merupakan 
pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan 
kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni 
memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik 
sampai sosial. Dengan kata lain, tujuan pembangunan 
sosial lebih mengarah pada peningkatan kualitas hidup 
manusia. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan dibutuhkan 
perencanaan yang terarah dan tepat sasaran. Perencanaan 
pembangunan juga harus melihat segi jangka waktu 
rencana. Menurut Tjokroamidjojo (1990), rencana 
pembangunan terbagi atas rencana jangka panjang (10 
tahun lebih), rencana jangka menengah (3 - 8 tahun), dan 
rencana jangka pendek (setengah - 2 tahun). 

Dalam merencanakan pembangunan dibutuhkan 
data-data agar tujuan pembangunan dapat tercapai. 
Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan 
yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan terciptanya 
kesejahteraan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
sering dianggap sebagai ukuran terbaik untuk mengukur 
kinerja perekonomian. PDRB menggambarkan nilai 
output semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-
kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah dan 
waktu tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor 
produksinya berasal dari penduduk daerah tersebut atau 
bukan. PDRB yang digunakan untuk mengukur tingkat 
pendapatan yang diterima masyarakat adalah PDRB per 
kapita. PDRB per kapita yang meningkat, 
mengindikasikan pendapatan per kapita juga meningkat. 
Dengan peningkatan pendapatan per kapita diharapkan 
dapat mengatasi masalah kemiskinan beserta turunannya, 
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seperti: pendidikan, kesehatan, gizi buruk, pengangguran, 
dan lain-lain.  

Indikator pembangunan sosial dapat diukur 
melalui angka Indikator Pembangunan Manusia (IPM). 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM 
merupakan indikator penting untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 
manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah/negara, tergolong daerah 
maju, berkembang, atau terbelakang. IPM juga merupakan 
data strategis, karena selain sebagai ukuran 
kinerja Pemerintah dari segi non fisik, IPM juga digunakan 
sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi 
Umum (DAU).  

Berdasarkan kategorinya, IPM dibagi ke dalam 
empat kelompok. Kelompok pertama, IPM kategori 
rendah bila angka IPM kurang dari 60. Kelompok kedua, 
IPM kategori sedang pada rentang IPM 60 ke atas tetapi 
kurang dari 70. Kelompok ketiga, IPM kategori tinggi pada 
rentang IPM 70 ke atas tetapi kurang dari 80. Kelompok 
keempat, IPM kategori sangat tinggi pada angka 80 ke atas. 

IPM merupakan agregasi dan kombinasi dari nilai 
komponen-komponennya sehingga perkembangan IPM 
sangat ditentukan oleh perkembangan komponennya. 
Komponen IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) 
saat lahir, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk 
usia 25 tahun ke atas, Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk 
penduduk usia 7 tahun ke atas, dan Pengeluaran per 
kapita yang disesuaikan / Purchasing Power Parity (PPP). 

Pada tahun 2017, PDRB Jawa Barat sebesar 1.786,09 
triliun rupiah, dengan jumlah penduduk sekitar 48 juta 
jiwa. Sehingga jumlah pendapatan yang diterima setiap 
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penduduk Jawa Barat (PDRB per kapita) sebesar 37,18 juta 
rupiah per tahun. Penghitungan PDRB per kapita sebagai 
indikator kesejahteraan memiliki kelemahan: PDRB 
diukur menurut output yang dihasilkan oleh suatu daerah, 
dimana tenaga kerjanya dapat berasal dari daerah tersebut 
maupun daerah lain. Sehingga output yang dihasilkan 
tidak bisa dirasakan seluruhnya oleh penduduk daerah 
tersebut, tetapi terdapat transfer untuk daerah lain. 
Kemudian, jumlah penduduk adalah sebagai pembagi. 
Sehingga bisa jadi output yang dihasilkan oleh suatu 
daerah sangat besar, tetapi memiliki jumlah penduduk 
sangat banyak, maka PDRB per kapita menjadi lebih kecil 
daripada daerah lain. 

IPM Jawa Barat tahun 2017 sebesar 70,69 dan 
termasuk dalam kategori tinggi. Jika dilihat dari 
komponennya, dari dimensi kesehatan, angka harapan 
hidupnya mencapai 72,47 tahun. Sedangkan dari dimensi 
pendidikan, penduduk Jawa Barat berumur 7 tahun yang 
memasuki sekolah, berpeluang harapan lama sekolahnya 
mencapai 12,42 tahun atau setara SMA kelas 12 dan rata-
rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun ke atas 
sebesar 8,14 tahun atau setara SMP kelas 8. Dari dimensi 
ekonomi, daya beli masyarakat Jawa Barat sebesar 10,28 
juta rupiah per kapita per tahun. 

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 

Kabupaten/Kota. Untuk melihat kualitas pembangunan 

sosial dan ekonomi 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 

dapat dilihat melalui kuadran hubungan antara IPM dan 

PDRB per kapita (lihat gambar). Kuadran I, 

Menggambarkan kondisi kabupaten yang memiliki PDRB 

per kapita dan IPM diatas PDRB perkapita dan IPM Jawa 

Barat. Kuadran II, Menggambarkan kondisi kabupaten 

yang memiliki PDRB per kapita dibawah PDRB perkapita 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
231 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Jawa Barat dan angka IPM nya berada di atas IPM Jawa 

Barat. Kuadran III, Menggambarkan kondisi Kabupaten 

yang memiliki PDRB per kapita dibawah PDRB perkapita 

dan IPM Jawa Barat. Kuadran IV, Menggambarkan kondisi 

Kabupaten yang memiliki PDRB per kapita diatas PDRB 

perkapita Jawa Barat, sedangkan angka IPM nya berada 

dibawah IPM  Jawa Barat.  

Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang berada di 

kuadran I, yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota 

Cirebon, dan Kabupaten Bekasi. Terdapat 7 

Kabupaten/Kota yang berada di kuadran II, yaitu: Kota 

Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota 

Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Bandung. 

Kemudian di kuadran III, terdapat 13 Kabupaten/Kota 

yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 

Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, 

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, 

Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, 

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten 

Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Pada kuadran IV 

terdapat 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karawang, 

Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Indramayu. 

PDRB per kapita dan IPM saling berkaitan. Pembangunan 

harus memperhatikan kedua aspek, ekonomi dan sosial. 

Penduduk yang berkualitas merupakan modal dasar 

pembangunan sehingga laju pertumbuhan ekonomi 

semakin tinggi dan berkualitas serta kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud. 
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1.000 Hari Pertama Kehidupan Berkualitas 
Untuk Selamanya 

Endah Mahanani 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 
Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya 

hidup sehat dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih 
baik. Dikatakan memiliki kualitas kesehatan yang baik 
adalah jika seseorang tercukupi asupan gizinya mulai dari 
dalam kandungan sampai dengan masa usia balita. Pada 
rentang usia tersebut jika asupan gizinya tidak optimal 
dapat memunculkan permasalahan kesehatan yang buruk, 
meningkatkan resiko penyakit infeksi, dan penyakit tidak 
menular seperti penyakit kardiovaskular (penyakit jantung 
dan pembuluh darah, hipertensi dan stroke), diabetes, 
kanker dan lain-lain. Sebaliknya,  dengan gizi yang 
optimal tingkat tumbuh kembang fisik seorang anak juga 
menjadi optimal diikuti dengan kecerdasan yang baik 
pula.  

Saat ini pemerintah memang gencar 
mengkampanyekan Gerakan masyarakat hidup Sehat atau 
yang lebih dipopulerkan dengan singkatan GERMAS. 
Gerakan ini fokus mengajak masyarakat untuk 
memperhatikan asupan gizi seimbang dalam setiap menu 
makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi 
hendaknya terdiri dari berbagai kelompok makanan yang 
berbeda yang mengandung beragam jenis nutrisi, 
termasuk protein, karbohidrat, lemak, serat, mineral, dan 
vitamin. Pola hidup dengan makanan yang bergizi 
seimbang ini sejalan dengan program pemerintah yang 
tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals). 
SDGs ini merupakan suatu rencana aksi global yang 
disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia 
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dan berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat 
tercapai pada tahun 2030 nanti. Salah satu tujuan SDGs ini 
adalah mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, 
termasuk gizi buruk dan penelantaran pada anak balita. 

Selain tertuang dalam tujuan SDGs, perbaikan gizi 
menuju gizi seimbang juga menjadi salah satu prioritas 
pembangunan kesehatan dalam rencana pembangunan 
jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Perbaikan gizi 
ini lebih difokuskan kearah pencegahan dan 
penanggulangan adanya stunting pada anak-anak. 
Menurut Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat 
Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantoro, M.Kes 
menerangkan bahwa stunting merupakan manifestasi dari 
kegagalan pertumbuhan  (growth faltering) yang dimulai 
sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. 
Stunting ini baru terlihat ketika anak berusia dua tahun. 
Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan stunting 
harus dimulai secara tepat sebelum kelahiran dan terus 
berlanjut hingga anak berusia dua tahun. Ancaman 
stunting berakibat anak-anak mengalami tumbuh 
kembang yang terganggu pada masa remaja dan juga bisa 
mengganggu tingkat kecerdasan. 

Langkah awal yang paling penting untuk 
dilakukan adalah pemenuhan gizi pada anak sejak dini 
bahkan saat masih dalam kandungan atau yang lebih 
dikenal dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). 
Seribu hari pertama kehidupan terdiri dari 270 hari selama 
kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan 
seorang anak. Pada masa ini disebut juga periode emas 
bagi tumbuh kembang seorang anak. Nutrisi yang 
diterima oleh bayi saat masih dalam kandungan kemudian 
mendapatkan ASI, akan memiliki dampak panjang ketika 
dewasa nanti. Resiko kekurangan gizi pada masa 1000 
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HPK selain terjadinya stunting pada anak, juga akan 
beresiko terjadinya penyakit tidak menular/kronis, serta 
terhambatnya pertumbuhan kognitif otak yang 
mengakibatkan kurangnya kecerdasan pada anak. Oleh 
karena itu bagi seorang ibu hamil, 1000 HPK ini menjadi 
prioritas penting yang harus diperhatikan.  Seorang ibu 
hamil wajib memastikan gizinya berstatus baik. Selain itu 
juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, 
suplemen vitamin, dan rutin memeriksakan kehamilannya 
sampai dengan saat kelahiran bayinya. 

Saat seorang bayi dilahirkan, asupan gizi yang 
selama ini didapat dari ibu lewat plasenta, terhenti pula 
nutrisi yang bisa diterima karena terpotongnya plasenta 
itu. Sehingga gizi harus disalurkan secara oral dengan 
adanya ASI (Air Susu Ibu). ASI eksklusif merupakan 
asupan gizi yang terbaik untuk bayi terutama bayi baru 
lahir. ASI Eksklusif artinya ASI, tanpa tambahan apapun. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, 
ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak 
dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan 
dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain 
(kecuali obat, vitamin dan mineral). ASI Eksklusif ini 
diawali dengan inisiasi menyusui dini dan terus diberikan 
kepada bayi sampai usia 6 bulan. Menurut data yang 
dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan survey 
Susenas 2017, tercatat bahwa pada tahun 2017 di 
Kabupaten Bogor ada sekitar 96,04 persen bayi usia 0-23 
bulan yang mendapat ASI. Tentu saja angka ini 
menggembirakan karena mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun 2016 (90,87 persen). Ini juga berarti 
bahwa di Kabupaten Bogor baik di daerah perkotaan 
maupun di daerah pedesaan hampir semua anak yang 
berusia di bawah 2 tahun mendapatkan haknya yaitu ASI. 
ASI mengandung laktosa, AA-DHA, zat besi, zinc, selenium, 
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yodium yang menjadi bahan baku sel saraf otak. Ketika 
seorang ibu yang baru melahirkan, ibu tersebut  akan 
mengeluarkan ASI yang mengandung kolostrum yang 
bermanfaat memberikan imunitas dan melindungi saluran 
cerna bayi. Kemudian berlanjut menuju fase 4-6 minggu, 
puncak kadar antibodi dalam ASI yang dapat 
menurunkan risiko infeksi. Kalori  ASI meningkat setelah 
3-4 bulan dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan 
perkembangan motorik. Menuju fase ke-6 bulan, 
kandungan asam omega esensial berlimpah untuk 
perkembangan sel otak. Pada fase terakhir yaitu 9-12 
bulan, asam amino menjamin kebutuhan protein untuk 
pertumbuhan otot dan optimalisasi IQ. Oleh karena itu, 
tidak salah apabila kita mengatakan salah satu cara terbaik 
mencegah stunting adalah dengan ASI.  

Setelah bayi berusia 6 bulan, selain ASI bayi mulai 
diperkenalkan dengan Makanan Pendamping ASI (MP-
ASI) yang bergizi. Dan pemberian ASI ini hendaknya  terus 
berlanjut hingga bayi berusia dua tahun, karena semakin 
lama bayi mendapatan ASI akan memberikan kekebalan 
yang lebih kuat pada bayi. Sayangnya, di Kabupaten Bogor 
berdasarkan hasil Susenas 2017, rata-rata lama bayi 
disusui hanya berlangsung selama 11 bulan.  Hal ini perlu 
menjadi perhatian pemerintah untuk lebih menggerakan 
pemberian ASI agar bisa sampai 2 tahun. Selain 
memberikan asupan gizi yang seimbang, perlu juga 
dilengkapi dengan pemberian vaksin/imunisasi dan 
vitamin sebagai perlindungan dari berbagai penyakit. 
Berdasarkan hasil Susenas juga, tercatat bahwa di 
Kabupaten Bogor baru sekitar 18,70 persen balita yang 
mendapatkan imunisasi lengkap. Kesadaran para 
orangtua akan pentingnya imunisasi di Kabupaten Bogor 
masih rendah. Padahal apabila tidak diimunisasi, anak 
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akan rentan terhadap penyakit seperti polio, tuberculosis, 
campak, dan tumbuh kembang anak itu sendiri.  

Disamping mengatur pola makan gizi seimbang,  
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga tidak 
kalah penting. Lingkungan yang tidak bersih akan 
mengakibatkan munculnya berbagai penyakit yang 
akhirnya berpengaruh terhadap status gizi. Melalui 
momentum Hari Gizi Nasional saat ini, diharapkan 
kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada 
fase 1000 HPK ini semakin tumbuh. Karena apabila tidak 
tercukupi akan menimbulkan dampak yang bersifat 
permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dapat dikatakan 
pula bahwa fase 1000 HPK merupakan fase yang 
menentukan untuk mencetak SDM yang sehat, cerdas dan 
berkualitas. 
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Ketimpangan Pengeluaran Di Jawa Barat 
Dedi Abdulah 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 
 

BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi 
Jawa Barat pada tahun 2018, dimana pada tahun ini 
menorehkan prestasi dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE) sebesar 5,64 persen, ini lebih tinggi dari LPE nasional 
sebesar 5,17 persen. Namun demikian, tingginya 
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat belum mampu 
mengatrol penduduk yang berpendapatan rendah dalam 
meningkatkan kesejahteraannya. 

Kondisi ini dapat dilihat masih tingginya 
ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Barat 
dibandingkan dengan ketimpangan di provinsi lain di 
Indonesia. Salah satu untuk mengukur ketimpangan 
pengeluaran pengeluaran yaitu dengan gini ratio. BPS 
mencatat pada tahun 2018, gini rastio (ukuran 
ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan agregat) 
pada Bulan September 2018 sebesar 0,405. Angka ini 
sebetulnya terjadi penurunan gini ratio dibandingkan 
pada periode Maret 2018 sebesar 0,407. Tetapi angka 
tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan angka gini 
ratio nasional pada September 2018 sebesar 0,384. 

Angka Gini ratio nol menunjukkan bahwa tidak 
ada ketimpangan pengeluaran (pengeluaran penduduk 
sama), sedangkan gini ratio 1 menunjukkan banwa adanya 
ketimpangan sempurna di daerah tersebut. Semakin tinggi 
angka gini ratio berarti ketimpangan pengeluaran 
penduduk suatu daerah semakin tinggi pula.  

 Untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran 
penduduk, pemerintah khususnya Pemda Jawa Barat 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
240 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

perlu membuat terobosan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi yang berpihak kepada penduduk berpenghasilan 
rendah. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang jika tidak 
dibarengi dengan pemerataan pembangunan ke seluruh 
pelosok desa sulit untuk mengatrol penduduk 
berpenghasilan rendah keluar dari kemiskinan. 

Salah satu penyebab masih tingginya angka gini 
ratio karena faktor pendidikan penduduk yang masih 
rendah. Banyaknya penduduk yang berkerja di lapangan 
kerja informal karena sulitnya mengakses pekerjaan yang 
layak sesuai tingkat pendidikan yang persyaratkan oleh 
pemberi pekerjaan. Penduduk yang bekerja dengan 
pendidikan yang rendah akan mempunyai produktivitas 
rendah, sehingga pendapatan yang diterima pula rendah. 
Ini akan mengakibatkan ketimpangan pengeluaran yang 
diukur dengan gini ratio sulit turun ke angka yang rendah. 

Berdasarkan data BPS hasil Sakenas, penyerapan 
tenaga kerja di Jawa Barat hingga Agustus 2018 masih di 
dominasi oleh penduduk yang bekerja dengan 
berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah 
sebanyak 8,08 juta orang (38,89 persen) dan tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3,84 juta 
orang (18,46 persen). Sedangkan untuk tingkat SMA 
sebanyak 3,54 juta orang (17,04 persen), SMK sebanyak 
2,82 juta orang (13,57 persen), dan penduduk yang bekerja 
berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 2,5 juta 
orang (12, 04 persen). 

Data di atas menunjukkan bahwa produktivitas 
serta daya saing tenaga kerja di Jawa Barat masih rendah 
karena masih banyak penduduk yang berpendidikan 
rendah. Tercermin dominasi lulusan SD dan SMP yang 
banyak terserap sebagai tenaga kerja. Sehingga terjadi 
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ketimpangan pendapatan yang di peroleh, akibatnya gini 
ratio tinggi. 

Begitu pun untuk penyerapan tenaga kerja yang 
bekerja pada sektor-sektor yang memberikan tingkat upah 
tinggi, misalkan industri manufaktur umumnya tingkat 
pendidikan SMA atau SMK ke atas. Yang berpendidikan 
SD atau SMP ke bawah terpaksa bekerja pada sektor 
informal dengan gaji di bawah upah minimum regional 
(UMR) yang ditetatapkan pemerintah. 

Untuk mempercepat dalam menurunkan 
ketimpangan pengeluaran, Pemda Jawa Barat perlu 
membuat suatu terobosan untuk penduduk yang 
berpendidan masih rendah. Dengan meningkatkan angka 
rata-rata lama sekolah (RLS) untuk penduduk yang 
berusia di atas 25 tahun dengan mengambil persamaan 
paket B maupun C.  

Pemda Jawa Barat perlu mempetakan 
kabupaten/kota yang masih mempunyai RLS masih 
rendah untuk di perioritaskan untuk meningkatkan 
tingkat pendidikan. Minimal satu desa satu lembaga 
bimbingan belajar yang bertugas untuk menampung 
penduduk yang pendidikan di bawah SMP untuk 
mendapatkan persamaan paket B atau paket C. 

 Penduduk dengan mempunyai ijasah paket C 
diharapkan mempunyai kepercayaan diri untuk bersaing 
untuk memperoleh pekerjaan formal sehingga akan 
menambah pendapatan untuk keluarganya. Selain itu 
dengan pengetahuan yang didapatkan, ketika membuka 
usaha sendiri (berwirausaha) lebih maju dalam 
menijalankan usahanya sehingga keuntungan semakin 
tinggi. 
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Selain meningkatkan tingkat pendidikan, 
pemerintah daerah perlu memberikan tempat yang 
starategis untuk penduduk yang berpendidikan rendah 
untuk membuka usaha agar dapat meningkatkan 
pendapatannya. Salah satunya, membuka kape atau 
kawasan pedagang kaki lima yang tertata sehingga 
penduduk dapat berjualan, dilain pihak tidak 
mengganggu tata kota. Dengan menata tempat PKL yang 
strategis selain akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  
juga untuk menurunkan angka ketimpangan pengeluaran. 

Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang 
berpihak kepada penduduk berpenghasilan rendah 
merupakan strategi dalam pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif. Perlu adanya pemerataan pembangunan antara 
kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini sebagai antisipasi 
migrasi penduduk  yang mempunyai pendidikan dan 
keahlian untuk mencari pekerjaan ke daerah lain. Dimana 
daerah yang ditinggalkan kekurangan sumber daya 
manusia (SDM) berkualitas dalam membangun untuk 
sejajar dengan daerah lain yang sudah maju. 
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Fenomena Rokok dan Kemiskinan   
di Jawa Barat 

Magdalena Sinaga 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 

Rokok menjadi urutan terbesar kedua 

penyumbang kemisikinan baik di perkotaan atau di 

pedesaan. Singkatnya penduduk miskin menjadikan 

rokok sebagai kebutuhan kedua setelah beras Ironisnya 

rokok menjadi komiditi penyumbang kemiskinan terbesar 

melebihi komiditi non makanan seperti pendidikan dan 

perumahan. 

Jumlah perokok di seluruh dunia meningkat 

menjadi hampir satu miliar orang dan di sejumlah negara 

termasuk Indonesia dan Rusia lebih dari separuh jumlah 

penduduk laki-laki merokok setiap hari. Temuan tersebut 

diungkap oleh tim peneliti yang ditulis dalam Journal of the 

American Medical Association. Mereka mengatakan 

peningkatan jumlah perokok terjadi karena adanya 

peningkatan jumlah penduduk yang meningkat dua kali 

lipat selama 50 tahun terakhir. Statistik konsumsi rokok 

dunia pada 2014 kembali meneguhkan posisi Indonesia 

sebagai salah satu negara konsumen rokok terbesar 

sejagat. Sepanjang tahun lalu, konsumsi rokok dunia 

mencapai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14 persen) 

di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indonesia. Angka 

konsumsi rokok ini menempatkan Indonesia sebagai 

negara pengkonsumsi rokok terbesar ke empat dunia 

setelah China (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar 

batang), dan Amerika Serikat (281 miliar batang) (Koran 

Tempo, 30 September). 
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Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS) dari 

hasil Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS)  Maret 2018, 

jumlah penduduk miskin di Indonesia per kondisi Maret 

sebesar 25,95 juta orang (9,28 persen) turun 1,82 juta orang 

dari tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan 

kondisi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat 

Maret 2018 mencapai 3.615,79 ribu jiwa (7,45 persen). 

Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 159 

ribu jiwa dibandingkan September 2017. Jika 

dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah 

penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan 

yang cukup signifikan yaitu sekitar 553 ribu jiwa. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode 

September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di 

daerah perkotaan maupun di perdesaan turun masing-

masing sebesar 63,36 ribu jiwa dan 95,26 ribu jiwa. 

Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,76 persen 

menjadi 6,47 persen. Sedangkan di perdesaan turun dari 

10,77 persen menjadi 10,25 persen. Sebagai informasi ada 

yang disebut sebagai ‘Garis Kemiskinan’, yaitu dasar yang 

dipergunakan sebagai suatu batas untuk 

mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tdak 

miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan terdiri 

dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM) 

Menekan angka kemiskinan merupakan salah satu 

program utama di tiap wilayah di Indonesia. Olehkarena 

itu perlu diperhatikan hal apa yang menjadi pemicu 

naiknya tingkat kemiskinan di suatu daerah, salah satunya 
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yaitu dari komoditi makanan. Dari hasil SUSENAS 

menunjukan bahwa peranan komoditi makanan terhadap 

GK sangat dominan dibandingkan peran komoditi bukan 

makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi 

masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih 

didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan 

dibandingkan kebutuhan bukan makanan. Sumbangan 

GKM terhadap GK sebesar 71,49 persen di perkotaan dan 

75,25 di perdesaan. Secara total peranan komoditi 

makanan terhadap GK sebesar 72,48 persen. 

Pada Maret 2018 di Jawa Barat, lima komoditi 

makanan penyumbang terbesar GK di daerah perkotaan 

adalah Beras (23,82%), Rokok (12,38%), telur ayam ras 

(4,38%), daging ayam ras (4,07%) dan mie instan (2,93%). 

Sedangkan lima komoditi makanan penyumbang terbesar 

GK di daerah perdesaan adalah Beras (31,70%), rokok 

(8,20%), telur ayam ras (3,76%), daging ayam ras (3,24%) 

serta kopi bubuk dan kopi instan (3,01%). Komoditi bukan 

makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap GK 

di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 8,72 

persen, bensin sebesar 4,28 persen, listrik sebesar 3,85 

persen, pendidikan sebesar 1,74 persen dan angkutan 

sebesar 1,30 persen. Sedangkan lima komodit bukan 

makanan penyumbang terbesar GK di daerah perdesaan 

secara berturut-turut adalah perumahan sebesar 8,89 

persen, bensin sebesar 2,78 persen, listrik sebesar 2,26 

persen, perlengkapan mandi sebesar 1,17 persen dan 

pendidikan sebesar 1,09 persen. 
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Rokok menjadi urutan terbesar kedua 
penyumbang kemisikinan baik di perkotaan atau di 
pedesaan. Singkatnya penduduk miskin menjadikan 
rokok sebagai kebutuhan kedua setelah beras Ironisnya 
rokok menjadi komiditi penyumbang kemiskinan terbesar 
melebihi komiditi non makanan seperti pendidikan dan 
perumahan. 

Sebagai contoh untuk Kabupaten Bogor, dari total 
rata-rata pengeluaran penduduk per kapita, porsi 
pengeluaran untuk konsumsi rokok mencapai 13,37 persen 
melebihi pengeluaran untuk konsumsi beras sebesar 8,78 
persen. Porsi pengeluaran untuk rokok pada rumah 
tangga perokok juga cukup dominan sehingga 
mengurangi porsi pengeluaran untuk kebutuhan yang 
esensial dalam pengembangan derajat kapabilitas 
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan asupan 
protein. 

Memang tidaklah mudah untuk menghilangkan 
kebiasaan merokok, apalagi bagi masyarakat yang 
menjadikan rokok sebagai kewajiban. Kondisi ini tidak 
boleh dianggap remeh oleh Pemerintah karena rokok 
adalah konsumsi makanan yang tidak produktif bahkan 
merugikan kesehatan. Mengingat total kerugian yang 
ditimbulkan sangat besar, sudah semestinya semua 
elemen negeri ini memiliki komitmen yang kuat dan serius 
dalam menekan konsumsi rokok masyarakat. Hal tersebut 
harus diwujudkan melalui regulasi yang ketat maupun 
kampanye tentang bahaya rokok yang lebih intensif. 
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Mencermati Potensi Tenaga Kerja 
Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 

Nur Azizah 
Statistisi BPS Kota Cirebon 

 

Revolusi di berbagai Sektor Perekonomian 

Revolusi  industri 4.0 telah menggeser peran tenaga 
kerja manusia di berbagai sektor perekonomian. Dilansir 
dari halaman bisnis.tempo.co Rabu 4 April 2018 Presiden 
Joko Widodo telah meluncurkan Peta Jalan Revolusi 
Industri 4.0 yang dibranding dengan  “Making Indonesia 

4.0” dengan tujuan mendorong produktivitas tenaga kerja 
menghadapi pangsa pasar di era revolusi industri 4.0. 
Airlangga Hartato selaku Menteri Perindustrian  dalam 
siaran pers website kementrian perindustrian 
menyebutkan empat aspirasi besar dari diterapkannya 
industri 4.0 adalah membawa Indonesia menjadi 10 besar 
di tahun 2030, mengembalikan angka net export sebesar 10 
persen, peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga 
dua kali lipat dibanding peningkatan biaya tenaga kerja, 
serta pengalokasian  2 persen dari GDP untuk aktifitas 
Riset and Development teknologi dan inovasi. Dari target 
tersebut di atas tergambarkan bahwa tenaga kerja 
Indonesia dituntut mempunyai kompetensi dan 
produktivitas ekstra di era revolusi industri 4.0 sekarang 
ini. 

Realita membuktikan tenaga kerja di berbagai 
sektor perekonomian telah terkena imbas dari revolusi 
industri 4.0. Seperti yang terjadi dalam sektor 
perdagangan besar dan eceran, baru –baru ini dikabarkan 
PT.Supermarket Hero.Tbk telah menutup 26 gerainya di 
seluruh Indonesia diikuti dengan pemutusan hubungan 
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kerja sebanyak 532 orang karyawannya. Darmin Nasution 
pada halaman detik.com 18 Januari 2019 berpendapat 
melemahnya ritel seperti yang terjadi pada Hero 
Supermarket dikarenakan perubahan fenomena belanja 
dan gaya hidup. Hadirnya beberapa e-commerce telah 
menggeser ritel konvesional. Selain itu, perubahan gaya 
hidup generasi milenial yang lebih banyak 
mengalokasikan anggaran untuk experience juga 
mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dewasa ini. Hal 
yang sama juga terjadi pada sektor pertanian, peran tenaga 
kerja pertanian telah tergeser oleh hadirnya modernisasi 
pertanian. Untuk menanam padi misalnya, digunakan 
transplanter dengan waktu tanam  paling cepat satu jam 
untuk satu hektar lahan. Lebih cepat dari tenaga manusia 
yang membutuhkan tiga sampai empat hari untuk luas 
tanam 1 hektar. Begitu juga untuk memanen padi, 
penggunaan combine harvester, yang dapat memotong padi 
dalam waktu dua jam untuk 1 hektar tanaman padi. 
Tenaga kerja pada dua sektor ini yang paling potensial 
terkena imbas dari dampak revolusi industri 4.0. Badan 
Pusat Statistik (BPS) merilis data hasil Survei Angkatan 
Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 yang 
menyebutkan bahwa sektor pertanian dan sektor 
perdagangan besar merupakan dua sektor dengan jumlah 
tenaga kerja terbanyak masing – masing sebesar 28,79 
persen  dan 18,61 persen dari total jumlah tenaga kerja 
Indonesia. 

Kehadiran robotisasi dan otomatisasi  pada 
revolusi industri 4.0 telah mendisrupsi tenaga manusia. 
Jika dulu internet hanya sebagai tools untuk mencari 
informasi dan berkirim pesan dalam dunia usaha telah 
bertransformasi menjadi internet of things (IoT). Sebagai 
contoh di sektor jasa keuangan/perbankan beberapa jenis 
transaksi sudah tergantikan dengan adanya mobile banking 
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atau internet banking (Remon Samora, 2017). Teknologi 
terbaru juga melahirkan beberapa teknologi finansial atau 
yang lebih dikenal dengan fintech (financial technology). 
Fenomena Peer- to Peer (P2P) landing kini sudah menjamur 
di masyarakat. Dengan mudahnya teknologi 
mempertemukan kreditur dan debitur. Para pengamat 
berpendapat hal ini lambat laun akan mengikis peran 
tenaga kerja di sektor jasa keuangan. 

Akan tetapi, kehadiran revolusi industri 4.0 tidak 
selalu berdampak negatif pada sektor perekonomian. Pada 
sektor transportasi misalnya kehadiran ojek online telah 
menciptakan lapangan kerja baru yang lebih prestise 
sebagai driver. Setiap orang berkesempatan menjadi driver 
tanpa memperhatikan strata sosial ekonomi pribadi 
masing – masing dengan balas jasa yang lebih berkelas. 
Meskipun kehadirannya sempat menjadi dilema karena 
telah menghancurkan usaha transportasi konvesional.  

 

Tantangan Tenaga Kerja Indonesia 

Indonesia akan memasuki puncak bonus 
demografi pada tahun 2035 yang ditandai dengan jumlah 
penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari 
penduduk non produktif. Masa bonus demografi inilah 
yang menjadi tantangan terbesar Indonesia karena 
bersamaan dengan periode revolusi industri 4.0, dimana 
peran tenaga manusia telah terdisrupsi oleh robotisasi dan 
otomatisasi. Bonus demografi yang tidak dikelola dengan 
sebaik-baiknya justru akan menjadi beban bagi 
pemerintah yang melahirkan tingginya tingkat 
pengangguran. Berdasarkan data Sakernas  Agustus 2018, 
pengangguran di Indonesia mencapai 5,34 persen, jika 
dirinci menurut pendidikan yang ditamatkan, maka 
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pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK yang 
mencapai 11,24 persen. Tingginya tingkat pengangguran 
lulusan SMK seharusnya sudah menjadi perhatian 
pemerintah untuk menetapkan langkah – langkah 
potensial seperti menyiapkan soft skill bagi lulusan SMK 
yang sesuai dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. 
Membuat kurikulum berbasis kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) yang dapat dijadikan salah satu gagasan untuk 
melahirkan tenaga kerja yang siap pakai di era revolusi 
industri 4.0. 

Menurut Hanif Dhakiri dalam Hukumonline.com 8 
Desember 2018, pemerintah tetap optimis bahwa masa 
revolusi industri 4.0 tidak hanya menghapus peluang kerja 
tapi juga melahirkan kesempatan – kesempatan kerja baru. 
Salah satu efek dari revolusi industri 4.0 adalah lahirnya 
ribuan Usaha Menengah Kecil(UMK) baru yang lebih 
kreatif dan inovatif. Jumlah UMK yang sangat besar di 
Indonesia tentunya sangat berpeluang menyerap tenaga 
kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Data 
dalam publikasi hasil Sensus Ekonomi (SE2016) Lanjutan 
yang dirilis oleh BPS menyebutkan bahwa UMK telah 
menyerap tiga per empat tenaga kerja non pertanian di 
Indonesia atau mencapai 59 juta orang. Tiga sektor dengan 
persentase penyerapan tenaga kerja UMK terbanyak 
adalah usaha di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 
37,95 persen, diikuti sektor Industri Pengolahan sebesar 
19,75 persen serta sektor Penyedia Akomodasi dan Makan 
Minum  sebesar 14,39 persen. Hal ini dapat menjadi 
indikator bahwa tiga sektor inilah yang harus dicermati 
untuk dilakukan berbagai strategi dan antisipasi terkait 
supply dan demand tenaga kerja yang pasti terjadi karena 
dampak otomatisasi dan robotisasi revolusi industri 4.0. 
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Salah satu indikator penting dalam pasar tenaga 
kerja adalah Employment to Population Ratio (EPR) atau 
rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja. 
BPS dalam publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja 
Agustus 2018 menyebutkan setiap 100 penduduk usia 15 
tahun ke atas terdapat 64 penduduk yang bekerja. Jika 
tidak ada kebijakan khusus yang meng-upgrade  kualitas 
tenaga kerja Indonesia dikhawatirkan dapat menurunkan 
angka EPR secara signifikan. Salah satu solusi yang 
dicanangkan oleh Kementrian Tenaga Kerja adalah 
pelatihan vokasi yang sesuai dengan disrupsi teknologi, 
dengan pelatihan ini diharapkan angka EPR tidak akan 
turun secara signifikan.  

Sejarah mencatat setiap revolusi industri akan 
mengubah tatanan perekonomian dunia. Beberapa usaha 
akan kolaps ditelan revolusi industri tapi tidak menutup 
kemungkinan akan muncul beribu usaha baru yang justru 
menciptakan kesempatan baru bagi tenaga kerja. Hal yang 
perlu disiapkan adalah bagaimana menggali kemampuan 
dan potensi yang dibutuhkan pada pekerjaan di masa akan 
datang. 
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Pendidikan dan Kesehatan dalam 
Pembangunan SDM 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Rilis World Bank (11/10/18) tentang Human 
Capital Index (Indeks Modal Manusia) 2018 
memperlihatkan Indonesia pada posisi yang 
mengkhawatirkan. Berada di peringkat ke87 dari 157 
negara dengan nilai 0,53 (skala 0-1) bukanlah suatu 
prestasi. Secara garis besar, Indeks modal manusia 
menjadi barometer pengaruh kebijakan pemerintah 
terhadap potensi sumber daya manusia (SDM) dari aspek 
pendidikan dan kesehatan.  

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan 
jajarannya (21/11/18), kembali menggaungkan rencana 
pembangunan SDM yang sudah ”tertidur” lama 
(Tribunnews, 21/11/18). Pada 2019, Presiden 
menitikberatkan investasi di bidang sumber daya 
manusia. Bukti keseriusan tersebut terlihat dari naiknya 
alokasi anggaran pada sektor pendukung pembangunan 
SDM pada 2019.  

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus 
dalam rencana pembangunan SDM. Hal ini terlihat dari 
anggaran yang dialokasikan pada sektor tersebut. Sektor 
pendidikan mendapatkan porsi 20 persen dari total APBN 
2019 (492,5 triliun) atau naik 48,4 triliun dibandingkan 
APBN 2018 (444,1 triliun) dan sektor kesehatan sebesar 5 
persen (123,1 triliun) atau naik 12,1 triliun dibandingkan 
APBN 2018 (111 triliun) (Kemenkeu, 2018).  

Alokasi anggaran pendidikan telah sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni 
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sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN. Dengan 
alokasi anggaran yang besar, diharapkan dapat 
memperbaiki kualitas pendidikan. Perbaikan kualitas 
pendidikan dapat dimulai dari pembangunan 
infrastruktur pendidikan hingga perbaikan kualitas 
pendidik.  

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa (PODES) 
tahun 2018 tidak kurang dari 11 ribu desa/kelurahan 
belum memiliki Sekolah Dasar (SD). Lebih miris lagi, 
semakin banyak desa/kelurahan yang belum memiliki 
sekolah pada tingkat diatasnya (BPS, 2018).  

Kekurangan sekolah ini banyak terjadi di wilayah 
Indonesia bagian timur (Maluku dan Papua). Hampir 
setengah (45,7%) dari jumlah desa/kelurahan di wilayah 
Indonesia bagian timur belum mempunyai SD. Dan sudah 
tentu semakin jarang lagi sekolah diatasnya. Hal ini 
menjadi polemik disaat pemerintah memberlakukan wajib 
sekolah 12 tahun.  

Kondisi ini diperparah lagi dengan angka 
kemiskinan yang cukup tinggi pada wilayah timur 
Indonesia. Berdasarkan rilis BPS, angka kemiskinan pada 
september 2018 di tiga provinsi paling timur Indonesia 
(Maluku, Papua Barat, dan Papua) menjadi yang tertinggi 
di Indonesia, yakni 17,85 persen (Maluku), 22,66 persen 
(Papua Barat), dan 27,43 persen (Papua) (BPS, 2018).  

Melihat kondisi ini, sudah seharusnya pemerintah 
menaruh perhatian khusus. Langkah yang mungkin dapat 
dilakukan yakni mengalokasikan anggaran yang cukup 
besar tersebut dengan adil dan merata, sehingga tidak 
terjadi ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah barat 
maupun timur. Hal ini guna menjalankan amanat sila ke-5 
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Pancasila, yakni ”keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”.  

Sementara itu, peran pendidik (guru) dirasa begitu 
penting untuk mencetak generasi emas di masa 
mendatang. Mungkin saat inilah waktu yang tepat, disaat 
Indonesia sedang mengalami ”bonus demografi”, yakni 
besarnya penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sudah 
seharusnya kehadiran ”bonus demografi” dapat 
teroptimalisasi, sehingga tidak terlewatkan begitu saja.  

Peningkatan peran pendidik bukan hanya dari sisi 
kuantitas melainkan juga dari sisi kualitas. Data UNESCO 
dalam laporan Global Education Monitoring (GEM) 2016 
menempatkan kualitas guru Indonesia pada peringkat 
buncit dari 14 negara berkembang di dunia. Fakta ini jelas 
menjadi ”pukulan” tersendiri bagi Indonesia. Fakta lain 
juga menunjukkan belum semua guru mengajar sesuai 
dengan bidang kompetensinya. Ditambah lagi tingkat 
pendidikan guru yang masih relatif rendah.  

Pemerintah atau pihak sekolah sebaiknya menata 
kembali para guru agar mengajar sesuai dengan bidang 
kompetensi. Selain itu, menganalisis kebutuhan tenaga 
pendidik sesuai dengan bidang pelajaran sangat 
diharapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerjasama 
dengan sekolah atau perguruan tinggi selaku lembaga 
”pencetak guru”. Pemerintah sebaiknya menyarankan 
kepada pihak sekolah atau perguruan tinggi untuk 
”menciptakan” guru sesuai dengan kebutuhan yang ada.  

Peningkatan tingkat pendidikan guru ke jenjang 
yang lebih tinggi sebaiknya segera dilakukan. Mengingat 
masih rendahnya tingkat pendidikan guru, pemerintah 
sebaiknya mendukung dan memfasilitasi guru agar dapat 
mencapai tingkat pendidikan minimal (S1). Peningkatan 
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kualitas guru diharapkan dapat berdampak positif pada 
kualitas anak didiknya, sehingga berdampak pada kualitas 
SDM pada masa mendatang.  

Sementara itu, peran pendidik yang pandai dalam 
memahami psikis anak didiknya sangat diperlukan. Tidak 
bisa dipungkiri, terkadang image guru menjadi masalah 
pada anak didik (siswa) dalam menerima pelajaran. Peran 
guru bukan hanya sebagai pengajar, namun lebih dari itu, 
seharusnya guru dapat menjadi orang tua di sekolah. 
Kedekatan guru dengan siswa sangat diharapkan guna 
memperlancar proses ”transfer ilmu” dari guru ke siswa.  

Selain pendidikan, aspek kesehatan sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan SDM. 
Tidak ada gunanya jika pendidikan sudah berkualitas 
namun sakit-sakitan. Walaupun sektor kesehatan hanya 
mendapat 5 persen dari APBN 2019, hal ini tidak 
mengecilkan niat untuk melakukan perbaikan di bidang 
kesehatan.  

Langkah yang mungkin dapat dilakukan, yakni 
menghadirkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
untuk masyarakat, terutama masyarakat yang tidak 
mampu. Hasil pendataan Podes 2018 memperlihatkan 
keadaan yang memprihatinkan, yakni lebih dari 72 ribu 
desa/kelurahan belum memiliki puskesmas. Ini artinya 
rata-rata wilayah kerja tiap puskesmas mencapai 8 
desa/kelurahan. Ditambah lagi, keberadaan puskesmas 
pembantu yang masih terlalu luas jangkauan kerjanya (3-4 
desa/kelurahan) (BPS, 2018).  

Perlu peningkatan puskesmas, baik kuantitas 
maupun kualitas. Dari sisi kuantitas sangat perlu 
menambah puskesmas agar jangkauannya tidak terlalu 
luas, sehingga masyarakat benar-benar dapat menikmati 
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layanan kesehatan. Layanan yang terjangkau dari segi 
akses perjalanan maupun biaya.  

Dari sisi kualitas, sebaiknya setiap puskesmas 
memiliki standar minimal kesehatan, yakni peralatan 
kesehatan, obat, hingga kualitas dokter. Dan adanya 
penempatan dokter spesialis penyakit tertentu untuk 
daerah yang sering mengalaminya.  

Dengan terealisasinya perbaikan di sektor 
pendidikan maupun kesehatan, bukan hal yang mustahil 
dapat mewujudkan pembangunan SDM yang lebih 
berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas akan 
berdampak positif terhadap kemajuan suatu bangsa, 
sehingga dapat menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh 
masyarakat di dalamnya. 
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Backlog Rumah di Kabupaten Bogor 
Sarah Nurlaily 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 

Backlog rumah merupakan ketidakseimbangan 
antara jumlah pasokan (supply) dan permintaan (demand) 
terhadap rumah. Kebutuhan akan rumah kian bertambah 
seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dimana 
jumlah penduduk yang membutuhkan rumah lebih 
banyak daripada pasokan rumah yang tersedia. Harga 
rumah yang melambung tinggi dan meningkat setiap 
tahunnya, membuat sebagian orang belum memiliki 
rumah. Padahal rumah merupakan kebutuhan primer, 
disamping kebutuhan pangan dan sandang. Rumah 
sebagai tempat beristirahat, membina keluarga, tempat 
bernanung, tempat berlindung dari teriknya panas 
matahari dan guyuran hujan. 

Sebagai consern pemerintah, pada tanggal 29 April 
2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Satu 
Juta Rumah. Dalam rangka akselerasi program tersebut, 
Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan paket 
kebijakan ekonomi jilid XIII pada 24 Agustus 2016 
lalu. Tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat 
untuk memiliki rumah apalagi untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR).  

Masih banyak pengembang perumahan mewah 
yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah, 
karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha 
memerlukan perizinan yang lama dan biaya besar. Oleh 
karena itu, melalui paket kebijakan ini, jumlah dan waktu 
perizinan menjadi lebih sederhana dengan menghapus 
atau mengurangi berbagai izin dan rekomendasi untuk 
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membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin 
dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi, sehingga 
memangkas waktu menjadi 44 hari. Biaya pengurusan 
perizinan pun turun sebesar 70 persen.  

Sementara itu, pemberian subsidi juga dibutuhkan 
agar MBR bisa menikmati bunga KPR murah dan tetap 
sebesar 5 persen selama jangka waktu KPR antara 15 
sampai 20 tahun. Bila tanpa subsidi, besar bunga yang 
harus dibayarkan mengikuti besaran suku bunga pasar.  

Menurut Permen PUPR no. 26/PRT/M/2016, 
kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus 
memenuhi persyaratan diataranya harus memiliki KTP, 
tidak memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi 
dari pemerintah, mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib 
Pajak) dan SPT (Surat Pemberitahuan), serta 
berpenghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan untuk rumah 
tapak dan Rp 7 juta per bulan untuk rumah susun. 
Penerima KPR subsidi tidak hanya pekerja formal yang 
memiliki slip gaji, namun juga bagi yang memiliki 
penghasilan tidak tetap yang dibuktikan oleh surat 
peryataan yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat 
KTP diterbitkan.  

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, rumah 
tangga yang telah memiliki rumah, sebagian ada yang 
membayar secara lunas maupun mengajukan KPR ke 
lembaga keuangan seperti Bank dan BPR. Berdasarkan 
data Bank Indonesia posisi Desember tahun 2018, kredit 
konsumsi terbesar di Kabupaten Bogor yang diberikan 
oleh bank umum dan BPR disumbang oleh kredit 
kepemilikan rumah yaitu sebesar 61,01 persen. Hal ini 
menandakan kebutuhan pendanaan untuk kepemilikan 
rumah masih sangat besar di Kabupaten Bogor.  
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Harga rumah di ibukota Jakarta yang sudah tidak 
masuk akal bagi penduduk berpenghasilan menengah ke 
bawah, memilih mencari tempat tinggal di pinggiran Kota 
Jakarta. Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang 
berbatasan dengan Jakarta dan akses yang mudah seperti 
tersedianya sarana transportasi masal seperti KRL, bus, 
angkutan online, LRT Jabodetabek yang sedang dalam 
masa pembangunan turut menjadi pertimbangan untuk 
menetap di Kabupaten Bogor.   

Kenyataannya, belum seluruhnya rumah tangga di 
Kabupaten Bogor sudah memiliki rumah. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, masih ada 
22,86 persen rumah tangga yang tinggal di hunian non 
milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak 
memiliki rumah sama sekali). Pendapatan yang tidak 
mencukupi merupakan akar penyebabnya, bahkan untuk 
mengambil KPR pun tidak mampu. Problematika 
perumahan tidak sampai disitu, bagi yang memiliki 
rumah, apakah sudah layak huni atau belum. Hal itu juga 
turut menjadi perhatian. 

Rumah yang tidak layak huni merupakan rumah 
yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, 
bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta 
kesehatan penghuninya. Sedangkan derajat kelayakan 
rumah diukur melalui kualitas fisik rumah dan kualitas 
fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah dilihat dari jenis atap 
terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas. 
Sedangkan kualitas fasilitas rumah dilihat dari luas lantai 
per orang, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas 
tempat buang air besar (WC). Sekitar 20,37 persen rumah 
tangga dengan luas lantai per orang kurang dari 10 meter 
persegi dan masih terdapat 7,63 persen rumah tangga yang 
tidak menggunakan atau tidak ada fasilitas buang air 
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besar. Berarti masih terdapat rumah di Kabupaten Bogor 
yang tidak layak huni. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor 
terus berupaya menyediakan rumah yang layak bagi 
masyarakat, salah satunya dengan pembagian dana rumah 
tidak layak huni (rutilahu). Tentunya perlu adanya 
pengawasan yang ketat dari pemerintah, agar dana 
tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 
sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh 
masyarakat.  

Intervensi pemerintah memang sangat penting 
untuk mengatasi problematika perumahan. Hal itu tidak 
akan berhasil bila tidak didukung sinergitas antara 
stakeholder, pengembang, dan perbankan sebagai motor 
penggerak program rumah murah dan layak bagi seluruh 
lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
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Mengentaskan Stunting dengan ASI 
Khairunnisa 

Statistisi  BPS Kota Bogor 
 

Stunting adalah keadaan kurang gizi kronis pada 
anak yang berdampak serius pada perkembangan fisik, 
mental, dan emosinya. Stunting pun dapat memperburuk 
perkembangan otak. Perbaikan gizi yang tepat pada saat 
anak penderita stunting sudah dewasa tetap tidak banyak 
berpengaruh pada perbaikan perkembangan otaknya. 
Bahkan, pada saat dewasa, anak penderita stunting 
berisiko lebih besar mengidap penyakit jantung, diabetes, 
dan penyempitan pembuluh darah. 

Salah satu faktor utama penyebab stunting adalah 
kurangnya asupan gizi ketika anak masih bayi, khususnya 
asupan air susu ibu (ASI).Data BPS tahun 2017 
menunjukkan bahwa di Kota Bogor anak berusia di bawah 
dua tahun (baduta) yang pernah mendapat ASI hanya 
sebesar 86%.Itu berarti masih ada sekitar 14% baduta yang 
tidak mendapat ASI. Data lain menunjukkan bahwa 
pemberian ASI pun rata-rata hanya selama 12 bulan.Bayi 
yang mendapat ASI hingga dua puluh empat bulan atau 
dua tahun hanya sekitar 19%. 

Ada berbagai alasan yang muncul berkaitan 
dengan masih tingginya persentase bayi yang tidak 
mendapat ASI ini. Ada yang beralasan bahwa sang ibu 
bekerja, khawatir ASI tidak cukup banyak, gencarnya 
promosi susu formula yang seolah-olah dapat 
menggantikan ASI, kurangnya pengetahuan tentang ASI, 
atau lingkungan yang tidak mendukung para ibu 
memberikan ASI kepada bayinya. Fakta itu sungguh 
berseberangan dengan kedudukan Indonesia sebagai 
negara yang telah sepakat untuk  menerapkan Tujuan 
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Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals, SDGs) yang salah satunya adalah menghilangkan 
segala bentuk kekurangan gizi, khususnya pada anak di 
bawah lima tahun (balita). 

Padahal, ada banyak keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan pemberian ASI ini. Keuntungan yang 
dimaksud tidak hanya bagi sang bayi, tetapi juga bagi sang 
ibu dan keluarganya, bahkan negara. Keuntungan bagi 
sang bayi menurut  Millennium Challenge Account 
Indonesia(2014), pemberian ASI, khususnya ASI eksklusif 
6 bulan pertama, dapat mencegah stunting pada anak. 
Penelitian lain yang dilakukan Lancet Breastfeeding 
menunjukkan bahwa pemberian ASI dapat meningkatkan 
kesehatan, perkembangan kognitif, dan menurunkan 
angka kematian secara signifikan. 

Bagi sang ibu, masih menurut penelitian Lancet 
Breastfeeding,pemberian ASI dapat menurunkan risiko 
kanker payudara dan kanker ovarium. Bagi keluarganya, 
pemberian ASI dapat mengurangi pengeluaran rutin 
membeli susu formula sebagai pengganti ASI. Dalam 
jangka panjang, hal ini dapat juga mengurangi 
pengeluaran untuk biaya kesehatan karena bayi dengan 
ASI tentu lebih sehat daripada tanpa ASI. Bagi negara, bayi 
dengan ASI akan sehat. Bayi yang sehat tentu akan 
mengurangi anggaran kesehatan. Bagi lingkungan, 
produksi susu formula dan pendukungnya pun ikut 
berkurang. 

Bagaimana menjawab tantangan bahwa sang ibu 
bekerja sehingga tidak dapat memberikan ASI secara 
optimal? Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang 
banyak kaum ibu yang berprofesi di luar rumah. Namun, 
hal itu sebaiknya tidak menghalangi upaya pemberian ASI 
karena ibu adalah tokoh utama untuk memenuhi 
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kebutuhan gizi bayi. Untuk itu, tidak seharusnya urusan 
pemberian ASI ini hanya menjadi tanggung jawab pribadi 
sang ibu. 

Kaum ibu harus mendapat dukungan dari berbagai 
pihak.Dukungan keluarga, terutama sang ayah, sangat 
diperlukan, misalnya yang paling mudah adalah 
membantu bayi sendawa setelah menyusu. Sang ayah 
dapat pula memberikan waktu istirahat lebih bagi kaum 
ibu dengan membantu pekerjaan rumah tangga atau 
menjaga kebahagiaankaum ibu yang merangsang 
produksi ASI-nya tetap baik. 

Bagaimana menjawab tantangan bahwa sang ibu 
khawatir ASI-nya tidak keluar banyak,gencarnya promosi 
susu formula, atau kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang pentingnya ASI? Pada zaman teknologi informasi 
yang semakin canggih, kini sudah banyak komunitas ibu 
menyusui di media sosial sehingga kaum ibu dapat 
bertukar pengetahuan dan saling mendukung agar 
tercapai tujuan pemberian ASI selama dua tahun. Untuk 
kaum ibu yang tak terjangkau teknologi informasi, 
dukungan masyarakat dan pemerintah dalam 
menyediakan berbagai informasi tentang ASI menjadi 
sangat penting. Masyarakat dapat membantu dengan 
memberi kemudahan bagi kaum ibu menyusui bayinya di 
ruang publik. Penyediaan fasilitas pendukung seperti 
kamar laktasi dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi kaum 
ibu adalah contohnya. Beberapa pusat perbelanjaan, 
kantor pemerintah atau swasta, dan fasilitas pelayanan 
kesehatan di Kota Bogor kini telah menyediakan ruang 
laktasi, bahkan klinik laktasi.  

Adapun pemerintah dapat membantu dengan 
membuat aturan yang kondusif. Misalnya, Pemerintah 
Kota Bogor menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) 
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Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Air 
Susu Ibu Eksklusif. Hal itu menjamin pemenuhan hak bayi 
mendapat ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan usia 6 
(enam) bulan.Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan bayi, memberikan 
perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI 
eksklusif, dan meningkatkan peran dan dukungan 
keluarga, masyarakat, dan pemerintahdaerah. 

Perwali tersebut memberi tugas kepada setiap 
fasilitas kesehatan di Kota Bogor agar membantu ibu 
untuk melakukan inisiasi menyusui dini (IMD), 
membantu ibu cara menyusui, memberikan ASI saja 
kepada anak baru lahir (kecuali ada indikasi medis), 
menetapkan rawat gabung ibu dan bayi dalam waktu 24 
jam sejak lahir, menganjurkan menyusui sesuai dengan 
kebutuhan bayi dan tidak memberi susu formula atau dot 
kepada bayi. 

Bagaimana menjawab tantangan bahwa 
lingkungan tidak mendukung para ibu memberikan ASI? 
Perlu ada sebuah upaya pemahaman bersama tentang 
pentingnya ASI sehingga lingkungan di sekitar ibu 
menyusui turut mendukung program pemberian ASI. 
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan 
pemberian ASI bisa mencapai dua kali lipat pada kaum ibu 
yang mendapat dukungan dari lingkungannya daripada 
yang tidak mendapat dukungan. Penelitian lain 
menyebutkan bahwa keberhasilan menyusui hanya 26% 
jika kaum ibu tidak mendapat dukungan dari 
lingkungannya.Jika mendapat dukungan, tingkat 
keberhasilan menyusui meningkat hingga 98%.Penelitian 
lain LancetBreastfeeding menyebutkan bahwa kombinasi 
sistem kesehatan dan dukungan lingkungan yang baik 
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meningkatkan keberhasilan pemberian ASIhingga dua 
kali lipat. 

Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi alasan 
kaum ibu tidak dapat menyusui bayinya. Tidak ada lagi 
alasan munculnya stunting dan tidak ada lagi alasan bagi 
tidak tercapainya SDGs. Semua itu dapat dientaskan 
melalui pemberian ASI eksklusif dan ASI hingga dua 
tahun serta dukungan dari semua pihak. 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
268 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
269 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Anak Dalam Era Digital Teknologi 
Magdalena Sinaga 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
 

 
Bagaimana waktu yang dihabiskan anak-anak 

dalam teknologi mempengaruhi perkembangan mental, 
emosi, hubungan sosial dan aktivitas fisik mereka? 

Teknologi mempengaruhi hampir seluruh aspek 
hidup manusia termasuk anak-anak di seluruh dunia. 
Pengaruh dari teknologi digital – khususnya internet – 
sudah sangat meningkat dan banyak perdebatan 
mengenai  dampak dari internet. Seperti buah simalakama, 
apakah internet menjadi keuntungan dengan menawarkan 
kesempatan untuk komunikasi, bertransaksi, belajar dan 
berekspresi dengan bebas.  Atau justru menjadi ancaman 
mempengaruhi cara hidup kita bersosialisasi bahkan 
dalam berpolitik ataupun pola pikir kita. 

 Di era globalisasi saat ini, teknologi yang biasa 
disebut dengan gadget bukan menjadi barang yang langka 
untuk ditemukan. Setiap aktifitas yang berkenaan dengan 
pendidikan, olahraga, ekonomi, sosial, maupun politik, 
akan selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi yang 
digunakan untuk mencari informasi yang lebih aktual dan 
terbaru. Tidak perlu diteliti lebih lanjut, pengguna 
teknologi sekarang ini tidak mengenal mengenal usia. 
Mulai dari anak kecil hingga orang tua semua dengan 
mudah dapat menggunakannya dan beradaptasi dengan 
abad yang serba cepat dan canggih seperti sekarang ini. 
Namun, ada dampak yang terselip dalam kemoderenan 
ini, dapat memberikan efek posifif maupun negatif kepada 
orang yang menggunakannya. 
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Dalam UNICEF Report, berdasarkan study yang 
dilakukan Ferguson (2017) pada 6000 anak usia 12-18 
tahun, ada hubungan positif namun kecil antara waktu 
yang dihabiskan untuk internet dengan kesejahteraan 
mental dan kenakalan anak. Study lebih lanjut dilakukan 
oleh Selfhout dan rekan (2009) menyatakan hasil yang 
lebih variatif, yaitu anak dengan tingkat kemampuan 
bersosialisasi lebih kecil, lewat media online dapat lebih 
leluasa dalam mengekspresikan dirinya. Namun hasil ini 
tidak berlaku untuk anak dengan kemampuan 
bersosialisasi sedang atau tinggi. Lebih lanjut, hasil 
penelitian yang dilakukan Ferguson(2017), waktu yang 
dapat ditolerir untuk anak dapat menghabiskan waktu 
untuk online adalah 6 jam sehari.  

Beberapa interaksi anak dengan teknologi 
elektronik juga dapat 
berdampak pada perkembangan aspek emosi. Bila 
teknologi elektronik seperti komputer dan koneksi 
internetnya digunakan tanpa kontrol atau 
pengawasan dari orang tua atau orang dewasa di sekitar 
anak, maka akan menyebabkan tingginya resiko untuk 
menjadi ketergantungan (addiction). Teknologi juga dapat 
berdampak pada perilaku kurang sabar pada anak. Hal ini 
disebabkan karena teknologi cenderung membuat segala 
sesuatu lebih mudah, cepat, dan instant, sehingga secara 
emosi anak-anak pun menjadi tidak terbiasa untuk 
bersabar. 

Teknologi juga mempengaruhi hubungan sosial 
anak. Berdasarkan UNICEF report menyatakan bahwa 
lewat teknologi digital anak dapat meningkatkan 
hubungan sosial dengan tetap berhubungan dengan 
teman-temannya tanpa memperhitungkan waktu dan 
jarak. Sedangkan untuk anak yang kurang pintar 
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bersosialisasi, cara ini bisa menjadi langkah awal untuk 
mendapatkan teman. Namun dalam mengakses teknologi 
ini, anak harus tetap dalam pengawasan orang tua. 

Interaksi anak dengan teknologi elektronik banyak 
mengurangi aktivitas gerak karena konsep dari teknologi 
adalah memudahkan kehidupan manusia sehingga akan 
membatasi aktivitas fisiknya. Dalam kegiatan bermain pun 
anak sudah banyak mengurangi aktivitas geraknya bila 
permainan tersebut dilakukan dengan perantara 
teknologi. Misalnya saat anak bermain dengan perangkat 
game, seperti gameboy, Nintendo, Play Station (PS) dan 
sebagainya. Anak yang kurang bergerak dalam aktivitas 
kesehariannya mengakibatkan rentan terjangkit obesitas 
atau kelebihan berat badan, sehingga dapat memicu 
ketidakseimbangan hormonal dan metabolisme yang bisa 
menggiring terjadinya serangan jantung premature pada 
anak. Di samping itu perkembangan fisik anak pun banyak 
mengalami physical decline. Contohnya adalah problem 
visual seperti kelelahan mata, sakit kepala atau bahkan 
penglihatan menjadi kabur. Hal ini disebabkan karena 
anak lebih rentan daripada orang dewasa terhadap cahaya 
dan radiasi yang dipancarkan dari perangkat elektronik. 

Dari uraian di atas, dapat digarisbawahi bahwa 
efek positif dan negatif yang seolah kontradiktif 
membukikan bahwa dampak dari penerapan teknologi 
sangat tergantung dari sang penggunanya. Oleh karena 
itu, kunci utama untuk menyeimbangkan efek positif dan 
negatif dari teknologi terhadap tumbuh kembang anak 
adalah dengan bimbingan yang tepat dan komunikasi 
yang efektif antara orang tua dan anak. Orangtua harus 
mengendalikan penggunaanya kearah yang positif dan 
menghindari dampak negatifnya terutama pada anak 
yang sangat mudah menerima semua informasi yang ia 
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dapat tanpa menyaring informasi tersebut layak atau tidak 
untuk ia konsumsi. Salah satu hak dasar anak adalah hak 
untuk dapat tumbuh dan berkembang secara lebih 
optimal. Mereka pun berhak untuk mendapatkan yang 
terbaik dari apa yang disuguhkan oleh teknologi, dan 
orang tua pun wajib untuk membimbing putra-putrinya 
agar dapat mengunakan teknologi dengan benar. 
Teknologi ada untuk membantu kehidupan manusia. 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
273 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Cermin Hari Air Dunia 2019 Di Jabar 
Endah Mahanani 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
 

Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk 
hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini 
yang tidak membutuhkan air. Termasuk manusia. Hampir 
semua aktivitas manusia membutuhkan air. Air 
merupakan zat mutlak bagi manusia dan air yang bersih 
adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. 
Pengadaan air bersih di Indonesia sendiri sudah dijamin 
dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Persoalan air bersih ini 
juga tertuang dalam salah satu tujuan Sustainable 
Development Goals (SDGs). SDGs merupakan suatu 
rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin 
dunia termasuk Indonesia dan berisi 17 tujuan dan 169 
target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 
nanti.  Tujuan SDGs yang keenam yaitu menjamin 
ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang 
berkelanjutan untuk semua. Sayangnya sampai sekarang 
akses air masih menjadi permasalahan bagi Negara kita, 
meskipun negara kita merupakan negara kepulauan 
dimana dua pertiga bagiannya adalah wilayah perairan. 
Masih sering kita temui, ada penduduk Indonesia yang 
masih kesulitan untuk mengakses air bersih dan memiliki 
sarana sanitasi yang buruk. 

Kita tahu air mempunyai peran yang sangat 
penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, dan mandi 
saja, akan tetapi air juga dibutuhkan untuk mendukung 
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kebutuhan lain seperti pengairan area pertanian. Dalam 
hal ini tentu saja perlu adanya ketahanan air untuk 
memenuhi kebutuhan pangan juga. Salah satu penyebab 
penggunaan air semakin tinggi yaitu adanya pertambahan 
penduduk. Semakin padat penduduk, kebutuhan air 
bersih layak konsumsi semakin tinggi juga. Di Jawa Barat, 
dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 48,68 juta jiwa 
(2018), belum semua penduduknya bisa menikmati air 
bersih yang layak konsumsi. Padahal akses air bersih ini 
tercantum juga dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu seluruh 
masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap air 
bersih. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS), baru sekitar 72,96 persen rumah tangga di Jawa 
Barat yang mengonsumsi sumber air minum bersih. 
Sumber air bersih meliputi air kemasan, air isi ulang, 
leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta 
mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan 
limbah/kotoran/tinja terdekat  minimal  10 meter. 
Pencapaian angka tersebut tentu masih jauh dengan target 
RPJMN 2015-2019 yang menargetkan tercapai 100 persen 
di akhir tahun 2019 nanti. Masih menurut data Susenas, 
sumber air minum rumah tangga di Jawa Barat yang 
menggunakan air kemasan bermerek dan air isi ulang 
pada tahun 2018 mencapai 44,30 persen.   Mengalami 
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, yaitu 30,59 persen.  Angka ini melampaui 
sumur terlindung yang besarnya 17,98 persen. Tren 
sumber air minum rumah tangga di Jawa Barat pun 
bergeser ke air dalam kemasan/isi ulang. Hal ini bisa 
terlihat dengan semakin banyaknya depot-depot air 
minum isi ulang di sekitar kita. Ini menunjukkan 
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kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan 
kesehatan khususnya dalam konsumsi air minum.   

    Rumah tangga yang mengonsumsi air minum 
yang bersumber dari sumur terlindung sendiri 
menunjukkan penurunan. Dari sebesar 18,31 persen 
rumah tangga di tahun 2017 menjadi 17,98 persen rumah 
tangga di tahun 2018 (Susenas). Selain sudah mulai beralih 
ke air minum kemasan/isi ulang, penyebab lain bisa  
dikarenakan adanya fenomena pencemaran sumur 
terlindung, atau bisa juga dikatakan semakin 
memburuknya mutu air. Masih dari data Susenas, rumah 
tangga di Jawa Barat yang mengonsumsi air baku untuk 
minum, ternyata 9,21 persen kondisi fisik airnya tidak 
layak konsumsi. Padahal kita tahu, air dikatakan layak 
konsumsi apabila  syarat fisik air bersih tersebut  tidak 
keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan juga 
tidak berbusa. Dari 9,21 persen tersebut, sebanyak 3,05 
persen air yang dikonsumsi rumah tangga Jawa Barat 
kondisinya keruh. Semakin turunnya kualitas air ini, tidak 
bisa terlepas dari adanya pencemaran. Tingkat 
pencemaran yang semakin tinggi terjadi pada setiap 
sumber air baku baik bendungan atau dam, danau 
maupun sungai.  Menurut data Potensi Desa (Podes) 2018 
yang dirilis oleh BPS, mencatat bahwa di Jawa Barat dari 
ketiga jenis pencemaran yaitu pencemaran air, tanah dan 
udara, pencemaran air lah yang paling besar kejadiannya 
yaitu sebesar 31,72 persen desa yang tercemar. Dan 
sumber pencemaran itu sendiri paling banyak berasal dari 
limbah rumah tangga, yaitu sekitar 50 persen, sedang yang 
berasal dari pabrik sekitar 41 persen.  

Air yang tercemar  tersebut tentu saja dapat 
mengakibatkan dampak yang serius, karena dapat 
menimbulkan berbagai macam penyakit, bahkan tidak 
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menutup kemungkinan menjadi penyebab kematian. Oleh 
karena itu perlu perhatian khusus dalam menangani 
permasalahan mengenai akses air bersih ini. Semua 
masyarakat  tidak hanya di Jawa Barat tentunya, akan 
tetapi seluruh dunia berhak untuk mendapatkan akses air 
bersih dengan mudah. Tidak hanya segelintir orang yang 
memiliki penghasilan besar dan kehidupan mapan saja  
namun kelompok-kelompok terpinggirkan, pengungsi, 
masyarakat adat, orang cacat dan masih banyak yang 
lainnya juga berhak untuk bisa mengakses dan mengelola 
air bersih yang mereka butuhkan.  Memang saat ini 
Pemerintah tengah berupaya melalui programnya yang 
bernama Gerakan 100-0-100, dimana target dari gerakan 
ini adalah 100 persen air minum, 0 persen kawasan 
kumuh, dan 100 persen akses sanitasi, seiring dengan tema 
Hari Air Sedunia tahun 2019 : Leaving No One Behind yang 
diaplikasikan sebagai Akses Air Bersih untuk Semua. 

Namun keberhasilan tersebut akan tidak terwujud 
dan hanya berupa slogan semata, apabila hanya 
mengandalkan gerakan dari pemerintah saja, diperlukan 
partisipasi dan kepedulian dari kita semua untuk 
mensukseskan Gerakan tersebut. Bukan hanya demi 
pemerintah, bukan pula demi kelompok tertentu, tapi 
demi kita dan anak cucu kita. Untuk itu, mari kita turut 
menjaga ekosistem dan keberlangsungan air bersih di 
sekitar kita, sama-sama peduli dengan alam dan 
membiasakan dengan menggunakan air secara bijak agar 
dapat membantu keberlangsungan hidup di muka bumi 
ini. Sekali lagi Kita, Saya dan Anda semua. 
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Pemilu 2019, Siapa Pilihanmu? 
Jumadi 

Statistisi BPS Kabupaten Bandung 

 
Bangsa Indonesia insyaalloh akan mengadakaan 

pesta demokrasi 5 tahunan, pemilihan umum (pemilu), 
pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun 2019 ini akan 
memilih presiden dan wakil presiden (pilpres), anggota 
legislatif (pileg) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD)RI. Pileg ini akan memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) , baik Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi sampai 
DPR RI. Banyak calon anggota dewan yang akan dipilih, 
sementara pemilihan calon presiden (capres) dan calon 
wakil presiden (cawapres) hanya dua pasangan saja. 

Karakter atau perilaku tiap anggota dewan 
tentunya tidak sama satu sama lain. Perilaku manusia 
dipengaruhi dari hatinya. Karena hati ibarat raja bagi 
anggota tubuh. Hati memerintahkan kepada anggota 
tubuh untuk mengerjakan apa yang ada dalam isi hatinya. 
Ketika hatinya baik maka apa yang dikerjakannya akan 
baik. Sedangkan hati yang buruk akan melahirkan 
perilaku yang buruk. 

Hati manusia ibarat sebidang tanah yang luas. 
Ketika tanah tersebut diolah, dipupuk, ditanami tanamaan 
yang bermanfaat, insyaalloh suatu saat akan menuai hasil 
yang manfaat dari tanah tersebut. Manusia yang hatinya 
diolah akan memiliki sifat yang baik dan memberi manfaat 
bagi orang lain seperti sebidang yang diolah tadi. 

Orang yang memiliki perilaku baik akan memberi 
manfaat kepada yang lain. Saat perilaku baik ini ada pada 
diri seorang pemimpin, maka dengan kekuasaannya akan 
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digunakan untuk memberi kemanfaatan banyak orang 
dan menghindarkan kerugian bagi orang lain. Nabi 
Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang dengan 
kekuasaannya memberikan manfaat bagi rakyatnya bukan 
justru mengambil manfaat dari rakyatnya. Pemimpin 
zaman sekarang hendaknya seorang pemimpin meniru 
sosok seperti raja Sulaiman agar memberi manfaat buat 
dirinya dan orang lain bukan hanya di dunia akan tetapi 
juga di akhirat. 

Sebaliknya saat sebidang tanah tersebut tidak 
diolah, diterlantarkan maka akan tumbuh rumput liar. 
Kemudian tumbuh rumput ilalang yang berdaun tajam, 
sehingga kalau menyentuh kulit bisa terluka . Ketika hal 
itu dibiarkan, maka ilalang semakin tinggi sehingga mulai 
datang semut merah, kelabang, dan lain-lain. Bila kondisi 
seperti terus dibiarkan maka mulailah tumbuh pepohonan 
besar seperti hutan. Saat hutan lebat maka hewan 
penghuni akan beraneka ragam,seperti Kalajengking, ular 
dan hewan buas lainnya. Bahkan hewan buas seperti 
macan, singa, dan lain-lain akan menjadi penghuni hutan 
tersebut.  

Karakter kalajengking menyengat yang lain demi 
memuaskan hawa nafsunya hingga bisa menyebabkan 
kematian walau pun kalajengking tidak mendapat 
manfaat apa-apa kecuali kepuasan. Begitupun karakter 
ular ada yang seperti kalajengking.  Sebagian hewan lain 
mempunyai karakter memangsa hewan lainnya untuk 
memenuhi kebutuhan perutnya, sepeti macan dan singa 
yang akan mengorbankan yang lain supaya perutnya 
kenyang. 

Hati manusia yang tidak diperbaiki seperti 
sebidang tanah yang tidak diolah di atas, sehingga orang 
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semacam ini tidak akan memberi manfaat bagi orang lain 
bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Raja Firaun adalah sosok raja yang mempunyai 
sifat seperti kalajengking, harimau dan sifat kehewanan 
buas lainnya. Untuk melanggengkan kekuasaannya di 
zamnnya, dia membuat keputusan untuk membunuh 
semua bayi laki-laki. Keputusan lainnya sering dibuat 
walaupun merugikan rakyatnya. Kita berusaha sekuat 
tenaga agar jangan sampai ada Firaun jaman sekarang di 
muka bumi ini apalagi di negeri kita tercinta. 

Seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
orang-orang di sekitarnya. Lingkungan akan membentuk 
kepribadian, tingkah laku dan pola pikirnya. Dalam 
pemilu nanti, hendaknya kita melihat orang-orang di 
sekitar yang kita pilih. Jangan sampai memilih presiden 
atau anggota dewan yang mana orang-orang sekitarnya 
memilki kepribadian atau ahlak yang tidak baik.  

Banyak anggota dewan yang menjanjikan ini dan 
itu sebagi promosi dirinya untuk menarik hati masyarakat 
agar memilih mereka dalam pemilu nanti. Ironisnya 
terkadang janji hanya sekedar janji, setelah terpilih tidak 
merealisasikan janji yang mereka tawarkan kepada 
masyarakat yang sudah memilihnya. Aspirasi masyarakat  
tidak diakomodir. Justru yang diakomodir hanya 
kepentingan pribadi atau partainya. Padahal kalau 
masyarakat tidak memilih, mereka tidak akan menjadi 
anggota dewan.  

Hasil pemilu 2019 ini akan mempengaruhi keadaan 
5 tahun ke depan. Pengaruh ini akan berdampak pada 
kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 
Indonesia, yang menurut proyeksi penduduk BPS, jumlah 
penduduk indonesia tahun 2020 adalah sekitar 271.066.400 
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orang. Penduduk Indonesia yang sebanyak itu haruslah 
dipimpin oleh orang - orang  yang bijak. Pilihan kita dalam 
pilpres dan pileg tahun 2019 ini bukan hanya berpengaruh 
di dunia saja bahkan kelak di akhirat akan dipertanggung 
jawabkan pilihan kita. Sehingga jangan samapi salah 
memilih orang dalam pemilu tahun ini supaya kita semua 
selamat dunia dan akhirat. Semoga pemilu tahun ini 
membawa perubahan yang lebih baik bagi Bangsa 
Indonesia. 
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Mitigasi Bencana Kabupaten Bogor, 
Berkaca dari Banjir Sentani 

Endah Mahanani 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 
Tahun 2019 sudah memasuki akhir bulan Maret 

dan sebentar lagi memasuki bulan April dimana sesuai 
pergantian musim, seharusnya sudah mulai memasuki 
musim kemarau. Curah hujan seharusnya banyak 
berkurang berganti angin yang membawa udara kemarau. 
Namun tidak sesuai perkiraan, curah hujan masih tinggi 
dan mengakibatkan banjir bandang di sejumlah daerah, 
salah satunya Sentani, satu Kabupaten di Papua yang 
sampai saat ini sudah mengakibatkan sekitar 89 orang 
meninggal dan masih banyak korban yang sampai saat ini 
belum ditemukan. 

Kejadian di Sentani bisa saja terjadi di semua 
wilayah di Indonesia. Selain kondisi wilayah Indonesia 
sendiri yang berada di “ring of fire” atau cincin api pasifik 
yang menjadikan wilayahnya menjadi daerah rawan 
bencana, juga karena perilaku sebagian warganya yang 
kurang bertanggung jawab. Berkaca dari kejadian yang 
ada di Sentani, setiap daerah di Indonesia hendaknya 
melakukan mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya 
untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kabupaten 
Bogor juga tidak terlepas dari berbagai macam ancaman 
bencana. Dari data Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) terdapat 23 kecamatan di Kabupaten Bogor 
yang termasuk kawasan rawan bencana di Kabupaten 
Bogor. Sementara berdasarkan Indeks Rawan Bencana  
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Indonesia, Kabupaten Bogor termasuk peringkat kelima 
nasional yang rawan bencana. 

Menurut data Podes (Potensi Desa) yang dirilis 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa 
selama tiga tahun (2015-2017) dari 435 desa/kelurahan di 
Kabupaten Bogor terdapat hanya 158 desa/kelurahan 
yang tidak terdampak oleh bencana alam. Hal ini berarti  
sekitar lebih dari 50 persen desa /kelurahan terdampak 
bencana alam, yaitu sebanyak  277 desa/kelurahan. 
Dengan bencana tanah longsor sebagai jenis bencana yang 
terbanyak yaitu 176 kejadian, diikuti dengan angin puting 
beliung sebanyak 102 kejadian, 73 kejadian bencana banjir, 
dan 55 kejadian bencana gempa bumi. 

Ketika bencana melanda, tidak cukup hanya cepat 
tanggap dalam menghadapi bencana. Akan tetapi 
pemerintah  harus ada kesiapsiagaan yang lebih baik 
untuk pengurangan risiko bencana alam. Tentunya harus 
dengan banyak upaya yang direncanakan dan 
dilaksanakan. Upaya mitigasi  sudah dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Bogor. Masih berdasarkan data 
Podes, terdapat 47 desa/kelurahan di Kabupaten Bogor 
yang sudah memiliki Sistem Peringatan Dini Bencana 
Alam, 16 desa/kelurahan yang memiliki  perlengkapan 
keselamatan dan 24 desa/kelurahan yang memiliki 
rambu-rambu dan jalur evakuasi. Untuk melakukan 
pencegahan bencana, Kabupaten Bogor juga sudah 
melakukan pembuatan, perawatan dan normalisasi 
sungai, tanggul dan lain-lain di 103 desa/kelurahan.   

Sampai saat ini belum ada teknologi manusia bisa 
memprediksi bencana alam dengan tepat. Entah itu dari 
waktunya ataupun lokasinya. Bencana memang tidak bisa 
dihindari, tetapi bisa kita minimalisir dampaknya. Perlu 
upaya mitigasi bencana dengan tepat dan sesuai dengan 
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tipologi wilayah dan potensi bencana yang mungkin 
timbul. Salah satunya dengan melakukan penambahan 
Sistem Peringatan dini bencana alam. Di Kabupaten Bogor, 
sampai saat ini Kemensos baru membentuk tiga Kampung 
Siaga Bencana (KSB)  yaitu di Babakan Madang, Cisarua, 
dan Gunung Putri. Tentunya jumlah KSB ini sangat perlu 
penambahan mengingat luasnya wilayah dan potensi 
bencana di Kabupaten Bogor. 

Upaya kedua adalah meningkatkan program 
pembuatan, perawatan atau normalisasi sungai, kanal, 
tanggul dan lain-lain yang sudah berjalan sesuai dengan 
potensi bencana alam yang mungkin timbul. Tentunya 
dengan pengawasan yang semaksimal mungkin. Hal ini 
juga berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan tata 
ruang oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri. 
Kawasan-kawasan dimana sudah ditetapkan sebagai 
hutan lindung, resapan air maupun ruang terbuka hijau 
harus dijaga dengan sebaik-baiknya  agar tidak mengalami 
reduksi. Perlunya pembatasan aktivitas manusia untuk 
menghindari alih fungsi lahan. Pemberdayaan manusia 
juga harus dilakukan yaitu dengan adanya sosialisasi ke 
masyarakat mengenai pengetahuan untuk meningkatkan 
kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 
yang bisa datang sewaktu-waktu. Membangun budaya 
sadar bencana menjadi satu hal yang penting. Kita bisa 
belajar dari negara Jepang yang mana Jepang juga berada 
di kawasan cincin api pasifik yang rawan bencana  sama 
seperti di Indonesia. Ketika terjadi bencana gempa di 
Indonesia dan di Jepang, terdapat perbedaan yang jauh 
mengenai masalah jumlah korban. Jepang lebih sedikit 
memakan korban bila dibandingkan dengan Indonesia. 
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Jepang telah memiliki 
budaya, edukasi bencana, dan program mitigasi yang 
baik sehingga masyarakat lebih tenang saat bencana 
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datang. Pentingnya edukasi kebencanaan ini bisa mulai 
diajarkan di lingkungan sekolah dan masyarakat, 
terutama di daerah yang rawan bencana. Pengenalan 
tentang bencana dan tindakan apa yang harus dilakukan 
harus diajarkan agar mereka dapat mengorganisasi diri 
saat bencana alam terjadi. Oleh karena itu tidak hanya 
aspek fisik seperti sarana yang harus diperhatikan, aspek 
edukasi juga perlu diadakan.  

Upaya terakhir yang tidak kalah penting adalah 
peningkatan kesadaran masyarakat/warga untuk ikut 
serta menjaga alam sekitar kita. Mengatasi bencana bisa 
dimulai dari diri sendiri tanpa seluruhnya tergantung 
pada pemerintah. Apabila setiap warga peduli dan 
berpartisipasi dalam kegiatan mengurangi resiko bencana, 
kerugian akibat bencana dapat diminimalisir. Kita kenal, 
kita selamat, kita bisa menyelamatkan. 
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Netralitas ASN dalam Pilpres 2019 
Dindin Budiman 

Statistisi BPS Kabupaten Bandung 
 

Pilpres merupakan salah satu ajang pesta dalam 
kehidupan berdemokrasi di Negara ini yang sangat di 
tunggu oleh semua lapisan masyarakat di 
Indonesia.Pilpres di adakan lima tahun sekali untuk 
memilih calon pemimpin bangsa ini. Salah satu faktor 
kekuatan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan 
pemilu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
berjumlah 3,9 juta lebih. Tingkat pendidikan dan 
pengetahuan mereka memadai serta di dukung dengan 
jaringan yang tersebar di seluruh pelosok wilayah 
terpencil, maka patut diperhitungkan untuk 
memanfaatkan sumber daya ASN dalam menyukseskan 
pemilu. Meski demikian, ada beberapa hal yang patut 
dicermati guna mengurangi efek negatif keterlibatan ASN 
dalam pemilu.Sejarah birokrasi di Indonesia 
menunjukkan, bahwa ASN seringkali menjadi objek 
politik dari kekuatan partai politik (parpol) dan aktor 
politik. Didukung oleh Jumlahnya yang signifikan dan 
fungsinya yang strategis dalam menggerakkan anggaran 
keuangan negara selalu menjadi incaran tiap parpol untuk 
melibatkan ASN dalam aktivitas politik.  

Dalam perhelatan Pilpres ini keberadaan ASN 
sering kali jadi bahan politik,seperti halnya muncul 
kebijakan yang terkait dengan keberadaan ASN dalam 
menjelang pilpres ini. contoh yang kongkrit yang di 
rasakan ASN belum lama ini adanya janji dari Dua Paslon 
Pilpres tentang kenaikan gaji bagi semua ASN tanpa 
adanya perbedaan. Saat-saat menjelang pemilu, aktivitas 
politik menjadi kian intensif karena partisipasinya untuk 
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mendukung kampanye secara terbuka maupun 
terselubung amat efektif. Bagi parpol pendukung salah 
satu Capres,, keterlibatan ASN akan amat membantu dan 
mempermudah pelaksanaan kampanye. namun 
keterlibatan ASN dalam politik juga dapat menimbulkan 
hal Negatip contohnya adalah pemanfaatan fasilitas 
negara (mobil, gedung, dan kewenangan) , yang 
menguntungkan salah satu paslon. Selain itu figure ASN di 
perlukan untuk mendulang suara dari masyarakat,karena 
pilihan ASN dapat menjadi referensi bagi pilihan 
masyarakat yang lainnya.  

Pertukaran manfaat ekonomi politik antara partai 
politik pendukung salah satu Capres dan ASN dalam 
pemilu tidak saja menguntungkan sisi politik, tetapi juga 
ASN sendiri. Keberpihakan ASN dalam pemilu kepada 
salah satu Kandidat Capres dibutuhkan untuk promosi 
dan karier jabatan. Dalam sistem birokrasi di Indonesia 
kini, di mana promosi dan karier jabatan tidak ditentukan 
oleh kompetensi dan kinerja, tetapi oleh afiliasi politik, 
netralitas ASN sulit ditegakkan. Hal inilah yang kemudian 
dapat menimbulkan terjadinya blunder dalam 
pelaksanaan pemilu.  

Posisi ASN dalam politik ini sebenarnya sudah di 
atur dalam Undang undang kepegawaian Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian 
Negara yang mengatur secara tegas netralitas pegawai 
dalam pemerintahan. Pasal 3 UU No 43/1999 mengatur, 
(1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur 
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan, dan pembangunan; (2) Dalam kedudukan 
dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), 
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pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua 
golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Untuk 
menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang 
menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 
Ketentuan ini jelas melarang keberpihakan ASN dalam 
menjalankan fungsi pemerintahan dan 
pembangunan.Surat edaran terbaru juga telah di 
keluarkan oleh Menpan RB Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) 
tentang Netralitas ASN dalam ajang pilpres tahun 2019.  

"Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai 
ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan 
tidak memihak kepada kepentingan siapapun,".Namun 
pada kenyataannya ada saja keberpihakan yang di 
tunjukan Oleh ASN baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam mendukung salah satu calon presiden di 
negeri ini.dalam ajang pilpres ini di ikuti oleh dua 
kontestan.satu merupakan petahanan yang pada saat ini 
masih menduduki jabatan Presiden dan satu lagi 
merupakan penantang dari petahan .Kalau melihat 
phenomena yang terjadi tentulah petahanan banyak di 
untungkan.Adanya ASN sebagai pelaksana dalam 
kebijakan pemerintah juga di pertaruhkan dalam 
menjalankan roda pemerintahan tentunya ASN ini juga di 
tuntut harus lebih propesional dan loyalitas dalam 
menjalankan tugasnya. Seorang ASN dituntut untuk loyal, 
namun dalam pengertian ini loyalitas bukan ditujukan 
pada” salah satu kandidat capres” apalagi pada “orang 
tertentu”, tetapi loyalitas hanyalah kepada pemerintah 
(yang syah), bangsa dan negara yang berdasarkan kepada 
Pancasila dan UU D 1945.  
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Dalam hal ini tentunya muncul 
pertanyan,Mengapa ASN ini harus tetap Netral ? 
Netralitas ASN sangat dibutuhkan bagi organisasi 
pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, 
melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai 
berikut: Pertama dengan netralitas, PNS tidak lagi 
terganggu dengan pekerjaan pekerjaan yang diluar tugas 
dan tanggung jawabnya, sehingga lebih dfokus pada 
pekerjaannya. Kedua, ASN merasa lebih aman bekerja, 
punya kepastian masa depan dimana tergantung kepada 
hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-
faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti. 
Ketiga, ASN akan berkompetisi secara sehat dalam 
menghasilkan prestasi, sehingga akan muncul inovasi 
baru dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun guna 
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. 
Keempat,pemberian pelayanan akan lebih baik, karena 
tidak ada lagi sikap sikap yang diskriminatif ataupun 
adanya intervensi tertentu dalam memberikan pelayanan.  

Salah satu gagasan untuk menciptakan peran ASN 
modern dalam fungsinya yang ideal adalah PNS yang 
netral. Netral berarti menempatkan posisi ASN pada 
wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang 
menjalankan tugas kenegaraan. Karena pada dasarnya 
pegawai negeri yang mendapat upah secara tetap dan 
dijamin kesejahteraannya oleh negara sudah semestinya 
berada dalam sistem administrasi ke tata negaraan belaka. 
Pengabdian yang harus diberikan oleh ASN pun bukan 
kepada parpol atau golongan tertentu, melainkan kepada 
masyarakat secara keseluruhan.  
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Say No To Golput 
Magdalena Sinaga 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
 

Golput artinya sama dengan menolak memberikan 
suara. Komponen yang menentukan berhasil atau 
tidaknya suatu pemilihan dasarnya terletak pada 
masyarakat. Jika kita mempunyai kesempatan, maka kita 
wajib berpartisipasi dalam pemilu, bukan wajib secara 
hukum tapi wajib secara moral. 

Golongan Putih atau disingkat golput adalah 
istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan 
protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk 
memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan 
Pemilu Pertama di era Orde Baru. Tokoh yang terkenal 
memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, 
pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. 
Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan 
agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di 
luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke 
bilik suara (Wikipedia). 

Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pilpres 
ataupun pemilu kepala daerah (pilkada) selalu diwarnai 
dengan munculnya golongan putih atau golput. Golongan 
yang satu ini seakan-akan menjadi sosok yang 
mengkhawatirkan dan menakutkan bagi para 
kandidat/calon maupun partai politik. Disebut 
mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang 
tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah ada sejak 
dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak bahkan 
menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi 
dalam suatu pemilu. Dalam pemilihan umum, perlu 
adanya partisipasi politik dari masyarakat dimana 
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partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau 
sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 
kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin 
Negara dan kebijakan pemerintah. 

Golput artinya sama dengan menolak memberikan 
suara, memang undang-undang pemilu kita belum 
mewajibkan warga negara harus memilih. Yang sulit 
untuk diingkari, masyarakat merupakan komponen yang 
menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemilihan karna 
pada dasarnya kekuatan pemilihan terletak pada 
masyarakat. Pasca Orde Baru memang menyisakan 
kompleksitas permasalahan yang ada, mulai dari tuntutan 
terhadap perbaikan ekonomi, korupsi terjadi di semua 
bagian pemerintahan maupun DPR, elit-elit politik 
dianggap tidak memperhatikan aspirasi rakyat yang pada 
akhirnya mengakibatkan masyarakat kecewa terhadap elit 
politik yang berkuasa. 

Pada dasarnya memang ada alasan tertentu yang 
dapat diberikan sehingga kita tidak ikut menggunakan 
hak pilih. Misalnya untuk sampai ke Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) harus mengeluarakan biaya yang besar, anda 
sedang menjaga keluarga yang sakit, pekerjaan anda tidak 
dapat ditinggalkan. Untuk alasan-alasan seperti diatas, 
mungkin masih dapat ditolerir jika kita tidak 
menggunakan hak pilih kita. Namun jika kita mempunyai 
kesempatan, maka kita wajib berpartisipasi dalam pemilu, 
bukan wajib secara hukum tapi wajib secara moral. 

Dalam studi perilaku pemilih (voter behavior), ada 
tiga teori yang menjelaskan fenomena golput. Pertama, 
teori sosiologis. Seseorang tidak ikut memilih akibat latar 
belakang sosiologis. Misalnya faktor agama, pendidikan, 
pekerjaan, ras dan sebagainya. Kedua, teori psikologis, 
keputusan seseorang untuk ikut memilih tau tidak 
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ditentukan oleh faktor psikologis seperti kedekatan 
(attachment) dengan partai atau kandidat yang ada. 
Ketiga, teori ekonomi politik, keputusan untuk memilih 
atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti 
ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa 
perubahan lebih baik. 

Mungkin kita beranggapan bahwa kedua capres 
sama-sama tidak memuaskan. Namun bukan berarti 
kedua capres adalah sama. Pasti ada perbedaan dari kedua 
capres, secara khusus jika kita mengikuti beberapa kali 
Debat Capres yang ditayangkan di televisi, ada yang 
kurang baik dan ada yang lebih kurang baik. Pastikan agar 
calon yang lebih kurang baik tidak terpilih. Artinya, 
walaupun menurut kita keduanya tidak memuaskan, tapi 
pilihlah salah satunya yang menurut kita lebih baik. 
Jangan biarkan yang tidak lebih baik menjadi pemenang 
dengan cara abstain atau menjadi peserta golput.   

Tidak ikut memilih karena tidak ada calon yang 
benar-benar sesuai dengan harapan kita adalah sikap yang 
salah. Antara kurang memuaskan dengan yang sama 
sekali tidak memuaskan masih ada perbedaan. Namun 
sikap yang perlu kita hindari, alasan mengapa kita tidak 
ikut berpartisipasi dalam pemilu adalah sikap “masa 
Bodoh” atau tidak peduli. Berpikir bahwa siapapun yang 
akhirnya terpilih tidak akan memberikan dampak bagi 
hidupnya. Pemikiran yang seperti ini harus dibuang jauh-
jauh dari masyarakat. Kita hidup dalam suatu negara, 
yang tiap warganya memberi pengaruh dalam kehidupan 
bermasyarakat, oleh karena itu kita harus menyumbang 
sesuatu untuk negara. 

Dan hindarilah sikap “parno”, mungkin kita tidak 
mau memilih karena kecewa. Mungkin anda sudah 
berharap banyak terhadap capres A, ternyata masa 
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pemerintahannyapun punya kelemahan. Demikian juga 
capres B, ada kebijakan yang menurut kita kurang pas di 
masa pemerintahannya. Sehingga anda tidak memilih 
capres A ataupun capres B. 

Kepada khalayak umum, dengan adanya 
kebebasan di era sekarang ini, penulis menyarankan pada 
setiap pemilu maupun pilkada agar aktif berpartisipasi 
memberikan hak suara sesuai kata hati dalam rangka 
menentukan pemimpin dan nasib bangsa yang lebih baik. 
Sehingga pemerintahan yang terpilih nanti benar-benar 
mendapatkan pengakuan yang sah. Dua tokoh yang 
tersedia di Indonesia saat ini, JOKOWI dan PRABOWO, 
pilihlah salah satunya. Sekali lagi kita bukan memilih yang 
terbaik, tapi mencegah yang buruk yang berkuasa. 
Gunakan hak suara anda di TPS tanggal 17 April 2019 
nanti. 
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Atasi Krisis Air dengan Bijak 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Terkadang sesuatu akan jauh lebih berharga 
setelah kita kehilangannya. Ungkapan tersebut sangat 
pantas ditujukan pada kondisi air bersih beberapa tahun 
terakhir. Kondisi yang telah mencapai taraf 
mengkhawatirkan.  

Menurut laporan terakhir Badan Kesehatan Dunia 
(WHO), masih terdapat milyaran penduduk dunia belum 
mendapatkan akses layak terhadap air bersih. Mengingat 
hal tersebut, peringatan Hari Air Dunia tahun 2019 
mengangkat tema internasional ”Leaving No One Behind” 
yang diadaptasi dalam tema Indonesia ”Semua Harus 
Mendapatkan Akses Air”.  

Mengutip dari publikasi Indikator Perumahan dan 
Kesehatan Lingkungan, masih terdapat 26,32 persen 
rumah tangga belum memiliki akses terhadap air minum 
layak pada 2018. Angka ini sudah lebih membaik 
dibandingkan tahun sebelumnya (27,96%) (BPS, 2018).  

Air minum layak sesuai dengan Sustainable 
Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai air 
minum yang terlindung. Cakupannya meliputi air leding, 
keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan 
air hujan atau mata air dan sumur terlindung/pompa yang 
jaraknya minimal sepuluh meter dari pembuangan 
kotoran/limbah/sampah.  

Menilik konten SDGs butir keenam, yakni 
menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan 
sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Target yang ingin 
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dicapai pada 2030, yakni mencapai akses universal dan 
merata kepada air minum aman dan terjangkau bagi 
semua. Bahkan Indonesia memiliki hasrat tinggi melalui 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, yakni menargetkan seluruh 
masyarakat Indonesia harus memiliki akses terhadap air 
bersih.  

Mengingat masih banyaknya masyarakat yang 
belum dapat menikmati air bersih, target RPJMN dirasa 
sulit tercapai. Hal yang sangat rasional yakni mengejar 
target SDGs pada 2030. Target tersebut akan terpenuhi jika 
terjadi peningkatan akses terhadap sumber air bersih, 
minimal dua persen setiap tahunnya.  

 

Penanganan  

Isu air bersih telah mencuri perhatian dunia 
beberapa tahun belakangan ini. Kondisi ini membuat 
WHO mendesak investasi besar-besaran untuk 
menciptakan akses universal agar warga dunia bisa 
mendapatkan air bersih. Tindakan ini guna mewujudkan 
akses air bersih untuk seluruh masyarakat dunia.  

Desakan WHO membuat negara di dunia 
berlomba-lomba menyelesaikan masalah air bersih di 
negaranya. Pada 2017, peringatan Hari Air Dunia 
bertemakan ”air limbah merupakan sumber daya yang 
belum dimanfaatkan”. Beberapa negara memanfaatkan 
momentum tersebut menciptakan teknologi untuk 
merubah air limbah menjadi air bersih bahkan layak 
dikonsumsi manusia.  

Pemerintahan sebaiknya segera mengimplemen-
tasikan teknologi tersebut di dalam negeri. Ditambah lagi 
peringatan dari PBB bahwa Indonesia diprediksi akan 
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mengalami krisis air bersih pada 2025. Hal ini tentu tidak 
semudah seperti membalikkan tangan. Perlu sinergitas 
dari semua pihak untuk mewujudkannya.  

Selain itu, tindakan preventif dalam pencemaran 
air bersih tidak dapat dikesampingkan. Pemerintah 
sebaiknya memberikan edukasi terkait bahaya membuang 
sampah sembarangan kepada semua lapisan masyarakat. 
Terutama sampah yang tidak dapat terurai oleh tanah dan 
akan menghambat penyerapan air.  

Berdasarkan data BPS, pada 2014 jumlah rumah 
tangga yang memiliki resapan air semakin berkurang. 
Hanya 27,35 persen rumah tangga yang memiliki area 
resapan air atau berkurang dibandingkan tahun 
sebelumnya (31,59%). Jenis area resapan air berupa sumur 
resapan (1,05%), lubang resapan biopori (0,83%), dan 
taman/tanah berumput (25,47%).  

Sementara itu, bijak dalam menggunakan air bersih 
sangatlah diperlukan. Penggunaan air bersih secukupnya 
merupakan tindakan kecil yang berdampak besar untuk 
masa depan. Budaya memanfaatkan air bekas untuk 
keperluan lain patut dilestarikan. Berdasarkan data BPS 
tahun 2014, hanya 21,23 persen rumah tangga yang 
kebiasaan tersebut.  

Selain masyarakat, tentunya pelaku usaha 
seharusnya memiliki kesadaran akan cinta lingkungan, 
terutama air. Pelaku usaha dapat memastikan limbah yang 
dihasilkan tidak mencemari air bersih. Pemerintah 
seharusnya dapat mengawal regulasi pencegahan 
pencemaran air dengan memantau kegiatan usaha yang 
diduga menghasilkan limbah.  

Berdasarkan pendataan Potensi Desa (PODES) 
2018, tercatat tidak kurang dari 16 ribu kelurahan/desa 
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yang mengalami pencemaran air. Atau dengan kata lain 2 
dari 10 kelurahan/desa tercemar airnya. Jumlah tersebut 
meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan empat 
tahun silam (8.786 kelurahan/desa) (BPS, 2018).  

Dengan tingginya peningkatan pencemaran air, 
pemerintah seharusnya ”berani” bertindak tegas kepada 
pelaku usaha yang ”nakal”. Tindakan yang dilakukan 
dapat berupa teguran tertulis hingga pencabutan ijin 
usaha. Tindakan ini dirasa akan memberikan efek jerah.  

 

Dampak  

Pencemaran air bersih bukan hanya persoalan 
lingkungan semata. Ketidaktersediaan air bersih akan 
berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Betapa 
pentingnya peran air bagi kehidupan. Beberapa ahli gizi 
menyatakan bahwa manusia bisa bertahan hidup tanpa 
makanan hingga 3 minggu, namun hanya 4-7 hari saja 
tanpa air (minum).  

Sementara itu, permasalahan yang lebih besar telah 
mengintai seiring tidak terselesaikannya masalah ini. 
Salah satu sektor yang terkena imbas yakni pendidikan. 
Dikutip dari Step to Health, salah satu manfaat air untuk 
otak yakni meningkatkan konsentrasi. Faktor konsentrasi 
sangat menentukan kualitas pendidikan yang diperoleh. 
Sudah sepatutnya semua pihak dapat menyadari hal 
tersebut agar proses pendidikan tidak terhambat.  

Terhambatnya pendidikan akan memberikan efek 
domino terhadap masalah sosial lainnya. Pendidikan yang 
rendah menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan yang 
layak, sehingga akan meningkatkan angka pengangguran. 
Tanpa pekerjaan, masyarakat akan kesulitan dalam 
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memenuhi kebutuhan dasarnya, atau dengan kata lain 
akan terjadi kemiskinan.  

Banyak rentetan masalah yang akan dihadapi 
tanpa ketersediaan air bersih. Pemerintah sebaiknya 
segera melakukan tindakan yang konkret guna 
menyelesaikan masalah tersebut. Menunda atau bahkan 
tidak peduli terhadap masalah ini sama saja dengan 
menanti masalah yang lebih besar.  

Dengan semangat Hari Air Dunia yang diperingati 
setiap 22 Maret, sudah selayaknya semua pihak menyadari 
betapa pentingnya ketersediaan air bersih. Menjaga air 
bersih merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan 
hidup saat ini dan masa depan. 
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Fenomena Komuter Jabodetabek 
Sarah Nurlaily 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, 
laju mobilitas penduduk menjadi kian cepat dan dinamis. 
Pola mobilitas terbagi atas mobilitas penduduk permanen 
(migrasi) dan mobilitas non permanen (sirkuler). Migrasi 
merupakan perpindahan penduduk yang melintasi batas 
wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan niatan untuk 
menetap. Sedangkan mobilitas non permanen merupakan 
perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain 
tanpa ada niatan untuk menetap.  

Terdapat dua macam mobilitas non permanen 
yaitu mobilitas bermusim dan mobilitas ulang alik atau 
harian atau commuting. Mobilitas bermusim merupakan 
perpindahan penduduk untuk sementara waktu menetap 
dan akan kembali ke tempat tinggalnya dalam jangka 
waktu tertentu. Sedangkan commuting merupakan 
mobilitas penduduk dengan tujuan bekerja, sekolah, atau 
kursus di luar Kabupaten/ Kota tempat tinggalnya dan 
melakukan perjalanan pulang pergi secara rutin pada hari 
yang sama. Orang yang melakukan commuting disebut 
komuter. 

Ketimpangan keadaan sosial ekonomi antar daerah 
dan berbagai macam daya tarik daerah tujuan mendorong 
sejumlah penduduk untuk datang. Ketersediaan lapangan 
pekerjaan, penghasilan yang lebih besar, ketersediaan 
sarana pendidikan yang lebih baik, ataupun kemudahan 
sarana transportasi, mendorong seseorang menjadi 
komuter. Khususnya bagi penduduk daerah perkotaan 
yang cenderung lebih mobile dibanding perdesaan, seperti 
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di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi).  

Untuk menjawab kebutuhan data mengenai 
jumlah dan karakteristik komuter, pada tahun 2019, Badan 
Pusat Statistik (BPS) kembali melaksanakan survei 
komuter Jabodetabek, dimana ini merupakan kali kedua 
survei komuter dilaksanakan, setelah sebelumnya survei 
ini dilaksanakan pada tahun 2014 lalu. Survei tersebut 
dilaksanakan di 13 kota yaitu Jakarta Selatan, Jakarta 
Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, 
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Kabupaten 
Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, 
Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. 

Dari hasil survei tersebut, sekitar 3,5 juta penduduk 
Jabodetabek merupakan komuter, dimana persentase 
komuter tertinggi berada di Kota Bekasi 12,9 persen, 
kemudian Kabupaten Bogor 11,99 persen, dan Jakarta 
Timur 10,84 persen. Sebagian besar komuter (82 persen) 
memiliki tujuan utama untuk bekerja, 18 persen untuk 
sekolah, dan hanya sedikit sekali dengan tujuan utama 
kursus.  

Dari total jumlah komuter yang bekerja, diperoleh 
hasil bahwa 32,79 persen alasan utama bekerja di tempat 
kerja sekarang adalah karena sesuai pendidikan dan 
keahlian, kemudian 24,08 persen dikarenakan tidak ada 
pilihan tempat kerja yang lain, dan 16,81 persen merasa 
nyaman. 

Sedangkan dari total jumlah komuter yang 
sekolah, 31,51 persen alasan utama sekolah di tempat 
sekolah sekarang adalah karena minat, kemudian 31,48 
persen dikarenakan kualitas, dan 9,47 persen dikarenakan 
dekat rumah tempat tinggal. Pada tahun 2019, pemerintah 
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tetap menerapkan aturan jalur zonasi dalam PPDB 
(Penerimaan Peserta Didik Baru) seperti yang sudah 
dilaksanakan pada tahun 2018. Sebagaimana yang 
termaktub dalam Permendikbud No.51/2018 tentang 
penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. 
Penerapan sistem zonasi bertujuan untuk mempercepat 
pemerataan layanan dan kualitas pendidikan dan 
mengharuskan calon peserta didik untuk bersekolah di 
sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya 
masing-masing. Sistem zonasi akan mempermudah 
pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan 
mengintervensi pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, 
metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi 
guru sehingga dapat mempercepat pemerataan 
pendidikan di seluruh daerah. Dengan penerapan sistem 
ini, apakah akan berpengaruh terhadap jumlah komuter 
sekolah pada tahun 2019 ini. 

Moda transportasi utama yang paling banyak 
digunakan untuk pergi dan pulang ke/dari tempat 
kegiatan adalah sepeda motor, kendaraan umum, dan 
mobil. Komuter yang menggunakan sepeda motor untuk 
pergi sebesar 58 persen, sedangkan untuk pulang 57 
persen. Empat belas persen komuter menggunakan 
kendaraan umum untuk pergi dan untuk pulang sebesar 
16 persen. Komuter yang saat pergi menggunakan mobil 
ada sebesar 13 persen dan saat pulang 12 persen.  

Penambahan jalan yang tidak sebanding dengan 
melonjaknya kepemilikan kendaraan, sehingga dapat 
menimbulkan masalah kemacetan, membuat Pemerintah 
terus berbenah untuk menyediakan sarana transportasi 
yang layak dan nyaman dengan tujuan masyarakat dapat 
beralih kepada sarana transportasi umum. Pada tahun 
2019 ini, hadir dua moda transportasi massal yaitu moda 
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raya transportasi (Mass Rapid Transit/MRT) dan kereta 
api ringan (Light Rapid Transit/LRT). Kehadiran MRT 
dan LRT memberi tambahan pilihan alat transportasi bagi 
penduduk Jabodetabek. 

Mobilitas penduduk memiliki dampak ekonomi 
dan sosial baik pada daerah tujuan maupun daerah asal. 
Dampak untuk daerah asal diantaranya berkurangnya 
perkembangan di daerah asal dikarenakan penduduk 
daerah tersebut bekerja atau menuntut ilmu di daerah 
tujuan sehingga berkurangnya Sumber Daya Manusia 
untuk berpartisipasi dalam membangun daerah asal. 
Selain itu lahan pertanian atau perkebunan ditinggalakan 
karena mencari mata pencaharian dengan penghasilan 
yang lebih tinggi dan lebih menjanjikan. Sedangkan untuk 
daerah tujuan, dampak positifnya, kegiatan ekonomi 
menjadi lebih berkembang, percepatan pembangunan 
sarana transportasi, pembangunan infrastruktur seperti 
jalan, gedung perkantoran, perumahan, sarana 
perdagangan, sarana pendidikan, sampai kepada 
penyediaan lahan terbuka hijau. Sedangkan dampak 
negatifnya diantaranya terjadi kemacetan lalu lintas 
karena jumlah kendaraan yang bertambah, polusi udara, 
meningkatnya kriminalitas, berkurangnya lahan pertanian 
karena alih fungsi lahan.   

 Adanya komuter harus menjadi perhatian oleh 
daerah asal dan daerah tujuan. Pemerintah juga perlu 
memperhatikan pembangunan daerah asal sehingga 
terciptanya pemerataan antar daerah dan meminimalisir 
dampak negatif oleh hadirnya komuter. 
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Startup Mengatasi Pengangguran 
Magdalena Sinaga 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
 

Sebenarnya, apa itu Startup? Mungkin masih 

banyak orang yang belum memahami istilah ini. Kata 

Startup sendiri merupakan serapan dari Bahasa Inggris 

yang berarti tindakan atau proses memulai sebuah 

organisasi baru atau usaha bisnis. Menurut Wikipedia, arti 

startup adalah merujuk pada perusahaan yang belum 

lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian 

besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan 

berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk 

menemukan pasar yang tepat. Pengertian startup di atas 

mungkin lebih pada terminologinya, namun menurut saya 

akan lebih mudah jika istilah Startup diartikan sebagai 

perusahaan baru yang sedang dikembangkan. Mulai 

berkembang pada akhir tahun 90an hingga tahun 2000, 

dan dan istilah ini lebih sering dihubungkan dengan 

teknologi, web, internet dan yang terkait dengan hal 

tersebut. Semakin banyak orang yang mengenal internet 

sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dan waktu 

itu pula lah, Startup lahir dan berkembang. 

Namun menurut Ronald Widha dari 

TemanMacet.com, Startup tidak hanya perusahaan baru 

yang bersentuhan dengan teknologi, dunia maya, aplikasi 

atau produk tetapi bisa juga mengenai jasa dan gerakan 

ekonomi rakyat yang bisa mandiri tanpa bantuan 

korporasi-korporasi yang lebih besar dan mapan. 

Berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat, 
beberapa kriteria perusahaan yang dikatakan sebagai 
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perusahaan startup diantaranya usia perusahaan kurang 
dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, 
pendapatan kurang dari $ 100.000/tahun, masih dalam 
tahap berkembang, umumnya beroperasi dalam bidang 
teknologi, biasanya beroperasi melalui website. Dari 
karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa stratup 
lebih condong ke perusahaan yang bergerak di bidang 
teknologi dan web.  

Perkembangan bisnis Startup di Indonesia bisa 
dikatakan cukup pesat dan menggembirakan. Setiap tahun 
bahkan setiap bulan banyak founder (pemilik) Startup baru 
bermunculan. Menurut dailysocial.net, sekarang ini 
terdapat setidaknya lebih dari 1500 Startup lokal yang ada 
di Indonesia. Potensi pengguna internet Indonesia yang 
semakin naik dari tahun ke tahun tentunya merupakan 
suatu lahan basah untuk mendirikan sebuah Startup. 
Berdasarkan beberapa riset, pada tahun 2013 saja 
diperkirakan pengguna internet di Indonesia mencapai 70 
juta orang, angka ini akan terus bertambah dari tahun ke 
tahun. Selain itu daya beli masyarakat yang meningkat 
seiring dengan naiknya pendapatan perkapita masyarakat 
negeri ini yang ikut mempengaruhi perkembangan 
industri digital. Ada beberapa jenis perusahaan startup 
yaitu Startup pencipta game, aplikasi edukasi dan 
perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Startup 
game dan aplikasi edukasi merupakan jenis yang memiliki 
pasar potensial dan terbuka di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan proses pembuatan game dan aplikasi edukasi 
relatif mudah. 

 

Bagaimana hubungan menjamurnya perusahaan startup 
ini terhadap tingkat pengangguran? 
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Berdasarkan laporan triwulanan Bank Dunia 
mengenai perekonomian Indonesia pada Desember 2017 
(Bank Dunia, 2017), ekonomi Indonesia dinyatakan terus 
menguat dan didorong dengan membaiknya 
pertumbuhan global, perdagangan international, dan 
persentase investasi yang kuat. Tidak hanya itu, Indonesia 
juga mampu mengekspor barang manufaktur dan menjadi 
komoditas ekspor utama.Hal ini menunjukkan bahwa 
sebenarnya ekonomi Indonesia yang terus menguat di 
mata international dapat mengurangi angka kemiskinan di 
Indonesia. Bahkan menurut data dari Badan Pusat 
Statistik, pada Februari 2018, Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT ) turun menjadi 5,13 persen dibandingkan 
Februari 2017 sebesar 5,33 persen.  TPT merupakan 
indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja 
yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. 
Saat ini, generasi muda semakin banyak yang 
mengembangkan bisnis dan usahanya. Bisnis startup 
merupakan salah satu tren masa kini yang semakin banyak 
diminati oleh kalangan generasi muda. Hal ini mencakup 
berbagai bidang yaitu dari bidang teknologi, jasa, 
makanan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat terobosan 
baru dan menginspirasi kalangan muda. Dengan 
membuka lapangan pekerjaan di Indonesia dan dengan 
memberdayakan masyarakat, setidaknya dapat 
membantu mengurangi angka pengangguran. Pemerintah 
dan masyarakat Indonesia, sebaiknya tidak hanya 
berfokus terhadap pemberantasan isu korupsi, tetapi juga 
memberikan solusi dan pembangunan ke arah yang lebih 
baik. Penanaman modal dari investor-investor asing juga 
berdampak terhadap penyerapan  tenaga kerja di 
Indonesia, tetapi jika negara dan pemerintahan terus 
melakukan tindakan negatif salah satunya korupsi yang 
memperburuk ekonomi Indonesia serta regulasi yang 
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tidak stabil, membuat para investor tidak nyaman untuk 
menanamkan modal di Indonesia. 

Untuk menghasilkan generasi muda yang 
berkualitas dan akhirnya mampu menjadi pendiri 
perusahan-perusahaan startup yang bersaing, diperlukan 
pendidikan yang berkualitas. Hal ini sepantasnya menjadi 
perhatian bagi pemerintah. Ketika sistem edukasi di 
Indonesia baik, maka dapat menghasilkan sumberdaya 
yang berkualitas sehingga angka pengangguran dan 
kemiskinan sedikit demi sedikit dapat terkikis. Para 
investor asing juga merasa nyaman untuk menanamkan 
modal usaha sehingga dapat meningkatkan angka 
lapangan pekerjaan di Indonesia.  
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“TIK” Bermutu Tanpa “HOAKS” 
Sarah Nurlaily 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 
 

Informasi dan komunikasi merupakan hal selalu 
melekat dalam setiap aktivitas kehidupan. Manusia 
merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan 
satu dengan yang lainnya. Seiiring dengan perkembangan 
zaman, informasi dan komunikasi didukung dengan 
kecanggihan teknologi.  

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
mencakup dua aspek yaitu teknologi 
informasi dan teknologi komunikasi. Menurut Williams 
dan Sawyer (2003), teknologi informasi adalah teknologi 
yang menggabungkan komputansi (komputer) dengan 
jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, 
suara, dan video. Sedangkan teknologi komunikasi adalah 
peralatan perangkat keras (hardware) dalam sebuah 
struktur organisasi yang mengandung nilai-
nilai sosial yang memungkinkan setiap individu 
mengumpulkan, memproses dan saling tukar 
menukar informasi dengan individu lain. Sehingga TIK 
menyangkut berbagai aspek yang melibatkan teknologi, 
rekayasa dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam 
pengendalian dan pemrosesan informasi serta 
penggunaannya, hubungan hardware, software dengan 
manusia. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
juga dapat menjadi indikator kemajuan suatu wilayah. 
Pada tahun 2017, peranan informasi dan komunikasi 
dalam perekonomian di Jawa Barat relatif stabil pada 
kisaran 2 sampai 3 persen. Sementara itu, laju 
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pertumbuhannya paling pesat dibanding sektor ekonomi 
lainnya yaitu mencapai 11,85 persen terhadap tahun 2016. 
Percepatan pertumbuhan ini tidak terlepas dari upaya 
peningkatan fasilitas dan layanan yang terus dilakukan 
oleh perusahaan telekomunikasi maupun perusahaan 
televisi kabel, seperti pengembangan jaringan fiber optik 
untuk layanan internet dan perluasan jaringan kabel untuk 
layanan televisi digital. 

Untuk menggambarkan tingkat pembangunan 

teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, 

kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK 

dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Semakin tinggi nilai 

indeks, menunjukkan potensi dan progress pembangunan 

TIK suatu wilayah lebih optimum. Sebaliknya, semakin 

rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di 

suatu wilayah masih belum optimum. IP-TIK dapat 

dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. 

Nilai IP-TIK Indonesia tahun 2017 sebesar 4,99, 

meningkat dibanding IP-TIK tahun 2016 sebesar 4,34. 

Provinsi dengan nilai IP-TIK tertinggi adalah DKI Jakarta 

sebesar 7,61 pada tahun 2017, meningkat 0,20 poin dari 

7,41 pada tahun 2016. Sedangkan nilai IP-TIK terendah 

adalah Papua, yaitu 2,95. IP-TIK Jawa Barat berada pada 

urutan ke 9 dari 34 provinsi di Indonesia. IP-TIK Jawa 

Barat tergolong tinggi dan berada diatas IP-TIK Indonesia 

yaitu sebesar 5,12. Nilai ini meningkat 0,61 poin dibanding 

tahun 2016. Indikator yang mempengaruhi IP-TIK 

diantaranya akses dan infrastruktur, penggunaan internet, 

dan keahlian. 
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TIK erat kaitannya dengan penggunaan peralatan 

hardware dan software seperti radio, televisi, faksimili, 

komputer, laptop, tablet, telepon, telepon genggam, smart 

phone, modem, dan internet. Dengan perkembangan 

teknologi, penyampaian informasi dan komunikasi dapat 

dilakukan dengan cepat, mudah, praktis, efektif, dan 

efisien. 

Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia 

dapat mendorong berkembangnya penggunaan internet 

dalam aktivitas ekonomi atau fenomena digital economy. 

Salah satu indikator fenomena tersebut dapat terlihat 

dengan adanya korelasi positif antara indikator persentase 

penduduk yang menggunakan internet dengan PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto) per kapita, dimana 

PDRB per kapita merupakan nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh kegiatan ekonomi per penduduk di suatu 

wilayah dan waktu tertentu. 

Di Jawa Barat, mayoritas penduduk mengakses 

internet dengan menggunakan telepon genggam atau 

smart phone yaitu sebesar 93,61 persen. Sedangkan yang 

menggunakan komputer sebesar 18,84 persen, 

menggunakan laptop sebesar 12,12 persen, dan peralatan 

lainnya sebesar 0,51 persen. 

Dengan adanya koneksi internet, semua menjadi 

mudah. Keterbukaan informasi membantu dalam segala 

bidang. Diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam bidang 

pendidikan, semua ilmu pengetahuan disegala penjuru 

dunia dapat didapatkan melalui internet. Sarana 

pembelajaran melalui aplikasi gratis maupun berbayar 
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juga sudah marak di Indonesia. Dalam bidang kesehatan, 

kita dapat menjadi dokter untuk diri sendiri, mencari 

penyebab dan menemukan alternatif obat untuk 

penanganan pertama. Dalam bidang ekonomi, internet 

berperan dalam memasarkan produk hasil produksi 

apalagi usaha yang masih startup dan modal yang 

minimum. Dalam bidang politik, pengenalan tentang 

keadaan pemerintahan yang terjadi, pengenalan wakil-

wakil di pemerintahan yang akan menyerukan suara 

rakyat, sarana kampanye calon wakil rakyat, sampai 

dengan penyebarluasan hasil quick count pemilu secara real 

time. Dalam bidang sosial budaya, internet berperan 

sebagai ajang promosi wisata mengenai keindahan alam 

dan kearifan budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia.  

Selain menimbulkan efek yang positif, tak bisa 

dipungkiri, perkembangan TIK yang semakin pesat turut 

serta mempermudah penyebaran berita palsu atau lebih 

dikenal dengan sebutan “HOAKS” melalui media sosial, 

media elektronik, maupun media cetak. Cara untuk 

menangkal HOAKS yang paling mudah adalah dengan 

memfilter berita yang diterima dengan mengecek 

kebenarannya sebelum disebarluaskan. Bila terbukti 

HOAKS, dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, Polri, maupun Badan Cyber Nasional.  

Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang 

HOAKS yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 dalam pasal 45, dimana bila 

terbukti, penyebar HOAKS dapat terkena ancaman 

pidana. 

HOAKS dapat memicu masalah sosial dan dapat 

meresahkan masyarakat. Baru-baru ini, HOAKS semakin 
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marak mengenai politik dikarenakan menjelang pesta 

demokrasi Pemilu Calon Presiden tanggal 17 April 

mendatang. Berangkat dari kepedulian masyarakat akan 

HOAKS, beberapa organisasi penangkal hoaks telah 

terbentuk, seperti: Jabar Saber Hoaks (bentukan Gubernur 

Jawa Barat, Ridwan Kamil), Masyarakat Anti Fitnah 

(Mafindo), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, 

Fanpage Indonesian Hoaxes, Grup Sekoci, dan lain-lain. 

Tangkal HOAKS mulai dari diri sendiri. Pulihkan kodrat 

TIK sebagai sarana membangun bangsa. 
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Potret Pembangunan Manusia  
di Cibinong Raya 

Encep 
Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human 
Development Index (HDI) adalah pengukuran 
perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, 
pendidikan dan standar hidup suatu wilayah. IPM 
digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah 
tergolong maju, berkembang atau terbelakang. Selain itu 
IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari 
kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.  

Pembangunan manusia merupakan paradigma 
pembangunan yang menempatkan manusia/penduduk 
sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan 
pembangunan. Sasaran akhir dari pembangunan sendiri 
adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya 
(pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan 
derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan 
meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan 
keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam 
masyarakat dan kegiatan ekonomi). Dari definisi tersebut, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan 
suatu wilayah adalah penduduk, karena penduduk adalah 
kekayaan nyata suatu wilayah. Konsep atau definisi 
pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup 
dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih 
luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan 
pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep 
pembangunan manusia, pembangunan seharusnya 
dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan 
hanya dari pertumbuhan ekonominya kecepatan 
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perkembangan pencapaian IPM dalam suatu kurun waktu 
tertentu, digunakan ukuran per tahun.  

Ukuran ini secara sederhana menunjukkan 
perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan 
capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik 
ideal (IPM=100). Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli 
merupakan tiga indikator utama dalam IPM. Suatu 
wilayah dikatakan maju apabila tiga indikator tersebut 
nilai indeksnya mendekati angka 100. Untuk menghitung 
dan mendapatkan besaran angka IPM dilakukan dengan 
survei langsung ke masyarakat, dengan menggunakan 
konsef, definisi, dan metodologi yang terstandar secara 
universal, serta dilakukan wawancara langsung kepada 
resonden (masyarakat).  

Pengumpulan data dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS), yang dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu 
pada bulan Maret dan September. Apayang menjadi ciri 
masyarakat suatu wilayah dikatakan maju atau nilai IPM 
tinggi?  

Pertama, masyarakatnya harus sehat, artinya dari 
sarana kesehatan masyarakat memadai dan terjangkau, 
sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengakses 
sarana kesehatan tersebut, dengan demikian pola hidup 
sehat masyarakat akan lebih terjamin dan akan berdampak 
pada usia yang panjang. Kedua, masyarakatnya harus 
pintar, artinya dilihat dari segi pendidikan di suatu 
wilayah banyak sarana pendidikan yang memadai dan 
dapat dijangkau dengan mudah sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga di wilayah tersebut banyak atau 
hampir semua lulusan sekolah menengah, bahkan tidak 
sedikit tamatan perguruan tinggi, maka akan terlihat 
berapa rata-rata lama sekolahnya,. Dan Ketiga, 
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masyarakatnya harus kaya, artinya masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, karena 
dengan banyaknya lapangan pekerjaan akan 
mempengaruhi turunnya angka pengangguran, sehingga 
angaka kecukupan gizi terpenuhi serta mempunyai 
semangat dalam hidupnya untuk bekerja dan memperoleh 
penghasilan yang cukup.  

Komponen kesehatan diukur dengan Angka 
Harapan Hidup (AHH), yaitu merupakan rata-rata 
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh 
seseorang selama hidup. Sedangkan komponen 
pengetahuan diukur dengan Angka Harapan Sekolah 
(AHS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang dihitung 
berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS).  

Selain angka harapan hidup dan tingkat 
pendidikan, unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam 
mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia 
adalah Standar Hidup Layak masyarakat. Komponen 
standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata 
konsumsi riil yang telah disesuaikan (Daya Beli). Dengan 
banyaknya program pembangunan yang dilakukan 
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dari berbagai 
aspek, maka perkembangan suatu daerah akan mengalami 
pertumbuhan secara signifikan dan merubah pola hidup 
masyarakat yang lebih modern.  

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Bogor, tahun 2017 capaian IPM dan komponen 
komponennya untuk Wilayah Cibinong Raya yang 
meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, 
Babakan madang, Bojong Gede dan Kecamatan Tajur 
Halang adalah sebagai berikut Angka Harapan Hidup 
(AHH) dalam tahun Berikut adalah AHH di wilayah 
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Cibinong Raya: Kecamatan Cibinong sebesar 75,75, 
Citeureup 71,39, Babakan Madang 70,06, Sukaraja 70,66, 
Bojong Gede 74,22, dan Tajur Halang 73,12 tahun.  

Dari data tersebut terlihat bahwa Masyarakat 
Cibinong lebih panjang umurnya dibandingkan dengan 
kecamatan lainnya di wilayah Cibinong Raya, sedangkan 
masyarakat di Kecamatan Babakan Madang umurnya 
lebih pendek dari Kecamatan lainnya. Harapan Lama 
Sekolah (HLS) dalam tahun Berikut Angka HLS di wilayah 
Cibinong Raya: Kecaamatan Cibinong sebesar 14.07, 
Citeureup 12,49, Babakan Madang 10,85, Sukaraja 12,83, 
Bojong Gede 13,16, dan Tajur Halang 12,18 tahun.  

Kisaran Angka HLS di Wilayah Cibonong Raya 
berkisar antara 10-14 tahun atau dengan kata lain HLS-nya 
sampai ke jenjang SMA kelas 1 sampai perguruan tinggi 
tingkat II. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam tahun 
Angka RLS di wilayah Cibinong Raya yaitu: Kecamatan 
Cibinong sebesar 10,17, Citeureup 8,60, Babakan Madang 
6,80, Sukaraja 8,82, Bojong Gede 10,02, dan Kecamatan 
Tajur Halang 8,72 tahun. Secara riil Rata-rata Lama 
Sekolah di Wilayah Cibinong Raya berada di kisaran 6- 10 
tahun atau sampai jenjang pendidikan kelas 6 SD sampai 
dengan kelas 1 SMA.  

Kemampuan Daya Beli dalam rupiah Nilai Daya 
Beli Masyarakat di wilayah Cibinong Raya adalah: 
Kecamatan Cibinong sebesar 13,05 juta, Citeureup 11,10 
juta, Babakan Madang 9,66 juta, Sukaraja 12,32 juta, Bojong 
Gede 13,27 juta dan Kecamatan Tajur Halang 10,3 juta per 
orang per tahun. Kisaran Daya Beli Masyarakat Cibinong 
Raya berkisar antara 9-13 juta per orang per tahun. 
Kecamatan Bojong Gede merupakan kecamatan dengan 
daya beli tertinggi di wilayah Cibinong Raya.  
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Rangking masing-masing Komponen IPM di 
Wilayah Cibinong Raya AHH peringkat 1. Kecamatan 
Cibinong, 2. Bojong Gede 3. Tajur Halang, 4. Citeureup, 5. 
Sukaraja, 6. Kecamatan Babakan Madang. HLS Peringkat 
1. Kecamatan Cibinong, 2. Bojong Gede 3. Sukaraja, 4. 
Citeureup, 5. Tajur Halang, 6. Kecamatan Babakan 
Madang. RLS Peringkat 1. Kecamatan Cibinong, 2. Bojong 
Gede 3. Sukaraja, 4. Tajur Halang, 5. Citeureup, 6. 
Kecamatan Babakan Madang. Daya Beli Peringkat 1. 
Kecamatan Bojong Gede, 2. Cibinong, 3. Sukaraja, 4. 
Citeureup, 5. Tajur Halang, 6. Kecamatan Babakan 
Madang.  

Dari data setiap komponen pembentuk IPM di atas, 
terlihat bahwa jika Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 
ingin mengembangkan kawasan Cibinong Raya, maka 
tingkat pemerataan seluruh komponen pembentuk IPM 
dari sisi Kesehatan, Pendidikan dan Daya Masyarakat di 
Wilayah Cibinong Raya harus relatif merata (seimbang) 
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Ajak Ayah Cegah Stunting  
(Refleksi Hari Kesehatan Dunia) 

Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Telah tujuh dekade Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) terbentuk, dan selama itu pula Hari Kesehatan 
Dunia selalu diperingati. Hari Kesehatan Dunia yang 
selalu diperingati setiap tanggal 7 April menjadi 
momentum pengingat masyarakat untuk peduli terhadap 
kesehatan. Namun sampai saat ini, masalah kesehatan 
masyarakat dunia belum terselesaikan.  

Gizi merupakan bagian dari masalah kesehatan. 
Beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan dengan 
masalah gizi ganda, salah satunya yakni stunting. Stunting 
adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi 
badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur.  

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2018, 3 dari 10 balita Indonesia mengalami stunting. 
Angka ini sudah mengalami penurunan 6,4 persen sejak 
2013 (37,2%). Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi 
terburuk (42,6%) dalam masalah stunting. Hal sebaliknya 
terjadi pada provinsi DKI Jakarta (17,7%) (Kemenkes, 
2018).  

WHO menetapkan batas toleransi stunting 
maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah 
keseluruhan balita. Mengingat hal ini, hanya DKI Jakarta 
yang memenuhi ketetapan tersebut. Ini memberikan sinyal 
bahwa sangat diperlukannya kerja keras untuk 
menurunkan angka stunting di tanah air.  
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Menilik konten Sustainable Development Goals 
(SDGs) tujuan kedua, yakni mengakhiri kelaparan, 
mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta 
menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Target yang 
ingin dicapai pada 2030, yakni mengakhiri segala macam 
bentuk malnutrisi.  

 

Peran Ayah  

Masalah stunting bukan sekedar masalah tinggi 
badan balita. Hal tersebut hanya dampak fisik yang 
ditimbulkan. Lebih daripada itu, stunting merupakan 
masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.  

Kekurangan asupan gizi akan mempengaruhi 
kinerja otak. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi 
kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan 
kreativitas di usia produktif. Jika tidak segera teratasi, 
stunting akan menjadi ancaman utama terhadap kualitas 
manusia dan kemampuan daya saing bangsa.  

Perempuan/ibu kerap kali dipersalahkan dan 
menjadi kajian utama dalam menyelesaikan masalah 
stunting. Dari pembinaan untuk memberikan 
pengetahuan kepada remaja perempuan tentang 
kehamilan hingga memberikan pengetahuan pentingnya 
asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan kepada 
ibu/calon ibu. Apakah ayah tidak perlu terlibat dalam 
masalah ini?  

Peran ayah tidak kalah pentingnya dalam 
penyelesaian masalah stunting. Ayah yang notabene 
sebagai pencari nafkah, sebaiknya mengambil alih tugas 
ibu pasca melahirkan hingga psikis dan fisiknya pulih 
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kembali. Dari memandikan hingga menyuapi sang bayi. 
Biarkan ibu hanya fokus terhadap pemberian ASI.  

Beberapa penelitian menunjukkan, faktor psikis 
dan emosi sangat mempengaruhi ASI yang diproduksi. 
Refleks pengaliran ASI dapat berfungsi dengan baik 
apabila ibu dalam keadaan nyaman dan rileks. Sudah 
seharusnya tugas ayah menjaga emosi ibu agar selalu 
dalam keadaan baik.  

Keadaan ini mungkin serasa tidak adil bagi ayah. 
Mengutip dari publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia 
Agustus 2018, tidak sedikit (20,1 juta) perempuan yang 
bekerja, membantu atau bahkan melakukan tugas laki-laki 
dalam mencari nafkah (BPS, 2018).  

Melihat fenomena ini alangkah indahnya jika 
terjadi sinergitas antara ayah dan ibu. Kalau ibu dapat 
beban kerja di luar dan di dalam rumah, maka sudah 
sepatutnya ayah mendapat perlakuan yang sama.  

Bahu-membahu dalam rumah tangga akan 
membentuk keluarga yang tangguh. Selain itu, azas 
keadilan terhadap tugas dan fungsi juga tetap terjaga. Hal 
yang terpenting, yakni ketahanan keluarga dan 
pembentukan karakter penghuni di dalamnya menjadi 
lebih berkualitas.  

Karakter yang baik akan berdampak pada masa 
depan anak. Ancaman akan terpuruknya prestasi di 
sekolah, serta produtivitas dan kreativitas di usia 
produktif dapat teratasi. Sehingga bangsa Indonesia 
memiliki generasi penerus mumpuni dan berdaya saing 
tinggi.  

Sudah selayaknya pembinaan penyelesaian 
masalah stunting melibatkan peran ayah. Kehadiran ayah 
dalam pembekalan pengetahuan kepada ibu akan 
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memberikan dampak positif. Selain ayah mendapatkan 
pengetahuan, ibu merasa bebannya semakin ringan karena 
tugas mengurus anak bukan hanya berada di pundaknya.  

Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, faktor 
pendidikan kepala keluarga mempengaruhi angka 
stunting. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin 
tinggi pendidikan kepala keluarga, maka semakin rendah 
pula angka stunting (Kemenkes, 2018). Mayoritas kepala 
keluarga (84,83%) di Indonesia adalah laki-laki (BPS, 2018). 
Fakta ini menunjukkan andil ayah terhadap masalah 
stunting.  

 

Pemerintah dan Masyarakat  

Sementara itu, tugas pemerintah dan masyarakat di 
sekitar balita seharusnya ditingkatkan. Pemerintah 
memiliki kewenangan dalam membuat regulasi untuk 
memberikan cuti khusus kepada para suami pasca istrinya 
melahirkan. Tujuannya untuk mengurusi segala keperluan 
istri dalam masa pemulihan, sehingga dapat memberikan 
ASI yang baik guna mencetak generasi penerus yang 
berkualitas.  

Pemberiaan hak cuti melahirkan bagi pekerja 
perempuan seharusnya dikaji ulang. Hak cuti melahirkan 
yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian 
Negara RI Nomor 24 Tahun 2017 maupun Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 dirasa terlalu singkat (3 
bulan). Diperparah lagi, hak cuti ini terbagi menjadi 1,5 
bulan sebelum dan sesudah melahirkan.  

Hak cuti melahirkan menjadi kontradiktif di 
tengah penggalakkan pemberian ASI eksklusif oleh 
pemerintah. Selisih waktu yang cukup lama (4,5 bulan), 
sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap pemberian 
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ASI eksklusif. Pemerintah sebaiknya menambahkan hak 
cuti melahirkan menjadi 6 bulan guna memberikan waktu 
kepada para ibu untuk memberikan ASI eksklusif secara 
optimal.  

Selain itu, perlu peran masyarakat dalam berbagi 
pengalaman dan pengetahuan kepada ibu/calon ibu. 
Peran inilah yang seharusnya dapat dioptimalkan. 
Perubahan yang mungkin terlihat kecil, namun akan 
berdampak besar. Masalah stunting bukan hanya masalah 
pemerintah, namun masalah kita bersama. Mari bersinergi 
guna mengurangi masalah stunting.  

Dalam momentum Hari Kesehatan Dunia, sudah 
selayaknya semua pihak menyadari betapa pentingnya 
kesehatan terutama di awal kehidupan. Awal kesehatan 
yang baik akan berdampak pada kelangsungan hidup saat 
ini dan masa mendatang.  
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  Kemiskinan Agregat dan  
Basis Data Terpadu 

A. Saebani 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

Kesalahan pemahaman tentang data tingkat 
kemiskinan (kemiskinan agregat) dengan basis data 
terpadu (BDT) kerap terdengar akhir-akhir ini di 
masyarakat. Hal ini tak terlepas ketika pemerintah 
manaikkan jumlah penerima Program Keluarga Harapan 
(PKH) di tahun ini. Jangankan masyarakat awam, para 
pejabat pun ada yang tidak tahu perbedaan antara 
kemiskinan agregat yang dirilis BPS dua kali setiap tahun, 
dengan BDT yang dikelola oleh Kementerian Sosial 
(Kemensos). 

Jika melihat asal usul sumber data tersebut, instansi 
mana yang melakukan pengumpulan data, baik data 
kemiskinan agregat maupun BDT asalnya merupakan 
produk Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, 
cara mengumpulkan data tersebut yang berbeda, 
kemiskinan agregat dihasilkan dari survei yaitu dengan 
Susenas yang dilakukan pada Bulan Maret dan September 
setiap tahunnya. Sedangkan BDT diperoleh dengan cara 
sensus dari 40 persen penduduk dengan status 
kesejahteraan terendah yang diperoleh dari PPLS 2008, 
PPLS 2011 dan terakhir PBDT 2015. 

SUSENAS 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
merupakan salah satu survei rutin setiap tahun yang 
dilakukan BPS dan dilakukan pada bulan Maret serta 
September. Data yang dihasilkan dari Susenas adalah 
sumber data utama untuk kegiatan pembangunan di 
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bidang sosial dan ekonomi. Salah satu data paling 
ditunggu baik pemerintah, masyarakat maupun 
stakeholder lainnya yaitu tingkat kemiskinan. Tingkat 
Kemiskinan yang merupakan proporsi jumlah penduduk 
yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total 
penduduk. Perhitungan tingkat kemiskinan yang 
digunakan adalah dengan cara pendekatan kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 
Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan 
makanan dan bukan makanan. 

 

Basis Data Terpadu (BDT) 

Basis Data Terpadu (BDT) merupakan data mikro 
yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh nama 
dan alamat dari 40 persen penduduk dengan status 
kesejahteraan terendah. Asal mula BDT, ketika pemerintah 
berkepentingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
(BLT). Pemerintah menginstruksikan BPS melaksanakan 
pendataan yang di sebut dengan Pendataan Sosial 
Ekonomi (PSE) pada tahun 2005 dengan target sasaran 
rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 19,1 juta.  

Pada tahun 2008, BPS diintruksikan lagi untuk 
melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial 
(PPLS). Program pendataan untuk PPLS sendiri 
merupakan pemutahiran dari data PSE 2005, dimana 
target yang dimutahirkan sebanyak 15,5 juta rumah 
tangga. 

Pada tahun 2011, BPS mendapat mandat lagi untuk 
melakukan pemutahiran data PPLS. PPLS 2011 mencakup 
40 persen dari lapisan masyarakat berpendapatan 
terbawah yang merupakan hasil pemetaan kemiskinan 
bersumber dari Sensus Penduduk 2010. PPLS 2011 juga 
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bersumber dari Sesenas 2010, dan dari Pendataan Potensi 
Desa 2010. Data PPLS 2011, kemudian diserahkan kepada 
Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang 
akan dikelola menjadi Basis Data Terpadu (BDT) dengan 
memperhatikan beberapa kriteria, kondisi serta 
karakteristik rumah tangga. 

Selanjutnya pada tahun 2015, BPS dipercaya 
kembali untuk melakukan pemutahiran data Basis Data 
Terpadu yang disebut dengan PBDT 2015. Dari data BDT 
ini kemudian dipergunakan sebagai Data Terpadu 
Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM). 
Basis data ini dipergunakan sebagai Program 
Perlindungan Sosial, ekonomi, demografi dari 40 persen 
jumlah penduduk berpenghasilan terendah di Indonesia. 

Merujuk Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011, 
pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa “Data fakir miskin yang 
sudah diverifikasi oleh menteri”. Data yang diverifikasi 
oleh Kementerian Sosial bersumber dari data BPS, dan 
selanjutnya data hasil verifikasi tersebut menjadi 
tanggung jawab Kemensos.  

 

Perkembangan Kemiskinan Di Cianjur 

Merujuk pada perkembangan tingkat kemiskinan 
Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun, namun arah 
perubahan tingkat kemiskinan cenderung turun sesuai 
perkembangan makro ekonomi yang semakin baik. 
Berdasarkan data BPS dari tahun 2012, dimana jumlah 
penduduk miskin sebesar 292.2 ribu orang (13,17%). 
Selanjutnya dua tahun kemudian, terjadi penurunan 
jumlah penduduk miskin menjadi 256,6 ribu orang 
(11,47%) di tahun 2014.  
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Kemudian, di tahun 2015 jumlah penduduk miskin 
di Kabupaten Cianjur justru naik lagi menjadi 273.9 ribu 
orang (12,21%). Kondisi ini diduga pengaruh psikologis 
karena adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga 
BBM yang berdampak pada kenaikkan harga bahan 
makanan pokok masyarakat. Sehingga, terjadi inflasi yang 
mengakibatkan Garis Kemiskinan (GK) naik, di lain pihak, 
pendapatan masyarakat tetap atau bahkan turun. 

Kemudian, pemerintah mengambil kebijakan tidak 
menaikkan harga BBM bersubsidi khususnya bahan bakar 
premium dalam kurun waktu 2016 - 2018. Dan berbagai 
kebijakan pengendalian inflasi kebutuhan pokok pada 
angka yang rendah (di bawah 5 persen) berdampak pada 
penurunan tingkat kemiskinan.  

Pada tahun 2016 sebanyak 261,39 (11,62%) 
penduduk miskin, dan pada 2017 turun menjadi 257,41 
orang atau 11,41 persen dari jumlah penduduk Kabupaten 
Cianjur. Akhirnya, pada Maret 2018 total penduduk 
miskin sebesar  221,58 ribu orang (9,81 persen) atau turun 
sebanyak 35,83 ribu orang. 

Jadi berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) pada Maret 2018 jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Cianjur sebesar 221,58 ribu orang, 
atau dalam persentase sebesar 9,81 persen. Dibandingkan 
dengan keadaan Maret 2017, terjadi penurunan 
kemiskinan sebesar 1,6 persen. Penurunan tingkat 
kemiskinan di Kabupaten Cianjur merupakan sesuatu 
yang perlu diapresiasi. Kondisi penurunan tersebut, 
karena adanya berbagai bantuan sosial seperti, PKH, KIP, 
Renstra, BOS, KIS dan program pengendalian kemiskinan 
yang dilakukan pemerintah daerah sendiri. 
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Juga tak kalah penting pemberdayaan masyarakat 
kecil yang sudah mulai tumbuh seperti para pedagang 
kecil yang jualan di car free day maupun sektor pertanian 
yang mempunyai harapan besar, tercermin semakin 
naiknya Nilai Tukar Petani (NTP). Sektor industri seperti 
pabrik manufaktur yang mulai banyak berdiri di 
Kabupaten Cianjur sangat berperan dalam pertumbuhan 
ekonomi juga mencetak lapangan kerja terampil sehingga 
akan mengurangi pengangguran, dan yang pada akhirnya 
akan mengurangi kemiskinan.  

 
  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
330 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
331 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif 
(Masih) Rendah 
Riska Mustikasari 

Statistisi BPS Kabupaten Ciamis 
 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi 
merupakan hal yang vital bagi tumbuh kembang dan 
kesehatan bayi. ASI memiliki manfaat sangat besar dalam 
jangka panjang. ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, 
mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi 
serta memiliki zat antibodi yang berguna untuk 
pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi. ASI 
juga melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta 
penyakit infeksi lainnya.  

Begitu pentingnya manfaat ASI, pemerintah pun 
membuat peraturan tentang ASI eksklusif. Hal ini  
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 
2012. Dalam PP tersebut, mendapatkan ASI merupakan 
hak seorang bayi. Pemerintah menganjurkan agar seorang 
ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak 
dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan 
atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya 
setelah bayi berusia berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan 
bersama dengan makanan tambahan, ASI tetap diberikan 
hingga usia 2 tahun. 

Sayangnya  sampai saat ini, masih sedikit ibu yang 
memberikan ASI eksklusif. Berdasarkan  data Kementrian 
Kesehatan (Kemenkes) pada 2017 di Indonesia,  pemberian 
ASI eksklusif masih sangat rendah yakni 35,70 %. Artinya 
terdapat  sekitar 64,30 persen bayi yang tidak 
mendapatkan ASI eksklusif.  Persentase  ini masih jauh 
dari target cakupan ASI eksklusif  yang ditetapkan oleh 
WHO yaitu 50 %.   
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Indikator lainnya yang masih rendah adalah  
Inisiasi Menyusui Dini (IMD). IMD  adalah proses 
menyusui segera yang dilakukan satu jam pertama setelah 
bayi lahir.  Masih berdasarkan data Kemenkes, IMD di 
Indonesia di 2017 sebesar 57,90%  meningkat 
dibandingkan tahun  2016 (51,80%).  Kendati meningkat, 
tetapi masih jauh dari target WHO  yaitu sebesar 90 %. 
Capaiannya masih terbilang sangat kecil jika mengingat 
pentingnya peran ASI bagi kehidupan anak. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  (BPS),  
anak usia 0-23 bulan yang pernah mendapatkan ASI  di 
Indonesia pada  2017 sebanyak  94,56 %, meningkat 
dibandingkan  tahun 2016 (93,96%). Keadaan tersebut 
menggambarkan bahwa sebagian besar para ibu sudah 
memiliki kesadaran betapa pentingnya pemberian ASI 
bagi bayi mereka.  

Namun tidak cukup hanya pemberian ASI, 
lamanya pemberian ASI pun sangat penting. Dianjurkan 
seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun. 
Semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan 
kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Data BPS 
menunjukkan bahwa rata-rata lama pemberian ASI secara  
nasional  pada  2017 adalah 10,41 bulan . Adapun  tahun 
sebelumnya yaitu 2016 (10,21 bulan) dan 2015 (10,28 
bulan). Capaiannya masih jauh dari 24 bulan (2 tahun), 
bahkan masih kurang dari 12 bulan (1 tahun). Kondisi ini 
menunjukkan bahwa rata-rata lama pemberian ASI di 
Indonesia relatif masih singkat. 

Oleh sebab itu, rata-rata lama pemberian ASI perlu 
mendapat perhatian yang serius dari berbagai pemangku 
kepentingan khususnya pemerintah. Disini diperlukan 
upaya penguatan sosialisasi kepada para ibu yang 
mempunyai bayi. Pemberian ASI eksklusif perlu 
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mengandalkan beberapa hal, diantaranya 
pengetahuan/pendidikan ibu dan sikap positif. Selain itu 
ketersediaan fasilitas dan waktu untuk memberikan ASI 
pada bayi juga menjadi hal lain yang perlu 
dipertimbangkan.  

Besarnya campur tangan keluarga dalam 
perawatan bayi mempengaruhi ibu dalam praktek 
pemberian ASI. Salah satu alasan utama ibu tidak 
konsisten memberikan ASI adalah ketakutan ibu akan 
kecukupan ASI yang bisa diproduksi. Secara biologis, 
selama ibu mengonsumsi makanan bergizi, dan selama 
terdapat rangsangan dari mulut bayi, maka ASI otomatis 
akan terus diproduksi. 

Ada pengaruh  psikologis ibu pada produksi ASI. 
Oleh sebab itu,  ibu menyusui diupayakan untuk selalu 
bahagia dan dihindarkan dari emosi negatif. 
Disinilah dibutuhkan peran suami untuk mendukung 
istrinya yang sedang menyusui. Suami berperan memberi 
dukungan secara moril dan psikis selama ibu menyusui. 
Hubungan dukungan suami dengan pemberian ASI 
eksklusif ini telah dibuktikan secara ilmiah di beberapa 
penelitian.  

Kemudian dari sisi pendidikan, data BPS 
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan 
sudah lebih baik. Persentase penduduk  perempuan 10 
tahun ke atas yang memiliki ijazah SMP ke atas  
mengalami peningkatan  dari 42,84 % (2016)  menjadi 
46,66% (2017).  Demikian pula dengan umur perkawinan 
pertama wanita di Indonesia sebagian besar sudah di usia 
matang (19 tahun ke atas). Pada  2017 berdasarkan data 
BPS, sebanyak 62,87% wanita di Indonesia menikah untuk 
pertama kali pada usia 19 tahun ke atas. Akan tetapi kedua 
faktor tersebut ternyata belum sepenuhnya  menjamin 
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setiap ibu paham dan sadar terhadap pemberian ASI 
eksklusif. 

Meningkatnya persentase perempuan yang bekerja 
bisa menjadi salah satu faktor singkatnya pemberian ASI. 
Beberapa penelitian menunjukkan hanya sedikit ibu yang 
bekerja yang berhasil memberikan ASI eksklusif 6 bulan 
dilanjutkan hingga usia 2 tahun bersama dengan Makanan 
Pendamping ASI (MPASI). Waktu bekerja dan tekanan 
dalam pekerjaan menjadi faktor penghambat ibu yang 
bekerja untuk memberikan ASI eksklusif. Selain itu 
pengetahuan tentang cara menyimpan ASI dan tata 
laksana pemberian ASI di tempat kerja, ketersediaan 
fasilitas dan sarana ASI, serta dukungan atasan kerja dan 
tenaga kesehatan merupakan sejumlah faktor yang 
berperan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif 
di tempat kerja.  

Sebagian besar ibu menyusui berada pada usia 
produktif, sehingga banyak ibu menyusui yang berstatus 
bekerja. Berdasarkan data BPS, pada 2017 Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan  
mengalami peningkatan yaitu dari 50,89 % (2017) menjadi 
51,88 % (2018). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) perempuan  mengalami penurunan dari 5,44 %  
(2017) menjadi 5,26 % (2018). Kemudian persentase 
perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan 
dari 94,56% (2017) meningkat menjadi 94,74 % (2018).  

Mengingat kondisi diatas, peran tenaga kesehatan 
dan atasan di tempat kerja menjadi penting. Fungsi 
sosialisasi, pemberian hak menyusui dan penyediaan 
fasilitas menyusui yang memadai akan mampu 
mendukung pemberian ASI eksklusif pada ibu yang 
bekerja. Namun kenyataannya masih perlu upaya optimal 
untuk mencapai itu. Pengetahuan dan pemahaman 
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terhadap faktor-faktor tersebut relatif masih rendah. 
Secara umum di Indonesia, masih jarang terlihat ibu 
menyusui yang bekerja untuk menyimpan ASI.  Selain itu 
penyediaan fasilitas menyusui yang memadai di tempat 
kerja maupun tempat umum juga masih jarang tersedia. 

Pada akhirnya, terlaksananya pemberian ASI 
eksklusif memerlukan dukungan  berbagai pihak. Baik 
peran  ibu menyusui, maupun  dukungan dari luar ibu 
menyusui. Jika semua faktor pendukung telah berfungsi 
dan berkontribusi maka capaian  pemberian ASI eksklusif 
akan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga hak bayi 
untuk mendapatkan ASI eksklusif dapat terpenuhi 
seutuhnya. Sejalan  dengan harapan dapat melahirkan 
anak-anak yang tumbuh dan kembang dengan baik serta 
memiliki daya tahan tubuh yang kuat.  

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
336 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
337 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Kesetaraan dan Peran Perempuan 
Isti Larasati Widiastuty 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

Lima puluh lima tahun sudah Hari Kartini 
dirayakan. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 108 
Tahun 1964, perjuangan Kartini dalam mendorong 
emansipasi wanita mulai diperingati.  Kesetaraan dan 
keadilan gender terus disuarakan. Pun emansipasi wanita, 
sampai saat ini masih didengungkan. Lebih dari setengah 
abad diperingati, ketidakadilan dan kekerasan terhadap 
perempuan masih saja terjadi. Terlihat jelas secara kasat 
mata, maupun tersembunyi. Media seringkali 
mewartakannya. 

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan 
Nasional (BPS dan Kementrian PPPA, 2016) menyebutkan, 
sebanyak 33,4 persen perempuan di Indonesia pernah 
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 
kehidupannya. Menjadi hal yang galib jika hal ini perlu 
terus diperjuangkan. Mengurangi kekerasan terhadap 
perempuan di mana pun, krusial untuk diperjuangkan. 

Salah satu ikhtiar adalah menjadikannya sebagai 
bagian tujuan pembangunan. Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) kelima 
adalah menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan 
perempuan. Melalui tujuan ini, ditargetkan untuk (1) 
mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum 
perempuan di mana pun, (2) menghapuskan segala bentuk 
kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan 
pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi 
seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.  
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Melalui target yang ditetapkan dalam SDGs, 
harapannya akan terwujud kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan. Perempuan akan memiliki 
akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sumber daya 
kehidupan lainnya.  

Akses (peluang) merupakan kesempatan untuk 
menggunakan sumberdaya ataupun hasilnya tanpa 
kewenangan untuk mengambil keputusan. Adapun 
kontrol (penguasaan) merupakan kewenangan penuh 
untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil 
sumberdaya. Akses dan kontrol perempuan dalam ruang 
gerak kehidupannya dapat ditunjukkan melalui aktivitas 
peran dan keterlibatan perempuan dalam kesehatan, 
pendidikan, ekonomi, politik, maupun ruang publik 
lainnya.  

Akses perempuan dalam kesehatan telah terbuka 
lebar, sama dengan laki-laki. Bahkan, Usia Harapan Hidup 
saat lahir (UHH) perempuan di Indonesia tahun 2018  
(73,19 tahun) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (69,30 
tahun). Dengan berbagai persoalannya, harapan hidup 
perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki. 

Di dunia pendidikan, Angka Harapan Lama Sekolah 
(HLS) penduduk perempuan Indonesia usia 7 tahun pada 
tahun 2018 telah mencapai 12,99 tahun. Adapun 
penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas pada tahun 
yang sama  rata-rata telah menyelesaikan pendidikan 
hingga kelas 7 (Rata-rata Lama Sekolah 7,72 tahun). RLS 
laki-laki telah mencapai 8,62 tahun. Tidak jauh berbeda.  
Kondisi ini menunjukkan, perempuan memiliki peluang 
yang sama dalam mengenyam pendidikan. 
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Di pasar kerja, keterlibatan perempuan semakin 
meningkat setiap tahunnya. Diantaranya dapat dilihat dari 
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang 
menunjukkan persentase angkatan kerja yang aktif dalam 
ekonomi.  Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) kondisi Agustus 2015 menunjukkan TPAK 
perempuan di Indonesia sebesar 48,87 persen. Tiga tahun 
kemudian, pada Agustus 2018 keterlibatannya meningkat 
menjadi 51,88 persen.  

Di dunia politik, keterlibatan perempuan pun 
semakin meningkat. Pada pemilu tahun 1955, jumlah 
anggota DPR perempuan hanya sebanyak 5,88 persen. 
Kemudian pada pemilu 2014 jumlahnya meningkat 
menjadi 17,32 persen. Meningkat, walaupun masih jauh 
dari target 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen.   

Berbagai indikator dan dimensi pembangunan 
manusia khususnya perempuan Indonesia menunjukkan 
adanya tren meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini 
menunjukkan kualitas hidup perempuan Indonesia 
semakin baik.  Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai 
salah satu indikator yang menunjukkan capaian 
pembangunan manusia perempuan dibandingkan dengan 
laki-laki. IPG pada tahun 2018 telah mencapai 90,99, 
sedikit  meningkat jika dibandingkan kondisi delapan 
tahun sebelumnya (2010) yang mencapai 89,42 

Data dan fenomena menunjukkan peran perempuan 
di ranah publik semakin besar. Perempuan semakin 
terlibat aktif dalam berbagai ruang penghidupan. 
Beberapa dimensi telah menunjukkan akses perempuan 
telah sama. Namun masih ada gap dan ketertinggalan pada 
dimensi lain. Mendorong kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan, adalah memberikan 
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kesempatan untuk maju dan berkembang secara setara 
antara laki-laki dan perempuan.  

Setara tidak berarti harus sama. Karena laki-laki dan 
perempuan berbeda. Perempuan memiliki banyak peran 
yang harus dijalani. Ketika perempuan berperan di ranah 
publik, ada ranah domestik yang juga harus dikelola. 
Upaya memberdayakan perempuan agar berdaya secara 
ekonomi, tidak hanya menyediakan pekerjaan dan 
pendapatan bagi perempuan. Mendorong perempuan 
aktif di dunia kerja, perlu didorong ketersediaan fasilitas 
dan sarana pendukung. Penyediaan tempat penitipan 
anak di sekitar lokasi kerja misalnya, perlu menjadi 
pemikiran. Berkembangnya ekonomi, apalagi berubahnya 
industri saat ini, ketersediaan asisten rumah tangga 
menjadi kendala utama bagi perempuan bekerja.  

Perempuan, dengan segala kelebihan dan 
keterbatasan yang dimiliki, memegang peran penting bagi 
keberlangsungan suatu bangsa. Perempuan erat dengan 
berbagai persoalan. Banyak persoalan terkait perempuan 
yang masih perlu didorong. Meningkatkan kesehatan, 
pendidikan, dan ekonomi keluarga sangat dekat  dengan 
peran perempuan di dalamnya. Bukan hanya masalah 
perempuan, tapi persoalan bersama. 

 Peringatan Hari Kartini, kiranya tidak hanya 
sekedar seremonial semata. Mengejar target SGDs terkait 
perempuan perlu menjadi perhatian.  Mencapai goals SDGs 
terkait perempuan, perlu partisipasi berbagai pihak., 
karena meningkatkan kualitas penduduk Indonesia, tidak 
lepas dari pentingnya meningkatkan kualitas perempuan. 
Berbagai program telah digulirkan. Berbagai sarana telah 
dibangun. Mari sama-sama berupaya dan berjuang. 
Membangun perempuan Indonesia. Selamat Hari 
Kartini!***   
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Working Mom, Emansipasi ataukah 
Eksploitasi? (Refleksi Hari Kartini) 

Nur Azizah 
Statistisi BPS Kota Cirebon 

 

Working mom merupakan istilah zaman now bagi 
perempuan yang memiliki peran sebagai  seorang ibu 
sekaligus juga memilih ikut andil dalam mencari nafkah 
untuk rumah tangganya. Secara garis besar ada dua alasan 
mendasar kenapa seorang ibu memilih untuk bekerja 
mencari nafkah untuk keluarga. Pertama karena tuntutan 
kebutuhan yang semakin komplek sehingga mau tidak 
mau seorang Ibu harus ikut serta dalam memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya. Alasan kedua karena 
seorang ibu juga ingin berpartisipasi aktif sesuai dengan 
bidang keahliannya. Abraham Maslow menyatakan 
bahwa ada lima hierarki kebutuhan dasar manusia yaitu 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan 
perlindungan, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan 
harga diri dan perasaan dihargai serta kebutuhan 
aktualisasi diri. Sebagai seorang perempuan, working mom 
juga membutuhkan kelima kebutuhan dasar tersebut. 
Lantas apabila kelima kebutuhan dasar tersebut telah 
terpenuhi oleh seorang working mom, apakah dia dikatakan 
telah beremansipasi? 

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) memaknai 
emansipasi perempuan sebagai proses pelepasan diri para 
perempuan dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah 
atau dari pengekangan hukum yang membatasi 
kemampuannya untuk berkembang. Emansipasi tidak 
semata-mata kesetaraan hak antara hak laki-laki dan 
perempuan untuk mendapatkan hal yang sama dalam 
berbagai bidang. Akan tetapi, bagaimana perempuan 
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dapat ikut serta berpartisipasi diberbagai bidang tanpa 
mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan 
diciptakan Tuhan spesial dengan berbagai talenta dan 
ketangguhannya. Secara kodrati perempuan diciptakan 
dengan kemampuannya untuk mengandung, melahirkan, 
menyusui serta mendidik anak-anaknya dengan penuh 
kasih sayang. Kondisi tersebut yang tidak dapat 
dipungkiri harus berjalan berdampingan secara seimbang 
ketika seorang perempuan memutuskan menjadi working 
mom. Sudahkah working mom di Indonesia beremansipasi 
meraih hak-haknya sebagai tenaga kerja perempuan? 
Ketika haknya beremansipasi tidak terpenuhi maka yang 
terjadi adalah eksploitasi yang sangat merugikan bagi 
working mom. 

Eksploitasi tenaga kerja terutama terhadap pekerja 
anak dan perempuan kini menjadi perhatian utama 
pemerintah. Menurut Karl Marx eksploitasi tenaga kerja 
adalah pemberian imbalan yang tidak wajar kepada 
pekerja dimana jumlahnya kurang dari total produksi 
setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan barang-
barang modal. Sementara Marshall menyebutkan 
eksploitasi berbentuk pembayaran upah yang kurang 
kepada pekerja dibanding dengan hasil marginalnya. 
Eksploitasi pada working mom masih banyak terjadi karena 
perempuan  belum memegang peranan penting dalam 
kegiatan ekonomi. Berdasarkan data Survei Angkatan 
Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018 yang dirilis oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS) sektor formal masih 
didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 65,78 persen 
sedangkan  tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor 
formal hanya 34,22 persen. Artinya kesempatan working 
mom untuk mendapatkan hak – haknya sebagai seorang 
pekerja perempuan yang layak semakin menipis karena 
tidak adanya aturan ketenagakerjaan yang mengikat bagi 
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pekerja informal seperti hak cuti melahirkan tiga bulan, 
tunjangan kesehatan ibu dan anak, fasilitas biaya 
melahirkan yang dijamin oleh perusahaan, dll.  

Disisi lain, tidak hanya kesetaraan hak sebagai 
seorang pekerja, perempuan juga membutuhkan 
kesetaraan gender. Dari beberapa literatur, dapat 
disimpulkan bahwa gender mengacu pada perbedaan 
peran, perilaku, fungsi dan status pada laki-laki dan 
perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan 
budaya. Kini isu gender menjadi salah satu tujuan dalam 
Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaran gender  
tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai 
Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum 
Perempuan”(KPPA dan BPS, 2018). Di bidang ekonomi, 
kadang working mom masih terbelenggu pada pilihan 
antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan di sektor 
publik. Sebenarnya, pilihan untuk menjalani peran sebagai 
ibu rumah tangga atau working mom di sektor publik 
merupakan hak setiap perempuan yang tidak dapat 
diganggu gugat. Partisipasi perempuan di dunia kerja 
dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja(TPAK). Data BPS Tahun 2018 menyebutkan TPAK 
perempuan mencapai 51,88 persen. Capaian ini jauh lebih 
rendah dari TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen. Artinya 
peluang terserapnya labour suplay laki-laki lebih tinggi 
dibandingkan perempuan. 
 
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

IDG yang dirilis BPS merupakan indikator yang 
menjelaskan apakah perempuan  dapat memainkan 
peranan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik. Peran 
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik 
mencakup partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan 
pengambilan keputusan serta penguasaan jabatan dalam 
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kegiatan ekonomi yang disebut sebagai dimensi Gender 
Empowerment Measure. Salah satu indikator IDG adalah 
sumbangan pendapatan perempuan  terhadap 
perekonomian di sektor non pertanian. Pada tahun 2017 
angka IDG Indonesia sebesar 71,74 persen, secara global 
angka ini menunjukan bahwa peranan perempuan dalam 
dunia politik dan ekonomi masih belum sesuai dengan 
harapan. Secara detail dalam dunia ekonomi data 
sumbangan pendapatan perempuan terhadap 
perekonomian Indonesia hanya sekitar 36,62 persen 
sisanya sebesar 63,38 persen masih didominasi oleh 
pendapatan laki-laki. Meskipun demikian, sumbangan 
atau kontribusi pendapatan perempuan menunjukkan 
tren kenaikan dari tahun ke tahun.  Peningkatan kontribusi 
pendapatan perempuan  mengindikasikan perempuan 
semakin diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja. Jika 
dilihat secara spasial, Nusa Tenggara Timur merupakan 
provinsi dengan sumbangan pendapatan perempuan 
tertinggi yaitu sebesar 43,25 persen kemudian diikuti DI. 
Yogyakarta  sebesar 40,63 persen. Sedangkan Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Utara merupakan dua propinsi 
dengan sumbangan pendapatan perempuan masing – 
masing 23,43 persen dan 25,88 persen. Disamping itu 
dengan sumbangan pendapatan perempuan terhadap 
perekonomian yang masih rendah juga diikuti jumlah 
tenaga profesional perempuan Indonesia yang masih 
rendah yaitu hanya sebesar 46,31 persen. Angka ini 
mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 47,59 
persen. Selain itu distribusi jabatan manager juga masih 
didominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebesar 75,83 persen 
artinya dari 100 orang manager terdapat sekitar 76 orang 
adalah laki-laki sedangkan sisanya 24 orang merupakan 
manager perempuan.  
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Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
Selain IDG, BPS juga merilis IPG yang merupakan 

indikator untuk mengukur ketimpangan atau 
ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan 
dalam hal mengakses hasil pembangunan pada dimensi 
kesehatan, pendidikan dan pendapatan, sama seperti pada 
dimensi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPG 
diformulasikan sebagai rasio antara IPM perempuan dan 
IPM laki – laki. IPG yang semakin mendekati angka 100, 
maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara 
perempuan dengan laki-laki. Pada tahun 2017 angka IPG 
Indonesia sebesar 90,96 artinya aksesbilitas laki-laki 
terhadap tiga dimensi IPM masih lebih tinggi daripada 
perempuan. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 
Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan angka IPG 
tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 94,78 yang artinya 
kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan di 
Sulawesi Utara semakin menipis. Sebaliknya Provinsi 
Papua  merupakan provinsi dengan IPG terendah yaitu 
sebesar 79,38 yang dapat dikatakan kesenjangan 
pembangunan antara laki-laki dan perempuan masih agak 
lebar. 

 
Disparitas Upah Pekerja Laki-laki dan Perempuan 

Ketika working mom memilih masuk kedalam dunia 
kerja, polemik yang sering muncul adalah  mereka 
dihadapkan pada berbagai diskriminasi gender. Mulai 
dari perekrutan pegawai hingga perbedaan  upah tenaga 
kerja antara laki-laki dan perempuan. Upah merupakan 
imbalan/balas jasa yang terima 
buruh/karyawan/pegawai selama sebulan yang lalu dari 
pekerjaan utama, yang terdiri dari komponen upah/gaji 
pokok dan tunjangan, baik berupa uang maupun barang 
yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan (BPS, 
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Sirusa). Pada Agustus 2018 rata-rata upah bersih pekerja 
perempuan tercatat sebesar 2,40 juta rupiah per bulan, 
sedangkan rata-rata upah bersih pekerja laki-laki 3,06 juta 
rupiah per bulan. Terdapat gap pendapatan antara pekerja 
laki-laki dan perempuan yakni sebesar 660 ribu rupiah per 
bulan. Namun gap pendapatan antara pekerja laki-laki 
dan perempuan tersebut menurun dibandingkan 
dibandingkan periode Agustus 2017 yaitu sebesar 682 ribu 
rupiah per bulan. 

Tenaga kerja perempuan juga masih banyak yang 
bekerja di sektor – sektor dengan  upah rata – rata per 
bulan yang rendah, seperti sektor pertanian dengan upah 
sebesar 1,88 juta rupiah per bulan dan sektor perdagangan 
besar dan eceran dengan rata – rata upah per bulan 2,39 
juta rupiah per bulan. Berdasarkan data Sakernas Agustus 
2018, jumlah tenaga kerja perempuan Indonesia terbanyak 
berada di kedua sektor tersebut masing – masing sebesar 
12,76 juta orang di sektor pertanian dan 11,36 juta orang di 
sektor perdagangan besar dan eceran.   

Sebuah harga yang mahal ketika seorang ibu 
memutuskan untuk memilih menjadi seorang working mom 
dengan berbagai alasan yang mendasarinya baik sebagai 
wujud pengabdiannya untuk masyarakat maupun ikut 
andil dalam menopang kebutuhan rumah tangganya. 
Sudah sepantasnya seorang working mom mendapatkan 
upah yang layak sesuai dengan produktifitasnya serta 
pemenuhan hak – hak nya sebagai tenaga kerja wanita. 
Hasil penelitian yang dilakukan Institute for Women’s Policy 
Research menemukan fakta bahwa perempuan mendapat 
gaji 20 persen lebih rendah dibanding laki-laki(KPPA dan 
BPS, 2018). Sungguh ironis! 
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Bekasi dan Kartu Sehat 
Ari Andriani 

Statistisi BPS Kota Bekasi 

Kartu, begitu pentingkah bagi masyarakat? Isu 
“kartu” mencuat paska debat cawapres belum lama ini. 
Salah satu kontestan menggadang akan membuat satu 
kartu untuk semua. Mendebat banyaknya kartu yang telah 
digulirkan pemerintah sebelumnya. Terlepas dari itu 
semua,  debat Capres dan Cawapres memang selalu 
dinanti. Rakyat menanti program apa yang akan 
digulirkan kontestan.  

Kartu, tentunya bukan sembarang kartu. Kartu 
harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kartu harus 
mempermudah rakyat mengakses berbagai fasilitas. Pun 
demikian di Kota Bekasi. Telah lama kota ini memiliki 
kartu penting yang dibagikan bagi warganya. Kartu sehat 
berbasis NIK. Kartu ini membantu rakyat mengakses 
fasilitas kesehatan dengan mudah. 

Kota Bekasi, salah satu penyangga ibukota. Hampir 
satu dekade telah mengalami peningkatan jumlah 
penduduk yang sangat pesat. Jika pada tahun 2010 
penduduk Kota Bekasi sebanyak  2.384.032 orang, di tahun 
2017 meningkat menjadi 2.873.484 jiwa. Ini  dapat menjadi 
potensi tetapi dapat pula menjadi beban pembangunan. 
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Upaya 
Pemerintah Kota Bekasi dalam pengendalian penduduk, 
diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM). 

Indikator untuk mengukur kualitas SDM 
diantaranya tingkat pendidikan dan kesehatan. Tingkat 
kesehatan akan sangat berpengaruh pada produktivitas 
SDM. Semakin sehat seseorang, maka akan semakin 
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mampu untuk berkontribusi aktif secara ekonomi maupun 
sosial.  

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat 
memberikan gambaran indikator ini. Persentase 
penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan pada 
tahun 2017 sebanyak 24,04 persen. Menurun jika 
dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 24,48 
persen. Dari data penduduk yang mengeluh mengalami 
gangguan kesehatan, dapat ditelusuri tingkat 
kesakitannya. Angka kesakitan Kota Bekasi tahun 2017 
sebesar 10,34. Artinya terdapat 10,34 persen penduduk di 
Kota Bekasi pada tahun 2017 menderita kesakitan.  

Indikator lain yang mencerminkan derajat 
kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup 
(UHH). UHH Kota Bekasi Tahun 2017 sebesar 74,63, 
sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 
74,55. Nilai UHH Kota Bekasi yang tinggi mencerminkan 
derajat kesehatan penduduk yang tinggi dan kemampuan 
pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas 
kesehatan. UHH sendiri merupakan salah satu indikator 
penting yang berperan sebagai alat ukur kinerja 
pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi 
pembangunan, khususnya bidang kesehatan. 

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 
perlu didukung oleh tersedianya berbagai macam fasilitas 
kesehatan yang memadai, seperti Rumah Sakit, Rumah 
Sakit Bersalin, Puskesmas, Poliklinik/Balai Pengobatan, 
tempat Praktik Dokter, Praktik Bidan, dan Apotek. Hasil 
Potensi Desa (PODES) BPS 2018 menggambarkan 
banyaknya fasilitas kesehatan yang dimiliki Kota Bekasi. 
Keberadaan Rumah Sakit ada di 26 kelurahan,   Rumah 
Sakit Bersalin di 16 kelurahan,   Puskesmas di 40  
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kelurahan,   Poliklinik di 51 kelurahan , Praktek Dokter di 
52 kelurahan,   Praktek Bidan di seluruh kelurahan,   dan 
Apotek ada di 54 kelurahan.  

Peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bekasi 
tidak akan berhasil jika tidak ada peran dari Pemerintah 
Kota Bekasi sendiri. Kartu Bekasi Sehat merupakan upaya 
Pemerintah Kota Bekasi memberikan pelayanan kesehatan 
bagi seluruh rakyatnya. Program Kartu Bekasi Sehat 
berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah 
terobosan besar. Kartu ini bisa digunakan oleh warga Kota 
Bekasi tanpa harus membayar premi atau iuran dan tanpa 
menggunakan rujukan jika ingin menggunakan fasilitas 
kesehatan di Rumah sakit. 

Pentingnya derajat kesehatan masyarakat menjadi 
tanggung jawab bersama. Tak hanya pemerintah daerah 
tapi juga seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi. 
Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, 
mulai dari tenaga medis, layanan kesehatan prima, sarana 
obat-obatan yang memadai serta fasilitas penunjang 
kesehatan lainnya. Elemen masyarakat lainnya 
mendukung dan berperan aktif dalam setiap program. 
Kartu Bekasi Sehat menuju Kota Bekasi yang cerdas, 
kreatif, maju, sejahtera dan ihsan. 
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Paradok Kemiskinan dan Ketimpangan di 
Jawa Barat 

Nano Suharno 
Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 
Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat cenderung 

terus menurun. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat 
Maret 2018 mencapai 3.615,79 ribu jiwa (7,45 persen). Jika 
dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah 
jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami 
penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 553 ribu 
jiwa. Jika dilihat antar wilayah tempat tinggal, persentase 
kemiskinan di perkotaan  turun dari 6,76 persen menjadi 
6,47 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 10,77 
persen menjadi 10,25 persen.   

Pada September 2018, penduduk miskin tersebut 
terus menurun menjadi 3.539,40 ribu jiwa (7,25 persen). 
Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat relatif 
lebih rendah jika dibandingkan penduduk miskin 
Indonesia yaitu 9,82 persen dan 9,66 persen, sementara 
Jawa Barat 7,45 persen dan 7,25 persen. Padahal Jawa 
Timur mencapai 10,85 persen dan Jawa Tengah 11,19 
persen. 

   Sejalan dengan penurunan kemiskinan, tingkat 

ketimpangan pengeluaran penduduk juga cenderung 

menurun. Ketimpangan penduduk yang diukur oleh Gini 

ratio (ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat) 

per September 2018 merupakan yang paling rendah sejak 

Maret 2011, atau sejak delapan tahun lalu. Jawa Barat 

menempati posisi ketiga untuk provinsi dengan 

ketimpangan pengeluaran tertinggi secara nasional. 

Peringkat Provinsi Jawa Barat hanya lebih baik dari DI 
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Yogyakarta dan Gorontalo (Pikiran Rakyat). Berdasarkan 

data BPS, gini ratio, Provinsi Jawa Barat mencapai 0,405 

pada September 2018. Angka tersebut sebenarnya lebih 

rendah dari tingkat ketimpangan Maret 2018 sebesar 0,407. 

Yang menarik Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur 
pada periode 2015-2018, menunjukkan perbedaan pola 
yang signifikan. Pada Maret tahun 2015, Gini ratio Jawa 
Barat dan Jawa Timur sama-sama menempati peringkat 
ketiga nasional dengan gini ratio 0,415, tetapi kemudian 
pada Maret 2018, gini ratio Jawa Timur turun menjadi 
0,379 dan menempati rangking ke-11 nasional, sementara 
Jawa Barat gini rationya turun menjadi 0,407, dengan 
posisi rangking tetap pada urutan ke-3 tertinggi nasional. 
Sementara Jawa Tengah, gini rationya selalu di bawah 
nasional yaitu 0,357 dan berada pada posisi 16. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di 
daerah perkotaan pada Maret 2018 di Provinsi Jawa Barat,  
tercatat sebesar 0,418, angka ini mengalami kenaikan 0,019 
poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 
(0,399), kemudian menurun menjadi 0,413 pada September 
2018. Untuk daerah pedesaan, gini ratio Maret 2018 
tercatat sebesar 0,322. Angka ini mengalami penurunan 
0,004 poin dibandingkan pada kondisi September 2017 
yang mencapai 0,326, dan menurun lagi menjadi 0,315 
pada September 2018. 

 

Ketimpangan Menurut Kriteria Bank Dunia  

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari gini 
ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal 
yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah 
dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. 
Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 
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persen terbawah di daerah perkotaan pada September 
2018 adalah sebesar 15,74 persen (tergolong ketimpangan 
sedang),  sementara Jawa Timur 17,62 persen atau 
tergolong  ketimpangan rendah. Demikian pula untuk 
daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok 
penduduk 40 persen terbawah pada September adalah 
sebesar 20,51, yang berarti berada pada kategori 
ketimpangan rendah. Jatim 20,12.  

Ketika ekonomi tumbuh tinggi, ada tendensi rasio 
gini meningkat, sejumlah faktor mempengaruhi tingkat 
ketimpangan selama satu tahun ke belakang. Pertama, 
terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita  pada 
Maret-September 2018, BPS mencatat 40 persen penduduk 
terbawah, 40 persen menengah, 20 persen teratas 
mengalami kenaikan pengeluaran masing-masing 3,55 
persen, 3,40 persen dan 1,28 persen. Kedua, diperkotaan 
kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk 
perbulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 
kelompok 40 persen menengah meningkat dibandingkan 
kelompok penduduk 20 persen teratas. Masing-masing 
secara berturut-turut tumbuh 4,49 persen, 3,94 persen dan 
0,56 persen. Ketiga, hal serupa juga terjadi di perdesaan, 
kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen 
menengah, 20 persen teratas   mengalami kenaikan 
pengeluaran masing-masing 2,97 persen, 2,04 persen dan 
0,33 persen. 

 

Upaya Provinsi Jawa Barat Mengurangi Kesenjangan 
Kota-Desa. 

Walaupun tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat 
realatif lebih rendah dari Nasional, namun tingkat 
kesenjangan kemiskinan antara daerah perkotaan cukup 
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signifikan. Daerah perkotaan, persentase kemiskinannya 
sudah single digit tetapi di daerah perdesaan masih double 
digit. Dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di atas 
Nasional, tetapi Gini rasionya masih di atas nasional, 
artinya pertumbuhan ekonomi belum bisa dinikmati 
langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Untuk itu dalam lima tahun ke depan, Pemprov  
Jawa Barat berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai 
program diluncurkan, sebut saja program  Masyarakat 
Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang menyalurkan kredit 
melalui rumah ibadah dan Bank Wakaf Mikro (BMW) dan 
OJK. Kemudian mendorong desa yang memiliki potensi 
alam bagus untuk dikembangkan menjadi daerah wisata, 
serta meningkatkan pemerataan ekonomi yaitu melalui 
program satu desa satu perusahaan, 

Bukan upaya mudah untuk menurunkan gini ratio, 
karena membutuhkan roadmap jangka panjang. 
Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat akibat 
dari masih rendahnya pengeluaran perkapita per bulan 
penduduk kelompok 40 persen terbawah Kelompok  ini 
harus lebih concern untuk di encourage, ditingkatkan 
pendapatan dan pengeluaran perkapitanya. 

Melihat tingkat kesejahteraan dan kesenjangan 
Provinsi Jawa Barat apakah ada perubahan yang signifikan 
haruslah berbasis data. Mengusung visi  dengan 
menghadirkan Jawa Barat juara lahir bathin yang memiliki 
manusia beriman, bahagia dan berkualitas, membangun 
ekonomi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan merata 
sejahtera di desa maupun di kota akan tercapai jika 
mempunyai roadmap yang jelas. Mari kita wait and see.*** 
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Menakar Polemik Quick Count Pemilu 2019 
Nano Suharno 

Statistisi BPS  Provinsi Jawa Barat 

 
Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan beberapa 

hasil lembaga survei  mengumumkan hasil hitung cepat" 
class="related-tag text-orange">hitung cepat atau quick 
count pemilu serentak, pilpres, dan pileg pada 17 April 
2019. 

Hasil quick count (QC) tersebut sudah 
menjadi trending topic di berbagai media cetak dan 
elektronik maupun media sosial. Namun demikian, 
hasilnya membuahkan perdebatan hasil quick 
count tersebut. 

Ada beberapa pihak yang percaya, tetapi juga ada 
yang mencela hasilnya. Sehingga Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) harus melarang ditayangkannya 
hasil quick count tersebut. Bagaimana quick count di mata 
publik? 

Quick count merupakan hasil jasa statistik dari 
lembaga survei yang dijual ke media massa untuk menarik 
pemirsa. Dengan teknik statistika, proses memetakan 
sampling dari keseluruhan TPS untuk menekan error rate, 
misalnya berdasar kepadatan penduduk tiap daerah. 

Tentu keterbatasan lembaga survei tidak  mungkin 
mengirimkan staff surveyor ke seluruh 813.350 
TPS,  mungkin hanya beberapa lokasi sampel saja. 

Yang harus ditunggu itu real count KPU, mau 
secepat apapun quick countnya, tetap hasil KPU 
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yang valid. Quick count cuma buat pemirsa media massa 
yang penasaran dengan hasil pemilu, perkiraan siapa yang 
unggul. Sehingga tidak mengherankan ada yang 
menerima dan ada juga yang menolak. 

Statistika, kehadirannya ibarat pusaka sakti dalam 
dunia persilatan. Peran dan manfaatnya tergantung siapa 
yang menguasai dan menggunakannya. Apabila statistika 
digunakan oleh ilmuwan yang berwatak baik, maka 
kehadirannya membawa kemaslahatan. Ia dapat menjadi 
lentera penerang jalan, dapat menjelaskan fenomena dan 
peristiwa serta apa dibalik fenomena dan peristiwa 
tersebut. Ia hadir sebagai petunjuk untuk menyusun 
program pembangunan, mengawasi pelaksanaan, serta 
mengevaluasi hasilnya. 

Namun sebaliknya, apabila statistika 
disalahgunakan, maka kehadirannya menjadi malapetaka. 
Ia hadir untuk membelokkan fakta, menyesatkan jalan dan 
memunculkan kebingungan bahkan menimbulkan 
kegaduhan. 

Saat ini kita sedang menyaksikan pusaka sakti 
(statistika) sedang digunakan dalam ajang pesta 
demokrasi. Kehadirannya telah disaksikan dan 
dibicarakan oleh jutaan rakyat Indonesia. Quick 
count adalah manifestasi dari penerapan statistika. 
Hasilnya akan akurat apabila dilaksanakan sesuai kaidah 
dan diperankan oleh ilmuwan berwatak baik. 

Namun bisa berbahaya, bisa membelokkan fakta 
dan menyesatkan apabila dilaksanakan tidak sesuai 
kaidah dan diperankan oleh ilmuwan berwatak kurang 
baik. Dalam hal ini tentu bukan salah statistikanya, tetapi 
disalahgunakan oleh penggunanya. 
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Untuk itulah, pengambilan sampel harus mewakili 
semua golongan dan acak, artinya tidak disengaja untuk 
dipilih. Misalnya karena ini Indonesia, sampel harus 
mewakili semua provinsi di Indonesia, ini baru tahap 
satunya, tahap dua nya setiap provinsi harus terwakili 
oleh kab/kotanya, tahap tiganya setiap kabupaten/kota 
harus terwakili tiap kecamatannya, TPS yang dipilih juga 
harus acak, tidak boleh memilih TPS yang sudah diduga 
atau diketahui pemenangnya. 

Benar atau tidaknya, penyelenggara survei yang 
tahu, bagaimana dia membuat dan menyusun metode 
statistika dalam membuat kegiatan itu terlepas dari 
independen tidaknya lembaga survei (ini yang masih suka 
diragukan). 

Selama metoda satatistika, sampel dan hasilnya 
transparan dan jelas, bisa dipertanggungjawabkan. 
Khusus untuk pilpres dan pileg tidak semudah itu, karena 
karakteristik masyarakat pemilih tidak se-homogen darah 
atau sop ayam, yang tentunya teknik sampling, error, dan 
sebagainya menjadi hal yang sangat penting dalam sukses 
tidaknya hasil estimasi. 

Semua lembaga survei menggunakan metode 
sampling dalam melakukan quick count. Apanya yang 
disampel? TPS-nya. lebih dari 813.350 TPS pada Pemilu 
2019 ini. Jadi jika hasil diperoleh dari seluruh TPS 
dibutuhkan sangat banyak sumber daya baik tenaga, 
waktu dan tentu saja biaya. Oleh karena itulah digunakan 
metode sampling dalam penghitungan ini. Hanya saja 
perlu diperhatikan apakah ada sampling error. 

Tidak tahu persis berapa syaratnya jumlah sampel 
yang digunakan oleh masing-masing lembaga survei. 
Kuncinya objektif dan representatif, pengacakan salah satu 
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caranya plus persebaran sampelnya. Secara statistik 
lembaga-lembaga survei itu konon katanya melaksanakan 
dengan distribusi sampling berbeda tapi hasilnya hampir 
sama. 

Sampel yang diambil cuma 2.000 TPS, ada juga 
yang ngambil 4.000 TPS, metodenya katanya stratified dan 
sistematik hanya stratifikasinya seperti apa tidak ada 
penjelasan lebih lanjut. Semua pakai syarat dan ketentuan 
berlaku bahwa kaidah statistikanya harus dijunjung tinggi, 
alias bukan asal sampel saja. 

Akurasi dan validitasnya bagaimana? Tergantung 
pada tingkat representatif sampelnya dan teknik 
pengambilan sampel yang digunakan. Selain  itu, tentu 
saja aspek nonsampling error seperti integritas 
penyelenggaranya sehingga objektivitas pemilihan 
sampelnya murni didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah 
statistik. Terlalu panjang untuk diceritakan di sini 

Tetapi yang menarik, kalau selama ini quick 
count jauh dari kenyataan, kenapa sampai sekarang masih 
dipakai. Ini membuktikan mau tidak mau, suka tidak suka 
memang hasil agak mengarah ke gambaran riil. Tetapi kita 
tetap harus menunggu real count karena itulah parameter 
sebenarnya, meskipun hasil quick count sudah rilis, 
jangan sampai ada peribahasa “Demokrasi Dalam 
Belenggu Survey” (Cover Story TV One, 25 April 2019). 

Di atas itu semua, persatuan, kerukunan, dan 
kebersamaan harus terus kita jaga untuk masa depan 
bangsa kita. Mari lanjutkan apa yg menjadi tugas kita 
kembali seperti sedia kala. Semoga keberkahan meliputi 
kita semua. 
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Fenomena Gender dan Ketenagakerjaan  
di Kabupaten  Sumedang 

Ipoy Yulianawati 
Statistisi BPS Kabupaten Sumedang 

 
Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

sampai sejauh ini tetap menjadi topik yang menarik dan 
selalu hangat diperbincangkan. Persoalan kesetaraan 
gender tidak lagi hanya dimonopoli kalangan akademis 
ataupun aktivis gerakan feminis, tetapi persoalan gender 
telah masuk dalam wilayah negara.  

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 
tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “setiap tenaga 
kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi”. 
Persoalannya adalah apakah selama ini kesetaraan 
tersebut sudah direalisasikan dalam setiap aspek 
kesempatan kerja yang ada, baik ekonomi, sosial maupun 
politik.  

Faktanya, dalam kehidupan yang ada sekarang ini, 
dalam aspek politik, peran serta perempuan tampaknya 
masih tersingkirkan, pembatasan quota caleg perempuan 
sebesar 30 persen sebagai gambaran bahwa kesempatan 
perempuan untuk sejajar dengan laki-laki masih belum 
diakomodir. Dalam hal pekerjaan, jenis kelamin masih 
sering digunakan sebagai persyaratan perekruitan dan 
pembagian kerja. Pandangan bahwa laki-laki dianggap 
wajib bekerja karena sebagai pencari nafkah serta memiliki 
fisik yang kuat, menyebabkan laki-laki memiliki peluang 
lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja 
dibandingkan perempuan yang selalu dianggap memiliki 
kewajiban mengurus rumahtangga. Walaupun di sisi lain 
pandangan bahwa perempuan dianggap remeh dan hasil 
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kerjanya dianggap tidak lebih baik daripada laki-laki 
tampaknya sudah tidak berlaku lagi. 

Kabupaten Sumedang yang selama ini terkenal 
dengan julukan “Kota Leutik Camperenik”, bertopografi 
pegunungan, periode 2018-2024 mempunyai visi 
“Sumedang Simpati (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional 
dan Kreatif)”, ternyata pada tahun 2018 berdasarkan hasil 
proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Sumedang per kecamatan tahun 2010-2020 dihuni oleh 
572.290 orang penduduk laki-laki dan 577.616 orang 
penduduk perempuan. Jumlah tersebut menempatkan 
Kabupaten Sumedang diurutan ke 18 dibanding 
Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. Dari 1.149.906 orang 
penduduk tersebut, sebesar 548.642 orang (47,71 persen) 
berupa angkatan kerja, dimana di dalamnya terdiri dari 
66,47 persen angkatan kerja laki-laki dan 33,53 persen 
angkatan kerja perempuan. Sedangkan angkatan kerja 
yang bekerja adalah 66,18 persen laki-laki dan 33,82 persen 
perempuan. (Sakernas tahun 2018, diolah).  

Analisis lebih jauh untuk melihat perbedaan 
kesempatan kerja dapat dicerminkan dari angka Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 
2018 TPAK perempuan di Kabupaten Sumedang hanya 
41,04 persen, sedangkan TPAK laki-laki mencapai 83,54 
persen. Perbedaan tersebut menggambarkan masih 
adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan 
perempuan dalam hal ketenagakerjaan. Hal yang tidak 
kalah pentingnya untuk disoroti yaitu Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT). Data Sakernas 
menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Sumedang pada 
tahun 2018 yaitu 7,93 persen untuk perempuan, dan 7,05 
persen untuk laki-laki (perempuan lebih besar 0,88 
dibanding laki-laki).  

Kaitan dengan rendahnya TPAK perempuan dapat 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
361 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

dilihat dari kegiatan seminggu yang lalu, dimana kegiatan 
seminggu yang lalu untuk perempuan sebesar 49,86 
persen adalah mengurus rumahtangga, sedangkan laki-
laki hanya 3,37 persen, di samping itu juga ada kaitannya 
dengan status pekerjaan utama. Perempuan yang bekerja 
sebagai pekerja keluarga (tidak mendapat upah) adalah 
sebesar 16,53 persen, sedangkan laki-laki hanya sebesar 
2,77 persen. Di lain pihak, rendahnya rata-rata upah yang 
diterima perempuan jika dibandingkan dengan rata-rata 
upah yang diterima laki-laki, juga menjadi pemicu 
terjadinya kesenjangan gender dalam hal ketenagakerjaan. 
Masih dari hasil Sakernas, bahwa lapangan usaha yang 
dominan digeluti perempuan adalah sektor perdagangan 
dimana jumlah perempuan yang bekerja di sektor 
perdagangan tersebut sebesar 29,93 persen.  

Semakin sempitnya kesempatan kerja, diduga 
sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perempuan 
berusaha mencari pekerjaan ke luar negeri. Imbalan (upah 
gaji) yang tinggi, menjadi daya tarik tersendiri yang 
menyebabkan perempuan untuk mendaftarkan diri 
menjadi TKI, dengan segala konsekuensi dan resiko yang 
tinggi yang harus ditanggung sendiri.  

Umumnya, kesempatan kerja yang ditawarkan 
masih berkategori informal misalnya pembantu 
rumahtangga untuk perempuan, hal tersebut tentunya 
berkaitan dengan jenjang pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan TKI kita. Data Disnaker menyebutkan bahwa 
pada tahun 2018, jumlah TKI yang berasal dari Kabupaten 
Sumedang adalah 174 orang, dimana dari sejumlah 
tersebut 144 orang (82,76 persen) adalah perempuan dan 
20 orang (17,25 persen) laki laki. Dari sejumlah 144 orang 
tenaga kerja wanita tersebut, 129 orang TKW (89,58 persen) 
bekerja di sektor informal, dan hanya 15 orang (11,42 
persen) yang bekerja di sektor formal. Mayoritas Negara 
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tujuan TKI adalah Malaysia (43,86 persen); kemudian 
berturut-turut Taiwan 28,34 persen; Singapura 18,18 
persen; Hongkong 5,88 persen dan Brunai Darussalam 3,74 
persen.  

Dari gambaran di atas dan sejalan dengan visi dan 
misi Kabupaten Sumedang maka sudah selayaknya 
menjadi renungan dan bahan pemikiran semua 
stakeholders yang terkait untuk mencari terobosan dan 
langkah-langkah yang lebih konkrit guna terciptanya 
kesempatan kerja yang berbasis gender. Pemenuhan hak-
hak perempuan sudah sepatutnya disejajarkan dengan 
kaum laki-laki, karena sejauh ini tidak sedikit pekerjaan-
pekerjaan yang sebetulnya hanya bisa dikerjakan oleh 
perempuan karena memerlukan keuletan dan ketelitian 
yang tinggi. Di samping itu, pendidikan dan keterampilan 
tenaga kerja di sektor informal juga sudah sepatutmya 
lebih ditingkatkan lagi.  
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Ketimpangan Pembangunan Manusia 
Isti Larasati Widiastuty 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

Ketimpangan adalah permasalahan terbesar Jawa 
Barat. Hal itu pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil pada beberapa kesempatan sambutannya. 
Mengatasi hal ini, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
dalam lima tahun ke depan berkomitmen untuk mengatasi 
ketimpangan dari berbagai dimensi pembangunan.  

Ketimpangan yang terjadi tak hanya melulu dalam 
persoalan ekonomi. Ketimpangan pendapatan 
antarindividu maupun antarwilayah terjadi di negeri ini, 
demikian juga di Jawa Barat. Tumbuhnya ekonomi Jawa 
Barat dengan pesat, melebihi pertumbuhan ekonomi 
nasional menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah tujuan 
pencari kerja. Biasanya, dari sinilah permasalahan 
ketimpangan muncul. 

Ketimpangan pendapatan antarindividu 
“pengusaha”, “pekerja”, maupun penduduk setempat 
seringkali terpampang nyata. Pun demikian ketimpangan 
antarwilayah. Ketimpangan pendapatan antara wilayah 
perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat terlihat nyata. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, 
ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini rasio 
menunjukkan masih adanya kesenjangan di Jawa Barat. 
Kondisi September 2018, gini rasio Jawa Barat mencapai 
0,405. Lebih tinggi dibandingkan ketimpangan 
pendapatan pada level nasional yang mencapai 0,384 dan 
Jawa Barat sepuluh tahun sebelumnya. Dimana angka gini 
rasio Jawa Barat hanya sebesar 0,360 pada tahun 2008.  
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Pembangunan Manusia 
Ketimpangan juga terjadi pada dimensi 

pembangunan manusia. Ya, walaupun kualitas hidup 
manusia Jawa Barat menunjukkan peningkatan di tahun 
2018. Kondisi yang digambarkan oleh Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat tahun 
2018 mencapai 71,30. Meningkat 0,86% atau 0,61 poin jika 
dibandingkan tahun 2017, dengan status pembangunan 
manusia “tinggi”.  

Status pembangunan Jawa Barat tersebut ditopang 
oleh meningkatnya seluruh dimensi penyusun IPM. IPM 
dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan 
hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 
(knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of 
living).  

Dimensi yang mengalami peningkatan tertinggi di 

tahun 2018 adalah dimensi standar hidup layak, yaitu 

pengeluaran per kapita penduduk. Pengeluaran per kapita 

(harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp10,79 

juta rupiah pada tahun 2018, meningkat 4,91% 

dibandingkan 2017. Adapun dimensi hidup sehat yang 

digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) 

tahun 2018 menunjukkan bayi yang baru lahir memiliki 

peluang untuk hidup hingga 72,66 tahun.  

Dimensi pendidikan digambarkan melalui indikator 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah 

(HLS). HLS tahun 2018 menunjukkan anak-anak yang 

berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah 

selama 12,45 tahun. Sementara itu RLS tahun 2018, yaitu 

penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah 

menempuh pendidikan selama 8,15 tahun. Masih jauh dari 

target pendidikan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah 
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Provinsi Jawa Barat sebelumnya, yaitu wajib dasar 9 tahun. 

Bahkan di beberapa daerah telah dicanangkan selama 12 

tahun.  

Jika melihat secara spasial, maka akan tergambar 

adanya ketimpangan pembangunan manusia di Jawa 

Barat. Variasi capaian pembangunan manusia di tingkat 

kabupaten/kota terlihat dari kisaran IPM antara 64,62 

(Cianjur) hingga 81,06 (Kota Bandung). IPM tertinggi 

terjadi di Kota Bandung, dengan status pembangunan 

manusia “sangat tinggi”.  

Berbagai kemudahan akses masyarakat terhadap 

fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi 

berdampak pada tingginya capaian IPM di Kota Bandung. 

Adapun di Kabupaten Cianjur terjadi kebalikannya. 

Menyandang gelar IPM terendah di Jawa Barat tentunya 

menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah daerah. Perlu 

upaya lebih keras agar masyarakat memiliki akses dan 

peluang terhadap berbagai fasilitas kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi.  

Jika ingin mengejar ketertinggalan dari Kota 

Bandung, maka Kabupaten Cianjur setidaknya 

membutuhkan waktu sekitar 16 tahun untuk menyamai 

capaian IPM Kota Bandung saat ini. Kenapa? Data 

menunjukkan selama periode 2010 hingga 2018, rata-rata 

kenaikan IPM di Kabupaten Cianjur kurang dari satu poin 

setiap tahunnya.  

Kondisi ini tentunya juga perlu menjadi perhatian 

pemerintah daerah. Tak hanya mengukur ketimpangan 

masyarakat dari sisi pendapatan atau ekonomi saja. Tetapi, 
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ketimpangan pada dimensi kesehatan dan pendidikan 

juga perlu menjadi perhatian.  

Pada dimensi kesehatan, indikator bisa diukur 

melalui usia harapan hidup (UHH) saat lahir. UHH 

kabupaten/kota di Jawa Barat berkisar antara 68,96 tahun 

(Tasikmalaya) hingga 74,76 tahun (Kota Bekasi). 

Walaupun selisihnya tidak terlalu besar, namun hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan bagi masyarakat dalam 

hal mengakses fasilitas kesehatan. Masyarakat di Kota 

Bekasi lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan 

dibandingkan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini juga 

dimungkinkan infrastruktur untuk mencapainya lebih 

mudah di Kota Bekasi. 

Sementara pada dimensi pendidikan, HLS berkisar 

antara 11,36 tahun (Subang) hingga 14,10 tahun (Kota 

Bandung). RLS berkisar antara 5,98 tahun (Indramayu) 

hingga 11,09 tahun (Kota Bekasi). Terlihat bahwa rata-rata 

penduduk usia 25 tahun ke atas di Indramayu hanya 

sekolah hingga kelas 5 (belum lulus SD). Berbeda jauh 

dengan di Kota Bekasi, yang bisa hingga kelas XI SMA.  

Demikian juga yang terjadi pada dimensi hidup 

layak masyarakat (ekonomi). Pengeluaran per kapita 

berkisar antara 7,597 juta rupiah per tahun (Garut) hingga 

16,63 juta rupiah per tahun (Kota Bandung). Kondisi ini 

menunjukkan bagaimana penduduk Kota Bandung lebih 

mudah mengakses sumber-sumber pendapatan 

(ekonomi).  

Berbagai program dan kegiatan perlu terus 

digalakan agar masyakarat di seluruh pelosok Jawa Barat 
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memiliki kemudahan akses berbagai fasilitas. 

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya memudahkan 

konektivitas masyarakat penting untuk terus dilakukan. 

Namun yang lebih urgen adalahf okus pada upaya 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

Melihat semakin tingginya ketimpangan 

pendapatan di perkotaan, maka perlu strategi khusus 

dalam mengatasinya. Meningkatkan akses kesehatan, 

pendidikan, dan perekonomian masyarakat di desa 

menjadi penting. Kualitas SDM di perdesaan perlu terus 

ditingkatkan. Pada akhirnya pembangunan manusia 

merata di seluruh wilayah. Hal ini diharapkan dapat 

menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai 

aspek.*** 
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Rokok Ancam Bonus Demografi 
Sukadi 

Statistisi BPS Kabupaten Majalengka 
 

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), jumlah anak di Indonesia - jika 
merujuk definisi anak pada UU No. 23 Tahun 2003 tentang 
perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 tahun - 
pada tahun 2018  mencapai 84 juta jiwa atau lebih dari 
seperlima penduduk Indonesia (BPS, 2013). Ini merupakan 
salah satu aset bangsa yang tentunya harus dijaga kualitas 
hidupnya, apalagi untuk menghadapi bonus demografi 
Indonesia pada tahun 2030 agar bisa dimanfaatkan dengan 
baik dan tidak malah berbalik menjadi bencana demografi 
jika menjadi generasi penerus yang tidak produktif. Salah 
satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah prevalensi 
merokok pada anak. Berdasarkan data Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas), walaupun terjadi penurunan proporsi 
konsumsi tembakau pada penduduk Indonesia usia 15 
tahun ke atas yaitu dari 36,3 pada tahun 2013 menjadi 33,8 
pada tahun 2018, akan tetapi justru terjadi peningkatan 
prevalensi merokok pada anak umur 10-18 tahun dari 7,2 
persen di tahun 2013 (Riskesdas), naik menjadi 8,8 persen 
pada tahun 2016 (Survei Indikator Kesehatan 
Nasional/Sikernas), dan meningkat lagi menjadi 9,1 
persen pada tahun 2018 (Riskesdas). Padahal di tahun 2019 
ini sebagai akhir tahun pembangunan jangka menengah, 
prevalensi merokok pada anak usia 10-18 tahun 
ditargetkan turun menjadi 5,4 persen. Hal ini tentu cukup 
mengkhawatirkan, jika tidak ada langkah yang antisipatif 
dan komprehensif, tidak tertutup kemungkinan angka ini 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Jangan sampai 
kualitas bonus demografi nanti terancam, jumlah 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
370 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

penduduk produktif tinggi namun kualitas hidup 
menurun akibat dampak rokok. 

Hasil riset terbaru dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes) 
menyatakan kerugian makro ekonomi akibat konsumsi 
rokok pada tahun 2015 mencapai hampir 600 triliun atau 4 
kali lipat lebih dari jumlah cukai rokok pada tahun yang 
sama sebesar 139,5 triliun (theconversation.com). Biaya 
tersebut terdiri atas biaya ekonomi dari total kehilangan 
tahun produktif akibat morbiditas, disabilitas dan 
kematian dini sebesar 374,06 triliun, biaya rawat inap 13,67 
triliun, biaya rawat jalan 0,05 triliun, dan belanja rokok 
208,83 triliun. Dampak ekonomi dari merokok 
menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat karena 
kematian prematur, produktivitas yang hilang, dan beban 
keuangan yang ditanggung oleh perokok dan keluarga 
mereka, penyedia jasa kesehatan, penyedia layanan 
asuransi, dan perusahaan pemberi kerja. Selain itu, rokok 
bertanggung jawab atas kasus 33 penyakit (sebagian besar 
penyakit tidak menular) - berdasarkan data WHO, mulai 
dari kanker, jantung koroner, tuberkulosis paru, hingga 
radang sendi – yang menyerang hampir 2 juta jiwa, dan 
kasus yang meninggal mencapai 230.862 jiwa.  

Oleh karena itu, kesadaran dan upaya pencegahan 
dampak rokok mesti ditingkatkan khususnya kepada 
anak-anak mengingat terjadi peningkatan prevalensi 
merokok pada anak dari tahun ke tahun.  Prevalensi 
merokok pada anak dapat disebabkan karena proses 
meniru, rasa ingin tahu, pergaulan yang buruk, gencarnya 
iklan/promosi/sponsor rokok di berbagai media, dan 
harga rokok yang murah. Oleh karena itu perlu sinergitas 
antara keluarga, masyarakat dan negara untuk mencegah 
dampak rokok. Di lingkup keluarga, orang tua mendidik 
anak tentang bahaya merokok, menjaga pergaulan anak, 
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dan memberikan teladan untuk tidak merokok dan 
menjauhkan anak dari paparan asap rokok supaya tidak 
timbul inisiasi dan ketergantungan anak untuk merokok. 
Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak 
merokok di tempat umum dan tidak memperjualbelikan 
rokok secara bebas kepada anak-anak yang berusia di 
bawah 18 tahun. 

Di lingkup negara, pemerintah sebenarnya sudah 
membuat regulasi tentang pembatasan rokok. Peraturan 
Pemerintah (PP) terbaru Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan memberikan 
perlindungan khusus bagi anak di bawah 18 tahun dan 
perempuan hamil. Pasal 46 PP ini menyatakan secara tegas 
setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 
tahun untuk menjual, membeli atau mengkonsumsi rokok. 
Selain itu, iklan rokok juga harus mencantumkan 
penandaan/tulisan “18+” (Pasal 27), dan  di internet harus 
menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses 
hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas (Pasal 30). 
Setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang 
disponsori oleh rokok juga dilarang mengikutsertakan 
anak di bawah usia 18 tahun (Pasal 47). Tempat anak 
bermain juga masuk  kategori sebagai salah satu Kawasan 
Tanpa Rokok /KTR (Pasal 50). Namun banyak pihak 
menganggap aturan ini masih terlalu longgar seperti 
masih bebasnya iklan rokok di berbagai media terutama 
media luar ruang meskipun dengan pembatasan-
pembatasan tertentu, dan masih lemahnya fungsi 
pengawasan dan penindakan bagi yang melanggar aturan 
tersebut. Selain itu, cukai rokok dinilai masih terlalu 
murah sehingga anak-anak dapat dengan mudah 
membelinya. 
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Peran pemerintah begitu penting dalam 
pembatasan rokok karena tinggi rendahnya prevalensi 
merokok penduduk disuatu negara berkorelasi dengan 
ketat longgarnya regulasi terhadap rokok. Sebagai contoh, 
di Turkmenistan dengan persentase perokok terendah di 
dunia yaitu hanya sekitar 8% pada tahun 2015, 
pemerintahnya menerapkan kebijakan larangan merokok 
di tempat umum dan gedung pemerintah, serta melarang 
segala bentuk iklan rokok di media. Setelah Singapura, 
Thailand juga berhasil menurunkan prevalensi merokok 
sebesar 11 persen setelah menerapkan kebijakan cukai 
rokok sebesar 85 persen pada tahun 2009. Di negara-
negara kawasan Eropa utara yang udaranya bersih dari 
asap rokok, warganya dilarang merokok di tempat 
tertutup termasuk bar, kafe, dan restauran. Selain itu, 
setiap orang harus menunjukkan kartu identitasnya untuk 
memverifikasi umur ketika akan membeli rokok. 

Oleh karena itu, sangat perlu kiranya komitmen 
politik dari pemerintah. Rokok masih dianggap 
penyumbang pendapatan yang besar bagi negara melalui 
pajak, bea cukai, dan penyerapan jumlah tenaga kerja. 
Selama rokok masih dijadikan sebagai salah satu industri 
penting, sepertinya para pemerhati kesehatan dan 
masyarakat terdampak masih akan melihat rokok banyak 
beredar dan dikonsumsi di tengah masyarakat. Ditambah 
lagi, rendahnya komitmen politik di tatanan pusat 
menimbulkan kesan rendahnya fungsi pengawasan aturan 
yang ada hingga di tatanan daerah untuk tegaknya 
pembatasan ataupun larangan peredaran dan konsumsi 
rokok di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah mesti 
secara perlahan-lahan mengurangi industri dan akses 
rokok ke masyarakat sembari melakukan diversifikasi 
produk tembakau seperti mengolah daun tembakau 
sehingga diperoleh bahan kimia dasar yang dapat 
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digunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik 
(pengencang kulit), industri famasi, dan lain-lain. Dengan 
demikian, daun tembakau tidak hanya dimanfaatkan 
sebagai bahan baku pembuatan rokok tetapi dapat juga 
digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk 
hasil diversifikasi yang tidak membahayakan bagi 
kesehatan. Selain itu, dengan menerbitkan regulasi yang 
tepat, akses iklan dan pembelian rokok bagi anak-anak 
bisa dihindari. Kunci utama adalah memotong siklus 
munculnya perokok muda yang aktif sebelum kecanduan. 
Jelas sekali, diperlukan komitmen kuat dan utuh dari 
pemerintah pusat dan daerah di berbagai lintas sektor 
untuk satu suara dalam memerangi dampak rokok supaya 
generasi mendatang bisa lebih produktif dalam 
menyongsong bonus demografi Indonesia pada tahun 
2030. 
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Fenomena Perempuan Pekerja Formal Di 
Kota Cirebon 

Rahimin Encu Winarti 
Statistisi BPS Kabupaten Majalengka 

 

Pada awal bulan November 2018 lalu Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis Keadaan 
Ketenagakerjaan Jawa Barat Agustus 2018. Untuk Kota 
Cirebon, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,29 
menjadi 9,06. Ini tentu hal yang menggembirakan karena 
pemerintah telah berhasil menurunkan angka 
pengangguran. Dan uniknya lebih dari separuh (51,06 
persen) perempuan berusia 15 tahun ke atas di Kota 
Cirebon bekerja, selain mengurus rumah tangga atau 
sekolah. Sedangkan yang mengurus rumah tangga saja 
sekitar 31,72 persen, sekolah saja 9,07 persen, menganggur 
5,39 persen dan kegiatan lainnya 2,76 persen. Persentase 
perempuan yang bekerja di Kota Cirebon merupakan 
persentase tertinggi kedua di Jawa Barat setelah 
Kabupaten Pangandaran sebesar 64,60 persen. Bahkan jika 
ditelisik lebih jauh, dari perempuan yang bekerja sebanyak 
62,76 persen bekerja di sektor formal, sisanya bekerja di 
sektor informal. Dari sektor formal sekitar 82 ribu orang 
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan sekitar 10 
ribu orang bekerja sebagai berusahan dibantu buruh 
tetap/dibayar.  

Fenomena banyaknya perempuan yang bekerja 
tidak terlepas dari berbagai faktor yang 
melatarbelakanginya. Setidaknya ada faktor internal 
maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa sarana 
aktualisasi diri, rasa ingin balas budi dan membanggakan 
orang tua, menghindari kebosanan, menambah skill dan 
pengetahuan, dan sebagainya. Faktor eksternal dapat 
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berupa tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih cocok 
dikerjakan wanita, anggapan pekerja perempuan lebih 
penurut, tingkat upah yang lebih rendah dan 
menyebarnya paham feminisme dan kesetaraan gender.  

Di satu sisi fenomena perempuan bekerja dapat 
meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Di sisi lain 
ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengingat 
perempuan yang bekerja mempunyai peran ganda yaitu 
selain membantu perekonomian keluarga juga tak kalah 
pentingnya sebagai ibu yang akan mencetak generasi yang 
berkualitas. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang mudah, 
mengingat ketika seorang perempuan berada pada dua 
sektor yaitu sektor publik dan domestik pasti 
membutuhkan pengorbanan yang cukup ekstra untuk 
menyeimbangkannya. Ada yang berjalan mulus, ada juga 
yang justru berefek kepada keutuhan dan keharmonisan 
keluarga itu sendiri. Sesungguhnya dua peran strategis ini, 
khususnya di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang 
asing. Hanya saja isu sentral yang menjadi permasalahan 
adalah meletakkan peran publik perempuan diatas peran 
utamanya yakni mengandung, melahirkan dan menyusui. 
Tiga peran ini adalah peran fitrah yang hanya bisa 
dilakukan oleh perempuan.  

Disinilah perlu adanya perhatian yang cukup 
tinggi terhadap kondisi psikologis perempuan yang 
bekerja. Perlu adanya perhatian khusus dari berbagai 
pihak agar seorang perempuan bisa tetap bekerja 
profesional di tempat kerjanya tetapi tetap dapat 
menjalankan kewajibannya. Isu kesetaraan gender tidak 
lantas menghilangkan kodrat perempuan, karena secara 
kodrat pekerja perempuan tentu punya kebutuhan 
berbeda dibandingkan laki-laki, khususnya mengenai 
kondisi biologis dan reproduksi seperti menstruasi, hamil, 
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melahirkan dan menyusui. Karena itulah negara mengatur 
beberapa hak yang khusus ditujukan bagi pekerja 
perempuan yang mungkin di kalangan pekerja 
perempuan sendiri tidak atau belum mengetahuinya, atau 
bahkan tempat bekerjanya pun belum mengakomodir hak-
hak tersebut sekalipun payung hukumnya sudah jelas. 
Hak-hak yang dikhususkan untuk pekerja perempuan 
tersebut antara lain dalam Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan ada Hak Cuti Menstruasi 
(Pasal 81 ayat 1), Hak Cuti Hamil dan Melahirkan serta 
Keguguran (Pasal 82), dan hak perlindungan keamanan 
dan kesehatan bagi pekerja perempuan di jam malam 
(Pasal 76). Selain itu, ada aturan Larangan PHK karena 
alasan menikah, hamil, dan melahirkan (Pasal 2 Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja RI No: PER-03/MEN/1989)  

Khusus untuk ibu menyusui yang kembali bekerja, 
negara menjamin hak ibu bekerja agar dapat terus 
memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Walaupun cuti 
melahirkan di Indonesia hanya 3 bulan, namun negara 
dalam UU no. 13 Tahun 2013 menyatakan bahwa 
pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu 
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui 
anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja 
ibu bekerja dapat terus memberikan asi kepada anaknya 
dengan memerah dan menyusui selama jam kerja (Pasal 
83). Hanya saja aturan tersebut akan sulit terealisasi jika 
tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti 
halnya ruang laktasi ataupun tempat penitipan anak 
disekitar tempat kerja. Sehingga dengan kedekatan ibu 
dan anak akan meningkatkan produktifitas kerja karena 
ibu tidak khawatir ketika meninggalkan anaknya untuk 
bekerja, begitupun dengan sang bayi akan lebih mudah 
untuk mendapatkan hak ASI.  Seperti yang diatur dalam 
Pasal 128 UU Kesehatan: (1) setiap bayi berhak 
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mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan 
selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) 
selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus 
mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan 
waktu dan fasilitas khusus; (3) penyediaan fasilitas khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat 
kerja dan di tempat sarana umum. Dengan adanya payung 
hukum tersebut semoga menjadi perhatian semua pihak 
sehingga seorang pekerja perempuan tetap dapat berkarya 
tanpa harus mengabaikan tugas utamanya.  

Jika melihat negara-negara dengan indeks 
pembangunan manusia (IPM) tertinggi di dunia seperti 
Norwegia dan Islandia, masing-masing memberikan cuti 
melahiran 35-45 minggu dan 36 minggu. Finlandia, negara 
dengan outcome pendidikan terbaik di dunia memberikan 
cuti 33 minggu. Bahkan di Swedia, memberikan cuti 
melahiran 78 minggu atau 1,5 tahun. Hal-hal tersebut 
diupayakan demi pemenuhan kebutuhan anak di mana 
pada kurun waktu seribu hari pertama merupakan 
periode emas pertumbuhan anak agar tidak terjadi kasus 
malnutrisi dan stunting, sehingga akan menghasilkan 
generasi bangsa yang berkualitas.  

Realisasi terhadap regulasi yang melindungi 
perempuan dalam bekerja perlu dukungan dari berbagai 
pihak. Tentu ini semua terjadi jika sama-sama memiliki 
pemahaman bahwa keutuhan sebuah negara berawal dari 
keutuhan keluarga, dan keutuhan keluarga berawal dari 
seorang ibu sebagai pendidik yang pertama dan utama 
bagi anak-anaknya, yang akan melahirkan generasi yang 
berkualitas. Keberhasilan suatu bangsa tidak semata-mata 
dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang salah 
satunya disumbang dari banyaknya perempuan yang 
bekerja, tetapi juga dilihat bagaima suatu bangsa tidak 
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kehilangan generasi penerus yang berkualitas baik fisik 
maupun mental. *** 
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Migran dan Penganguran  
Nano Suharno 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai 
provinsi yang paling tinggi tingkat penganggurannya. 
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat 
pada Februari 2019 tercatat sebesar 7,73 persen, sementara 
nasional 5,01 persen dan Banten 7,58 persen . Padahal 
dibandingkan data BPS per Agustus 2018, Jawa Barat saat 
itu menempati posisi kedua setelah Banten (Pikiran 
Rakyat, 6 Mei 2019). 

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono, 

mengatakan, tinginya TPT di Jawa Barat dipengaruhi oleh 

banyaknya migran yang masuk. Selama ini, Jawa Barat 

dikenal sebagai provinsi dengan jumlah industri yang 

tinggi. Hal itu memacu penduduk di luar Jawa Barat untuk 

pindah ke provinsi ini.  Di Provinsi Jawa Barat  banyak 

terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran masuk 

yang mencari pekerjaan, tetapi tidak semuanya terserap 

oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah 

pengangguran di Jawa Barat.  

Jawa Barat ini diibaratkan seperti ‘gula’ yang 
memikat semut untuk menghampirinya. Angka 
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di atas rata-rata capaian 
nasional. Tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Jawa 
Barat mencapai 5,64 persen dan pada triwulan I-2019 
tumbuh 5,43 persen, sementara nasional, yaitu sebesar 5,17 
persen dan pada triwulan I-2019 tumbuh 5,07 persen. 
Penyumbang eknomi  Jawa Barat tertinggi bersumber dari 
perusahaan padat modal atau industri dengan nilai 
investasi tinggi. Struktur PDRB Jawa Barat didominasi 
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oleh industry yaitu mencapai 42,85 persen, berikutnya 
perdagangan 14,64 persen.  

Perusahaan padat modal atau industri di Jawa 
Barat tentu membutuhkan para pekerja yang memiliki 
kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan. Banyaknya 
perusahaan padat modal atau industri di Jawa Barat yang 
membutuhkan pasar kerja yang sesuai, Makanya lulusan 
SMK merupakan penyumbang pengangguran terbuka 
tertinggi mencapai 12,22 persen, berikutnya diploma 8,45 
persen.  

 

Tingginya Tingkat Upah  

Jawa Barat memiliki beberapa kawasan industri 
yang memiliki UMK tinggi seperti Karawang (Rp 
4.234.010, 27), Kota Bekasi (Rp 4.229.756,61), dan Kab. 
Bekasi (Rp 4.146.126,18).  Ketimpangan tingkat upah 
sangat jelas terlihat karena ada daerah lain yang UMKnya 
relatif rendah. Tiga kabupaten dengan UMK terendah 
adalah Kota Banjar (Rp 1.688.217,52), Kabupaten 
Pangandaran (Rp 1.714.673,33), dan Kabupaten Ciamis (Rp 
1.733.162,42).  

Ketimpangan upah yang sangat besar di level 
kabupaten bisa menciptakan permasalahan tersendiri, 
apalagi untuk daerah-daerah yang berdekatan. Perbedaan 
upah yang signifikan dengan provinsi di sekitar Jawa Barat 
menjadi alasan utama banyaknya industri yang hengkang 
ke Jawa Tengah yang UMR nya lebih rendah (Pikiran 
Rakyat, 10 Februari 2019).  

 

 

 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
383 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Migran dan Penganguran 

Hasil Sensus penduduk (SP 2010) menunjukkan 
adanya migrasi masuk sebesar 1,8 juta jiwa ke Jawa Barat, 
sementara ke DKI Jakarta 756 ribu jiwa dan Banten hanya 
604 ribu jiwa.  Para migran ke Jawa Barat tersebut menuju 
daerah yang UMKnya tinggi. Tercatat sebanyak  14,83 
persen migran tersebut masuk ke Kota Bekasi, 14,64 persen 
ke Kabupaten Bekasi, 13,40 persen ke Kabupaten Bogor, 
8,53 persen ke Kota Bandung, 10,91 persen ke Kota Depok, 
dan 3,62 persen ke Kabupaten Karawang. Sedangkan yang 
UMK nya paling rendah seperti Pangandaran hanya 0,59 
persen, dan Kota Banjar 0,63 persen. Sejalan dengan 
fenomena tersebut Hasil SUPAS (Survei Antar Sensus) 
2015, juga menunjukkan pola yang hampir sama. Daerah 
tujuan migran adalah daerah yang memiliki UMK tinggi. 

Persentase migran risen menurut alasan utama 
pindah adalah karena pekerjaan mencapai 31,38 persen. 
Alasan berikutnya ikut suami/istri/orangtua/anak 
mencapai 32,15 persen, Alasan pindah ini biasanya alasan 
pekerjaan juga karena kalua kepala rumah tangga pindah, 
maka istri dan anaknya juga akan mengikutinya, sehingga 
alasan pekerjaan bisa mencapai 63,53 persen. Sementara 
alasan lainnya adalah perumahan 12,92 persen, 
pendidikan 7, 23 persen, perkawinan 6,89 persen, ikut 
saudara  6,23 persen, dan lain-lain 3,22 persen. 

Situasi ini mengharuskan Jawa Barat dan 
kabupaten/kota berpotensi dimasuki migran bersiap 
menghadapi dampaknya. Salah satunya adalah 
menyiapkan lapangan kerja yang cukup. Jika lapangan 
kerja tidak bisa menyerap tenaga kerja yang datang, maka 
angka pengangguran pun akan tinggi. 
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Data Survei angkatan kerja Nasional (Sakernas) 
tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa 
kabupaten/kota di Jawa Barat yang UMKnya tinggi 
cenderung tingkat pengangurannya juga tinggi. Tercatat 
TPT Kota Bekasi mencapai 9, 32 persen (2017) dan 9,07 
persen (2018). Kabupaten Bekasi, 10,97 persen (2017) dan 
9,69 persen (2018), Kabupaten Bogor, 9,55 persen (2017) 
dan 9,75 persen (2018), Kota Bandung, 8,44 persen (2017) 
dan 8,01 persen (2018), Kota Depok 7,00 persen (2017) dan 
6,64 persen (2018), dan bahkan Kabupaten Karawang 
tercatat sebagai yang tertinggi yaitu 11,10 persen (2014), 
11,51 persen (2015), 9,55 persen (2017) dan 9,05 persen 
(2018). Sedangkan yang UMK nya paling rendah seperti 
Pangandaran, TPT nya hanya 3,58 persen, dan Kota Banjar 
5,84 persen. 

Sehingga dapat diindikasikan bahwa 
pengangguran yang tinggi di Jawa Barat bukan hanya 
karena faktor jumlah penduduknya sendiri, tetapi juga 
dipengaruhi oleh banyaknya para migran.  Salah satunya 
adalah karena adanya full factor, yaitu perbedaan upah 
yang signifikan. Upah yang terlalu tinggi akan 
menimbulkan bukan saja mengundang migran masuk 
sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. 
Disamping itu sedikit banyak akan menggangu iklim 
investasi di Jawa Barat. *** 
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Kemacetan Bandung dan "Big Data" 
Anik Triani 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 
 

Rilis hasil survei Asian Development Bank (ADB) 
pada awal Oktober mencengangkan banyak pihak. Kota 
Bandung adalah kota termacet ke-14 se-Asia, di atas ibu 
kota negara Jakarta yang berada di urutan 17. Hal ini tentu 
mengusik warga Kota Bandung, termasuk Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil yang turut bereaksi. Berbagai elemen 
bereaksi, meskipun pada realitanya hampir semua warga 
"menikmati" kemacetan dalam keseharian di Kota 
Bandung. 

Kemacetan merupakan suatu hal yang lazim 
ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Tapi bagaimana 
bila kemacetan di kota tersebut menjadi semakin parah 
bahkan menjadikannya sebagai kota termacet di 
Indonesia? Niscaya akan menjadi sebuah stigma negatif 
untuk kota tersebut. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota 
Bandung memiliki luas wilayah 167,67 km persegi dengan 
jumlah penduduk sebanyak 2,50 juta jiwa pada 2018. Laju 
pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 0,47 persen 
dan tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 14.932 
jiwa/km persegi. 

BPS juga menyatakan dari total 2,50 juta jiwa 
sebanyak 1,11 juta orang bekerja dan 237,26 ribu orang 
bersekolah pada 2018. Gambaran ini menunjukkan 
sebanyak 53,7 persen penduduk Kota Bandung 
bermobilisasi pada weekday baik untuk bekerja maupun 
bersekolah. Belum lagi tambahan penduduk komuter di 
seputaran wilayah Bandung Raya. 
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Hasil Survei Komuter Bandung Raya pada 2017 
tercatat bahwa dari 8,7 juta jiwa penduduk wilayah 
Bandung Raya sebanyak 7 persennya merupakan 
penduduk komuter. Penduduk ini setiap harinya 
melakukan perjalanan pulang pergi untuk berkegiatan di 
luar wilayah tempat tinggalnya. Artinya mobilitas 
penduduk di wilayah Kota Bandung juga terpengaruh dari 
penduduk di seputar wilayah Bandung Raya. 

Mobilisasi penduduk tersebut tentulah 
memerlukan sarana transportasi yang menunjang baik 
berupa angkutan pribadi maupun angkutan umum. Masih 
mengutip hasil Survei Komuter Bandung Raya 2017, 
tercatat 72 persen dari penduduk komuter tersebut 
bermobilisasi menggunakan transportasi sepeda motor, 
sedangkan pengguna kendaraan umum hanya 12 persen. 
Fakta lain yang juga didapat bahwa 95 persen penduduk 
komuter Bandung Raya yang perjalanan aktivitasnya 
menggunakan kendaraan pribadi maupun berjalan kaki 
menyatakan tidak ingin beralih menggunakan moda 
transportasi kendaraan umum dikarenakan waktu tempuh 
yang lama dan tidak praktis. 

Gambaran itulah yang disinyalir menjadi salah 
satu penyebab kemacetan yang terjadi di Kota Bandung. 
Bagaimana tidak, jika dibandingkan antara infrastruktur 
yang ada di Kota Bandung dengan pertambahan 
mobilisasi orang maupun kendaraan tidak sejalan. 

Ruas jalan di Kota Bandung pada 2018 sepanjang 
1.172,78 km atau hanya mengalami pertambahan sebesar 
0,87 persen dari tahun sebelumnya. Dapat dikatakan 
panjang ruas jalan yang ada tidak mengalami 
pertambahan yang signifikan dan relatif stagnan. 
Sedangkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung 
pada tahun yang sama sejumlah 1.738.665 unit, sehingga 
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rasio jumlah kendaraan terhadap populasi penduduk di 
Kota Bandung sebesar 3:5. 

Artinya, dari 5 orang penduduk di Kota Bandung, 
3 orang di antaranya memiliki kendaraan bermotor. Fakta 
tersebut turut didukung dengan Survei Primer Bandung 
Road Safety Annual Report 2017 yang menghasilkan data di 
mana kecepatan rata-rata lalu lintas di Kota Bandung 
hanya berkisar 14,1 kilometer per jam. Dengan realita yang 
ada di mana jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung 
semakin meningkat, maka tidak mengherankan jika 
kemacetan menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan 
lagi. 

Tentu kemacetan menjadi "PR" bagi berbagai pihak 
untuk dapat diselesaikan, sekaligus menjadi tantangan 
klasik untuk pejabat terkait semisal Menteri Perhubungan 
yang baru saja dilantik kembali oleh Presiden RI beberapa 
waktu yang lalu. Usaha dalam mencari solusi kemacetan 
tersebut menjadi salah satu poin prioritas dalam program 
kerja Kemenhub pada 2019 yaitu revitalisasi angkutan 
perkotaan. Dengan revitalisasi tersebut diharapkan 
masyarakat dapat beralih ke moda transportasi umum dan 
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 

Beberapa upaya juga telah dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Bandung demi mengurai kemacetan 
yang ada di Kota Kembang ini. Di antaranya adalah 
pembangunan fly over Antapani atau lebih dikenal sebagai 
Jembatan Pelangi, pemberlakuan jalur satu arah di ruas 
jalan Sukajadi dan Cipaganti serta menggiatkan 
transportasi massal di Kota Bandung. Solusi lain yang 
dapat diterapkan adalah dengan memperhatikan tata 
ruang kota dan penggunaan Big Data yang terkoneksi 
dengan teknologi untuk mengatasi kemacetan. 
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Tata ruang kota yang dimaksud adalah 
perancangan transportasi dalam kota yang lebih fokus 
pada penggunaan moda transportasi massal misal LRT 
Bandung Raya, pembangunan jalur khusus sepeda dan 
perbaikan jalur pedestrian untuk pejalan kaki. Dengan 
demikian diharapkan masyarakat dapat beralih dari 
transportasi pribadi ke transportasi massal. Manfaat lain 
yang diperoleh adalah pengurangan jumlah polusi udara 
dan lingkungan yang lebih kondusif dapat tercipta. 

Hal lain yang dapat diterapkan untuk memecahkan 
kemacetan yang ada adalah pemanfaatan Big Data guna 
menganalisis kemacetan tersebut. Dari Big Data yang 
terkoneksi dengan sistem teknologi informasi dapat 
diperoleh real time data dari arus lalu lintas yang ada. 
Pemanfataannya dapat berupa pengaturan traffic 
light yang dinamis guna optimalisasi arus lalu lintas, 
pemantauan kondisi jalan secara real time, pengumuman 
kondisi lalu lintas melalui papan reklame digital, 
mendeteksi kantong parkir yang kosong, dan sebagainya. 

Dengan demikian, kemajuan arus informasi dan 
teknologi yang ada kiranya dapat digunakan untuk 
pemecahan masalah kemacetan di Kota Kembang tercinta. 
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Zaman Anak Milenial Enak 
(Tanpa) Merokok 

Singgah Satrio Prayogo 
Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

 
Siapa tak tahu rokok di zaman sekarang? Setiap 

hari, kita masih menjumpai ada saja orang yang 
menyisipkan sebatang benda yang berdiameter sepensil 
yang disulut dan dihisap. 

Ya, rokok! Seakan sudah menjadi kebutuhan dasar 
setiap masyarakat baik orang dewasa hingga remaja, 
bahkan anak-anak milenial. Bermacam alasan dilontarkan 
para penghisap rokok: sekedar iseng, simbol kejantanan, 
keren, hingga perasaan ‘asem’ kalau tidak menghisap 
sebatang rokok. 

Mudahnya akses dan peraturan yang minim 
membuat masyarakat khususnya anak kaum milenial 
dengan mudah dapat membeli rokok. Mirisnya kita 
sebagai masyarakat merasa rokok itu adalah sesuatu hal 
yang wajar dalam pergaulan. 

Dalam pergaulan sehari-hari hampir seluruh 
masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari rokok. 
Dalam jangka waktu yang panjang bisa menjadi budaya 
atau kebiasaan yang tentunya tidak baik, khususnya bagi 
remaja yang sedang tumbuh.   

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
tahun 2018, jumlah rokok yang di konsumsi penduduk 
Indonesia baik kalangan remaja hingga kalangan dewasa 
dalam seminggu sebanyak 81 batang. Jika dihitung per 
hari rata-rata rokok yang dihisap sebanyak 12 batang. 
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Melihat kenyataan ini, tidaklah salah kalau 
penghasilan industri rokok sangat tinggi. Salah satunya 
dikarenakan banyaknya remaja yang membeli rokok. 

Setiap 31 Mei, diperingati sebagai Hari Tanpa 
Tembakau Sedunia. Gagasan ini dipelopori oleh Majelis 
Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) 
sejak 1988. 

WHO menyerukan kepada seluruh negara 
anggotanya untuk merayakan Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia (World No Tobacco Day). Gerakan ini 
menyerukan para perokok agar berpuasa 
tidak merokok (mengisap tembakau) selama 24 jam 
serentak di seluruh dunia. 

Tetapi apakah hari peringatan ini cukup populer di 
masyarakat kita dan dapat menghentikan para perokok 
untuk berhenti merokok? Jawabannya tentu tidak. 
Masyarakat kita umumnya lebih mengingat hari-hari 
perayaan keagamaan serta hari besar nasional tertentu. 

Selebihnya kalau pun di kalender ada tanggal 
merah, masyarakat pun baru mengetahuinya setelah 
membaca keterangan pada kalender. 

  

Faktor Penyebab 

Penyebab utama  anak-anak zaman now merokok 
adalah ketika bermain bersama dengan teman-temannya. 
Biasanya, pergaulan yang buruk tidak hanya 
menjerumuskan anak-anak dalam kegiatan merokok. 

Namun bisa mengarah kepada perilaku lainnya 
yang menyimpang. Seperti perilaku antisosial, narkoba, 
dan juga perilaku kriminal lainnya dan juga karena rasa 
ingin tahu yang tinggi. 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
391 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Suatu penelitian menyebutkan perilaku merokok 
pada anak yang mulai beranjak remaja juga bisa dikatakan 
sebagai bentuk atau simbol dari pemberontakan. Masa 
remaja anak merupakan sebuah fase atau masa mencari jati 
dirinya. 

Pencarian jati diri ini biasanya sangat dipengaruhi 
oleh faktor pergaulan bebas yang dimiliki oleh anak 
tersebut. Ketika pergaulan ini semakin mempengaruhi si 
anak dan fungsi peran pengawasan orang tua yang kurang 
membuat anak mudah mendapat pengaruh negatif. 

Orang tua terkadang terlalu sibuk dengan 
pekerjaannya mengingat banyak orang tua zaman 
sekarang yang bekerja dan sering kali kebutuhan 
meningkat atau mungkin tidak terlalu peduli dengan 
kondisi anaknya, sehingga hal ini kemudian menyebabkan 
pengawasan dari orang tua menjadi berkurang sehingga 
anak anak mudah mendapat pengaruh pengaruh negatif. 

Pemerintah selaku stakeholder pun telah berupaya. 
Di satu sisi menjaga keberlangsungan jalannya industri 
rokok dan di sisi lain  terus berupaya bagaimana cara agar 
tingkat konsumen rokok terus menurun. 

Kenapa perlu diturunkan? Saat ini industri rokok 
mulai menyasar anak-anak remaja sebagai target 
pasarnya. Aturan aturan pemerintah seperti menaikan 
harga cukai yang setiap tahunnya naik dan upaya-upaya 
lain dari segi penanyangan iklan. 

Sejatinya rokok sangat mudah didapatkan di 
Indonesia karena pemasarannya yang sangat kuat. Faktor 
tersebutlah yang membuat para anak remaja dengan 
mudah mendapatkan rokok serta minimnya pengetahuan 
akan bahaya rokok. 
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Upaya Pencegahan 

Peringatan-peringatan atau tulisan pada kemasan 
rokok, hanyalah sebuah kalimat dan slogan yang kurang 
berarti bagi para penikmat rokok. Padahal sudah tertera 
dalam kemasan bungkus rokok bahaya dan penyakit yang 
ditimbulkan pada bahaya merokok. 

Seolah-olah para perokok menutup mata atas 
bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Untuk 
mencegah agar anak kaum milenial tidak merokok, di 
antaranya bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan 
soal bahaya rokok sejak dini. 

Meskipun anak masih duduk di bangku taman 
kanak-kanak atau sekolah dasar, dan harus terus 
mengingatkan anak apa saja dampak negatif merokok. 
Mulai dari rokok harganya mahal, penyakit yang 
disebabkan dari merokok hingga merokok itu 
mengganggu orang lain dan juga membahayakan orang 
lain. 

Anak dan remaja mungkin mulai merokok karena 
ingin merasa diterima oleh teman-temannya. Bisa juga 
karena merokok membuatnya merasa seperti orang 
dewasa. Ini berarti anak kurang kepercayaan diri. 

Maka, untuk mecegah anak merokok kita harus 
bisa meningkatkan kepercayaan diri anak, mengajarkan 
juga bahwa rokok bukanlah hal yang membuat kita 
terlihat dewasa atau keren. Tetapi hal yang membuat kita 
dewasa adalah hal-hal yang telah kita lakukan dan yang 
pernah kita capai dengan prestasi. 

Perlu kerja keras dan kerjasama berbagai pihak 
dalam upaya ini. Mengkampanyekan hari anti tembakau 
sebagai salah satunya. Dan yang terpenting adalah, mulai 
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dari diri sendiri untuk melindungi keluarga, lingkungan 
terdekat kita. 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
394 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 
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Membumikan Gerakan Cinta Data 
Dadang Darmansyah 

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Ciamis 
 

 
Gerakan Cinta Data merupakan salah satu bagian 

Program Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik (BPS). 
Gerakan tersebut sebagai upaya membumikan kecintaan 
data kepada seluruh organik BPS di berbagai level di 
seluruh Indonesia. Program ini memiliki makna penting 
menghantarkan  data berkualitas. Kecintaan terhadap data  
merupakan benteng yang mengawal lahirnya data 
berkualitas.  

Setidaknya sebelum orang lain, insan  BPS lah yang  
harus menjadi pionir dalam gerakan ini. Kita sebagai 
produsen data tentunya bertanggung jawab terhadap 
kualitas data yang disajikan. Karena kita dilahirkan, 
diasah dan dibentuk untuk menjadi tenaga profesional, 
berintegritas dan amanah. Sebagai mana tertuang dalam  
visi BPS, Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua. 

Disamping mengawal kualitas, esensi Gerakan 
Cinta Data juga harus menyentuh bagaimana 
membunyikan data menjadi informasi. Interpretasi setiap 
data yang dihasilkan BPS harus mampu dipahami oleh 
seluruh insan BPS. Masih banyak masyarakat umum 
belum memahami secara utuh intepretasi dari sebuah 
data. Oleh sebab itu,  insan BPS harus mampu 
menjembatani kondisi tersebut. 

Membumikan gerakan cinta data  bukanlah hal 
yang mudah. Memerlukan proses  merubah pola fikir dan 
budaya kerja yang selama ini tercipta. Dibutuhkan 
penanaman nilai-nilai yang menjadi pondasi dari gerakan 
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cinta data. Setiap organik BPS  menjadi bagian tak 
terpisahkan dari Gerakan Cinta Data. Terdapat empat hal 
yang menunjang   Gerakan Cinta Data secara masif yaitu : 
Knowledge, Respect, Care dan Responsibility 

 

Pertama, Knowledge 

Seseorang yang mencintai sesuatu, maka dia akan 
berusaha untuk mencari sebanyak mungkin 
informasi/pengetahuan tentang sesuatu yang dia cintai. 
Pengetahuan itu akan menambah kecintaan kepada apa 
yang dicintainya. Sudahkah kita mengetahui data apa saja 
yang dihasilkan oleh BPS ?. Seberapa banyak pengetahuan 
kita tentang indikator-indikator statistik yang dikeluarkan 
oleh BPS?. Inilah realita dari pola pikir yang harus diubah. 

Sehingga pada saat kita di tanya oleh user ,  tidak 
lagi mengatakan “itu bukan bagian saya”. Sudahkah kita 
mengetahui dan memahami secara paripurna “rumah 
besar” BPS ?.  Jika pertanyaan tersebut sudah terjawab, 
maka faktor pertama untuk menumbuhkan rasa cinta 
kepada data BPS mulai hadir pada diri kita. 

 

Kedua, Respect 

Untuk mencintai itu harus memiliki sikap respect. 
Respect  adalah sikap menghargai dan menghormati. 
Respect mampu meningkatkan kualitas komunikasi kita 
dengan apa yang kita cintai. Ada hubungan timbal balik 
yang terjalin. Dengan respect kita akan memiliki sikap 
menghargai dan menghormati data yang kita hasilkan. 
Oleh sebab itu, kita akan berada  di garda terdepan dalam 
memberikan advokasi terhadap data yang dihasilkan. 
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Bukan sebaliknya menjadi orang yang men-downgrade data 
kita di mata publik. 

Seringkali BPS berada dalam pusaran konflik. 
Sebagai contoh, pada waktu yang lalu “data kemiskinan 
dianggap menguntungkan satu pihak dan merugikan 
pihak lain yang bersebrangan”. Dalam hal ini, insan BPS 
harus mampu tampil memberikan advokasi yang benar 
terhadap pemahaman data tersebut dengan memberikan 
penjelasan tentang proses, metodologi, makna serta 
validitas data tersebut. Sehingga bisa menghilangkan 
tendensi buruk apapun terhadap data BPS.  

Selain itu, respect juga mampu melahirkan sikap 
solutif dari masalah yang dihadapi bukan memperburuk 
masalah. Respect  mampu mengeliminir setiap kekurangan 
yang ada pada setiap proses statistik menuju minimal error. 
Selain itu, Respect  bisa menghilangkan mentalitas Silo.  
Sebab, data berkualitas merupakan hasil kolaborasi  
berbagai deputi/bidang yang saling mendukung. Sikap 
respect akan mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap 
data BPS. 

 

Ketiga, Care 

Orang yang mencintai harus memiliki sikap peduli. 
Seseorang dianggap Care jika ia memiliki Concern. Yaitu 
menaruh perhatian besar terhadap apa yang dia cintai. 
Sudahkah kita peduli dengan data kita?. Ataukah kita 
bersikap apatis dengan data kita?. Saat data tersebut 
terkait dengan kepentingan bidang kita, kita peduli tapi 
saat data tersebut tidak terkait dengan bidang kita, kita 
acuh tak acuh. Hal ini juga yang menjadi sasaran 
perubahan pola pikir. 
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Salah satu perhatian kita yang harus ditumbuhkan  
diantaranya; mengawal proses menghasilkan data 
berkualitas di setiap tahapannya. Mulai peduli terhadap 
kualitas petugas lapangan. Peduli terhadap proses 
pelatihan petugasnya. Peduli terhadap pengawasan 
kegiatan pencacahan lapangannya sampai pada tahapan 
pengolahan dan penyajian data. Kita semua berperan 
sebagai pengawal kualitas data sesuai dengan  visi BPS. 

 

Keempat, Responsibility 

Untuk mencintai juga harus memiliki rasa 
tanggungjawab. Tanggungjawab merupakan sikap yang 
harus dimiliki setiap individu dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannya. Orang yang memiliki tanggungjawab 
yang tinggi mau menerima segala konsekuensi dari setiap 
perbuatannya. Orang yang bertanggung jawab akan 
melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga 
mencapai hasil yang terbaik.  

Setiap insan BPS harus memiliki rasa 
tanggungjawab sesuai tupoksinya masing-masing. 
Memberikan hasil pekerjaan terbaik dan selalu 
meningkatkan dedikasinya. Keluar dari business as usual 
dan melakukan terobosan serta inovasi yang bisa 
mempercepat proses pencapaian tujuan. 

Jika semua insan BPS memiliki knowledge, respect, 
care dan responsibility maka semua individu akan 
menjadi lokomotif Gerakan Cinta Data. Semua akan 
bergerak atas kesadaran dirinya. Kesadaran untuk terus 
menambah pengetahuan tentang rumah besar BPS. 
Kesadaran untuk meningkatkan kohesivitas dalam 
dinamika tim work dengan respect.  
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Demikian juga, kesadaran untuk meningkatkan 
rasa peduli terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang 
kita hasilkan. Kesadaran akan tanggungjawab yang 
diemban sehingga selalu berdedikasi memberikan yang 
terbaik untuk pekerjaan kita. Kita akan menjadi row model 
dalam gerakan cinta data ini. Tidak ada yang menjadi 
penonton tapi semua menjadi pelaku. Tidak hanya pionir 
di internal  BPS tetapi juga pionir dalam menggerakkan 
seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan data 
statistik.   
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Tantangan (Calon) Pemimpin Negeri 
Isti Larasati Widiastuty 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

   
Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

(PHPU) terkait Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi 
(MK) masih berlanjut. Sempat terlontar ada drama dalam 
sidang. Aksi saling tuding pun  berlangsung, sejak 
dimulainya siding sengketa hasil Pilpres 2019 pada 14 Juni 
2019 lalu. Proses pemeriksaan akan terus berlangsung 
hingga keputusan  dibacakan pada Jumat, 28 Juni 2019 
mendatang. 

Terlepas dari berbagai perdebatan dan tudingan 
yang muncul, semoga keputusannya nanti dapat diterima 
semua pihak. Semua perlu bersabar. Bersabar menanti 
presiden dan wakil presiden terpilih, pun menanti anggota 
legislatif yang baru. 

Siapa pun yang terpilih, semua mesti bersiap. 
Bersiap menyongsong masa depan Indonesia. Ke depan, 
tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin besar. 
Tantangan terkait isu kesejahteraan sosial dan jebakan 
negara berpendapatan menengah (middle income trap) 
diantaranya. Kita pun telah mendengar gagasan dan 
strategi kedua calon pemimpin negeri terkait isu ini, 
dalam debat terakhir calon presiden beberapa waktu lalu. 

Ide dan gagasan program yang disampaikan 
keduanya, pada hakikatnya bernapaskan “pemerataan 
ekonomi”. Pemerataan ekonomi, mengurangi 
ketimpangan sebagai upaya keluar dari middle income trap . 
Pun demikian pengamat ekonomi dan keuangan Anton 
Hermanto Gunawan dan beberapa pakar ekonomi 
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lainnya, menyatakan bahwa  middle income trap menjadi 
tantangan utama yang dihadapi Indonesia. 

Mengatasi tantangan ini, Indonesia sebetulnya 
memiliki modal sangat besar. Dengan penduduk lebih dari 
266 juta jiwa (proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015, BPS) 
ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,17% di tahun 2018. 
Lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan periode 
2014-2017. Pendapatan per kapita masyarakat pun 
menunjukkan peningkatan, dimana mencapai 56 juta 
rupiah per kapita pada tahun 2018. Setara dengan 
US$3.927. 

Walaupun beberapa pakar ekonomi menyatakan, 
jika ingin keluar dari middle income trap maka 
pertumbuhan Indonesia haruslah berada pada kisaran 6-
7% dengan pendapatan per kapita US$12.000. Ini tentunya 
tantangan besar bagi pemerintahan baru ke depan. 
Bagaimana  pemerintah perlu berupaya keras memacu 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, di 
mana sejak 2013 perekonomian Indonesia selalu tumbuh 
pada kisaran 5%. Tak hanya pertumbuhan yang perlu 
dipacu, namun di sisi lain masalah ketimpangan juga perlu 
diperhatikan. Ya, ketimpangan ekonomi atau pemerataan 
pendapatan adalah isu krusial lain yang dihadapi 
Indonesia. 

Pada tahun 2018, lebih dari 80,06% ekonomi 
Indonesia bersumber dari aktivitas ekonomi di Pulau Jawa 
dan Sumatera. Sepuluh tahun sebelumnya (2008) peranan 
PDRB kedua pulau ini mencapai 80,89%. Hal ini 
menunjukkan bagaimana ekonomi masih tersentralisasi di 
Indonesia bagian barat. Walaupun ada sedikit pergeseran 
pada beberapa tahun terakhir ke wilayah timur. 
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Berbagai pembangunan infrastruktur di wilayah 
Indonesia timur yang digenjot selama beberapa tahun 
terakhir, terlihat berdampak bagi peningkatan ekonomi 
rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi dan Papua 
yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. 
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 6,65% dan 
Papua sebesar 6,69%. 

Namun sekali lagi, pertumbuhan tinggi tidaklah 
cukup. Permasalahan negeri ini masih dihantui yang 
namanya kemiskinan dan ketimpangan. Ya, walaupun 
sepanjang 2018 kemiskinan Indonesia mampu menembus 
level satu digit, namun dengan jumlah penduduk yang 
besar maka jumlah penduduk miskinnya pun masih 
tergolong signifikan. 

Ketimpangan pendapatan masyarakat 
antarwilayah maupun antarindividu di Indonesia masih 
cukup tinggi. Belum lagi jika memperhatikan antargender. 
Data BPS menunjukkan, sumbangan pendapatan 
perempuan 2017 baru mencapai 36,62%. Rata-rata upah 
buruh di Indonesia kondisi Agustus 2018 menggambarkan 
upah buruh laki-laki lebih tinggi 1,28 kali dibandingkan 
upah buruh perempuan.   Ini tentunya adalah tantangan 
lainnya negeri ini. 

Setelah upaya pembangunan infratruktur digenjot 
beberapa tahun belakangan ini, kiranya fokus pada 
pembangunan manusia di tahun ini adalah langkah tepat. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
Indonesia sebuah urgensi. Berbagai hal terkait hal ini. 
Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur pun 
ditopang oleh kualitas SDM. Manusia berkualitas, 
menjadi  pintu masuk meningkatkan pendapatan dan 
pemerataannya. 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
404 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

Sebagaimana dirilis BPS pada 15 April 2019 lalu, di 
tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia meningkat menjadi 71,39.  DKI Jakarta adalah 
provinsi dengan capaian IPM tertinggi yaitu sebesar 80,47 
dan Papua memiliki capaian terendah, yaitu sebesar 60,06. 
Pada level kabupaten/kota, IPM tertinggi dicapai Kota 
Yogyakarta sebesar 86,11 dan Kabupaten Nduga dengan 
capaian IPM terendah di Indonesia sebesar 29,42. Selisih 
cukup jauh ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam 
hal pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia. 
Maka, tak hanya pembangunan ekonomi yang masih 
senjang, pembangunan manusiapun masih mengalami hal 
yang serupa. 

Saling terkaitnya antara kualitas SDM dengan 
berbagai aspek pembangunan di negeri ini, maka kiranya 
upaya pembangunan SDM perlu mendapat prioritas di 
samping pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. 
Efek berantai diberikan oleh adanya peningkatan kualitas 
SDM. Kualitas SDM menjadi kunci peningkatan serapan 
tenaga kerja. 

Kondisinya saat ini, 58,78% penduduk Indonesia 
yang bekerja berpendidikan SMP ke bawah (Agustus 
2018). Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia 
yang berusia 25 tahun ke atas baru mencapai 8,17 tahun 
atau setara kelas VIII SMP. Harapan lama sekolah (HLS) 
penduduk usia 7 tahun di tahun 2018 mencapai 12, 91 
tahun atau lulus SMA. Dari dimensi kesehatan, usia 
harapan hidup bayi saat lahir di tahun 2018 mencapai 71,20 
tahun. Namun demikian, umur panjang saja tidak cukup. 
Bagaimana derajat kesehatan masyarakat bisa 
ditingkatkan hingga setiap masyarakat bisa berumur 
panjang dengan memiliki kualitas hidup sehat yang tinggi. 
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Upaya peningkatan kualitas kesehatan, 
pendidikan, dan lingkungan masyarakat perlu terus 
digiatkan. Hingga pada akhirnya pertumbuhan, 
pemerataan dan stabilitas ekonomi mampu tumbuh 
seiring untuk mencapai pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Pada akhirnya Indonesia dapat 
mengatasi middle income trap. 

Selamat datang pemimpin negeri. Selamat 
memimpin negeri dengan strategi jitu agar Indonesia bisa 
naik kelas menjadi negara maju. Kualitas SDM Indonesia 
bisa terus meningkat dan berdaya saing, hingga siap 
bertarung dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Semakin 
bersiap, tantangan semakin besar. 
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Ironi Indeks Kebahagiaan Warga Jabar 
Nano Suharno 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 
 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada tanggal 
27 Mei 2019 mendapatkan apresiasi dari PBB untuk 
Permukiman (UN-Habitat Assembly) di Nairobi, Kenya, 
Afrika karena dinilai berhasil membuat inovasi 
membangun perkotaan saat menjadi Wali Kota Bandung. 
Salah satunya karena berhasil  menjadikan kebahagiaan 
sebagai prioritas, yaitu mengubah kebahagiaan menjadi 
kebijakan. Pikiran Rakyat (7 Oktober 2017) melaporkan 
bahwa Indeks Kebahagiaan Kota Bandung, untuk 
segmentasi kepala keluarga/pasangan sebesar 73,43 
(sangat bahagia), remaja 75,11 (sangat bahagia), dan kepala 
keluarga/pasangan warga miskin sebesar 68,58 (bahagia).  
Bagaimana cara mengukur kebahagiaan masyarakat dan 
dimana posisi Jawa Barat?.  

Mengukur kebahagiaan mencakup fenomena 
kehidupan yang kompleks. Penilaian indeks kebahagiaan 
ini ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah 
pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Berbagai 
determinan saling berkorelasi, sehingga penilaian 
terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah 
kerangka kerja yang meliputi 19 indikator.   Tercakup 
dalam 3 dimensi kehidupan yaitu Kepuasan Hidup (10 
indikator), Perasaan (3) dan  Makna Hidup (6).  

 

Indeks Kebahagiaan Jabar Masih Rendah 

 Berbeda dengan Kota Bandung, Indeks 
Kebahagiaan Jawa Barat relatif masih rendah. Pada tahun 
2017, baru mencapai 69,58, masih di bawah angka nasional 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
408 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

yang bernilai 70,69. Tiga provinsi yang memiliki nilai 
Indeks Kebahagiaan tertinggi adalah Maluku Utara 
(75,68), Maluku (73,77) dan Sulawesi Utara (73,69). 
Sedangkan tiga provinsi yang memiliki nilai Indeks 
Kebahagiaan terendah adalah Papua (67,52), Sumatera 
Utara (68,41) dan Nusa Tenggara Timur (68,98). Provinsi 
Jawa Barat menempati posisi ke-30 dari 34 provinsi yang 
ada di Indonesia. 

Untuk Indeks Kebahagiaan Jawa Barat, pada 
Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 70,22 terdiri dari  indeks 
subdimensi kepuasan hidup personal (65,48), dan Sosial 
(74,96).  Dari 5 indikator subdimensi kepuasan hidup 
personal baru kesehatan yang indeksnya di atas 70, 
sementara 4 lainnya masih rendah. Indikator terendah 
adalah “pendidikan dan keterampilan” yaitu 59,51, karena 
masih rendahnya nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di 
Jawa Barat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia 
2018, RLS Jawa Barat baru mencapai  8,15. Ini berarti, 
masyarakat Jawa Barat baru menyelesaikan 
pendidikannya sampai tingkat SMP/sederajat.  

Tiga indikator lainnya yang mempunyai nilai 
indeks di bawah 70 yaitu Pendapatan Rumah Tangga 
(62,26), Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama (66,86) serta 
Kondisi Rumah dan Fasilitas Rumah (68,94). Tiga 
indikator terendah tersebut sebenarnya saling berkaitan. 
Masih kurangnya tenaga kerja yang terserap di berbagai 
sektor menjadi poin yang penting untuk diperhatikan bagi 
pemerintah daerah.  Berdasarkan data Sakernas Februari 
Tahun 2019, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 
7,73 persen.  

Sementara untuk subdimensi kepuasan hidup 
sosial, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, 
hubungan sosial, lingkungan, dan keamanan, ke-5 
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indikator nilainya di atas 70.   Indikator tertinggi adalah 
“keharmonisan keluarga” sebesar 79,30. Hal ini sejalan 
dengan karakteristik masyarakat Jabar yang terkenal 
memiliki keluhuran akal budi yang dilandasi filsafat “silih 
asah, silih asih, silih asuh”.  

Pada Dimensi Perasaan  meliputi indikator 
perasaan senang/riang/gembira, perasaan tidak 
khawatir/cemas dan perasaan tidak tertekan. Indikator 
tertinggi ada pada “Perasaan Senang/Riang/Gembira” 
yaitu sebesar 73,68. Hal ini juga sejalan dengan 
karakteristik masyarakat Jawa Barat yang terkenal dengan 
keramahannya.  Indeks terendah pada indikator Perasaan 
Tidak Khawatir/Cemas sebesar 62,50  sedangkan 
indikator Perasaan Tidak Tertekan  66,35. 

Dimensi Makna Hidup  meliputi indikator 
kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan 
diri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup dan 
penerimaan diri. Indikator yang memiliki indeks tertinggi 
adalah Tujuan Hidup dengan 75,07. Sedangkan yang 
terendah ada pada indikator pengembangan diri yaitu 
64,18. Sementara itu indikator yang lain nilainya sudah di 
atas 70. 

 

Tantangan Ke Depan 

Jabar masih tertinggal indeks kebahagiaannya 
secara nasional. Bahkan dibandingkan indeks kebahagiaan 
warga miskin di Kota Bandung hanya terpaut satu poin 
dengan Indeks Kebahagiaan warga Jawa Barat. Ridwan 
Kamil dianggap berhasil waktu menjabat Wali Kota 
Bandung dengan meningkatkan indeks kebahagiaan, 
tetapi untuk Provinsi Jawa Barat perlu extra kerja keras. 
Apalagi mengusung visi “Menghadirkan Jawa Barat Juara 
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Lahir Batin yang  Memiliki Manusia Beriman,  Bahagia dan 
Berkualitas, maka kebahagiaan masyarakat Jabar sangat 
dinantikan.  

Pemprov. Jabar perlu meningkatkan dimensi 
kepuasan hidup personal, terutama aspek pendidikan dan 
keterampilan, pekerjaan/usaha, pendapatan, dan kondisi 
rumah  bagi masyarakatnya. Dari ketiga indikator itu 
pendapatan rumah tangga yang paling tinggi 
pembobotannya. Salah satu solusi adalah mendorong 
pelaku industri di Jabar untuk memprioritaskan tenaga 
kerja lokal. Selain itu, nantinya akan dibuat kebijakan yang 
mewajibkan industri membuat pelatihan untuk warga 
lokal (Detik.com, 12 Juni 2019). 

Salah satu skala prioritas adalah lebih 

meningkatkan kepuasan hidup sosial. Maluku Utara yang 

indeks kebahagiannya nomor 1, dengan 75,68  (sangat 

bahagia), dengan kenaikan sampai 4,82 point, karena 

menonjol sekali variabel yang terkait dengan hubungan 

sosialnya (81,33), dan  makna hidup (79,00), padahal RLS-

nya hanya 8,72. Mereka lebih meyakini diri mereka lebih 

berharga dari yang lain. Walau daerah itu terpencil, tetapi 

merasa hidupnya berharga dan memiliki dukungan dari 

komunitas di sekelilingnya. 

Tingginya pencapaian angka ekonomi, tidak selalu 
diikuti oleh “kebahagian” hidup masyarakatnya. DKI 
Jakarta yang PDRB perkapitanya tertinggi hanya 
menempati nomor 19, sementara Jabar nomor 30 dari 34 
provinsi.   Hendaknya aspek non-ekonomi menjadi suatu 
hal yang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah, agar 
pembangunan ekonomi dapat terasa kualitasnya dan 
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya. 
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“Menjadi kaya itu penting, namun jangan lupa untuk tetap 
bahagia”. 
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Jawa Barat Kaya tapi Belum Merata 
Nano Suharno 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

   
Tahun 2018, Jawa Barat berhasil membukukan 

pertumbuhan ekonomi 5,64 persen dan pada triwulan I-
2019 tumbuh 5,43 persen. Sebuah capaian yang luar biasa 
karena angka pertumbuhannya berada di atas angka 
nasional, yaitu sebesar 5,17 persen dan pada triwulan I-
2019 tumbuh 5,07 persen. Angka pertumbuhan 
ekonominya tinggi, tingkat kemiskinan di Jawa Barat lebih 
rendah dari Nasional. 

Pada September 2018 diperkirakan 7,25 persen 
penduduk Jawa Barat merupakan masyarakat yang masih 
berada di bawah garis kemiskinan, sementara Nasional 
9,66 persen. Data BPS menunjukkan dengan pertumbuhan 
ekonomi sebesar itu, Jawa Barat mampu mengentaskan 
235 ribu jiwa dalam periode September 2017-September 
2018. 

Tentunya ini perlu mendapat perhatian khusus 
mengingat walaupun secara ekonomi Jawa Barat berada di 
posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, namun 
secara ketimpangan juga menempati rangking ketiga 
setelah DI Yogyakarta dan Gorontalo. Hasil penghitungan 
BPS menunjukkan bahwa pada September 2018, gini rasio 
Jawa Barat adalah sebesar 0,405, sementara gini rasio 
nasional adalah 0,319. Angka ini menunjukkan bahwa di 
Jawa Barat kaya tapi timpang. Makanya, Oni Suwarman 
(Anggota DPD terpilih dengan suara terbanyak se 
Indonesia) memiliki sejumlah program prioritas untuk 
Jawa Barat. Salah satunya mengatasi kesenjangan sosial di 
masyarakat (Pikiran Rakyat, 14 Mei 2019). 
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Secara umum, ketimpangan yang terjadi di 
Provinsi Jawa Barat terjadi akibat rendahnya pengeluaran 
perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen 
terbawah. Pengeluaran kelompok ini pada periode 
September 2017-Maret 2018 menurun dari 16,86 persen 
menjadi 16,33 persen. Kondisi ini juga terjadi baik di 
wilayah perkotaan dan perdesaan. Pengeluaran di 
perkotaan menurun dari 16,26 persen menjadi 15,62 
persen, sementara di daerah perdesaan menurun dari 
20,21 persen menjadi 20,10 persen. 

Selain tingkat pengeluaran yang berbeda antar-
kelompok masyarakat, upah juga merupakan faktor 
lainnya yang mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat. 
Deputi Bidang Sosial Badan Pusat Statistik, Margo 
Yuwono, mengatakan, ketimpangan di Jawa Barat 
dipengaruhi banyaknya kawasan industri yang memiliki 
UMK tinggi seperti Karawang dan Bekasi. Namun di sisi 
lain ada daerah yang pengeluarannya relatif jauh lebih 
rendah. 

Jawa Barat memiliki beberapa kawasan industri 
yang memiliki UMK tinggi seperti Karawang 
(Rp4.234.010, 27), Kota Bekasi (Rp4.229.756,61), dan 
Kabupaten Bekasi (Rp4.146.126,18). Ketimpangan tingkat 
upah sangat jelas terlihat karena ada daerah lain yang 
UMK-nya relatif rendah. Tiga kabupaten dengan UMK 
terendah adalah Kota Banjar (Rp1.688.217,52), Kabupaten 
Pangandaran (Rp1.714.673,33), dan Kabupaten Ciamis 
(Rp1.733.162,42). 

 

Dampak Ketimpangan 

Ketimpangan upah yang sangat besar di level 
kabupaten bisa menciptakan permasalahan tersendiri, 
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apalagi untuk daerah-daerah yang berdekatan. Tidak 
hanya itu, ketimpangan upah yang tinggi antarprovinsi 
pun akan memunculkan masalah-masalah yang bisa 
mengancam kondusifitas kegiatan ekonomi. Perbedaan 
upah yang signifikan dengan provinsi di sekitar Jawa Barat 
menjadi alasan utama banyaknya industri yang hengkang 
ke luar Jawa Barat. 

Mempersempit ketimpangan adalah salah satu 
tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Ketimpangan 
cenderung menciptakan permasalahan-permasalahan 
sosial. Seperti pepatah “Ada gula, ada semut”, hasil Sensus 
penduduk 2010 menunjukkan adanya migrasi masuk 
sebesar 1,8 juta jiwa ke Jawa Barat, sementara ke DKI 
Jakarta hanya 756 ribu jiwa. Para migran ke Jawa Barat 
tersebut menuju daerah yang UMK nya tinggi. 

Situasi ini mengharuskan Jawa Barat dan 
kabupaten/kota yang berpotensi dimasuki migran bersiap 
menghadapi dampaknya. Salah satunya adalah 
menyiapkan lapangan kerja yang cukup. Jika lapangan 
kerja tidak bisa menyerap tenaga kerja yang datang, maka 
angka pengangguran pun akan meningkat. 

Upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) di Kabupaten Pangandaran-Sukabumi, segitiga 
Kawasan Timur Cirebon, Majalengka, dan Subang perlu 
dirampungkan. 

Keberadaan KEK akan menciptakan infrastruktur 
yang semakin baik yang pasti akan berefek positif bagi 
masyarakat sekitarnya. Multiplier effect Kawasan KEK 
diantaranya adalah akan terserap banyaknya tenagakerja 
dan meningkatkan devisa  sekaligus mengurangi 
ketimpangan antar daerah. 
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Di samping itu, keberadaan Bandara Kertajati dan 
Pelabuhan Patimban perlu dioptimalkan. Nilai Tambah 
Bruto (NTB) dari sektor transportasi dan pergudangan 
mencapai lebih dari 103 triliun rupiah di tahun 2017 (atas 
dasar harga berlaku) atau sekitar 5,80 persen dari total 
PDRB Jawa Barat (Bisnis.com Jawa Barat, 3 Mei 2019). 

Kesimpulannya, mengatasi ketimpangan ternyata 
tidak cukup dengan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, tapi juga harus memperhatikan pendapatan dan 
pengeluaran antar-kelompok masyarakatnya. 

Jika saat ini kelompok pengeluaran 40 persen 
terendah masih relatif kecil, kelompok ini dibantu untuk 
mampu meningkatkan pendapatan perkapitanya. Begitu 
pula dengan upah minimum, upah yang terlalu tinggi 
akan mengundang para migran sehingga pengangguran 
meningkat dan secara tidak langsung akan mengganggu 
iklim investasi di Jawa Barat. 

Disamping itu, untuk terus menciptakan lapangan 
kerja baru dengan melakukan pengembangan-
pengembangan wilayah ekonomi dan menjaga 
kekondusifan. Kolaborasi antar pemerintah daerah untuk 
saling bersinergi dalam pembangunan yang merata di 
berbagai bidang sangat diperlukan. Dengan adanya 
berbagai program smart economy diharapkan akan 
mengurangi ketidakmerataan pembangunan di Provinsi 
Jawa Barat. Sekaligus dalam rangka membangun ekonomi 
yang berdaya saing, berkelanjutan, dan merata baik di kota 
maupun di desa. Jabar juara pun segera akan berada dalam 
gengaman kita. Jabar kaya merata. Semoga.*** 
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Polemik Sistem Zonasi PPDB 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 
 
Meski telah diterapkan sejak 2017, sistem 

penerimaan peserta didik baru (PPDB)  berbasis zonasi 
masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Wajar saja 
setiap  kebijakan/sistem baru yang diluncurkan akan 
menuai pro dan kontra. Belum terbiasa dan  merasa 
dirugikan inilah yang menjadi pemicunya.  

Permendikbud No. 51 Tahun 2018 menyebutkan 
pendaftaran PPDB dilaksanakan  melalui tiga jalur. Jalur 
zonasi (radius terdekat sekolah dari domisili) menjadi 
yang  terbanyak, yakni paling sedikit 90 persen dari daya 
tampung sekolah. Sisanya jalur prestasi  dan perpindahan 
tugas orang tua/wali masing-masing paling banyak 5 
persen.  

Menilik dari peraturan sebelumnya yang 
memberikan ruang kepada calon peserta  didik untuk 
memilih sekolah sesuai dengan nilai tanpa dibatasi oleh 
zona domisili. Ini yang  membuat para orang tua merasa 
dirugikan dan menghilangkan harapan dapat 
memasukkan  anak ke sekolah favorit.  

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud)  mencoba mempermudah 
akses kepada peserta didik menuju sekolah. Selain itu, 
sistem zonasi  diharapkan berdampak terhadap 
pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada waktu  
yang hampir sama, pemerataan kualitas guru telah 
dilakukan.   

Pemerataan kualitas guru dan peserta didik akan 
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menghilangkan status sekolah favorit yang selama ini 
tertanam dibenak masyarakat Indonesia. Kemudian 
pertanyaannya, apakah  sudah layak sistem zonasi 
diterapkan di Indonesia?  

Layak atau tidaknya suatu sistem baru yang 
diterapkan sangat bergantung pada  kesiapan instansi 
terkait di dalamnya. Pemerintah seharusnya sudah 
matang memikirkan  segala dampaknya. Dari unsur utama 
hingga unsur penunjang pendidikan itu sendiri. Dalam  
hal ini sebaiknya Indonesia bisa ”belajar” dari negara lain 
yang telah sukses menerapkan  

sistem zonasi.  

Jepang merupakan salah satu negara yang sukses 
dalam penerapan sistem zonasi.  Kesuksesan tersebut 
didukung oleh kesiapan pemerintah setempat untuk 
memberikan standar  pendidikan, baik secara kuantitas 
maupun kualitas. Kesiapan inilah yang mengurangi  
penolakan atau gejolak di masyarakat. 

Dilihat dari sisi kuantitas, sebanyak 11.694 (14 
persen) desa/kelurahan di Indonesia  belum memiliki 
Sekolah Dasar (SD). Dari data tersebut sebanyak 40 persen 
berada di timur  Indonesia (Maluku dan Papua). Sudah 
tentu semakin sedikit jumlah sekolah dengan jenjang  di 
atasnya (BPS, 2018).  

Kalau berbicara kualitas, peran guru sangat sentral 
dan strategis dalam pendidikan  bahkan pembangunan 
suatu bangsa. Namun, faktanya sedikitnya 50 persen guru 
di Indonesia  tidak memiliki kualitas yang sesuai 
standardisasi pendidikan nasional (Tim Nasional Dosen  
Kependidikan, 2016). Fakta tersebut menjadi pekerjaan 
rumah yang cukup berat bagi dunia  pendidikan 
Indonesia. Memperbaiki kualitas tenaga pengajar 
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sekaligus kuantitas sarana  prasarana pendidikan.  

 

KEBIJAKAN  

Pemerintah menerapkan sistem PPDB berbasis 
zonasi guna memetakan permasalahan  pendidikan di 
Indonesia. Ini memudahkan dalam pemantauan masalah 
pendidikan per zona.  Melihat hal tersebut, pemerintah 
melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 memberikan  
keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk berperan 
aktif.  

Pemerintah daerah menetapkan zonasi untuk 
setiap jenjang sekolah. Penetapan zonasi  berdasarkan 
prinsip kedekatan domisili peserta didik dengan sekolah. 
Hal ini dilakukan guna  melakukan pemerataan kualitas 
pendidikan yang menjadi prioritas pada sistem ini.  

Seiring dengan diterapkannya sistem zonasi, 
pemerintah melalui kementerian terkait  telah mencoba 
melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Salah 
satunya adalah perputaran  (rolling) tenaga pengajar 
(guru).  

Penerapan rolling guru juga menyisakan sejumlah 
masalah. Perputaran yang dirasa  terlalu cepat membuat 
guru harus selalu beradaptasi dengan sekolah baru. 
Alangkah baiknya apabila kementerian terkait melakukan 
penilaian semacam assessment kepada setiap guru.  
Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat melihat 
kemampuan setiap guru, sehingga  pemetaan kualitas 
guru secara merata dapat terwujud.  

Dengan berbagai permasalahan yang telah terjadi, 
diharapkan sistem zonasi berjalan  sesuai harapan. Peran 
orang tua dan guru sangat diharapkan dalam mendukung 
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pendidikan di  dalam maupun di luar sekolah. Sementara 
itu, dampak positif di luar sektor pendidikan  adalah 
berkurangnya kemacetan dan tindak kriminal pada anak. 

 

KONTRA  

Seperti dua sisi mata uang yang selalu berlawanan, 
sistem zonasi sudah tentu menuai  kontra dari pelakunya 
(anak didik dan wali). Dari sulitnya mengakses layanan 
berbasis  internet hingga kurangnya sosialisasi peraturan 
PPDB kepada wali murid mewarnai  perjalanan sistem 
zonasi. Bahkan sebagian orang tua beranggapan sistem 
zonasi lebih banyak  mudarat daripada manfaatnya.  

Selain sisi positif, setiap sistem pasti memiliki sisi 
negatif, tidak terkecuali sistem  zonasi. Pertama, 
nondiskriminatif yang mendasari PPDB (tertuang pada 
Permendikbud No.  51 Tahun 2018) dinilai belum 
menggambarkan kondisi sebenarnya. Sarana prasarana 
serta  fasilitas penunjang pendidikan yang belum merata 
menjadi bukti nyata.  

Calon peserta didik yang berdomisili di zona 
sekolah yang kurang layak serasa kecil  kemungkinannya 
dapat menimba ilmu di sekolah yang layak. Apabila 
kondisi ini berlangsung  lama akan menimbulkan 
kesenjangan antar zona. Hal ini seharusnya segera 
ditanggapi secara  bijak oleh pemangku kebijakan agar 
tidak terjadi masalah yang lebih besar.  

Kedua, tujuan mulia dari sistem ini ialah 
memeratakan kualitas pendidikan secara  berkeadilan. 
Diharapkan peserta didik yang memiliki kualitas di atas 
rata-rata dapat  menularkan kemampuannya ke peserta 
didik lainnya. Tujuan mulia ini sebaiknya tidak hanya  
melihat pada satu sisi.  
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Perbedaan kualitas antar peserta didik yang terlalu 
jauh akan mengganggu daya saing  dalam belajar. 
Menurut para ahli, daya saing bersifat relatif, yakni untuk 
menentukannya  memerlukan pembanding. Jika 
pembanding/pesaingnya terlalu jauh akan mengganggu 
daya  saing peserta didik. Terganggunya daya saing akan 
berdampak besar pada kelangsungan  suatu bangsa.   

Dengan pro kontra yang terjadi saat ini, sudah 
selayaknya pemerintah mengkaji ulang  sistem pendidikan 
di Indonesia. Sudah siapkah sistem pendidikan dari 
negara lain dapat  diterapkan di tanah air?. Hal tersebut 
sebaiknya ditanggapi secara bijak dengan melihat  
karakteristik setiap negara. Dari jumlah penduduk, luas 
wilayah hingga kualitas sumber daya  manusia.  

Semoga sistem zonasi menjadi jawaban yang tepat 
guna meningkatkan dan  memeratakan kualitas 
pendidikan di Indonesia. Harapan yang besar agar semua 
pihak dapat  menyikapinya secara bijak, sehingga dapat 
bersatu dalam kebaikan dan kemajuan bangsa.  
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Alasan Banyak Orang Mencari Data BPS 
Vira Wahyuningrum 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

   
Badan Pusat Statistik atau BPS sudah cukup familiar 

di telinga masyarakat. Meski mungkin masih kalah ‘tenar’ 
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan. Karena akronim yang mirip, terkadang sering 
tertukar penyebutannya. Apalagi di Kota Bandung, Jawa 
Barat, gedung kedua instansi ini berada di lokasi yang 
berdekatan di Jalan PHH Mustafa. Tak jarang orang yang 
mau berkunjung ke kantor BPS nyasar ke BPJS atau 
sebaliknya. 

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden. Tugas pokoknya menyediakan kebutuhan data 
bagi pemerintah dan masyarakat. Data tersebut disediakan 
melalui kegiatan sensus dan survei. Selain itu, ada data 
yang dikumpulkan dari instansi/lembaga lainnya berupa 
data sekunder. Dalam sejarahnya, BPS dahulu dikenal 
sebagai Kantor Sensus atau nama sebelumnya yaitu Biro 
Pusat Statistik. 

Dalam penyediaan data dan penyelenggaraan 
statistik, BPS melakukan rangkaian proses dari 
pengumpulan, pengolahan, analisis hingga 
penyajian/diseminasi data. Sebagai ‘produsen data’, 
tentunya harus melakukan pengumpulan atau pencarian 
data dan pemrosesan sebelum akhirnya disajikan. 
Pengumpulan data sensus dan beberapa survei melibatkan 
masyarakat yang dilatih secara khusus sebagai petugas. 
Mereka ini disebut sebagai ‘Mitra Statistik’ yang turut 
berperan dalam kegiatan statistik BPS. 
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Ada dua versi atau sudut pandang mengenai pencari 
data di BPS. Versi pertama seperti disebutkan sebelumnya 
adalah mitra statistik. Untuk sensus dan survei dalam 
skala besar, selain oleh pegawai organik, pelaksanaannya 
sangat membutuhkan tenaga mitra statistik. Demikian 
pula dalam proses pengolahan data, tak jarang mereka 
dilibatkan. 

Versi yang kedua adalah pencari data yang 
merupakan konsumen dari data yang disajikan BPS. 
Sebagai instansi/lembaga penyedia kebutuhan data, BPS 
memiiliki Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST berupa 
perpustakaan khusus yang melayani konsumen data. PST 
ini tersedia di tiap kantor BPS hingga level 
kabupaten/Kota. Artinya, di Jawa Barat terdapat 27 PST 
yaitu 1 PST tingkat provinsi dan 26 PST kabupaten/kota. 
Konsumen data dapat mengunjungi PST untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan atau melakukan 
konsultasi menegai statistik. 

Statistik pengunjung/pencari data di PST Provinsi 
Jawa Barat menunjukkan sebanyak 903 kunjungan selama 
tahun 2018. Jumlah ini menurun sebesar 29 persen dari 
tahun sebelumnya. Dilihat dari tren selama 2016-2018, 
angka kunjungan konsumen data ke PST Provinsi Jawa 
Barat cenderung menurun dan sangat signifikan. Pada 
tahun 2016 jumlah kunjungan mencapai 1.986 kunjungan. 
Dalam 2 tahun, jumlah kunjungan ini menurun lebih dari 
50 persennya. 

Berdasarkan karakteristik pengunjung PST tahun 
2018, persentase pengunjung laki-laki dan perempuan 
hanya berbeda tipis. Nyaris seimbang, persentase 
pengunjung perempuan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 
50,61 persen. Sisanya sebesar 49,39 persen pengunjung PST 
berjenis kelamin laki-laki. 
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Menurut pendidikan pengunjung, mayoritas 
berpendidikan Diploma IV/S1 yaitu 68,22 persen dari total 
pengunjung PST tahun 2018. Pengunjung berpendidikan 
kurang dari atau setingkat SMA sebanyak 17,83 persen dan 
yang berpendidikan S2/S3 sebanyak 9,86 persen. 

Sementara itu, menurut jenis pekerjaan, pengunjung 
PST didominasi oleh mahasiswa. Sebanyak 80,29 persen 
pengunjung yang mencari data di PST adalah mahasiswa-
mahasiswi dari berbagai universitas/ perguruan tinggi. 
Biasanya mereka memerlukan data pendukung dalam 
menyelesaikan tugas dan penelitian. Tak jarang dalam 
kunjungan, mereka juga berkonsultasi tentang metode 
statistik dan mekanisme kegiatan survei. Pengunjung yang 
paling sering datang dan berkonsultasi di PST adalah 
mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir/ 
skripsi/ tesis. 

Selain mahasiswa, pencari data ini juga berasal dari 
pemerintahan maupun swasta. Kebutuhan data mereka 
memiliki beragam tujuan diantaranya untuk mengisi 
target kegiatan/ program kerja, mengestimasi penjualan 
dan data bahan baku, mencari daftar jumlah/perusahaan, 
dan lain sebagainya. 

Jenis data yang paling dicari oleh konsumen di PST 
adalah data kependudukan, data ketenagakerjaan dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, tidak 
sedikit pula konsumen mencari data terkait perekonomian 
dan perdagangan serta pertanian. Data inflasi, produksi 
pertanian, tingkat kemiskinan hingga perdagangan luar 
negeri (ekspor-impor) juga cukup diminati. Data-data ini 
secara rutin dirilis oleh BPS dalam bentuk Berita Resmi 
Statistik maupun Buku Publikasi. Penyajian publikasi 
berupa hardcopy dan softcopy tersedia di PST. 
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Tren pengunjung PST yang menurun dari tahun ke 
tahun bukan berarti data statistik sudah tidak diminati 
lagi. Turunnya jumlah kunjungan di PST karena 
konsumen data beralih ke layanan website yang juga 
disediakan BPS. Pada era digital sekarang ini, data bisa 
didapat secara online menggunakan jaringan internet. 
Selain datang langsung ke PST dan mengunduh data dari 
website, ada pula layanan permohonan data melalui email 
serta live chat. Melalui live chat, konsumen data dapat 
berinteraksi dengan operator untuk menanyakan atau 
mengkonsultasikan data yang dibutuhkan. 

Layanan live chat pada website BPS baru diaplikasikan 
di 5 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat merupakan 
salah satunya (https://jabar.bps.go.id/). Empat situs web 
BPS lainnya yang menyediakan layanan live chat ini yaitu 
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, 
Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Jawa Timur. Jam 
layanan live chat dimulai pada pukul 08.30 hingga 15.30 
pada hari kerja Senin-Jumat. Sebagai fitur layanan yang 
baru diaktifkan, live chat ini masih terus diupayakan 
penyempurnaannya sebagai salah satu wujud 
peningkatan pelayanan bagi konsumen data. 

Bagaimana dengan kunjungan di tahun 2019? Dari 
Januari hingga Mei 2019, jumlah kunjungan ke PST jauh 
lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018. 
Sebaliknya, pengunjung situs web melonjak signifikan. 
Pada Januari 2019, jumlah kunjungan situs web mencapai 
lebih dari 31 ribu kunjungan. Rata-ratanya sekitar seribu 
kunjungan per hari. Angka kunjungan bulan Januari ini 
merupakan yang tertinggi sejak 2013. Hingga akhir 
semester pertama 2019, kunjungan situs web sudah 
mencapai 112,6 ribu. Terjadi peningkatan 20,73 persen 
dibandingkan jumlah kunjungan semester I 2018. 
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Nampaknya, penyajian data melalui situs web menjadi 
magnet bagi konsumen data karena memberikan banyak 
kemudahan. Terbukti, dari tahun ke tahun jumlah 
pengunjung dan pencari data terus meningkat. 

Tren pengunjung PST dan situs web tiap tahunnya 
memuncak pada triwulan pertama. Pada pertengahan 
tahun biasanya jumlah kunjungan akan menurun drastis. 
Hal itu wajar dengan melihat bahwa dominasi pengunjung 
adalah mahasiswa. Pada pertengahan tahun merupakan 
libur panjang semester genap. Belum lagi beberapa tahun 
terakhir, libur perkuliahan bertepatan juga dengan libur 
Hari Raya Idulfitri. 

BPS, khususnya PST terus berupaya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan data statistik bagi 
semua pihak. Untuk tiap jenis pelayanan, PST menetapkan 
Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah disepakati 
melalui Berita Acara Kesepakatan SPP. Kesepakatan ini 
dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat sebagai 
pengguna layanan. Alur pelayanan juga tersedia sebagai 
panduan untuk pengguna layanan PST. 

Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik, kritik 
saran dan pengaduan dapat menjadi bahan evaluasi PST 
BPS untuk terus mengupayakan pelayanan dan akses data 
yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan 
berkualitas. 

Ketersediaan data yang berkualitas memerlukan 
dukungan berbagai pihak. Kesadaran masyarakat akan 
pentingnya data juga sangat berpengaruh besar. Sejatinya 
data itu “dari, oleh, dan untuk” masyarakat. Data yang 
dikumpulkan melalui sensus dan survei berasal dari 
masyarakat sebagai objek/responden. Hasilnya, data 
dikonsumsi pula oleh berbagai lapisan masyarakat. 
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Data yang akurat tidak hanya menjadi tanggungjawab 
lembaga penyedia data. Sekali lagi, kesediaan dan peran 
serta masyarakat sangat menentukan dalam memberikan 
informasi yang sebenar-benarnya. Selain itu, pemahaman 
dan pemanfaatan data yang tepat dapat membantu meraih 
tujuan baik individu maupun kelembagaan. Data menjadi 
dasar dalam suksesnya pembangunan di berbagai bidang. 
Kita dan generasi penerus kita di masa depan sangat 
membutuhkan data yang akurat dan berkualitas. 
Masyarakat harus peduli dan melek data, mari berperan 
serta, karena ’Data Mencerdaskan Bangsa’. 
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Anak Masuk PAUD, Perlukah? 
Etik Isnaeni 

Statistisi BPS Kota Tasikmalaya 

 
Apakah Anda mempunyai Balita? Masa Balita 

seringkali dikaitkan dengan istilah Golden Age atau Usia 
Emas. Usia emas anak adalah masa terpenting untuk 
pertumbuhan dan perkembangan anak. 

asa ini menjadi basis serta landasan pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Usia emas terjadi pada masa 
awal kehidupan anak yaitu 0–6 tahun. Sebagaimana emas, 
jika ia ditempa dengan baik maka akan tercipta perhiasan 
yang indah. Begitu pula anak, jika pada usia emasnya 
dididik dengan baik maka ia akan menjadi anak yang 
memiliki mental dan karakter yang istimewa. 

Orang tua mesti memahami pentingnya usia emas 
anak untuk menanamkan nilai-nilai dan pendidikan 
terbaik bagi buah hatinya. Pada masa ini anak akan 
dengan mudah menyerap informasi, baik informasi baik 
maupun buruk. 

Oleh karena itu orang tua harus memastikan segala 
yang diterima anak pada usia emas ini adalah informasi 
yang baik, perintah yang baik, nasihat yang baik serta 
pembiasaan yang baik. Jauhkan segala hal negatif dari 
anak karena apa yang diterimanya pada usia ini akan 
sangat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. 
Salah satu yang perlu diperhatikan oleh orang tua pada 
usia emas anak adalah memberinya pendidikan terbaik. 
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
diselenggarakan melalui tiga jalur yaitu informal, formal 
dan non formal. PAUD adalah jenjang pendidikan yang 
diberikan kepada anak berusia 0–6 tahun sebelum 
memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). 

PAUD formal mencakup Taman Kanak-kanak (TK) 
dan Raudlatul Athfal (RA) yang diperuntukkan bagi anak 
berusia 4-6 tahun. PAUD non formal disediakan bagi anak-
anak berusia 2-4 tahun yang memiliki beberapa jenis 
pendidikan yang dikenal dengan Tempat Penitipan Anak 
(TPA) dan Kelompok Bermain atau Play Group. 

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan 
yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan anak 
yang pertama dan terpenting adalah penanaman 
pendidikan dari keluarga khususnya orang tua. 

Bahkan sebuah syair Arab menyebutkan bahwa 
Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. 
Pendidikan anak di dalam keluarga merupakan fase 
pembentukan mental dan karakter. Pendidikan di dalam 
keluarga ditanamkan melalui keteladanan, pembiasaan, 
perintah dan larangan. 

Lalu, seberapa pentingkah bagi orang tua untuk 
menyekolahkan buah hatinya di jenjang PAUD? PAUD 
bertujuan untuk membantu perkembangan kognitif dan 
sosial anak-anak pra sekolah sebelum memasuki jenjang 
Sekolah Dasar (SD). 

Melalui PAUD, orang tua dapat mengetahui sejauh 
mana perkembangan kognitif serta motorik anak.  Anak-
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anak akan bermain dan belajar secara klasikal sehingga 
secara langsung mereka akan belajar untuk bersosialisasi. 

Dalam wadah PAUD, anak-anak akan memahami 
bagaimana konsep berbagi, konsep bermain bersama, 
berfokus menerima perintah serta mengikuti kegiatan 
secara terstruktur. Dapat dikatakan 
bahwa PAUD merupakan tahap ‘pemanasan’ sebelum 
masuk ke jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Berdasarkan data BPS, pada 2018 sebanyak 21,53 
persen penduduk 0-6 tahun sedang mengikuti pra sekolah 
dan sebanyak 6,83 persen pernah mengikuti pra sekolah. 
Jenis pendidikan pra sekolah yang paling banyak diikuti 
adalah TK yaitu sebanyak 60,86 persen. Diikuti 
dengan PAUD/PAUD terintegrasi (30,29 persen), RA (6,18 
persen), Kelompok Bermain (2,09) dan Tempat Penitipan 
Anak (0,57 persen). 

Kondisi perkotaan dan perdesaan memiliki 
karakteristik yang berbeda dalam hal keikutsertaan anak 
0-6 tahun pada pendidikan pra sekolah. Pada 2018, 
keikutsertaan anak pada pendidikan pra sekolah di daerah 
perkotaan lebih tinggi (22,53 persen) dibandingkan 
dengan daerah perdesaan (20,38 persen). 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Penduduk 
wanita bekerja di daerah perkotaan lebih banyak 
dibanding daerah perdesaan, sehingga mereka lebih 
memilih untuk memberikan pendidikan pra sekolah 
misalnya di Tempat Penitipan Anak (TPA) maupun 
Kelompok Bermain. Selain itu, kondisi sosial di perkotaan 
juga lebih individualis sehingga orang tua lebih memilih 
pra sekolah sebagai wadah belajar bersosialisasi. 
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Peran Pemerintah 

Memahami pentingnya pemanfaatan usia emas 
pada anak, pemerintah turut serta berpartisipasi dalam 
memberikan pendidikan terbaik bagi anak bangsa. Anak-
anak merupakan masa depan bangsa yang akan 
berkontribusi bagi pembangunan negeri di masa yang 
akan datang sehingga pemerintah wajib menyiapkan 
anak-anak sebagai generasi unggul. Pemerintah 
memanfaatkan usia emas dengan berfokus pada 
pendidikan pra sekolah. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2019, Pemerintah mewajibkan Pemerintah 
Daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan 
layanan PAUD. Dengan demikian, PAUD menjadi salah 
satu layanan wajib di selenggarakan Pemda. 

Data Kemendikbud mencatat bahwa pada 2019 
terdapat sekitar 6,3 juta anak usia 0-6 tahun, didampingi 
oleh 514 ribu tenaga pendidik dengan jumlah unit 
pendidikan pra sekolah sebanyak 232.411 unit. Dari data 
ini dapat dilihat rasio guru dan anak pada semua jenjang 
adalah 1:12, artinya satu orang guru mendampingi 12 
anak. 

Berdasarkan Kemendiknas, rasio ideal guru dan 
anak pada jenjang TPA (0-4 tahun) adalah 1:4, 
jenjang PAUD 2-4 tahun adalah 1:8, dan jenjang PAUD 4-6 
tahun adalah 1:15. 

Dari sisi anggaran, pemerintah memberikan 
dukungan yang besar. Data Kemendikbud menyebutkan 
bahwa pada tahun 2019 alokasi Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan (BOP) PAUD mencapai 4,457 triliun. 

Dana tersebut diserahkan kepada seluruh satuan 
pendidikan PAUD dengan jumlah bantuan sebesar Rp 600 
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ribu per anak per tahun. Selain itu, dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah 
pemerintah mengalokasikan tidak kurang 500 Milyar 
untuk membangun infrastruktur sekolah dan 
menyediakan buku serta alat permainan edukasi. 

Menilik data BPS, pada tahun 2018 dari 83.931 
desa/kelurahan baru 60.410 desa/kelurahan memiliki 
sekolah Pos PAUD dan 53.575 desa/kelurahan memiliki 
sekolah TK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 
masih perlu meningkatkan infrastruktur sekolah demi 
pemerataan pendidikan anak. 

 

Dukungan Orang Tua 

Pemerintah telah mengambil peran dalam 
mendukung pendidikan anak dengan cara memfasilitasi 
sarana dan prasarana pendidikan anak. Pemerintah 
berharap besar terhadap para orang tua untuk 
mempercayakan pendidikan buah hatinya 
kepada PAUD yang sudah disiapkan oleh pemerintah. 

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya para 
orang tua ikut membantu kesuksesan program pemerintah 
dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. 
Namun dalam memilih sekolah PAUD bagi anak, orang 
tua harus tetap mempertimbangkan beberapa hal. 

Pertama, orang tua seharusnya mengenali karakter 
anak. Dengan mengenali karakter anak, orang tua dapat 
berkomunikasi dengan guru mengenai karakter anak 
sehingga guru dapat memberikan perlakuan khusus 
terhadap anak jika ia membutuhkannya. 

Dilihat dari karakter anak, orang tua dapat 
memastikan kesiapan untuk mengikuti 
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pendidikan PAUD. Kesiapan anak tidak dapat ditentukan 
dari usianya karena karakter, pertumbuhan dan 
perkembangan tiap anak berbeda-beda. 

Kedua, orang tua harus mencari informasi 
mengenai sekolah yang sesuai bagi anaknya. Masing- 
masing sekolah memiliki kebijakan dan fasilitas yang 
berbeda. Orang tua harus memperhatikan hal ini karena 
erat kaitannya dengan dengan output pendidikan yang 
diterima oleh anak nantinya. 

Selain itu, karakter anak juga akan berpengaruh 
terhadap pilihan sekolah. Jarak sekolah dengan tempat 
tinggal juga merupakan hal penting untuk diperhatikan. 
Sebaiknya, pilihlah sekolah yang dekat dengan tempat 
tinggal. 

Yang ketiga, orang tua harus tetap memikirkan 
budget pendidikan anak usia dini. Meski pemerintah telah 
memberikan anggaran BOP PAUD, tapi beberapa sekolah 
masih menentukan besaran iuran pendidikan per bulan. 

Besarnya iuran masing- masing sekolah akan 
berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dan fasilitas yang 
disediakan. Beberapa sekolah ternama di kota besar 
bahkan biayanya mencapai puluhan juta per tahun. Tapi 
orang tua tak perlu khawatir karena masih banyak 
sekolah PAUD dengan standar fasilitas tertentu dengan 
biaya yang ramah di kantong. 

Dalam hal pendidikan anak pada usia dini, 
pemerintah telah menjalankan perannya dalam 
menyediakan pendidikan terbaik bagi anak bangsa. Dan 
mengingat pentingnya usia emas anak, sewajarnya orang 
tua memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya 
melalui PAUD. 
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Tapi, keputusan akhir untuk memilih mana 
sekolah terbaik bagi anaknya ada di tangan orang tua 
melalui berbagai pertimbangan. Pemerintah dan orang tua 
sudah semestinya saling mendukung demi pendidikan 
terbaik anak-anak bangsa. 
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Gempuran  Sampah Plastik Ancam 
Kesehatan Manusia 

Fenti Anggraeni 
Statistisi BPS Kota Tasikmalaya 

 

Permasalahan sampah di tanah air sepertinya 
belum juga usai. Akhir tahun 2018 seekor paus sperma 
ditemukan mati di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 
Setelah diidentifikasi lebih lanjut, ditemukan sampah 
plastik yang beratnya mencapai 5,9 kilogram didalam 
perut paus tersebut yang diduga sebagai penyebab 
kematiannya.  

Banyaknya sampah plastik yang terbuang di lautan 
menyebabkan paus tersebut sudah tidak mampu 
membedakan mana makanan dan bukan makanan. Tak 
hanya paus, biota laut lainnya juga diindikasi memakan 
sampah plastik yang terbuang ke lautan. 

Indonesia sendiri tercatat sebagai negara penghasil 
sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah 
Cina. Dilansir dari kompas.com, Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Susi Pudjiatuti menyebutkan bahwa 
berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri 
Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik, 
sampah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 64 
juta ton per tahun, dimana sebanyak 3,2 juta ton sampah 
plastik tersebut terbuang ke laut. 

Tidak hanya di laut, sampah plastik juga 
mencemari daratan. Partikel sampah plastik dapat 
mencemari tanah, mengancam binatang pengurai seperti 
cacing, serta dapat mengganggu kesuburan tanah. Tanah 
yang tercemar sampah plastik mengandung zat kimia 
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berbahaya, sehingga jika digunakan untuk lahan 
pertanian, tanaman yang tumbuh di atasnya dapat 
tercemar oleh zat kimia dari sampah plastik tersebut. Bisa 
dibayangkan dampaknya terhadap kesehatan jika 
tanaman tersebut dikonsumsi oleh manusia. 

Baru-baru ini isu sampah plastik kembali 
menghangat dengan adanya berita penyelundupan 
sampah plastik ke Indonesia akhir Juni 2019 lalu. Sampah 
plastik tersebut diselundupkan ke Indonesia bersama 
sampah kertas yang diimpor sebagai bahan baku 
pembuatan kertas. Hal ini memicu kecaman dari sejumlah 
pihak, mengingat sampah plastik merupakan sampah 
yang sulit terurai dan berbahaya jika tidak terkelola 
dengan baik. 

 

Bahaya Sampah Plastik 

Ketergantungan masyarakat akan produk plastik 
memang sangat besar. Mulai dari produk rumah tangga, 
alat tulis, alat kesehatan, bahan bangunan, dan sebagainya 
banyak yang berbahan dasar plastik. Tidak bisa dipungkiri 
memang banyak peralatan berbahan dasar plastik yang 
dijual dengan harga relatif murah sehingga terjangkau 
masyarakat.  

Permintaan yang tinggi akan produk plastik 
membuat produksinya juga meningkat dari tahun ke 
tahun. Dilansir dari situs ourworldindata.org, pada tahun 
1950 dunia memproduksi plastik hanya 2 juta ton 
pertahun. Namun pada tahun 2010 produksinya jauh 
meningkat tajam menjadi 270 juta ton pertahun kemudian 
tahun 2015 mencapai 381 juta ton pertahun. Sayangnya, 
dari jutaan ton plastik yang diproduksi tersebut tidak 
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semuanya didaur ulang dan diestimasi sekitar 55 persen 
berujung menjadi sampah plastik. 

Sampah plastik sendiri merupakan sampah yang 
sangat sulit terurai dan mampu bertahan sangat lama di 
bumi bahkan ada sampah plastik yang membutuhkan 
waktu sampai ratusan tahun untuk bisa terurai. Dan 
sebenarnya sampah plastik tidak dapat sepenuhnya 
terurai tetapi hanya hancur menjadi partikel-partikel kecil 
yang disebut mikroplastik.  

Mikroplastik inilah yang kini banyak tersebar dan 
mencemari lingkungan, baik di daratan maupun perairan. 
Sejumlah penelitian menemukan kandungan mikroplastik 
yang cukup tinggi pada beberapa merek air mineral, 
garam dan madu. Kandungan  mikroplastik yang sangat 
tinggi juga ditemukan di lautan. Hal ini menyebabkan 
makanan laut berisiko tinggi tercemar mikroplastik. 

Lalu apa akibatnya jika mikroplastik masuk ke 
dalam tubuh manusia? 

Dilansir dari kompas.com, menurut ahli 
toksikologi kimia dari Universitas Indonesia, Dr. Rer. nat 
Budiawan, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh akan 
tertahan di dalam tubuh dan sulit sulit disekresikan 
(dikeluarkan). Akibatnya, organ tubuh bisa terganggu. 
Misalnya saja jika masuk kedalam organ hati dan ginjal, 
maka kinerja organ hati dan ginjal akan terganggu. 

Selanjutnya, menurut ahli gizi dari Persatuan Ahli 
Gizi Indonesia (Persagi), Dr Rita Ramayulis, DCN, MKes, 
meskipun belum banyak penelitian tentang dampak 
mikroplastik pada manusia tetapi penelitian pada satwa 
liar ditemukan bahwa mikroplastik dapat melepaskan 
senyawa kimia yang berupa logam berat. Selain itu 
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dikhawatirkan pula terdapat mikroorganisme patogen 
yang menempel pada mikroplastik tersebut.  

Jika pada mikroplastik tersebut menempel mikroba 
yang bersifat patogen dan masuk di saat kondisi tubuh 
sedang lemah maka dapat menginfeksi tubuh. 
Mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh dapat 
berakibat keracunan, kerusakan jaringan bahkan 
kematian.  

Dampak yang sangat serius akibat sampah plastik 
yang tidak dikelola dengan baik tentunya menimbulkan 
kekhawatiran di masyarakat. 

 

Upaya pemerintah  

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 
menangani permasalahan sampah. Diantaranya yaitu 
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 tentang pengelolaan sampah.  

Undang-Undang tersebut mengubah paradigma 
lama tentang sampah. Dahulu sampah dianggap sebagai 
sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Namun 
kini berubah yaitu bagaimana sampah dapat dikelola dan 
bisa dimanfaatkan. 

Selain itu, melalui Perpres No. 97 tahun 2017 
pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30 
persen dan penanganannya mencapai 70 persen pada 
tahun 2025. 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan program 
bank sampah dalam rangka mengurangi jumlah sampah. 
KLHK menyatakan terdapat 5244 bank sampah pada 
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tahun 2017 yang tersebar di 34 provinsi atau 219 
kabupaten/kota. Program bank sampah mengajak 
masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah yang 
selanjutnya dapat ditukarkan dengan uang pada bank-
bank sampah.  

Kesadaran mayarakat untuk memilah sampah 
sebelum dibuang masih relatif rendah. Hasil Survei Sosial 
Ekonomi Nasiona (SUSENAS) tahun 2014 baru 18,84 
persen rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah.  

Dengan adanya program bank sampah diharapkan 
masyarakat terpicu semangatnya untuk melakukan 
pemilahan sampah. Selain turut menjaga kelestarian 
lingkungan, secara ekonomi juga untung karena tidak 
perlu memberi barang baru yang bisa didapat dari hasil 
daur ulang. Selain itu hasil pemilahan sampah juga bisa 
disetor ke bank sampah yang hasilnya menambah uang 
belanja rumah tangga. 

Selain ditukar dengan uang, ada pula bank sampah 
yang menukar sampah dengan sembako, pembayaran 
listrik, pembayaran biaya kesehatan dan emas. Dengan 
peluncuran program bank sampah selain dapat 
mengurangi jumlah sampah secara nasional juga dapat 
membantu perekonomian di masyarakat. 

Upaya lain dari pemerintah untuk mengurangi 
sampah yaitu dengan menyusun rancangan peraturan 
menteri KLHK tentang peta jalan pengurangan sampah 
oleh produsen. Peraturan ini ditujukan untuk para 
produsen agar ikut bertanggung jawab dalam mengurangi 
limbah yang berasal dari produk dan atau kemasan 
mereka. Sasaran utama dari peraturan ini mengarah pada 
tiga pelaku usaha yaitu pemilik merek, pengecer dan 
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sektor jasa makanan dan minuman misalnya hotel, kafe 
dan restoran. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah 
diharapkan mampu mengurangi produksi sampah secara 
umum dan secara tidak langsung juga turut mengurangi 
jumlah produksi sampah plastik. 

 

Kontribusi kita 

Pemasalahan sampah sebenarnya bukan semata 
tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai masyarakat 
harus turut serta berkontribusi dalam mengatasi 
permasalahan sampah, terutama sampah plastik.  

Akar permasalahan dari sampah plastik yang 
mencemari lingkungan adalah dari kebiasaan membuang 
sampah sembarangan. Sampah yang dibuang tidak pada 
tempatnya sebagian akan hanyut ke saluran air, kemudian 
ke sungai dan akhirnya bermuara ke lautan. Itulah 
sebabnya lautan kita penuh dengan sampah.  

Menumpuknya sampah plastik di lautan juga tidak 
terlepas dari kebiasaan buruk masyarakat yang 
membuang sampah ke sungai. Menurut hasil pendataan 
Potensi Desa (PODES) 2018 yang dilakukan oleh BPS, dari 
83.931 desa di Indonesia, sebanyak 9.673 desa (11 persen) 
sebagian besar warganya membuang sampah ke sungai/ 
saluran irigasi/ danau/ laut.  

Selain mencemari air, kebiasaan masyarakat 
membuang sampah ke sungai akan mengganggu 
ekosistem di perairan. Populasi binatang air berkurang 
akibat polusi sampah yang dibuang di sungai. Sampah 
yang tidak dapat terurai dan hanyut terbawa aliran sungai 
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akhirnya mengalir ke laut dan dampaknya lautan di 
Indonesia menjadi tercemar. 

Penanaman kebiasaan membuang sampah pada 
tempatnya harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan 
keluarga. Anak-anak sedari kecil diajarkan untuk terbiasa 
membuang sampah pada tempatnya. Jika sedang berada 
di luar dan sulit menemukan tempat sampah maka 
sampah tersebut dimasukan dahulu ke saku baju, di tas, 
atau dipegang hingga menemukan tempat sampah 
terdekat. 

Hal mudah lainnya yang bisa dilakukan adalah 
membawa tas belanja sendiri. Tentunya tas belanja yang 
dapat dipakai berluang-ulang. Misalnya tas belanja yang 
terbuat dari kain. Tas plastik yang digunakan untuk 
membungkus barang belanja dapat dikurangi jika kita 
membawa tas belanja sendiri.  

Sayangnya meskipun mudah dilakukan, kesadaran 
masyarakat untuk mengurangi sampah dengan membawa 
tas benjaan sendiri masih sangat rendah. Hasil Survei 
Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial 2017 
menunjukkan hanya 8,7 persen rumah tangga yang selalu 
membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah.  

Rajin membersihkan lingkungan juga bisa menjadi 
salah satu solusi. Masyarakat gotong royong 
membersihkan jalan dan saluran air yang tersumbat oleh 
sampah sehingga sampah tersebut tidak sampai hanyut ke 
sungai. 

Cara lainnya adalah dengan mengurangi 
penggunaan sedotan plastik. Kita bisa memilih untuk 
tidak menggunakan sedotan saat membeli minuman. Atau 
bisa dengan membawa sedotan sendiri yang terbuat dari 
bahan stainless steel.  
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Meski ukurannya kecil ternyata sampah sedotan 
plastik menduduki peringkat ke-5 penyumbang sampah 
platik di dunia. Karena sampah sedotan plastik jarang 
sekali diminati oleh para pelaku daur ulang sehingga nilai 
ekonominya pun rendah. Akhirnya hanya sekali pakai dan 
dibuang. 

Apabila setiap individu menyadari bahaya besar 
yang mengancam jika terus boros menggunakan plastik, 
harapannya gempuran sampah plastik dapat ditekan 
secara nyata. Tingkat pencemaran juga semakin 
berkurang.  

Dengan lingkungan yang bersih maka kita dapat 
tinggal di bumi ini dengan nyaman. Kita juga akan 
mewariskan lingkungan yang bersih dan sehat untuk anak 
cucu kita. 
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Orang Tua Milenial, Terapkan Digital 
Parenting! 

Amalia Lestari 
Statistisi BPS Kota Tasikmalaya 

 
 

Kehadiran teknologi komunikasi digital dewasa ini 
sudah banyak memengaruhi komunikasi dalam suatu 
keluarga. Fenomena yang terjadi sekarang sering dijumpai 
dimana masing-masing anggota keluarga asyik dengan 
dunia maya nya sendiri-sendiri melalui penggunaan 
telepon seluler mereka yang sudah serba canggih. Telepon 
seluler yang semula hanya alat komunikasi jarak jauh dari 
tahun ke tahun mengalami kemajuan mulai dari telepon 
sederhana hingga era gadget seperti sekarang ini. 
Kebutuhan gadget memang sudah menjadi hal yang tidak 
bisa dilepaskan dari aktivitas kita. 

Namun dibalik keunggulannya dalam 
mempermudah komunikasi menuai problema yang bisa 
mengurangi arti silaturahmi hingga tercetus kalimat 
"mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat". 
Dalam suatu keluarga seolah-olah mereka hanya 
berkumpul secara fisik tanpa adanya komunikasi satu 
sama lain, dengan kata lain interaksi diantara  mereka 
terbatas. Kemajuan teknologi komunikasi ternyata tidak 
hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif 
jika tidak bijak menggunakan alat komunikasi digitalnya. 

Para orang tua yang asyik dengan alat komunikasi 
digital terkadang sampai  mengesampingkan kepentingan 
anak/keluarga. Inilah kesalahan orang tua dalam 
mendidik anak, bahkan karena kesibukannya orang tua 
sampai tidak bisa mengontrol penggunaan komunikasi 
digital yang dilakukan anaknya. Kejadian seperti ini harus 
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menjadi warning bagi para orang tua, karena sejatinya 
orang tua diharapkan menjadi model yang baik untuk 
diteladani anak-anaknya.  

Dalam hal membesarkan anak tentunya yang 
terpenting adalah parenting (pola asuh) yang diterapkan 
terhadap anak. Tentunya dewasa ini seiring 
berkembangnya jaman di era digital, gaya parenting 
mendidik anak juga harus disesuaikan. Di era digital ini 
seiring membanjirnya arus informasi yang bisa 
didapatkan dengan mudah melalui internet, sudah 
seharusnya para orang tua mulai aware terhadap anak 
dalam hal parenting, karena parenting jaman sekarang 
berbeda dengan jaman dulu. 

Para orang tua jaman dulu belum mengenal 
internet, sehingga dalam hal parenting dilakukan secara 
mandiri tanpa bantuan informasi dari internet. Sangat 
berbeda dengan para orang tua jaman sekarang yang 
akrab dengan sebutan generasi milenial, dimana 
perkembangan teknologi seperti gadget dan internet sudah 
sangat banyak digunakan dengan akses yang semakin 
mudah dan murah. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsep 
generasi milenial adalah penduduk Indonesia yang lahir 
antara tahun 1980-2000. Sebagian besar generasi milenial 
tersebut sudah menjadi orang tua. Sehingga anak-anak 
dari para orang tua milenial tentunya sejak kelahirannya 
sudah terpapar pesatnya perkembangan teknologi seperti 
komputer, internet, dan lain lain. 

Proses perkembangan teknologi era digital ini 
mencatat bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat 
banyak pengguna internetnya, dimana pengakses internet 
mayoritas menggunakan telepon seluler. Berdasarkan data 
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Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS, secara 
nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 
persentase jumlah penduduk yang memiliki/menguasai 
internet terus meningkat. Pada tahun 2013, persentase 
penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah 
mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sekitar 19,49 
persen dan meningkat menjadi 32,34 persen pada tahun 
2017. Peningkatan penggunaan internet ini terjadi baik di 
daerah perkotaan maupun perdesaan. 

Fasilitas telepon selular memiliki peran yang cukup 
signifikan sebagai media untuk mengakses internet. 
Dalam kurun waktu 2016-2017, telepon selular menjadi 
media yang paling banyak dipilih dalam mengakses 
internet. Telepon selular mendominasi pilihan masyarakat 
untuk mengakses internet dengan porsi sekitar 90,91 
persen pada tahun 2016, dan meningkat menjadi 91,45 
persen pada tahun 2017.  

Menurut kelompok umur, pengguna internet 
terbanyak yaitu 49,86 persen adalah penduduk berumur 
dibawah 25 tahun dan 45,08 persen merupakan penduduk 
dengan umur 25-49 tahun dimana didalamnya termasuk 
generasi milenial. Sisanya hanya 5,06 persen pengguna 
internet merupakan penduduk berumur 50 tahun keatas. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa internet merupakan 
teknologi telekomunikasi yang tengah menjadi trend 
terutama bagi kalangan penduduk usia muda. 

Pesatnya perkembangan era digital di Indonesia 

faktanya didukung juga oleh 

berkembangnya infrastruktur telekomunikasi, khususnya 

layanan data. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa 

(PODES) 2018 yang dirilis BPS, saat ini hampir seluruh 

wilayah Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan 
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sudah terjangkau jaringan generasi ketiga (3G) maupun 

generasi keempat (4G). Tercatat 40,27 persen 

desa/kelurahan di Indonesia sudah terjangkau 3G/H/H+, 

dan 31,81 persen desa/kelurahan sudah terjangkau 

4G/LTE. 

Mengingat tingginya jumlah penduduk pengakses 
internet yang berumur 5 tahun keatas (dimana 
didalamnya termasuk anak-anak) dan didukung dengan 
peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan, hal ini 
sangat mempermudah setiap pengakses internet mencoba 
berbagai aplikasi dan konten digital baru yang tersedia. 
Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah media 
sosial (medsos) seperti facebook, twitter, instagram, youtube, 
whatsapp, dll. Berdasarkan hasil pendataan SUSENAS BPS, 
tujuan penggunaan internet mayoritas untuk penggunaan 
medsos dengan persentase 79,13 persen. Hal ini 
mengindikasikan pengawasan orang tua terhadap anak-
anak harus lebih di tingkatkan. Kemudahan dalam 
mengakses internet harus diwaspadai, karena ibarat 2 sisi 
mata uang, di satu sisi internet sangat menguntungkan 
dan di sisi lain sangat membahayakan perkembangan anak 
jika tidak bijak menggunakannya. Faktanya banyak terjadi 
kasus kriminal yang dilakukan anak-anak akibat 
penggunaan internet yang kurang terkontrol orang 
tuanya.  

 

Kasus Anak Terkait Penggunaan Internet 

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) Dr. Susanto, MA, di Indonesia telah 
terjadi peningkatan kasus kriminal anak sebagai akibat 
penggunaan internet yang tidak terkontrol, diantaranya 
kasus bullying, pornografi dan cyber crime lainnya. Dalam 
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catatan KPAI rentang waktu Januari hingga September 
2018 terjadi 525 kasus pornografi dan cyber. Kasus 
kekerasan pada anak tersebut diantaranya dipicu dari 
medsos. Berawal dari saling mem-bully (cyber bullying) 
antara korban dan pelaku melalui status serta komentar 
yang menyebabkan kebencian dan permusuhan hingga 
terjadi kekerasan fisik. 

Awal tahun 2019 sempat dihebohkan dengan kasus 
pengeroyokan oleh 12 anak terhadap seorang remaja 
berusia 14 tahun bernama Audrey di Pontianak yang 
mendadak viral dengan tagar "Justice for Audrey”. Bermula 
dari saling ejek di medsos hingga akhirnya terjadi kasus 
bullying. Bahkan menurut Psikolog Sosial dari Universitas 
Gadjah Mada (UGM), Prof Drs Koentjoro, MBSc, PhD, 
media sosial (medsos) bisa memengaruhi perilaku sosial 
seseorang, termasuk aksi bullying. 

Kasus kekerasan lainnya di awal tahun 2019 yang 
melibatkan anak terjadi di Gresik Jawa Timur. Viral 
sebuah video yang mempertontonkan siswa mem-bully 
seorang guru. Dalam video tersebut, seorang siswa 
sesekali mendorong bahkan mengarahkan tangannya 
yang terkepal ke arah sang guru dan tampak merokok di 
hadapan guru tersebut serta mengeluarkan kata-kata yang 
tidak pantas. Sementara itu para siswa yang lain asyik 
merekam dan menertawakan. Kejadian ini sangat 
memprihatinkan karena mencerminkan sikap yang tidak 
santun dan tidak pantas dilakukan oleh seorang siswa.  

Terkait kejadian tersebut, kemungkinan prilaku 
anak seperti itu karena ada pengaruh kuat dari pola 
asuhnya di rumah. Selain itu bisa juga karena siswa 
tersebut sudah kecanduan gadget dimana konten yang 
ditontonnya mengandung unsur kekerasan, sehingga anak 
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jadi tidak bisa membedakan antara perilaku di dunia maya 
dengan dunia nyata.  

 

Apa itu Digital Parenting? 

Kasus cyber crime yang melibatkan anak-anak (baik 
sebagai pelaku ataupun korban) sudah sangat 
mengkhawatirkan. Bully secara verbal apalagi secara fisik, 
memberikan dampak yang luar biasa bagi korban. Tidak 
hanya terluka secara fisik, bahkan berdampak luka batin 
secara psikologis. Melihat efek samping dari penggunaan 
internet yang tidak terkontrol, sebagai orang tua sangat 
penting menerapkan gaya parenting  terhadap anak yang 
disesuaikan dengan era digital sekarang ini.  

Psikiater dan praktisi pendidikan anak terkemuka 
di Korea Yee-Jin Shin membuat istilah digital parenting 
atau pola asuh anak ketika berhadapan dengan perangkat 
digital. Secara garis besar digital parenting adalah 
memberikan batasan yang jelas kepada anak tentang hal-
hal yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan saat 
menggunakan perangkat digital. Terlebih untuk anak-
anak yang baru pertama kali mengenal gadget. Orang tua 
harus memberi bimbingan dan petunjuk kepada anak 

Dalam digital parenting menurut Yee-Jin Shin, hal 
utama adalah orang tua harus memahami kapan waktu 
yang tepat untuk memberikan gadget pada anak. Tidak 
hanya berupa peraturan-peraturan, digital parenting juga 
bisa diterapkan dengan cara pendekatan yang dilakukan 
orang tua untuk menjelaskan seputar pengalaman 
menggunakan gadget dengan anak. Bisa juga dengan 
memberi pengertian pada anak mengapa ditetapkan 
peraturan penggunaan gadget. Tujuannya tidak hanya 
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agar anak menjadi patuh, tetapi anak juga paham dan bisa 
bekerjasama dengan orang tuanya. 

 

Kontrol Yang Bisa Dilakukan Orang Tua 

Di era teknologi canggih seperti sekarang ini, 
cukup sulit jika mengisolasi atau tidak memperbolehkan 
anak sama sekali bermain gadget. Untuk itu sebagai orang 
tua jika telah membelikan gadget untuk anak, harus segera 
menerapkan digital parenting begitu diberikan. Ada 
beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua.  

Pertama, bangun bonding (kedekatan) bersama 
anak dengan cara meluangkan waktu meskipun hanya 
sebentar. Misalnya, saat akhir pekan melakukan jalan-jalan 
atau sekedar berbincang-bincang dirumah. Waktu 
tersebut, dapat digunakan untuk mebicarakan apa yang 
sedang dialami oleh anak dan mengungakapkan uneg-
uneg masing masing. Atau jika orang tua tidak sempat di 
waktu weekend maka, disetiap akan berangkat bekerja 
selalu ada komunikasi antara anak dan orang tua 
walaupun hanya beberapa menit. Jika anak dekat dengan 
orang tua akan timbul rasa percaya dari anak kepada 
orang tua, sehingga anak dengan terbuka akan 
menceritakan hal-hal yang dialami tanpa perlu diminta 
oleh orang tua. 

Kedua, hal yang sangat penting diperhatikan oleh 

orang tua yaitu menanamkan fondasi agama yang kuat 

terhadap anak di lingkungan keluarga. Wajib hukumnya 

orang tua mengajarkan anak-anak tentang agama sejak 

dini. Mengajarkan anak tentang ilmu agama bukan 

semata-mata hanya belajar mengaji tetapi juga dengan 
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belajar mengkaji ilmunya. Jika fondasi agamanya kuat, 

diharapkan anak generasi milenial akan tetap santun. 

Ketiga, orang tua harus lebih pintar dari anak 
dalam hal internet dan media sosial. Dalam hal medsos, 
orang tua dapat menjadi teman di akun medsos anak, 
sehingga anak menyadari tentang apa saja yang akan 
dipost dalam akunnya akan di awasi oleh orang tuanya. 
Selain itu, orang tua juga harus ada kesepakatan dengan 
anak dalam hal keterbukaan password baik telepon seluler 
maupun akun medsos. Terkait posting status, foto, video, 
share informasi, dll, orang tua juga harus memberikan 
contoh misalnya dengan cara posting hal-hal yang 
memberikan informasi bermanfaat. 

Keempat, memasang aplikasi pemblokir konten 
negatif di gadget anak. Ini bertujuan agar konten yang 
diakses oleh anak sesuai batasan usianya. Sehingga anak 
tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk dalam dunia 
internet maupun medsos.  

Kelima, diberlakukan pembatasan pengguanaan 
gadget pada waktu tertentu. Misalnya ketika sedang 
berkumpul bersama keluarga, setiap anggota keluarga 
dilarang memainkan gadget. Hal ini dilakukan agar 
suasana keluarga semakin harmonis, dengan begitu anak 
jadi merasa diperhatikan oleh orang tuanya.  

Kelima cara tersebut diharapkan dapat 
mengedukasi anak dalam memenfaatkan perangkat 
digital. Tidak dapat dipungkiri perangkat digital yang 
canggih saat ini memang mempermudah kebutuhan kita. 
Dengan menerapkan digital parenting diharapkan mampu 
menjadi orang tua milenial yang cerdas di era digital, yaitu 
mampu melindungi anak-anak dari dampak negatif digital 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
453 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

tanpa  menghalangi potensi manfaat (dampak positif) 
yang didapat dari penggunaannya. 
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Karakter Anak Cerminan Keluarga 
Perdy Irmawan Prayitno 
Statistisi BPS Kota Depok 

 

Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1984 
menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak  Nasional (HAN) 
merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap anak. 
Peringatan HAN  dapat menjadi momentum untuk 
memunculkan kepedulian semua pihak untuk 
memberikan  perhatian khusus. Dalam hal ini, peran 
keluarga sangat penting.   

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama 
dan utama bagi anak. Pertama  dalam mencontoh segala 
sesuatu yang baru bagi anak. Utama, karena waktu anak 
banyak  dihabiskan bersama keluarga. Untuk itu, sudah 
menjadi suatu keharusan bagi keluarga untuk  
memberikan teladan yang baik.  

Anak merupakan peniru sejati. Terlebih lagi, 
memori yang didapatkan pada masa golden age (0-5 tahun). 
Menurut para ahli, usia tersebut merupakan masa terbaik 
untuk  perkembangan otak dan fisik anak. Pada masa ini, 
anak mendapatkan pengalaman pertama  yang akan 
terekam di bawah alam sadar mereka.  

Pengalaman pertama inilah menjadi awal proses 
pembentukan karakter dan  kepribadian seorang anak. 
Pengalaman tidak baik akan melahirkan generasi penerus 
yang  bermasalah. Bukan perkara mudah untuk 
memperbaiki karakter anak yang terlanjur  menyimpang. 
Mengingat pepatah ”lebih baik mencegah daripada 
mengobati”, namun jika  telah terjadi seharusnya senantisa 
memperbaiki, karena tidak ada kata terlambat dalam  
kebaikan.   
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Profil Anak  

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, 
anak adalah seseorang yang belum  berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada 2017, 
jumlah anak  Indonesia mencapai 79,6 juta jiwa (30,5 
persen) atau 1 dari 3 penduduk merupakan anak anak 
(Proyeksi Penduduk, BPS).   

Jumlah anak yang cukup besar sudah tentu 
menyimpan segudang masalah. Beberapa  masalah yang 
dihadapi adalah perilaku merokok dan diduga keras 
melakukan tindak pidana  (kenakalan).  

Kasus perilaku merokok pada anak memang tidak 
sebanyak pada orang dewasa.  Walaupun demikian, hal 
tersebut tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan publikasi 
Profil  Anak Indonesia, sebanyak 1,75 persen anak 
Indonesia berusia 5-17 tahun pada 2017 telah  merokok. 
Sebanyak 1,63 persen merokok tembakau dan sisanya 
merokok elektrik. Dan yang  mengkhawatirkan terdapat 
1,39 persen telah merokok setiap hari.  

Rokok sangat berbahaya bagi pelaku maupun 
orang di sekitarnya. Anak-anak yang  mengonsumsi rokok 
memiliki risiko bahaya yang lebih besar. Risiko tersebut 
didapat karena  sejak usia muda tubuh telah banyak 
menyerap racun rokok yang akan mendatangkan penyakit  
berbahaya di usia dewasa.  

Kebiasaan merokok pada anak kerap berhubungan 
dengan pergaulan sehari-hari.  Seorang anak kerap 
terjebak pada pergaulan yang salah. Menginjak usia 
remaja, seorang anak  cenderung bergaul dengan teman 
sebaya yang memberikan pengaruh kebiasaan merokok.  
Komasari dan Helmi (2000) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa 28 persen remaja  merokok saat 
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berkumpul dengan teman sebaya.   

Perlu peran serta semua pihak untuk mencegah 
perilaku merokok pada anak. Keluarga  dapat mengambil 
peran untuk menanamkan edukasi tentang bahaya rokok 
dan yang  terpenting memberikan contoh tidak merokok 
di depan anak. Selain itu, keluarga dapat  menanamkan 
nilai-nilai kebaikan tentang tidak mudah terpengaruh oleh 
hal yang merugikan.   

Pemerintah memegang peranan penting dalam 
permasalahan perilaku merokok pada  anak. Pemerintah 
sebaiknya memberi batasan waktu terhadap penayangan 
iklan rokok di  media massa. Selain itu, pemerintah 
sebaiknya menerbitkan regulasi penetapan usia yang  
dapat membeli rokok. Dengan adanya kepedulian 
terhadap masalah ini memberikan harapan  akan 
perbaikan kesehatan anak dan akan berdampak pada 
aspek lainnya, salah satunya  pendidikan.  

Sementara itu, kasus anak sebagai pelaku tindak 
pidana tidak dapat dikesampingkan.  Berdasarkan data 
Kementerian Hukum dan HAM, jumlah anak yang 
tersangkut hukum tahun  2017 (3.479 anak) meningkat 
dibandingkan tahun 2016 (3.213 anak). Dari data tersebut  
sebanyak 97,84 persen dilakukan oleh anak laki-laki.   

Permasalahan hukum yang melibatkan anak tidak 
boleh didiamkan, harus segera  mengambil tindakan 
persuasif. Memasukkan pendidikan agama bisa menjadi 
solusi dari  permasalahan ini. Keluarga sebagai orang 
terdekat anak dapat memberikan pendidikan agama 
kepada anak. Sedangkan pemerintah dapat mengambil 
peran dengan memberikan waktu yang  cukup bagi 
pelajaran agama atau budi pekerti (karakter) di sekolah.  
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Korelasi  

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi 
tujuan utama visi Indonesia 2019- 2024 di bawah 
pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih (Joko 
Widodo - Ma’ruf  Amin). Menjalankan visi ini sebaiknya 
dimulai dari pendidikan anak. Anak menjadi harapan  
sekaligus investasi bangsa di masa depan. Sebagai penerus 
bangsa di masa mendatang, anak  perlu mendapatkan 
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.  

Agar terwujudnya visi 5 tahun kedepan, tentunya 
pemerintah tidak dapat berjalan  sendirian. Perlu 
kerjasama dari semua pihak. Terjalinnya kerjasama ini 
akan melahirkan masa  depan bangsa yang lebih baik. 
Selain itu, perlu pemetaan masalah yang dihadapi guna  
menghadirkan solusi yang tepat sasaran.   

Dua kasus di atas merupakan gambaran masalah 
yang dihadapi anak Indonesia. Peran  keluarga sangat 
penting guna melindungi buah hati agar menjadi generasi 
penerus bangsa  yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan 
tema Hari Anak Nasional 2019 ”Peran Keluarga  dalam 
Perlindungan Anak”. Semoga anak Indonesia menjadi 
penerus bangsa yang dapat  dibanggakan.  
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Menumbuhkan “Performance  Intellegence” 
kita 

Dadang Darmansyah 
Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Ciamis 

 

Sebagaimana kita ketahui,  visi Badan Pusat Statistik 
(BPS)  adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk 

Semua”. Sebuah cita-cita besar dan mulia yang menjadi 
tantangan bersama. Tentunya terdapat  berbagai kendala 
yang menghadang. Oleh sebab itu, guna mewujudkannya 
dibutuhkan dukungan dari seluruh insan BPS. Hal ini 
berkaitan dengan asset utama suatu organisasi adalah 
sumber daya manusia (SDM). 

Salah satu dari tiga misi yang ditetapkan BPS berpijak 
pada kualitas SDM. Misi tersebut yaitu “Membangun 
insan statistik yang profesional, berintegritas dan 
amanah untuk kemajuan perstatistikan”.  Hal ini 
diperkuat dengan  area perubahan dan sasaran reformasi 
birokrasi BPS yang fokus terhadap peningkatan  kualitas 
mental/prilaku aparatur atau SDM nya. Sedangkan  salah 
satu dimensi ‘Pembinaan Sumber Daya Manusia’  adalah 
meningkatkan kecerdasan kinerja (Performance  
Intellegence). 

Seorang psikolog  Dr. Julie Bell, Ph.D (2009: 42) 
mengenalkan tentang Performance  Intellegence dalam 
bukunya “Performance Intellegence at work”. Kecerdasan 
kinerja yang dimaksud Bell adalah sebagai kemampuan 
untuk menampilkan kinerja terbaik ketika menghadapi 
banyak masalah atau tekanan. Orang yang memiliki 
kecerdasan kinerja dapat menggunakan kekuatan, bakat, 
keterampilan dan sumber daya yang ada pada saat yang 
tepat, ditempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat.  
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Berdasarkan penelitiannya, seseorang yang bisa 
tampil dengan performa terbaik meskipun dalam tekanan 
tidak ditentukan oleh kekuatan fisik tetapi oleh kekuatan 
mental. Jadi yang dibutuhkan dalam diri seseorang yang 
memiliki kecerdasan kinerja adalah mind of a champion/ 
mental menjadi juara. Potensi kecerdasan kinerja ini 
sebenarnya sudah tertanam dalam diri seseorang. Kita 
tinggal menumbuhkan dan mengendalikannya. 
Memunculkan fikiran positif dan meniadakan fikiran 
negatif. Merubah kalimat “apa yang tidak boleh 
dilakukan” menjadi “apa yang harus saya lakukan”. 

Kondisi saat ini, teman-teman BPS di daerah  
merasakan adanya peningkatan volume pekerjaan  dengan 
jadwal kegiatan yang beririsan. Apalagi semua kegiatan 
memiliki skala prioritas yang sama.  Dilain sisi jumlah 
SDM semakin terbatas. Masalah lain yang dihadapi 
adanya beban kerja yang tidak berimbang. Semua itu 
menjadi faktor pemberat pencapaian kinerja. Namun  
tidak bisa menjadi alasan berkurangnya kinerja. 
Berdasarkan situasi ini, sangat relevan  membangkitkan 
“kecerdasan kinerja” (Performance  Intellegence) pada 
setiap insan BPS. 

Terdapat lima variabel  Performance  Intellegence , 
yaitu focus, confidence, winning game plan, self-dicipline 

dan competitiveness (Bell, 2009:48). 

Variabel pertama Focus: Sebagian besar dari kita 
memiliki fokus tunggal. Kita mungkin bisa mengerjakan 
banyak tugas/pekerjaan, tetapi saat mengerjakan tugas-
tugas tambahan fokus kita berkurang dan menurun 
sehingga kehilangan efektivitas. Kita seringkali 
dihadapkan dan mengerjakan  banyak tugas dalam waktu 
bersamaan ( multi tasking).  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
461 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Oleh sebab itu kita harus melatih diri  agar bisa  fokus. 
Fokus yang dimaksud adalah memberikan perhatian pada 
apa yang paling penting pada saat yang tepat. Meskipun 
ada gangguan namun masih ada dalam kendali fokus kita. 
Banyak diantara kita saking banyaknya pekerjaan yang 
harus dilakukan, malah tidak melakukan apa-apa karena 
bingung.   

Apalagi melihat struktur alur pekerjaan di BPS 
mengikuti  piramida terbalik. Dari berbagai deputi 
mengalir ke direktorat kemudian ke bidang-bidang di BPS 
Provinsi, ke seksi-seksi di BPS Kabupaten/Kota dan 
berujung menumpuk di Koordinator Statistik Kecamatan 
(KSK).  Ibarat peran yang dimainkan seorang ibu 
rumahtangga. Dalam keadaan sedang menyusui, dia harus 
menggoreng lauk pauk, mencuci piring, membetulkan gas 
LPG dan aktivitas lainnya dalam waktu bersamaan. Dia 
harus fokus terhadap apa yang paling penting dengan 
tidak mengabaikan hal lainnya dan semua selesai pada 
waktunya. 

Variabel kedua Confidence: Kepercayaan sangat 
mempengaruhi semua hal yang dilakukan seseorang.  
Kesalahan yang terjadi adalah seringkali seseorang 
menjadi percaya diri terhadap hasil dari pada  proses yang 
menciptakan hasil. Atau bahkan sama sekali tidak 
memiliki rasa percaya diri. Kepercayaan diri yang 
diinginkan adalah kepercayaan diri terhadap hasil tetapi 
juga pada proses yang menciptakan hasil.  

Saat kita memiliki kepercayaan diri pada setiap proses 
yang dilakukan maka secara langsung dapat memperkuat 
kepercayaan kita terhadap hasil yang diperoleh. Cara 
berfikir seperti ini akan melahirkan rasa percaya diri 
dalam mencapai tujuan organisasi BPS di masa depan. 
Dengan memiliki kepercayaan yang tinggi,  kita akan 
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melaksanakan tugas  dengan  performa terbaik. Demikian 
pula, Success story yang dimiliki seseorang akan 
membantunya  memecahkan setiap masalah dan 
menyelesaikannya dengan baik.  

Variabel ketiga Winning Game Plan: merupakan 
langkah-langkah menuju keberhasilan. Meningkatkan 
keterlibatan dalam organisasi dengan menemukan orang 
yang tepat dan fokus pada hal yang tepat untuk mencapai 
suatu keberhasilan.  Orang tersebut harus memiliki 
karakteristik yang dibutuhkan oleh organisasi. Memiliki 
ikatan emosional, memiliki kesiapan untuk melampaui 
harapan organisasi dan berkomitmen melakukan 
perbaikan.   

Martin Wright, manajer senior konsultasi strategis 
untuk Press Ganey (2017) mengatakan “Karyawan yang 
terlibat harus memiliki ikatan yang kuat secara emosional 
terhadap organisasi, mereka bersedia melakukan upaya 
tambahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kebutuhan 
sesama rekan kerja  dan mereka menunjukkan komitmen untuk 
perbaikan diri”.  

Pokok pemikiran Martin tersebut  adalah bagaimana 
pemimpin harus melihat budaya organisasi mereka dan 
fokus membangun pondasi yang diperlukan untuk 
mendorong keterlibatan seluruh karyawan. Pondasi itu 
dibangun dengan rasa saling menghormati, mengganggap 
pekerjaan kita sebagai sesuatu yang berharga, komunikasi 
yang terbuka dan proses yang efektif. Dengan demikian 
diharapkan semua insan BPS  melibatkan diri secara 
emosional untuk mencapai visi BPS dengan performa 
kinerja terbaiknya. 

Variabel keempat Self-Dicipline:  Dalam ‘disiplin diri’ 
mengandung dua sisi yaitu keinginan untuk berubah dan 
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keinginan untuk memperbaiki. Mereka yang memiiki 
disiplin diri akan menghadirkan akuntabilitas secara 
sukarela. Disiplin diri mampu menghantarkan seseorang 
meraih kesuksesan dalam pekerjaannya. Ada perbedaan 
mendasar antara menginginkan hasil dengan komitmen 
terhadap hasil.  Mereka yang hanya ‘menginginkan’ hasil 
akan melakukan apa yang mudah. Namun saat mereka 
‘komitmen’ terhadap hasil maka mereka melakukan apa 
saja yang diperlukan untuk sebuah pencapaian hasil.  

Peter Vidmar, seorang atlit pemenang mendali emas 
olimpiade mengatakan, untuk menjadi juara dia harus 
berlatih ketika ingin berlatih dan ketika dia tidak ingin 
berlatih. Saat kita tidak memiliki disiplin diri, kita tidak 
akan memiliki apa-apa. Tidak akan ada rencana besar yang 
akan terwujud tanpa disiplin diri. Disiplin diri merupakan 
kemampuan untuk melakukan apa yang benar  bahkan 
saat anda tidak ingin melakukannya.  Disiplin diri yang 
dimiliki oleh seluruh insan BPS semakin mempercepat 
proses pencapaian tujuan organisasi yang sudah 
ditetapkan. 

Variabel kelima Competitiveness: Competitive adalah 
bersaing. Sedangkan Competitiveness adalah daya saing. 
Competitiveness means different things to defferent 
people. Seseorang yang tumbuh dalam suasana persaingan 
akan memiliki karakter dan ketangguhan yang berbeda 
dengan seseorang yang selalu berada dalam suasana tanpa 
persaingan. Setiap kita selalu berada dalam situasi 
persaingan dan mereka yang akan bertahan dalam 
persaingan serta memiliki peluang untuk menjadi 
pemenang hanya mereka yang memiliki daya saing.  

Insan BPS harus terus mengasah dan meningkatkan 
kualitas daya saingnya. Sehingga dia memiliki  sesuatu 
yang berbeda yang menjadikan dia berbeda dari 
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kebanyakan orang. Pemikiran yang ingin dibangun dalam 
kecerdasan kinerja adalah bukan “I win, you lose” atau 
“You win, I lose” tapi dengan skenario “ win-win” yang 
akan membawa kita pada kinerja yang lebih tinggi.  

Jika kita mengambil sikap menghindari beban yang 
berat, situasi yang sulit, persaingan yang mudah, memilih 
“comfort zone” daripada mengambil “challenge”. Maka 
pencapaian Visi BPS yang besar dan mulia itu menjadi 
sebuah kerja yang sangat berat.  

Setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan 
kinerja terbaik dalam situasi apapun bahkan dalam 
kondisi ekstrim sekalipun. Hal ini akan mudah apabila 
terus  melatih dan membangkitkan ‘kecerdasan kinerja’. 
Kecerdasan kinerja memperkuat kemampuan dalam 
memahami situasi dan kondisi dengan tetap mengerjakan 
yang terbaik. Kecerdasan kinerja  mampu membangun 
pemahaman tentang dimana kita sekarang, kemana kita 
akan menuju dan bagaimana kita akan mencapainya. 

 

--oOo-- 
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UntukMu Pahlawanku 
Ni Nengah Eva Sri Wahyuni 
Statistisi BPS Kota Bandung 

 
Merah Putih, pemandangan yang terhampar di 

depan mata kita di setiap sudut kita melangkah. 
Pemandangan yang menjadi pertanda bahwa hari 
kemerdekaan Indonesia sudah tiba. Pemandangan yang 
senantiasa membangkitkan jiwa nasionalisme kita, yang 
kadang  tertutup oleh kesibukan dan rutinitas. Lagu-lagu 
kebangsaan mulai sering diperdengarkan, bahkan 
beberapa lagu baru diciptakan dengan lebih kekinian 
namun tetap membawa semangat kemerdekaan. Gapura 
gapura tampak berdiri kokok bernuansa merah putih 
menyambut setiap langkah kita, seakan ikut terhanyut 
dengan kenangan 74 tahun silam saat dua tokoh besar 
negara ini Soekarno dan Hatta Memproklamasikan 
Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan  para pahlawan 
merebut kemerdekaan seakan mengusik semangat 
nasionalisme kita untuk turut berbuat sesuatu untuk 
negeri ini.  

Selama 74 tahun kita menghirup udara kebebasan, 
hasil jerih payah perjuangan para pahlawan, selama itu 
pula  pembangunan di berbagai sektor telah dilakukan. 
Semua pihak berjuang membangun wilayahnya, 
memastikan negeri hasil perjuangan para pahlawan terus 
maju dan berkembang. Hampir disetiap sudut di Kota 
Bandung  dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. 
Pusat-pusat perbelanjaan, kuliner seakan berlomba 
meramaikan kota ini menjadikan kota ini ikon belanja dan 
ikon kuliner. Tentu saja tidak hanya di kedua sisi kegiatan 
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ekonomi tersebut yang semakin hari semakin bertumbuh, 
sektor-sektor ekonomi lain seperti pabrik-pabrik, hotel, 
kontruksi juga berlomba menawarkan aneka pilihan untuk 
masyarakat dalam menyambung hidup. Selain sektor 
ekonomi, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat 
perhatian yang serius dari pemerintah untuk memastikan 
setiap penduduk memperoleh kehidupan yang layak. 
Sekolah-sekolah dibangun, guru-guru ditambah 
jumlahnya, kemampuan guru juga ditingkatkan. Dari sisi 
kesehatan, puskesmas dan rumah sakit terus menerus 
meningkatkan kualitas pelayanannya, tenaga-tenaga 
kesehatan dari waktu ke waktu juga ditingkatkan baik 
kualitas maupun kuantitasnya.   Berbagai fasilitas publik 
dibangun untuk memanjakan setiap penduduk dalam 
melakukan aktifitas sehari-hari.  Pembangunan terus 
menerus dilakukan seakan tidak ingin mengecewakan 
para pahlawan yang telah berjuang demi  kita, demi masa 
depan bangsa. Salah satu indikator yang kita gunakan 
dalam mengukur  keberhasilan pembangunan suatu 
wilayah adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).  

Apakah IPM Itu? IPM (Indeks Pembangunan 
Manusia) menjelaskan bagaimana penduduk dapat 
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya 
(ipm.bps.go.id). IPM merupakan indikator penting untuk 
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain 
itu IPM dapat menentukan peringkat atau level 
pembangunan suatu wilayah/negara. Data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IPM Kota Bandung 
pada tahun 2018 adalah 81,06. Angka IPM Kota Bandung 
naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,75 point, dimana 
IPM Kota Bandung Tahun 2017 adalah sebesar 80,31. 
Angka IPM ini mengelompokkan Kota Bandung dalam 
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kelompok IPM Sangat Tinggi yaitu wilayah dengan IPM 
lebih dari 80 (ipm.bps.go.id).  Angka ini menunjukkan pula 
keberhasilan dalam kualitas hidup manusia, karena tujuan 
akhir pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup 
manusia baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun 
pendapatan. Ini semua tercermin baik melalui IPM itu 
sendiri maupun melalui komponen-komponen 
pembentuk IPM.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS,) IPM dibentuk 
melalui 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi umur panjang 
dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 
Dimensi umur panjang dan hidup sehat tercermin dari 
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH).  Angka Harapan 
Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata 
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh 
seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat 
kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil 
sensus dan survei kependudukan. AHH Kota Bandung 
tahun 2018 sebesar 74,00 yang berarti rata-rata penduduk 
Kota Bandung diperkirakan akan dapat hidup sampai 
dengan usia 74 tahun. Angka Harapan Hidup di Kota 
Bandung  terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun yang menunjukkan derajat kesehatan manusia terus 
mengalami peningkatan. Hal ini tentunya tidak terlepas 
dari berbagai program peningkatan sarana dan prasarana 
kesehatan oleh pemerintah. Pelayanan puskesmas sebagai 
sarana yang paling dekat dengan masyarakat terus 
ditingkatkan. Semua kecamatan di Kota Bandung telah 
memiliki puskesmas. Bahkan ada kecamatan yang 
keberadaan puskesmasnya tersebar dibeberapa kelurahan. 
Banyaknya kelurahan di Kota Bandung yang memiliki 
puskesmas sebanyak 72 kelurahan dari total 151  
kelurahan dan 30 kecamatan (BPS, Pendataan Podes 2018). 
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Dimensi kedua dari IPM yaitu pendidikan, 
tercermin dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan 
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan 
formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-
rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. 
Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan 
rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun 
ke atas. Sementara itu, Angka Harapan Lama Sekolah 
(HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang 
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu 
di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak 
tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur 
berikutnya sama dengan peluang penduduk yang 
bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama 
saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk 
penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan 
untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem 
pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam 
bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang 
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (ipm.bps.go.id). 
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bandung tahun 
2018 adalah 10,63 tahun yang berarti bahwa rata-rata 
penduduk Kota Bandung yang berusia 25 tahun ke atas, 
menduduki sekolah sampai kelas 2 SMA semester 2.  
Angka ini mengalami peningkatan dibanding dengan 
tahun sebelumnya sebesar 0,04 point dimana angka rata-
rata lama sekolah pada tahun 2017 adalah 10,59 tahun.  
Sementara untuk angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 
Kota Bandung tahun 2018 adalah 14,18 tahun. Yang berarti 
bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan 
oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang 
adalah selama 14,18 tahun atau setara dengan mengenyam 
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pendidikan sampai dengan Kuliah/ Perguruan Tinggi  
semester 5. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 0,28 
point dimana angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung 
tahun 2017 adalah 13,90 tahun.  

Dimensi terakhir dari IPM adalah Standar hidup 
layak. Dimensi ini dapat tercermin melalui angka 
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran per 
kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran 
per kapita dan paritas/ kemampuan daya beli. Rata-rata 
pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Survei 
Susenas sedangkan perhitungan paritas daya beli 
menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas 
merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas 
nonmakanan (ipm.bps.go.id). Angka Pengeluaran per 
Kapita yang Disesuaikan Kota Bandung tahun 2018 adalah 
16.630 (000Rp) yang berarti rata-rata penduduk Kota 
Bandung selama tahun 2018 pengeluarannya sebesar 
Rp16.630.000,- Angka ini dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan yang berarti semakin hari 
penduduk Kota Bandung kehidupannya semakin layak 
dan sejahtera.  

Seluruh dimensi yang ada menunjukkan bahwa 
pemerintah tidak main-main dalam memajukan negara 
ini. Memastikan bahwa setiap tetes darah yang jatuh 
dalam merebut kemerdekaan tidak terbuang dengan 
percuma. Memastikan bahwa setiap generasi bangsa 
semakin hari semakin memperoleh kehidupan yang layak 
di negeri Indonesia Tercinta. Terima kasih para pahlawan, 
Engkau menjadikan kami dapat menghirup kebebasan di 
Tanah Air ini. Tugas generasi selanjutnya untuk semakin 
memajukan Negeri ini. Selamat Ulang Tahun Indonesiaku. 
Dirgahayu Negeriku. Jayalah selalu Tanah Airku.  
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Pemberdayaan Penduduk dalam 
Kemiskinan Pedesaan 

A. Saebani 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

 

Di akhir pemerintahan Jokowi-JK, Badan Pusat 
Statistik (BPS) merilis mengenai jumlah penduduk miskin 
di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen (sebesar 
25,14 juta orang) yang mengalami penurunan sebesar 0,41 
persen poin (turun 0,80 juta orang) dibandingkan pada 
periode Maret 2018 sebesar 9,82 persen (sebesar 25,95 juta 
orang). 

Namun demikian, kualitas penurunan tingkat 
kemiskinan Maret 2018-Maret 2019 kecenderungan terjadi 
perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya 
antara 2017 -2018 (turun 0,82 persen poin). Hal ini 
memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah dalam 
menyejahterakan rakyat perlu lebih pada peningkatan 
kebijakan yang pro penduduk miskin. 

Indikator makro ekonomi yang ditandai 
meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 
persen belum secara inklusif pada kebijakan penurunan 
baik jumlah maupun persentase penduduk miskin. 
Transfer Dana Desa (DD) yang tiap tahun jumlahnya 
meningkat semestinya menjadi modal untuk membangun 
perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk 
setempat. 

Dana Desa (DD) perlu sebagai katalisator program 
pemberdayaan ekonomi penduduk lokal sehingga dapat 
menurunkan kemiskinan perdesaan yang masih tinggi. 
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Wilayah tempat tinggal penduduk miskin, baik 
dari jumlah maupun persentase masih di dominasi 
penduduk pedesaan. Walaupun pembangunan 
infrastruktur dan Dana Desa (DD) semakin besar uang 
mengalir ke desa. Namun demikian, program tersebut 
belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat 
desa menjadi lebih sejahtera.  

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan 
perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen (15,15 juta 
orang), berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan 
perkotaan yang hanya 6,69 persen (9,99 juta orang). 

Masih tinggi angka kemiskinan perdesaan 
menunjukkan bahwa penduduk desa secara nyata belum 
menikmati “kue pembanguan” secara adil dan merata. 
Arus uang yang mengalir ke desa dari program Dana 
Desa (DD) belum sepenuhnya dinikmati penduduk 
miskin. Kebijakan Dana Desa untuk pembangunan yang 
berorentasi pembangunan infrastruktur belum bisa 
mengangkat penduduk miskin keluar dari jebakan 
kemiskinan yang kronis.  

Penduduk yang berada di pedesaan perlu 
dorongan kuat dengan kebijakan pro pembangunan 
penduduk miskin supaya keluar dari garis kemiskinan. 
Garis Kemiskinan (GK) sendiri merupakan sebagai suatu 
batas untuk mengelompokkan penduduk sebagai 
penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin 
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 

Dengan memperhatikan komponen Garis 
Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan 
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan 
(GKBM). Walaupun peranan komoditi makanan 
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menyumbang terhadap garis kemiskinan sebesar 73,66 
persen. 

Tetapi penduduk perdesaan yang identik dengan 
produsen makanan seperti bahan pangan belum mampu 
secara berarti mengangkat kehidupan agar keluar dari 
kelompok penduduk miskin.  

Lantas menjadi pertanyaan apa yang salah? 
Menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya di 
bawah Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin untuk lebih 
konsen dalam penurunan kemiskinan yang lebih baik. 
Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan “kue 
pembangunan” harus benar-benar dinikmati oleh seluruh 
rakyat, tak terkecuali penduduk miskin yang berada jauh 
dari perkotaan.  

Salah satunya, dalam meningkatkan investasi tidak 
hanya berputar dan tumbuh di perkotaan saja, tetapi harus 
mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. 
Karena kantong-kantong kemiskinan berada di pedesaan 
itu sendiri, maka kebijakan menarik investor supaya 
menanamkan modal di perdesaan semestinya menjadi 
jurus baru di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi 
nasional. Dengan berbagai kebijakan yang pro 
pertumbuhan inklusif akan menjadi pendorong dalam 
penurunan tingkat kemiskinan perdesaan. 

Arah pembangunan infrastruktur yang selama ini 
gencar dilakukan pemerintah, semestinya dapat 
menggerakan roda perekonomian perdesaan. Akses tol, 
bandara, pelabuhan, bendungan dan lainnya harus 
terkoneksi dengan wilayah perdesaan. Hal ini akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah 
perdesaan. Sehingga akan berdampak pada perluasan 
lapangan pekerjaan baru bagi penduduk desa.  
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Program Dana Desa (DD) yang sudah berjalan 
selama ini, bisa lebih ditingkatkan lagi pemanfaatannya 
untuk mempercepat kebijakan dalam menurunkan tingkat 
kemiskinan di pedesaan. Bila selama ini Dana Desa (DD) 
lebih memperioritaskan pembangunan fisik, maka 
program pemberdayaan masyarakat perdesaan untuk 
lebih ditingkatkan baik jumlah dananya maupun jumlah 
penduduk miskin yang mengikuti program tersebut. 

Program pemberdayaan ekonomi penduduk 
miskin di pedesaan sebagai salah satu sasaran dari 
kebijikan Dana Desa (DD) dalam mengentaskan 
penduduk desa dari kemiskinan yang kronis. Sehingga 
bukan hanya sekedar pemberian permodalan, tetapi lebih 
jauh kepada peningkatan kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM) penduduk miskin itu sendiri. 

Contohnya, untuk meningkatkan keterampilan 
dari penduduk miskin dapat berupa adanya pelatihan 
menjadi seorang wirausaha. Program tersebut seperti 
bagaimana cara memproduksi produk dan bagaimana 
cara pemasarannya. Dengan pendampingan oleh 
konsultan yang kredibel maka lambat laun penduduk 
miskin akan mempunyai keinginan dan semangat untuk 
maju. Maka kehidupan lebih baik akan menjadi kenyataan 
dan meninggalkan batas garis  kemiskinan. 

Arah pembangunan berorentasi peningkatan 
kompetensi manusia lebih baik dari pada pembangunan 
fisik semata. SDM menjadi modal utama dalam 
pembangunan ke depan supaya cita-cita proklamasi 
kemerdekaan untuk menuju bangsa yang unggul dan 
maju serta masyarakat makmur dapat tercapai. 
Kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan dapat 
diturunkan sampai nilai terkecil, sehingga masyarakat 
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dapat menikmati buah pembangunan yang selama ini di 
cita-citakan pendiri negeri ini. 
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SDM Unggul Menuju Indonesia Maju 
A. Saebani 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

 

           Tema perayaan ulang tahun kemerdekaan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun ini 
adalah “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Narasi tersebut 
sangat tepat ketika masih banyak rakyat masih hidup di 
bawah garis kemiskinan, pengangguran yang cukup 
tinggi, prevalensi stunting masih menghantui  anak-anak 
penerus bangsa, pendidikan penduduk yang masih 
rendah, kurangnya daya saing dan problema lainnya yang 
menjadi pekerjaan rumah “PR” pemerintah. 
         Tantangan di era globalisasi yang ditandai dengan 
semakin cepatnya arus informasi, interaksi antarindividu, 
antarkomunitas, antarsuku sampai antarbangsa di dunia 
terjadi begitu cepat. Kehidupan manusia di dunia yang 
saling berinteraksi hanya disekat dengan batas maya. 
Kemampuan suatu bangsa dalam bersaing sebagai bangsa 
yang besar dan disegani oleh bangsa lain di dunia adalah 
kemampuan sumber daya manusia (SDM). SDM Indonesia 
harus berubah dan beradaptasi dengan meningkatkan 
pendidikan yang berorentasi inovasi, digitilasasi dan 
kemampuan dalam penguasaan teknologi mutahir. 

         Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul 
sangat mempengaruhi daya saing sebuah bangsa. 
Kemajuan teknologi dan informasi yang dikenal dengan 
“Era Revolusi Industri 4.0” mejadikan fungsi manusia 
mungkin akan tergantikan dengan sistem robot dan 
kemajuan artificial intelegence. Supaya suatu bangsa tidak 
terpinggirkan dan kalah bersaing maka SDM perlu 
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memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan 
perkembangan jaman. 

         Peningkatan daya saing nasional yang bertumpu 
pada SDM yang unggul akan menjadi faktor utama agar 
Indonesia dapat memenangkan dalam persaingan antar 
bangsa. Bangsa yang unggul akan meningkatkan 
keunggulan di berbagai aspek kehidupan. Peningkatkan 
kehidupan derajat masyarakat melalui pendidikan, 
kesehatan, perekonomian serta asupan gizi penduduk 
harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah dalam 
mengalokasikan anggaran.   

         Salah satu aspek dalam mengakselarasi program 
peningkatan SDM unggul pemerintah meningkatkan 
alokasi anggaran dan pemberian insentif perpajakan bagi 
aktivitas yang berhubungan dengan inovasi dan 
penguatan SDM. Merujuk pada data kementerian 
Keuangan RI, anggaran penguatan Sumber Daya Manusia 
(SDM) untuk bidang pendidikan meningkat dari Rp. 478,4 
Triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 505.8 Triliun pada 
tahun 2020. 

          Penguatan SDM dengan meningkatkan anggaran 
bidang pendidikan perlu diapresiasi dan perlu 
pengawasan dari semua pihak. Hal tersebut supaya 
dengan anggaran yang besar dapat output dan outcome 
yang sesuai dengan harapan. Maka peranan guru sebagai 
pendidik perlu adanya peningkatan kualitas dan 
produktivitas lulusan yang unggul. Peningkatan kualitas 
tenaga pendidik perlu disesuaikan dengan perkembangan 
jaman yang berorentasi ke arah era industri 4.0 juga 
inovasi di berbagai kehidupan. 

          Pembaharuan pada kurikulum yang di dukung oleh 
para pengajar yang handal perlu diterapkan pada Sekolah 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
479 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Menengah Kejuruan (SMK).  Penguatan kompetensi serta 
kurikulum berbasis inovasi perlu diajarkan kepada para 
siswa SMK. Jurusan yang diselenggarakan juga perlu 
menyesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga ketika 
lulus dapat terserap oleh perusahaan yang 
membutuhkannya.  

        Penguatan dan pembaharuan kurikulum SMK supaya 
mempunyai SDM yang unggul, bukan lagi sebagai 
pencetak lulusan yang memberikan tingkat penganguran 
tertinggi. Data BPS memperlihatkan pada Februari 2019 
tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional 
sebesar 5,01 persen. Namun dilihat dari tingkatkan 
pendidikan, TPT untuk lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) masih sebagai penyumbang tertinggi 
pengangguran yakni sebesar 8,63 persen. 

          Daya saing bangsa juga dapat dilihat sebarapa jauh 
produk atau jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan 
barang atau jasa dari luar atau barang impor yang 
menjamur di pasar Indonesia. Masih lemahnya daya saing 
barang dan jasa yang dihasilkan bangsa kita terlihat dari 
masih devisit neraca perdagangan Indonesia. 

          Berdasarkan data BPS secara kumulatif dari Januari-
Juli 2019 devisit perdagangan Indonesia mencapai US$ 
1,89 Miliar. Banyak nilai impor dibandingkan nilai ekspor 
Indonesia menjadikan Indonesia tidak beranjak positif 
dalam tata kelola perdagangan internasional. Dampak 
tersebut Indonesia sebagai pasar potensial dari serbuan 
produk bangsa lain.  

          Keberadaan SDM unggul sangat menentukan 
keberhasilan suatu bangsa untuk bisa menjadi negara yang 
maju. Banyak sumber kekayaan alam Indonesia belum 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat karena tidak 
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adanya inovasi sehingga dijual murah. Maka 
produktivitas dan kualitas harus menjadi ukuran supaya 
dapat bersaing dengan barang impor. Disini peranan 
pendidikan serta pelatihan yang berbasis teknologi dan 
inovasi perlu menjadi modal utama agar menghasilkan 
barang yang berkualitas serta berdaya saing. 

       Selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah tingkat 
pendidikan yang belum merata dirasakan oleh setipa 
warga negara. Masih ada sebagian penduduk Indonesia 
berpendidikan masih rendah, bahkan ada yang putus 
sekolah karena tidak ada biaya dan akses ke pelayanan 
yang masih susah. Penduduk yang mengenyam 
pendidikan tinggi pun masih dominasi masyarakat kelas 
menengah atas.  

        Bagaimana dengan penduduk miskin yang serta 
terbatas baik akses maupun ketidakpunyaan uang untuk 
menyekolahkan anak ke pendidikan tinggi. Maka peranan 
pemerintah membuka akses serta beasiswa miskin sangat 
dinantikan. Karena pendidikan mempunyai pengaruh 
besar dalam meningkatkan serta merubah kehidupan 
rakyat. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa 
tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap 
peningkatan kesejahteraan penduduk. 
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Tantangan  Kemiskinan Jawa Barat 2020 
Nano Suharno 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 
 

Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat 
kemiskinan Indonesia bisa diturunkan menjadi 8,5-9 
persen di 2020. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam 
Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, 
Jumat (16/8/2019). Bagaimanakah kondisi kemiskinan di 
Jawa Barat?  

Menurut RPJMD Pemprov. Jabar, penduduk 
miskin ditargetkan akan menurun menjadi 7,17 sampai 6,8 
persen pada tahun 2023, tetapi pada tahun 2019, sudah 
mencapai 6,91 persen. Namun demikian, dari total 
penduduk miskin nasional yang sebanyak 25,14 juta jiwa, 
ternyata terbanyak terdapat di Jawa Timur (16,72 persen), 
Jawa Tengah (15,06 persen), dan Jawa Barat (13,79 persen). 
Itu artinya Jabar salah satu penyumbang warga miskin 
yang signifikan untuk skala nasional. 

Kepala BPS Jabar, Dody Herlando, menyarankan 
jangan terlena dengan persentase kecil tapi jumlahnya 
masih banyak (Pikiran Rakyat,16 Juli 2019).  Apalagi Jabar 
tidak termasuk provinsi yang paling cepat penurunan 
kemiskinannya, sementara Jatim dan Jateng termasuk 
5(lima) provinsi yang paling tinggi penurunannya pada 
periode 2018/2019 dengan masing-masing turun sebesar 
0,48 persen poin dan 0,39 persen poin. Sementara Jabar 
hanya 0,34 persen poin penurunannya. 
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Karakteristik Kemiskinan 

Tercatat sebanyak 48, 85 persen penduduk miskin 
usia 15 tahun ke atas adalah penganguran, sementara 
sisanya 51,15 persen umumnya bekerja di sektor informal 
(terutama sektor pertanian seperti petani gurem, buruh 
tani dan perkebunan,  pencari kayu dan madu di hutan 
dan nelayan). Ironisnya, persentase penduduk miskin usia 
15 tahun keatas yang menganggur tersebut terbanyak 
terdapat di Kabupaten Bekasi yaitu mencapai 64,07 persen. 

Dari 51,15 persen penduduk miskin yang bekerja, 
tercatat sebanyak 32,73 persen penduduk miskin usia 15 
tahun ke atas yang berstatus pekerja sektor informal. 
Persentase penduduk miskin yang berstatus sebagai 
pekerja informal tertinggi di Kabupaten Garut (45,51 
persen).  

Sementara tingkat pendidikan sebagian besar 
penduduk miskin usia 15 tahun ke atas relatif masih 
rendah, yaitu 67,02 persen baru tamat SD.  Bahkan 
Kabupaten Purwakarta hanya 4,04 persen penduduk 
miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA ke atas.   

Pengeluaran per kapita per bulan terbesar pada 
rumah tangga miskin adalah untuk membiayai komoditi 
makanan sebesar 72,94 persen, bahkan Kabupaten Garut 
mencapai 76,98 persen.  

 

Upaya  dan Kendala  

Turunnya jumlah penduduk miskin di Jabar, tak 
bisa dilepaskan dari berbagai program yang dibuat 
pemerintah. Program pemerintah pusat seperti beras 
sejahtera,  Kartu Indonesia Sehat, dan Bantuan Pangan 
Non Tunai. Disamping beasiswa pendidikan, program 
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bantuan kepada pengusaha UB, bantuan sosial, dan 
lainnya.  

Menurut Bappenas tantangan terbesar untuk 
mengurangi kemiskinan pada 2020 adalah koordinasi 
antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini sistem “satu 
data” belum efektif berjalan di daerah (Kompas, 10 Juli 
2019). Daerah sudah diberi kewenangan untuk 
memperbaharui data kemiskinan setiap 6 bulan. Namun  
hanya 60-70 persen saja daerah yang dianggap tepat 
memperbaikinya.  

Satu Data Terpadu Pengentasan Kemiskinan  di 
Jabar sudah dilaksanakan. Saat ini, di Jabar terdapat 
3.960.899 Rumah Tangga Miskin  atau dengan total 
individu sebanyak 13.933.841 jiwa.  Data terpadu ini bisa 
jadi basis untuk perencaanan yang baik dan bisa 
digunakan berbagai kepentingan OPD.  

 

Saran Kebijakan. 

Penurunan kemiskinan di Jabar akan tetap 
berlanjut seiring pertumbuhan ekonomi yang stabil. 
Namun, ketimpangan Jabar masih lebar, sehingga 
pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka 
kemiskinan tidak terlalu efektif. Dengan total RTM saat ini, 
18 persen menjadi sasaran program Keluarga Harapan 
(PKH), kemudian 25 persen mendapat bansos pangan, 38 
dapat PBI JKN, kemudian 40 persen mendapatkan KIP dan 
subsidi LPG dan subsidi listrik 450 watt. 

 Namun dalam prakteknya, data tersebut masih 
perlu di validasi karena menurut beberapa pelaksana 
lapangan masih ada beberapa warga yang diusulkan 
harusnya dicoret  tetapi masih tetap muncul, sementara 
yang miskin dan layak belum bisa masuk.   
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Disamping itu  pemerintah harus konsisten 
mengevaluasi implementasi program penangulangan 
kemiskinan. Sejauh ini penyalurannya dinilai masih kerap 
salah sasaran. Data BPS memperlihatkan bahwa hampir 70 
persen penduduk miskin Jabar berada di wilayah 
perkotaan yaitu 2,27 juta, sementara di perdesaan hanya 
1,29 juta. Namun beragam program pengentasan 
kemiskinan justru banyak menyasar pedesaan. Dengan 
demikian, bagaimana dapat mendorong tingkat 
kemiskinan jabar berkurang dengan lebih cepat.  

Persoalan pengentasan penduduk miskin bukan 
semata tentang bantuan keuangan. Dari karakteristik 
penduduk miskin terungkap bahwa mereka adalah 
umumnya penganguran,  kalaupun bekerja di sektor 
marginal sehingga  pendapatannya rendah dan 
pengeluaran konsumsinya adalah untuk makanan. Tidak 
mengherankan kalau tingkat pendidikannya rendah. 

Perlu upaya yang lebih komprehensif dalam 
pengentasan kemiskinan. Semua stakeholder harus 
berkolaborasi mengingat multikompleksnya kemiskinan. 
Disamping perlunya anggaran dan “satu data” yang betul-
betul valid, “pekerjaan”, “pendidikan dan keterampilan” 
merupakan kebutuhan primer yang harus diprioritaskan. 
Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi 
penduduk miskin agar berpendidikan relatif tinggi dan 
mempunyai skil yang cukup sehingga dapat diberikan 
peluang untuk terlibat dalam roda perekonomian dan 
mampu keluar dari kemiskinan 

Disamping itu perlu treatmen yang berbeda untuk 
setiap daerah perkotaan/pedesaan karena jumlah dan 
karakteristiknya berbeda.. Di beberapa daerah seperti 
Indramayu, pengentasan kemiskinannya cenderung  lebih 
sulit  karena penduduk miskinnya mempunyai Indeks 
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Keparahan Kemiskinan tertinggi.  Dengan upaya tersebut 
diharapkan ada ketepatan sasaran, dan keterpaduan 
supaya jadi “daya ungkit” yang lebih kuat sehingga 
penurunan penduduk miskin akan menjadi lebih 
signifikan melebihi cepatnya provinsi lainnya.*** 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
486 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 
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Independence Is Happiness 
Siti Anisah 

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 
 

Indonesia secara de jure, sudah merdeka 74 tahun. 
Merdeka dari penjajahan bangsa asing.  Terbebas dari 
agresi militer nengara asing. Hal ini patut disyukuri. 
Namun secara de facto, apakah definisi merdeka diatas 
benar-benar menggambarkan arti merdeka yang 
sebenarnya? Dan definisi merdeka seperti apakah yang 
tepat ? 

Menurut Susan B. Anthony, seorang aktivis 
Amerika tahun 1820, mengatakan bahwa  Independence is 
Happiness, kemerdekaan itu adalah kebahagiaan. 
Kalimatnya singkat, tapi maknanya sangat luas. Namun 
perlu kita cermati sisi ini. Walaupun bisa jadi persepsi 
setiap orang akan berbeda tentang pernyataan ini. 
Disesuaikan dengan kepentingan dan filosofis hidup 
masing-masing. Tapi kebahagiaan ini yang perlu kita 
hadirkan dengan definisi sebenarnya dalam mengisi 
kemerdekaan Indonesia yng sudah 74 tahun. 

Mengukur kebahagiaan sama sulitnya dengan 
mengukur kadar cinta seorang suami pada istrinya. Sama 
tidak mudahnya dengan mengukur kadar duka lara 
korban bencama seperti tsunami. Karena bahagia 
bukanlah hal yang konkret secara lahiriah. Tapi bahagia 
adalah sebuah perasaan nyaman yang lahir dari dalam diri 
orang perorang. 

 Pertanyaan selanjutnya, dengan definisi tersebut 
apakah ada program pemerintah yang mengejar 
kebahagiaan tersebut? Sekilas, program-program 
pemerintah tampak lebih banyak berpihak pada 
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kesejahteraan ekonomi yang mengacu pada hal fisik. 
Apakah benar seperti itu? Perlu kita telusuri lebih jauh 
tentang hal itu secara seksama dan bersama. 

Di beberapa negara maju, indikator kebahagiaan 
dianggap penting bagi perumusan kebijakan publik dalam 
rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
Dimana indikator kebahagiaan ini bertujuan untuk 
melengkapi indikator ekonomi yang selama ini digunakan 
dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Bahkan PBB merilis  Daftar  World Happiness 
Report  yang 2017 menempatkan Negara Norwegia sebagai 
Negara terbahagia di dunia. Negara Indonesia sendiri 
berada di rangking 81 dari total 155 negara. Parameternya 
mengutip dari situs CNN, World Happiness Report dibuat 
berdasarkan pertimbangan dari faktor-faktor tertentu, 
yaitu pendapatan per kapita, kedermawanan, kebebasan 
berpendapat dan membuat keputusan, kehidupan yang 
sehat, faktor penunjang sosial, kepercayaan dan juga 
dystopia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri sebagai lembaga 
pendataaan melakukan Survey Perilaku Tingkat 
Kebahagiaan (SPTK). Pengukuran Tingkat kebahagiaan 
adalah kepuasan hidup. Meliputi kepuasan hidup 
personal dan hidup sosial. Kepuasan hidup personal 
meliputi pendidikan dan keterampilan, pekerjaan/usaha, 
pendapatan rumah tangga, kesehatan dan kondisi rumah 
serta fasilitas rumah. Subdimensi kepuasan hidup sosial 
meliputi keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu 
luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan dan kondisi 
keamanan. 
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Tingkat Kebahagiaan  Masyarakat Indonesia 

Hasil dari SPTK tahun 2017 menyebutkan bahwa 
indeks rata-rata tingkat kebahagiaan masyarakat 
Indonesia adalah sebesar 70,69. Dimana tingkat 
kebahagiaan ini diukur pada skala 0-100. Angka ini 
menunjukkan bahwa secara umum kondisi masyarakat 
Indonesia cukup bahagia yang ditunjukkan dengan angka 
indeks sudah berada diatas angka 50. Hal ini jauh lebih 
baik dibanding tahun 2014, dengan peningkatan indeks 
kebahagiaan masyarakat Indonesia sebesar 2,41 point. 

Secar teknis penghitungan indeks kebahagiaan 
melibatkan 3 dimensi yang diukur, yaitu kepuasan hidup 
(satisfaction), perasaan (affect) dan makna hidup 
(eudaimonia). Dari 3 dimensi ini, makna hidup mencapai 
skor indeks paling tinggi, yaitu sebesar 72,23. Kemudian 
diikuti dimensi kepuasan hidup dan perasaan. Masih dari 
hasil SPTK, kita bedah setiap provinsi ternyata masyarakat 
Maluku Utara sebagai masyarakat paling bahagia di 
Indonesia dan masyarakat Papua paling kurang bahagia 
dibandingkan daerah lainnya. Lalu, dimanakah posisi 
kebahagiaan masyarakat Jawa Barat? 

 

Tingkat Kebahagiaan  Masyarakat Jawa Barat 

Indeks kebahagiaan Provinsi Jawa Barat berada 
pada posisi ke 26 dengan nilai indeks sebesar 68,91. Posisi 
ini berada tepat di bawah Provinsi Banten dan diatas 
Provinsi Kalimantan Barat. Dilihat dari klasifikasi wilayah, 
masyarakat di perkotaaan cenderung lebih bahagia dari 
masyarakat perdesaan. 

Jika dilihat dari jenis kelamin, laki laki memiliki 
kecenderungan lebih bahagia dibanding wanita. 
Sedangkan dari segi status perkawinan, masyarakat yang 
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belum kawin cenderung lebih bahagia. Disusul oleh 
masyarakat yang kawin, cerai hidup dan cerai mati. 

Dari data indeks kebahagiaan menurut kelompok 
umur, terlihat bahwa masyarakat yang cenderung paling 
bahagia berada pada kelompok umur 25-40 tahun. Hal ini 
sinergi dengan indeks kebahagian menurut status 
perkawinan, dimana masyarakat yang belum kawin dan 
sudah kawin adalah masyarakat yang cenderung paling 
bahagia. Umumnya, kelompok ini berada pada rentang 
usia 25-40 tahun. 

Hasil lainnya menyebutkan bahwa pasangan 
rumah tangga, biasanya seorang istri, cenderung lebih 
bahagia daripada kepala rumah tangga, biasanya suami. 
Data ini bertolak belakang dengan indeks kebahagiaan 
menurut jenis kelamin. Hal ini dikarenakan jenis kelamin 
cakupannya lebih luas. 

Masih dari hasil SPTK, mencatat bahwa rumah 
tangga dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 
orang adalah rumah tangga yang cenderung paling 
bahagia. Diikuti dengan jumlah anggota rumah tangga 3 
orang, 5 orang, 2 orang dan 1 orang. Dari tingkat 
pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan, 
masyarakat memiliki kecenderungan semakin bahagia. 
Hal ini berlaku juga pada indeks kebahagiaan yang dilihat 
dari tingkat pendapatan masyarakat. 

Setelah melihat pemaparan data diatas, apakah 
sudah benar mendefinisikan kemerdekaan itu memang 
kebahagiaan?  Jawaban pastinya masih perlu kita telusuri 
lebih dalam. Namun satu hal yang pasti, kita harus 
bersyukur dan bahagia dengan kondisi Indonesia terbebas 
agresi bangsa asing. Dan cara ekspresi terbaik atas rasa 
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syukur dan bahagia itu dengan mengisi kemerdekaan 
dengan karya apapun profesi kita.  
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Akselerasi Percepatan IPM Cianjur 

A. Saebani 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

 

  
Kualitas pembanguan manusia yang diukur 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjadi 
indikator penting untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan di suatu daerah, wilayah maupun negara. 
Kualitas hidup manusia di Kabupaten Cianjur tercermin 
naiknya angka IPM dari 63,70 pada tahun 2017 menjadi 
64,62 pada tahun 2018 atau tumbuh sebesar 1,44 persen 
(Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat, April 2019). 

Namun demikian, peningkatan IPM Kabupaten 
Cianjur tersebut masih belum mendongkrak untuk naik 
kelas dari rangking terbawah diantara Kabupaten/Kota 
yang berada di Jawa Barat. Perlu akselerasi dan strategi 
yang tepat untuk lebih cepat dalam meningkatkan ke tiga 
dimensi yang membangun IPM tersebut.  

IPM sendiri pertama kali diperkenalkan oleh 
United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 
1990 dan metode perhitungan direvisi pada tahun 2010. 
Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan 
metodologi perhitungan IPM yang baru pada tahun 2015 
dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai 
proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people 
choice). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 
kesehatan, pendidikan serta pendapatan yang layak. IPM 
dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan 
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hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan 
(knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of 
living). 

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh 
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah 
tahun yang diharapkan dapat tercapai oleh bayi yang baru 
lahir untuk bertahan hidup. Ini dengan asumsi bahwa pola 
angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama 
sepanjang usia bayi. 

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata 
Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). 
Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya 
(tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau 
sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama 
Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya (tahun) sekolah 
formal yang diharapkan akan dicapai oleh anak pada usia 
tertentu (7 tahun) di masa mendatang. 

Sedangkan standar hidup yang layak digambarkan 
oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 
Perhitungan ini ditentukan dari pengeluaran per kapita 
dan paritas daya beli (PPP : purchasing power parity). 
Berbeda dengan indikator yang membangun dari dua 
dimensi dari IPM, standar hidup diakui sebagai indikator 
input, bukan sebagai indikator dampak. Namun, karena 
keterbatasan data maka pengeluaran per kapita yang 
disesuaikan digunakan dalam perhitungan IPM. 

Keberadaan data IPM suatu daerah atau nasional 
diperlukan baik oleh pemerintah maupun pihak yang 
berkepentingan untuk melihat sejauh mana hasil 
pembangunan dapat dirasakan atau di akses oleh 
masyarakat luas. IPM juga bagi pemerintah sebagai 
gambaran dalam mengambil kebijakkan dan keputusan 
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pembangunan yang lebih baik dan terarah. Selain itu juga 
IPM merupakan salah satu dari 4 (empat) variabel untuk 
menentukan besar kecilnya nilai dana alokasi umum 
(DAU) bagi pemerintah daerah. 

Berdasarkan data BPS, peningkatan IPM di 
Kabupaten Cianjur lebih disebabkan adanya perbaikan 
dan keberhasilan dalam meningkatkan standar hidup 
layak. Pada tahun 2017, standar hidup yang ditercermin 
dari pengeluaran per kapita sebesar Rp.  7,3 juta, ini 
mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 7,874 
juta. Perbaikan standar hidup tercermin dari pengeluaran 
perkapita yang terus meningkat, sehingga perlu 
dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya. 

Adanya program Cianjur Ngawangun Lembur 
(CNL) dan perbaikan iklim usaha untuk usaha mikro kecil 
sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan 
penduduk. Program yang terpokus pada pemberdayaan 
penduduk ekonomi lemah perlu digalakan supaya dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. 
Pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua 
penduduk, bukan hanya segelintir orang yang menikmati 
pembangunan. 

Adanya kenaikan standar upah layak bagi kaum 
buruh juga akan menjadi faktor penting dalam 
meningkatkan pendapatan penduduk. Penciptaan 
lapangan kerja, seperti program padat karya penting 
dilakukan pemerintah daerah supaya penduduk yang 
masih ngangur dapat penghasilan.  

Program perbaikan kehidupan para petani supaya 
dapat meningkatkan pendapatannya dengan memberikan 
berbagai subsidi. Ataupun perbaikkan infrastruktur 
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seperti perbaikan irigasi, embung, bendungan supaya 
dapat meningkatkan produktivitas pertanian. 

Tak kalah penting dan perlu mendapat perhatian 
serius dari pemerintah daerah yaitu, langkah strategis 
dalam perbaikan dimensi IPM untuk ke depan supaya 
dapat menggeser atau naik kelas adalah dimensi 
pengetahuan/pendidikan. Indikator yang membentuk 
dimensi pengetahuan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) 
maupun harapan lama sekolah (HLS) tumbuh masih 
stagnan.  

Perlu kerja keras dari pemerintah daerah di 
Kabupaten Cianjur untuk memperbaiki tingkat 
pendidikan penduduknya. Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang unggul untuk memajukan daerah tercermin dengan 
tingkat pendidikan penduduk yang baik. Tingkat 
pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas 
kerja sehingga kualitas manusia pun akan meningkat. 

Kemajuan dimensi pendidikan dari indikator rata-
rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Cianjur sebesar 6,92 
pada tahun 2017 meningkat hanya 0,01 poin menjadi 6,93 
pada tahun 2018. Indikator RLS sebesar 6,93 
memperlihatkan penduduk berusia 25 tahun ke atas di 
Kabupaten Cianjur rata-rata telah bersekolah formal 
selama 6,93 tahun, atau hanya telah menyelesaikan kelas 
VII (SMP kelas 1). 

Perbaikan indikator RLS perlu menjadi kebijakan 
penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. 
Pemerataan serta digalakannya program paket B serta 
paket C harus menjadi perioritas dan dijalankan sebaik 
mungkin. Dengan perbaikan tingkat pendidikan bagi yang 
tidak mempunyai ijasah SLTP maupun SLTA akan 
meningkatkan dimensi pendidikan bagi peningkatan IPM. 
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Selain itu, indikator harapan lama sekolah (HLS) 
pun perlu adanya peningkatan yang terarah serta cepat. 
Kabupaten Cianjur pada tahun 2017 mempunyai HLS 
sebesar 11,89 atau meningkat hanya 0,01 poin menjadi 
11,90 pada tahun 2018. Ini memperlihatkan bahwa anak-
anak usia 7 tahun memiliki peluang menamatkan 
pendidikan sampai kelas 11,90 atau tingkat pendidikan 
SLTA kelas dua. Perlu peningkatan pelayanan terhadap 
akses pendidikan bagi semua penduduk, sehingga dapat 
meningkatkan dimensi pendidikan dalam membentuk 
IPM itu sendiri. 

Kerja keras perlu dilakukan pemerintah daerah di 
Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kualitas 
manusianya yang diukur dengan IPM. Dimensi 
pendidikan perlu menjadi ikhtiar serta kebijakan perioritas 
dalam meningkatkan indikator RLS maupun HLS 
penduduk. Perbaikan kualitas manusia dengan 
meningkatkan kelulusan pendidikan formal maupun 
kualitasnya akan meningkatkan IPM di Kabupaten 
Cianjur. 
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Polwan yang Menawan 
Any Heryani 

Statistisi BPS Kota Bandung 

Dua Polwan masuk bursa calon pimpinan KPK 
2019-2023. Dua polwan tersebut adalah Brigjen Sri 
Handayani dan Brigjen Juansih. Brigjen Sri Handayani 
merupakan Polwan pertama menjadi Wakapolda di 
Kalimantan Barat. Sedangkan Brigjen Juansih sekarang 
menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang 
pembinaan pendidikan dan pelatihan Lemdiklat Polri. 
Dua Polwan ini harus bersaing juga dengan pendahulunya 
Basaria yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. 
Suatu capaian menakjubkan.  

Akhir Tahun 2018, Kapolri mengumumkan akan 
menaikkan kuota penerimaan Polwan. Jendral (Pol) Tito 
Karnavian menyebutkan jumlah polwan pada saat itu 
berjumlah 36.595 orang. Jumlah tersebut hanya 8,3 persen 
dari jumlah seluruh anggota Polri di Indonesia. Menurut 
Jendral Tito, jumlah 8,3 persen menunjukkan belum 
terwujudnya prinsip kesetaraan di tubuh Polri. 

Ketidaksetaraan disini maksudnya ketidaksetaraan 
jumlah Polisi laki-laki dibandingkan dengan jumlah Polisi 
wanita (Polwan). Ketidaksetaraan lebih  dikenal dengan 
sebutan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG 
merupakan alat ukur untuk melihat ketidakadilan 
pencapaian antara laki-laki dan perempuan. IPG Nasional 
Tahun 2018 sebesar 90,99 (sumber BPS). Angka tersebut 
naik 0,03 persen dari tahun 2017.  

Dimensi dan variabel yang digunakan pada IPG 
sama dengan pengukuran IPM. Dimensi kesehatan, 
pendidikan, dan kehidupan yang layak.  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
500 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

Dimensi kesehatan diukur dari indikator Angka 
Harapan Hidup (AHH). Dimensi pendidikan mengukur 
Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata lama Sekolah 
(MYS). Sedangkan kehidupan layak diukur dari perkiraan 
pendapatan.  Indikator-indikator dibedakan menurut jenis 
kelamin. 

Menurut BPS Angka Harapan Hidup Tahun 2018 
laki-laki 69,30 tahun, sedangkan perempuan 73,19 tahun. 
Ini menunjukkan bahwa umur perempuan lebih panjang 
dibanding laki-laki. Perempuan dianggap lebih sehat 
dibanding laki-laki. 

Harapan Lama Sekolah (EYS) adalah lamanya 
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan 
anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. EYS 
laki-laki Tahun 2018 adalah 12,84 tahun, sedang EYS 
perempuan adalah 12,99 tahun. Angka harapan sekolah 
perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun 
mempunyai peluang yang sama antara laki-laki dan 
perempuan yaitu 12 tahun. Kelas 12 yaitu harapan anak-
anak lulus sampai SMA secara nasional.  

Kenyataannya capaian rata-rata lama sekolah 
(MYS) di Indonesia masih timpang. Dimana MYS laki-laki 
Tahun 2018 masih di atas MYS perempuan, MYS laki-laki 
adalah 8,62 tahun, sedangkan MYS perempuan adalah 7,72 
tahun. Artinya rata-rata lama sekolah laki-laki sampai 
dengan kelas 8 atau kelas 2 sekolah menengah pertama, 
sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan sampai 
dengan kelas 7 atau kelas 1 sekolah menengah pertama. 

Dimensi kehidupan yang layak diperkirakan dari 
pendapatan yang diperoleh. Perkiraan perdapatan 
menurut BPS diperoleh dari pengeluaran per kapita per 
tahun. Pendapatan laki-laki masih tinggi di atas 
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pendapatan perempuan. Pendapatan laki-laki Tahun 2018 
sebesar Rp. 15.546.000,- per tahun. Jika dirata-ratakan 
pendapatan laki-laki sebesar Rp. 1.295.500,- per bulan. 
Pendapatan perempuan sebesar Rp. 9.042.000,-per tahun 
atau Rp. 753.500 per bulan. Perbedaan pendapatan sekitar 
Rp. 500.000 adalah perbedaan yang cukup besar. 

Capaian IPG Tahun 2018 antar provinsi tidak 
merata. Hal ini juga terjadi pada capaian antar 
kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi 
yang mencapai IPG tertinggi yaitu 94,79. Urutan kedua 
tertinggi yaitu Provinsi DI. Yogyakarta mencapai IPG 
sebesar 94, 73, dan urutan ketiga yaitu DKI Jakarta 
mencapai IPG sebesar 94, 70. 

IPG di bawah capaian nasional diantaranya adalah 
Papua dengan IPG 80,11, Papua Barat mencapai IPG 82,47 
dan Gorontalo mencapai 86,63. 

Peran gender dapat dilihat dari capaian Indeks 
Pemberdayaan Gender (IDG). Meskipun capaian IDG naik 
hanya 0,36 persen dari Tahun 2017, menunjukkan bahwa 
peran perempuan di Indonesia berangsur membaik. IDG 
bisa dilihat dari 3 dimensi diantaranya keterlibatan 
perempuan dalam parlemen, sumbangan pendapatan 
perempuan, dan perempuan sebagai tenaga professional. 

Keterlibatan perempuan dalam parlemen 
mencapai 17,32 persen. Angka ini bertahan selama 5 tahun 
dari Tahun 2014. Minimal angka ini tetap tidak turun, 
walau masih jauh dari target 30 persen. 

Sumbangan pendapatan perempuan meskipun 
masih jauh dari capaian laki-laki, namun menunjukkan 
kenaikan. Pada Tahun 2017 kontribusi perempuan dalam 
penciptaan pendapatan mencapai 36,62 persen, naik 
sebesar 0,08 persen pada Tahun 2018 menjadi 36,70 persen. 
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Perempuan yang bekerja sebagai tenaga 
professional pada Tahun 2018 mengalami kenaikan 
sebesar 0,71 persen (47,02 persen) dari Tahun 2017 (46,31 
persen).  

Menaikkan kuota Polwan dalam tubuh Polri 
menurut Jendral Tito Karnavian, bertujuan agar 
ketimpangan jumlah Polwan tidak terlalu tinggi. Peran 
Polwan sangat penting dalam menjalankan tugas terutama 
mendekati korban, saksi maupun tersangka. Polwan relatif 
lebih kebal terhadap budaya korupsi. Tujuan menaikkan 
kuota Polwan secara langsung akan menaikkkan 2 dimensi 
IDG yaitu meningkatkan sumbangan pendapatan 
perempuan serta meningkatkan profesional perempuan. 

Polwan relatif lebih luwes dalam penyampaian 
pengetahuan tentang ketahanan keluarga. Bisa mendeteksi 
lebih awal permasalahan serta menyelesaikan 
permasalahan perempuan dan anak baik dalam lingkup 
keluarga atau masyarakat. 

Diskriminasi gender masih sangat terasa. 
Kehidupan bermasyarakat yang membedakan peran 
antara laki-laki dan perempuan membuat IPG dan IDG 
mengalami peningkatan agak lambat. Pemerintah harus 
membuat kebijakan dan program yang bisa meningkatkan 
peran serta perempuan dalam pembangunan. 
Mengedukasi masyarakat secara terus menerus harus 
dilakukan terutama dalam mengubah norma, perilaku dan 
pandangan terhadap perempuan.  

Perempuan bukan orang kedua, perempuan harus 
bisa mandiri secara sosial maupun ekonomi. Polwan 
adalah perempuan pengayom masyarakat. Jaya terus 
Polwan, semoga makin sukses. 

Selamat Hari Polisi Wanita Republik Indonesia. 
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Keniscayaan Daya Saing SDM 
Isti Larasati Widiastuty 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Di tengah rencana pemindahan ibukota, Presiden 
Joko Widodo memproklamirkan 2020 hingga 2024 
program pembangunan fokus pada membangun SDM 
Unggul Indonesia Maju. Semakin disadari, persoalan 
pembangunan tak hanya melulu persoalan infrastruktur, 
peningkatan kualitas SDM semakin urgen. Walau, 
pembangunan infrastrukturpun tak bisa ditinggal.  

Sedemikian rendahkah kualitas SDM kita? Masih 
hangat terdengar, bahkan sempat menjadi polemik 
tentang upaya menggaet WNA sebagai rektor perguruan 
tinggi. Disinyalir, daya saing bangsa kita masih lemah. 
Bank Dunia dalam pertemuan di Bali tahun lalu merilis 
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada 
peringkat 87 dari 157 negara.  Jauh dari peringkat negara-
negara tetangga. 

Demikian pula hasil laporan World Economic Forum 
(WEF) 2018 menunjukkan Indonesia berada pada posisi 45 
dari 140 negara. Hanya naik dua peringkat dari tahun 
sebelumnya (2017 peringkat 47).   

Laporan dari WEF dengan judul Global 
Competitiveness Report 4.0 menunjukkan ada 98 indikator 
yang diasumsikan menjadi faktor penggerak dan faktor 
efisiensi iklim usaha ekonomi suatu negara. 98 indikator 
ini dirangkum dalam 12 pilar : institusi, infrastruktur, 
adopsi TIK, stabilitas makroekonomi, kesehatan, 
kemampuan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem 
finansial, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas 
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inovasi. Indonesia memiliki keunggulan dalam stabilitas 
makroekonomi, ukuran pasar, dan kesehatan. Namun 
masih banyak indikator lain yang perlu dibenahi. 

 

Masalah daya saing 

Berbicara daya saing, banyak aspek yang 
seyogyanya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam 
peningkatan daya saing nasional, seperti produktivitas, 
nilai tambah, dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama 
yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia.  
Nilai tambah industri pun masih rendah, demikian juga 
logistik dalam negeri yang harganya lebih mahal 
dibandingkan luar negeri. 

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) Februari 2019 menunjukkan penduduk 
Indonesia usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari 
separuhnya berpendidikan SMP ke bawah (58,27%). 
Sebagian besar mereka (42,74%) terserap pada lapangan 
usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebarannya 
hampir merata antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini 
sejalan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia 
yang baru mencapai 8,17 tahun (setara kelas 8 SMP).  
Rendahnya tingkat pendidikan pekerja tentunya akan 
berimbas pada rendahnya produktivitas usaha dan tingkat 
upah yang diterima.  

Persoalan produktivitas erat kaitannya juga dengan 
masalah rendahnya nilai tambah. Rantai produk atau jalur 
distribusi yang terlalu panjang dan pemanfaatan teknologi 
dan inovasi dalam proses bisnis usaha adalah diantara 
penyebabnya.   

Pada skala 0-10 Indeks Pembangunan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi baru mencapai 4,99, dengan 
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kategori sedang. Indeks ini sebagai ukuran standar tingkat 
pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat 
dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah.  

Statistik penggunaan dan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi BPS juga menunjukkan baru 
69,53% perusahaan pada sektor bisnis yang menggunakan 
internet. 24,49% diantaranya melakukan pembelian 
barang/jasa dan 28,78% diantaranya melakukan penjualan 
barang/jasa melalui internet.  

Sisi teknologi informasi dan komunikasi masih 
menjadi tantangan dalam mengakselerasi capaian nilai 
tambah nasional. Di sisi lain terlihat dari jenis dan ragam 
barang/jasa yang di ekspor. Rendahnya nilai tambah 
ekspor diantaranya karena ragam barang yang dijual 
adalah co-manufacturing product. 

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam 
peningkatan daya saing industri nasional. Tantangan ini 
perlu dihadapi dengan terus mengupayakan perbaikan 
infrastruktur. Infrastruktur penting dalam hal 
peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarbisnis.  

Investasi pun perlu terus digenjot, karena bagaimana 
suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing jika tidak ada 
investasi. Bukan hanya investasi asing yang terus dicari. 
Tetapi investasi dari dalam negeri juga perlu terus 
didorong. Karena dari investor pribumi lah pada akhirnya 
nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk 
Indonesia sendiri. 

Peningkatan kualitas SDM masih perlu terus 
diperjuangkan. Bagaimanapun, kualitas SDM menjadi 
pintu masuk utama dalam upaya peningkatan daya saing. 
Pada level terendah, kualitas SDM ini menjadi pintu keluar 
dari lingkaran kemiskinan. Bagaimana bisa berdaya saing, 
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jika sebagian besar masyarakat kita masih dihantui 
kemiskinan. 

 

Mulai dari desa 

Kenapa harus dimulai dari desa? Kita melihat bahwa 
mempercepat pembangunan di perkotaan ternyata banyak 
menyisakan persoalan. Diantaranya daya dukung 
lingkungan, kesemrawutan tata kota, polusi, kemacetan 
dan ketimpangan.  

Kesenjangan pendapatan masyarakat di perkotaan 
masih lebar (gini rasio perkotaan Maret 2019 sebesar 
0,392). Jauh lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di 
perdesaan yang mencapai 0,317. Walaupun bisa saja 
terjadi, jika terjadi pembangunan industri maupun bisnis 
baru di desa angka gini rasio di desa pun akan meningkat. 
Namun angka kemiskinan di perdesaan yang hampir dua 
kali kemiskinan di perkotaan, kiranya menjadi penyebab 
berbondong-bondongnya penduduk desa ke kota. 

Program pemerataan pendidikan saat ini kiranya 
menjadi langkah awal yang baik. Sebagai upaya 
peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Tak 
hanya sekolah di kota saja yang berkualitas dengan murid 
terbaik, tapi di desa pun bisa. Namun zonasi sekolah yang 
saat ini dilakukan, kiranya perlu diimbangi dengan 
peningkatan dan pemerataan kualitas guru serta tenaga 
kependidikan.  

Strategi pembangunan dari pinggiran yang 
digulirkan sejak 2015 lalu, menjadi awal berkembangnya 
aktivitas usaha di desa pada berbagai wilayah. Perlu kerja 
keras dalam perencanaan yang matang, pengawalan serta 
pendampingan. Jangan sampai hanya sekedar program 
dan prosesi ceremonial semata.  
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Setelah fokus pada pembiayaan infrastruktur, sudah 
saatnya dana desa yang selama ini digulirkan mulai 
beralih pada bagaimana membangun SDM dan ekonomi 
desa. Bisa dilakukan melalui berbagai hal, seperti 
pembangunan produk unggulan desa  yang berdaya saing, 
serta pembangunan SDM di desa. Pembinaan dan 
pendampingan pada setiap tahapan proses bisnis perlu 
diperkuat. Disini, peran berbagai pihak sangat 
menentukan. Pendampingan memegang peranan penting, 
tidak sekedar ceremonial pada pengguliran setiap 
program. 

Di sisi lain, penguatan basis data, kualitas 
pendamping, kualitas SDM masyarakat desa itu sendiri, 
kebijakan pemerintah, serta dukungan pelaku usaha pada 
rantai bisnis urgen pun dibutuhkan. Mustahil daya saing 
nasional bisa meningkat, jika hanya segelintir pihak yang 
bekerja. Dengan partisipasi semua pihak, akselerasi daya 
saing nasional melalui akselerasi kualitas SDM adalah 
suatu keniscayaan.*** 
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Benci dan Rindu BPJS Kesehatan 
Asriana Ariyanti 

Statistisi BPS Kota Bogor 
 

JIKA kita menelisik pendapat masyarakat yang 
berseliweran di dunia maya, terdapat dua sikap terhadap 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 
Ada yang “membencinya” habis-habisan akibat rencana 
kenaikan iuran sehingga memberatkan masyarakat. Tapi, 
banyak pula yang “merindukannya”, menganggapnya 
sebagai dewa penolong ketika mereka harus menebus 
resep jutaan rupiah saat jatuh sakit.  

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
merupakan program sangat penting dan terobosan besar 
di bidang kesehatan yang dirasakan manfaatnya secara 
langsung oleh semua kalangan. Program ini memberikan 
akses kesehatan yang lebih luas, terutama masyarakat 
kategori tidak mampu, sesuai dengan amanah UU Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 
Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Kartu 
Indonesia Sehat (KIS) untuk program tersebut, khususnya 
fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan 
oleh pemerintah. 

JKN diresmikan dan dilaksanakan pada 1 Januari 
2014. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa semua 
warga negara Indonesia tanpa terkecuali secara mandatori 
atau wajib mengikuti program JKN baik sebagai peserta 
penerima bantuan iuran (PBI) maupun peserta mandiri. 
Hingga awal 2019 JKN (KIS) telah terdaftar 216,2 juta jiwa 
sebagai peserta atau sekitar 82% populasi penduduk 
Indonesia. 
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Pada tahap ini patut kita garis bawahi bahwa 
cakupan keanggotaan JKN yang sangat besar ini 
merupakan pencapaian luar biasa bagi sebuah program 
nasional yang sejak awal diresmikan sudah mengundang 
pro dan kontra. Marilah kita bandingkan dengan 
penerapan UHC di berbagai negara. Pemerintah Jerman 
membutuhkan waktu 127 tahun untuk mencakup 85% 
populasi dan Kosta Rika perlu 48 tahun mencapai 87%. 
Selain itu, Belgia memerlukan waktu 118 tahun, 
Luxemburg 72 tahun, Austria 79 tahun, dan Jepang 36 
tahun untuk mencapai cakupan 100% populasi 
penduduknya. 

Besarnya pencapaian cakupan ini tentu harus 
diiringi dengan kualitas pelayanan yang memadai jika 
belum mencapai tingkat memuaskan. Berdasarkan 
laporan tahunan BPJS 2018, peserta yang merasakan 
manfaat pelayanan JKN di seluruh tingkat layanan 
sebanyak 233,8 juta dengan rata-rata 640.765 orang per 
hari. Fakta ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat 
untuk memanfaatkan akses kesehatan yang terbuka luas 
bagi semua kelompok. 

 

Mengapa Defisit? 

Di balik pencapaian JKN, ada beberapa hambatan 
yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Satu di antara 
faktor yang menjadi isu utama pelaksanaan JKN adalah 
defisitnya anggaran BPJS. Mengapa defisit? Ada beberapa 
faktor yang disinyalir menjadi penyebab utama defisitnya 
BPJS. Jumlah klaim yang jauh melampaui besarnya iuran 
anggota menjadi penyebab utama. Rendahnya kepatuhan 
peserta, baik perorangan maupun perusahaan, dalam 
membayar iuran menjadi faktor rendahnya penerimaan. 
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Menurut data BPJS, selama 2018 terdapat 
tunggakan iuran dari sekitar 12 juta orang atau sekitar 6% 
dari seluruh total peserta. Sementara hasil audit Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
menemukan 2.348 perusahaan telah memanipulasi data 
gaji karyawan untuk pembayaran iuran kepesertaan. 

Defisit juga terjadi akibat ada pembengkakan biaya 
operasional JKN di luar budget yang dianggarkan. Satu di 
antaranya karena penambahan peserta penerima bantuan 
iuran (PBI). Akhir tahun ini BPJS Kesehatan menurut audit 
BPKP berpotensi defisit hingga Rp32,2 triliun. Namun, 
angka tersebut bisa ditekan hingga menjadi Rp14 triliun 
jika iuran peserta PBI naik mulai Agustus 2019. 

Potensi defisit hingga Rp32,2 triliun tampaknya 
sulit dikurangi karena DPR pada Senin (2/9) menolak 
usulan kenaikan iuran mandiri kelas III yang diajukan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya Menkeu 
mengajukan agar peserta kelas mandiri I naik dari 
Rp80.000 menjadi Rp160.000 per bulan. Lalu, kelas mandiri 
II naik dari Rp59.000 menjadi Rp110.000 per bulan dan 
kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. 
 
Mengapa BPJS Kesehatan masih menderita defisit 
meskipun sudah ada iuran dan subsidi?  

Terjadinya defisit memang disebabkan oleh 
besaran iuran peserta yang under market price. Menurut 
Direktur BPJS Fahmi Idris, hanya iuran kelas I sebesar 
Rp80.000 per orang per bulan yang sudah cukup ideal 
untuk tarif pelayanan dasar peserta. Sementara untuk 
kelas II yang iurannya sebesar Rp51.000 masih 
memerlukan subsidi sebesar Rp12.000 per orang per bulan 
karena tarif wajar pelayanan di kisaran biaya Rp63.000. 
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Iuran peserta kelas III saat ini Rp25.500 sehingga 
masih diperlukan subsidi sebesar Rp27.500 dari APBN 
karena tarif wajar pelayanan seharusnya pada level 
Rp53.000. Selain itu, untuk peserta PBI, tarif wajar juga 
seharusnya pada level Rp36.000, sedangkan sekarang 
pemerintah hanya bisa membayar Rp23.000 per orang per 
bulan sehingga memerlukan subsidi dari peserta mandiri 
sebesar Rp13.000. 

Kondisi ini menyebabkan gelontoran dana subsidi 
yang berasal dari APBN masih belum mampu menutup 
defisit operasional BPJS. Berdasarkan data laporan 
bulanan BPJS, pada akhir 2019 defisit ini diprediksikan 
akan mencapai Rp28 triliun, jauh lebih rendah dari 
taksiran BPKP yang mencapai Rp32,2 triliun. Dalam 
konteks ini, usulan kenaikan iuran seperti yang 
disampaikan Menkeu Sri Mulyani menjadi masuk akal. 

Mengurangi defisit dengan menaikan iuran 
kepesertaan – yang kemudian akhirnya ditolak DPR – bisa 
jadi bukan satu-satunya cara agar keuangan BPJS 
Kesehatan membaik. BPJS Kesehatan bisa melakukan 
perbaikan dari dalam misalnya dengan mengkaji ulang 
dan menyesuaikan pos-pos pengeluaran operasional atau 
gaji karyawan maupun direksi dan komisaris sehingga 
perusahaan menjadi lebih efisien. 

Selain itu, bersama-sama dengan pemerintah dan 
instansi terkait, BPJS Kesehatan juga melakukan perbaikan 
dan pemutakhiran data. Hampir semua masalah yang 
ditemukan dalam audit BKPP terhadap 25.528 fasilitas 
kesehatan yang masuk dalam sistem JKN berpangkal pada 
ketidakakuratan data.Misalnya, BPKP menemukan 
banyak rumah sakit rujukan yang melakukan 
pembohongan data terkait dengan kategori rumah sakit 
sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama 
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(FKRTL) BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan wajib 
memperbaharui data kategori atau kelas FKRTL mulai dari 
A hingga D karena setiap kategori memiliki biaya per unit 
pasien yang berbeda. Jangan sampai rumah sakit 
menaikkan kategori tanpa bisa diketahui sejak dini lewat 
database BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan audit BPKP juga diketahui layanan 
lebih banyak dari peserta. BPKP mengungkap terjadi 
penggunaan layanan sebanyak 233,9 juta layanan, padahal 
total peserta JKN hanya 223,3 juta orang. 

Permasalahan data ini pasti berimbas pada proses 
klaim dalam sistem di BPJS Kesehatan sendiri. Buktinya, 
BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan 
ada klaim dari peserta yang sudah meninggal. Selain itu, 
ada peserta tidak aktif, tetapi klaimnya bisa dicairkan.  

Dengan data-data peserta BPJS akurat, selain akan 
menekan angka defisit, masyarakat miskin yang belum 
menerima fasilitas KIS juga akan bisa mendapatkan 
fasilitas yang sangat penting ini. 
 
Harapan Hidup 

Kesuksesan pelaksanaan JKN yang tidak banyak 
disinggung di masyarakat atau pemberitaan media adalah 
pengaruhnya pada peningkatan umur harapan hidup 
(UHH). Berdasarkan riset yang diselenggarakan Lembaga 
Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas 
Indonesia, pada 2016 JKN berhasil meningkatkan angka 
harapan hidup masyarakat Indonesia hingga 2,9 tahun. 
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa UHH 
yang dipakai sebagai salah satu ukuran pencapaian 
kesehatan untuk menghitung indeks pembangunan 
manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. 
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Selain itu, gaya hidup tidak sehat seperti merokok 
juga menjadi satu di antara penyebab beban berat JKN. 
Data BPJS Kesehatan pada 2017 mencatat sebanyak 10,801 
juta orang atau 5,7% peserta JKN mendapat pelayanan 
untuk penyakit katastropik dan menghabiskan biaya 
kesehatan sebesar Rp14,6 triliun atau 21,8% dari seluruh 
biaya pelayanan kesehatan dengan komposisi peringkat 
penyakit jantung sebesar 50,9% atau Rp7,4 triliun, 
penyakit ginjal kronik sebesar 17,7% atau Rp2,6 triliun. 

Tujuan JKN untuk menjamin kesehatan 
masyarakat berdampak sangat penting dalam 
menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan. Kelompok 
masyarakat miskin yang relatif sangat rentan terserang 
penyakit karena faktor lingkungan dan gaya hidup tidak 
sehat sangat terselamatkan dengan JKN. Karena 
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kemudahan 
akses, serta lebih banyak pilihan fasilitas kesehatan yang 
mereka manfaatkan, mereka dapat disembuhkan saat sakit 
dan dapat kembali produktif untuk bekerja. 

Dengan segala permasalahan yang terjadi selama 
penerapan JKN, manfaat yang diperoleh jauh lebih besar 
dirasakan oleh sebagian masyarakat. Dikaitkan dengan 
asas gotong-royong serta tolong-menolong antara si kaya 
dan si miskin melalui subsidi silang, JKN ini diharapkan 
dapat memenuhi tujuannya mencakup 100% penduduk 
Indonesia pada tahun-tahun mendatang.Tentu saja, semua 
itu membutuhkan kerja keras, dukungan, serta 
sumbangsih dari semua pihak, termasuk terus mendorong 
gerakan hidup sehat dan kampanye antirokok. 
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Bandung Kota Dakwah 
Muhamad Rikiansyah 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 
 
 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allâh ialah orang-
orang yang beriman kepada Allâh dan hari akhir”. [At-

Taubah:18]  

 

Fenomena Bandung sebagai Kota Dakwah dimulai 
dari Masjid Daarut Tauhid (DT) yang didirikan oleh 
ustadz kondang, KH. Abdullah Gymnastiar. Dalam setiap 
kajiannya, Masjid DT berhasil menyedot ribuan jamaah 
dari dalam dan luar kota. Jamaah yang sebagian besar 
anak-anak muda ini meluber hingga ke jalan dan 
pertokoan sekitar masjid. Bahkan sampai menajdi ikon 
wisata religi di Kota Bandung sampai menggema ke 
Negara tetangga. Walupun sempat mengalami 
keterpurukan, akan tetapi Daarut Tauhid kembali 
menggeliat dengan pesona dakwah Manajemen Qolbu 
nya.  

Awal 2015 mulai muncul masjid-masjid yang 
melakukan kajian Islam atau tabligh akbar rutin bulanan 
bahkan pekanan. Sebut saja nama Masjid Al-Lathiif. 
Masjid yang terletak di Jalan Suren, Bandung, ini rutin 
menggelar kajian 2 hingga 3 kali dalam sepekan. Salah satu 
kajian bahkan dilaksanakan pada waktu yang tidak biasa, 
Sabtu malam. Namun siapa sangka, di waktu yang biasa 
dipakai untuk melepas penat itu justru Masjid Al-Lathiif 
dipenuhi ribuan jamaah dengan mayoritas anak muda. 
Masjid ini pun dikenal seantero tanah air khusus 
dikalangan anak muda. 
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Anak muda yang hadir di kajian Masjid Al-Lathiif 
ini bukanlah anak muda yang sudah soleh dan sudah 
paham ilmu agama. Banyak dari mereka yang baru 
pertama kalinya ikut kajian agama. Bahkan hanya sekedar 
ikut-ikutan atau iseng karena diajak teman. Penulis 
termasuk yang pertama hadir kesana karena ajakan teman 
tanpa tahu siapa dan apa isi materi kajiannya. Lalu 
kemudia tertarik dan akhirnya rutin mengikuti kajian 
disana. Dari jamaah anak muda yang rutin mengikuti 
kajian di Masjid Al-Lathiif, kemudian banyak sekali yang 
mendapat hidayah dan akhirnya memantapkan diri untuk 
hijrah menuju jalan Alloh. Dari sinilah muncul istilah 
“Pemuda Hijrah” yang kemudian menjadi komunitas 
pemuda yang mencintai kajian di masjid-masjid. 
Komunitas Pemuda Hijrah ini sudah terkenal di seluruh 
Indonesia. Mereka sesekali mengadakan kajian diluar Kota 
Bandung.  

Salah satu yang membuat anak muda tertarik 
mengikuti kajian adalah hadirnya sosok ustadz muda dan 
gaul, sebut saja Ustadz Hanan Attaki dan Ustadz Evie 
Efendi. Mereka berhasil menyesuaikan materi dakwah 
dengan kebutuhan anak muda dari berbagai kalangan 
yang awalnya minim pengetahuan agama. Dengan 
semangat dakwah yang mengajak bukan mengejek, 
merangkul bukan memukul. 

Ketika dahulu kala masjid identik dengan orang 
tua bahkan yang sudah sepuh, maka tidak demikian 
dengan masjid di Kota Bandung. Saat ini banyak sekali 
kajian-kajian di masjid yang mayoritas dihadiri justru oleh 
anak muda. Keberhasilan dakwah ala anak muda ini 
seolah menginspirasi komunitas lain untuk membuat 
kajian serupa. Dengan prinsip dakwah saling mengisi dan 
melengkapi, maka saat ini masjid-masjid di Kota Bandung 
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begitu padat dengan jadwal kajian. Menurut admin 
@infokajian_bdg, akun instagram khusus info kajian di 
Bandung Raya, setiap akhir pekan tidak kurang dari 60 
postingan kajian yang mereka rilis. Bahkan jika dirata-
ratakan dalam satu bulan bisa mencapai lebih dari 600 info 
kajian yang mereka rilis. Karena kajain bukan hanya di 
akhir pekan tapi hampir setiap hari ada posting kajian. 

 Kota Bandung tidak hanya populer dengan wisata 
kuliner dan fashion, tetapi juga menjadi destinasi wisata 
religi.. Penyelenggara kajian di masjid-masjid ini dari 
berbagai komunitas, ormas, ataupun kelompok pengajian. 
Semua “berlomba” dalam hal kebaikan untuk 
menyebarkan ilmu agama Islam. Tidak peduli apa 
“manhaj” nya, semua saling mengisi kebutuhan akan ilmu 
agama bagi masyarakat yang ada di Kota Bandung 
khususnya. Di Bandung pula, kota paling aman untuk 
dakwah. Walupun berbeda aliran dakwah tidak ada usaha 
saling meghadang satu sama lain. Jadi jika anda 
berkunjung ke Kota Bandung sempatkan lah menikmati 
wisata religi yang hampir pasti selalu ada di masjid-masjid 
kecil maupun besar. Fenomena “Bandung Kota Dakwah” 
ini, bukan tidak mungkin menjadi suatu gerakan moral 
bagi generasi muda Islam dalam membangun peradaban. 
Bandung kini telah menjadi Kota Dakwah, semoga dari 
Kota Bandung sinyal kebangkitan Islam dipancarkan ke 
seluruh penjuru dunia. 
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SP2020 Masa Milenial 
Magdalena Sinaga 

Statistisi BPS Kabupaten Bogor 

 
Sensus Penduduk yang ketujuh akan dilaksanakan 

pada tahun 2020. Pelaksanaan sensus penduduk bertujuan 
untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi 
dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data 
Kependudukan Indonesia. Gaung dan publikasinya sudah 
dilaksanakan dari sekarang hampir di seluruh wilayah 
Indonesia agar ketika waktunya tiba, semua masyarakat 
sudah mengetahui dan turut serta mensukseskan Sensus 
Penduduk 2020 (SP2020) ini.  

Menghadapi perubahan zaman yang terjadi sangat 
cepat, kecanggihan teknologi yang mempermudah publik 
untuk melakukan berbagai hal akhirnya melahirkan 
generasi melek teknologi yang lebih akrab dikenal sebagai 
generasi milenial. Pengetahuan, kekuatan, dan ide-ide 
kreatif serta inovasi yang revolusioner adalah 
keterampilan mendasar yang harus dimiliki oleh generasi 
milenial saat ini. 

Badan Pusat Statistik (BPS) juga berusaha 
mengimbangi trend ini dengan meningkatkan metode 
sensus yang dilakukan.  Ada perbedaan metodologi yang 
cukup signifikan pada SP2020 ini dibandingkan sensus 
sebelumnya. Pada sensus kali ini, BPS akan menggunakan 
metode kombinasi antara sensus online dan pendataan 
langsung. BPS akan menggandeng Kemendagri sebagai 
sumber penyedia data utama yaitu data Dukcapil. 
Meskipun terdapat perbedaan konsep kependudukan 
antara BPS dan Kemendagri, tidak menutup kemungkinan 
kedua instansi bisa berkolaborasi dalam menghasilkan 
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satu data. Salah satu perbedaan mendasar adalah definisi 
kependudukan versi BPS dan Kemendagri (Adminduk). 
Penduduk menurut BPS adalah semua orang yang 
berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia 
selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan 
untuk menetap, baik memiliki surat kelengkapan 
administrasi di daerah domisilinya maupun tidak. 
Sementara itu, penduduk berdasarkan data Adminduk 
adalah penduduk yang telah memiliki surat kelengkapan 
administrasi dan terdaftar dalam Kartu Keluarga atau 
sudah memiliki KTP. Perbedaan konsep dan definisi inilah 
yang coba disatukan pada pelaksanaan SP2020.  

Pemerintah sejak beberapa tahun terakhir telah 
membangun Inisiatif Satu Data yang dibutktikan dengan 
terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia. Satu Data merupakan rancangan pemerintah 
untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan 
data dengan tiga prinsip utama (satu standar data, satu 
metadata baru, dan satu portal data). Inisiatif Satu Data 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang akurat 
dan terbuka. Dengan demikian, pemanfaatan data 
pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara 
internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk 
pemenuhan kebutuhan data kepada publik / masyarakat 
secara luas. 

Data Adminduk akan digunakan sebagai dasar 
untuk keperluan pendataan mandiri atau lebih dikenal 
sebagai sensus online nantinya.  BPS mengharapkan 
kesediaan masyarakat melakukan pendataan secara 
mandiri lewat web yang dapat diakses melalui perangkat 
ponsel pintar (smartphone) dengan koneksi internet. 
Metode ini dapat membantu BPS dalam mengumpulkan 
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data penduduk secara khusus di zaman milenial saat ini, 
hampir seluruh lapisan masyarakat terhubung dengan 
internet. Untuk meningkatkan response rate, SP2020 akan 
dilaksanaksanakan dengan memanfaatkan teknologi 
geospasial sebagai kerangka induk dalam proses 
pengumpulan data. Karena itu dalam pencacahannya 
nanti akan menggunakan tiga jenis alat / sarana yaitu 
paper and pencil interviewing (PAPI), computer assisted 
web interviewing (CAWI), dan computer assited personal 
interviewing (CAPI).  

CAWI digunakan untuk pendataan mandiri sensus 
online melalui website sehingga masyarakat Indonesia 
dapat melakukan pendataan secara mandiri dengan 
mengisi data pribadi atau keluarganya secara online 
dengan mengakses link https://sensus.bps.go.id. BPS akan 
mensosialisasikan sensus online berbasis web ini dengan 
melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah, kantor 
pemerintahan dan swasta bahkan kantor desa dan akan 
berlangsung selama bulan Februari s.d Maret di tahun 
2020. 

 Setelah masyarakat melakukan sensus online, 
maka akan didapat output berupa basis data penduduk 
hasil pemutakhiran mandiri. Bagi masyarakat yang belum 
melakukan sensus online akan dilakukan pendataan 
secara langsung, seperti sensus penduduk yang dilakukan 
sebelumnya. Dari output sensus online akan disusun 
daftar penduduk berdasarkan data Adminduk yang telah 
dimutakhirkan yang akan digunakan petugas sebagai 
prelist ketika petugas pendata ke lapangan. Dengan 
meggunakan daftar penduduk ini, petugas bersama 
ketua/pengurus RT akan melakukan pemeriksaan daftar 
penduduk (SP2020-DP) satu persatu untuk memastikan 
keberadaan penduduk. Setelah melakukan pengecekan, 
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petugas bersama ketua/pengurus RT akan melakukan 
pengecekan lapangan untuk penduduk baru dan 
penduduk yang diragukan keberadaannya di lingkugan 
RT tersebut sekaligus petugas akan melakukan 
penomoran untuk setiap rumah/bangunan. 

 Pada bulan Juni, akan dimulai pencacahan 
penduduk yang tidak terdaftar dalam daftar penduduk 
(SP2020-DP) dan yang belum melakukan pemutakhiran 
data mandiri secara ‘door-to-door’ atau setiap rumah tangga 
tersebut akan didatangi oleh petugas. 

Mari bersama-sama berpatisipasi mensukseskan SP2020 
dengan menjawab kuesioner dengan benar. Pada 
akhirnya, keberhasilan SP2020 sangat tergantung pada 
kerja sama dari seluruh pihak. 

 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
523 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Satu Data Indonesia  
Yayan Eka Tavipian 

Kepala BPS Kabupaten Bandung Barat 
 

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tanggal 
16/8/2019 menyebutkan bahwa data adalah jenis 
kekayaan baru bangsa kita. Pernyataan Presiden memang 
cukup beralasan, karena  data telah berkembang begitu 
pesat, seiring dengan kemajuan industri digital. Bagi 
pelaku usaha, data sudah menjelma menjadi komoditas 
yang cukup penting, dengan menganalisis data, maka 
pasar segera dapat mereka kuasai. Sekarang bagaimana 
kita melakukan literasi, mengumpulkan & menggunakan 
data, serta melindungi dengan membuat regulasi terhadap 
data yang amat sangat berharga.  

 Berbeda dengan kondisi saat ini, Para Pengambil 
kebijakkan dahulu masih terbatas menggunakan data  yg 
dikumpulkan melalui sensus, survey dan data 
administrasi dalam membuat perencanaan atau kebijakan. 
Padahal, pengelolaan data administratif merupakan 
rangkaian kegiatan yang berasal dari sumber dokumen 
administratif. Masalah utama dari penggunaan data ini 
adalah kualitasnya yang tidak terstandart,sehingga perlu 
diolah lagi dengan dilengkapi data  lainnya. 

 Kini di era digital, semua keputusan, baik bisnis 
maupun politik, makin akurat, karena data yang tersedia 
bisa diambil dari berbagai macam sumber. Pengumpulan 
data semakin mudah karena perkembangan industri 
digital & demokratisasi internet (IoT) menuntut 
penggunaan data dengan cara berbeda. Data yang ada kini 
jumlahnya sangat besar dan melimpah (big data). Tinggal 
bagaimana melakukan analisis data tersebut, sehingga 
bermakna untuk menjadi acuan keputusan yang tepat. 
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 Big data di interprestasikan dengan tingkat data 
yang sangat cepat (real time), besar (volume) dan 
bentuknya yang bervariasi (variety,) bisa berupa data 
administrasi, data digital komersial atau transaksional, 
data perilaku atau data opini dan masih banyak lagi. 
Dalam kenyataannya, penggunaan big data ini sudah 
semakin dikenal  di masyarakat, khususnya bagi  mereka 
dalam menentukan suatu kebijakkan. 

 Salah satu contohnya, pada saat perhelatan Pemilu 
serentak tahun  2019 kemarin, data yang ada di media 
sosial (medsos) jadi sumber pengambilan data, sejumlah 
partai politik menggunakan jasa konsultan politik untuk 
menganalisis data melalui pembacaan perilaku pengguna 
medsos, guna menyusun strategi kampanye politik. 
Percakapan di medsos dapat di manfaatkan sebagai data 
sosial yang melengkapi data statistik dalam memandu 
pengambilan kebijakan publik. Yang pasti privasi data 
pengguna medsos tidak boleh di korbankan dan harus 
dilindungi. 

 

Kebijakan Satu Data 

 Tiga tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 April 
2016, Presiden Jokowi mengatakan bahwa urusan data 
pegangannya hanya satu, yakni data statistik Badan Pusat 
Statistik (BPS). Presiden juga menekankan agar 
kementrian/lembaga (K/L) tidak lagi berorientasi pada 
proyek pengumpulan data. 

 Presiden Jokowi menaruh perhatian yang cukup 
besar terhadap data, berbicara urusan data (khususnya 
data statistik) harus diakui, negeri ini masih butuh 
perhatian. Bukan hanya ada beragam urusan yang datanya 
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tidak ada, tetapi ada data antar lembaga yang saling silang, 
sehingga membingungkan para pengguna data.  

Untuk itu, perlu dilakukan mekanisme 
harmonisasi, konsistensi atau koherensi sehingga data 
sejalan/searah, agar pengguna lebih yakin menggunakan 
data statistik resmi pemerintah, tidak terdapat duplikasi 
pengumpulan data yang sama, misalnya kemiskinan 
dengan data yang sama bersumber dari BPS, BKKBN atau 
Kementrian Sosial, yang berimbas salah sasaran program 
penerima bantuan/bansos. 

 Permasalahannya saat ini, mekanisme koordinasi 
dalam rangka sistem statistik nasional (SSN) yang 
seharusnya melibatkan para stake holder  di berbagai 
kegiatan statistik masih sangat minim. Implikasinya 
terjadi perbedaan persepsi, metoda analisis maupun 
metodologi dan prosedur pengumpulan data. Tidak jarang 
ada dua angka yang berbeda. 

 Permasalahan lain yang dihadapi adalah upaya 
membangun basis data dalam bentuk digital dari arsip 
yang sebagian masih berbentuk konvensional/manual. 
Disamping juga berusaha membentuk pengelola data 
untuk menghindari perbedaan. Interoperabilitas atau 
kondisi saat data bisa di pakai bersama dapat diwujudkan 
melalui satu data.   

Integrasi data lintas K/L harus diwujudkan agar 
bisa memberi  layanan kepada publik melalui kebijakan 
dan perencanaan yang lebih baik. Selain berat  dibutuhkan 
semangat, komitmen dan kemauan politik dari pengambil 
kebijakkan. Betapa pentingnya integrasi data ini, sehingga 
Pemerintah akan menyingkronkan data yang dimiliki 
penduduk, misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
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dengan data terpadu kesejahteraan sosial, untuk 
memastikan data bantuan sosial tepat sasaran.  

Untuk mewujudkan itu, Perpres no 39 tahun 2019 
tentang Satu Data Indonesia, telah diundangkan pada 
tanggal 17 Juni 2019. Dengan  adanya Perpres tersebut, 
maka prinsip Satu Data Indonesia (SDI)  untuk 
memastikan data yang diproduksi oleh Produsen data 
berkualitas (sesuai Standart, Metadata baku dari Pembina 
data serta dihasilkan menggunakan Kode Referensi dan 
data induk dan dapat di manfaatkan bersama 
/interoperabilitas). SDI diharapkan dapat menjembatani  
kebutuhan data untuk perencanaan yang relevan dengan 
kebutuhan, misalnya saat ini, dibutuhkan data tujuan 
Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDG’s).  

Jadi jelaslah, kebijakan SDI harus segera diterapkan  
saat ini, merealisasikan SDI sebagai sebuah tempat yang 
berisi kumpulan data yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan secara cepat dan bersumber dari berbagai 
instansi. Selain berfungsi sebagai bahan perencanaan yang 
efektif dan efisien, SDI juga dapat dipakai sebagai sumber 
monitoring dan evaluasi kinerja dalam mencapai target 
pembangunan yang dinginkan. 

Jika dikaitkan dengan program kerja pemerintah 
periode ini, maka SDI  bisa dijadikan dasar dan acuan 
untuk membuat program dalam rangka membangun 
manusia unggul , yang akan menentukan apakah bangsa 
Indonesia mampu ”memetik”  buah  bonus demography 
dan melompat menjadi negara maju.  

“Selamat Hari Statistik Nasional, 26 September 2019” 
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Momentum Sensus Penduduk 2020 

A. Saebani 
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

 

  
          Pada tahun 2020 Indonesia akan menyelenggarakan 

Sensus Penduduk (SP2020) yang merupakan amanat 

Undang-undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik. 

Mencatat Indonesia melalui Sensus Penduduk menuju 

Indonesia maju dengan SDM unggul dan data berkualitas. 

SP2020 juga merupakan momentum penting untuk 

mencatat penduduk dalam rangka satu data 

kependudukan Indonesia. 

          Sensus Penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap 

10 tahun sekali, pelaksanaannya dilakukan pada tahun 

yang berakhiran nol. Sensus Penduduk 2020 yang akan 

diselenggarakan pada tahun depan merupakan sensus 

penduduk ketujuh setelah Indonesia merdeka. 

Pelaksanaan Sensus Penduduk setelah Indonesia merdeka 

dilakukan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 

tahun 2010.  

          Perubahan mendasar pada Sensus Penduduk 2020 

yaitu akan menggunakan metode kombinasi. Data 

administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil akan 

digunakan sebagai basis data dasar yang kemudian 

dilengkapi pada pelaksanaan SP2020. Metode kombinasi 

tersebut akan menjawab polemik perbedaan 

jumlah penduduk versi BPS dan Dukcapil yang selama ini 

terjadi. Hal itu karena, memang konsep, definisi, 

metodologi, dan waktu pencatatan keduanya berbeda. 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
528 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

          Pelaksanaan SP2020 akan dilakukan dengan multi 

moda pengumpulan data. Era digital mendorong BPS 

berinovasi melakukan sensus mandiri (online) dengan 

memanfaatkan Computer Aided web interviewing (CAWI). 

Dengan inovasi CAWI, setiap orang dapat secara mandiri 

(online) memperbaharui data pada website yang telah 

disediakan oleh BPS. Metode pelaksanaan sensus mandiri 

akan dilakukan pada bulan Februari-Maret 2020. 

          Kemudian pada bulan Juli 2020 akan dilakukan 

pendataan secara langsung oleh petugas bagi penduduk 

yang belum mengisi data dengan metode CAWI. 

Teknologi yang akan digunakan oleh pengumpul data 

dengan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 

yang rencananya dalam bentuk aplikasi untuk smartphone 

android, jadi pencacah lapangan bisa memakai ponselnya 

sendiri. 

          Pelaksanaan Sensus Penduduk akan menghasilkan 

data kependudukan yang lengkap, akurat, terkini, dan 

menyeluruh. Data hasil Sensus Penduduk nantinya akan 

menjadi database yang dapat digunakan pemerintah untuk 

proses mengambil suatu kebijakan dalam masalah 

kependudukan.  

          Manfaat dari Sensus Penduduk 2020 untuk 

Indonesia, yaitu untuk mendapatkan Informasi jumlah, 

komposisi, distribusi, dan karakterisitik penduduk. 

SP2020 dapat mengetahui jumlah penduduk menurut 

wilayah sampai wilayah lingkungan terkecil (Rukun 

Tetangga). Dari berbagai data kependudukan tersebut 

diperoleh data dasar yang dapat digunakan untuk 

pengambilan kebijakan pembangunan, seperti penyediaan 
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sarana kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain 

sebagainya serta manfaat tertib administrasi 

kependudukan. 

          Manfaat lain dari sensus penduduk, pemerintah 

dapat mengetahui periode bonus demografi yang akan 

terjadi untuk menangkap peluang menjadi keuntungan. 

Keberadaan dari periode bonus demografi dapat dilihat 

dengan data kependudukan yang di dominasi jumlah 

penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas jumlah 

penduduk tidak produktif (usia 64 lebih dan 0-14 tahun). 

         Indikator keberadaan bonus demografi bisa dilihat 

dari angka rasio ketergantungan yang rendah. BPS 

mencatat, Indonesia akan mendapatkan window of 

opportunity yaitu jendela peluang dimana pada tahun 2020-

2030 angka rasio ketergantungan akan berada pada tingkat 

terendah sepanjang masa transisi demografi. 

          Setelah keberadaan bonus demografi akan terjadi 

fenomena yang disebut dengan proses ageing population 

atau penuaan penduduk. Pada masa tersebut ditandai 

dengan semakin banyaknya usia tua. Hasil proyeksi Supas 

2015, pada 2045 persentase penduduk usia 60 tahun lebih 

akan mencapai 63,31 juta orang (19,85 persen) dari jumlah 

penduduk Indonesia. 

          Peningkatan penduduk berusia tua diakibatkan oleh 

menurunnya tingkat fertilitas dan meningkatnya harapan 

hidup. Keberhasilan meningkatkan harapan hidup 

disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya penurunan 

tingkat kematian bayi; semakin baiknya tingkat kesehatan 

masyarakat; kesetaraan gender; kesejahteraan semakin 
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membaik juga mudahnya penduduk mengakses 

pendidikan. 

          Fenomena penuaan penduduk akan menjadi 

masalah besar jika pemerintah tidak responsif terhadap 

masalah kependudukan. Struktur kependudukan akan 

merubah tingkatan konsumsi dan kebutuhan dasar 

lainnya. Program kebijakan pembangunan dalam 

menghadapi penuaan penduduk seperti asuransi sosial, 

kesehatan, pendidikan maupun ekonomi harus disiapkan 

sedini mungkin.  

          Dengan demikian, ketika  penuaan penduduk terjadi 

justru akan memberikan keuntungan secara ekonomi 

maupun sosial. Penduduk usia lanjut yang sehat dan 

berpendidikan tinggi akan masih berpartisipasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

          Bangsa yang unggul adalah bangsa yang 

menggunakan data sebagai perencanaan pembangunan. 

Generasi emas 2045 akan menjadi kenyataan dengan 

“memanen” bonus demografi dan masih memberikan 

bonus atau keutungan ketika terjadinya ageing population. 

          Data yang dikumpulkan BPS dalam pelaksanaan 

sensus penduduk 2020 akan dijamin kerahasiannya. BPS 

tidak akan mempublikasikan nama dan alamat (by name by 

address) dari responden. namun, BPS akan 

mempublikasikan kondisi kependudukan di Indonesia 

secara agregat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik.  

          Suksesnya Sensus Penduduk 2020 nanti sangat 

tergantung pada tingkat partisipasi seluruh komponen 

masyarakat. Menjelang era data kependudukan baru, mari 
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bersama-sama berpartisipasi dalam menyukseskan Sensus 

Penduduk 2020, melalui Sensus Penduduk Online pada 

Februari-Maret 2020. Serta memberikan data yang 

sebenar-benarnya kepada petugas secara door to door 

pada bulan Juli 2020. (*) 
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Data Emas Kependudukan Indonesia 
Endang Hidayat 

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 

 
Kondisi ketersediaan data kependudukan pada 

saat ini, seiring dinamika pergerakan penduduk yang 

semakin cepat, tidak jarang membuat beberapa kebijakan 

yang dihasilkan terkait kependudukan seperti belum 

dapat memuaskan semua pihak 

Hal ini terjadi dikarenakan belum seragamnya 

pemahaman konsep dan denisi tentang kependudukan 

dari masing-masing lembaga / stake hoders pengumpul 

data kependudukan. Rujukan akan beragamnya data 

mengenai kependudukan yang dijadikan bahan 

pengambilan keputusan dan kebijakan menyebabkan 

akurasi dari program tersebut menjadi cenderung kurang 

tepat sasaran.  

Data kependudukan yang secara kontinyu ter 

update dengan baik pada level tingkatan pemerintah 

manapun akan sangat membantu tersusunnya kebijakan 

pembangunan yang tepat sasaran, baik dari sisi 

pemerintah dan pelaku usaha. Tanpa akurasi data 

penduduk yang secara berkala dilakukan update maka 

penyusunan kebijakan pembangunan bagi pemerintah 

maupun tujuan usaha bagi para pelaku usaha akan 

menjadi sulit untuk berkembang secara terus menerus.  

Secara konsep penduduk adalah orang -orang yang 

berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-

aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain, 

secara terus menerus/continue. Sementara itu secara 
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sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang 

menempati wilayah geogra dan ruang tertentu.  

Kondisi ideal data kependudukan di Indonesia 

didapatkan dari 2 (dua) sumber data yaitu,  sensus 

penduduk dan dari basis data kependudukan terbarukan 

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Keberadaan dua sumber data kependudukan ini membuat 

kemungkinan terjadi perbedaan dan inkonsistensi bisa saja 

/ sangat mungkin terjadi  

Untuk mewujudkan usaha satu data nasional, 

khususnya mengenai data kependudukan, sudah diatur 

melalui Perpres, tentang keberadaan satu data nasional 

dan akan menghilangkan data dari sumber berbeda yang 

digunakan untuk satu kepentingan, yaitu pembangunan 

nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

/ NKRI.  

Pelaksanaan kegiatan sensus penduduk 2020 

tentunya sangat diharapkan mampu menjadi tonggak 

sejarah melalui terwujudnya data yang manunggal dalam 

bentuk data kependudukan yang bersifat digital secara 

nasional. Kehadiran satu data kependudukan jelas akan 

sangat memberikan dampak pada pengambilan 

keputusan yang tepat dan pelayanan ke masyarakat yang 

lebih baik.  

Tujuan  sensus penduduk itu sendiri adalah 

mendapatkan informasi jumlah penduduk, komposisi dan 

distribusi serta kateristik penduduk di masing-masing 

daerah atau wilayah pemerintahan sampai dengan tingat 

wilayah terkecil.  

Pemutakhiran data penduduk dengan skala yang 
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bersifat sensus (seluruh populasi wilayah NKRI) dapat 

memberikan dasar data yang baru yang dapat digunakan 

sebagai dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan di 

wilayah NKRI. Kemudian pula data tersebut dapat 

menjadi acuan awal dari updating berkala uang dilakukan 

oleh Disdukcapil di masing-masing wilayah.  

Manfaat data yang akan diperoleh dari SP2020 

adalah mengetahui jumlah penduduk menurut wilayah 

sampai wilayah lingkinguan terkecil (Rukun Tetangga) 

diperoleh data dasar yang dapat digunakan untuk 

pengambilan kebijakan pembangunan, seperti penyediaan 

sarana kesehatan, pendidikan, perumahan dan lain 

sebagainy serta manfaat tertib administrasi 

kependudukan, kehadiran satu data khususnya data 

kependudukan, langkah pembaruan data kependudukan 

akan lebih mudah.  

Dengan tersedianya data kependudukan akan 

dapat diperoleh distribusi penduduk, bagaimana bonus 

demogra bisa kita lihat dari hasil SP2020, ini akan sangat 

bermanfaat khususnya bagi pemerintah untuk mengambil 

kebijakan terkait kependudukan, pendidkan, pangan,dan 

lain sebagianya.  

Sensus penduduk tahun 2020 yang akan 

dilaksanakan di Indonesia akan menggunakan metode 

kombinasi, metode kombinasi digunakan sebagai upaya 

transisi dari sensus dengan metode tradisional menuju 

sensus dengan metode berbasis registrasi. Data  sensus 

menggunakan metode kombnasi yakni menggunakan 

data Disdukcapil sebagai sumber data utama dan 

mengandalkan sensus mandiri melalui web site sebagai 
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moda pendataan mandiri “ De jure de factonya akan 

dikombinasikan, sehingga masyarakat dapat mengupdate 

data kependudukannya sendiri dengan Computer-

assisted web interviewing ( CAWI ).  

Metode kombinasi akan menjawab polemik 

berbedanya jumlah penduduk versi BPS dan Administrasi 

kependudukan yang selama ini terjadi, karena memang 

konsep dan denisi serta metodologi dan waktu pencatatan 

yang berbeda.  

Sensus Penduduk (SP) 2020 dapat pula dijadikan 

langkah awal mempersiapkan generasi maju bagi bangsa 

Indonesia kedepan, sebab pelaksanaa Sensus Penduduk 

yang biasa disingkat SP2020memang bertujuan 

memperbaharui data kependudukan secara menyeluruh 

tentang jumlah penduduk, komposisi, distribusi dan 

karakteristik penduduk Indonesia.  

Karena pada tahun 2020-2040 Indonesia diprediksi 

akan mengalami masa bonus demogra, dimasa nanti usia 

penduduk produktif Indonesia mencapai 64 persen dari 

total jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 290 

juta jiwa, SP2020 ini juga menjadi jalan agar Indonesia bisa 

memetik manfaat maksimal dari bonus demografi.  

Ketersediaan sumber daya manusia yang 

melimpah juga harus diimbangi dengan peningkatan 

kualitas kompetensinya, hal ini untuk menghadapi 

keterbukaan pasar tenaga kerja. Jumlah penduduk usia 

produktif yang melimpah ini harus didorong agar mampu 

menggeliatkan roda perekonomian, serta mesin penggerak 

pertumbuhan ekonomi, jangan sebaliknya, akan 

melahirkan generasiyang tidak kompeten karena miskin 
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dari inovasi dan kreatitas, generasi produktis adalah 

modal bagi kita menuju Indinesia emas 2045.  

Tingkat keberhasilan dari Sensus Penduduk tahun 

2020 selain harus ditopang oleh kualitas petugasnya juga 

harus didukung penuh oleh penduduk Indonesia 

diseluruh jenjang wilayahnya. Tanpa adanya kesadaran 

dari penduduk untuk aktif mencatatkan dirinya melalui 

saluran media internet yang sudah ditentukan maka 

tujuan Indonesia Emas 2045 akan tinggal menjadi cita-cita 

tanpa realita. Untuk wilayah NKRI yang belum ter-cover 

jaringan komunikasi selular peran aktif dari petugas 

pelaksana sensus akan datang untuk mendata.***  

#Menuju Indonesia Emas dengan Data Sensus 
Penduduk yang berkualitas.  
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Sadar Statistik Melalui HSN 2019 
Muhamad Rikiansyah 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Adakah yang merasa asing dengan Hari Statistik 

Nasional? Atau justru sebagian besar masyarakat merasa 

asing dengan Hari Statistik Nasional? Jika melihat asal-

usul penetapan Hari Statistik Nasional, maka kita akan 

melihat sejarah sebuah instansi pemerintah yang sekarang 

bernama Badan Pusat Statistik. 

Pada 24 September 1960, pemerintah Indonesia 

membuat Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang 

pelaksanaan sensus. Dua hari kemudian, 26 September 

1960, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1960 tentang statistik. Dari kedua undang-undang 

inilah dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik 

berasal. Gayung bersambut, tahun 1961, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) meminta setiap negara untuk 

melakukan sensus penduduk secara serentak. Di tahun 

inilah, Indonesia mencatat sejarah melakukan sensus 

penduduk pertama kali setelah merdeka.  Tahun 1996 

Sugito Suwito yang menjabat sebagai kepala BPS saat itu, 

merasa perlu adanya Hari Statistik Nasional untuk 

memupuk kesadaran masyarakat akan statistik. Tahun 

1997 lahirlah Undang-undang No 16 Tahun 1997 tentang 

statistik yang merupakan penyempurnaan dari Undang-

undang No 7 tahun 1960. Senada dengan penyempurnaan 

itu, BPS yang semula Biro Pusat Statistik, berganti menjadi 

Badan Pusat Statistik. Akhirnya melalui surat nomor 
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B.259/M.Sesneg/1996 pada 12 Agustus 1996, Tanggal 26 

September disetujui sebagai Hari Statistik Nasional (HSN).  

Jika melihat sejarah, penetapan Hari Statistik 

Nasional memang diinisiasi oleh orang-orang dari internal 

BPS. Tetapi tujuannya bukan untuk menjadikan 26 

September sebagai lahirnya BPS. Tapi didasari oleh 

keinginan agar masyarakat Indonesia sadar akan 

pentingnya statistik. Walaupun BPS yang memperingati 

Hari Statistik Nasional akan tetapi HSN bukan hanya milik 

BPS. HSN milik semua masyarakat yang peduli akan 

statistik. Peringatan HSN bisa dimaknai dengan beberapa 

hal. Diantaranya adalah meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam membangun statistik. Selain itu agar 

semua insan statistik memahami dan melakukan 

pembangunan statistik bersama-sama.  

Peringatan ini juga sebagai upaya mendorong pelaku 

statistik untuk melakukan kegiatan statistik sesuai kaidah. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk 

statistik. Dan yang paling penting adalah mendorong 

seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan data 

statistik yang dihasilkan BPS.  

Kita masih ingat beberapa tahun lalu, Presiden 

Jokowi pernah menginstruksikan  bahwa urusan data 

pegangannya hanya satu yaitu BPS. Sejak saat itu BPS 

semakin dicari terkait segala hal tentang data. Tentunya 

kondisi ini memberikan dampak dua sisi bagi BPS. Disatu 

sisi, BPS semakin dikenal oleh semua kalangan yang 

concern terhadap data baik itu pemerintah, akademisi 

ataupun masyarakat. Semua berusaha merujuk data 

kepada BPS. Namun di sisi lain, BPS sebagai penyedia data 
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statistik berkualitas untuk semua, tentu mempunyai 

keterbatasan dari sisi hukum, anggaran maupun SDM 

untuk menyediakan semua data. Perlu diketahui bahwa 

tidak semua data ada di BPS. Lembaga ini hanya 

mengurusi statistik dasar sesuai amanat undang-undang.  

Kebutuhan akan ketersediaan data semakin 

meningkat. Seringkali bermunculan data-data yang 

berasal dari berbagai pihak, tanpa menyebutkan sumber 

nya. Bahkan tidak jelas konsep dan metodologinya.. 

Keberadaan data berkualitas dan terpercaya menjadi 

sebuah keniscayaan. BPS sebagai instansi pemerintah 

pembina statistik harus berperan dalam hal ini. BPS harus 

mendorong kegiatan statistik dilakukan sesuai kaidah, 

semisal dari sisi konsep dan metodologi yang baku. 

Sehingga data yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan. BPS walaupun lembaga 

pemerintah, akan tetapi harus independen dan bebas 

intervensi. BPS harus bekerja sesuai konsep dan 

metodologi yang berlaku bahkan secara internasional. 

Apalagi dalam penyediaan data statistik dasar yang 

menjadi kompas pembangunan sebuah negara.  

 

Menuju Sensus Penduduk 2020 

Salah satu kegiatan statistik dasar yang dilakukan 

oleh BPS adalah Sensus Penduduk. Kurang dari setahun 

lagi, BPS akan melakukan Sensus Penduduk 2020. Sesuai 

dengan perkembangan jaman, Sensus Penduduk kali ini 

akan menggunakan combine method. Selain metoda 

tradisional dengan cara door to door mengunjungi rumah-

rumah, kali ini BPS akan mengajak masyarakat berperan 
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aktif dalam sensus mandiri secara online yang akan 

dilakukan Februari-Maret 2020. Sensus online difasilitasi 

oleh BPS melalui sebuah alamat portal yang bisa diakses 

oleh siapa saja dan kapan saja. Karena ini menyangkut 

data individu maka BPS pun sudah mempersiapkan dari 

sisi keamanannya. Masyarakat bisa mengakses melalui 

smartphone atau web. Sosialisasi pun sudah dilakukan sejak 

awal tahun 2019. Di era media sosial informasi begitu cepat 

menyebar. Untuk itu BPS telah melakukan sosialisasi 

melalui media sosial yang dimiliki oleh kantor-kantor BPS 

di seluruh Indonesia. Agar masyarakat mengetahui dan 

bersiap melakukan Sensus secara mandiri pada waktunya. 

Sensus Penduduk memang menjadi tugas BPS sebagai 

instansi penyelenggara statistik dasar. Akan tetapi data 

yang akan dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan dan 

milik BPS saja. Melalui Sensus Penduduk akan dihasilkan 

data jumlah penduduk dan karakteristik penduduk di 

Indonesia. Data ini akan menjadi benchmark bagi 

perencanaan hampir semua sektor pembangunan di 

Indonesia. Sensus Penduduk 2020 menjadi langkah awal 

menuju satu data kependudukan. Tapi perlu dipahami 

bahwa satu data bukan berarti satu-satunya data. Satu data 

artinya bersepakat menggunakan data yang mana untuk 

sebuah kebijakan yang akan diterapkan.  

Dunia sudah semakin sempit seiring dengan 
meningkatnya penggunaan internet. Sehingga  informasi 
cepat menyebar. Kabar berseliweran di media, akurasi data 
seringkali dipertaruhkan. Momentum peringatan HSN 
2019 diharapkan semakin menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya data satistik terpercaya. Untuk itu perlu 
dukungan semua pihak terhadap lembaga penyedia data 
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statistik seperti BPS. Dukung pelaksanaan kegiatan 
statistik dengan menjadi responden yang baik. Sensus 
Penduduk 2020 akan segera datang, berikan lah jawaban 
yang jujur, akurat dan benar. Mari kita mencatat Indonesia 
dimulai dari mencatat diri dan keluarga masing-masing 
pada sensus online. Dengan partisipasi anda pada Sensus 
Penduduk 2020 kita akan melangkah bersama menuju 
Indonesia maju dengan sumber daya manusia dan data 
berkualitas. 
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 Hari Statistik Menuju Indonesia Maju 
A. Saebani 

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur 

          

          Tanggal 26 September diperingati sebagai Hari 
Statistik Nasional (HSN) dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran statistik bagi para responden, 
produsen dan konsumen data agar dapat memberdayakan 
secara maksimal menuju terwujudnya Sistem Statistik 
Nasional. Pada tahun ini, peringatan hari statistik 
dirasakan sangat istimewa, karena sebagai pemacu 
semangat dalam menyukseskan Sensus Penduduk 2020 
untuk menuju satu data kependudukan. 

 

Sejarah Hari Statistik Nasional 

          Menengok sejarah, Kantor Statistik pertama kali 

didirikan oleh Department Van Lanbouw, Nijverheid en 

Handel (Departemen Pertanian, Kerajinan dan 

Perdagangan) pada bulan Februari 1920 di Bogor. Kantor 

ini diserahi tugas untuk mengolah dan mempublikasikan 

data statistik terutama yang berkaitan dengan bea dan 

cukai. Pada bulan September 1924 nama lembaga tersebut 

diganti menjadi Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS 

atau Kantor Pusat Statistik) dan dipindahkan ke Batavia.  

         Kantor Pusat Statistik, selain mencakup bidang 

administrasi mencakup juga bagian yang menangani 

urusan umum, statistik perdagangan, statistik pertanian, 

statistik kerajinan, statistik konjungtor, statistik sosial. 

Produk perundang-undangan yang dihasilkan pada 
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waktu itu diantaranya adalah Volkstelling Ordonnantie 

1930 (Staatsblad 1930 Nomor 128) yang menjadi dasar 

pelaksanaan Sensus Penduduk pada tahun 1930, dan 

Statistiek Ordonnantie 1934 (Staatsblad Nomor 508) 

tentang kegiatan perstatistikan. 

        Setelah Indonesia merdeka, Pemerintahan Soekarno-

Hatta membentuk KAPPURI (Kantor Penyelidikan dan 

Perangkaan Umum Republik Indonesia) merupakan 

lembaga baru yang bertugas menangani kegiatan 

perstatistikan. Lembaga ini di pimpin oleh Abdul Karim 

Pringgodigdo. Selanjutnya, beberapa kali sempat berubah 

nama menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) pada tanggal 12 

Juni 1950, dan berubah lagi menjadi Biro Pusat Statistik 

pada tanggal 1 Juni 1957. 

        Perkembangan statistik di dunia internasional 

berkembang pesat, juga untuk memenuhi rekomendasi 

PBB agar setiap negara anggotanya menyelenggarakan 

sensus penduduk secara serentak. Pemerintah RI 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 

tentang Sensus sebagai pengganti Volkstelling 

Ordonnantie 1930. 

        Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi 

penyusunan perencanaan pembangunan semesta 

berencana, pada tanggal 26 September 1960 Pemerintah RI 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 

tentang Statistik sebagai pengganti Statistiek Ordonnantie 

1934. Undang-Undang tersebut secara rinci mengatur 

penyelenggaraan statistik dan organisasi Biro Pusat 

Statistik. Dan pada tahun 1961 yang merupakan Sensus 
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Penduduk (SP1961) pertama kali setelah Indonesia 

merdeka dari belenggu penjajah. 

        Presiden RI pada Agustus 1996 menetapkan tanggal 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 
tentang Statistik tersebut sebagai Hari Statistik Nasional. 
Alasannya, bahwa kelahiran Undang-Undang tersebut 
merupakan titik awal perjalanan BPS dalam mengisi 
kemerdekaan di bidang statistik yang selama ini diatur 
berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. 
Kemudian, Pemerintah RI menetapkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sebagai pengganti 
Undang-Undang Nomor 6 dan 7 Tahun 1960. 

 

Satu Data Kependudukan Indonesia 

          Sesuai kemajuan jaman, BPS melakukan terobosan 

dalam melaksanakan Sensus Penduduk dengan 

melakukan kolaborasi antar lembaga. Perubahan 

mendasar pada SP2020 yaitu akan menggunakan metode 

kombinasi menggantikan metode tradisional. Data 

administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil akan 

digunakan sebagai basis data dasar yang kemudian 

dilengkapi pada pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 

2020. Upaya ini sebagai langkah penting dalam rangka 

menuju satu data kependudukan Indonesia. 

          Metode kombinasi tersebut akan menjawab polemik 

perbedaan jumlah penduduk versi BPS dan Dukcapil yang 

selama ini terjadi. Hal itu karena, memang konsep, 

definisi, metodologi, dan waktu pencatatan keduanya 

berbeda. Harapan besar satu data kependudukan 

Indonesia akan semakin bermanfaat untuk meningkatkan 
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Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan dapat berdaya 

saing dengan bangsa lainnya.  

          Hasil Sensus Penduduk juga dapat dimanfaatkan 

untuk instansi pemerintah lainnya, seperti untuk KPU, 

Kemensos, Kemendikbud, BKKBN dan instansi lainnya, 

karena semua data penduduk sudah terintegrasi NIK. 

Dengan satu data kependudukan selain akan memperkuat 

administrasi kependudukan juga akan menimalisir 

tumpang tindih dalam melakukan pendataan penduduk 

yang akan memboroskan anggaran negara. 

          Satu data kependudukan Indonesia untuk menuju 

Indonesia maju juga diperkuat dengan adanya Perpres No. 

39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Seiring 

penguatan satu  data Indonesia, Presiden Joko Widodo 

memberikan pesan pada pembukaan rapat koordinasi 

teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa 26 

April 2016.  

         Pesan Kepala Negara menyiratkan kepada seluruh 

Kementerian/Lembaga untuk lebih hati-hati agar tidak 

tumpang tindih dalam pengelolaan data. Pengelolaan data 

hanya mengacu kepada BPS sebagai produser data saja. 

Tetapi juga produksi data harus unik, terstandar, serta 

sesuai kaidah statistik. 

          Pelaksanaan SP2020 akan dilakukan dengan multi 

moda pengumpulan data. Era digital mendorong BPS 

berinovasi melakukan sensus mandiri (online) dengan 

memanfaatkan Computer Aided web interviewing (CAWI). 

Dengan inovasi CAWI, setiap orang dapat secara mandiri 

(online) memperbaharui data pada website yang telah 
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disediakan oleh BPS. Metode pelaksanaan sensus mandiri 

akan dilakukan pada bulan Februari-Maret 2020. 

          Kemudian pada bulan Juli 2020 akan dilakukan 

pendataan secara langsung oleh petugas bagi penduduk 

yang belum mengisi data dengan metode CAWI. 

Teknologi yang akan digunakan oleh pengumpul data 

dengan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 

yang rencananya dalam bentuk aplikasi untuk smartphone 

android, jadi pencacah lapangan bisa memakai ponselnya 

sendiri. 

          Pelaksanaan Sensus Penduduk akan menghasilkan 

data kependudukan yang lengkap, akurat, terkini, dan 

menyeluruh. Data hasil Sensus Penduduk nantinya akan 

menjadi database yang dapat digunakan pemerintah untuk 

proses mengambil suatu kebijakan dalam masalah 

kependudukan. 

         Peringatan hari statistik sebagai momentum agar 
semua lapisan masyarakat untuk sadar tentang statistik. 
Data statistik yang akurat dan berkualitas akan bermanfaat 
dalam merencanakan kebijakan pembangunan menuju 
Indonesia maju, berdaya saing dan unggul disegala bidang 
kehidupan. 
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Satu Data Indonesia 
Any Heryani 

Statistisi BPS Kota Bandung 
 

Data berhamburan dimana-mana. Data tentang 
anak yang bersekolah di Indonesia.  Data wisata kuliner 
yang ada di Kota Bandung. Data harga-harga beras, dan 
masih banyak lagi data yang lainnya. 

Menurut Arikunto data adalah suatu kumpulan 
fakta dan angka-angka yang bisa dijadikan bahan untuk 
menyusun suatu informasi.Agar data bisa dijadikan 
sebagai informasi, perlu dilakukan 
pengolahan.Pengolahan data dapat dilakukan melalui 
penelitian atau percobaan.Penelitian dilakukan untuk 
mencari solusi permasalahan. 

Jika dilihat dari sifatnya data terbagi 2 yaitu data 
kualitatif dan data kuantitatif.Contoh data kualitatif yaitu 
Toko A lebih laris dibandingkan Toko B. Contoh data 
kuantitatif yaitu jumlah laki-laki yang mengikuti kursus 
masak. 

Data dilihat dari sumbernya dibagi menjadi data 
internal dan data eksternal.Data internal adalah data yang 
berasal dari dalam suatu kelompok.Sedangkan data 
eksternal adalah data yang datangnya dari luar kelompok 
tersebut. 

Data bisa diperoleh dari data primer dan sekunder, 
dimana data primer diperoleh dengan cara 
mengumpulkan sendiri dari hasil pengamatan langsung. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi orang 
lain atau dari bahan (buku, berita dari media  elektronik 
dan lain-lain). 
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Sekumpulan data akan dikumpulkan dan diolah 
melalui penelitian. Dari proses pengolahan data,akan 
mendapatkan jawaban, informasi kesimpulan dari 
masalah yang dialami. Data hasil penelitian akan dijadikan 
acuan serta solusi dan informasi yang valid. 

Presiden RI Jokowi telah mengeluarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia pada Tanggal 12 Juni 2019. Satu Data Indonesia 
adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk 
menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan 
dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah 
melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, 
Interperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi 
dan Data Induk (Pasal 1 ayat 1). 

Definisi data menurut Perpres ini adalah catatan 
atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, 
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, 
suara, dan/atau bunyi, yang menpresentasikan keadaan 
sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi, 
atau situasi. 

Kegiatan “Satu Data Indonesia” akan dimulai oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan Sensus 
Penduduk (SP) Tahun 2020. BPS sebagai instansi 
pemerintah, pada kegiatan SP Tahun 2020 akan 
melaksanakan Satu Data Kependudukan Indonesia.  

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara 
kombinasi. Cara Kombinasi adalah cara tradisional yang 
dikombinasikan dengan metoda cara registrasi. Cara 
tradisional yaitu cara wawancara langsung dengan 
responden atau melalui proses pencacahan lapangan. 
Sedangkan metoda cara registrasi dilakukan dengan 
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mengintegrasikan data registrasi dengan sensus atau 
survei sampel, tanpa pencacahan lapangan. Cara registrasi 
telah dilakukan di beberapa negara maju. 

Keuntungan dari metoda kombinasi adalah dapat 
menghemat biaya karena SP dapat digantikan dengan 
survei sampel dengan jeda waktu yang lebih singkat. 
Selain itu metoda kombinasi mampu menyajikan indikator 
demografi dan migrasi secara bulanan, triwulanan atau 
semesteran. 

BPS pada pelaksanaannya bekerja sama dengan 
Kementrian Dalam Negeri. Data yang digunakan sebagai 
data dasar SP Tahun 2020 adalah data kependudukan yang 
dikumpulkan dalam Pencacatan Sipil oleh Kementrian 
Dalam Negeri. 

Persiapan sensus besar ini sudah dilakukan sejak 
Tahun 2017 dengan berbagai uji coba. Uji coba berupa 
metode, instrumen termasuk uji coba kuesioner. Persiapan 
lapangan diantaranya koordinasi dan konsolidasi. 
Koordinasi dengan semua kementrian terutama penyedia 
data kependudukan diantaranya Kemetrian Kesehatan, 
Kementrian Pendidikan, Kementrian Komunikasi dan 
Informatika, Kementrian Hukum dan HAM dan lain-lain. 
Konsolidasi dimana BPS  menyatukan dan memperkuat 
hubungan dengan instansi terkait. 

Tahapan selanjutnya adalah persiapan penyiapan 
data basis yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri. 
Sekitar Bulan Februari sampai dengan Maret Tahun 2020, 
BPS akan melakukan sensus online atau sensus mandiri 
melalui sistem jaringan (daring). BPS menyediakan situs 
yang bisa diakses oleh semua orang pada wilayah 
Indonesia. 
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Sensus mandiri perlu dukungan dari kita semua 
sebagai warga negara Indonesia. Sosialisasi sudah 
dilakukan melalui media sosial oleh seluruh Kantor BPS di 
seluruh Indonesia. Agar pencacahan lapangan pada Bulan 
Juli 2019 lancar, BPS berkoordinasi dengan para 
Ketua/Pengurus Satuan Lingkungan Setempat (SLS). 

Sensus Penduduk Tahun 2020 bukan milik BPS, 
tapi milik kita semua sebagai warga negara Indonesia. 
Maka, mari kita semua sukseskan program pemerintah ini. 
Selamat Hari Statistik Tahun 2019. 
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Sensus Penduduk 2020, Go Online?  
Siti Anisah 

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 

 

Pertumbuhan dan kemajuan teknologi 
berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Hal 
ini sudah pasti mempengaruhi hampir semua lini 
kehidupan. Bisa kita simpulkan pula, sistem daring (online) 
sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dari kehidupan 
sehari-hari. 

Dulu komunikasi jarak jauh tak terbayangkan 
tanpa kabel. Sekarang menjadi hal biasa komunikasi jarak 
jauh dengan telepon selluler bahkan bisa bertatap muka.  
Dulu, tidak ada pemesanan makanan dalam genggaman 
tangan sambil tiduran. Sekarang menjadi budaya baru 
memesan makanan via aplikasi mobile. Kita tak perlu 
repot-repot ke toko untuk belanja, tinggal memainkan jari 
di komputer ataupun gawai, dan barangpun akan datang 
ke rumah diantar oleh kurir. Begitupula dengan sistem 
pembelajaran, hari ini banyak sekali pengadaan 
pembelajaran melalui media sosial, misalnya kuliah  
whatsapp, telegram, live facebook, video youtube atau platform 
aplikasi mobile lainnya.. Bahkan pinjaman pun sekarang 
bisa didapat via online  dengan syarat yang cukup mudah.  

Terkait perkembangan zaman yang serba online 
ini, benarkah Badan Pusat Statistik (BPS) akan 
menyelenggarakan  Sensus Penduduk  secara online? Ya, 
insyaAlloh dalam waktu tidak lebih dari empat bulan lagi 
BPS atas nama Indonesia akan mengadakan perhelatan 
Pesta Demografi atau Sensus Cacah Jiwa atau lagi Sensus 
Penduduk  secara online. 
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Sebelum jauh Sensus Penduduk online kita kupas, 
mari kita lihat sejarah perjalanan sensus penduduk di 
Indonesia. Sensus Penduduk pertama kali diadakan tahun 
1961, kemudian tahun 1971, 1980 dan selanjutnya setiap 10 
tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0.  

Hasil pertama Sensus Penduduk di tahun 1961 
mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 97 
juta jiwa. Kemudian bertambah menjadi 119,2 juta jiwa di 
tahun 1971 dan di Sensus Penduduk terakhir pada tahun 
2010 jumlah penduduk menjadi 237,6 juta jiwa. Dari 
dekade ke dekade Jumlah penduduk Indonesia 
mengalami peningkatan, tetapi jika dilihat dari segi 
pertumbuhan cukup fluktuatif. Di 3 dekade pertama 
pelaksanaan sensus penduduk, persentase pertumbuhan 
penduduk Indonesia berada diatas angka 20 persen 
dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 1980, yaitu 
sebesar 23,74 persen. Hal ini salah satunya kemungkinan 
disebabkan pada dekade tersebut gerakan Keluarga 
Berencana (KB) belum begitu gencar digalakkan. Tetapi 
jika kita lihat pertumbuhan penduduk di dua dekade 
terakhir, persentase pertumbuhan penduduk dibawah 20 
persen. Dalam 6 dekade terakhir pertumbuhan paling 
rendah adalah pada dekade terakhir. Kita ingat di dekade 
ini kesadaran akan pentingnya ber-KB cukup tinggi. 
Bagaimana dengan pertumbuhan penduduk di tahun 
2020? Mari kita nantikan hasilnya.   

 

Metode Sensus Penduduk 2020 

Pelaksanaan Sensus Penduduk tidak sekedar 
menghitung jumlah penduduk orang per orang. Ada 
metode khusus yang digunakan. PBB merekomendasikan 
3 metode sensus, yaitu Metode Tradisional, Metode 
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Berbasis Registrasi dan Metode Kombinasi. Metode 
kombinasi adalah metode yang memadukan antara 
metode tradisional dan metode berbasis registrasi.  

Sensus Penduduk sebelumnya menggunakan 
metode tradisional. Untuk tahun 2020, kita akan 
menggunakan metode kombinasi. Data kependudukan 
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 
akan dijadikan sebagai data dasar. Dengan Metode 
kombinasi, kita berharap akan mempunyai SATU DATA 

KEPENDUDUKAN INDONESIA.  

Disamping menggunakan Metode Kombinasi, 
Sensus Penduduk Tahun 2020 juga akan menggunakan 
banyak moda pendataan, diantaranya CAWI, CAPI dan 
PAPI. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) berarti 
responden dapat melakukan sensus secara mandiri 
melalui web. Sedangkan CAPI (Computer Assisted Personal 
Interviewing) berarti sensus dilaksanakan secara face to face 
melalui gawai. Dan terakhir PAPI (Pencil and Paper 
Interviewing) berarti sensus dilaksanakan melalui 
wawancara dengan menggunakan media kertas dan 
pensil. Moda PAPI adalah moda yang digunakan dalam 
metode tradisional yang sebelumnya telah dilakukan. 

Selain karena faktor tuntutan perkembangan 
zaman, migrasi metode ini disebabkan karena beberapa 
hal lainnya. Pertama, metode sensus tradisional 
memerlukan biaya yang cukup besar. Kedua, perubahan 
masyarakat (komunitas)  yang sangat cepat. Ketiga, 
meningkatnya responden burden. Jika tidak diatasi kondisi 
ini dapat mempengaruhi responsibilitas responden yang 
berujung pada validitas data. Keempat, meningkatnya 
mobilitas penduduk yang menyebabkan kesulitan dalam 
melakukan pencacahan secara langsung sehingga 
mempengaruhi keakuratan data.  
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Namun, ada hal-hal yang membuat kita optimis 
dalam melakukan migrasi metode sensus. Pertama, 
kualitas data register (administrasi kependudukan) yang 
semakin baik. Kedua, kemajuan teknologi informasi yang 
sangat cepat. Ketiga, perbaikan infrastuktur 
telekomunikasi yang pesat pula. Dan yang terakhir, 
meningkatnya literasi penggunaan IT di masyarakat. 

Berbicara literasi penggunaan IT, Tahun 2015 BPS 
mencatat bahwa sebanyak 21,98 persen masyarakat 
Indonesia menggunakan internet. Dan meningkat menjadi 
25,37 persen di tahun 2016. Merujuk data BPS pula, pada 
tahun 2015 persentase penduduk yang mengakses internet 
melalui media gawai sebesar 85,46 persen dan pada tahun 
berikutnya meningkat menjadi 90,91 persen Bahkan 
menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) Pada tahun 2018 terdapat 171,17 juta jiwa 
pengguna internet Indonesia, naik 10,12 persen dari tahun 
sebelumnya yang berjumlah 143,26 juta jiwa.  

Merujuk data tersebut membuat kita semakin 
optimis dengan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 
2020 yang akan dilaksanakan secara online melalui moda 
CAWI dan CAPI. Pada akhirnya kesuksesan Sensus 
penduduk ini akan sangat berpengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena semakin baik 
dan akurat data yang dihasilkan dari sensus penduduk 
2020 ini, maka kebijakan nasional untuk kesejahteraan 
masyarakat Indonesia semakin baik pula. Karena 
kebijakan tersebut dilandaskan kepada data yang baik dan 
akurat. 
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Seindah Belanja Online, Semudah  
Sensus Penduduk 2020 
Ni Nengah Eva Sri Wahyuni 
Statistisi BPS Kota Bandung 

 

 
Siapa yang tidak kenal dengan angka-angka cantik 

9.9 atau 10.10. Bagi kaum milenia yang gemar berselancar 
diberbagai situs belanja online, angka-angka cantik ini 
tentu mendapat perhatian lebih. Tidak saja pemberian 
diskon besar-besaran, tawaran gratis biaya kirim juga 
menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta belanja online.  

Perkembangan teknologi yang pesat dan 
masuknya kita ke industri 4.0 semakin memanjakan kita 
dengan gaya hidup serba praktis. Dunia dalam genggaman 
menjadi gaya hidup masa kini. Dimanapun berada, 
dengan bermodalkan perangkat gawai, kita dengan 
mudah berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidup kita. 
Dengan sekali klik saja, selama paket internet mencukupi, 
tanpa perlu keluar kantor, makan siang yang menjadi 
incaran langsung dikirim melalui kurir ojek online. Begitu 
pula kebutuhan rumah tangga, tanpa perlu terjebak macet 
ataupun bingung mencari tempat parkir, susu untuk anak 
dan panci dapur akan diantar ke rumah kita.  

Teknologi terus bertransformasi, menjadikan hal 
yang dulunya dianggap susah kini menjadi sangat mudah, 
hal yang mustahil menjadi sesuatu yang wajib ada. 
Kebutuhan hidup pun ikut bertransformasi. Perangkat 
teknologi menjadi kebutuhan wajib saat ini. Hal-hal yang 
dulunya dikerjakan oleh manusia, secara perlahan 
digantikan oleh kecanggihan teknologi. Tentunya kita 
harus siap dengan segala transformasi yang ada, karena 
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mau tidak mau seleksi alam akan menyingkirkan 
individu-individu yang tidak mau mengikuti 
perkembangan jaman.  

Melihat trend saat ini, dimana segala sesuatunya 
dibuat serba online, Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak 
mau ketinggalan dalam melakukan transformasi.  

Seperti halnya belanja online yang begitu mudah 
dilakukan, Sensus Penduduk (SP) yang menjadi kegiatan 
rutin pemerintah melalui Badan Pusat Statistik setiap 10 
tahun sekali juga dibuat tidak kalah mudahnya. Sensus 
Penduduk kini tersaji secara online. Tinggal klik saja,  
penduduk sudah bisa mengupdate data dirinya. Sangat 
mudah bukan. Penduduk kini tidak lagi sebagai pelaku 
pasif, melainkan sebagai aktor utama dalam melakukan 
pengisian data diri dan keluarganya. Jika pada tahun 2010 
sensus penduduk masih dilakukan secara door to door 
dari rumah ke rumah dengan dipandu oleh petugas 
sensus, kini Badan Pusat Statistik membuat inovasi baru 
dengan melibatkan langsung masyarakat melalui sensus 
online. Tiap penduduk bertanggung jawab dalam mengisi 
data dan bertanggung jawab terhadap kebenaran data 
tersebut. Kini kita tidak perlu lagi merasa terganggu baik 
waktu maupun privasi kita oleh petugas sensus saat 
melakukan wawancara, kita tinggal klik alamat website 
yang nantinya akan disebar melalui iklan-iklan diberbagai 
media, dan kita bisa mengisinya dimanapun dan 
kapanpun. Jangan khawatir data kita akan bocor dan 
menjadi konsumsi pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Undang-undang nomor 16 tahun 1997, menjamin 
kerahasiaan data responden. Setiap data responden 
dilindungi dan setiap data responden aman.  

Apa keuntungan kita ikut Sensus Penduduk 2020? 
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Jika para pedagang online menawarkan berbagai 
promo yang menggiurkan di tanggal-tanggal cantik, BPS 
juga tidak mau kalah,  diangka cantik 20.20 BPS 
menawarkan kesempatan bagi seluruh penduduk 
Indonesia untuk berperan membangun negeri ini melalui 
data. Tanpa data kita akan buta. Tanpa data berbagai 
kebijakan dan perencanaan pembangunan menjadi tidak 
tepat sasaran. Dimana pemerintah harus memfokuskan 
pembangunan infrastruktur, atau dimana pemerintah 
harus membuka lapangan pekerjaan, membangun 
sekolah, semua hanya bisa dijawab dengan data. Data 
sangatlah penting dan juga sangat mahal. Karena untuk 
menghasilkan data yang akurat dibutuhkan biaya yang 
tidak sedikit mulai dari perencanaan hingga menjadi data 
yang kita butuhkan. Bahkan dalam pidato kepresidenan 
tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo 
menyampaikan bahwa " data adalah jenis kekayan baru 
bangsa kita, kini data lebih berharga daripada minyak".  
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan data merupakan 
syarat utama dalam setiap pengambilan kebijakan.  

Begitu pula dengan data penduduk. Berbagai data 
penduduk seperti jumlah, komposisi, distribusi,  dan 
karakteristik penduduk lainnya sangat dibutuhkan 
pemerintah dalam membuat kebijakan maupun 
perencanaan pembangunan masa depan. Salah satu usaha 
untuk menghasilkan data penduduk adalah melalui 
Sensus Penduduk. Pada tahun 2020, seluruh penduduk 
Indonesia akan didata. Badan Pusat Statistik, dengan 
segenap tenaga berusaha agar tidak ada satupun 
penduduk Indonesia yang terlewat dalam perhelatan 
besar ini. Karena data kependudukan ini akan sangat besar 
manfaatnya bagi negeri ini.  Pemerintah sangat 
menantikan hasil dari Sensus Penduduk 2020, berbagai 
kebijakan dan juga perencanaan pembangunan sampai 
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wilayah terkecil akan lahir dari data kependudukan hasil 
sensus besar ini.  

Apakah hanya Badan Pusat Statistik dan 
Pemerintah saja yang berperan dalam Sensus Penduduk 
2020? Tentu saja tidak. Kita sebagai bagian terkecil dari 
negeri ini sangat ditunggu perannya dalam menyukseskan 
Sensus Penduduk 2020. Kita tidak boleh apatis. Karena 
tanpa peran aktif kita, berbagai ajakan, iklan, sosialisasi 
yang dilaksanakan untuk menyukseskan Sensus 
Penduduk 2020 hanya akan menjadi angin lalu saja. Kita 
tentunya tidak ingin pemerintah mengambil kebijakan 
yang salah, ataupun membuat perencanaan pembangunan 
yang tidak tepat sasaran. Karena jika itu terjadi, tidak 
hanya generasi kita, anak-anak dan bahkan cucu-cucu kita 
akan menerima dampak dari perencanaan yang keliru. 
Kita memiliki kewajiban untuk mengawal program 
pemerintah untuk menghasilkan data kependudukan 
yang berkualitas. Cukup dengan sekali klik, bermodal KTP 
dan Kartu Keluarga, serta meluangkan waktu beberapa 
menit untuk mengupdate data kependudukan, kita sudah 
memberikan andil yang sangat besar terhadap 
keberlangsungan bangsa ini.  

Jadi jangan ragu dan jangan sampai terlewatkan. 
Ayo update data diri kita melalui Sensus Penduduk 2020 
di bulan Februari sampai Maret Tahun 2020. Tunggu link 
updatenya yang akan disebar melalui iklan di berbagai 
media dan jangan ragu, langsung lengkapi data diri kita. 
Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bertanggung 
jawab terhadap masa depan bangsa ini. Mari bersama-
sama membangun negeri ini melalui data. Mari bersama-
sama mewujudkan tercapainya satu data kependudukan 
Indonesia melalui Sensus Penduduk 2020. Anda tercatat, 
data akurat.  
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Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi 
Siti Maulidiyah 

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 

  Pemberantasan korupsi dinegeri ini masih harus 

melewati jalan terjal, rancangan UU KPK yang disahkan 

oleh DPR menuai polemik. Beberapa kalangan baik kaum 

akademisi, LSM dan koalisi masyarakat menyatakan 

penolakan atas RUU KPK tersebut. Dimana banyak yang 

menilai ini adalah salah satu cara untuk melemahkan 

posisi KPK sebagai aparat yang berjuang memberantas 

korupsi dinegeri ini. Yang paling dikhawatirkan oleh 

banyak pihak adalah KPK tidak lagi menjadi Lembaga 

independen, namun bagian dari pemerintah. Kita tahu UU 

KPK memandatkan mereka untuk mengurusi korupsi 

yang dilakukan oleh penegak hukum dan penyelenggara 

negara. Jika KPK menjadi bagian dari pemerintah, 

bagaimana mungkin bisa menjalankan fungsinya secara 

independent. Pemberantasan korupsi saat ini  masih harus 

menghadapi tantangan berat.  

Didalam RUU baru tersebut pegawai KPK menjadi 

bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai ASN 

mereka memiliki atasan lain diluar kelembagaan KPK 

yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara 

Republik Indonesia (Menpan RB). Berubahnya status 

pegawai KPK juga merubah mental mereka menjadi 

birokrat. Gerak pegawai KPK yang selama ini gesit dan 

responsive dikhawatirkan akan berubah layaknya seorang 

birokrat. Kritisisme dan indepedensi yang selama ini 

menjadi ciri pegawai KPK akan hilang. Pengkerdilan KPK 

dengan merevisi undang undang KPK bisa menjadi cara 
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yang efektif bagi pemerintah dan para legislator 

melindungi diri. 

Disisi lain adapula yang menilai RUU tersebut 

adalah untuk mengembalikan jati diri KPK yang selama ini 

fokus menangani masalah korupsi. Karena selama ini ada 

banyak hal yang kurang sesuai dilapangan, namun tetap 

dipaksakan. Disamping itu KPK terkadang langsung 

melakukan penindakan tanpa berkoordinasi dengan 

Lembaga-lembaga terkait.  Pemerintah berusaha untuk 

mengeluarkan kebijakan untuk memangkas regulasi yang 

tumpang tindih dan birokrasi yang rumit. Agar KPK 

kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi  

Jika kita flashback kemasa lalu banyak pihak yang 

mencari celah untuk dapat berhasil dan sukses atas apa 

yang dikerjakannya dengan jalan korupsi,kolusi dan 

nepotisme. Namun, setelah reformasi dan terlahirlah KPK 

seakan-akan sebuah mata air datang ditengah krisis 

kepercayaan terhadap pemimpin. KPK benar-benar 

membuat kita bangga dengan negara ini. Ketika kita 

memasuki sebuah kantor pemerintahan untuk mengurus 

surat-surat tentang administrasi. Kita begitu bangga ketika 

melihat tulisan yang menyatakan bahwa “Kami menolak 

pemberian dalam bentuk apapun”. Ini menunjukkan 

bahwa ada warning yang tegas bahwa masyarakatpun 

dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun. 

 

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik 

mengeluarkan angka Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) 

Indonesa tahun 2019 sebsar 3,70 pada skala 0 sampai 5. 
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Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 

3,66. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan 

masyarakat berprilaku semakin anti korupsi, sebaliknya 

nilai ipak semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat 

berprilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada 

Tahun 2019, Indeks Prilaku anti korupsi perkotaan lebih 

tinggi yaotu sebesar 3,86 dibandingkan masyarakat 

pedesaan sebesar 3,49. Disamping itu pada tahun 2019, 

IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 

3,57, SLTA sebesar 3,94 dan diatas SLTA sebesar 4,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, 

masyarakat cenderung semakin anti korupsi. 

 

Upaya Pemberantasan Korupsi 

Siapapun kita, sebagai bagian dari bangsa ini, 

semestinya memiliki semangat bersama yakni, 

mendukung agenda pemberantasan korupsi supaya 

berjalan lancar, dan memperkuat institusi KPK sebagai 

garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan 

korupsi. Setiap jabatan apapun selalu merasa diri diawasi, 

karena sekarang sudah zamannya transparansi. Sistem 

rekrutmen dan seleksi jabatan semakin banyak yang 

mengawasi. Untuk itu siapapun kamu, anak orang kaya 

atau miskin semua harus mengusahakan cita-cita mereka 

sesuai proses seharusnya. Karena setiap proses seleksi 

selalu diawasi.  

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia semestinya 

memiliki semangat bersama, yakni mendukung agenda 

pemberantasan korupsi supaya berjalan lancar dan 

mendukung upaya KPK sebagai garda terdepan dalam 
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pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menanamkan 

sikap anti korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga 

dengan menerapkan kesederhanaan dan kejujuran. 

Meskipun hidup serba ada, kesederhanaan ini menjadi 

benteng bila diserang dengan uang, karena jika orang 

bersikap sederhana tentu akan berimbas pada rasa syukur. 

Maka tak heran bahwa gaji yang begitu besar ratusan juta 

hingga milyaran rupiah. Namun masih saja mau 

menerima uang suap, karena tidak ada rasa syukur 

sehingga berapapun yang didapat tidak akan pernah 

merasa cukup. Untuk itu marilah kita Bersama-sama 

untuk membudayakan nilai-nilai anti korupsi di keluarga, 

sekolah, lingkungan kerja dan masyarakat. 

Tidak semudah diucapkan, komitmen 

pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. 

Harapan dan keinginan kuat untuk mewijudkan Indonesia 

bebas dari korupsi tetap harus kita wujudkan. Kita 

berharap bahwa KPK akan terus berkibar membentangkan 

sayapnya untuk tetap memberantas korupsi yang masih 

merajalela dinegaka kita tercinta ini. Begitu banyak orang 

yang menaruh harapan besar terhadap perjuangan KPK 

selama ini. Adapun kerikil-kerikil yang dihadapi KPK saat 

ini tidaklah menyurutkan semangat mereka untuk tetap 

berjuang melawan korupsi. 
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Momentum Hari Statistik Nasional 

DadangDarmansyah 
Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Ciamis 

 

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo 

menyebutkan bahwa data adalah jenis kekayaan baru 

bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. 

Demikian pula menurut  Pengamat telekomunikasi dari 

ICT Institute Heru Sutadi kepada CNBC Indonesia, Jumat 

(16/8/2019). Heru mengatakan  "Perkembangan dunia 

saat ini, disebut data adalah new oil, bahkan new currency, 

mata uang baru. Bagaimana kita menggunakan data, 

melindungi data, yang amat sangat berharga,"  

Dengan demikian, data menjadi bagian penting 

yang tidak bisa terabaikan. Pemanfaatan  digitalisasi telah 

mempercepat terwujudnya era big data.  Hal ini sejalan 

dengan pertumbuhan bisnis berbasis digital. Revolusi 

industri 4.0 juga memicu pebisnis memanfaatkan 

teknologi tingkat tinggi.  

Dari sisi masyarakat, sebagai konsumen sangat 

dimanjakan dengan kemudahan bertransaksi 

menggunakan berbagai aplikasi. Istilahnya sudah tidak 

asing lagi "dunia dalam genggaman". Namun  disadari 

atau tidak,  data individu terkumpul begitu cepatnya. 

Beberapa waktu yang lalu menjadi viral adanya kebocoran 

data individu. Data pribadi yang disalahgunakan untuk 

berbagai kepentingan oleh kalangan tertentu.    

Data, sebenarnya belum bisa menjadi suatu 

informasi tanpa pengolahan statistik. Menurut  Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia,  statistik merupakan data yang 

berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-

golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti 

mengenai suatu masalah atau gejala. Oleh sebab itu, data  

terkait erat dengan statistik. Mencermati perkembangan 

produsen data di era digital, bisa dikatakan statistik makin 

membumi.   

Sebagai mana kita ketahui bersama, Badan Pusat 

Statistik (BPS) merupakan salah satu produsen data di 

negeri ini. Dalam perjalanannya, BPS telah menjalankan  

berbagai macam metode pengumpulan data. Metode 

pengumpulan data tersebut  mulai bergeser ke arah 

penggunaan teknologi. Diantaranya adalah  Survei 

Kerangka Sampel Area (KSA). KSA  memanfaatkan  

teknologi sistem informasi geografi (SIG), pengideraan 

jauh, teknologi informasi, dan statistika.   Saat ini sedang 

diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan 

informasi pertanian tanaman pangan.  

Demikian pula dalam survei wisatawan 

menggunakan Mobile Positioning  Data (MPD). Tidak hanya 

itu, BPS juga mulai menggunakan  metode CAPI 

(computer assisted personal interviewing) dalam 

surveinya. Pada Sensus Penduduk 2020 tahun depan juga 

akan menggunakan metode CAWI (computer assisted web  

interviewing). 

Adapun hubungan produsen data pebisnis dan 

produsen data lainnya sangat terkait erat dengan BPS. BPS 

disamping mengimbangi pengunaan teknologi dalam 

metode pengumpulan datanya, juga diberikan amanah 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
569 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

sebagai pembina data. Hal ini tertuang dalam Perpres 

nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.   

 BPS sebagai pembina statistik diharapkan  menjadi  

trigger  Hari Statistik Nasional (HSN) yang diperingati 

tanggal 26 September.  Dilihat dari sejarahnya, hari 

statistik sangat berkaitan erat dengan ditetapkannya 

undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. 

Berdasarkan undang-undang tersebut BPS yang semula 

bernama Biro Pusat Statistik berubah menjadi Badan Pusat 

Statistik dan sekaligus menetapkannya sebagai Hari 

Statistik Nasional.  

Namun demikian, hari statistik bukanlah hari 

ulang tahun BPS. Hari statistik merupakan milik semua 

insan statistik.  Insan statistik, baik pemerintah, swasta 

maupun masyarakat. Mereka dalam kapasitas sebagai 

produsen data ataupun sebagai pengguna data.  

Setidaknya terdapat dua hal yang bisa kita maknai dari 

hari statistik;  

Makna pertama, meningkatkan peran serta seluruh 

lapisan masyarakat untuk membangun statistik. 

Masyarakat harus di dorong untuk sadar statistik. 

Membangun kesadaran masyarakat dalam memberikan 

data dan jawaban yang jujur apa adanya. Masyarakat juga 

harus memahami urgensi perlindungan data pribadinya. 

Tidak membuka ruang pelanggaran dan penyalahgunaan 

data pribadinya oleh pihak tertentu. Meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam memberikan data dengan 

jaminan kerahasiaan data. Dalam undang-undang nomor 

16 tahun 1997 tentang statistik pasal 21 menyebutkan 

bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin 
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kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. 

Juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 

dalam Sistem Elektronik. 

Makna kedua, mendorong para pelaku statistik 

untuk melakukan kegiatan statistik sesuai kaidah statistik 

yang baku. Proses statistik yang objektif, bebas dari 

kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Produsen data juga harus mampu menghasilkan data 

berkualitas. Dimana kerangka penjaminan data kualitas 

terdiri dari relevance (relevansi), accuracy (akurasi), 

timeliness (aktualitas), punctuality (tepat waktu), accessibility 

(aksesibilitas), interpretability (interpretabilitas), coherence 

(koherensi) dan comparability (keterbandingan) atau lebih 

dikenal dengan QAF-BPS (Quality Assurance Framework-

BPS). Saat ini telah banyak data tersedia yang dihasilkan 

oleh berbagai produsen data. Data yang tersaji harus 

semakin bersifat easier (lebih mudah diakses), faster (lebih 

cepat tersedia), better (lebih berkualitas) dan cheaper (lebih 

murah).  

Dengan memahami ini semua, hari statistik 

diharapkan dapat membangun kesadaran kita semua. 

Terdapat tanggungjawab besar dalam seluruh proses 

kegiatan statistik. Tanggungjawab partisipasi masyarakat 

dalam membangun statistik, tanggungjawab  kualitas data 

yang dihasilkan para pelaku dan penyelenggara kegiatan 

statistik serta tanggungjawab perlindungan data individu. 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
571 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Akhiri Stigma dan Diskriminasi Terhadap 
ODHA 

Dudi Suryadi 
Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya 

 
Ada hal menarik tentang tema hari AIDS yang 

telah digelar awal bulan Desember ini, yaitu 

"Communities Make the Difference". Latar belakang 

ditentukan tema ini adalah bagaimana peran dari 

masyarakat mampu untuk menurunkan dampak lebih 

buruk orang yang terkena HIV/AIDS. Misalnya 

tingkat kematian. Berdasarkan data yang dilansir oleh 

UNAIDS, pada tahun 2018 kematian yang diakibatkan 

oleh virus ini,menurun lebih dari 56 % sejak tahun 

2004. Yaitu dari kasus kematian 1,7 juta, menjadi 770 

ribu pada tahun 2018. Hal ini berkaitan erat dengan 

meningkatnya partisipasi penderita HIV/AIDS 

terhadap antiretroviral therapy. Pada akhir Juni tahun 

2019, secara global terdapat 24, 5 juta orang telah 

mengaksesnya, naik dibandingkan tahun 2010 

sebanyak 7,7 juta orang.  

Peningkatan ini karena ada dukungan dari 

masyarakat yang memberikan motivasi bagi Orang 

Dengan HIV Aids (ODHA) agar selalu memiliki 

harapan untuk kesembuhannya dengan 

mengkonsumsi antiretroviral dengan rutin. 

Umumnya orang yang mengetahui dirinya 

telah terkena infeksi HIV/AIDS, terjadi perubahan 

secara psikis. Misalnya, harapan terhadap 

keberlangsungan hidup dirinya menurun, merasa 

menjadi beban bagi keluarga dan lingkungan. Efeknya 
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rendahnya motivasi untuk menjadi sembuh dan 

mengakses obat ARV. Dalam kondisi inilah 

dibutuhkan dorongan bagi penderita HIV/AIDS 

untuk terus rutin berobat. Walaupun belum bisa 

menyembuhkan, namun obat ini mampu 

meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup 

bagi penderita.   

Dukungan lain yang sangat dibutuhkan oleh 

penderita HIV/AIDS adalah “Stop Melakukan 

Diskriminasi”. Hal ini, dapat dilihat dari lingkungan 

sekitar bahkan keluarga terdekat cenderung untuk 

menjauhi penderita, dengan alasan takut tertular. 

Lebih jauh lagi, efek stigma dan bentuk diskriminasi 

terhadap penderita HIV/AIDS akan menyebabkan 

keengganan untuk memeriksakan kesehatan bagi 

orang-orang yang beresiko terkena penyakit ini.  

Padahal pemeriksaan sejak dini pada orang 

yang beresiko terjangkit HIV, akan menentukan 

tingkat perawatan yang sesuai. Sehingga virus yang 

menyerang antibodinya akan bisa dikendalikan. 

Namun, Faktanya terdapat 8,1 juta orang di dunia 

tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi HIV. 

Berdasarkan data SDKI tahun 2017, responden 

yang mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS) atau 

gejalanya dalam 12 bulan terakhir, sebanyak 31 persen 

wanita umur 15-49 dan 40 persen pria kawin umur 15-

54 memperoleh nasihat/saran serta pengobatan dari 

klinik, rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan 

terlatih lainnya, sisanya melakukan konsultasi di 

apotek maupun toko obat. Namun sebanyak masing 
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29% dan 41% wanita dan pria kawin yang mengalami 

IMS menyatakan tidak sama sekali mencari 

saran/nasihat maupun pengobatan. 

Sikap mengisolir masyarakat terhadap 

terhadap ODHA, tidak terlepas dari persepsi 

masyarakat terhadap virus HIV/AIDS dan 

penularannya. Berdasarkan SDKI, 207 hanya 15 persen 

wanita dan 16 persen pria kawin yang memiliki 

pengetahuan komprehensif mengenai HIV. Selain itu 

masih ada anggapan bahwa gigitan nyamuk dan 

berbagi makanan dengan penderita HIV dapat 

menularkan penyakit ini.  

Rendahnya pemahaman tentang cara 

penularan virus HIV/AIDS, memunculkan sikap 

diskriminasi terhadap ODHA. Survei menunjukkan 8 

dari 10 wanita maupun pria kawin bersikap 

diskriminatif terhadap orang yang terinfeksi HIV. 

Mereka yang diskriminatif, mengatakan tidak akan 

membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi 

HIV, atau yang mengatakan anak-anak yang terinfeksi 

HIV tidak boleh bersekolah bersama anak-anak yang 

tidak terinfeksi HIV. Berdasarkan wilayah, 

diskriminatif di pedesaan lebih tinggi dibandingkan 

dengan perkotaan. 

Walaupun secara absolut kasus HIV/AIDS 

meningkat, namun secara persentase 

pertumbuhannya mengalami penurunan. Pada tahun 

2018, orang yang baru terinfeksi virus HIV, menurun 

sekitar 40 persen dibandingkan pada tahun 1997. Hal 

ini selain kampanye tentang HIV/AIDS yang massif, 
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juga peranan pemerintah yang lebih pro aktif. 

Targetnya tahun 2030 nanti kasus HIV/AIDS sudah 

tidak ada lagi. 

Untuk mewujudkan program ini, cara efektif 

untuk menekan tingginya kasus HIV/AIDS yaitu 

dengan pencegahan. Informasi yang benar adalah 

kuncinya. Sosialisasi adalah caranya dan individu, 

komunitas dan pemerintah adalah aktornya.  

Inti dari kampanye pencegahan tentang 

HIV/AIDS yaitu bagaimana masyarakat memahami 

media penularan penyakit ini secara benar, kemudian 

semaksimal mungkin menghindarinya. Media 

penularan virus HIV/AIDS, umumnya melalui 

hubungan seks dengan banyak pasangan tanpa 

menggunakan kondom dan penggunaan jarum suntik 

pemakai narkoba. Solusinya sederhana, menghindari 

perilaku tersebut. Namun pelaksanaan menjadi sulit, 

karena berkaitan dengan perubahan perilaku yang 

membutuhkan pemahaman dan kesadaran seseorang. 

Seringnya perubahan perilaku terjadi setelah 

seseorang sudah terinfeksi dalam jangka waktu yang 

sudah lama. Sehingga terlambat untuk proses 

penyembuhan dirinya sendiri, disisi lain orang 

tersebut telah menularkan penyakitnya kepada orang-

orang terdekatnya. Misalnya Istri maupun anak yang 

sedang diberi ASI. Di seluruh dunia dari 37,9 juta 

orang yang hidup dengan HIV, terdapat 1,7 juta orang 

adalah anak-anak (usia dibawah 15 tahun) dan setiap 

satu minggu, sekitar 6000 wanita muda berusia 15-24 

tahun terinfeksi HIV (UNAIDS, 2018) 
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Supaya dampak penularan dari virus 

HIV/AIDS bisa dikendalikan, perlu ditumbuhkan 

kesadaran bagi masyarakat untuk rutin memeriksakan 

kesehatan, utamanya adalah orang-orang yang 

beresiko tinggi terjangkit penyakit ini. Menurut 

UNAIDS orang yang beresiko terhadap penyakit ini 

berbeda tingkatannya. Orang yang berperilaku gay 

dan pengguna narkoba dengan alat suntik resiko 

terkena HIV, 22 resiko lebih tinggi. 12 resiko lebih 

tinggi pada pekerja seksual dan 12 kali lebih besar 

resikonya kepada orang yang melakukan transgender. 

 Inti dari peringatan Hari Aids, yaitu 
menyadarkan masyarakat tentang bahayanya 
HIV/AIDS. Sikap mencemooh dan diskriminatif 
terhadap ODHA bukanlah solusi. Menambah 
wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap 
penularan dan pencegahan HIV AIDS akan 
berbanding lurus dengan anti diskriminasi terhadap 
ODHA. Sehingga target 3 zero, yaitu zero new infection, 
zero death related AIDS, zero stigma and discrimination 
bisa tercapai di tahun 2030 nanti. 
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Bonus Demografi, Menyejahterakan atau 
Menyengsarakan? 

Singgah Satrio Prayogo 
Statistisi  BPS Provinsi Jawa Barat 

   
Ingar bingar pesta demokrasi telah usai. Tidak 

lama lagi, pemimpin negeri ini segera dikukuhkan. Masih 

ingat di benak kita ketika debat Cawapres beberapa bulan 

lalu, ketenagakerjaan menjadi satu isu yang dibahas selain 

pendidikan, kesehatan, serta sosial, dan kebudayaan. 

Namun, sayangnya masih sedikit bahasan mengenai isu 

bonus demografi, yang berdampak pada ketenagakerjaan 

dan juga memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan 

Indonesia. Padahal respons terhadap bonus demografi 

pada akhirnya akan menentukan kondisi perekonomian 

Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperkirakan, 

Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada 

tahun 2020-2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk 

usia produktif diproyeksi berada pada grafik tertinggi 

sepanjang sejarah. Era bonus demografi itu juga ditandai 

dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 

tahun) atas jumlah penduduk tidak produktif (usia 0-14 

tahun dan 65+), yang bisa dilihat dari angka rasio 

ketergantungan yang rendah. Rasio ketergantungan 

sendiri merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk 

usia produktif. 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan 

jumlah penduduk besar sangat beruntung mendapat 
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bonus demografi. Keuntungan paling utama dari bonus 

demografi adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif 

sebagai modal utama dalam pembangunan. Dalam rangka 

memanfaatkan bonus demografi agar ekonomi Indonesia 

tumbuh secara optimal, hal yang harus dipersiapkan 

adalah kesehatan dan pendidikan sebagai prasyarat dari 

produktivitas tenaga kerja. Setelah aspek kualitas, 

tentunya kuantitas lapangan kerja harus  

Sebenarnya dalam posisi ini, negara mendapatkan 

beberapa keuntungan. Banyaknya penduduk produktif 

sangat berdampak dalam bidang sosial-ekonomi. 

Indonesia berpotensi menaikkan produk domestik bruto 

(PDB). Memiliki jumlah penduduk usia produktif 

mempunyai kesempatan kerja dan produktif, tentu saja 

memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu Indonesia juga 

berpeluang untuk memajukan kesejahteraan dan 

kemakmuran yang dapat menunjang serta memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan negara. 

Keuntungan yang mungkin dicapai tentunya tidak 

lepas dari peran pemerintah dalam memperhatikan 

sumber daya manusia yang ada. Jika pemerintah tidak bisa 

menyiapkan lapangan pekerjaan, maka banyak usia 

produktif akan menjadi pengangguran. Bonus demografi 

bukan hasil instan, tapi merupakan investasi jangka 

panjang dari rencana kependudukan yang bakal 

berdampak positif berupa peningkatan ekonomi 

masyarakat jika dikelola dengan benar. Sebaliknya, jika 

tidak diatur dan diawasi, maka akan menjadi petaka bagi 

bangsa ini. Mulai benahi diri dari sekarang, bonus 

demografi masih berjalan. Bagaimana caranya? Perkuat 

basis data kependudukan! 
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Era Baru Sensus Penduduk 2020 

Memperkuat basis data kependudukan sejalan 

dengan semangat Satu Data Indonesia. Sejalan juga 

dengan semangat Sensus Penduduk 2020. Era baru 

pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 segera dimulai, 

Bangsa Indonesia akan melaksanakan Sensus Penduduk 

yang ke-7. Jika pada tahun 2019 kita baru saja 

melaksanakan pemilu serentak atau pesta demokrasi, 

maka pada 2020 nanti kita akan mengadakan pesta 

demografi atau sensus penduduk. 

Satu hal yang membuat Sensus Penduduk 2020 

berbeda dengan Sensus Penduduk sebelumnya adalah 

Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi, 

yaitu menggabungkan pencacahan metode tradisional 

seperti sensus penduduk sebelumnya dan metode berbasis 

data dasar penduduk dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dukcapil). Metode kombinasi ini 

diimplementasikan untuk mewujudkan satu data 

kependudukan Indonesia dan mewujudkan “register based 

census” sesuai dengan rekomendasi dari Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB). 

Sisi positif metode pendataan ini adalah 

data output akan lebih cepat diakses. Akan tetapi, 

tantangan berikutnya bahwa pendataan penduduk tahun 

ini sangat penting melibatkan berbagai kalangan 

masyarakat dari masyarakat biasa, akademisi, instansi dan 

berbagai lembaga formal dan nonformal. Terutama dalam 

tahap awal yakni sosialisasi pentingnya data 

kependudukan. Jalinan dan koordinasi yang terintegrasi 
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akan dapat menjamin data penduduk yang akurat 

sehingga mampu disajikan hingga level terkecil. 

Hasil yang diharapkan dari Sensus Penduduk 2020 

adalah tersedianya data jumlah, komposisi, distribusi, dan 

karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data 

Kependudukan, tersedianya sampling Frame untuk survei, 

tersedianya data parameter demografi (fertilitas, 

mortalitas, dan migrasi), serta karakteristik penduduk 

lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

proyeksi penduduk, indikator SDGs, dan sebagai dasar 

perencanaan dan evaluasi pembangunan. 

 

Tantangan 

Banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam 

mengelola sumber daya manusia. Di samping basis data 

registrasi kependudukan yang belum begitu kuat, 

Indonesia dihadapkan pada permasalahan 

ketenagakerjaan yang kompleks. Berdasarkan data BPS 

melalui Berita Resmi Statistik edisi bulan februari 2019, 

jumlah angka pengangguran turun 50.000 dari 6,87 juta 

orang (bulan Februari 2018) menjadi 6,82 juta orang (bulan 

Februari 2019). Angka tersebut masih terlalu tinggi apalagi 

dalam menghadapi bonus demografi. 

Perlu upaya keras bersama untuk menurunkan 

tingkat pengangguran. Memperhatikan pendidikan 

masyarakat adalah hal penting, mengingat penyumbang 

pengangguran tertinggi adalah penduduk dari kalangan 

pendidikan tinggi. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui 

pengembangan kewirausahaan kiranya dapat menjadi 

alternatif mengatasi permasalahan kesempatan kerja. 
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Harapannya masalah kependudukan dapat teratasi 
dengan baik dan dapat membantu menyerap 
pengangguran. Bukankah tujuan akhir dari pembangunan 
adalah mengurangi angka pengangguran dan 
mengentaskan kemiskinan, sehingga tercipta masyarakat 
yang sejahtera. Hingga pada saatnya nanti, ketika bangsa 
ini menikmati fase bonus demografi, yang tercipta adalah 
bonus demografi yang menyejahterakan. 
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SP2020 - Sensus Penduduk Lintas Generasi 
Juli Triani 

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat 

 

Sensus penduduk merupakan bagian dari kegiatan 

Badan Pusat Statistik yang bertujuan untuk menghasilkan 

data dasar kependudukan untuk keperluan perencanaan 

pembangunan dan sistem perstatistikan nasional sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

Statistik. Setelah masa kemerdekaan di Indonesia sensus 

penduduk telah dilakukan sebanyak 6 kali, melewati 

sekitar 5 generasi selama kurun waktu kurang dari 100 

tahun. Sensus penduduk yang ketujuh akan segera 

berlangsung pada tahun 2020. 

Sensus penduduk pertama berlangsung pada 

tahun 1961, yang bisa dikatakan sebagai jamannya 

Generasi Baby Boomers. Generasi dengan tahun kelahiran 

sebelum tahun 1960,  dimana pada saat itu masa-masa 

perang telah berakhir dan perlu penataan ulang 

kehidupan, sehingga banyak keluarga yang memiliki 

banyak anak. Tidak banyak yang bisa dicatat dari sensus 

saat itu karena kegiatan penghitungan jumlah penduduk 

masih dilakukan secara sederhana. Selain menggunakan 

cara penghitungan secara menyeluruh, sensus yang 

pertama juga melakukan penghitungan secara sampel 

untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh petugas 

sensus seperti di Irian Jaya dan Timor Timur. Angka 

sementara dari hasil sensus saat itu untuk seluruh 

Indonesia adalah 79.085.348 jiwa. Publikasi BPS mengenai 
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Sensus Penduduk 1961 menjelaskan bahwa belum semua 

daerah tingkat dua dapat melaporkan hasil sensus 

penduduknya. Angka-angka yang diumumkan oleh Biro 

Pusat Statistik waktu itu baru meliputi 93 % dari jumlah 

seluruh penduduk dan yang 4 % diberikan angka taksiran 

berdasarkan hasil pendaftaran rumah tangga sekitar Maret 

1961.  Sedangkan yang 3 % angkanya diperkirakan 

berdasarkan laporan rutin pamong praja. 

Sensus penduduk kedua yang berlangsung tahun 

1971 pelaksanaannya diatur dalam dua cara. Cara pertama 

pencacahan dilakukan secara lengkap ditujukan kepada 

semua penduduk yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia untuk memperoleh keterangan dasar 

mengenai penduduk yaitu tentang umur, jenis kelamin 

dan kewarganegaraan. Cara kedua dilakukan untuk 

memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan terinci 

yaitu pencacahan secara sampel yang ditujukan kepada 

penduduk yang tinggal di wilayah blok-blok sensus 

terpilih. Dikatakan bahwa sensus kedua ini berlangsung 

pada jaman Generasi X yaitu generasi yang mempunyai 

tahun kelahiran 1961 sampai 1980. Dari Sensus Penduduk 

1971 diperoleh jumlah penduduk Indonesia sebesar  

119.232.499 jiwa. Generasi X sendiri diperkirakan 

mendekati kisaran angka 50 juta jiwa yang tercatat pada 

Sensus Penduduk 1971 tersebut atau meliputi hampir 

setengah jumlah penduduk seluruh Indonesia. Dari 

publikasi hasil Sensus Penduduk 1971 jumlah penduduk 

yang teridentifikasi berdasarkan umur 0-14 tahun sebesar 

lebih dari 52 juta jiwa dimana usia 0 sampai 10 tahun 

adalah usia Generasi X. 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
585 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Pada tahun 1980 yaitu saat pelaksanaan sensus 

penduduk yang ketiga, diperkirakan jumlah Generasi X 

tercatat sekitar 50 % dari jumlah penduduk Indonesia pada 

saat itu. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus 

Penduduk 1980 jumlah penduduk yang berumur 0 sampai 

25 tahun tercatat sekitar 88 juta jiwa dimana sebagian 

besarnya adalah Generasi X yang berumur 0 – 19 tahun. 

Jumlah penduduk Indonesia saat itu berada di kisaran 

147,5 juta Jiwa.  Sensus Penduduk 1980 ini sudah lebih 

mudah dalam pengolahan datanya dibanding sensus 

sebelumnya karena pada jaman Generasi X sudah 

mengenal adanya teknologi informasi melalui komputer 

yang mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai 

hal termasuk dalam penghitungan hasil sensus penduduk. 

Sensus penduduk keempat berlangsung tahun 

1990, yaitu jamannya Generasi Y yang mempunyai tahun 

kelahiran 1981 sampai dengan 1994 atau yang lebih 

dikenal sebagai Generasi Milenial. Di era ini selain 

komputer sudah menjamur ditambah lagi semakin 

berkembangnya segala fasilitas berbasis komputer dan 

kecanggihan internet menjadikan generasi ini mudah 

mendapatkan informasi secara cepat, termasuk informasi 

mengenai sensus penduduk. Jumlah Generasi Milenial 

tercatat sekitar 44,3 juta jiwa, masih di bawah jumlah 

Generasi X yang sebelumnya telah mengalami 2 kali 

sensus penduduk. Jumlah Generasi X saat Sensus 

Penduduk 1990 masih dominan yaitu di kisaran 72,1 juta 

jiwa, selebihnya adalah Generasi Baby Boomers yang 

masih ada yaitu sekitar 62,8 juta jiwa.  Jumlah penduduk 

Indonesia sendiri saat itu sebesar 179,3 juta jiwa. 
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Tahun 2000 adalah tahun dimana telah dimulai 

generasi berikutnya setelah jaman milenial yaitu Generasi 

Z yang mempunyai tahun kelahiran 1995 sampai dengan 

tahun 2010. Bahkan ada yang menentukan tahun kelahiran 

Generasi Z adalah sampai tahun 2014. Pada tahun 2000 ini 

diadakan sensus penduduk yang kelima.  Hasil Sensus 

Penduduk 2000 mencatat Generasi Z sedikitnya 24,5 juta 

jiwa, atau sekitar 12 % dari jumlah seluruh penduduk 

Indonesia, masih belum menunjukkan jumlah yang 

mencolok karena generasi ini baru 5 tahun hadir. 

Dibandingkan dengan Sensus Penduduk tahun 1961 

sampai dengan 1990 yang masih menggunakan dua cara 

yaitu sensus lengkap dan sampling, Sensus Penduduk 

tahun 2000 sudah mulai melakukan penghitungan secara 

lengkap seluruhnya. Data yang dihasilkanpun menjadi 

lebih bervariasi. Sensus ini selain bertujuan untuk 

menghitung jumlah penduduk, juga dilakukan untuk 

menentukan pertumbuhan, persebaran, kepadatan dan 

komposisi penduduk. Penduduk Indonesia hasil Sensus 

Penduduk tahun 2000 berkisar di angka 206,2 juta jiwa. 

Sensus penduduk di Indonesia yang keenam 

berlangsung tahun 2010 juga masih di era Generasi Z, 

karena generasi berikutnya masih belum muncul. Sensus 

ini masih menggunakan cara-cara seperti Sensus 

Penduduk 2000. Pengambilan data dilakukan secara de 

jure dan de facto untuk seluruh penduduk Indonesia. 

Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlah Generasi Z 

semakin berkembang yaitu sekitar 73 juta jiwa di seluruh 

Indonesia, melampaui jumlah penduduk generasi-

generasi sebelumnya. Jumlah penduduk Indonesia saat itu 

ada di kisaran 237,6 juta jiwa dengan komposisi Generasi 
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Z sebanyak  30,7 %, Generasi Y atau Generasi Milenial 

sebanyak 26,23 %, Generasi X 28,37 % dan sisanya yaitu 

Generasi Baby Boomers sekitar 14,7 %. 

Sensus penduduk yang ketujuh akan berlangsung 

tahun 2020 dimana sudah mulai dilahirkan generasi baru 

kelanjutan Generasi Z yang disebut Generasi Alpha, yang 

mempunyai tahun kelahiran 2010 sampai sekarang. 

Generasi Alpha ini terlahir di jaman teknologi yang 

semakin berkembang pesat dan di usia dini mereka sudah 

mengenal dan berpengalaman menggunakan gadget, 

smartphone dengan kecanggihan teknologi masa kini. 

Sama seperti Generasi Z, Generasi Alpha juga dapat 

dikatakan berkembang dan hidup dalam masa digital. 

Terlepas dari perbedaan tahun kelahiran tersebut, para 

ilmuwan sepakat kalau kedua generasi terakhir ini adalah 

orang-orang yang lahir di generasi internet, generasi yang 

sudah menikmati keajaiban teknologi usai kelahiran 

internet. Riset yang pernah dilakukan di Pulau Jawa dan 

Bali oleh Tirto.id pada tahun 2017 mengemukakan ciri-ciri 

Generasi Z antara lain berpikiran terbuka, menghendaki 

perubahan sosial, sanggup berkompromi dan asyik 

dengan teknologi. Dilihat dari kecenderungan tersebut, 

mungkinkah sensus penduduk kali ini dipersiapkan 

sedemikian rupa untuk menyasar Generasi Z agar 

berpartisipasi secara langsung dalam mencatat Indonesia. 

Jika benar demikian maka penghematan sudah bisa 

dilakukan karena biaya yang seharusnya digunakan untuk 

pengadaan jumlah petugas yang lebih besar sudah bisa 

dipangkas. 

 Pada sensus penduduk yang akan berlangsung 
tahun depan, Badan Pusat Statistik sudah mulai 
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melakukan banyak persiapan, mengingat sensus yang 
akan datang ini akan menggunakan cara yang 
diperbaharui. Sensus Penduduk 2020 dikatakan istimewa 
karena bisa dilakukan secara online oleh seluruh 
masyarakat yang ingin berpartisipasi langsung. Sensus 
penduduk ini juga mendata lima generasi yang telah 
disebutkan di atas. Selain pendataan penduduk yang akan 
dilakukan secara lengkap, Sensus Penduduk 2020 juga 
akan menggunakan cara baru. Target SP2020 adalah 
menyediakan data jumlah penduduk, komposisi, 
distribusi dan karakteristik penduduk menuju satu data 
kependudukan Indonesia. Tidah seperti sensus penduduk 
tahun-tahun sebelumnya, Sensus Penduduk 2020 akan 
beralih menggunakan combine method, yaitu 
pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan dari 
Dukcapil yang kemudian diperbaharui atau update data 
mandiri oleh masing-masing penduduk atau dikawal oleh 
petugas sensus. Pendataan mandiri melalui CAWI 
(Computer Assisted Web Interviewing) dimana masyarakat 
yang melakukan pendataan secara mandiri atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan online melalui Link : 
https://sensus.bps.go.id. Penggunaan sistem CAWI akan 
mempermudah pendataan secara langsung oleh 
penduduk yang bersangkutan terutama jika itu adalah 
Generasi Z yang melek teknologi. Petugas sensus yang 
dilatih lebih ditujukan untuk pendataan menggunakan 
metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) atau 
PAPI (Pen/Pencil and Paper Interview) untuk mendata 
masyarakat yang kurang antusias dengan sistem online 
atau juga mereka yang lahir sebelum Generasi Milenial. 
Namun petugas sensus juga harus menguasai metode 
CAWI untuk membantu masyarakat yang ingin mencatat 
sendiri jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia. 
Terlepas dengan berbagai cara tersebut, sebagai bagian 
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dari generasi yang ada di Indonesia hendaknya jangan 
sampai luput atau tidak tercatat pada perhelatan Sensus 
Penduduk 2020. 
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Peran Kolektif Pencegahan Tindak Korupsi 
Dadang Darmansyah 

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Ciamis 

 

Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap 

munculnya potensi tindak korupsi harus disikapi secara 

positif. Hal itu menunjukkan pemahaman terkait 

pencegahan tindak korupsi semakin membaik. Peran 

masyarakat dalam pencegahan tindak korupsi ini 

dilindungi undang-undang. Setidaknya ada tiga esensi 

peran serta masyarakat. Diantaranya perlindungan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Kebebasan yang 

bertanggungjawab bagi masyarakat untuk menggunakan 

haknya. Serta penciptaan ruang yang leluasa bagi 

masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan 

tindak pidana korupsi.  

Munculnya gejolak penolakan revisi Undang-

Undang KPK akhir-akhir ini merupakan bagian dari 

perhatian kritis masyarakat. Masyarakat memiliki 

tanggungjawab dalam upaya menekan potensi tindak 

pidana korupsi melalui sikap kritis terhadap produk 

undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan 

pemangku kepentingan harus semakin memperkuat posisi 

kelembagaan anti rusuah sebagai upaya tindak 

pencegahan korupsi yang akan merugikan kepentingan 

bersama.  

Komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak 

korupsi diwujudkan dengan dikeluarkannya berbagai 
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regulasi. Salah satunya Peraturan Presiden Tentang 

Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi Nomor 54 

Tahun 2018. Dimana fokus dari Stranas meliputi bidang 

Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan 

Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi. Pencegahan 

korupsi di bidang Perizinan dan Tata Niaga diharapkan 

mampu mengurangi hambatan kemudahan berusaha dan 

investasi, mencegah biaya tinggi, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan 

pekerjaan. Di bidang Keuangan Negara, tercapainya target 

penerimaan keuangan negara sehingga pelayanan publik 

dan pembangunan menjadi optimal. Pencegahan tindak 

korupsi di bidang Penegakan Hukum dan Reformasi 

Birokrasi akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik 

terhadap negara. 

Upaya ini menempatkan Indonesia di peringkat 

ke-89 di dunia dari 180 negara dengan skor 38 (skala 0-100) 

berdasarkan Corruption Perception Index (CPI). Data 

dilansir Transparency International Indonesia (TII) pada 

Tahun 2018. Skor Indonesia ini naik satu poin. Dimana 

sebelumnya CPI Indonesia Tahun 2017 berada di peringkat 

96 dengan skor 37. Skor Indonesia sendiri masih sejajar 

dengan negara Bosnia Herzegovina, Srilanka, dan 

Swaziland. Skor Indonesia masih di bawah angka rata-rata 

CPI internasional dengan rerata berada di angka 43. 

Membaiknya perilaku anti korupsi masyarakat 

Indonesia juga tergambar dalam beberapa indikator yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS setiap 

tahun  merilis angka Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 

untuk level nasional.  Indikator ini dapat mengukur 

tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti 
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korupsi. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan 

bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. 

Sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 

menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin 

permisif terhadap korupsi.  

BPS menggunakan dua dimensi ukuran yaitu 

persepsi masyarakat tentang korupsi dan pengalaman 

masyarakat terkait korupsi. Dimensi Persepsi berupa 

penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti 

korupsi di masyarakat. Sementara Dimensi Pengalaman 

berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil rilis BPS, dalam kurun waktu 

tujuh tahun terakhir (2012-2019) angka Indeks Perilaku 

Anti Korupsi berfluktuatif namun semakin mendekati 

angka 5. Pada Tahun 2012, Indeks Perilaku Anti Korupsi 

berada pada angka 3,55., sedangkan Tahun 2019 mencapai 

angka 3,70. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia semakin tidak permisif terhadap perilaku 

korupsi. Begitu juga perkembangan indeks persepsi dan 

indeks pengalaman sebagai pembentuk indeks IPAK 

meskipun fluktuatif namun keduanya cenderung 

mengalami kenaikan. Pada Tahun 2012 indeks persepsi 

berada pada angka 3,54 sedangkan pada Tahun 2019 

sebesar 3,80. Indeks pengalaman pada Tahun 2012 berada 

pada angka 3,58 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 3,65. 

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa  

pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku 

anti korupsi terus meningkat. Pemberitaan penanganan 

kasus-kasus pelaku korupsi di media massa berdampak 
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terhadap perubahan persepsi penolakan masyarakat pada 

korupsi. Meningkatnya indeks pengalaman pelayanan 

menandakan beberapa aspek yaitu semakin 

antikorupsinya instansi pelayanan publik yang dimiliki 

pemerintah. Adanya perbaikan tata kelola di birokrasi 

semakin transparan dan bebas korupsi. Pungli di layanan 

masyarakat semakin berkurang. 

BPS juga mengungkapkan bahwa masyarakat 

perkotaan cenderung memiliki Indeks Persepsi Anti 

Korupsi lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. 

Semakin tinggi pendidikan masyarakat semakin anti 

korupsi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan di atas 

SLTA memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi di atas 4. 

Penduduk pada kelompok usia 40 sampai 59 tahun paling 

anti korupsi dibandingkan kelompok umur lainnya. 

Membangun iklim pencegahan tidak pidana 

korupsi membutuhkan sinergitas peran pemerintah, 

masyarakat dan kolektifitas semua pihak. Peran 

pemerintah melalui penguatan regulasi dan kelembagaan 

pencegahan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum 

tanpa pandang bulu bagi para pelaku tindak pidana 

korupsi sebagai efek jera. Penegakan aturan hukum secara 

berintegritas. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial 

dan membangun pemahaman perilaku anti korupsi agar 

semakin baik tidak hanya dari sisi pengetahuan juga pada 

tataran praktek di lapangan. 

 

--oOo-- 
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Sensus Penduduk, Untuk Indonesia 
Ria Yunita Emkaen 

BPS Kabupaten Bandung 
 

Gelombang demonstrasi mahasiswa terus 

berlangsung beberapa hari ini. Semua pihak berusaha 

memperjuangkan hak dan aspirasinya. Jika ditanya untuk 

apa, Sebagian besar menjawab untuk Indonesia ke depan. 

Sama halnya dengan hajat besar bangs aini di tahun 

2020 nanti. Sensus Penduduk 2020 agenda nasional untuk 

kemajuan data kependudukan Indonesia mendatang. 

 Secara sederhana, Sensus Penduduk adalah 

penghitungan populasi penduduk dalam suatu negara.                            

Sensus penduduk melibatkan seluruh wilayah, seluruh 

lapisan masyarakat, seluruh suku, ras, dan agama di 

Indonesia, seluruhnya tanpa terkecuali, everyone should be 

counted.  

Penghitungan ini kemudian akan menghasilkan 

suatu informasi kependudukan. Salah satu output 

utamanya adalah mengetahui dengan pasti berapa jumlah 

penduduk Indonesia saat ini. Lalu apa manfaatnya setelah 

diketahui jumlahnya? Apakah sebatas informasi bahwa 

penduduk Indonesia sekarang berjumlah sekian juta 

penduduk? Tentu tidak, Hasil dari sensus penduduk tidak 

hanya sekedar untuk mengetahui berapa jumlah 

penduduk saat ini. Lebih rinci lagi, Sensus Penduduk 

dapat menyediakan berbagai informasi terkait 

kependudukan seperti komposisi penduduk, distribusi 

penduduk, dan berbagai data karakteristik penduduk. 
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Beberapa pertanyaan mengenai identitas anggota 

rumah tangga, pendidikan, pekerjaan dan perumahan 

ditanyakan dalam sensus penduduk. Tujuannya agar hasil 

sensus penduduk dapat memberikan gambaran yang 

kompherensif tentang situasi kondisi penduduk Indonesia 

saat ini terutama ditinjau dari aspek pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi. 

Dengan adanya data lengkap terkait dengan 

populasi dan karakteristik penduduk, berbagai parameter 

demografi dapat dihitung. Tingkat fertilitas, mortalitas, 

dan tingkat migrasi penduduk antar daerah adalah 

beberapa parameter demografi yang dihasilkan dari 

sensus penduduk. Adanya parameter-parameter ini dapat 

memberikan informasi mengenai situasi kondisi kesehatan 

dan kesejahteraan masyarakat saat ini.  

Dengan diketahuinya tingkat fertilitas misalnya, 

dapat membantu para pemangku kepentingan dalam 

mengetahui tingkat kelahiran penduduk, rata-rata usia 

kawin penduduk, dan program apa saja yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Ibu hamil dan 

perawatan anak. Selain itu, angka fertilitas total dapat 

digunakan sebagai evaluasi tingkat keberhasilan program 

keluarga berencana yang dilaksanakan di negara tersebut. 

Angka mortalitas dapat memperlihatkan derajat kesehatan 

masyarakat di Indonesia. Derajat kesehatan masyarakat ini 

berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, perilaku dan 

lingkungan hingga ketersediaan sumber daya dan 

pelayanan kesehatan. 

Parameter lainnya yaitu tingkat migrasi penduduk 

dapat memperlihatkan kepadatan penduduk di suatu 
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daerah, selain dapat pula digunakan sebagai indikator 

keseimbangan pembangunan dan disparitas antar daerah. 

Tidak dapat dipungkiri, perpindahan penduduk ini dapat 

menimbulkan masalah baik di daerah yang ditinggalkan 

maupun daerah yang dituju, karenanya diperlukan 

strategi dan mitigasi sosial untuk mengurangi risiko-risiko 

permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan.  

Dalam urusan pendidikan, hasil sensus penduduk 

dapat digunakan dalam memetakan penduduk usia 

sekolah di suatu daerah, sehingga berbagai pertanyaan 

yang berhubungan dengan urusan pendidikan seperti: 

dimanakah letak populasi anak sekolah yang terbanyak? 

Bagaimana distribusi anak usia sekolah berdasarkan 

wilayah sekolah? Apakah jumlah sekolah yang ada sudah 

cukup dibandingkan dengan populasi anak sekolah di 

daerah tersebut? Bagaimana komposisi tingkat pendidikan 

masyarakat di suatu daerah?, dan berbagai pertanyaan 

lain terkait kebutuhan perencanaan pendidikan akan lebih 

mudah dijawab.  

Sementara dalam urusan ketenagakerjaan, sensus 

penduduk akan dapat memberikan gambaran lengkap 

terkait implikasi dinamika kependudukan terhadap 

angkatan kerja dan tenaga kerja.  

Hasil dari Sensus Penduduk tidak akan digunakan 

hanya dalam 1 (satu) titik waktu, lebih jauh lagi, hasil ini 

akan digunakan selama 10 (sepuluh) tahun kedepan. 

Sensus penduduk akan dapat menghasilkan kerangka 

sampel maupun proyeksi yang dapat digunakan sebagai 

dasar penelitian-penelitian selanjutnya maupun sebagai 

dasar perencanaan pemerintah daerah mulai dari tahun 
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2020 hingga tahun 2030. Segala macam kebijakan terkait 

dengan kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan 

lain-lain akan bersumber dari sini.  

Sensus penduduk dipastikan akan membawa 

banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia, disadari 

bahwa manfaat ini tidak secara langsung dapat dirasakan 

oleh seluruh penduduk Indonesia saat ini, namun dengan 

data lengkap yang valid dan berkualitas, kondisi sosial 

penduduk akan lebih terpetakan, sehingga berbagai 

permasalahan yang terjadi dapat lebih terjelaskan, analisa 

yang dilakukan menjadi lebih tepat. Dengan begitu 

strategi, mitigasi kebijakan, dan program pembangunan 

yang dilakukan akan lebih baik, lebih efektif dan efisien. 

Sejatinya, program-program pembangunan ini adalah 

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang 

optimal bagi seluruh masyarakat sebagaimana amanat 

pembangunan bangsa.  

Satu hal menarik yang perlu diketahui, adalah 

bahwa begitu pentingnya sensus penduduk sehingga 

setiap negara anggota perserikatan bangsa-bangsa di 

amanatkan untuk melaksanakannya sensus penduduk di 

negaranya masing-masing. Semua didasari oleh keyakinan 

bahwa sensus penduduk memainkan peran penting dalam 

data kependudukan, selain juga berperan penting dalam 

semua elemen statistik nasional, termasuk komponen 

ekonomi dan sosial.  

Dibalik segudang manfaatnya, disadari bahwa 

dalam pelaksanaan Sensus Penduduk pasti tidak mudah, 

perlu adanya suatu strategi mitigasi untuk menghadapi 

berbagai persoalan, hambatan dan kesulitan yang 
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mungkin terjadi. Namun walau tidak mudah, Sensus 

Penduduk tetap wajib dilaksanakan oleh BPS sesuai 

dengan amanat undang-undang. Karenanya layaklah 

untuk dikatakan bahwa, Sensus Penduduk, persembahan 

dari BPS untuk Indonesia.  
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Menuju Pembangunan Manusia Jilid Dua 
Ni Nengah Eva Sri Wahyuni 
Statistisi  BPS Kota Bandung 

 
Terima kasih Menteriku. Ungkapan ini pantas kita 

ucapkan seiring dengan berakhirnya periode lima tahun 
kabinet kerja jilid 1. Selama  lima tahun, berbagai program 
pemerintah baik pembangunan ekonomi dan 
pembangunan manusia telah dilaksanakan demi 
memenuhi janji-janji pemerintah kepada rakyat.  

Selama periode 2014-2019, berbagai program 
pemerintah telah digulirkan.  Infrastruktur telah dibangun 
diberbagai daerah di wilayah indonesia. Jalan raya 
ditambah, tol-tol baru dibangun diberbagai tempat demi 
menambah pilihan akses masyarakat. Sektor ekonomi 
dipacu pertumbuhannya. Industri kreatif tumbuh dan 
hidup diberbagai daerah menjadi tumpuan ekonomi 
masyarakat.  

Selain sektor ekonomi, sektor pendidikan dan 
kesehatan juga mendapat perhatian yang serius dari 
pemerintah untuk memastikan setiap penduduk 
memperoleh kehidupan yang layak. Sekolah-sekolah 
dibangun, guru-guru ditambah jumlahnya, kemampuan 
guru juga ditingkatkan. Dari sisi kesehatan, puskesmas 
dan rumah sakit ditingkatkan kualitas pelayanannya, 
tenaga-tenaga kesehatan dari waktu ke waktu juga 
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.   
Berbagai fasilitas publik dibangun untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia. Salah satu indikator yang bisa kita 
gunakan dalam mengukur  keberhasilan pembangunan 
manusia pada periode kabinet kerja jilid 1 adalah melalui 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan 
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 
pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (ipm.bps.go.id). 
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 
manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu IPM dapat 
menentukan peringkat atau level pembangunan suatu 
wilayah/negara. Angka IPM dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) setiap tahun. IPM terakhir yang dirilis oleh 
BPS adalah IPM tahun 2018.  

IPM Indonesia pada tahun 2018 adalah 71,39. IPM 
ini menunjukkan pembangunan manusia di Indonesia 
berada pada level tinggi. Angka ini meningkat sebesar 0,58 
poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 
2017. Jika kita melihat ke tahun 2014, tahun awal 
dimulainya kabinet kerja jilid 1, pada saat itu IPM 
Indonesia adalah 68,90 dan berada di level sedang.  Yang 
berarti selama tahun 2014 hingga tahun 2018, IPM 
Indonesia meningkat sebesar 2,49 poin. Jika dilihat rata-
rata pertumbuhan IPM selama kabinet kerja jilid 1, maka 
IPM Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 
0,89 persen pertahun. Pada tahun 2016, dua tahun setelah 
kabinet kerja jilid 1 terbentuk,  level IPM Indonesia 
meningkat dari level sedang (60<IPM<70) menjadi level  
tinggi (70<IPM<80). Meningkatnya IPM menunjukkan 
keberhasilan dalam kualitas hidup manusia. Karena 
tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan taraf 
hidup manusia baik dari sisi kesehatan, pendidikan, 
maupun pendapatan. 

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan 
memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang 
dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 
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Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan 
capaian setiap komponennya. Selama periode 2014-2018, 
peningkatan IPM didorong oleh kenaikan setiap 
komponen pembentuk IPM.  

Data dari Badan Pusat Statistik, selama periode 
2014 hingga 2018, Indonesia telah berhasil meningkatkan 
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 0,61 tahun. 
Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan 
sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 
ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan 
derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH Indonesia pada 
tahun 2014 sebesar 70,59 tahun yang berarti rata-rata 
penduduk Indonesia diperkirakan akan dapat hidup 
sampai dengan usia 70,59 tahun. Pada tahun 2018, UHH 
Indonesia mencapai 71,20 tahun yang berarti terjadi 
peningkatan 0,61 tahun untuk rata-rata umur  penduduk 
Indonesia. Umur Harapan Hidup yang terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan derajat 
kesehatan manusia terus mengalami peningkatan. Hal ini 
tentunya tidak lepas dari berbagai program peningkatan 
sarana dan prasarana kesehatan oleh pemerintah. 
Pembangunan infrastruktur untuk mempercepat akses 
penduduk ke fasilitas kesehatan terus ditingkatkan. 
Tenaga kesehatan ditambah baik jumlah maupun 
kualitasnya. Selain itu upaya-upaya pencegahan berbagai 
penyakit dan gaya hidup sehat juga terus digalakkan.  

Dimensi kedua dari IPM yaitu pendidikan, hal ini 
tercermin dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan 
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 
digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas dalam 
menjalani pendidikan formal. Sementara itu Angka 
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai 
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lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan 
dirasakan oleh anak berusia 7 tahun keatas di masa 
mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui 
kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai 
jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya 
pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai 
oleh setiap anak. 

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia 
tahun 2018 adalah 8,17 tahun yang berarti bahwa rata-rata 
penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas 
menyelesaikan sekolah sampai kelas IX.  Angka ini 
mengalami peningkatan sebesar 0,44 tahun dibanding 
tahun 2014 dimana angka rata-rata lama sekolah pada 
tahun 2014 adalah 7,73 tahun.  Sementara untuk angka 
Harapan Lama Sekolah (HLS) Indonesia tahun 2018 adalah 
12,91 tahun. Yang berarti bahwa lamanya sekolah yang 
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun 
ke atas di masa mendatang adalah selama 12,91 tahun atau 
setara dengan mengenyam pendidikan sampai lulus SMA 
atau D1. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2014 
mengalami peningkatan sebesar 0,52 tahun dimana angka 
Harapan Lama Sekolah Indonesia tahun 2014 adalah 12,39 
tahun.  

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup 
manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini dapat 
tercermin melalui angka Pengeluaran per Kapita. 
Pengeluaran per kapita  ditentukan dari nilai pengeluaran 
per kapita dan paritas/ kemampuan daya beli. Angka 
pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia tahun 2018 
mencapai Rp11,06 juta per tahun. Angka ini dari tahun ke 
tahun terus mengalami peningkatan yang berarti semakin 
hari penduduk Indonesia kehidupannya semakin layak 
dan sejahtera.  
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Pembangunan manusia selalu menjadi fokus 
disetiap periode pemerintahan. Hendaknya pembangunan 
ekonomi dan pembangunan manusia bisa berjalan 
beriringan. Capain pembangunan manusia diera kabinet 
kerja jilid 1 seharusnya menjadi modal awal bagi kabinet 
kerja jilid 2. Semoga lima tahun kedepan pembangunan 
manusia dapat semakin ditingkatkan. Terima kasih 
menteri kabinet kerja jilid 1 dan selamat mengabdi para 
menteri  kabinet kerja jilid 2. Dipundak kalianlah kami 
titipkan masa depan kami.  
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Tantangan Kota Bekasi Menghadapi 
Sensus Penduduk 2020 

Aris Pandu Ristiyan 
Statistisi BPS Kota Bekasi 

 

Jelang Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang 
diadakan nasional, seluruh pegawai Badan Pusat Statistik 
(BPS) sudah mulai bersiap, tak terkecuali dengan BPS Kota 
Bekasi. Kota yang menjadi salah satu penopang Ibukota ini 
pertumbuhan ekonominya sangatlah pesat. Hal tersebut 
diiringi dengan pertumbuhan penduduk Kota Bekasi yang 
meningkat tajam dari tahun ke tahun, bahkan menurut 
data BPS 2010, Kota Bekasi menjadi Kota dengan 
kepadatan penduduk terbesar ke-4 di Indonesia. Data 
Proyeksi peduduk dari BPS-pun mencatat penduduk di 
Kota Bekasi meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,873,484 
menjadi 2,943,859 pada tahun 2018. 

Pertumbuhan Ekonomi tersebut ditandai dengan 
perubahan yang cukup signifikan dibidang 
pembangunan. Kini Bekasi menjelma sebagai salah 
satu  kota favorit untuk menjadi destinasi tempat tinggal. 
Disamping karena akses yang mudah ke Ibu Kota, Bekasi 
menjadi favorit karena fasilitas seperti mall, sekolah, 
apartment, bahkan hotel sudah semakin beragam. Tercatat 
di tahun 2017 terdapat 1.088 sekolah dari SD sampai SMA 
yang tersebar di 12 kecamatan, dan meningkat menjadi 
1.118 di tahun 2018 (Data Bekasi Dalam Angka 2019). 

Perbaikan dari segi pembangunan infrastruktur 
juga tak luput dari perhatian pemerintah. Setelah 
diresmikannya stadion patriot Chandrabhaga sebagai 
stadion bertaraf Internasional yang mampu menampung 
kurang lebih 30.000 orang ditahun 2014, pembangunan 
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akses jalan di Kota Bekasi-pun masih menjadi prioritas. 
Pemerintah berharap pembangunan jalan layang 
Rawapanjang, jalan layang Cipendawa dan tol Japek 
(Jakarta – Cikampek) Selatan yang menghubungkan 
Jatiasih ke Purwakarta dan  akan beririsan dengan jalan di 
Bekasi Selatan mampu menjadikan kawasan Bekasi lahan 
empuk bagi para investor.  

Dengan kemajuan kota Bekasi yang sangat pesat, 
tentunya ini menjadi suatu tantangan sendiri bagi BPS 
dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk. Hal demikian 
terjadi karena umumnya kesulitan terbesar sensus di kota-
kota besar Indonesia adalah sulit ditemuinya anggota 
keluarga karena biasanya baik itu kepala rumah tangga 
maupun pasangannya bekerja dari pagi hingga malam 
hari. Hal demikianpun terjadi di Kota Bekasi, untuk itulah 
sosialasi sedari dini sudah digalakan. Sensus Penduduk 
sendiri diadakan 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 
“0”. SP2020 merupakan loncatan besar yang dilakukan 
oleh BPS karena ini adalah kali pertamanya BPS 
mengadakan combine method, yaitu sensus online pada 
bulan  februari – Maret 2020 dan dilanjutkan dengan 
sensus manual. 

Salah satu sosialisasi yang dilakukan BPS Kota 
Bekasi adalah dengan mendatangi beberapa instansi yang 
biasanya terlibat dalam survei-survei baik yang langsung 
maupun tidak langsung diadakan oleh BPS. Sosialisasi 
tersebut dirasa sangat penting karena nantinya 
setiap  warga negara Indonesia diharapkan bisa 
mengisikan mandiri secara online data kependudukan 
mereka melalui https://sensus.bps.go.id. Dengan 
mengusung hashtag #MencatatIndonesia, BPS Kota Bekasi 
terus aktif berkontribusi dalam sosialisasi SP2020 baik itu 
di media online maupun terjun langsung di masyarakat. 
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Lebih unggul dari Indonesia, Singapura bahkan 
lebih dulu mengadakan sensus berbasis online di tahun 
2000. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 
Singapura yang memang jauh lebih unggul dari Indonesia, 
yaitu 93.2 sedangkan Indonesia masih berada di angka 
71.39 (Data United Nation Development Program tahun 
2018) membuat pemerintah mulai bebenah. Angka 71.39 
mengindikasikan masih terjadi kesenjangan di beberapa 
daerah Indonesia karena IPM sendiri diukur berbasis pada 
dimensi pengetahuan, umur panjang dan kehidupan yang 
layak. 

Data BPS menunjukan bahwa nilai IPM Kota Bekasi 
merupakan yang tertinggi kedua se-Jawa Barat yaitu 81.04 
dibawah Kota Bandung yaitu 81.06. Pencapaian Indeks 
Pembangunan Manusia sebesar 81.06 ini membuat Kota 
Bekasi termasuk ke dalam kota-kota yang memiliki IPM 
“sangat tinggi” (≥80) di Jawa Barat, sama dengan Kota 
Bandung dan Kota Depok. Itu artinya pencapaian di 
bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan 
masyarakat sudah semakin membaik dan merata. 

Diharapkan ketiga hal tersebut berpengaruh pada 
kemampuan masing-masing individu untuk mengisikan 
kuesioner sensus secara mandiri dan online. Maka dari itu, 
BPS Kota Bekasi optimis bisa mencapai target partisipasi 
online sebesar 22-23% yang telah dikemukakan oleh BPS 
RI. Dengan demikian tujuan SP2020 yakni menyediakan 
data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik 
penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia 
dapat tercapai. 

 

 

 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
610 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
611 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

Sumpah Pemuda: 
Tekad yang Harus Selalu Ada 

Rahmawaty 
Statistisi BPS Kota Bandung 

   
Pada 28 Oktober 91 tahun yang lalu, dihasilkan 

sebuah ikrar yang menjadi salah satu tonggak pergerakan 

kemerdekan Indonesia. Ikrar tersebuat adalah Sumpah 

Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi janji para pemuda saat 

itu yang merasa tergerak hati dan pemikirannya melihat 

kondisi Indonesia yang berada dalam cengkeraman 

penajajah. 

Kata “Indonesia” menjadi pengikat tekad dan 

perjuangan mereka. Meski dalam kondisi belum merdeka, 

para pemuda masa itu bercita-cita besar dengan untuk 

bebas dari penjajahan dan berani menyebutkan 

“Indonesia” dalam janji persatuan mereka. 

Sumpah Pemuda dihasilkan oleh para pemuda 

terpelajar yang mewakili kelompok atau perkumpulan 

setiap daerah di Nusantara. Saat berkongres, mereka 

menyepakati persatuan atas nama Indonesia. 

Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa 

satu merupakan pemikiran pemuda saat itu. Persatuan 

dan kesatuan dirasakan sebagai sebuah kebutuhan bagi 

bangsa pada masa itu. Perbedaan, baik suku bangsa, 

bahasa, adat dan kebudayaan, ditempatkan di bawah cita-

cita mulia: Indonesia. 
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Persatuan dipandang sebagai suatu syarat penting 

bagi bangsa ini untuk melangkah ke tahap selanjutnya, 

merdeka. 

Hasil kemerdekaan Indonesia diraih tujuh belas 

tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan. Cita-cita besar 

itu benar-benar terwujud setelah janji persatuan 

diucapkan. Sumpah Pemuda sungguh telah menjadi dasar 

perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pelaku Sumpah 

Pemuda memiliki visi besar, tidak terkecoh dengan 

perbedaan, mengenyampingkan perbedaan untuk 

terwujudnya Indonesia merdeka. 

Lalu bagaimana dengan saat ini? 

Saat ini pemuda Indonesia hidup dalam era 

kemerdekaan dalam naungan negara Indonesia. Mereka 

hidup di era yang sangat berbeda dengan para pemuda 

pembuat ikrar Sumpah Pemuda dahulu. Para pemuda 

Indonesia saat ini hidup dalam era internet ketika media 

sosial merupakan salah satu rujukan utama 

bermasyarakat. Para pemuda Indonesia milenial hidup di 

masa di mana dunia maya terasa lebih hidup 

dibandingkan dengan dunia nyata. 

Pemuda Indonesia saat ini memililiki tantangan 

tersendiri dalam berbangsa dan bernegara. Namun, 

masalah persatuan dan kesatuan bangsa tetap merupakan 

masalah pokok bangsa. 

Isu disintegrasi bangsa merupakan tantangan 

tersendiri bagi para pemuda Indonesia saat ini. 

Hendaknya para pemuda dapat merasakan sejauh mana 

rasa “satu Indonesia” masih tertanam dalam diri bangsa 

ini. 
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Saat ini sesama pemuda bangsa dapat saling 

mencaci hanya karena fanatisme terhadap kelompok 

tertentu. Kita melihat bagaimana suasana panas 

antarelemen masyarakat akibat pemilu yang baru lalu. 

Masyarakat dapat saling membenci hanya karena berbeda 

pilihan. 

Kata-kata kasar, hinaan, dan ujaran kebencian 

antar masyarakat sangat mudah dilontarkan, khususnya 

melalui media sosial. 

Masalah suku, ras, dan agama sering dijadikan 

bahan olokan yang memicu perselisihan. Bahkan 

fanatisme terhadap klub sepak bola sering berakibat 

kerusuhan bahkan hilangnya nyawa anak bangsa. Rasa 

“satu bangsa” terlihat mulai pudar dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Peranan pemuda dalam kehidupan berbangsa, 
benergara dan bermasyarakat tentu tidak dapat diabaikan.  

Siapakah pemuda itu? Menurut UU no 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara 

Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan 

dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 

tahun. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 

63,82 juta pemuda di seluruh Indonesia pada tahun 2018. 

Ini mencakup 24,15 persen dari seluruh penduduk 

Indonesia. Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit. Apa 

yang ada di benak meraka tentang bangsa dan negara 

pastilah akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. 
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Bila kita cermati sejarah sumpah pemuda, kita 

dapatkan bahwa Sumpah Pemuda dihasilkan oleh para 

pemuda terpelajar. Dengan demikian, pemuda dan 

pendidikan merupakan kunci sebuah pergerakan. 

Dari data BPS diketahui bahwa 26,26 persen dari 

jumlah pemuda Indonesia tahun 2018 berstatus masih 

sekolah di mana 36,89 persen pendidikan tertinggi 

pemuda Indonesia adalah SMA sederajat. 

Pendidikan tinggi ditamatkan oleh 9,71 persen 

pemuda Indonesia. Rata-rata lama sekolah pemuda 

Indonesia di tahun 2018 adalah 10,37 tahun atau setara 

kelas 1 SMA sederajat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pendidikan menengah atas belum sepenuhnya dirasakan 

oleh seluruh pemuda Indonesia, apalagi dengan 

pendidikan tingginya. 

Untuk membina para pemuda Indonesia 

diperlukan akses pendidikan seluas-luasnya. Pendidikan 

pun perlu terus diperbaharui mengikuti perkembangan 

zaman. Pola pemikiran yang sepakat bahwa Indonesia 

akan maju bila ada persatuan atas nama Indonesia di atas 

kelompok dan golongan, harus kembali ditekankan 

melalui institusi pendidikan. 

Untuk itu, diperlukan proses pembelajaran yang 

kreatif untuk menyampaikan bahwa Indonesia bersatu 

adalah sebuah kepentingan untuk bangsa ini. Rasa bangga 

bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia sangat 

perlu diajarkan di tingkat pendidikan sedini mungkin. 

Namun, tidak seluruh pemuda Indonesia masih 

berada di bangku pendidikan. Terdapat 72,91 persen 

pemuda Indonesia yang sudah tidak bersekolah lagi itu. 
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Untuk itu, pemanfaatan media sosial dan kanal 

berita dengan konten kreatif mengenai persatuan 

Indonesia dapat menjadi alternatif penyebaran 

pemahaman pentingnya persatuan Indonesia. 

Hal ini akan sangat efektif mengingat 73,27 persen 

pemuda Indonesia mengakses internet. Cara ini perlu 

dilakukan untuk memberikan informasi yang benar dan 

menahan derasnya laju informasi yang mengarahkan 

kepada perpecahan. Dengan demikian pemikiran akan 

pentingnya persatuan dan kesatuan data tersampaikan 

kepada generasi pemuda era digital ini. 

Falsafah “satu Indonesia” dalam Sumpah Pemuda 

haruslah terus menerus digaungkan di negeri ini. Para 

pemuda memiliki peran strategis dalam menyebarkan 

prinsip ini. Untuk itu pemerintah dan elemen masyarakat 

perlu bersinergi untuk membina para pemuda dalam 

merajut persatuan negara ini. 

Para pemuda perlu paham bahwa persatuan 

Indonesia tetap merupakan modal dasar tumbuhnya 

Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan cara yang 

kekinian untuk menyampaikan pesan Sumpah Pemuda 

kepada para pemuda generasi milenial sehingga tumbuh 

para pemuda yang berdiri tegak di atas persatuan 

Indonesia. 

Pemuda Indonesia, bersatulah! 

  

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
616 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 
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Pemuda Milenial Menyongsong Era Bonus 
Demografi 

 Siti Maulidiyah 
Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 

 

Begitu pentingnya kedudukan dan peranan pemuda, 

sampai-sampai Ir. Soekarno berucap, “Seribu orang tua 

hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah 

dunia”. Pemuda dalam pembangunan adalah kolaborator 

dan inisiator, bukan objek dan target. Pemuda usia remaja 

saat ini akan menjadi bagian terbesar didalam angkatan 

kerja usia produktif di era bonus demografi yang 

diperkirakan akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030. 

Untuk dapat memanfaatkan momen langka yang terjadi 

sekali seumur hidup ini dengan baik, dibutuhkan pemetaan 

mengenai kuantitas dan kualitas sumber daya pemuda 

Indonesia, artinya tanpa Pendidikan yang cukup, kesehatan 

yang baik dan kemampuan skill yang berkembang maka 

Indonesia akan melewatkan begitu saja manfaat dari bonus 

demografi tanpa hasil yang maksimal. 

China yang pertumbuhan ekonominya melesat 

dalam dua dasawarsa terakhir, mengalami bonus demografi 

yang mencapai puncaknya pada tahun 2013 lalu. Ketika 

pertumbuhan jumlah Angkatan kerja di China mencapai 

angka maksimal, banyak sekali manfaat yang diraihnya 

hingga menjadi kekuatan ekonomi baru dunia menyaingi 

Amerika Serikat. Indonesia sebentar lagi akan mengalami 

era bonus demografi. Pada era tersebut terjadi perubahan 

struktur umur penduduk yang mana jumlah penduduk yang 

produktif lebih banyak dari pada yang tidak produktif 
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sehingga menurunkan beban ketergantungan. Inilah yang 

disebut bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk 

menaikkan kesejahteraan manyarakat. 

 Di zaman milenial sekarang ini pemuda merupakan 

ujung tombak dalam proses perjuangan, pembaharuan dan 

pembangunan bangsa. Pemuda merupakan aktor intelektual 

yang kehadirannya diharapkan mampu membawa suatu 

bangsa bertransformasi menuju arah yang lebih baik. 

Pemuda dalam Undang-undang  No. 40 Tahun 2009 adalah 

warga negara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun yang 

memasuki periode penting pertumbuhan dan 

perkembangan. Dari data BPS, menurut hasil Susenas tahun 

2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, 

jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk 

Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak dari pada 

perempuan, dengan rasio jenis kelamin 102,36, yang berarti 

setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda 

perempuan.  

 

 

Pemuda Desa Bergeser ke Kota 

 Pepatah mengatakan “ Ada gula ada semut”. 

Pepatah ini mengingatkan kita bahwa manisnya cerita 

tentang wilayah perkotaan masih menjadi magnet bagi para 

pemuda sebagai tempat tujuan untuk bermigrasi. Dewasa 

ini, perkotaan masih dianggap sebagai tempat yang 

menjanjikan kaum muda untuk menuntut ilmu maupun 

mencari pekerjaan. Fasilitas perkotaan yang relative 

lengkap diiringi dengan kemajuan pendidikan, 

keberagaman lapangan pekerjaan, dan akses teknologi 

menjadi daya tarik bagi pemuda. Perkotaan menjadi 
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lokomotif penarik pertumbuhan negeri. Tidak heran jika 

lebih dari separuh pemuda Indonesia tinggal di perkotaan  

yaitu 56,68 persen sementara dipedesaan sebesar 43,32 

persen. 

 

Tantangan Bagi Pemuda Milenial 

 Generasi milenial adalah generasi yang penuh 

dengan teknologi. Dengan kemampuannya di dunia 

teknologi dan sarana yang ada, generasi ini memiliki 

banyak peluang untuk bisa berada jauh didepan 

dibandingkan generasi sebelumnya. Di era sekarang ini 

dengan segala kecanggihan tekhnologi, tingkat persaingan 

juga semakin tinggi. Kualitas dan kinerja manusia juga 

dituntut menjadi semakin tinggi. Generasi zaman now harus 

mampu beradaptasi dengan cepat, dan memiliki keahlian 

agar dapat melakukan perubahan yang lincah dan tepat 

untuk dapat mencari solusi disetiap permasalahan yang 

muncul. 

 Akses media online dan media social saat ini dapat 

dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Perangkat 

teknologi menjadikan jari-jari manusia bisa lebih cepat 

daripada mulutnya dalam menyampaikan sebuah informasi 

atau pendapat. Kalau kita mengenal istilah “Mulutmu 

harimaumu”, maka saat ini ada ungkapan “Jarimu 

harimaumu”. Mengapa demikian ? itu adalah sebuah 

peringatan agar kita lebih berhati-hati dalam menggunakan 

media sosial. Kebebasan berpendapat dimedia sosial, 

jangan sampai menjadi petaka atau malah menyebabkan 

masalah hukum. Seperti yang banyak terjadi sekarang, 

dimana informasi yang beredar sangat tidaklah sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya, untuk itu perlunya 
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mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan 

berita atau informasi yang dengan mudah kita dapatkan. 

 

Harapan Bagi Para Pemuda 

 Pemuda adalah sosok yang muda, optimis, penuh 

energik dan dinamis. Kita berharap pemuda Indonesia bisa 

menjadi Agent Of Change yang dapat mengikuti arus 

informasi dan komunikasi serta bijak dalam 

menggunakannya. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-

ide segar, pemikiran yang kreatif dan inovatif, serta 

memiliki daya saing dalam kancah regional dan global. 

Sehingga pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa 

depan yang lebih baik dan berkompeten dari pemimpin 

masa kini agar dapat mendorong terjadinya transformasi 

bangsa ini kearah yang lebih baik melalui perubahan, 

perbaikan dan pengembangan. 

 Kita meyakini bahwa setiap anak muda Indonesia 

selalu punya potensi yang bisa dikembangkan dan diolah 

untuk kemudian menjadi kelebihan serta daya tarik 

tersendiri bagi dunia luar. Generasi muda Indonesia telah 

menunjukkan  banyak prestasi yang luar biasa. Telah 

banyak pemuda yang mengharumkan nama Indonesia 

dikancah internasional seperti dalam Asian Games dan 

Asian Para Games yang digelar tahun lalu. Artinya anak-

anak muda Indonesia memiliki potensi yang tidak perlu 

diragukan lagi. Kreativitas dan inovasi yang gencar 

dilakukan anak-anak bangsa telah membuat Indonesia tidak 

lagi dipandang sebelah mata. Selamat berjuang Pemuda 

Indonesia kami tunggu jutaan ide brilianmu. 

“Selamat Hari Sumpah Pemuda” 

“Yang Muda Yang Berkarya” 
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Generasi Milenial, Bersatu Kita Maju 
Susanti 

Statistisi BPS Kota Bandung 

 

 Ada yang menarik dari pelantikan anggota DPR 

periode 2019-2024 ini. Sekitar 52 orang anggota legislatif  

berasal dari generasi muda di bawah usia 40 tahun. 

Termuda, Hillary Brigitta Lasut berumur 23 tahun, 

dinobatkan menjadi anggota legislatif termuda. Bila 

dibandingkan dengan  lima tahun sebelumnya, anggota 

DPR termuda periode 2014-2019 lalu berusia 26 tahun. 

 Begitupun dengan susunan Kabinet Indonesia 

Maju yang dilantik Presiden Jokowi rabu lalu 

(22/10/2019), wajah-wajah muda mewarnai jajaran 

menteri. Ada bos gojek Nadiem Makarim sebagai 

Mendikbud, Wishnutama sebagai Menparekraf, dan Erick 

Thohir sebagai Menteri BUMN. Terakhir, Angela 

Tanoesoedibjo yang akan mendampingi Wishnutama 

sebagai wakil menteri. 

 Posisi generasi milenial di kancah politik nasional 

mulai diperhitungkan. Terbukti dengan cukup tingginya 

partisipasi generasi ini pada pesta demokrasi Pemilu 2019 

lalu. Sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih atau sekitar 35-40 

persen merupakan generasi milenial. Ini menggambarkan 

generasi milenial memberi pengaruh sangat besar 

terhadap warna perpolitikan dan pemerintahan Indonesia. 

 BPS menyebutkan bahwa tahun 2018 jumlah 

penduduk dengan rentang usia 15-39 tahun mencapai 

39,96 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
622 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

berarti sumbangan generasi milenial dalam membentuk 

struktur jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi, 

dimana dari 67,59 persen penduduk usia produktif,  

sekitar 59,93 persennya adalah generasi milenial. Kondisi 

ini menunjukkan adanya bonus demografi.  

Bonus demografi merupakan fenomena langka 

karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi 

penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga 

jumlah penduduk keseluruhan. Indonesia memasuki era 

bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur 

umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio 

perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif 

(umur kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap 

jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Indonesia 

diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada 

tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030. 

Generasi milenial sebagai penduduk terbesar, 

memiliki peran dominan dalam era bonus demografi. 

Generasi inilah yang akan menentukan arah dan roda 

pembagunan. Generasi milenial yang unggul dan 

memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan dunia 

luar merupakan aset bangsa yang mampu membawa 

bangsa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih 

maju dan dinamis. 

Seyogyanya fenomena ini dijadikan peluang bagi 

bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan 

produktivitas sumber daya manusia usia produktif yang 

berlimpah dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja. 

BPS merilis angka angkatan kerja bulan Februari 

2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta dibanding 
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Februari 2018. Sejalan dengan itu, sebanyak 129,36 juta 

orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,82 juta 

menganggur. Dibandingkan Februari 2019, jumlah 

penduduk bekerja bertambah 2,29 juta sedangkan 

pengangguran berkurang 50 ribu orang. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga 

meningkat sebesar 0,12 persen menjadi 69,32 persen. Nilai 

TPAK ini merupakan indikator adanya potensi ekonomi 

dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat. 

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

pada bulan Februari 2019 turun menjadi 5,01 persen pada 

bulan Februari 2019. Nilai TPT merupakan indikator untuk 

mengukur tingkat penawaran kerja yang tidak digunakan 

atau tidak terserap oleh pasar kerja. Dilihat dari tingkat 

pendidikannya, penawaran kerja tidak terserap paling 

banyak pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) (sumber:bps.go.id) 

Indonesia menghadapi tantangan terkait 

ketenagakerjaan tersebut. Pertama, masih tingginya 

tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke bawah yang 

berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing 

tenaga kerja yang relatif rendah. Kedua, pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai 

dengan kebutuhan pekerja sehingga menyebabkan 

perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

tenaga kerja berkualitas. 

Jika ditinjau dari bidang pendidikan, BPS merilis 

angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 

71,39 meningkat 0,58 poin dibandingkan tahun 2017. Salah 

satu dimensi pembentuk IPM adalah Harapan Lama 
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Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS 

2018 mencapai 12,91 tahun, artinya bahwa anak-anak usia 

7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan 

hingga lulus SMA atau D1.  

Sementara itu, RLS 2018 sebesar 8,17 tahun, artinya 

rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas 

mencapai 8,17 tahun meningkat 0,07 tahun dibandingkan 

tahun 2017. Meningkatkan HLS dan RLS memberi indikasi 

baik bahwa semakin banyak dan semakin lama anak-anak 

yang bersekolah. Pertumbuhan yang positif ini merupakan 

modal penting dalam membangun kualitas manusia 

Indonesia yang lebih baik. 

Dengan dilantiknya Kabinet Indonesia Maju rabu 

lalu (23/10/2019), diharapkan lahir kebijakan Pemerintah 

dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pemuda 

Indonesia, khususnya kaum milenial.  

Keterwakilan generasi milenial baik di legislatif 

maupun eksekutif diharapkan mampu mewakili pikiran 

dan ide-ide generasinya yang dapat melahirkan pemikiran 

dan kebijakan untuk meningkatkan dan menciptakan 

generasi muda berkualitas dan berkarakter, demi 

terciptanya penerus bangsa untuk Indonesia maju yaitu 

pemuda yang memiliki karakter, kapasitas,  kemampuan 

inovasi, kreativitas tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu 

bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan 

dunia. 

Semoga peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 

28 Oktober ini dapat menjadi titik momentum kita 

bersama generasi milenial harapan bangsa untuk dapat 
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mempersiapkan diri menghadapi globalisasi dan 

tantangan ke depan.  

Wahai Generasi Muda Indonesia, Selamat Hari 
Sumpah Pemuda Ke-91. “Bersatu kita maju.”  
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Sumedang Dan Potret Pembangunan 
Manusia 

Ipoy Yulianawati 
Statistisi BPS Kabupaten Sumedang 

 

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten 

Sumedang selama lima tahun terakhir cukup pesat. Tak 

hanya infrastruktur pendidikan yang menjamur. 

Infrastruktur lain pun banyak dibangun.  Dapat  dilihat 

secara kasat mata pembangunan Waduk Jatigede, Jalan Tol 

Cisumdawu dan Pembangunan Pasar Modern Sumedang.  

Begitu juga pembangunan sarana  prasarana di setiap desa. 

Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan 

tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian 

penduduk namun juga diharapkan dapat mendukung 

meningkatnya pembangunan manusia di Kabupaten 

Sumedang 

Menurut United Nations Development Programme 

(UNDP), pembangunan manusia adalah suatu proses 

untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh 

manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang 

terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, 

berilmu pengetahuan dan mempunyai  akses terhadap 

sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara 

layak.  

Indikator yang dapat mengukur capaian 

pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM 

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 
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sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk 

oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup 

sehat, pengetahuan dan standar hidup layak . Nilai IPM 

merupakan Agregasi dari tiga dimensi dasar tersebut.  

IPM, Selain merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun 

kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), juga 

dapat menentukan peringkat atau level pembangunan 

suatu wilayah/negara. Pun demikian dengan Badan Pusat 

Statistik (BPS) mengukur IPM berdasarkan konsep dan 

metodologi yang direkomendasikan UNDP. 

Dimensi umur panjang dan sehat berkaitan erat 

dengan derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang 

digunakan adalah  Usia Harapan Hidup (UHH) waktu 

lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu 

masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei 

kependudukan. UHH di Kabupaten Sumedang selalu 

meningkat. Walaupun peningkatannya relatif landai. Di 

tahun 2014 mencapai 71,89 tahun dan meningkat menjadi 

72,14 di tahun 2018. Angka ini menggambarkan bahwa 

bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun  2014 – 2018  

diperkirakan akan dapat hidup  sampai 72 tahun.  

Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan 

gabungan indikator  Harapan Lama Sekolah (HLS) dan 

rata-rata lama sekolah (RLS).  HLS  didefnisikan lamanya 

sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan 

oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap 

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan 

peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk 

untuk umur yang sama saat ini. RLS didefnisikan sebagai 

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam 
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menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam 

kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak 

akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam 

penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk 

berusia 25 tahun ke atas.  

HLS Kabupaten Sumedang, sejak 2014 mengalami 

peningkatan  meskipun peningkatannya relatif kecil. Di 

tahun 2014 HLS Kabupaten Sumedang 12,89 dan 

meningkat menjadi 12,94 di tahun 2018.  Angka ini 

menggambarkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun 

yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2014 - 

2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama sekitar 12 

tahun lebih atau setara dengan Diploma I.   

Begitupun dengan RLS Kabupaten Sumedang. RLS 

meningkat sejak tahun 2014. Di tahun 2014 RLS Kabupaten 

Sumedang mencapai 7,66 dan di tahun 2018 mencapai 8,17.  

Angka ini menggambarkan  secara rata-rata penduduk 

Kabupaten Sumedang yang berusia 25 tahun ke atas telah 

menempuh pendidikan selama tujuh  sampai delapan 

tahun  atau hampir menamatkan kelas VIII. 

Untuk mengukur dimensi hidup layak, digunakan 

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok. Yang dilihat adalah rata-rata 

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 

pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk 

hidup layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah 

tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota 

rumah tangga. Sejak tahun 2014 pengeluaran per kapita 

Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. 

Pengeluaran per kapita Kabupaten Sumedang  pada tahun 
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2014 adalah 8,84 juta rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 

Rp. 10,15 juta.  

Berdasarkan data BPS,  Nilai IPM Kabupaten 

Sumedang sejak tahun 2014 – 2018, cenderung mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2014 nilai IPM Kabupaten 

Sumedang 68,76 dan Nilai IPM tahun 2018 mencapai 70,99.  

Sejak tahun 2017 Kabupaten Sumedang mempunyai nilai 

IPM pada kelompok IPM Tinggi 

Pencapaian IPM yang sudah masuk ke dalam 

kelompok tinggi,  hendaknya tidak membuat pemerintah 

Kabupaten Sumedang sudah merasa puas. Diperlukan 

inovasi – inovasi kebijakan yang dapat langsung 

menyentuh perbaikan dan peningkatan sektor – sektor 

yang berhubungan langsung dengan faktor penyusun nilai 

IPM. 

Pada bidang  kesehatan, bisa digiatkan dengan  

pembangunan infrastruktur baru . Perbaikan sarana dan 

prasarana kesehatan yang kurang layak menjadi layak 

kembali. Penyediaan tenaga kesehatan (medis dan non 

medis) yang berkualitas. Pemberian berbagai jenis 

sosialisasi kesehatan bagi masyarakat umum, ibu hamil, 

bayi dan anak – anak. Pemberian jaminan kesehatan bagi 

masyarakat yang kurang mampu serta pelayanan 

kesehatan yang baik dan nyaman bagi seluruh lapisan 

masyarakat.   

Pada bidang pendidikan, bisa digiatkan juga 

dengan meningkatkan sarana dan prasarana baik dari segi 

kuantitas atau kualitasnya. Penyediaan sumber daya di 

bidang pendidikan yang lebih baik. Regulasi dan program 

pendidikan yang dapat membuat masyarakat mengenyam 

pendidikan lebih lama, berkesempatan sekolah ke jenjang 

yang lebih tinggi serta menekan angka putus sekolah 
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sejatinya terus digulirkan. Bantuan pendidikan serta  

sosialisasi tentang pendidikan kepada masyarakatpun 

hendaknya harus tetap menjadi perhatian pemerintah 

Kabupaten Sumedang. 

Pengawasan dan evaluasi terhadap program – 

program pemerintah baik pada bidang pendidikan 

ataupun kesehatan  menjadi suatu keharusan. Hal ini 

dimaksudkan supaya kendala dan hambatan dari program 

– program tersebut dapat diminimalisir dan tujuan dari 

program tersebut dapat tercapai. 

Peningkatan perekonomian masyarakat pun 

menjadi hal yang harus diperhatikan juga. Peningkatan 

pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan 

daya beli masyarakat. Penyediaan lapangan pekerjaan 

yang mudah bagi masyarakat akan berdampak pada 

peningkatan penghasilan mereka.  Tak lupa regulasi 

terhadap harga barang yang dikonsumsi masyarakatpun 

diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 

Membuat layak wilayah kabupaten Sumedang agar para 

investor/pihak swasta nyaman berinvestasi di berbagai 

sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan, atau sektor 

perekonomian lain yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat serta menyerap tenaga kerja 

lebih banyak juga menjadi suatu agenda yang harus 

diperhatikan.                       

 Sudah selayaknya, di era digitalisasi saat ini tak 

hanya pembangunan infrastruktur yang terus digenjot. 

Pembangunan manusia pun layak untuk mendapat 

prioritas. Membangun kualitas hidup manusia Sumedang 

menjadi suatu keharusan. Zaman berubah, teknologi 

berkembang, kualitas SDM pun harus meningkat.  
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Potret Lansia Indonesia Menurut Gender 
Dudi Suryadi  

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya 

 

Fenomena global dalam bidang kependudukan 

saat ini adalah permasalahan penuaan penduduk (ageing 

population). Hal ini dapat dilihat dari ageing indeks, yaitu 

dengan membandingkan jumlah penduduk lansia per 

seratus penduduk usia muda. Angka ini meningkat secara 

konsisten sejak kurun waktu 30 tahun terakhir. Isu ini 

menjadi penting, karena resiko yang melekat didalam 

penduduk lansia membutuhkan kebijakan yang berbeda 

dengan struktur umur penduduk lainnya. 

Negara Jepang salah satu negara di Asia yang saat 

ini mengalami permasalahan penduduk tua. Terdapat 

lebih dari 20 persen populasi penduduk tua di Jepang, 

diperkirakan akan menjadi 40 persen pada tahun 2050. 

Sangat rendahnya angka kelahiran di jepang, disisi lain 

Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi di dunia, 

mengakibatkan struktur penduduk muda kecil sekali. 

Sehingga kekurangan tenaga kerja lokal. Oleh karena 

sektor lapangan kerja banyak diisi oleh pekerja asing, 

Namun hal terburuknya adalah terjadi penyusutan 

penduduk setiap tahunnya akibat rendahnya tingkat 

kelahiran. 

Dampak permasalahan ageing population terhadap 

di Indonesia akan lebih buruk. Karena karakteristik 

lansianya berbeda dengan di negara maju. Diantaranya 

akses terhadap jaminan sosial, partisipasi terhadap sektor 

publik dan adaptasi terhadap teknologi. Apabila dirinci 
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berdasarkan jenis kelamin, kondisi permasalahan lansia 

akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

   Perbedaan mendasarnya adalah tingkat 

pendidikan yang ditempuh berdasarkan jenis kelamin. 

Semakin tingginya tingkat pendidikan, umumnya 

produktivitas tinggi ketika dulu berumur produktif. 

Sehingga penghasilannya tinggi, kemudian akan 

menentukan jumlah saving dan investasi ketika sudah 

tidak produktif. Kondisi inilah yang mencerminkan 

kesejahteraan lansia dari sisi ekonomi. 

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan oleh 

lansia, pendidikan SD/sederajat dan tidak tamat SD 

merupakan angka yang dominan. Jika ditotalkan sekitar 64 

persen, sedangkan yang mengenyam hingga Perguruan 

Tinggi (PT) sebesar 3,81. Apabila dirinci berdasarkan jenis 

kelamin, lansia perempuan berpendidikan SD ke bawah  

sebesar 86,87 persen, sedangkan laki-laki sebesar 75 

persen. Lansia perempuan yang sekolah hingga PT sebesar 

2,56 persen, laki-laki sebesar 5,20 persen (BPS, Statistik 

Lanjut Usia 2018). Apalagi dikelompokan berdasarkan 

perkotaan dan pedesaan, ketimpangan semakin melebar.    

Perbedaan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh 

lansia, akan berhubungan dengan angka melek huruf. 

Berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan kemampuan 

baca tulis lansia. Angka buta huruf lansia yang tinggal di 

perdesaan dua kali lebih besar dibandingkan di perkotaan 

(27,90 persen berbanding 14,54 persen). Apabila dilihat sisi 

gender, angka buta huruf lansia perempuan jauh lebih 

tinggi, yaitu sebesar 28,61 persen. sedangkan laki-laki 

12,63 persen. 
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Dalam era modern saat ini, pendidikan yang 

rendah, tidak hanya berpengaruh terhadap terhambatnya 

akses ekonomi dan fasilitas publik saja, namun juga akses 

terhadap teknologi. 

Percepatan teknologi dan komunikasi selama 

beberapa dekade terahir telah mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan manusia. Menyentuh sektor politik, 

ekonomi, pertahanan dan keamanan, pertanian dan sektor 

lainnya. Perubahan ini akhirnya membentuk pola sikap 

dan perilaku yang baru, baik secara komunal maupun 

masing-masing individu dalam setiap tingkatan kelompok 

umur, termasuk kelompok lansia. Hal inilah yang semakin 

membuat lansia saat ini menjadi asing dengan era mereka. 

Terjadi kesenjangan antara pola hubungan kekeluargaan 

yang mereka ingat di jamannya, dengan pola yang 

sekarang.  

Kedekatan emosional orang tua-anak semakin 

terkikis. Dengan adanya peranan internet dan gadgdet 

budaya silaturahmi secara langsung anak-orang tua pun 

semakin jarang. Cukup dengan telpon atau berkirim pesan 

singkat. Sehingga terjadi gap antara perilaku anak berikut 

budaya serba gadget dengan orang tua dengan budaya 

minim teknologi.   

Berdasarkan data Susenas 2018, lebih dari 50 % 

lansia tidak menggunakan HP, hampir 97 % bukan 

pengguna komputer 2,57 % dan 94 % tidak familiar 

menggunakan internet. Di wilayah pedesaan angka ini 

jauh lebih tinggi. Kondisi inilah yang menjadikan sosok 

lansia Indonesia semakin terkucilkan di era sekarang. 
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Tantangan lain yang dihadapi lansia Indonesia 

adalah terbatasnya akses terhadap jaminan jaminan 

kesehatan. Pada Tahun 2018, masih ada satu dari tiga 

penduduk lansia yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 

Padahal angka kesakitan lansia (morbidity rate) pada tahun 

yang sama sebesar 25,99%. Artinya dari 100 lansia terdapat 

25 hingga 26 orang yang sakit. Untuk kesekian kalinya, 

tingkat morbiditas lansia persentasenya lebih tinggi 

dibandingkan dengan lansia laki-laki, walaupun 

selisihnya relatif kecil. 

Melihat perbandingan antara karakteristik lansia 

perempuan dan laki-laki dihubungkan dengan konteks 

kewilayahan, maka lansia perempuan yang tinggal di 

pedesaan termasuk dalam kelompok yang perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Karena kelompok ini 

identik dengan pendidikan dan penghasilan yang rendah, 

kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan padahal 

tingkat morbiditasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

perkotaan. 

Apabila seperti, apakah kondisi lansia di perkotaan 

lebih baik dibandingkan dengan lansia yang tinggal di 

pedesaan. Pendekatan yang bisa digunakan dalam konteks 

ini adalah dengan status perkawinan. Terdapat 1,22 persen 

lansia perempuan yang belum kawin dan sebagian besar 

tinggal di perkotaan. Perbandingan status cerai baik cerai 

hidup maupun mati, angkanya jauh lebih besar 

dibandingkan lansia laki-laki dengan status yang sama. 

Artinya lansia perempuan lebih banyak hidup tanpa 

pasangannya. Padahal, dengan adanya keluarga atau 

pasangan akan sangat membantu lansia untuk dapat 

menjalani kehidupannya sehari-hari baik fisik maupun 
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psikis. Pendampingan dari pasangan atau keluarga akan 

lebih berarti dibandingkan dukungan dari orang lain yang 

tidak memiliki hubungan sama sekali. Dengan adanya 

dukungan dan pendampingan tersebut, risiko terkena 

penyakit dan kematian pada lansia dapat dikurangi. 

 Pembahasan solusi untuk permasalahan lansia 
akhirnya menjadi hal yang kompleks. Khususnya lansia 
perempuan. Karena pemenuhan kebutuhannya tidak 
hanya dari pemenuhan ekonomi dan kesehatan, namun 
kebutuhan sosial menjadi lebih penting untuk dilakukan. 
Dukungan dan perhatian dari orang terdekat seakan 
menjadi obat mujarab untuk mengobati fisik dan 
psikisnya. Kebijakan pemerintah yang pro lansia, misalnya 
investasi sosial lansia, Asistensi Lanjut Usia, maupun Bina 
Keluarga Lansia hasilnya tidak akan maksimal apabila 
tidak didukung oleh keluarga lansia. Oleh karena itu perlu 
dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan lansia 
Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. 
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Meneladani Semangat Pahlawan dalam 
Pembangunan di Kota Banjar 

Heri Susanto 
Statistisi BPS Kota Banjar 

 

Pada tanggal 10 November 2019, yang jatuh pada 

hari minggu yang lalu, kita memperingati Hari Pahlawan. 

Tema yang diambil pada peringatan hari pahlawan tahun 

ini adalah Aku Pahlawan Masa Kini  yang mengandung 

makna bahwa setiap insan warga negara Indonesia dapat 

menjadi Pahlawan Masa Kini dengan melakukan aksi-aksi 

nyata memperkuat keutuhan NKRI. Peringatan Hari 

Pahlawan harus dapat meningkatkan kesadaran untuk 

lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir 

hayat.  

Kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah dari 

penjajah, tetapi merupakan hasil perjuangan para 

pahlawan. Semangat perjuangan para pahlawan yang 

pantang menyerah dan penuh keberanian, serta 

pengorbanan tanpa pamrih dalam mempertahankan 

kemerdekaan republik ini harus kita teladani dan jadikan 

penyulut semangat dalam mengisi kemerdekaan. 

Kemerdekaan bangsa ini harus kita syukuri dan kita  isi 

dengan pembangunan di segala bidang secara merata. 

Makna peringatan hari pahlawan harus dapat 

memunculkan semangat baru yang ditransformasikan 

menjadi keuletan dalam bekerja membangun negeri 

menuju Indonesia Maju.  

Pembangunan telah menjadi standar moral untuk 

melihat majunya suatu negara. Bangsa ini telah memulai 
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pembangunan disegala bidang sejak awal kemerdekaan 

sampai dengan saat ini. Berbagai program pemerintah 

telah dilaksanakan demi terciptanya pembanguan yang 

merata di segala bidang.  

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan 

adalah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 

merupakan indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup 

manusia (masyarakat/penduduk). Bagi suatu daerah, IPM 

merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 

kinerja Pemerintah Daerah, IPM juga digunakan sebagai 

salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) 

bagi daerah tersebut. 

Kota Banjar adalah sebuah kota di Provinsi Jawa 

Barat, yang berada diperbatasan dengan Provinsi Jawa 

Tengah, yakni dengan Kabupaten Cilacap. Kota Banjar 

merupakan pintu gerbang utama jalur lintas selatan Jawa 

Barat.  IPM Kota Banjar tahun 2018 yang dirilis oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 71,25. Angka ini 

meningkat 0,46 poin dibandingkan IPM tahun sebelumnya 

yang mencapai 70.79. Nilai tersebut termasuk pada 

kategori tinggi, karena berkisar antara 70 sampai dengan 

79,99.  

Menilik lebih dalam, ada tiga aspek yang 

digunakan dalam penyusunan IPM, yaitu dimensi 

kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. 

Dimensi kesehatan diukur dengan indikator angka 

harapan hidup (life expectancy), dimensi pendidikan diukur 

dengan indikator harapan lama sekolah (expected years of 

schooling)  dan rata-rata lama sekolah (mean years of 
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schooling), sementara dimensi pengeluaran diukur dengan 

indikator perkapita (per capita expenditure).  

Indikator angka harapan hidup (life expectancy) di 

Kota Banjar pada tahun 2018 mencapai 70,59 atau dengan 

kata lain bayi yang lahir di tahun 2018 diperkirakan 

memiliki harapan hidup hingga usia 70,59 tahun. Semakin 

tinggi angka harapan hidup menunjukkan tingkat 

kesehatan penduduk semakin baik. Salah satu upaya 

pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang 

kesehatan adalah pemerataan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Pada bidang pendidikan, harapan lama sekolah di 

Kota Banjar pada tahun 2018 mencapai 13,20, artinya anak-

anak berusia 7 tahun  di Kota Banjar memiliki harapan 

dapat menikmati pendidikan selama 13,20 tahun atau 

setara Diploma I. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah 

mencapai 8,60, atau dapat dinterpretasikan bahwa rata-

rata jenjang pendidikan penduduk Kota Banjar dengan 

usia 25 tahun keatas baru mencapai tingkat pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama kelas IX.  

Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan 

di bidang pendidikan telah berupaya memperbaiki sistem 

pendidikan menuju ke arah pembangunan dan 

kesejahteraan bangsa. Pemerataan sarana pendidikan, 

peningkatan dana anggaran pendidikan, peningkatan 

kualitas pengajar dan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pendidikan merupakan faktor 

pendukung pembangunan pendidikan. Jika tingkat 

pendidikan masyarakat masih rendah, maka hal ini akan 
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menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan 

secara keseluruhan.  

Dari sisi pengeluaran, untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk  

Kota Banjar adalah sebesar Rp. 10.329.000,- (sepuluh juta 

tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), meningkat Rp. 

342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) jika 

dibandingkan dengan pengeluaran perkapita tahun 

sebelumnya. Peningkatan pengeluaran dapat 

diindikasikan sebagai peningkatan pendapatan 

masyarakat.  Peningkatan pendapatan masyarakat tak 

lepas dari adanya pembangunan terutama disektor 

penyedian lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan 

kerja tersedia, akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

Pencapaian angka IPM yang sudah tinggi jangan 

menjadikan kita terlena. Pembangunan di segala bidang 

harus terus ditingkatkan. Melalui momentum peringatan 

hari pahlawan, kita jadikan sarana introspeksi diri, sampai 

sejauh mana kita dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan 

dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. 

Tidak ada kata menyerah, harus selalu semangat dan 

penuh keberanian dalam melaksanakan pembangunan, 

demi terciptanya Kota Banjar yang sejahtera, adil, dan 

makmur. Semoga. 
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Sensus di Era Generasi Milenal 
Resty Apriani 

Statistisi di BPS Provinsi Jawa Barat 

 
Banyak pihak terhenyak ketika Presiden Joko 

Widodo mengangkat staf khusus dari generasi milenial. 

Pun demikian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang 

belum lama ini melepas 110 milenial yang lolos seleksi 

patriot desa. 

Zaman telah berubah. Sudah waktunya generasi 

muda mengambil peran lebih dalam pembangunan.   

Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda 

yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, 

kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu 

bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan 

dunia. 

Kita yakini bersama, beberapa tahun ke depan 

Indonesia akan memasuki fenomena bonus demografi. 

Fenomena yang ditandai dengan meningkatnya jumlah 

penduduk produktif secara signifikan akan menjadi 

peluang emas untuk menggerakkan roda perekonomian. 

Penduduk produktif pada era ini didominasi oleh 

generasi Y atau generasi milenial. Berbicara milenial akan 

selalu dikaitkan dengan teknologi, di mana 

generasi milenial merupakan generasi yang diberi label 

melek akan teknologi. 

Peran generasi milenial ini sangat besar di era 

digital, dengan segala kecanggihan teknologi mereka bisa 

membuat konten dan bisa mengakses apa saja dengan 
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mudah. Beberapa pakar telah memprediksi 2020 

merupakan tahun di mana generasi milenial Indonesia 

akan mengguncang dunia. 

Mengapa  tahun 2020? Tahun 2020 adalah tonggak 

berbagai perubahan yang akan terjadi di Indonesia. Pada 

tahun 2015 lalu World Economic Forum 

(WEF) memprediksikan Indonesia akan menempati 

peringkat ke-8 ekonomi dunia pada tahun 2020. 

Pun Indonesia diprediksi akan menjadi pasar 

digital terbesar di Asia tenggara di tahun 2020, dengan 

pengguna internet mencapai 140 juta. 

Era digital yang berkembang pesat dimanfaatkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melaksanakan 

Sensus Penduduk yang akan dilaksanakan tahun 2020. 

Seiring dengan perkembangan 

teknologi, BPS menerapkan beberapa inovasi baru dalam 

melaksanakan Sensus Penduduk 2020.   Dengan metode 

digital, sensus penduduk yang akan dilaksanakan tahun 

depan ini bertujuan untuk keakuratan data dan akan 

dilakukan serentak di seluruh Indonesia. 

Sensus penduduk 2020, BPS akan menerapkan 

teknologi geospasial yang digunakan sebagai kerangka 

induk dan mengumpulkan data. Selain itu, BPS dalam 

mengumpulkan data juga menggunakan Computer 

Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Computer Aided 

Web Interviewing (CAWI). 

Dengan keunggulan digital masyarakat Indonesia 

akan melakukan perbaikan data yang telah tercatat 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
645 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

sebelumnya di adminduk secara online. Kemudian akan 

dilakukan updating dan verifikasi oleh BPS. 

Sensus penduduk online ini diperkuat oleh 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Satu Data. Di mana semua instansi pusat dan 

daerah diharuskan kompak dalam menyamakan data 

kependudukan. Basis data utama kependudukan tetap 

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 

(Disdukcapil). 

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang 

berada jauh dari sentuhan teknologi? Meskipun dilakukan 

secara mandiri melalui digital, BPS masih menyiapkan 

pendataan secara konvensional atau melakukan sensus ke 

lapangan. PAPI (Paper And Pencil Interviewing)  namanya. 

Metode ini merupakan metode wawancara 

menggunakan kertas. Maka diharapkan sensus penduduk 

2020 tidak ada yang terlewat sensus. 

 

Peran Milenial dalam Sensus Penduduk 2020 

Menurut data statistik yang dilansir 

oleh BPS jumlah usia produktif di Jawa Barat (15 – 60 

tahun) mencapai angka sekitar 31,50 juta pada tahun 2018. 

Artinya 60% lebih penduduk Jabar adalah usia produktif 

yang merupakan usia yang masih bisa aktif bekerja dan 

melakukan aktivitas produktif. 

Pada tahun 2018, lebih dari 32% penduduk Jawa 

Barat merupakan penduduk muda yang berusia 15-34 

tahun. Mereka merupakan penduduk yang lahir antara 
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tahun 1980-an sampai 2000-an yang kemudian dikenal 

sebagai generasi milenial atau Generasi Y. 

Adanya generasi milenial yang mendominasi 
penduduk di Jabar, tentunya menjadi harapan baru bagi 
kemajuan. Generasi milenial memiliki karakter tersendiri, 
cara bekerja yang berbeda, sudut pandang yang berbeda 
dalam menghadapi masalah, dan tentunya diharapkan 
akan menghasilkan karya dengan cara yang berbeda. 
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Bukan Hanya Cinta, Tapi Sertifikat 
Fitri Dwiyanti 

Statistisi BPS Kota Banjar 
 

 

Anda sudah menikah? Beruntunglah... 

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinanti oleh 

seseorang yang masih berstatus lajang. Karena setelah 

menikah seseorang akan memiliki partner untuk berbagi 

suka dan duka serta membangun mimpi bersama orang 

yang dicintai. Atas dasar cinta, modal materi dan juga 

restu orang tua, proses pernikahan akan berlangsung 

lancar. Tetapi untuk tahun depan perjuangan pasangan 

yang belum menikah harus ditambah. 

Pada Oktober 2019 lalu Presiden Joko Widodo 

mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai 

perubahan batasan usia perkawinan yaitu perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 tahun. 

Dan baru-baru ini Menteri Koordinaor Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet 

Indonesia Maju, Muhadjir Effendi juga memiliki rencana 

menambah persyaratan bagi pasangan yang hendak 

menikah yaitu melakukan program sertifikasi 

perkawinan. 

Artinya, mulai tahun 2020 calon pasangan harus 

mengikuti kelas atau berupa bimbingan pranikah dan 

mendapatkan sertifikat sebagai syarat menikah. 
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Menurutnya, manfaat program sertifikasi 

perkawinan yaitu agar peserta memiliki bekal dalam aspek 

keagamaan hingga kesehatan, memahami kesehatan alat 

reproduksi dan penyakit berbahaya, serta memahami 

masalah gizi dan stunting anak. 

Secara umum, ini merupakan awal membangun 

generasi berkualitas untuk masa depan bangsa, karena 

didikan yang pertama dimulai dari lingkungan terkecil 

yaitu keluarga. 

Sementara itu, selama ini bimbingan pranikah 

sudah banyak diselenggarakan oleh berbagai organisasi 

bahkan yang resmi sudah diselenggarakan di beberapa 

KUA, walaupun belum semua KUA melakukannya. 

Bimbingan yang umumnya dilakukan memiliki 

tujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai 

komunikasi, cara pemecahan masalah, regulasi emosi, 

manajemen waktu, pengaturan keuangan, pertolongan 

pertama pada kecelakaan, wawasan kesehatan (mengenai 

kehamilan, menyusui, imunisasi, pengobatan sederhana), 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam undang-

undang. 

Peraturan dibuat karena memiliki latar belakang 

atau didasarkan pada kondisi yang ada. Banyaknya isu 

dan kasus dalam rumahtangga, misalnya perceraian, 

KDRT, dsb digadang-gadang sebagai alasan timbulnya 

aturan ini. 

Menilik ke belakang, faktanya memang tren 

perceraian di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 

terus meningkat. Angka pengajuan cerai talak di 

Pengadilan Agama pada tahun 2015 mencapai 394.246 
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perkara, kemudian meningkat menjadi 403.070 perkara 

pada tahun 2016 dan menjadi 415.848 perkara pada tahun 

2017. 

Menurut American Psychological Association, 

dibesarkan oleh orang tua dengan pernikahan yang 

bahagia dapat melindungi anak-anak dari masalah mental, 

fisik, pendidikan dan sosial. Jadi dampak dari perceraian 

itu sendiri bukan hanya berpisahnya pasangan tetapi juga 

kepada anak. 

Selain angka perceraian yang semakin meningkat 

setiap tahunnya, hasil survei Pengalaman Hidup 

Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistis (BPS) menunjukkan 1 dari 3 

perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik 

dan atau seksual oleh pasangan selama hidupnya. 

Kemudian dari sisi kesehatan, berdasarkan hasil 

Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan 

oleh BPS, di Indonesia anak usia 12-23 bulan yang 

mendapat imunisasi lengkap pada tahun 2016 yaitu sekitar 

66,44 persen dan menurun pada tahun 2017 menjadi 50,31 

persen. Kemudian anak usia 0 – 23 bulan yang masih diberi 

ASI sekitar 78,49 persen pada tahun 2016 dan menurun 

menjadi  77,54 persen pada tahun 2017. Selain itu anak usia 

5 – 17 tahun  yang merokok ada sebanyak 1,37 persen pada 

2016 dan meningkat menjadi 1,63 persen pada tahun 2017. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 

dari Kementrian Kesehatan melaporkan sekitar 13,8 

persen anak usia di bawah lima tahun mengalami kurang 

gizi, dan 3,9 persen mengalami gizi buruk. Artinya secara 

nasional dari estimasi populasi balita sebesar 23,8 juta 
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jiwa  yang digunakan dalam kajian Riskesdas ini terdapat 

3,2 juta anak dengan kurang gizi dan 928 ribu mengalami 

gizi buruk. 

Kondisi kesehatan anak dan balita yang belum 

optimal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan 

berdampak pada ketahanan negara Indonesia. 

Dibalik berbagai masalah yang berkembang, 

memang rencana dari Menko PMK dibenarkan oleh 

Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama 

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemko PMK) Agus Sartono dalam 

kompas.com pada 20-11-2019. Tetapi menurutnya, 

substansi bimbingan pranikah inilah yang paling  penting, 

bukan berarti yang tidak mengikuti bimbingan tidak boleh 

menikah, tetapi masih boleh menikah. 

Tetapi alangkah  baiknya memiliki sertifikat agar 

memiliki pemahaman lebih untuk menjadi calon pasangan 

dan calon orangtua yang baik sehingga resiko buruk 

dalam pernikahan dapat dihindari. Hal ini dikarenakan di 

Indonesia tidak semua lembaga KAU representatif untuk 

melakukan bimbingan tersebut. 

Suatu rencana pasti memerlukan proses, pro dan 

kontra dari berbagai pihak sudah biasa terjadi. Tetapi sisi 

positifnya harus tetap dipertahankan. 

Memang tidak ada jaminan angka perceraian dan 
kasus KDRT menurun  serta kesehatan anak Indonesia 
meningkat setelah diberlakukannya aturan ini. Tetapi di 
luar berhasil atau tidaknya program ini, setidaknya calon 
pasangan memiliki gambaran dan pengetahuan lebih 
untuk meniti kehidupan baru seperti memahami 
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pasangan, mendidik anak, menjaga kesehatan keluarga 
dsb. Karena pernikahan adalah sebuah proses belajar yang 
tidak ada sekolah untuknya. Setiap keluarga di mana pun 
belajar, dan lulus atau tidak lulusnya bukan ditentukan 
oleh siapapun tetapi oleh hati masing-masing individu. 
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Rekening Gendut Masjid dan Kemiskinan 
di Kuningan 

RA. Leisa Triana 
Statistisi BPS Kabupaten Kuningan 

 

Tulisan Kiai Maman Imanulhaq, Pimpinan Pondok 

Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka yang dimuat 

pada laman berita satu.com berjudul Tiga Fungsi Masjid 

tertanggal terbit Selasa, 6 Agustus 2013, menggugah hati 

saya untuk menulis opini kali ini. Beliau mengutip nasihat 

Sunan Gunung Jati “Ingsun titip tajug lan fakir miskin”  

yang berarti “Saya titip surau (secara lebih luas: masjid) 

dan orang-orang miskin”. Nasihat itu ditujukan kepada 

seluruh umat Islam yang sampai hari ini belum tentu 

mengerti dan memahami serta mewujudkan nasihat 

tersebut. Nasihat yang terkesan sederhana tapi sarat akan 

makna.  

Makna yang tersirat dari nasihat tersebut menurut 

Kiai Maman adalah berkaitan dengan fungsi masjid itu 

sendiri. Masjid setidaknya memiliki 3 fungsi dasar yaitu 

fungsi zikir (tempat beribadah), fungsi pikir (tempat 

mendialogkan berbagai hal, khususnya yang berkaitan 

dengan ilmu agama dan umum) dan fungsi sosial 

(kepekaan merespon persoalan sosial) sehingga masjid 

mengekspresikan kesalehan ritual dan kesalehan sosial.  

Sebuah kebanggaan tersendiri melihat masjid yang 

megah di setiap desa dan kelurahan yang ada di 

Kabupaten Kuningan. Masjid yang indah, rapi dan bersih 

menjadi ikon dari hampir setiap desa di Kabupaten 

Kuningan. Namun sudahkah masjid masjid indah dan 

http
s:

//ja
bar

.b
ps.g

o.id



 
654 Statistisi Jawa Barat Ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2019 

 

megah di Kabupaten Kuningan memiliki ke-3 fungsi 

tersebut? 

Untuk melaksanakan ke-3 fungsi tersebut, masjid 

menerima dana infak, shodaqoh dan zakat dari umat 

Islam. Selain menerima, masjid pun bertanggung jawab 

untuk menyalurkannya kepada yang berhak selain 

digunakan sebagian untuk dana operasional masjid. Setiap 

jumat, penerimaan dana masjid dari infak dan shodaqoh 

itu disampaikan pada sidang Jumat. Juga dilaporkan 

kemana dana tersebut disalurkan. Baru setahun penulis 

tinggal di Kuningan, dan mengunjungi beberapa masjid. 

Banyak masjid yang sedang dibangun dan meminta 

sumbangan dari warga sekitar, namun ada pula penulis 

temukan saldo dana masjid yang nilai rupiahnya dari 

belasan hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari bulan 

Ramadhan sudah mencapai 400-an juta yang terus 

bertambah hingga bulan November mencapai 500-an juta 

rupiah. Ada pula yang mempunyai saldo dana masjid 

sekitar 180-an juta rupiah. Untuk yang nilai rupiah sedikit 

kemungkinannya adalah masjid akan menggalang dana 

tambahan kepada umat untuk menutupi pengeluaran tapi 

untuk yang nilai rupiahnya mencapai ratusan juta, timbul 

pertanyaan mengapa bisa terjadi dana mengendap begitu 

banyak, apakah masjid tidak menjalankan ketiga fungsi 

tersebut. Adanya majelis majelis zikir menandakan fungsi 

zikir sudah dilakukan. Adanya pengajian majelis majelis 

ta’lim menandakan fungsi pikir sudah dilakukan. 

Bagaimana dengan fungsi sosial masjid dalam merespon 

kemiskinan (kefakiran), kebodohan, dan ketertindasan, 

yang masih menghinggapi rakyat bawah di Kabupaten 

Kuningan. 
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Kemiskinan di Kabupaten Kuningan menurut data 

BPS pada tahun 2018 mencapai 131,16 ribu jiwa atau 12,22 

persen dari total penduduk Kuningan. Persentase ini 

menempatkan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten 

yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ke-2 setelah 

Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah 

Kabupaten Kuningan telah berupaya melakukan berbagai 

program pengentasan kemiskinan. Namun dalam kurun 

waktu 5 tahun, dari 2013 hingga 2018, kemiskinan turun 

hanya 1,12 persen saja atau 8,24 ribu jiwa berhasil 

dientaskan dari kemiskinan. Penurunan ini dapat 

dikatakan cukup lambat bila dibandingkan dengan 

kabupaten lainnya di sekitar Kabupaten Kuningan. Dalam 

kurun waktu 2013-2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Ciamis turun 1,4 persen, Kabupaten Cirebon turun 3,95 

persen, Kabupaten Majalengka turun 3,28 persen, 

Kabupaten Tasikmalaya turun 1,72 persen, Kota Cirebon 

turun 1,86 persen dan Kota Tasikmalaya turun 4,48 persen. 

Walau secara jumlah penduduk miskin, Kabupaten 

Cirebon (232,37 ribu jiwa) dan Kabupaten Tasikmalaya 

(172,41 ribu jiwa) masih lebih banyak penduduk 

miskinnya dibandingkan Kabupaten Kuningan. Hal ini 

tidak terlepas dari program pengentasan kemiskinan yang 

dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat.  

Bila kita cermati lebih dalam karakteristik 

penduduk miskin di Kabupaten Kuningan di tahun 2018, 

menurut data BPS, adalah sebagai berikut: 90,57 persen  

kepala rumah tangga miskin adalah laki laki, rata-rata 

kepala rumah tangga berusia 50 tahun dan rata-rata 

anggota rumah tangga miskin sebanyak 5 orang. 

Penduduk miskin 15 tahun ke atas 92,10 persen 
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pendidikannya adalah tamat SMP ke bawah, yang tidak 

bekerja sebanyak 45,27 persen, dan yang bekerja informal 

sebanyak 40,64 persen. Pengeluaran per kapita per bulan 

rumah tangga miskin sebanyak 75,34 persen untuk 

pengeluaran makanan. Bila melihat kondisi perumahan 

rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan terlihat 

cukup baik, tidak terlihat kemiskinannya secara kasat 

mata karena berdasarkan data BPS, rumah tangga miskin 

di Kabupaten Kuningan 80,13 persen memiliki tempat 

tinggal milik sendiri, 98,92 persen berlantaikan bukan 

tanah, 94,13 persen berdinding tembok, 96,97 persen 

beratapkan genteng/sirap, 92,68 persen menggunakan 

jamban baik jamban sendiri maupun bersama dan  80.09 

persen menggunakan sumber air layak. Maka dapat 

disimpulkan kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak 

terlihat secara kasat mata dari karakteristik perumahan. 

Tetapi lebih pada pendapatan yang sangat kecil yang 

diterima rumah tangga miskin. 

Dengan fakta tingginya angka kemiskinan di 

Kabupaten Kuningan, menjadi miris adanya bila ada 

masjid yang memiliki dana mengendap mencapai ratusan 

juta rupiah atau bisa dikatakan memiliki rekening gendut 

sementara ada fakir miskin di luar sana yang 

membutuhkan uluran tangan. Fungsi ke-3 masjid sebagai 

fungsi sosial yang peka terhadap permasalahan sosial di 

lingkungan sekitarnya bisa dikatakan belum dapat 

difungsikan secara maksimal. Bila kita mengambil contoh 

Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, masjid kampung yang 

mendunia, yang menerapkan prinsip bahwa pengurus 

masjid bukan sekedar mengurus masjid tapi juga melayani 

jamaah sehingga jamaah dapat melihat uang dari infaq 
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berputar untuk kepentingan jamaah dan seharusnya 

segera digunakan untuk keperluan umat, tidak 

diendapkan tapi selalu diputar untuk kepentingan dan 

kegiatan yang bermanfaat untuk jamaah, maka tidak akan 

ada rekening gendut masjid.  

Adanya indikasi fungsi sosial masjid belum 

maksimal, bisa terjadi karena kurangnya sumber daya 

manusia yang mampu mengelola dana masjid atau 

memutar dana masjid untuk kepentingan umat, sehingga 

diperlukan fungsi pikir yang mampu menciptakan 

pribadi-pribadi berkualitas yang bisa menjadikan masjid 

menjalankan ke-3 fungsinya. Selain itu, generasi muda 

setingkat SMU dapat dibina untuk mengelola dana masjid 

sesuai syariat sehingga bisa regenerasi tiap tahun.  

Apabila masjid mampu melaksanakan fungsi-
fungsi tersebut diharapkan akan tercipta pribadi-pribadi 
berkualitas yang menjadikan masjid sebagai pusat 
kegiatan agama, landasan pembentukan umat, lambang 
syiar Islam, dan basis perjuangan dan dakwah untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran serta mampu 
menciptakan kesejahteraan bagi umat Islam. 
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Tantangan Demokrasi Kita  
Nano Suharno  

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat  
 

Mantan Presiden RI keenam, Susilo Bambang 
Yudhoyono ( SBY) menyampaikan pidato  politik refleksi 
pergantian tahun bertajuk “Indonesia Tahun 2020: 
Peluang, Tantangan, dan  Harapan”'. SBY mengulas 
Pilpres 2019 yang menurutnya memiliki catatan buruk 
dalam sejarah  pesta demokrasi lima tahunan. Kondisi ini 
cukup berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia  yang 
cenderung menurun. Bahkan, peneliti politik Edward 
Aspinall dan Marcus Mietzner dari  Australian National 
University Canberra, Australia, menyebut saat ini 
demokrasi Indonesia  sedang berada di titik terendah pada 
masa reformasi ini.  

 

Tren Demokrasi  

Berdasarkan indeks demokrasi yang dimuat The 
Economist Intellegence Unit, demokrasi  Indonesia 
mengalami penurunan kualitas selama dua tahun 
berturut-turut dari 7,03 pada tahun  2015 menjadi 6,97 
tahun 2016 dan turun lagi menjadi 6,39 pada tahun 2017 
dan 2018.  Penurunan tersebut menjadi yang terendah 
sejak tahun 2008, bahkan pada tahun 2017, Indonesia  
dikatakan sebagai negara dengan kinerja terburuk karena 
peringkatnya turun sebanyak “dua  puluh tingkat” dari 
peringkat 48 menjadi 68 (Democracy index 2018).  

Menurut The Economist, kategori proses pemilu 
dan pluralisme mengalami penurunan  skor dibanding 
tahun sebelumnya, begitupun dengan kebebasan sipil. 
Skor kebebasan sipil  merupakan yang terburuk dalam 
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sepuluh tahun terakhir. Penurunannya begitu drastis, 
bahkan  skornya menjadi lebih rendah dibandingkan 
dengan budaya politik yang selama empat tahun  
sebelumnya selalu memiliki skor paling rendah dibanding 
kategori lain.  

Freedom House dan Saiful Mujani Research 
Consulting ( SMRC) berpendapat sama  bahwa demokrasi 
Indonesia mengalami penurunan karena diskriminasi, 
atau kurang meluasnya  kebebasan berkeyakinan dalam 
agama. Pluralisme politik merupakan hal paling 
mendesak yang  harus dibenahi terkait kondisi saat ini. 
Disamping itu, kebebasan politik juga dinilai belum  

optimal karena aspek fungsi pemerintahan yang buruk. 
Pencegahan korupsi pejabat negara dan  lainnya masih 
menjadi tugas berat. Mundurnya kinerja demokrasi 
Indonesia sejak tahun 2013  adalah karena mundurnya 
kinerja dalam kebebasan sipil. Skornya sekarang 4, 
mundur dari 3  yang dicapai tahun 2005-2012. 

Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) BPS pada 
2017-2018 juga menunjukkan bahwa  walaupun ada 
sedikit kenaikan (0,28 poin), tetapi justru mengalami 
penurunan pada indeks  aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 
poin dan aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin.  
Sementara aspek lembaga demokrasi meningkat sebesar 
2,76 poin.  

Kebebasan sipil yang dimaksud mencakup 
kebebasan berkumpul dan berserikat,  berpendapat, 
berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. 
Menurunnya kebebasan sipil juga  terlihat dari hak politik 
partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan 
masukan kepada  penyelenggara negara maupun 
pemerintahan agak menurun.  
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Penurunan skor variabel kebebasan berpendapat 
(6,20 poin) pada tahun 2017  berhubungan dengan 
pengekangan dan ancaman kebebasan berpendapat yang 
terkait pilkada,  seperti ancaman aparat kepada 
masyarakat bila memiliki pilihan yang berbeda dalam 
pilkada.  Ancaman serupa juga diterima oleh aparat 
pemerintah daerah dalam bentuk ancaman mutasi atau  
pencopotan jabatan. Sementara, aspek hak-hak politik 
mengalami penurunan 3,48 poin, yang  disebabkan karena 
meningkatnya “ekskalasi demonstrasi” yang 
menggunakan kekerasan.  

 

Proyeksi   

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) memproyeksikan demokrasi  Indonesia akan 
terus menurun di periode ke-2 Jokowi (Detik, 14 Oktober 
2019). Dinamika  pelaksanaan pemilu serentak (Pileg dan 
Pilpres) tahun 2019 yang puncaknya terjadi kerusuhan  
tanggal 21-22 Mei 2019 yang menyebabkan 9 orang peserta 
demo meninggal.  

Peningkatan eskalasi demonstrasi terus berlanjut 
oleh mahasiswa dan massa lainnya,  pada September 2019. 
Protes atas substansi sejumlah rancangan undang-undang 
menjadi pemicu demo di sejumlah kota di Indonesia. 
Unjuk rasa besar dimulai di Jakarta, Bandung,  dan 
Yogyakarta. Demonstrasi berlanjut dengan skala lebih 
besar di sejumlah daerah yang  berakhir ricuh. Total 
ratusan korban luka ringan dan parah dari kalangan 
mahasiswa akibat  dihalau aparat keamanan, bahkan dua 
demonstran di Kendari meninggal.  

Belum lagi terjadinya demo dan kerusuhan di 
Papua dan Papua Barat. Aksi unjuk rasa  pecah di 
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Manokwari dan Jayapura, hingga kemudian menyebar ke 
Sorong, Fakfak dan Timika  Korban tewas kerusuhan di 
Wamena mencapai 29 orang meninggal, 465 Ruko, 165 
rumah dan  

224 mobil hangus dibakar mengakibatkan gelombang 
pengungsi keluar Wamena. Rangkaian  peristiwa ini akan 

sangat mempengaruhi hasil indeks demokrasi.   

 

Kebijakan  

Pada periode kedua, Jokowi harus berani 
mengeluarkan kebijakan strategis, praktis, dan  sistematis 
untuk menjalankan reformasi aparat hukum. Perlu ada 
langkah strategis, praktis dan  sistematis guna 
menentukan arah penegakan hukum yang tanpa 
diskriminasi dan tanpa tebang  pilih. Survei Litbang 
Kompas 2019 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 
responden terhadap  kinerja bidang Hukum hanya 49,1 
persen. Penunjukkan Mahfud MD, sebagai 
Menkopolhukam  dan Komjen Idham Azis sebagai 
Kapolri, diharapkan dapat mengubah perpektif negara 
yang  biasanya menggunakan pendekatan keamanan 
untuk menstabilkan situasi.  

Permasalahan meredupnya demokrasi di 
Indonesia merupakan masalah yang sistemik.  Naik 
turunnya demokrasi tidak hanya bergantung pada “peran 
pemerintah” namun juga stake holder lainnya seperti 
masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga 
peradilan, dan  penegakan hukum.   

Dari berbagai faktor, yang paling memiliki “daya 
ungkit” untuk memperbaiki demokrasi  yang menurun ini 
adalah “partai politik”. Meningkatnya aspek lembaga 
demokrasi sebesar 2,76  poin pada 2018 karena peran 
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partai politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh 
variabel  peran peradilan yang independen yang 
meningkat 4,41 poin. 
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“Menyongsong Pesta Demografi Indonesia 
2020” 

Dadang Darmansyah 
Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Ciamis 

 

Kegiatan besar di bidang demografi akan segera 

dilaksanakan di Tahun 2020.  Kegiatan itu adalah Sensus 

Penduduk 2020. Sensus Penduduk ini merupakan agenda 

sepuluh tahunan yang bertujuan menyediakan data 

jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik 

penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan 

Indonesia.  Sensus Penduduk 2020 menggunakan dua 

cara. Cara pertama melalui Sensus Penduduk Online (SPO) 

yang akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 15 

Februari hingga 31 Maret 2020. Cara kedua melalui Sensus 

Penduduk Wawancara yang akan dilaksanakan pada 

bulan Juli 2020. Sensus Penduduk  kali ini tidak hanya 

akan menjadi sejarah bagi Badan Pusat Statistik (BPS) 

sebagai penyelenggara namun bagi Indonesia. Tentu saja 

karena Sensus Penduduk Online merupakan kali pertama 

sejak Tahun 1961 setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya 

Sensus Penduduk hanya dilakukan dengan cara 

konvensional melalui kunjungan langsung oleh petugas 

sensus ke rumah-rumah penduduk.  

Sensus Penduduk Online Tahun 2020 

menggunakan metoda kombinasi (combine method). 

Penggunaan data adminduk dari Ditjen Dukcapil 

menjadikan sensus kali ini menjadi berbeda. Ditambah 

dengan hasil pendataan lapangan pada sensus penduduk 

wawancara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli di 

tahun yang sama. Masyarakat diminta untuk “mensensus” 
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dirinya sendiri dengan mengisi data diri secara mandiri di 

link: http://sensus.bps.go.id. Pendataan mandiri atau 

dikenal dengan “self enumeration” merupakan 

rekomendasi PBB dan sudah diterapkan di banyak negara 

maju. Negara dengan tingkat kesejahteraan, pendidikan, 

teknologi serta “melek” statistik yang cukup tinggi 

memudahkan kegiatan sensus mandiri ini. 

 

Kenapa harus SPO 

Sensus Penduduk Online atau dikenal dengan SPO 

memberikan pilihan cara baru bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam sensus penduduk. Tuntutan terhadap 

ketersediaan data kependudukan secara periodik dan real 

time hanya mampu terwujud jika pemutakhiran data 

penduduknya dilakukan secara mandiri oleh penduduk. 

SPO juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun 

suatu budaya baru di tengah masyarakat akan pentingnya 

data dimulai dari informasi pribadinya. Sekaligus 

memberikan edukasi pemanfaatan teknologi kepada 

masyarakat di era digital. Kelompok masyarakat yang 

tidak memiliki waktu luang untuk bertemu petugas sensus 

bisa menggunakan cara SPO ini. Kelompok masyarakat ini 

umumnya berada di wilayah urban dan kelompok 

menengah ke atas yang cenderung memiliki keterbatasan 

waktu luang. Kelompok penduduk ini dipastikan 

memiliki literasi teknologi yang lebih baik sehingga lebih 

memungkinkan untuk berpartisipasi dalam SPO. 
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Tantangan SPO 

Tantangan terbesar dalam kegiatan SPO ini 

diantaranya participant rate. Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan SPO ini sangat menentukan keberhasilan. Sebagai 

sesuatu yang baru, dibutuhkan delivery informasi kepada 

masyarakat yang efektif melalui berbagai media 

sosialisasi. Masyarakat tidak hanya mendapatkan 

informasi juga terdorong untuk memberikan 

partisipasinya dalam SPO. Tantangan berikutnya adalah 

public trust dan usability. Kepercayaan publik terhadap 

keamanan data individu harus terjamin. Perangkat 

undang-undang terkait jaminan data individu harus 

dikuatkan. Masyarakat merasakan keamanan saat 

memberikan data individunya. Perangkat yang digunakan 

dalam SPO ini juga harus bersifat Usability. Masyarakat 

dibuat mudah untuk mengisi data dan berpartisipasi 

dalam SPO ini. Juga harus memenuhi syarat realibility 

(keandalan), accessibility (kemudahan), availability 

(ketersediaan) dan security (keamanan).  

 

Multimode Data Collection 

Pendekatan berbagai moda proses pengumpulan 

data dilakukan pada sensus penduduk 2020. Moda yang 

digunakan ada yang bersifat digital assisted (CAWI dan 

CAPI) dan paper assisted (PAPI).  Computer Aided Web 

Interviewing (CAWI) sebagai moda pendataan mandiri dan 

pendataan oleh petugas menggunakan Computer Assisted 

Personal Interview (CAPI) serta PAPI (Pencil and Paper 

Interview).  CAWI digunakan untuk mengakomodasi 

penduduk yang tidak bisa dilakukan pendataan secara 
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langsung. Dengan moda ini penduduk dapat mengisi 

sendiri data yang diperlukan ke dalam website. CAPI 

digunakan untuk mengurangi beban petugas membawa 

lembaran-lembaran kertas dokumen pendataan lapangan. 

Sedangkan PAPI masih digunakan untuk daerah yang 

tidak dapat menggunakan aplikasi CAWI dan CAPI. 

Berbagai moda pengumpulan data ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai hal. Diantaranya orientasi 

anggaran, efektivitas sensus, kondisi geografis, literasi 

teknologi dan sikap atau gaya hidup masyarakat. 

 

Dukungan dan Legimitasi SPO 

Untuk menguatkan dukungan dan legitimasi SPO 

ini dibutuhkan awarness kolektif dari semua pihak. 

Mengingat kepentingan dari hasil SPO memberikan 

dampak luas, bersifat nasional dan lintas sektoral. 

Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat 

dibutuhkan. Mulai dari pemerintah pusat melalui 

kementrian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa/kelurahan 

hingga ketua SLS/Satuan Lingkungan Setempat. Peran 

mereka dalam menyampaikan rangkaian kegiatan Sensus 

Penduduk 2020 dan mobilisasi serta himbauan partisipasi 

masyarakat dalam SPO sangat membantu keberhasilan.  

Dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat 

yang tinggi dalam memberikan data dan informasi 

kependudukan yang akurat. Data yang berkualitas 

menjadi pijakan bagi pemerintah dan pemangku 

kepentingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang dihadapi. Semoga  pesta demografi Sensus 
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Penduduk Tahun 2020 dapat berjalan sukses dan lancar 

menuju satu data kependudukan Indonesia.  

--oOo-- 
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